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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan
Disertasi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Disertasi
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Tahun 2018. Adapun Kketentuan
umumnya sebagai berikut:

1. Konsonan
b | ema gt ain Nama

’ Alif - Tidak dilambangkan

&1 Ba’ B Be

y Ta’ 1 Te

i Sa’ TH Te dan Ha

€ Jim J Je

LR LAAL A

c Kha’ Kh Ka dan Ha

> Dal D De

. Zal DH De dan Ha

’ Ra’ R Er

5 Zai e 3]

o Sin S Es

< Syin SY Esda Ye

Al | s | Ee

L Ta’ T Te (dengan titik di
bawahnya)

© Za z Zet (dengan titik di
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bawahnya)
¢ ‘Ayn ‘- Koma terbalik di atasnya
¢ Ghayn GH Ge dan Ha
Fa’ F Ef
S Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
¢ Mim M Em
o Nun N En
9 Waw w We
23 Ha’ H Ha
2 Hamzah - Apostrof
¢ N’ Y Ye

2. konsonan yang dilambangka dengan W dan Y

wad’ &2
‘iwad P
Dalw o

Yad &
Hiyal =
Tahi e

3. Mad dilambangkan dengan a, 7, . Contoh:

il

Jsf

surah

8y

dha
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iman ol
fi ¢
kitab s
Sihab e
Juman ol

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj &)
nawm 0y

law 5
aysar o
syaykh -
‘aynay &

5. Al# () dan waw () ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa
fonetik yang bermakna tidak dilambangkan . Contoh:

Fa alu Isled
"Ula ika Il
‘giyah i3

6. Penulisan ta’ marbatah (3)
Bentuk penulisan ta’ marbitah terdapat dalam tiga bentuk,
yaitu:

a. Apabilata’ marbutah terdapat dalam satu kata,
dilambanngkan dengan ha (s).contohnya:
Salah )
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b. Apabilata’ marbutah (¢) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat
dan yang disifati (sifat mawsgif), dilambangkan Aa’ (¢).
Contohnya:
al-risalah al- iegd) L))
bahiyah
c. Apabilata’ marbutah (3) ditulis sebagai mudaf dan mudaf
ilayh, maka mudaif dilambangkan dengan “t”. contohnya;
Wizarat al- W OR
Tarbiyah
Penulisan syaddah atau tasydid terhadap
Penulisan syaddah bagi konsonan waw (s) dilambangkan
dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan ya’ ()
dilambangkan dengan “yy”’ (dua huruf y). Contoh:
quwwah 53

‘aduww s

Penulisan alif 1am (J')
Penulisan al (J)) dilambangkan dengan “al-” baik pada al (J')
syamsiyyah maupun al (J') gamariyah. Contoh:

al-kitab al- thant gl LSy

al-ittihad Sy

Kecuali: ketika huruf /am (J) berjumpa dengan huruf lam (J) di
depannya, tanpa huruf alif ('), maka ditulis “lil”. Contoh:
Lil-Syarbaynt e
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ABSTRAK

Judul : Dinamika Fikih Mazhab Syafi‘c  (Analisis
Penyebab Kelahiran Pendapat Ikhtiyarat al-
Nawaw1 dan Relevansinya dengan Pengembangan

Fikih
Nama/NIM  : Helmi Imran/29173626
Promotor : 1. Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA

: 2. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Kata Kunci  : Mazhab Syafi‘1, Ikhtiyarat al-Nawawf,
Pengembangan Fikih

Eksistensi al-Nawaw1 sebagai salah seorang pengikut al-Syafi‘i
seharusnya menjadikan al-Nawawi memiliki kesamaan dengan al-
Syafi‘T dalam menetapkan hukum fikih dan cara penalarannya.
Kenyataan yang terjadi justeru sebaliknya, di mana al-Nawawi
mempunyai beberapa pendapat pilihan yang dikenal dengan istilah
Ikhtiyarat, yang berbeda dari pendapat al-Syafi‘T dan mayoritas
ulama pengikutnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, disertasi
ini mengkaji tentang Dinamika Fikih Mazhab Syafi‘l (Analisis
Penyebab Kelahiran Pendapat Ikhtiyarat al-Nawawi dan
relevansinya dengan Pengembangan Fikih). Kajian ini difokuskan
untuk menjawab tiga hal penting, 1) Mengapa al-Nawawi
melahirkan pendapat 7khtiyarat, 2) Bagaimanakah pengaruh
kelahiran pendapat Ikhtiyaratr al-Nawawi terhadap perkembangan
fikih Syafi‘iyyah periode berikutnya, 3) Apa relevansi kelahiran
pendapat lkhtiyarat al-Nawaw1 dengan pengembangan fikih masa
kini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library
research) dengan jenis data kualitatif. Penelitian ini bersifat
deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif dan historis.
Adapun sumber data dapat dibedakan kepada sumber primer, yaitu
seluruh referensi yang terkait langsung dengan permasalahan, dan
sumber sekunder, vyaitu seluruh referensi yang tidak terkait
langsung dengan permasalahan tetapi mendukung kesempurnaan
penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama,
alasan al-Nawawi melahirkan pendapat [Ikhtiyarat Kkarena
penemuan dalil yang lebih kuat dan cara pandang yang lebih tepat,
sesuai dengan kaidah-kaidah ijtihad mazhab Syafi‘1 serta konsisten
pada penerapannya. Indikasi kepada kesimpulan ini dapat dilihat
XXI



dari beberapa hal: (1) ditinjau dari segi kedudukan dalil yang
digunakan sebagai sumber hukum, yang terlihat lebih memenuhi
standar prinsip pokok mazhab Syafi‘t. (2) ditinjau dari segi
penerapan metode lughawiyyah dan fa ‘liliyyah dalam memahami
dalil, yang terlihat lebih konsisten dan taat asas. (3) ditinjau dari
segi penggunaan prinsip istinbat yang lebih mengutamakan makna
zahir nas dengan mempertimbangkan konsep al-taisir dan magasid
al-syari‘ah. Kedua, kelahiran pendapat lkAtiyarat al-Nawawi telah
membawa pengaruh besar terhadap perkembangan fikih Syafi ‘iyyvah
periode berikutnya. Indikasi kepada kesimpulan ini dapat dilihat
dari beberapa hal: (1) Perubahan peta pemikiran mazhab Syafi‘l
dengan memandang bahwa lkhtiyarat al-Nawawi yang disebutkan
dalam Kkitab Raudat al-Talibin sebagai pendapat kuat dalam
mazhab. (2) Pengayaan khazanah keilmuan mazhab Syafi‘T dengan
berlangsungnya berbagai kajian terkait inovasi al-Nawawi. (3)
Pengesahan pendapat pegangan mazhab Syafi‘T  dengan
menetapkan pendapat al-Nawawi sebagai rujukan utama dalam
perihal khilafiyah. (4) Perumusan ketentuan baru berupa urutan
kitab al-Nawawi yang dijadikan sandaran dalam kegiatan fatwa
hukum. Ketiga, Relevansi kelahiran pendapat lkhtiyarat al-Nawawi
dengan pengembangan fikih masa kini dapat dilihat dari beberapa
hal: (1) Membuka ruang bagi pemahaman baru dalam fikih. Hal ini
tergambarkan dari sikap al-Nawawi yang siap berbeda pendapat
dengan melawan arus ulama mazhabnya dalam melahirkan
Ikhtiyarat karena pertimbangan dalil yang lebih kuat atau metode
yang lebih tepat. (2) Keterbukaan terhadap perkara baru. Hal ini
dibuktikan dengan diterimanya gagasan al-Nawawi oleh ulama
periode berikutnya setelah melakukan kajian yang mendalam. (3)
Lahirnya kemudahan dalam pengamalan hukum. Hal ini dibuktikan
dengan adanya sebagian [Ikhtiyarat al-Nawawi yang dalam
penalarannya mempertimbangkan konsep al-zaisir. (4) Kepekaan
terhadap kondisi sosial. Hal ini dibuktikan dengan perhatian al-
Nawawi dalam melahirkan sebagian [khtiyarat Kepada aspek
kebutuhan manusia. (5) Penguatan toleransi dalam perbedaan
pendapat. Hal ini dibuktikan dengan sikap al-Nawawi yang
menghormati pendapat yang disebut masyhur dalam mazhab dan
sikap ulama sesudah al-Nawawi yang menghormati temuan al-
Nawaw1.
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Development

As a follower of al-Syafi‘i, al-Nawawi should have commonalities
with al-Syafi‘T in determining figh and reasoning. In fact, al-
Nawawi has various Ikhtiyarat (thought) that differ from al-Syafi‘l
and most of his followers. This study explores the dynamics of
Figh of the Syafi‘T’s school of thought (the analysis of the origins
of al-Nawawi’s Ikhtiyarat opinion and its relevances to the
development of Jurisprudence). This study tried to answer three
main principal questions:1) Why did al-Nawawi brought up the
Ikhtiyarat opinion, 2) How did the origin of al-Nawawi’s
Ikhtiyarat influence the development of the following period of
Syafi ‘iyyah figh, 3) What is the relevance of the al-Nawawi opinion
to the development of contemporary law. This study is a library
research that use qualitative data analysis. This study employed a
descriptive-analysis through normative and historical approach.
The data sources can be separated into primary sources, which
include all references that are directly relevant to the research
questions, while, the secondary sources comprise all references that
are not directly related to the research questions but contribute to
the enhancement of this research. According to the findings, first,
al-Nawaw1’s reason for giving and Zkhtiyarat opinion is due to the
discovery of a stronger argument and more appropriate poin of
view, in accordance with the principles of ijtihad of the Syafi‘l
school and concistent in its application. Further, evidences from
this study point out some conclusions: (1) In terms of the strength
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of the argument used as a source of law, it seems that it meets the
basic principles of the Syafi‘l school of thought; (2) In terms of the
application of the lughawiyyah and ta‘liliyyah methods in
understanding propositions, they appear to be more concistent and
compliant; (3) In terms of the use of the istinbat principle whice
prioritizes the meaning of zahir texts by concidering the concepts
of al-taisir and maqgasid al-syari‘ah. Second, the emergence of al-
Nawawi’s Ikhtiyarat opinion had a significant impact on the
subsequent development of Syafi ‘iyyah figh. Further, evidences
point outsome conclusions: (1) The changes in the Syafi‘i’s school
of thought in viewing the fact that the al-Nawawi’s Ikhtiyarat
mentioned in the book of Raudat al-Talibin is clearly a solidstance
within the school of thought (2), The prolongation of research
through al-NawawT’s innovation have a major influence to the
enhancement of Syafi‘T’s school of thought (3), The establishment
of al-Nawaw1’s thought as the primary reference in khilafiyah
matters (4), The construction of new provisions in the form of al-
Nawaw1’s bookshas served as the foundation for legal fatwa acts.
Third, the significance of al-Nawawi’s [Ikhtiyarat to the
advancement of contemporary figh can be determined from various
aspects: (1) Generating possibility for new understandings/thought
in figh. This is exemplified by the stance of al-NawawT’s attitude
(who is willing to hold contradictory views) towards some scholars
when it comes to the notion of /khtiyarat, especially in evaluating
arguments with more appropriate approach. (2), The
acknowledgement of new cases in figh. This is supported by the
approval of al-Nawaw1’s conceptby some contemporary scholars
(or figh scholars after his period) (3), The simplification acts of
legal practice. This is demonstrated by the existence of al-
Nawaw1’s Ikhtiyarat, which employ the principle of al-taisir. (4),
His attentivenessin understanding social conditions. This is shown
by the fact that al-Nawawi’s Ikhtiyarat is compatibly solidin
attempting to handle human needs or issues (5) and to fostering
tolerance for contradictory viewpoints. This is proven by al-
NawawT’s attitude in respectingan other Islamic/figh scholars’
viewpoint, and vice versa.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapat dan pemikiran para ulama fikih merupakan wujud
kepedulian serta tanggung jawab moral mereka atas berbagai
persoalan umat yang membutuhkan kejelasan hukum. Demi
memenuhi kebutuhan fatwa yang terus meningkat, para ulama
berusaha merumuskan kaidah-kaidah sebagai pedoman dalam
berijtihad. Dalam kenyataannya, rumusan-rumusan kaidah tersebut
tidak selalu sama antara seorang ulama dengan yang lainnya.
Secara historis, sejak masa tabi ‘in telah muncul dua aliran yang
berbeda dalam sikap ijtihadnya, yakni ahl al-kadith* dan ahl al-
ra’yi.?, sampai akhirnya muncullah al-Syafi‘t (w. 204 H) yang
membangun jalan tengah di antara dua aliran di atas.® Sejalan
dengan perbedaan kaidah-kaidah yang dirumuskan, fatwa-fatwa
yang lahir sebagai hasil ijtihad pun banyak yang berbeda, bahkan
bertentangan satu sama lain.

Perbedaan pendapat dalam bidang fikih merupakan suatu
keniscayaan karena sebagian besar hukum fikih dibangun atas
dasar dalil yang bersifat zanni dilalah.* Di samping itu, perbedaan
cara pandang terhadap sebuah dalil dan tingkat kemampuan dalam
menginterpretasinya juga melahirkan perbedaan yang banyak. Hal

ANl al-hadith adalah penganut aliran figh dengan kecenderungan
tekstual, dan jarang menggunakan nalar kecuali dalam keadaan terpaksa sekali.
Aliran ini terutama berkembang di daerah Hijaz (Makkah dan Madinah), yang
kepalai oleh Sa‘id ibn Musayyab. Lihat. Muhammad Ali As-Sayis, Sejarah Fikih
Islam, (Terjm: Nurhadi AGA), Judul Asli: Tarikh al-Figh al-Islami, Cet. I,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), him. 111-112

2Anhl al-ra’yi adalah penganut aliran figh yang dalam ijtihadnya banyak
menggunakan nalar. Aliran ini terutama berkembang di Irak yang dikepalai oleh
Ibrahim al-Nakh‘1. ‘Lihat. Ali As-Sayis, Sejarah Fikih..., him. 113

3Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Cet. I,
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), him. 54-55

“Dalil zanni dilalah merupakan dalil yang menunjukkan kepada sebuah
makna, namun mempunyai kemungkinan untuk diinterpretasi makna lain
darinya. Lihat. ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘7/m Usal al-Figh, Cet. XII, (Kuwait:
Dar al-Qalam, 1978), him. 35

1
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ini menunjukkan bahwa fikih itu fleksibel, dinamis, dan selalu
sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sejarah fikih, sejak
pertengahan abad IV H sampai pertengahan abad VII H disebut
sebagai periode konsolidasi mazhab-mazhab fikih, di mana pada
periode ini kegiatan ijtihad independen telah mengalami
kemunduran dari masa sebelumnya. Meskipun demikian, bukan
berarti kegitan ijtihad juga berhenti secara total. Para ulama terus
melakukan ijtihad dengan berbagai pola dan bentuknya.

Di antara bentuk ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad
madhhabz, yaitu ijtihad yang didasarkan pada deduksi hukum
terhadap persoalan-persoalan baru sesuai dengan prinsip-prinsip
yang telah ditetapkan oleh para pendiri mazhab mereka.
Karenanya, para ulama periode ini terkadang berbeda pendapat
dengan imam mazhab mereka pada hukum furi iyyah, meskipun
sepakat tentang prinsip-prinsip pokok.> Selain ijtihad madhhabr,
para ulama periode ini juga giat menyaring dan membuang semua
pernyataan lemah dan palsu yang dinisbatkan kepada para pendiri
mazhab. Di samping itu, ulama periode ini juga mengklasifikasikan
narasi-narasi para pendiri mazhab sesuai dengan keakuratannya.
Proses otentifikasi dan klasifikasi ini dikenal dengan istilah tashih.
Upaya sistematis dan rinci dalam memperlakukan fikih di setiap
mazhab saat itu sangat membantu proses pencapaian ketetapan-
ketetapan hukum dalam sebuah mazhab.® Dalam melakukan proses
tashih, perbedaan pendapat di antara para ulama ini juga tidak
terelakkan karena berbeda cara pandang dalam menetapkan
pendapat mana yang lebih akurat atau lebih kuat.

Akibat nyata dari kegiatan ijtihad madhhabt dan tashih,

SAbu Ameenah Bilal Philips, Asal-usul dan Perkembangan Figh:
Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi, (Terjm: M. Fauzi
Arifin), Judul Asli: The Evolutionof Figh: Islamic law and the Madhabs, Cet. I,
(Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005), him. 141.

®Abu Ameenah, Asal-usul dan Perkembangan Figh..., him. 141-142.
Lihat juga. Muhammad al-Khudari, Tarikh Tasyri* al-Islami, (Ttp : al-Haramain,
tt), him. 332
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perbedaan pendapat pada periode ini tidak hanya terjadi antara
seorang ulama dengan ulama lainnya atau sesama pendapat dari
seorang ulama tertentu, tetapi perbedaan juga banyak terjadi antara
seorang imam mazhab dengan para ulama pengikutnya. Lebih dari
itu, sesama ulama yang bernaung di bawah satu mazhab juga
sangat banyak melahirkan perbedaan, baik antar ulama yang
berbeda generasi maupun yang berada dalam generasi yang sama.
Dalam sejarah pembentukan dan perkembangan mazhab Syafi‘,
setelah selesai membangun pondasi dasar mazhab, al-Syafi‘1 sangat
giat dalam melakukan ijtihad, bahkan kadang-kadang ia meninjau
ulang terhadap sebagian fatwa yang pernah dikeluarkan
sebelumnya dan merevisinya. Selain giat melakukan ijtihad sendiri,
al-Syafi‘i juga menganjurkan dan menekankan hal yang sama
kepada para murid dan pengikutnya yang telah memiliki kemapuan
ijtihad. Di antara anjuran al-Syafi‘T kepada pengikutnya yang
mampu berijtihad adalah jangan mudah mengikuti pendapat orang
lain tanpa memeriksa dalil-dalil dan cara pandang dalam
memahaminya, termasuk mengikuti al-Syafi‘1 sendiri.’

Selanjutnya dalam berijtihad, pola dan orientasi para ulama
pengikut al-Syafi‘T berbeda-beda. Di antaranya adalah berijtihad
langsung kepada sumber hukum dengan cara menerapkan kaidah-
kaidah ijtihad yang telah dirumuskan oleh al-Syafi‘i, yang
diistilahkan dengan ijtihad madhabi. Selain itu, upaya ijtihad yang
dilakukan adalah menyeleksi pendapat-pendapat yang sah
dinisbatkan kepada al-Syafi‘i, pola ini disebut (zangih al-
madhhab).® Di samping itu, mereka juga aktif dalam upaya

"Al-Mawardi, Abi al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad, al-Hawi al-Kabir
Syarh Mukhtasar al-Muzani, J1d. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), him. 4

8Dalam peristilahan fikih Syafi ‘iyyah, tangih al-madhhab adalah upaya
mengurai dan memastikan pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi‘i, mana di
antaranya yang sah dinisbatkan kepada al-Syafi‘t dan mana yang tidak sah,
melalui metode dan kriteria tertentu. Lihat. ‘Arafat ‘Abd al-Rahman al-Maqdi,
Tabsirah al-Muhtaj bima Khafiya min Mustalah al-Minhdaj, Cet. 1, (Kuwait: Dar
al-Diya’, 2014), hlm. 55
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pengembangan pendapat al-Syafi‘t yang ada pada sebuah kasus
kepada kasus lainnya, pola ini disebut (takhrij).® Pola lainnya yang
dilakukan adalah mengunggulkan salah satu dari pendapat-
pendapat Syafi‘T atau pengikut seniornya yang nampak kontradiksi
(tarjii).1° Objek ijtihad yang dilakukan tidak terbatas pada kasus-

*Takhrij dalam konteks pengembangan pendapat fikih diartikan dengan
dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Takhrzj dengan makna umum
adalah upaya menggali hukum fikih dengan mengacu kepada kaidah imam
mazhab atau pendapatnya yang telah ada pada sebuah kasus hukum tertentu.
Sedangkan takhrij dengan makna khusus adalah upaya memproyeksikan dan
mengembangkan sebuah pendapat imam mazhab terkait hukum pada suatu
masalah kepada masalah lain yang mirip dengannya tetapi memiliki ketetapan
hukum yang berbeda dengan pola dua arah, sehingga akhirnya pada masing-
masing masalah terdapat dua pendapat yang berbeda. Salah satu contohnya
adalah pendapat al-Syafi‘T yang menetapkan kewajiban terhadap seorang
pemimpin Negara untuk membayar diyat kepada keluarga orang yang meninggal
dunia akibat pelaksanaan ‘ugibat ta‘zir. Pendapat ini kemudian dikembangkan
oleh mujtahid mazhab kepada masalah orang yang meninggal dunia akibat
‘ugubat hudud karena berbuat zina (cambuk) yang dilaksanakan pada saat pelaku
yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Setelah pendapat ini di-takhrij, maka
pada masalah ‘ugubat hudid tersebut telah terdapat perbedaan pendapat antara
al-Syafi‘i dengan mujtahid mazhabnya. Pendapat al-Syafi‘i mengatakan tidak
wajib membayar diyat. Sedangkan pendapat mujtahid mazhab menetapkan
hukum wajib sebagaimana halnya pada masalah ta‘zir, alasannya karena hudid
dan ta‘zir memiliki kemiripan dari dua sisi, yakni bertujuan memberikan efek
jera terhadap pelaku dan perbedaan tingkat ‘ugizhah tergantung perbedaan
pelanggaran yang dilakukan. Pendapat hasil zakhrij merupakan pendapat lemah,
yang diistilahkan dalam mazhab al-Syafi‘i dengan sebutan gawl al-mukharraj.
Lihat. Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus IImu Ushul Fikih, Cet.
I, (ttp: Amzah, 2004), him. 317. Lihat juga. Al-Mahalli, Jalal al-Din, Kanz al-
Raghibin ‘ala Syarh Minhaj al-Thalibin, J1d. 1V, Cet. 1, (Kairo: Dar Thya’ al-
Kutub al-‘Arabiyyah, 1922), hlm. 183. Lihat juga. Al-Mawardi, Abi al-Hasan
‘Al ibn Muhammad, al-Akkam al-Sultaniyyah wa al-wilayah al-diniyyah, Cet. 1,
(Beirut: Maktabat al-*Asriyyah, 2000), him. 258. Lihat juga. Muhammad Jum‘ah
Ahmad al-Aysawi, al-Adgwal al-Mukharrajah fi al-Figh al-Syafi T wa Athruha,
(ttp: Dar al-Diya’, tt), him. 27-36, 40.

©OTarjih secara bahasa adalah menguatkan dan mengunggulkan. Adapun
secara istilah, tarjih adalah menguatkan salah satu di antara dua dalil yang
nampak bertentangan, berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya.
Lihat. Totok Jumantoro Kamus llmu..., hlm. 327. Dengan demikian, tarjih
dalam konteks mazhab fikih adalah upaya menguatkan salah satu dari pendapat-
pendapat yang nampak bertentangan dalam mazhab yang bersangkutan,
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kasus baru, tetapi juga meninjau ulang pendapat atau fatwa yang
telah ditetapkan oleh al-Syafi‘i. Dalam kegiatan ijtihad ini, tidak
jarang para ulama pengikut al-Syafi‘i berbeda pandangan dengan
al-Syafi‘t pada permasalahan tertentu, dengan cara melahirkan
pendapat yang baru, padahal mereka terkadang merujuk kepada
dalil yang sama dengan al-Syafi‘T serta menggunakan kaidah
ijtihad yang merupakan warisan al-Syafi‘1.

Salah seorang ulama Syafi ‘iyvah yang pernah melahirkan
pendapat-pendapat yang berbeda dari al-Syafi‘t adalah al-
Nawaw1.!! Di antara bentuk perbedaannya dengan al-Syafi‘1 adalah
melahirkan pendapat-pendapat “pilihan” yang diistilahkan dalam
fikin  Syafi‘iyyah dengan sebutan Ikhtiyarat.'> Menariknya,

berdasarkan kekuatan dalil dan argumentasi masing-masing pendapat.

Nama lengkapnya adalah Abu Zakariyya Muhy al-Din Yahya ibn
Syarf ibn Muri ibn Hasan al-Nawawi al-Damsyiqi. la lahir pada bulan Muharram
Tahun 631 H di Nawa4, salah satu daerah yang berada di Suriah. Setelah matang
dalam mengenyam pendidikan, al-Nawawi menjadi seorang ulama besar dalam
mazhab al-Syafi‘l. Ia dikenal dengan kemampuannya yang mumpuni dalam
bidang men-zarjih pendapat-pendapat yang saling bertentangan dalam mazhab
al-Syafi‘i, sehingga pen-farjih-annya paling diutamakan untuk dijadikan
pegangan dalam berfatwa dan mengamalkan pendapat-pendapat mazhab al-
Syafi‘t. Al-NawawT juga seorang ulama yang berhasil memadukan secara relatif
sempurna dua metode penalaran fikih yang terkenal dalam mazhab al-Syafi‘1,
yakni metode ‘Iragiyyin yang dinilai lebih unggul dalam hal akurasi periwayatan
pendapat dan metode istinbat al-Syafi‘i, dan metode Khurasaniyyin yang dinilai
lebih unggul dalam hal mengembangkan pendapat al-Syafi‘i. Karenanya, metode
yang ditawarkan oleh al-NawawT merupakan metode yang komplit karena hasil
perpaduan dari dua metode sebelumnya yang dipandang tidak saling mengisi.
Setelah melakukan pengembaraan ilmiah, al-Nawawi kembali ke Nawa dan
wafat di sana pada 24 Rajab Tahun 676 H. Lihat. Ibn Kathir, ‘Imad al-Din
Isma‘il ibn ‘“Umar, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, Tahqiq: ‘Abd al-Hafiz Mansir, Jld.
I1, Cet. I, (Naghazi: Dar al-Madar al-Islami, 2002), him 824-827. Lihat Juga ‘Al
Jum‘ah Muhammad, al-Madkhal ila Dirasah al-Madhahib al-Fighiyyah, Cet.
IV, (Kairo: Dar al-Salam, 2012), hlm. 53. Lihat Juga al-Nawawi, Abii Zakariyya
Muhyi al-Din Yahya ibn Syarf, al-Majmii‘ Syarh al-Muhadhdhab, Takgig:
Muhammad Najib al-Muti‘t, Jid. I, Cet. I, (Beirut: Dar IThya’ al-Turath al-‘Arabi,
2001), him. 145

12Secara bahasa, Ikhtiyarar merupakan bentuk plural dari kata Ikhtiyar
yang berarti memilih. Dalam peristilahan fikih Syafi iyyah, pendapat Ikhtiyarat
diartikan dengan pendapat-pendapat pilihan hasil istinbat seseorang ulama
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sebagian pendapat lkhtiyarat al-Nawawi malah dipandang lebih
kuat dari segi dalil dibandingkan pendapat al-Syafi‘T sendiri oleh
para ulama Syafi iyyah periode berikutnya. Hal ini telah membuka
ruang untuk melakukan penelitian terhadap pendapat Ikhtiyarat
para ulama pengikut mazhab, dan mengisyaratkan bahwa
pembahasan mengenai pendapat Ikhtiyarat al-Nawawi secara
khusus menjadi penting agar fikih bisa membumi sesuai dengan
realitas zamannya. Kemunculan pendapat Zlkhtiyarat al-Nawawi
menarik untuk dikaji. Sebagai ulama pengikut al-Syafi‘1 dan telah
berkontribusi besar dalam pengembangan mazhabnya, serta
konsisten berpegang pada kaidah-kaidah ijtihad yang telah
dirumuskan oleh al-Syafi‘1 sendiri, seharusnya al-Nawawi memiliki

penganut mazhab tertentu dari dalil-dalil usialr tanpa mengutip dari imam
mazhab. Pendapat-pendapat tersebut berbeda dari pendapat yang ada dalam
mazhab yang bersangkutan. Dalam sejarah, sejauh ini penulis belum menemukan
siapa yang pertama kali menggunakan kata Zkhtiyarat untuk pendapat-pendapat
dalam fikih. Namun demikian, substansi lkhtiyar Fighiyyah sudah dilakukan
sejak masa Sahabat Nabi. Ikhtiyar fighiyyah dipandang sebagai sebuah upaya
ijtihad yang objeknya adalah permasalahan khilafiah. Meskipun objeknya
permasalahan khilafiyyah, namun Ikhtiyar Fighiyyah diartikan berbeda dengan
tarjzh, karena tarjih merupakan bentuk ijtinad melalui upaya mengunggulkan
salah satu dari pendapat-pendapat yang nampak bertentangan dengan melihat
kepada kekuatan dalil dan argumentasi yang digunakan, selanjutnya pendapat
yang unggul akan dipakai, dan yang lemah akan dibuang. Sedangkan lkhtiyar
Fighiyyah adalah upaya ijtihad yang lebih mendalam setelah melewati tahapan
tarjih dari seorang ahli fikih pada permasalahan khilafiyyah dengan memilih
sebuah pendapat yang dipandang lebih kuat dari segi dalil, argumentasi, atau
lebih sesuai dengan maqgashid al-syari’ah, di mana pendapat pilihan tersebut
berbeda dengan yang apa yang telah ditetapkan dalam mazhab yang ia ikuti.
Dalam hal ini, tarjiz dipandang sebagai langkah awal menuju Ikhtiyar. Setiap
ulama yang mampu melakukan Ikhtiyar Fighiyyah sudah pasti mampu
melakukan tarji, tetapi setiap ulama yang mampu melakukan tarjiz belum tentu
mampu melakukan lkhtiyar Fighiyyah. Lihat Mahmad al-Najiri, al-lkhtiyar al-
Fight wa Isykaliyat Tajdid al-Figh al-Islami, Cet. |, (Kuwait: Wizarat al-Awqaf
wa al-Syu’tn al-Islamiyyah, 2008), hlm. 20, 36. Lihat juga Muhammad Tariq
Muhammad Hisyam Maghribiyyah, al-Madhhab al-Syafi 7: Dirasah ‘an Aham
Musralahatih wa Asyhar Musannafatih wa Maratib al-Tarjih fih, Cet. |,
(Damaskus: al-Fartiq, 2011), hlm. 187. Lihat juga. Saqaf ibn ‘Al1 al-Kaf, Mu jjam
Ji Mugstalahat Figh al-Syafi ‘iyyah, Cet. |, (Madinah al-Munawwarah: Tp, 1997),
him. 12
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pandangan yang sama dengan al-Syafi‘T pada permasalahan yang
sudah ditetapkan hukumnya oleh al-Syafi‘t. Keharusan ini
didasarkan pada sebuah kaidah yang populer di kalangan ulama
pengikut mazhab “bahwa keberadan fatwa dan pendapat seorang
mujtahid di hadapan pengikutnya sama seperti keberadaan ayat al-
Qur’an dan hadis di hadapan mujtahid”. Artinya, sebagaimana
seorang mujtahid tidak boleh berpaling dari al-Qur’an dan hadis,
demikian juga seorang pengikut mujtahid tidak boleh berpaling
dari pendapat mujtahid ikutannya.
Hal ini sebagaimana diutarakan oleh beberapa ulama
Syafi ‘iyyah, di antaranya Ibn Hajar al-Haytami (w. 974 H) berikut
ini,
Py bl delgd Ban d ade s ol plo) Cale gy Y de U
oopa g A2l gl ae 4B el ol 3 kel asl,y Lo
ety et Y LS Wbl e e el A G L@ e g8
o Al

Artinya: Adapun mujtahid mugayyad (yang terikat dengan sebuah
mazhab) yang tidak melangkahi mazhab imam tertentu, ia
tidak punya kewajiban dalam menetapkan hukum selain
memahami kaidah-kaidah imamnya, dan hendaknya ia
mempertimbangkan apa saja yang perlu dipertimbangkan
oleh seorang mujtahid muthlag pada undang-undang
syara‘, karena kedudukan mujtahid mugayyad di hadapan
mujtahid muthlaq sama seperti kedudukan mujtahid
muthlaq saat berhadapan dengan teks-teks syara‘ (al-
Qur’an dan hadis). Oleh karena itu, seorang mujtahid
mugayyad tidak boleh berpaling dari pendapat imamnya
yang sudah jelas, sama seperti tidak boleh melakukan
ijtihad oleh mujtahid muthlaq ketika terdapat teks syara’

Blbn Hajar al-Haytami, Syihab al-Din Ahmad, Tuifat al-Muhtaj bi
Syarh al-Minhaj, JId. X, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), him. 109



yang tegas.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Muhammad al-Ramli
berikut ini,

0114 Jyenld Lib Oleuzll ade Lo dyadt _wledl a5 Gl 13 Los (Jew)
Lo el SIS il o e 095 Gpas slede JU L ol (s
ML IS Al > (3 ol adl 0L s i, Ol ads

Artinya: Ditanyakan pada Muhammad al-Ramli mengenai
perbedaan yang terjadi antara pendapat yang dipegangi
oleh dua syeikh (al-Rafi‘T dan al-Nawawi) dengan
pendapat baru al-Syafi‘t, manakah yang dapat dijadikan
pegangan. Jika anda menjawab yang dipegangi pendapat
al-Syafi‘1 lantas bagaimana dengan ulama zaman Kita ini
yang mengecam orang yang berbeda pandangan dengan
al-Rafi‘1 dan al-Nawawi, padahal al-Rafi‘T dan al-Nawaw1
sendiri pernah menegaskan bahwa kedudukan pendapat al-
Syafi‘T di hadapan pengikutnya sama seperti dalil yang
pasti...

Demikian juga dikemukakan oleh Sulayman al-Kurdi
berikut ini,

e e d d o) WLl G Oy Oddl Lills Sl
15..\.@.:5,“‘5:- ) @L&J\ﬁfr@j} 5] |
Artinya: Pertanyaan, bagaimana bisa al-Rafi‘i, al-Nawawi dan

4Al-Ramli, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad, Fatawad al- Ramli,
Jid. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), him. 262-263

15 Al-Kurdi, Muhammad ibn Sulayman, al-Fawa’id al-Madaniyyah fi
man Yufta bi Qaulih min A’immah al-Syafi iyyah, Cet. 1, (Beirut: Dar Nar al-
Sabah, 2011), him. 41. Lihat juga al-Mahalli, Jalal al-Din, Syark Jam* al-
Jawami*, JId. 1, (Semarang: Maktabah Toha Putera, tt), him. 395
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Ashab®® berbeda pandangan dengan pendapat al-Syafi‘q,
padahal pendapat al-Syafi‘ct di hadapan mereka sama
seperti teks syara * di hadapan mujtahid.

Kenyataan yang terjadi justeru sebaliknya, di mana al-
Nawawi melahirkan pandangan yang berbeda terkait pendapat
Ikhtiyarat-nya. Hal ini jelas menggambarkan bahwa al-Nawawi
sebagai seorang pengikut mujtahid muthlag telah mengabaikan
pendapat imam yang menjadi ikutannya. Kenyataan ini telah
melahirkan sebuah kesenjangan antara idealitas dan realitas,
sehingga memunculkan sebuah pertanyaan besar dan mendasar
mengapa al-Nawawi pada pendapat [khtiyarat-nya bisa berbeda
pandangan dengan al-Syafi‘1, padahal dalam berijtihad, al-Nawaw1
menggunakan kaidah yang dirumuskan oleh al-Syafi‘i.
Kesenjangan inilah yang menjadi pokok permasalahan yang
membuat penulis tertarik dan merasa perlu mengkaji dalam sebuah
penelitian ilmiah, sehingga diharapkan akan nampak benang merah
sebagai jawaban yang utuh, tuntas dan ilmiah terhadap pertanyaan
di atas.

Dalam model-model penelitian figh, kajian ini masuk ke
dalam penelitian mazhab figh, yang terdiri dari entitas mazhab,
komunitas mazhab, dinamika'’ mazhab, dan interaksi antar
mazhab.!8 Kajian ini mengambil salah satu bagian yang khusus dari
dinamika mazhab, yakni tuntutan perubahan dan pola-pola

®Ashab adalah para ulama mazhab Syafi‘T yang mempunyai
kemampuan ijtihad madhhabi, umumnya mereka hidup sampai pertengahan abad
V H. Lihat ‘Arafat, Tabsirah al-Muhtaj..., him. 331-332

1"Pada dasarnya, kata “dinamika” berarti satu bagian khusus dari ilmu
fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak dan tenaga yang
menggerakkan. la dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan suatu keadaan
tertentu. Selanjutnya kata ini digunakan kepada apa saja yang memiliki potensi
bergerak dan berubah. Lihat. Julius C. Rumpak dkk, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Ed. IlI, Cet. Il, (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), him. 265. Adapun
hubungan penggunaan kata ini pada figh adalah karena figh memiliki potensi
bergerak dan berubah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

18Cik Hasan Basri, Model Penelitian Figh; Paradigma Penelitian Figh
dan Figh Penelitian, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 248
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perubahan.’® Dinamika yang terjadi dalam mazhab Syafi‘,
berkaitan dengan tuntutan perubahan dan pola-pola perubahan
terbilang sangat luas. Oleh karena itu, perlu dibuat pembatasan dari
masalah yang dikaji di sini. Berdasarkan hal ini, masalah yang
hendak dikaji dalam penelitian ini adalah tentang pendapat-
pendapat Ikhtiyarat dalam mazhab Syafi‘i. Pendapat-pendapat
Ikhtiyarat tersebut sangat banyak, sebab bentuk Zkhtiyar pendapat
telah mulai muncul sejak mazhab Syafi‘t dikembangkan oleh murid
dan penerusnya, seperti lkhtiyarat al-Qaffal, Ikhtiyarat al-Ghazali
dan lain-lain. Karena itu, penelitian ini memfokuskan kepada
sejumlah pendapat lkhtiyarat yang dilahirkan oleh al-NawawT saja
dengan mengambil sebagian kecil contoh kasus yang dipandang
mewakili bab fikih.

Adapun motivasi memfokuskan kepada pendapat-pendapat
Ikhtiyarat yang dilahirkan oleh al-Nawawi secara khusus adalah
karena beberapa alasan berikut ini:

1. Al-Nawawi merupakan mujtahid tarjih terkemuka dalam
mazhab Syafi‘i. Dalam menyaring pendapat-pendapat yang
tersebar dalam mazhab Syafi‘T dan men-tarjih yang saling
bertentangan di antaranya, al-Nawawi dinilai sebagai ulama
yang paling selektif dan mempunyai metode tarjih yang
paling kuat, ilmiah, sistematis, integratif, dan lebih sesuai
dengan kaidah-kaidah mazhab Syafi‘T dibandingkan dengan
mujtahid zarjih sebelumnya.?’ Oleh karena itu, hasil tarjih
al-Nawaw1 paling diutamakan ketika para mujtahid tarjih

19Selain tuntutan perubahan dan pola-pola perubahan, juga terdapat
bagian lain yang bisa dijadikan fokus penelitian tentang dinamika mazhab,
yakni, dinamika internal dan dukungan eksternal. Lihat. Hasan Basri, Model
Penelitian Figh..., him. 254

2<Abd al-Nasir Ahmad al-Malibari, Awrdq al-Dhahab fi Halli al-
Ghubar al-Madhhab, Cet. 1, (Demak: Dar Turath ‘Ulama’ Nusantara, 2016),
him. 8-11. Lihat juga. Akram Yasuf ‘Umar al-Qawasimi, al-Madkhal ila
Madhhab al-Imam al-Syafi T, Cet. I, (Amman: Dar al-Nafa’is, 2003), hlm. 378-
380



11

berbeda pandangan dalam menyajikan hasil pen-tarjih-an
mereka.?!

2. Al-Nawawi mempunyai metode yang moderat dalam
penalaran fikih Syafi iyyah karena ia berhasil secara relatif
sempurna memadukan dan menggabungkan antara dua
kutub metode penalaran figh dalam mazhab Syafi‘1.??
Sebelumnya, metode penalaran fikih yang dibangun oleh
ulama penerus al-Syafi‘1 terdiri dari dua aliran, yakni aliran
Irak dan aliran Khurasan.?® Kehadiran dan kontribusi al-
Nawawi dapat menyatukan keduanya. Dengan demikian,
pemikiran al-Nawawi merupakan representasi dari
pemikiran seluruh ulama Syafi iyyah sebelumnya, sehingga
pemikiran dan metode al-Nawawi dinilai lebih moderat
karena telah berhasil membuka sekat-sekat pemisah antara
aliran Irak dan aliran Khurasan.

3. Al-Nawawi meninggalkan warisan intelektual yang
terbilang banyak. Hal ini akan memberi kemudahan dalam
meneliti pemikiran dan landasan yang dipakai al-Nawawi
karena dapat merujuk kepada sumber asli. Dengan ini akan
membuat kajian tentang pemikiran al-Nawawi dapat
berjalan lebih objektif, dan dapat dipertanggung-jawabkan
secara ilmiah.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar-belakang masalah di atas, permasalah inti
dari penelitian ini adalah sikap al-Nawawi yang nampaknya

2l1bn Hajar al-Haytami, Tukfat al-Muhzaj, J1d. 1..., him. 39

22¢ A11 Jum‘ah, al-Madkhal ila Dirdasah al-Madhahib. .., hIm. 45

ZBAliran Irak dipelopori oleh Abii Hamid al-Asfirayaini (w. 406 H).
Sedangkan aliran Khurasan dipelopori oleh al-Qaffal al-Marwazi (w. 410 H).
Kekhususan aliran Irak terletak pada akurasi penukilannya terhadap pendapat al-
al-Syafi‘l, pendapat murid dan pengikut seniornya, dan metode istinbar-nya
masing-masing. Sedangkan kekhususan aliran Khurasan terletak pada metode
pengembangannya terhadap pendapat al-Syafi‘i, yang dinilai sangat bagus dan
sistematis. Lihat. al-Nawawi, al-Majmi‘..., him. 145
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mengabaikan ketetapan yang telah ada dalam mazhab Syafi‘
dengan melahirkan  pendapat Ikhtiyarat-nya.  Selanjutnya
permasalahan inti tersebut melahirkan pertanyaan yang lebih
spesifik, yaitu:

1. Mengapa al-Nawawi melahirkan pendapat /khtiyarat.

2. Bagaimanakah pengaruh kelahiran pendapat Ikhtiyarat al-
Nawaw1 terhadap perkembangan fikih Syafi iyyah periode
berikutnya.

3. Apa relevansi kelahiran pendapat [lkhtiyarat al-Nawawi
dengan pengembangan fikih masa kini.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan menemukan dan
memperoleh jawaban yang memadai dan dapat dipertanggung-
jawabkan secara ilmiah mengenai landasan pemikiran al-Nawawi
yang nampaknya mengabaikan ketetapan yang telah ada dalam
mazhab Syafi‘Tt dengan melahirkan pendapat Ikhtiyarat-nya.
Namun secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk menganalisis alasan al-Nawawi melahirkan pendapat
Ikhtiyarat.

2. Untuk menganalisis pengaruh kelahiran pendapat /khtiyarat
al-Nawaw1 terhadap perkembangan fikih  Syafi ‘iyyah
periode berikutnya.

3. Untuk menganalisis relevansi kelahiran pendapat /khtiyarat
al-Nawaw1 dengan pengembangan fikih masa kini.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran terhadap dinamika yang terjadi dalam
perkembangan fikih mazhab Syafi‘t. Hal ini penting untuk
diketahui, karena kebanyakan umat Islam di Indonesia merupakan
penganut mazhab Syafi‘t. Namun secara khusus, manfaat penelitian
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ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Manfaat akademis: penelitian ini diharapkan menambah
khazanah keilmuan tentang kedinamisan pemikiran figh
dalam mazhab Syafi‘i, khususnya yang berkaitan dengan
faktor penyebab lahirnya pendapat-pendapat /khtiyarat al-
Nawawi, dampaknya dalam perkembangan fikih Syafi ‘iyyah
periode berikutnya  serta  relevansinya  dengan
pengembangan fikih yang diwacanakan dewasa ini. Di
samping itu, dapat memperluas wawasan mengenai
perbendaharaan pendapat-pendapat dalam bidang hukum
dan cara pandang dalam menghasilkannya.

2. Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan membuka ruang
bagi pengayaan pendapat-pendapat yang bisa diikuti dalam
kerangka mazhab Syafii, karena dengan sebab memahami
pendapat-pendapat Zkhtiyarat al-Nawawi serta dampaknya
kelahirannya, secara kwantitas akan menambah jumlah
pendapat yang dapat dijadikan sandaran dalam beramal. Hal
ini tentu akan memberi kemudahan khususnya kepada
penganut mazhab Syafi‘T yang hidup pada abad ini dan
seterusnya dalam melakukan pengamalan hukum. Di
samping itu, para praktisi fikih juga dapat menangkap
relevansi antara lahirnya pendapat-pendapat lkhtiyarat al-
Nawawi dan pengembangan fikih, selanjutnya dapat
diaplikasikan dalam konteks kekinian, seperti menjembatani
antara pemikiran-pemikiran fikih yang berkembang saat ini,
bahkan tidak tertutup kemungkinan bagi praktisi fikih untuk
menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan untuk
pengembangan fikih dalam bentuk penerapan secara
empiris.

1.5. Kajian Pustaka
Dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya penulis telah
melakukan berbagai telaah dan kajian kepustakaan, baik
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perpustakaan biasa maupun perpustakaan digital. Dalam hal ini,
penulis telah menelusuri berbagai karya orang lain, baik berbentuk
buku, kitab, maupun berbentuk karya ilmiah akademis lainnya. Hal
ini dilakukan agar tidak menghasilkan penelitian yang tumpang-
tindah, di samping untuk memastikan orisinalitas penelitian ini.
Sejauh penelusuran penulis, sampai saat ini penelitian yang
berkaitan dengan pemikiran al-Nawawi dan metodologinya sudah
pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya:

Munir ‘Ali ‘Abd al-Rab al-Qubati, Tajdid al-Imam al-
Nawawi fi al-Madhhab al-Syafi 7. la memfokus penjelasannya
secara panjang lebar mengenai kontribusi al-Nawawi dalam upaya
memperbaharui mazhab Syafi‘T dan bentuk pembaharuannya. Pada
akhirnya ia melahirkan beberapa kesimpulan di antaranya: (1)
pembaharuan yang dilakukan oleh al-Nawawi mazhab Syafi‘l
adalah menyaring dan menyeleksi pendapat-pendapat lemah atau
menyimpang dari kaidah mazhab Syafi‘T yang dinisbatkan kepada
al-Syafi‘t dan menetapkan kriteria pendapat yang sah dinisbatkan
kepada al-Syafi‘t serta mengoreksi istilah-istilah yang jarang
dipakai dalam mazhab Syafi‘t dengan menawarkan istilah-istilah
yang lebih tepat. (2) metode penyaringan dan penyeleksian sebuah
pendapat yang sah dinisbatkan kepada al-Syafi‘1 yang dipakai oleh
al-Nawawi adalah melihat kepada kekuatan dalil dan ‘illat, sesuai
dengan hadis sahth, pernah di-tarjth oleh al-Syafi‘T sendiri,
keadaannya sebagai pendapat baru, memperoleh penegasan dari al-
Syafi‘1 sendiri, di-tashih oleh mayoritas Ashab, dan diriwayatkan
oleh ulama aliran Irak. (3) al-Nawawi menyiratkan perbedaan
antara mazhab Syafi‘t dan mazhab Syafi ‘iyyah. Mazhab Syafi‘t
adalah pendapat yang sah dinisbatkan kepada Imam al-Syafi‘,
sedangkan mazhab Syafi iyyah adalah pendapat-pendapat yang
diijtihad oleh Ashab dengan menggunakan kaidah yang dirumuskan
oleh al-Syafi‘t, atau pendapat-pendapat yang merupakan hasil
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pengembangan mereka dari teks pendapat al-Syafi‘1.2*

Qutb al-Din Zahadiyan, Tarjihat al-Imam al-Nawawi fi
Kitab Raudah al-Talibin: Bab al-Mu ‘amalat Numidhaja. Fokus
penelitiannya adalah tentang faktor penyebab perbedaan antara
tarjih al-Nawawi dalam kitab Rawdhat al-Talibin dan Kitab-
kitabnya yang lain. Setelah melakukan penelitian, ia melahirkan
kesimpulan, di antaranya: (1) kaidah-kaidah zarjih yang dipakai al-
Nawaw1 dapat dibagi dua kategori, yaitu kaidah umum dan kaidah
khusus. Di antara kaidah umum adalah setiap pendapat al-Syafi‘i
yang didukung oleh hadis sakih maka itu sah dinisbatkan kepada
al-Syafi‘1, sekalipun pendapat itu merupakan gawl gadim, dengan
syarat bahwa ulama yang menisbatkan tersebut mempunyai
keahlian dalam bidang farjih, dan meyakini al-Syafi‘T tidak
menemukan hadis sahih tersebut atau meragukan ke-sahih-annya.
Sedangkan kaidah khusus, antara lain bahwa jika dua pendapat al-
Syafi‘1 yang bertentangan sama-sama gawl jadid, maka gawl jadid
yang terakhir dipandang lebih kuat. (2) penyebab utama terjadinya
perbedaan farjih al-Nawawi antara satu kitab dan kitab lainnya
adalah karena al-Nawawi menulis beberapa kitabnya dalam waktu
yang berbeda, kebanyakannya ditulis pada saat al-Nawawi sedang
memperdalam ilmu pengetahuan, sedangkan usia al-Nawaw1 yang
relatif singkat menyebabkan ia tidak sempat merevisi sebagian
kitabnya yang berisi pendapat yang telah di-tarjih terlebih dahulu,
padahal dalam kitab barunya pendapat tersebut dianggap lemah.
(3). Jika terjadi perbedaan farjih di antara beberapa kitab al-
Nawaw1 maka yang paling kuat untuk dijadikan pegangan adalah
menurut urutan berikut: al-Tahgiq, al-Majmii, al-Tangih, al-
Rawdah, Minhaj al-Talibin, al-Fatawa, Syarh Sahth Muslim,

ZMunir ‘All ‘Abd al-Rab al-Qubati, Tajdid al-Imam al-Nawawi fi al-
Madhhab al-Syafi ‘7, (Syah Alam: Jabatan Figh dan Ushul Akademi Pengajian
Islam Universiti Malaya, 2012)
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Tashih al-Tanbih, dan al-Nukat ‘ala al-Tanbih.?®

‘Abd al-Latif ibn Muhammad al-Sabil, Ziyadat al-Imam al-
Nawawi wa Istidrakatih ‘ala al-Imam al-Rafi‘t min Bidayat Kitab
al-Qada’ ila Nihayat Kitab al-Da‘awa wa al-Baynat min Khilal
Kitab al-Rawdah Jam ‘an wa Dirasah. Pokok permasalahan yang
diteliti adalah tentang penambahan dan koreksi al-Nawawi dalam
kitab Rawdah-nya, terhadap apa yang telah disampaikan oleh al-
Rafi‘T dalam kitab al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, khususnya mulai dari
permulaan bab peradilan sampai akhir persengketaan dan para
saksi. Setelah melakukan penelitian, ia menghasilkan beberapa
kesimpulan, antara lain: (1) kitab Rawdah al-Nawawi dan al-‘Aziz
al-Rafi T merupakan dua kitab yang mempunyai nilai sangat tinggi
dalam sejumlah kitab fikih Syafi‘iyyah karena ditulis oleh dua
ulama terkemuka yang sangat selektif dalam memilah pendapat
kuat dan lemah, sehingga kitab tersebut digelar dengan nama
pegangan para mufti (‘umdat al-muftiyyin). (2) bentuk penambahan
dan koreksi al-Nawawi terhadap al-Rafi‘t dalam Kkitab tersebut
ditandai dengan penggunaan kata ‘qultu’ pada awalnya dan kata
‘wa Allah a‘lam’ pada akhirnya. Muatan isi penambahan dan
koreksi tersebut merupakan perkara pengembangan masalah dan
penyempurnaannya yang dipandang sangat penting karena
menyangkut adab dan akhlak yang jarang dibicarakan di kitab-kitab
lainnya. (3) di antara permasalahan yang merupakan penambahan
dan  koreksi  tersebut adalah  seseorang mufti  perlu
mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dalam memberi
fatwa. Seandainya sasaran fatwa kepada orang yang kuat dalam
mengamalkan ajaran agama maka mufti harus berfatwa dengan
pendapat yang sempit ketat. Adapun jika sasarannya kepada orang
yang lemah dalam mengamalkan ajaran agama maka mufti harus

2Qutb al-Din Zahadiyan, Tarjihat al-Imam al-Nawawi fi Kitab Raudah
al-Talibin: Bab al-Mu ‘amalat Numiidhaja, Disertasi pada Akademi Pengajian
Islam, Universitas Malaya Kuala Lumpur Malaysia, Tahun 2015, Tidak
diterbitkan.
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berfatwa dengan pendapat yang memberi kelonggaran. Selain itu,
termasuk dalam penambahan juga mengenai seseorang Yyang
sedang berada dalam kondisi yang membahayakan nyawanya
akibat lapar, maka wajib ia berhutang pada orang lain untuk
menyelamatkan nyawanya.?®

Muhammad ‘Audah al-Astal, lkhtiyarat al-Nawawt fi al-
Majmii* al-Mukhalafah li al-Madhhab fi Kitab al-Taharah wa al-
Salat wa al-Siyam. Dalam penelitiannya, ia menyajikan sembilan
belas kasus hukum yang merupakan Zkhtiyarat al-Nawawi dalam
kitab Majmaii-nya, khususnya yang berada dalam bab bersuci,
shalat dan puasa melalui metode perbandingan pendapat, tanpa
menganalisa mengenai penyebab munculnya /khtiyarat al-Nawaw1
yang berbeda dengan mazhab Syafi‘i. Kesimpulannya antara lain:
(1) kitab al-Majmii© merupakan salah satu kitab paling penting
dalam fikih Syafi‘iyyah karena selain memuat pendapat mazhab
Syafi‘i, juga memuat pendapat lintas mazhab fikih lainnya,
sehingga isinya sangat kaya akan khazanah fikih. (2) keberadaan
pendapat Jlkhtiyaratr al-Nawawi pada kasus-kasus yang
diungkapkan menunjukkan bahwa al-Nawawi merupakan seorang
ulama yang tidak fanatik dalam mengikuti al-Syafi‘1, buktinya al-
Nawawi1 siap berbeda pendapat dengan al-Syafi‘t jika kondisi
menghendaki demikian, dengan tanpa mengurangi rasa hormatnya
kepada al-Syafi‘t. (3) metode yang dipakai al-Nawawi dalam
memunculkan pendapat Zkhtiyarat-nya pada kasus-kasus yang
dikemukakan merupakan metode yang dapat menghasilkan
kesimpulan yang kuat dan objektif ilmiah, karena melakukan
penelusuran secara lengkap terhadap berbagai pendapat ulama

%<Abd al-Latif ibn Muhammad al-Sabil, Ziyadat al-Imam al-Nawawt
wa Istidrakatih ‘ala al-Imam al-Rafi T min Bidayat Kitab al-Qada’ ila Nihayat
Kitab al-Da ‘awd wa al-Baynat min Khilal Kitab al-Rawdah Jam ‘an wa Dirasah,
Disertasi pada Universitas Islam Madinah al-Munawwarah, Jurusan Syari’ah,
Prodi Fikih, Tahun 2007, Tidak diterbitkan.
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sebelumnya yang disertai dalil dan cara pandang terhadap dalil.?’

Khayriyyah ‘Umar Musa Hawsawi, lkhtiyarat al-Syaikh al-
Nawawr fi Kitab al-Haj. Dalam penelitiannya, ia mendeskripsikan
kasus-kasus hukum dalam ruang-lingkup bab haji yang menjadi
pendapat pilihan al-Nawawi melalui metode perbandingan
pendapat, dengan tanpa menganalisa mengenai faktor munculnya
pendapat Ikhtiyarat al-Nawawi pada bab tersebut. Kesimpulan
yang dihasilkan malah tidak berkaitan dengan pendapat Ikhtiyarat
al-Nawawi, tetapi berkaitan dengan metode zarjih yang digunakan
al-Nawawi. Menurutnya, salah satu cara tarjih yang dibolehkan
adalah tarjih berdasarkan ‘urf manusia selama tidak bertentangan
dengan ketentuan yang telah ada pada syara‘.?®

Adapun fokus penelitian ini adalah tentang faktor penyebab
lahirya Ikhtiyarat al-Nawawi dan relevansinya®® dengan
pengembangan fikih. Sedangkan contoh kasus yang diangkat
adalah mencakup semua bab fikih dengan mengambil beberapa
kasus saja yang ditandai oleh al-Nawaw1 sendiri dengan sebutan al-
mukhtar. Hal ini berbeda dari para peneliti sebelumnya, karena
para peneliti sebelumnya ada yang tidak menyentuh sama sekali
tentang pendapat [lkhtiyaratr al-Nawawi, ada pula yang
menyentuhnya dengan mengambil kasus bab ibadat, namun hanya
sekedar mendeskripsikannya dengan tanpa analisa mengenai faktor
penyebab lahirnya pendapat tersebut, apa lagi mengkaji sisi

Z'Muhammad ‘Audah al-Astal, Ikhtiyarat al-Nawawi fi al-Majmii‘ al-
Mukhalafah li al-Madhhab fi Kitab al-Taharah wa al-Salat wa al-Siyam, Tesis
pada Universitas Islam Gaza Palestina, Jurusan Syari’ah dan Qanun, Program
Studi Fikih Mugaran, Tahun 2012, Tidak diterbitkan.

2K hayriyyah ‘Umar Miisa Hawsawi, Ikhtiyarat al-Syaikh al-Nawawi fi
Kitab al-Haj, Tesis Pada Universitas Ummul Qura Mekah, Jurusan Syari’ah dan
Dirasah Islamiyah, Prodi Fikih dan Ushul Fikih, Tahun 1995, Tidak diterbitkan.

PKata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti
bersangkut  paut, yang ada  hubungan, dan  selaras. Lihat
https://id.m.wikipedia.org. Berdasarkan arti tersebut, yang dimaksudkan dengan
relevansi dalam karya ilmiah ini adalah sangkut paut, hubungan atau keselarasan
antara kelahiran pendapat ikhtiyarat a-Nawawi dengan pengembangan fikih pada
masa Kini.
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relevansinya dengan pengembangan fikih. Kenyataan ini
memperjelas bahwa distingsi dan tema penelitian dengan sub-sub
kajian seperti yang penulis teliti sejauh ini belum pernah disentuh
oleh para peneliti sebelumnya.

Berdasarkan temuan terhadap beberapa literarur di atas,
penulis menganggap bahwa penelitian terhadap faktor penyebab
lahirnya Ikhtiyarat al-Nawawi dan relevansinya dengan
pengembangan fikih menjadi sangat penting, mengingat sejauh ini
belum ada karya ilmiah yang menyentuh distingsi permasalahan ini
secara utuh dan tuntas, meskipun bila dihubungkan dengan
beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan lanjutan
dari beberapa penelitian sebelumnya yang belum sampai
menyentuh distingsi ini.

1.6. Kerangka Teori

Proses penemuan hukum fikih dilalui oleh para ulama
dengan sebuah upaya yang disebut ijtihad. Setiap ijtihad selalu
didasarkan pada dalil-dalil, baik berupa dalil normatif maupun dalil
metodologis. Pada saat melakukan pengkajian terhadap sebuah
dalil, para ulama mempunyai metode dan cara pandang tersendiri
sehingga hukum yang dihasilkan bisa saja berbeda antara seorang
ulama dengan ulama lainnya. Perbedaan itu bisa saja berakar pada
penilaian tentang validnya sebuah dalil, cara istinbat pada dalil,
kedalaman istinbat, metode yang dipakai, bahkan tidak tertutup
kemungkinan pengaruh sosial kemasyarakatan dan letak geografis
sebuah daerah. Di samping itu, penemuan dalil baru juga
berpengaruh terhadap peninjauan kembali hasil ijtihad lama yang
terkadang berujung kepada merevisi pendapat lama, baik dilakukan
olen seorang ulama yang sama atau oleh ulama penerusnya.
Peninjauan kembali yang berujung kepada revisi pendapat lama,
jika dilakukan oleh ulama penerus mazhab, di samping dilihat
sebagai sebuah perbedaan pendapat juga dapat dilihat sebagai
sebuah perubahan dalam komunitas fikih mazhab tertentu. Hal ini
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merupakan perkara yang sangat banyak ditemui dalam fikih,
sehingga para ulama merasa perlu merumuskan tata cara dan etika
dalam menyikapi perbedaan pendapat antar ulama atau perubahan
dari masa sebelumnya.

Secara umum, sebagai produk sosial budaya semasa dan
setempat, ilmu selalu terkait dengan kondisi masyarakat; ilmu
hukum juga tidak terkecuali. Hukum berfungsi mengubah dan
mengatur perilaku masyarakat.® Tanpa hukum, peradaban manusia
barangkali telah lama musnah akibat sifat manusia yang antagonis.
Di satu pihak, manusia menginginkan suatu kehidupan yang lebih
baik, sehat jasmani dan rohani. Di lain pihak, manusia memiliki
kemampuan merusak diri dan lingkungan hidup di sekitarnya.
Karena itu, dalam diri manusia perlu menyadari bahwa ia
memerlukan instrumen untuk melindungi eksistensinya di muka
bumi. Hal itu dapat diperolen hanya melalui hukum.3! Dalam
pembentukan hukum, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat
turut menjadi pertimbangan hukum itu sendiri karena jika tidak
demikian, maka hukum yang dibentuk akan mengalami disfungsi
dalam mengubah dan mengatur perilaku masyarakat.

Perkara yang terus terjadi dalam masyarakat adalah
perubahan sosial. Hal ini dilatar-belakangi oleh berbagai faktor,
baik dari internal masyarakat itu sendiri maupun dari ekternal. Di
antara faktor internal adalah bertambahnya penduduk atau
berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik, atau
mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Adapun faktor eksternal
di antaranya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain,
peperangan dan lain-lain. Sebuah perubahan sosial lebih mudah
terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan
masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan maju.

30Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Cet. Ill, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), him. 90-91

3Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Cet. 11, Ed. Revisi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), him. 10-11
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Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta
ketidak-puasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu
dapat pula memperlancar terjadinya perubahan sosial. Dalam
hubungan antara perubahan sosial dengan hukum, perubahan sosial
merupakan pendorong bagi terjadinya perubahan hukum di tengah-
tengah masyarakat, baik perubahan itu terjadi secara bersama-
sama, maupun ketertinggalan perubahan hukum dari perubahan
sosial.®> Perubahan hukum dan perubahan sosial memiliki
hubungan kausalitas dalam dinamisasinya terhadap kehidupan
masyarakat, sehingga hukum hendaknya dipahami sebagai domain
terbuka dalam jaringan dan sistem ideal keilmuan yang saling
bertoleransi dan melengkapi agar hukum itu terbebas dari struktur
yang kaku dan tertutup.®

Sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia, terkadang
hukum harus melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini,
isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya
justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri.
Jika terjadinya isolasi hukum, maka hukum tidak lagi bisa
diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat mencapai
keadilan subtantif. Akibatnya jelas, legitimasi sosial dari hukum itu
melorot tajam. Berdasarkan hal tersebut, hukum juga harus
responsif. Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan
tatanan hukum yang responsif. Hukum harus mampu merespon
ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan
sifatnya yang terbuka, maka hukum harus mengakomodir dan
menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan
emansipasi publik. Intinya, hukum tidak boleh menganggap dirinya

%2S0erjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Cet. V, Ed. I,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), him. 112-115

¥Yuddin Chandra Nan Arif, Dimensi Perubahan Hukum Dalam
Perspektif Hukum Terbuka, Jurnal 1US, Vol. I, No. I, April 2013, him. 125
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terpisah dari dunia sosial yang mengitarinya.®*

Kembali pada hukum fikih. Sebagaimana yang telah
dimaklumi, dalam perspektif usul fikih, hukum adalah titah Allah
yang berhubungan dengan perilaku manusia yang mukallaf, baik
titah itu berbentuk penekanan maupun pemberian pilihan.®
Sedangkan ilmu yang membidangi hukum tersebut adalah fikih.
Dengan demikian, hukum fikih merupakan sebuah tatanan aturan
yang menyangkut perilaku manusia. Pada satu sisi, fikih adalah
penjabaran dari nas-nas al-Qur’an dan Sunnah. Jadi, sepanjang
makna dari nas-nas itu tidak berubah, tentu fikihnya pun akan tetap
sama. Tetapi di sisi lain, fikih merupakan hasil ijtihad ulama yang
senantiasa berinteraksi pada masanya dengan masyarakat dan
lingkungannya. Karena itu, faktor masa dan lingkungan sedikit-
banyaknya menjadi pertimbangan seorang ulama dalam
merumuskan hukum fikih, menguatkan antara pendapat-pendapat
yang saling kontradiksi (¢arjik), dan memilih (Ikhtiyar) yang paling
tepat untuk situasi dan tempatnya dari beberapa pendapat yang
telah ada. Berkaitan dengan kondisi sosial, kebiasaan masyarakat
serta kebutuhannya, fikih telah memberikan ruang untuk
meresponnya secara Sistematis. Buktinya, banyak terdapat
ketentuan hukum fikih yang berkenaan dengan kebiasaan
masyarakat,*® yang secara lebih teknis disebut ( ‘urf).>’

Secara metodologi, setiap hukum fikih yang dihasilkan
selalu berpijak pada dalil, alasan hukum dan filosofinya. Namun

%Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas
Ruang dan Generasi, Cet. 1V, Ed. Revisi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017),
him. 183-184

3Al-Subki, Taqt al-Din ‘Alf ibn ‘Abd al-Kafi, al-Ibhaj Syarh al-Minhdj
‘ala Minhaj al-Wusal ila ‘Ilm al-Usal, Tahqgig: Sya‘ban Muhammad Isma‘1l, Jid.
I, Cet. Il, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), him. 111

36<Al1 Hasb Allah, Usiil Tasyri‘ al-Islami, (Kairo: Dar al-Ma‘arif, tt),
him. 312.

$7“Urf adalah suatu kebiasaan yang berlaku dan diterima dalam
komunitas tertentu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Lihat. Totok
Jumantoro, Kamus Ilmu.. ., hlm. 334.
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demikian, sebuah hukum fikih, tarjih fikih, dan upaya pemilihan
pendapat tertentu bisa saja berubah karena perbedaan dalam
menilai kekuatan sebuah dalil atau cara pandang dalam
memahamainya. Lebih dari itu, perbedaan lingkungan, waktu, dan
kondisi sosial masyarakat juga bisa berpengaruh dalam perubahan
tersebut karena fikih merupakan suatu argumentasi teoritis yang
digagas para ulama sebagai upaya memenuhi kebutuhan jawaban
hukum untuk jangkauan waktu yang panjang. Akibat perbedaan
masa dan tempat, bisa saja sebuah hukum yang dipandang paling
tepat diterapkan pada masa atau tempat tertentu, lantas hukum itu
dipandang kurang tepat diterapkan pada masa atau tempat lainnya.
Perbedaan pendapat seperti ini dipandang lumrah dalam fikih,
karena tuntutan sebuah perubahan kadang tidak bisa dielakkan.

Sebenarnya, pandangan tentang perubahan hukum karena
perubahan masa dapat ditemukan dalam sejumlah ungkapan para
ulama terdahulu. Para ulama telah mengutarakan perkara ini
dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebagian ulama menggunakan
diksi “perubahan hukum akibat perubahan masa dan tempat”.
Sebagian lainnya lebih memilih diksi “perubahan hukum akibat
perubahan perilaku manusia pada masa dan tempat tertentu”.
Sejauh pemahaman penulis, dua diksi tersebut tidak berbeda secara
substansi karena keberadaan masa dan tempat semata-mata tidak
mungkin menjadi pemicu bagi perubahan hukum, disebabkan
hukum pada hakikatnya adalah titah Allah yang menyangkut
dengan perbuatan manusia yang mukallaf. Jadi, tidak mungkin
perubahan itu terjadi semata-mata karena masa dan tempat, tetapi
melihat kepada perilaku manusia pada masa dan tempat tersebut.

Imam Malik ibn Anas (w. 179 H) umpamanya, seperti
dikutip oleh Ibn Hajar al-Haytami (w. 974 H) pernah
mengungkapkan:
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Artinya: Fatwa-fatwa tentang hukum bisa diperbaharui dan diubah,
menurut perubahan perilaku dan moral manusia.
Selanjutnya Ibn Hajar sendiri ketika ditanya tentang status
hukum terhadap sikap para wanita pada masanya, yang keluar
rumah untuk menghadiri majlis pengajian dan beribadat ke mesjid
dengan penampilan yang menarik perhatian kaum laki-laki, di
mana hal ini dibolehkan pada masa Rasulullah. Ibn Hajar
menjawab bahwa untuk masa sekarang (abad X H) hal ini tidak
dibolehkan lagi. la mengemukakan alasannya sebagai berikut:

B0l ol iz pas o8-V OY

Artinya: Hukum-hukum itu dapat berubah karena perubahan
manusia yang hidup pada sebuah masa.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) mengembangkan kaidah

tentang perubahan hukum dengan mengatakan:

0, 15lgally oLilly Jls= Yy 2Vl 20031 i ot (Sqdll p5

Artinya: Fatwa itu dapat berubah karena perubahan masa, tempat,
keadaan, niat, dan kebiasaan.

Selanjutnya lbn Qayyim menjadikan kaidah ini sebagai
suatu teori yang sistematis, sehingga banyak para ahli yang
menganggap bahwa teori tersebut digagas oleh Ibn Qayyim,
meskipun dasar-dasar bagi teori ini telah ada jauh sebelumnya,
seperti yang diucapkan oleh Imam Malik ibn Anas. Menurut Yasuf
al-Qaradhawi, perubahan hukum fikih tidak hanya disebabkan oleh
lima faktor yang telah disebutkan oleh Ibn Qayyim di atas, tetapi

381bn Hajar al-Haytami, Syihab al-Din Ahmad, al-Fatawa al-Kubra al-
Fighiyyah, Jid. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), him. 200.

%1bn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra..., hlm. 203.

“Olbn Qayyim al-Jauziyyah, |‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rab al-‘Alamin,
Tahgiq: ‘Isam al-Din al-Sababati, Jid. I11, Cet. 111, (Kairo: Dar al-Hadith, 1997),
him. 5
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al-Qaradhawi menambahkan bahwa hukum fikih juga dapat
berubah karena perubahan pengetahuan syari, perubahan
pengetahuan non-syar 7, perubahan kebutuhan manusia, perubahan
kemampuan manusia, perubahan politik, dan perubahan
pemikiran.** Berkaitan dengan perubahan pengetahuan syar 7, al-
Qaradhawi menjelaskan bahwa kadang-kadang seorang ahli fikih
membangun sebuah hukum atau fatwanya berdasarkan dalil
tertentu, seperti sebuah hadis. Namun kemudian ia mendapatkan
bahwa hadis tersebut da if, lantas akhirnya ia mengubah fatwanya
yang terdahulu, atau bisa juga terjadi sebaliknya. Al-Qaradhawi
mengemukakan contoh perubahan hukum pada bagian ini dengan
perubahan fatwa al-Syafi‘1 dari gawl gadim ke gawl jadid, di mana
al-Syafi‘1 ketika menetap di Mesir menemukan hal-hal baru yang
belum pernah ditemukan sebelumnya di Irak dan di Hijaz, di
antaranya adalah hadis-hadis sakih yang dinukil dari murid-murid
Imam al-Laits ibn Sa’ad (w. 175 H).*2

Dalam konteks mazhab fikih, perbedaan pendapat antara
ulama pengikut mazhab dan imam mazhabnya juga tidak terlepas
dari berbagai faktor penyebab seperti telah disebutkan di atas,
termasuk perbedaan masa. Contohnya adalah  keterbatasan
menjumpai dalil-dalil hadis yang dinilai sahih pada masa imam
mazhab, di mana keterbatasan tersebut relatif teratasi pada masa
berikutnya, karena Kkitab-kitab yang berisi hadis-hadis sahih
umumnya baru dimulai susun pada pertengahan abad Il H, yakni
ketika mazhab fikih sudah mulai dikembangkan oleh para ulama
pengikut mazhab. Dalam sejarah penulisan hadis, periode abad IlI
H dinyatakan sebagai masa pemurnian dan penyempurnaan kitab-
kitab hadis.*® Setelah kitab-kitab hadis sahih selesai disusun, ulama

Yisuf al-Qaradhawi, Faktor-Faktor Pengubah Fatwa, (Terjm: Arif
Munandar Riswanto), Judul Asli: Majibat Taghayyur al-Fatwa fi ‘Asrina, Cet. |,
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), him. 12

42Al-Qaradhawi, Faktor-Faktor Pengubah Fatwa.. ., hlm. 94-95

“Nawir Yuslem, 9 Kitab Induk Hadis, Cet. I, (Jakarta: Hijri Pustaka
Utama, 2006), him. 48.
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pengikut mazhab mungkin lebih mudah menemukan hadis sahih
yang terkadang tidak dianggap sahih oleh imam mereka. Ini
merupakan contoh kecil perbedaan antara mereka yang didorong
oleh tuntutan perubahan.

Perlu digaris-bawahi di sini bahwa bukan semua hukum
fikih dapat berubah karena perbedaan masa atau tempat. Oleh
karena itu, al-Subki (w. 756 H), sebagaimana dikutip oleh al-
Sayyid ‘Alwi al-Sagaf mengatakan bahwa, “pernyataan tentang
perubahan hukum karena perbedaan masa dan tempat tidak boleh
diartikan secara umum dan bebas”.** Para ulama lainnya secara
lebih tegas menetapkan batasan, bahwa hukum yang bisa berubah
karena perbedaan masa dan tempat hanyalah hukum-hukum yang
bersumber kepada maslahat dan ‘urf, atau dibangun atas dasar
pertimbangan maslahat dan ‘urf.*® Di samping itu, orang yang
memiliki kompetensi melakukan perubahan tentunya orang-orang
yang mempunyai kapasitas ijtihad dengan berbagai bentuknya.

Dari pandangan para ulama di atas dapat dipahami bahwa
hukum-hukum fikih memiliki potensi untuk berubah bila dilatar-
belakangi oleh faktor-faktor tertentu. Namun perubahan itu terbatas
pada hukum-hukum ijtihadiyyah yang bersumber kepada urf dan
maslahat, atau dibangun dengan mempertimbangkan ‘urf dan
maslahat. Artinya, perubahan tersebut tidak menjangkau hukum-
hukum yang memiliki dalil yang tegas dan jelas, atau hukum-
hukum vyang bersandar kepada dalil yang qat7 dilalah.*®
Berdasarkan uraian di atas, teori yang menjadi landasan dan
pijakan dalam penelitian ini adalah teori tentang penyebab

“Al-Sayyid ‘Alwi al-Saqaf, Fawaid al-Makkiyyah fima Yahtajuh
Talabat al-Syafi ‘iyyah, (Tpp : al-Haramain, tt), him. 80.

%All Ahmad al-Nadhawi, al-Qawa‘id al-Fighiyyah; Mafhiimuha,
Nasy atuha, Tatawwuruhd, Dirasat Mu’allafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha,
Tatbigatuha, Cet. V, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), him. 158.

Qa7 dilalah merupakan dalil yang menunjukkan kepada sebuah
makna secara khusus yang tegas, tanpa mempunyai potensi multi-tafsir. Lihat
Wahhab Khallaf, ‘/lm Usiil..., hlm. 35
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perbedaan pendapat para fugaha’ sebagai grand theory, teori
tentang perubahan hukum fikih sebagai middle theory dan teori
tentang hubungan perubahan sosial dengan hukum sebagai
applicated theory.

1.7. Metode Penelitian

Mengingat objek penelitian ini adalah mengenai pemikiran
ulama, tepatnya pemikiran al-Nawawi serta faktor penyebab al-
Nawawi melahirkan pendapat Ikhtiyarat-nya, di mana pemikiran
tersebut telah tertuang dalam berbagai literatur, maka penelitian ini
merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan jenis
data kualitatif.*” Artinya, kajian dilakukan dengan menggali dan
menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan topik yang
diteliti, baik berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal imiah, dan
dokumen lainnya.*® Alasan utama memilih penelitian kepustakaan
adalah karena objek penelitian ini berkaitan dengan pemikiran
ulama yang datanya hanya dapat ditemukan melalui pendekatan
kepustakaan, disebabkan tidak mungkin data tentang ini diperoleh
dari lapangan, karena data utamanya termaktub di dalam berbagai
kitab klasik, terutama karya al-Nawawi, ‘al-Syafi‘i, dan karya
ulama lainnya.

4’Berdasarkan jenis data dan analisis data, penelitian terbagi dua
macam, yaitu: kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses
penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki
suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini lebih menekankan
pada makna, penalaran, dan definisi situasi tententu dalam konteks tertentu.
Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya
pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Lihat
Iskandar, Metodologi Penelitian kualitatif, Cet. I, (Jakarta: Gaung Persada Press,
2009), him. 11, 37. Lihat juga Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet. X,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 5

“Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2008), him. 3-5.
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Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.*® Artinya, data
yang didapat akan dideskripsikan seperti apa adanya, dan dianalisis
untuk memberikan representasi objektif tentang gejala-gejala yang
terdapat dalam masalah yang diteliti. Dalam hal ini, data yang
disajikan berupa pendapat-pendapat Ilkhtiyarat al-Nawawi serta
perbedaannya dengan pendapat al-Syafi‘i atau mayoritas ulama
Syafi ‘iyyah, selanjutnya dianalisis terkait faktor penyebab lahirnya
pendapat-pendapat  Ikhtiyarat tersebut, dan mengkaji sisi
relevansinya dengan pengembangan fikih dewasa ini. Adapun dari
sisi cara pandang terhadap masalah yang diteliti, maka penelitian
ini  menggunakan pendekatan normatif dengan dukungan
pendekatan historis. Pendekatan normatif digunakan untuk
menemukan dan menjelaskan kesenjangan di dalam masalah yang
dikaji. Artinya, kesenjangan ini baru terlihat jika memandang
bahwa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh imam
mazhab menjadi aturan (norma) yang mengikat bagi pengikut
imam mazhab tersebut (mugallid). Karena, ketetapan yang berlaku
dalam ushul fikih mazhab Syafi‘i, bahwa apa saja yang telah
ditetapkan oleh imam mazhab, itu merupakan norma yang
mengikat bagi pengikut mazhab.>

Sedangkan penggunaan pendekatan historis diperlukan,
karena timbulnya suatu pemikiran, perkembangannya, dan
perubahannya dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang

4Menurut Sumadi Suryabrata sebagaimana dikutip oleh Soejono dan
Abdurrahman, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk
membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-
kejadian. Menurut Hadari Nawawi, metode ini tidak sekedar mengumpulkan
data, tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi data, oleh karena itu, metode
ini disebut deskriptif-analitis. Lihat Soejono dan Abdurrahman, Metode
Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan, Cet. Il, (Jakarta: Rineka Cipta dan
Bina Adiaksara, 2005), him. 21-22.

S0Al-Razi, Fakhr al-Din Muhammad ibn ‘Umar, al-Mahsi! fi ‘lim Usiil
al-Figh, Jid. 1, Cet. I, (Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1997), him. 6-7.
Lihat juga Zakariyya al-Ansari, Aba Yahya Zain al-Din, Ghayah al-Wusil Syarh
Labb al-Usl, (Semarang: Toha Putera, tt), him. 6.
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mempengaruhinya. Melalui pendekatan historis akan dapat dilacak
asal mula suatu pemikiran, faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangannya, dan perubahannya. Karena, karakter yang
menonjol dari pendekatan historis adalah signifikansi waktu dan
prinsip-prinsip ~ kesejarahan  tentang  individualitas  dan
perkembangan.®® Di samping itu, melalui pendekatan historis,
seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam empiris, dari
keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau
keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang
ada di alam empiris dan historis.>> Dalam penelitian ini, melalui
pendekatan historis diharapkan akan terlacak asal-usul kesenjangan
antara pendapat-pendapat lkhtiyarat al-Nawawi dengan pendapat
al-Syafi‘l atau mayoritas ulama Syafi 7yyah melalui pendalaman
terhadap signifikansi waktu yang mungkin saja menuntut adanya
perubahan.

Secara teknis, setelah membuat rancangan penelitian, maka
langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data
Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan,
maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi
dokumentasi.>® Langkah yang dilakukan adalah menghimpun data
dan informasi dari berbagai literatur, berupa Kitab-kitab, buku-
buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan dokumen Ilain yang
menjelaskan tentang pendapat-pendapat al-Nawaw1 dan kerangka

5INourouzzaman Shiddigi, Sejarah: Pisau Bedah Illmu Keislaman;
dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, Metodologi Penelitian Agama:
Suatu Pengantar, Cet. Il, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), him. 88

%2Rosihon Anwar dkk, Pengantar Studi Islam, Cet. I, (Bandung:
Pustaka Setia, 2009), him. 91

3Studi dokumentasi adalah pengumpulan dan penelaahan terhadap
referensi-referensi yang dianggap berhubungan dengan fokus penelitian,
selanjutnya diteliti secara intens, sehingga dapat membuktikan suatu masalah.
Lihat Iskandar, Metodologi Penelitian..., him. 134-135
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berpikirnya, fatwa-fatwa al-Syafi‘i, kerangka metodologinya, dan
perkembangan pemikiran fikih dalam mazhab al-Syafi‘1, khususnya
yang membahas tentang aspek perbedaan pendapat yang terjadi
dalam mazhab Syafi‘l, mulai dari perbedaan pendapat antara al-
Syafi‘T dengan para muridnya sampai lahirnya [khtiyarat al-
Nawawi, serta alasan-alasan yang melatar-belakangi perbedaan
tersebut, baik itu karya al-Nawawi dan al-Syafi‘t sendiri, karya
para ulama Sydafi iyyah, maupun karya para ulama dan ahli lainnya.
Dari sekian banyak data yang terkumpul, akan dipilih mana yang
tergolong data primer dan data sekunder, selanjutnya data tersebut
diklasifikasikan menurut masalah yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer
untuk mengkaji pendapat-pendapat al-Nawawi serta kerangka
berpikirnya adalah karya al-Nawawi sendiri seperti ‘al-Majmii*
Syarh al-Muhadhdhab, Rawdat al-Talibin, Minhaj al-Talibin, al-
Tahqiq, Tashih al-Tanbih, Syarh Sahith Muslim, al-Fatawa, dan
lain-lain. Sedangkan data primer untuk mengkaji pendapat-
pendapat al-Syafi‘T dan kerangka metodologinya adalah karya al-
Syafi‘1 seperti al-Um, al-Risalah dan lain-lain. Adapun data primer
untuk mengkaji perkembangan pemikiran fikih dalam mazhab
Syafi‘l, khususnya yang memuat perbedaan pendapat yang terjadi
dalam mazhab al-Syafi‘Tt mulai dari perbedaan pendapat antara al-
Syafi‘lT dengan para muridnya sampai lahirnya [lkhtiyarat al-
Nawawi akan digunakan kitab-kitab karya ulama Sydafi ‘iyyah yang
hidup dalam rentang waktu dari Il H sampai abad VI H, seperti
Mukhtasar al-Muzani Karya al-Muzani (w. 264 H), Fatawa al-
Qaffal karya al-Qaffal al-Syasyi (w. 365 H), al-Hawr al-Kabir
karya al-Mawardi (w. 450 H), Nihayat al-Matlab fi Dirayat al-
Madhhab karya Imam al-Haramain (w. 478 H), Bahr al-Madhhab
karya al-Ruyant (w. 502 H), al-Wajiz karya al-Ghazali (w. 505 H),
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al-Tahdhib karya al-Baghawi (w. 516 H), dan lain-lain. Alasan
penggunaan beberapa literatur tersebut karena semuanya bersifat
saling melengkapi dalam menguraikan pendapat-pendapat yang
berkembang dalam mazhab Syafi‘T serta pijakannya masing-
masing.

Sedangkan sebagai data sekunder akan digunakan berbagai
literatur lain yang mendukung permasalahan yang dikaji dan dapat
berguna sebagai bahan perbandingan untuk mempertajam analisis,
baik karya para ulama Sydafi‘iyyah maupun lainnya. Untuk
keperluan ini harus dicari literatur yang membahas tentang sejarah
perkembangan pemikiran dalam mazhab Syafi‘i sejak mazhab itu
dibangun, pertumbuhannya, kiprah para ulamanya, dan
perkembangan selanjutnya. Dalam hal ini akan dipakai literatur
seperti al-lmam al-Syafi T fi Madzhabayh al- Qadim wa al-Jadid
karya Ahmad Nahrawi ‘Abd al-Salam, al-Madkhal ila Madhhab al-
Syafi ‘T karya Fahd ‘Abd Allah al-Habisy1, al-Madkhal ila Madhhab
al-SyafiT karya Akram Yusuf al-Qawasimi, al-Fawa'id al-
Madaniyyah fi man Yufta bi Qaulih min A’immah al-Sydfi ‘iyyah
karya Muhammad ibn Sulaiman Al-Kurdi, al-Madhhab al-Syafi -
Dirasah ‘an Aham Mustalahatih wa Asyhar Musannafatih wa
Maratib al-Tarjih fih karya Muhammad Tarig Muhammad Hisyam
Maghribiyyah, Mustalahat al-Madhhab Syafi T karya Kamal Yasin
Lak, al-Mu ‘tamad ‘Inda al-Syafi ‘iyyah karya Muhammad ibn
‘Umar al-Kaf, al-Madhhab al-Syafi T min al-Ta’sis ila al-Istigrar
karya ‘Abd al-‘Azim Mamhud Dib dan lain-lain.

Hal ini dilakukan mengingat istilah-istilah yang digunakan
para ulama Syafi’iyyah terhadap fatwa-fatwa al-Syafi‘t dan ulama
pengikutnya terkadang berbeda-beda, sehingga diperlukan
pemahaman terhadap data secara komprehensif agar dapat
diperoleh pengertian yang sedekat mungkin dan sesuai dengan
maksud peneliti sendiri. Demikian juga digunakan literatur ushul
fikih, tafsir, hadis, sejarah, dan lain-lain yang dianggap berkaitan
dengan fokus kajian ini.
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3. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang telah terkumpul melalui proses
pengumpulan data akan dideskripsikan, dan dianalisis dengan
menggunakan metode kajian isi (content analysis),>* melalui
penalaran induktif.>® Secara lebih teknis, analisis data dilakukan
melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan editing,®® yakni peninjauan kembali terhadap
kelengkapan, kejelasan tulisan, dan tingkat pemahaman
peneliti terhadap data-data yang telah terkumpul di atas.

b. Tahapan reduksi, yakni, seluruh data yang diperoleh akan
disederhanakan, diberi kode tertentu, dan dibuat dalam bentuk
abstraksi,”  dengan  tujuan  untuk  menajamkan
pengorganisasian data, dan membuang yang tidak perlu,
sehingga memudahkan dalam verifikasi serta penarikan
kesimpulan.

c. Tahapan interpretasi,®® yakni tahapan penafsiran dan
pemahaman terhadap data-data yang telah mengalami proses
editing dan reduksi, selanjutnya menetapkan hubungan di
antara data-data tersebut, sehingga menjadi suatu kesatuan

%4Content analysis merupakan teknik penelitian yang dimanfaatkan
untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih dari data atas dasar
konteksnya. Lihat. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. VI,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), him. 163

SPenalaran induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang
khusus (particular) sebagai kelas dari suatu fenomena untuk menuju kepada
generalisasi-generalisasi. Lihat Soetriono dan SRDm Rita Hanafi, Filsafat IImu
dan Metodologi Penelitian, Ed. I, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2007), him. 152

%Editing adalah kegiatan memperbaiki kualitas data serta
menghilangkan keraguan padanya. Lihat. Nazir, Moh, Metode Penelitian, Cet.
V, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), him. 346

S"Abstraksi adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan
pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
Lihat. Moleong, Metodologi Penelitian..., him. 190

SBInterpretasi data adalah memberikan arti yang signifikan terhadap
analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-
dimensi uraian. Lihat: Moleong, Metodologi Penelitian..., h. 103
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yang utuh, harmonis, dan logis. Tujuannya adalah menggali
kandungan makna, yang memungkinkan dijadikan sebagai
sebuah teori subtantif mengenai masalah yang dikaji.

Untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, ketiga tahapan
analisis data di atas dilakukan secara berurutan, berulang, dan
susul-menyusul. Melalui proses inilah, maka kesimpulan mengenai
faktor penyebab lahirnya pendapat-pendapat lkhitiyarat al-Nawawi
dan relevansinya dengan pengembangan fikih akan dapat diketahui
secara utuh dan ilmiah.



BAB 11
MAZHAB SYAFI‘I DAN DINAMIKA
PERKEMBANGANNYA

2.1. Sejarah Singkat Mazhab Syafi‘l
Secara historis, semua mazhab®® fikih tidak lahir secara
spontan, tetapi melalui suatu proses panjang yang diwarnai oleh
berbagai dinamika di dalamnya. Proses ini dimulai dari peletakan
dasar-dasar pemikiran seorang mujtahid dalam merumuskan
berbagai ketentuan hukum fikih, kemudian dilanjutkan dengan
menjadikan fatwa dan jalan pikiran itu sebagai ikutan dalam bidang
fikih, dan mengembangkannya. Pada akhirnya, fatwa dan jalan
pikiran tersebut mengkristal dan terbentuk seperti sebuah lembaga
yang dianut dan dijadikan pegangan oleh umat Islam. Setelah

%Dalam bahasa Indonesia, kata “mazhab” diartikan dengan haluan atau
aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam. Lihat
https://kbbi.web.id/mazhab, diakses pada 11 Oktober 2019. Sebelum diserap ke
dalam kamus bahasa Indonesia, kata mazhab dalam bahasa Indonesia ditulis
dengan menggunakan transliterasi dengan bentuk ‘“madhhab” atau bentuk
lainnya tergantung pedoman transliterasi yang dijadikan acuan. Bentuk dasarnya
dalam bahasa Arab adalah "_si" yang merupakan isim makan (kata yang
menunjukkan tempat) dan berakar dari kata dhahaba (c»3) dalam bentuk fi il
madi, yang mempunyai beberapa arti, di antaranya “pergi, dan berjalan”. Lihat
Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, Cet. XXV,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), him. 453. Jadi, arti asli kata “mazhab”
secara bahasa adalah tempat berjalan. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah
jalan pikiran seseorang atau metode yang ditempuhnya dalam menyelesaikan
masalah. Lihat Huzaemah Tahidi Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab,
Cet. Il, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), him. 72. Bila dikaitkan dengan
fikih, mazhab berarti jalan pikiran, fatwa, atau metode yang ditempuh seseorang
ahli fikih (mujtahid) dalam merumuskan hukum-hukum fikih. Lihat ‘Umar
Sulaiman al-Asyqar, al-Madkhal ila Dirasah al-Madaris wa al-Madhahib al-
Fighiyyah, Cet. II, (Amman: Dar al-Nafa’is, 1998), hlm. 44. Lihat juga
Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Mazhab; Studi Analisi
Istinbath Para Fugoha, Cet. I, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), him. 94-95.
Dengan demikian, bermazhab berarti mengikuti pendapat seseorang mujtahid,
baik pada fatwa hukum maupun pada metode penemuannya. Berdasarkan
penjelasan tersebut, ketika penulis menyebutkan kata “mazhab Syafi‘T” dalam
penelitian ini maka maksudnya adalah pola pikir tentang hukum, cara
penggaliannya dan ketentuan lainnya yang diakui oleh ulama Syafi ‘iyyah, baik
bersumber dari Imam al-Syafi‘T sendiri maupun dari para ulama penerusnya.

34
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terbentuk sebagai aliran pemikiran hukum, mazhab fikih berevolusi
dengan mengembangkan berbagai teori yang substansinya secara
umum telah dipraktekkan sejak generasi sahabat Nabi. Awal abad
Il sampai pertengahan Abad IV H tercatat sebagai masa keemasan
mazhab fikih. Selain berhasil disusunnya kitab yang membahas
teori hukum, kegemilangan masa ini juga ditandai dengan lahirnya
berbagai istilah yang membuat teori hukum semakin menarik,
seperti lahirnya istilah rukun, syarat, fardhu, wajib, sunat, makruh,
haram, fasid dan lain-lain.%° Hal ini juga ikut mendorong eksistensi
dan pengembangan mazhab-mazhab yang sudah terbentuk saat itu.

Sebagai salah satu aliran pemikiran fikih yang dianut oleh
sebagian umat Islam, melembaganya mazhab Syafi‘t juga dilalui
oleh proses yang relatif panjang, mulai dari pembentukan dasar-
dasar yang fundamental sampai munculnya sebuah karakteristik
dan distingsi yang membedakannya dari mazhab-mazhab yang lain.
Proses ini tidak terlepas dari beberapa fase. Para penulis sejarah
perkembangan mazhab fikih berbeda pandangan dalam membagi
periode perkembangan mazhab Syafi‘l. Perbedaan ini dilatar-
belakangi oleh perbedaan cara pandang dalam melihat
perkembangan di dalamnya. Dari sekian banyak tulisan tersebut,
penulis mengambil tiga di antaranya yang penulis pandang dapat
merepresentasikan perbedaan cara pandang di atas. ‘Ali Jum‘ah
umpamanya, ia membagi periode tersebut ke dalam lima fase,
yaitu: (1) Fase persiapan dan pembentukan yang dimulai dari tahun
179 H sampai tahun 195 H. (2) Fase Peluncuran Mazhab Qadim,
yang dimulai dari tahun 195 H sampai tahun 199 H. (3). Fase
Penyempurnaan, yakni ketika peluncuran mazhab jadid, yang
dimulai dari tahun 199 H sampai tahun 204 H. (4) Fase
Pengembangan yang dimulai dari tahun 204 H sampai pertengahan
abad V H. (5) Fase pengokohan, yang dimulai dari pertengahan
abad V H sampai lahirnya proses tarjih antar pendapat yang

®Muhammad al-Khudari, Tarikh Tasyri‘..., hlm. 226-228
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berbeda, penulisan berbagai kitab-kitab ringkasan dari sebelumnya,
sampai penulisan kitab-kitab turunan dari ringkasan tersebut.5!

Selanjutnya Ahmad Nahraw1 ‘Abd al-Salam. Ia membagi
perkembangan mazhab Syafi‘1 ke dalam empat fase, yaitu: (1) Fase
Persiapan dan pembentukan, yang dimulai dari tahun 179 H sampai
tahun 195 H. (2) Fase Peluncuran dan Pengenalan Mazhab qadim,
yang dimulai dari tahun 195 H sampai 199 H. (3) Fase
Penyempurnaan dan pengukuhan mazhab jadid, yang dimulai dari
tahun 199 H sampai 204 H. (5) Fase verifikasi dan Otentifikasi,
yang dimulai dari tahun 204 sampai pertengahan abad V H atau
abad VIl H.*2 Kemudian Akram Yisuf ‘Umar al-Qawasimi. Ia
membaginya menjadi enam fase, yaitu: (1) Fase kemunculan fikih
Imam Syafi‘T dan periwayatannya, yang dimulai dari tahun 195 H
sampai 207 H. (2) Fase kemunculan mazhab al-Syafi iyyah dan
pengokohannya, yang dimulai dari tahun 270 H sampai tahun 505
H. (3) Fase penyeleksian pendapat-pendapat kali pertama, yang
dimulai pada tahun 505 H sampai 676 H. (4) Fase penyeleksian
pendapat-pendapat kali kedua, yang dimulai dari tahun 676 H
sampal 1004 H. (5) Fase pelayanan kepada hasil karya dua
penyeleksian sebelumnya, yang dimulai dari tahun 1004 H sampai
1335 H. (6) Fase kemunculan fikih kontemporer, dari tahun 1335 H
sampai tahun penulisan kitab ini (tahun 1423 H).%

Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan
membuat periode perkembangan mazhab Syafi‘T dalam bentuk
yang lebih sederhana dan singkat dengan membaginya ke dalam
tiga fase saja, yaitu fase pembentukan, fase pengembangan dan
pengokohan, serta fase kematangan. Pilihan ini didasarkan kepada
pertimbangan bahwa yang menjadi penekanan dalam karya ilmiah

81‘Al1 Jum‘ah Muhammad, al-Imam al-Syafi‘t wa Madrasatuh al-
Fighiyyah, Cet. I, (Kairo: Dar al-Risalah, 2004), hlm. 31-32

82Ahmad Nahrawi ‘Abd al-Salam, al-fmam al-Syafi T fi Madhhabaih al-
Qadim wa al-Jadid, Cet. Il, (Kairo: Ttp, 1988), him. 433-437

83 Akram Yiisuf, al-Madkhal ila Madhhab. .., hlm. 296-298
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ini adalah fase yang melahirkan berbagai dinamika dalam mazhab
Syafi‘l, mulai dari perbedaan pendapat antara murid-murid al-
Syafi‘T dan al-Syafi‘T sendiri sampai munculnya pendapat-pendapat
Ikhtiyarat, baik secara umum maupun secara khusus Zkhtiyarat al-
Nawawi. Oleh karena itu, fase pertama sampai fase ketiga yang ada
dalam karya ‘Ali Jum‘ah dan Ahmad Nahrawi ‘Abd al-Salam akan
penulis buat menjadi satu fase. Demikian juga fase keempat,
kelima, dan keenam dalam karya Akram Yusuf ‘Umar al-Qawasimi
tidak akan penulis bahas dalam konteks sejarah mazhab Syafi‘1 di
sini karena tiga fase tersebut lebih menampilkan penguatan
terhadap fase sebelumnya, bukan menampilkan warna yang kontras
dari fase sebelumnya. Berikut ini uraian mengenai tiga fase yang
menjadi pilihan penulis dalam karya ilmiah ini.

2.1.1. Fase Pembentukan

Pembentukan mazhab Syafi‘T dimulai dari tahun 195 H
ketika al-Syafi‘T memperkenalkan mazhab gadim sampai ia wafat
pada tahun 204 H. Sebelum membentuk mazhab fikih, al-Syafi‘i
telah membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan Yyang
mengantarkannya kepada taraf yang mampu meletakkan sebuah
metode ijtihad independen, yang tidak lagi terikat dengan metode
para ulama lainnya. Dalam perjalanan meniti karirnya sebagai ahli
fikih, al-Syafi‘t sempat menyerap berbagai aliran fikih yang
berbeda ketika ia menetap di berbagai daerah, yaitu Mekah,
Madinah, Yaman, Irak dan Mesir. Aliran fikih yang berbeda-beda
yang sering disebut sebagai mazhab klasik yang kelak berevolusi
menjadi mazhab fikih yang dikenal di zaman ini, pada awal
perkembangannya sebagai aliran yang berpusat di kota-kota
tertentu, sehingga nama aliran fikih ketika itu selalu disandarkan
kepada nama kota yang menjadi basisnya. Masing-masing kota
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mempunyai tokoh tersendiri yang berjasa dalam perkembangan
pemikiran hukum di wilayahnya.®*

Sejak usia masih kecil, al-Syafi‘T sudah mulai bergelut
mempelajari ilmu agama dengan berguru kepada beberapa ulama
terkemuka di Mekah kala itu, terutama Muslim ibn Khalid al-Zanj1
(w. 180 H) dan Sufyan ibn ‘Uyainah (w. 198 H).®® Selain itu, ia
juga berguru pada Sa‘id ibn Salim al-Qaddah (w ?), Dawud ibn
‘Abd al-Rahman al-‘Attar (w. 174 H), dan ‘Abd al-Majid ibn ‘Abd
al-‘Aziz ibn Abi Dawud (w ?).%® Perlu dicatat bahwa fikih aliran
Mekah berakar pada dua tokoh terkenal dari sahabat Nabi yaitu
Mu‘adh ibn Jabal dan Ibn ‘Abbas. Mu‘adh ibn Jabal merupakan
Sahabat Nabi yang dipandang paling mengerti tentang hukum halal
dan haram, serta paling pandai al-Qur’an. Sedangkan Ibn ‘Abbas
dikenal sebagai guru yang mengajar al-Qur an, tafsir, dan ilmu-
ilmu lain yang berhungan dengan tafsir. Fikih aliran Mekah
selanjutnya ditransformasikan kepada para Tabi‘in seperti ‘Atha’
ibn Abi Rabah, Tawus ibn Kaisan, Mujahid ibn Jabr dan lain-lain.
Kemudian fikih aliran ini terus transformasikan dari generasi ke
genarasi berikutnya sampai pada masa Muslim ibn Khalid al-Zan;j1
(w. 180 H) dan Sufyan ibn ‘Uyainah (w. 198 H).%” Al-Syafi‘i
mewarisi ilmu-ilmu tersebut dari para ulama Mekah. lImu-ilmu ini
nampaknya sangat berpengaruh pada kitab al-Risalah yang ia
Susun, yang sarat dengan penjelasan tentang metode memahami
teks.%8

Setelah menginjak usia remaja, tepatnya ketika berusia 13
tahun al-Syafi‘t berangkat ke Madinah dengan tujuan utama

84 Abdul Mun’im Shaleh, Mazhab Syafi’i, Kajian Konsep Mashlahah,
Cet I, (Yogyakarta : Ittaga Press, 2001), him. 8

85¢Abd al-Ghani al-Dagar, al-Imam al-Syafi‘i Fagih al-Sunnah al-
Akbar, Cet. VI, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), him. 54-56

%6Ahmad Nahrawi, al-fmam al-Syafi 7 ..., hlm. 55

7Ahmad Nahrawi, al-Imam al-Syafi 7 ..., hlm. 438-439

®Abdurrahman al-Syargawi, Riwayat Sembilan Imam Figh, (Terjm:
H.M.H. al-Hamid al-Husaini), Judul Asli: 4’immah al-Figh al-Tis’ah, Cet. I,
(Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), him. 385
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berguru pada Imam Malik ibn Anas (w. 179 H).®® Selama beberapa
tahun tinggal di Madinah, al-Syafi‘T benar-benar memfokuskan diri
untuk belajar dan menambah pengetahuan dalam bidang hadis,
fikih dan metode istinbat hukum. Selain belajar pada Imam Malik,
di Madinah ia juga belajar pada Ibrahim ibn Sa‘ad al-AnsarT (w.
183 H), ‘Abd al-‘Aziz Muhammad al-Darawardi (w. 187 H),
Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami (w. 184 H), Muhammad ibn
Sa‘id ibn Ab1 Fudaik (w. 199 H), dan ‘Abd Allah ibn Nafi‘ (w. 206
H).” Secara keseluruhan, al-Syafi‘t menetap di Madinah selama 16
tahun sampai Imam Malik wafat pada tahun 179 H,”* dengan
diselangi 2 tahun ketika al-Syafi‘t berkunjung ke Irak untuk
pertama kalinya.’? Fikih aliran Madinah berakar pada ‘Umar ibn al-
Khatab, ‘Aisyah, Ibn ‘Umar dan beberapa tokoh lain. Kemudian
dilanjutkan pada generasi Tab‘in oleh Sa‘id ibn al-Musayyab,
‘Urwah ibn al-Zubair, Abii Bakr ibn ‘Abd al-Rahman, ‘Ubaid
’Allah ibn ‘Abd Allah, Khadijah ibn Zaid, Sulaiman ibn Yasar, dan
al-Qasim ibn Muhammad. Ketujuh tokoh ini dikenal dengan
sebutan al-Fugaha’ al-Sab‘ah (tujuh serangkai ahli fikih). Selain
itu, di Madinah juga dikenal nama-nama ahli fikih yang lain seperti
Salim ibn ‘Abd Allah ibn ‘Umar, Ibn Syihab al-Zuhr1 dan Yahya
ibn Sa‘ldd. Imam Malik ibn Anas yang merupakan gurunya al-
Syafi‘i, dan para ahli fikih seangkatannya adalah eksponen terakhir
aliran fikih Madinah yang dikenal dengan aliran fikih ahl al-
hadith.”

89Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain, Managib al-Imam al-
Syaf't, Tahqiq: al-Sayyid Ahmad al-Saqar, (Kairo: Maktabah Dar al-Turath, tt),
him. 101. Lihat juga Ali Jum‘ah, al-Imam al-Syafi T wa Madrasatuh..., hlm. 15

“Ahmad Nahrawi, al-fmam al-Syafi 7 ..., hIm. 56

"1*Abd al-‘Azim Mahmiid Dib, al-Madhhab al al-Syafi ‘T min al-Ta’sis
ila al-Istigrar, (Ttp: Dar al-Minhaj, tt), him. 102

2Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, Cet. VII,
(Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), him. 20

Ahmad Nahrawi, al-fmam al-Syafi 7 ..., him. 439-440 Lihat juga Al-
Nawawi Yahya ibn Syarf, Irsyad al-Tulab al-Haqa'iq, Cet. 11, (Beirut: Dar-Al-
Basya’ir al-Islamiyyah, 1991), hlm. 200
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Dari Madinah, al-Syafi‘T melanjutkan pengembaraan
ilmunya ke Yaman. Di Yaman, al-Syafi‘T berguru pada Mutarrif
ibn Mazin (w. 191 H), Hisyam ibn Yasuf (w. 198 H), ‘Amr ibn
Abi Salamah (w ?) dan Yahya ibn Hasan (w ?).”* Fikih aliran
Yaman berakar dari tiga Sahabat Nabi, yaitu Mu‘adh ibn Jabal,
Khalid ibn al-Walid, dan ‘Ali ibn Abi Thalib. Namun demikian,
aliran yang lebih mendominasi fikih Yaman adalah pola pemikiran
Mu‘adh ibn Jabal. Selama menetap di Yaman, al-Syafi‘T juga
mengenal fikih Imam al-Awza‘t dari ‘Amr ibn Abi salamah dan
mengetahui aliran fikih al-Layth ibn Sa‘ad (seorang ulama figh
Mesir) dari Yahya ibn Hasan.” Di samping mencari ilmu, al-
Syafi‘T di Yaman juga dipercaya menduduki jabatan dalam
pemerintahan.”® Dalam menjalankan aktifitasnya di Yaman,
akhirnya al-Syafic mendapat cobaan berat, yaitu difitnah
bersekongkol dengan kelompok ‘Alawiyyin (keturunan ‘Ali ibn Abi
Thalib) yang dituduh memberontak terhadap pemerintahan Hartin
al-Rasyid (w. 193 H), sehingga pada tahun 184 H ia ditangkap
bersama sembilan orang ‘Alawiyyin dan dibawa ke Baghdad.’’
Setelah melalui pemeriksaan dari khalifah, akhirnya al-Syafi‘t
dibebaskan dari segala tuduhan atas jasa Muhammad ibn Hasan al-
Syaybani (w. 189 H), murid Aba Hanifah (w. 150 H) yang saat itu
menjabat sebagai hakim agung di Baghdad.”

Setelah mendapatkan kebebasan  dari  tuduhan
memberontak, al-Syafi‘T sementara waktu menetap di Baghdad.
Pada saat itulah ia mulai mengenal fikih aliran Irak dari beberapa

"4Al-Razi, Fakhr al-Din Muhammad ibn ‘Umar, Managib al-Imam al-
Syaf't, Tahqiqg: Ahmad Hijazi al-Saqa, Cet. I, (Kairo: Maktabah al-Kuliyyat al-
Azhariyyah, 1986), him. 44

Ahmad Nahrawi, al-Imam al-Syafi 7 ..., hlm. 442

Slbn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad ibn ‘All, Tawali al-Ta’sis li Ma alt
Muhammad ibn Idris, Tahgig: ‘Abd Allah al-Qadi, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutb
al-‘TIlmiyyah, 1986), hlm. 126

""Ahmad Amin, Duha al-Islam, Jid. I, Cet. I, (Beirut: Maktabah al-
‘Asriyyah, 2006), him. 166

BAl-Syargawi, Riwayat Sembilan Imam.. ., hal. 403.
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ulama Irak, terutama dari Muhammad ibn Hasan al-Syaybani (w.
189 H). Selain itu, ia juga berguru pada Waki‘ ibn al-Jarrah (w. 197
H), ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Abd al-Majid al-Thaqafi (w. 194 H),
Hammad ibn Uthamah (w. ?), dan Isma‘ll ibn ‘Aliyyah (w. ?).
Tidak lama menetap di Irak, al-Syafi‘t kembali ke Mekah untuk
mulai mengajar di Masjidil Haram. Setelah itu ia kembali datang ke
Baghdad untuk kedua kalinya, tepatnya pada tahun 195, dan
menetap selama dua tahun untuk kembali berguru pada ulama Irak,
terutama Muhammad ibn Hasan al-Syaybani. Pada lawatannya kali
ini al-Syafi‘t mulai banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh fikih
setempat. la mengikuti pelajaran Muhammad ibn Hasan, lalu
berdiskusi dengan murid-murid Muhammad ibn Hasan di luar jam
pelajaran. Karena hubungannya yang lebih formal dengan
Muhammad ibn Hasan, al-Syafi‘t menghindari berdiskusi langsung
dengannya. Tapi tak urung, Muhammad ibn Hasan pun akhirnya
mendesak al-Syafi‘T untuk berdiskusi dengannya. Sampai dengan
tahap ini al-Syafi‘T masih menyatakan diri sebagai pendukung dan
murid imam Malik serta pembela al-Muwatta’ yang lebih
mengutamakan hadits dalam ber-istid/al ketimbang logika (ra’yi),
sehingga al-Syafi‘t saat itu digelar nasir al-sunnah (pembela
hadis).”

Setelah dua tahun di Baghdad, al-Syafi‘t memutuskan untuk
kembali lagi ke Mekah yang merupakan tempat asalnya. Nilai
khazanah keilmuan yang ia dapatkan dari Muhammad ibn Hasan
dilukiskannya sebagai “semuatan unta”.®® Pernyataan ini
menunjukkan bahwa ia sangat menganggap penting terhadap
makna perkenalannya dengan fikih aliran Irak bagi tonggak
bangunan keilmuan yang ia gagaskan untuk masa-masa yang akan
datang. Fikih aliran Irak dikenal sebagai fikih yang bercorak
rasionalitas, sehingga tokoh-tokohnya disebut ahl al-ra’yr. Fikih

Al-Syargawi, Riwayat Sembilan Imam..., hlm. 409
®lbn Abi Hatim al-Razi, ‘Abd al-Rahman, Adab al-Syafi'i wa
mandqibuh, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), him. 26
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corak ini awalnya berakar dari beberapa Sahabat Nabi, antara lain
‘Ali ibn Abi Thalib, ‘Abd Allah ibn Mas‘tad, Aba Musa al-Asy‘ari,
dan Anas ibn Malik. Fikih corak ini kemudian dikembangkan oleh
‘Algamah ibn Qais al-Nakh‘i, Masriiq ibn Ajda‘, al-Aswad ibn
Yazid al-Nakh‘1, ‘Umar ibn Syurahbil, Haris ibn Qais al-Ja‘fi, dan
‘Ubaidah al-Salmani. Fikih Irak selanjutnya ditransformasikan
kepada Ibrahim al-Nakh‘l, ‘Amir al-Sya‘bi, Sa‘id ibn Jubair dan
lain-lain. Kemudian dilanjutkan pengembangannya oleh Hammad
ibn Abi Sulayman, Sulayman ibn al-Mu‘tamar, Sulayman al-
A‘masy dan lain-lain. Periode berikutnya, dilanjutkan oleh Abi
Hanifah, Syuraik al-Qadi dan lain-lain. Kemudian ditranformasikan
kepada beberapa penerus, di antaranya Muhammad ibn Hasan al-
Syaybani dan Waki‘ ibn al-Jarrah. Dari dua ulama inilah secara
dominan al-Syafi‘T mengkaji fikih aliran Irak.

Banyaknya guru dari berbagai daerah dengan corak
pemikiran fikih yang berbeda-beda membuat al-Syafi‘t berhasil
menyerap beberapa karakter fikih. Dengan demikian, dalam diri al-
Syafi‘T terkumpul berbagai corak fikih yang berbeda-beda sehingga
melahirkan sebuah corak fikih baru yang menggabungkan setiap
kecenderungan secara harmonis dan selaras. Meskipun corak fikih
saat itu relatif banyak, namun yang berhasil mendominasi kutub
pemikiran fikih adalah corak ahl al-kadith dan ahl al-ra ’yi. Dalam
hal ini, al-Syafi‘i telah berhasil menguasai keduanya, karena ia
belajar corak ahl al-hadith di Madinah terutama pada Imam Malik,
dan belajar corak ahl al-ra’yi di Baghdad, terutama pada
Muhammad ibn Hasan. Al-Syafi‘T melihat kelebihan pada masing-
masing corak dan aliran tersebut sebagai kekuatan yang bermanfaat
bagi pemikiran hukum Islam, lantas mengambil kelebihan pada
masing-masing dua aliran ini dan menolak kekurangannya.®
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa corak dan aliran fikih
yang dirumuskan oleh Al-Syafi‘t terlahir dari perpaduan antara

8L.Ahmad Nahrawi, al-Imam al-Syafi 7 ..., hlm. 442
8Ahmad Amin, Dukd al-Islam..., him. 168
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corak ahl al-hadith dan ahl al-rayr.

Tahap terpenting dalam Karir keilmuan al-Syafi‘T adalah
ketika berkunjung ke Irak untuk ketiga kalinya. Dalam kunjungan
yang terjadi pada tahun 198 H ini, al-Syafi‘Tt menetap hanya sekitar
delapan bulan saja.®® Saat itu Muhammad ibn Hasan telah wafat.
Meskipun lawatannya kali ini tidak berlangsung lama dibandingkan
lawatan sebelumnya, tapi momentum yang terpenting adalah ia
memproklamirkan kebebasannya dari fatwa-fatwa gurunya. Artinya
ia tampil dengan ijtihadnya sendiri dalam fatwa-fatwanya, dan
sejak itu ia dikenal sebagai mujtahid muthlag. Saat-saat inilah ia
menyusun kitabnya yang terkenal dalam bidang ushul yaitu al-
Risalah al-Qadimah.®* Pendapat-pendapat yang diutarakannya
terkait dengan hukum dan fatwa sampai dengan periode ini disebut
gawl qadim® yang dituangkannya dalam kitab al-Hujjah.%
Kehadiran al-Syafi‘1 kali ini di lrak membawa metode fikih yang
baru. la tidak hanya berbicara tentang rincian-rincian hukum dalam
fikih, tetapi juga menawarkan kaedah-kaedah pokok dan dasar-
dasar pemikiran. Gagasan-gagasan inilah yang ia terapkan untuk

8¢Abd al-Ghant, al-Imam al-Syafi i..., hlm. 147

#Menurut Ahmad Muhammad Syakir, al-Syafi‘i pertama Kkali
menyusun al-Risalah di Baghdad, karena pada saat itu ‘Abd al-Rahman ibn al-
Mahdi yang merupakan orang yang meminta al-Syafi‘T untuk menyusunnya
sedang berada di Baghdad. Al-Risalah yang disusun oleh al-Syafi‘i di Baghdad
dinamakan al-Risalah al-Qadimah. Pada ketika al-Syafi‘T menetap di Mesir, ia
merevisi kembali kandungan kitab al-Risalah yang kemudian dinamakan al-
Risalah al-Jdadidah. Seiring berjalannya waktu, kitab Risalah versi Baghdad
telah hilang dari peredaran, sehingga yang ada ditangan pembaca sekarang
hanyalah al-Risalah versi Mesir. Lihat Ahmad Muhammad Syakir, Mugaddimah
al-Risalah, (Kairo : Dar Thya’ al-Kutub al-Arabiyyah, tt), him. 11

8Abbas, Sejarah dan Keagungan..., him. 31

8Kitab al-Hujjah merupakan kitab al-Syafi 7 yang memuat gaw! gadim.
Kitab ini sekarang tidak diperdapatkan dalam peredaran. Secara umum, kitab-
kitab karya al-Syafi‘T selama di Irak tidak diperdapatkan lagi. Adapun kitab-kitab
al-Syafi‘T yang dilestarikan dan dicetak semuanya adalah kitab-kitab yang
disusunnya ketika menetap di Mesir. Lihat Muhammad Syakir, Mugaddimah al-
Risalah..., hlm. 9. Lihat juga al-Baihaqi, Mandagib al-Imam al-Syafr..., hlm.
256. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, al-Syafi 7; Haydatuh wa ‘Asruh-Ara’uh
wa Fighuh, Cet. 11, (Kairo: Dar al-Fikr al-*Arabi, 1948), him. 136-138 dan 146
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menghasilkan hukum-hukum positif (furiz). la berhasil dalam
menampilkan fikih sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan ilmu
tentang hukum-hukum yang berserakan. la juga menawarkan
kaedah-kaedah universal, sistematis dan terstandarisasi dengan
jelas, bukannya fatwa-fatwa lepas.®” Inilah toggak pertama
terbentuknya mazhab al-Syafi‘1.

Bagi al-Syafi‘i, fase ini merupakan masa-masa Kritis yang
sangat urgen dan cukup pelik, sebagai masa eksperimentasi yang
mempertaruhkan reputasinya. Kesuksesan melewati masa ini
pertanda keberhasilannya. Ternyata, al-Syafi‘l sukses melewati
masa ini dengan gemilang, buktinya banyak orang yang berminat
dengan fikih barunya itu, bukan hanya masyarakat biasa tetapi juga
kalangan ahli fikih setempat, sehingga forum pengajiannya menjadi
forum yang paling diminati dan dibanggakan karena dihadiri oleh
para ulama dari lintas keilmuan, baik ahli fikih, hadis, tafsir dan
sastra. Mereka semua ingin meneguk ilmu dari al-Syafi‘T untuk
menghilangkan dahaga intelektualitas. Banyak juga ulama yang
meninggalkan mazhab lamanya, lalu beralih mengikuti fikih dan
metode baru yang ditawarkannya, seperti Abii Thiir dan lainnya.®

Setelah meluncurkan mazhab gadim di Irak, tahap terakhir
perjalanan intelektual al-Syafi‘T adalah ketika ia berpindah ke
Mesir pada tahun 199 H, dan wafat di sana pada tahun 204 H.8°
Pada tahap ini, al-Syafi‘T terus melakukan kegiatan-kegiatan
produktif untuk mematangkan pola pikirnya terkait metode istinbat
hukum, sehingga pada masa ini al-SyafiT meraih puncak
kesuksesan dan kematangan pemikiranya mengenai tata-cara
istinbat hukum. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya
ilmu, produk hukum dan karya tulis yang dihasilkannya.”® Pada
masa itu juga, al-Syafi‘t banyak menemukan permasalahan-

8Al-Syargawi, Riwayat Sembilan..., him. 413
8Ahmad Nahrawi, al-Imam al-Syafi 7 ..., hlm. 435-436
8AIl-Baihaqi, Managib al-Imam al-Syaf'i..., him. 238
Ahmad Nahrawi, al-Imam al-Syafi 7 ..., hlm. 436
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permasalahan baru yang belum pernah ditemukannya di Hijaz dan
di Irak. Di Mesir, ia menemukan peradaban, adat-istiadat, serta
peninggalan intelektual para ulama sebelumnya.®! la juga banyak
menemukan hadis-hadis yang baru pertama kali didengarnya, yaitu
yang dinukil dari murid-murid al-Layth ibn Sa‘ad. Ia berusaha
sekuat tenaga untuk dapat menguasai hadis-hadis tersebut dan
hendak mempelajari sedalam-dalamnya fikih aliran Mesir yang
dikembangkan oleh al-Layth ibn Sa‘ad. Di sini ia pun mengetahui
pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat ‘Ali ibn Abi Thalib
yang tidak sempat dipelajari dan ditela’ah sebelumnya. Semua itu
mendorongnya untuk lebih banyak berpikir dengan tetap berpegang
pada jiwa hukum syariah.®?

Penemuan terhadap hal-hal baru di Mesir mendorong al-
Syafi‘T untuk terus melakukan kajian, termasuk mengkaji ulang
pendapat-pendapat yang sudah pernah dikeluarkannya selama di
Irak. Dalam kajian ulang itulah al-Syafi‘t menemukan kelemahan-
kelemahan pada beberapa pendapat lamanya (gawl gqadim). Atas
dasar itulah ia merevisi beberapa pendapat lamanya dan melahirkan
pendapat baru (gawl jadid) yang dituangkan dalam beberapa kitab,
terutama al-Umm.® Di samping itu, ia juga merevisi kitab al-

9LAbii Zahrah, al-Sydfi T; Haydatuh. .., him. 128

92Al-Syargawi, Riwayat Sembilan..., hal. 375

®Kitab al-Umm merupakan kitab fikih karya al-Syafi‘l sendiri yang
ditulis dan dibuat babnya oleh Rabi‘ al-Muradi. AI-Umm merupakan kitab induk
yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi‘t versi jadid. Sistematika
penulisan yang dilakukan oleh Rabi‘ al-Muradi tidak sepenuhnya mengurutkan
persoalan-persoalan fikih ke dalam babnya yang khusus secara teratur, sehingga
dalam judul bab tertentu banyak terdapat persoalan lain yang tidak memiliki
korelasi dan relevansi dengan judul bab. Menurut al-Asnawi, penyebab
timbulnya perbedaan pendapat antara ashab dan al-Syafi‘T adalah bercampur-
baurnya persoalan-persoalan fikih pada sebuah bab tertentu dalam Al-Umm.
Ketika seseorang mencari sebuah permasalahan pada bab tertentu dalam kitab
Al-Umm, maka ia tidak boleh merasa cukup dengan penjelasan yang ada dalam
babnya saja, tetapi ia harus mencari juga dalam bab lain yang kadang-kadang
tidak punya hubungan dengan permasalahan yang dicari. Jika tidak demikian
dikhawatirkan kesimpulan yang diperoleh akan bertentangan dengan pendapat
yang disebutkan oleh al-Syafi‘T dalam bab yang lain. Menurut al-Asnawri,



46

Risalah al-Qadimah dan meluncurkan kitab al-Risalah al-
Jadidah.®* Setelah merevisi pendapat dan kitab lama, al-Syafi’t
mengirim surat kepada Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), salah satu
muridnya di Baghdad untuk tidak menjadikan pendapat lamanya
sebagai pegangan bagi siapapun.®® Atas dasar inilah Ahmad ibn
Hanbal sangat menekankan kepada sahabat-sahabatnya agar
berpegang kepada Kitab-kitab yang ditulis oleh al-Syafi’1 ketika
menetap di Mesir.%

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa fase Mesir
dapat disebut sebagai fase penyempurnaan bagi mazhab fikih yang

ketidak-teraturan bab dan persoalan fikih ini juga menjadi faktor utama
rendahnya minat para ulama generasi Mutagaddimin Syafi iyyah untuk membuat
kitab turunan dari Al-Umm dalam bentuk syarf, ringkasan maupun komentar
(ta ‘liq), padahal kedudukan Al-Umm rujukan utama dalam mazhab Syafi‘1 versi
Jjadid. Sedangkan kitab yang sangat diminati untuk menulis turunan darinya oleh
generasi Mutaqaddimin Syafi iyyah pada masa tersebut adalah Mukhtasar al-
Muzani. Hal ini dikarenakan Mukhtasar al-Muzani ditulis dengan sistematika
yang mengatur persoalan fikih seluruhnya secara berurutan ke dalam bab dan
judul khusus dengan tanpa ada yang berserakan. Karenanya, kitab-kitab besar
berbentuk syars dalam mazhab Syafi‘T yang ditulis pada periode Mutaqaddimin
Syafi iyyah kebanyakannya merupakan turunan dari Mukhtasar al-Muzani,
seperti al-Hawt al-Kabir Karya al-Mawardi, Nihayat al-Maglab karya Imam al-
Haramain dan lain-lain. Adapun alasan Rabi‘ al-Muradi tidak mengaturnya
seperti yang dilakukan oleh al-Muzant karena Rabi‘ al-Muradi ingin
menempatkan setiap persoalan fikih sebagaimana yang diterimanya dari al-
Syafi‘l. Rabi‘ al-Muradi enggan untuk merubah apa yang diterimanya dari al-
Syafi‘i. Setelah sekian abad lamanya sistematika kitab Al-Umm terbiarkan dalam
kondisi yang tidak teratur, pada abad VIII H muncullah Siraj al-Din al-Bulqini
(w. 805 H) yang menginisiasi untuk mengatur sistematika kitab Al-Umm secara
berurutan dan utuh dengan tanpa ada lagi persoalan fikih yang berada di luar bab
dan judulnya. Jadi, kitab Al-Umm yang beredar sekarang ini dengan sistematika
bab dan persoalan fikih yang berurutan merupakan Kkitab yang sudah
disempurnakan sistematikanya oleh Siraj al-Din al-Bulqini. Lihat Ab@ Zahrah,
al-Syafi ‘t; Hayatuh..., him. 140-149. Lihat juga Muhammad ibn ‘Umar al-Kaf,
al-Mu ‘tamad ‘inda al-Syafi ‘iyyah,; Dirasat Nazariyyah Tatbigiyyah, (Ttp: Tp, tt),
him. 121-123. Lihat juga Al-Asnawi, Jamal al-Din ‘Abd al-Rahim, al-Muhimmat
fi Syarh al-Raudat wa al-Rafi 7, JId. 1, Cet. I, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009), him.
104

%4 Abii Zahrah, al-Syafi 7; Hayatuh..., hlm. 128

%Al-Syargawi, Riwayat Sembilan. .., him. 379

%Ibn Abi Hatim al-Razi, Adab al-Syafi’i.., him. 46
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telah dibentuk al-Syafi‘l sebelumnya di Irak, sehingga mazhab
fikihnya menjadi mazhab yang utuh, hidup dan mempunyai daya
gerak menuju pengayaan yang akan terjadi sesuai dengan tuntutan
perkembangan pada periode berikutnya. Di samping itu, jika
mengacu kepada pesan al-Syafi‘li pada Ahmad ibn Hanbal agar
tidak menjadikan pendapat lama (gaw! gadim) sebagai pegangan
maka pendapat yang sah sebagai mazhab Syafi‘t adalah pendapat
baru (gawl jadid), meskipun ada juga gawl gadim yang sah sebagai
mazhab Syafi‘l dengan berbagai ketentuannya. Mazhab fikih yang
dibentuk oleh al-Syafi‘T mempunyai ciri dan karakter tersendiri
dibandingkan mazhab-mazhab yang lain. Ciri yang paling
menonjol dan menjadi karakteristiknya adalah moderasi antara
fikih ahl al-Aadith dan ahl al-rayr.

Karakter fikih ahl al-Aadith adalah tekstualis-tradisionalis,
yaitu kecenderungan berpegang teguh pada tuntunan al-qur’an dan
hadis secara tekstual, serta tidak melampaui keduanya kecuali
dalam keadaan darurat. Alasannya, karena mereka mempunyai
perbendaharaan hadis dan tokoh-tokoh hadis yang bisa dijadikan
sebagai sumber referensi sehingga tidak perlu menggunakan giyas
kecuali apabila benar-benar dibutuhkan. Sebaliknya, karakter fikih
ahl al-ra’yr adalah rasionalis, yaitu kecenderungan melampaui al-
qur’an dan hadis kepada giyas. Alasannya karena mereka
menghadapi masalah-masalah yang memang harus dipecahkan
dengan nalar dan tidak banyak mempunyai perbendaharaan hadis.®’
Hanya saja, yang perlu dicatat di sini adalah ahl al-ra’yi bukan
berarti menolak sama sekali pemahaman tekstual ataupun otoritas
teks. Demikian pula ahl al-hadith, bukan berarti menolak sama
sekali peranan rasio dalam memahami teks agama. Pemberian
nama ini  berkenaan dengan porsi penggunaan kedua
kecenderungan tersebut pada masing-masing aliran.

%Ahmad Nahrawi, al-Imam al-Syafi 7 ..., hlm. 432
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Adapun Kkarakter fikih al-Syafi‘T adalah berada di tengah-
tengah antara dua kecenderungan tersebut. Artinya, Secara
konseptual fikih al-Syafi‘i tetap berpegang pada teks al-qur’an dan
hadis, namun memberikan porsi kepada giyas melebihi daripada
porsi yang diberikan oleh ahl al-hadith, dan tidak sebesar yang
diberikan oleh ahl al-ra’yi. Jika ahl al-ra’yi menolak hadis ahad
dalam ber-istinbat dan lebih beralih kepada giyas, lantas al-Syafi‘i
menerima hadis ahad apabila memenuhi persyaratan sahih.
Menurut al-Syafi‘1, dua kecenderungan di atas sama-sama memiliki
keunggulan dan kelemahan. Karenanya, secara penuh kehati-hatian
dan ketelitian ia berinisiatif mengambil keunggulan pada masing-
masing keduanya dan menolak kekurangan keduanya.*® Dengan
demikian, karakter fikih yang ditampilkan dan diwariskan oleh al-
Syafi‘T berbentuk fikih moderat yang merupakan sintesa dari fikih
ahl al-hadith dan ahl al-ra yr.

2.1.2 Fase Pengembangan dan Pengukuhan

Fase pengembangan dan pengukuhan mazhab Syafi‘t yang
penulis maksudkan di sini berlangsung relatif lama, yakni terhitung
dari wafatnya al-Syafi‘T pada tahun 204 H sampai tahun 505 H
ketika wafatnya al-Ghazali. Pengembangan yang terjadi meliputi
penyebaran mazhab ke berbagai daerah dan dinamika
Perkembangannya yang mencakup pengayaan pendapat-pendapat
dalam mazhab serta terbentuknya aliran Irak dan Khurasan.
Sedangkan pengukuhan mazhab berupa upaya otentifikasi
pendapat-pendapat yang sah untuk disandarkan kepada imam
mazhab secara khusus dan kepada mazhab secara umum. Upaya
pengembangan dan pengukuhan mazhab Syafi‘T pada dasarnya
tidak terlepas dari kerja keras para muridnya yang setia
menyampaikan pendapat atau pola pikir al-Syafi‘T dalam setiap
kegiatan fatwa dan pengajaran. Murid-murid al-Syafi‘1 terbilang

%8Abii Zahrah, al-Syafi 7; Hayatuh..., hlm. 126
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relatif banyak karena al-Syafi‘T pernah menetap dan mengajar di
beberapa tempat yang berbeda. Di samping mempunyai banyak
murid, al-Syafi‘t juga meninggalkan warisan intelektual berupa
kitab-kitab yang ditulisnya, kemudian dilestarikan dan diajarkan
oleh para murid dan penerusnya.

Di antara murid-muridnya, yang paling masyhur adalah
mereka-mereka yang mempunyai kompetensi keilmuan yang tinggi
dan paling berjasa mengembangkan mazhab yang telah
dibangunnya. Murid-murid al-Syafi‘l tersebar pada beberapa
daerah. Di Mekah, antara lain terdapat al-Humaydi (w. 219 H),%
al-‘Abbast (w. 237 H),!® dan Ibn Abi al-Jariid (w. ?).1° Di Irak,
antara lain terdapat Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H),%? al-Za‘farani
(w. 260 H),% al-KarabisT (w. 248 H),1% dan Abi Thiir al-Kalbi (w.

%Nama lengkapnya adalah Abii Bakr ‘Abd Allah ibn Zubair ibn ‘Isa. Ia
belajar pada al-Syafi‘T di Mekah dan juga ikut serta saat al-Syafi‘T pindah ke
Mesir. Setelah al-Syafi‘T wafat di Mesir, al-Humaydi kembali pulang ke Mekah
untuk mengajar dan memberi fatwa sampai wafat di sana pada tahun 219 H.
Lihat. Ibn al-Subki, Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ali, Tabaqat al-Syafi ‘iyyah
al-Kubra, Tahqiq: Mustafa ‘Abd al-Qadir Ahmad ‘Ata, Jld. I, Cet. I, (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1999), hlm. 363-364

10Nama lengkapnya Abii Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-‘Abbasi ibn
‘Uthman. Ia merupakan seorang ahli hadis yang terpercaya pada masanya. la
wafat pada tahun 237 H. Lihat Abt Zahrah, al-Syafi 7; Hayatuh..., hlm. 129

11Nama lengkapnya adalah Abi al-Walid Misa ibn Abi al-Jarid. Ia
merupakan orang yang meriwayatkan kitab al-4Amali dari al-Syafi‘i, selanjutnya
menjadi mufti Mekah yang berfatwa berdasarkan mazhab Syafi‘1. Adapun tahun
wafatnya tidak diketahui. Lihat lbn al-Subki, Tabagat al-Syafi‘iyyvah, J1d. 1...,
him. 381-382

1%2Nama lengkapnya adalah Abi ‘Abd Allah, Ahmad ibn Muhammad
ibn Hanbal ibn Hilal al-Syaybani. Ia merupakan salah satu mujtahid muthlag,
yakni pendiri mazhab Hanbali. Sebelum mendirikan mazhab fikih tersendiri,
Ahmad ibn Hanbal pernah berguru pada al-Syafi‘T di Irak, bahkan Ahmad
menjadi murid unggulan al-Syafi‘T. Ia merupakan salah seorang yang
meriwatkan gawl gadim al-Syafi‘i. Ahmad ibn Hanbal wafat pada tahun 241 H.
Lihat Ibn Kathir, Tabagat al-Sydfi ‘iyyah...,hlm. 117-119

193Nama lengkapnya adalah Abi ‘Al Hasan ibn Muhammad ibn al-
Sabah. la merupakan seorang ulama terkemuka dan perawi gawl! gadim yang
paling terpercaya, sehingga kitab-kitab al-Syafi‘1 versi Irak disandarkan kepada
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240 H).1% Sedangkan di Mesir antara lain terdapat al-Muzani (w.
264 H),1% Rabi* al-Muradi (w. 270 H),'%" al-Buwaithi (w. 232
H),1% Harmalah ibn Yahya (w. 243 H),!%° dan Yiinus ibn ‘Abd al-

al-Za‘farani. la wafat pada tahun 260 H. Lihat. Ibn al-Subki, Tabagat al-
Syafi ‘iyyah, J1d. 1..., hlm. 340-342

1%4Nama lengkapnya adalah Abii ‘Alf Husain ibn ‘Alf ibn Zaid. Sebelum
berguru pada al-Syafi‘i, al-Karabisi mengikuti fikih aliran ahl al-ra’yz, sampai
akhirnya bertemu al-Syafi‘T dan berguru padanya hingga ia menjadi salah satu
perawi gawl gadim. la wafat pada tahun 248 H. Lihat Muhammad Hasan Hita,
al-Ijtihad wa Tabaqat Mujtahidi al-Syafi ‘iyyah, (Ttp: Mu’assasah al-Risalah, tt),
him. 94

1%Nama lengkapnya adalah Ibrahim ibn Khalid ibn Abi al-Yaman.
Sebelum belajar pada al-Syafi‘t, ia merupakan seorang ulama dari kalangan ahl
al-ra’yr. Setelah bertemu dan berguru pada al-Syafi‘i, ia meninggalkan pola pikir
ahl al-ra’yr dan mengikuti al-Syafi‘t sampai menjadi salah seorang perawi gawl
qadim. Pada akhirnya, karena kedalaman ilmunya Abt Thiir mendirikan mazhab
tersendiri. Abt Thar wafat pada tahun 240 H. Lihat Hasan Hita, al-Jjtihad wa
Tabagat..., hlm. 67-69

1%Nama lengkapnya adalah Abii Ibrahim Isma‘il ibn Yahya ibn Isma‘il.
la merupakan salah murid utama al-Syafi‘t di Mesir yang meriwayatkan gawl
jadid. la juga seorang imam besar yang gigih membela dan menyebarkan
mazhab Syafi‘i. Tidak terhitung jumlah para ulama dari berbagai daerah yang
berguru langsung pada al-Muzani. la wafat pada tahun 264 H. Lihat. Ibn al-
Subki, Tabaqat al-Syafi iyyah, Jid. I..., hlm. 322

197Nama lengkapnya adalah Abi Muhammad Rabi* ibn Sulayman ibn
‘Abd al-Jabbar. Ia merupakan salah satu perawi gawl jadid dan perawi Kitab-
kitab al-Syafi‘T. Bahkan dari semua murid al-Syafi‘T di Mesir, Rabi® al-Muradi
merupakan murid yang paling kuat periwayatannya dari al-Syafi‘t sehingga
periwayatannyalah yang paling diutamakan. la wafat pada tahun 270 H. Lihat
Ibn al-Subki, Tabaqgat al-Sydafi ‘iyyah, J1d. ..., hlm. 356-358. Lihat juga Hasan
Hita, al-/jtihad wa Tabagat..., hlm. 107-110

1%Nama lengkapnya adalah Abii Ya‘qiib Yisuf ibn Yahya. la
merupakan salah satu murid terkemuka al-Syafi‘T di Mesir yang meriwayatkan
gawl jadid. la juga yang menggantikan posisi al-Syafi‘T di Mesir dalam Maijlis
pengajaran dan fatwa. Tidak terhitung jumlah ulama yang lahir dari didikan al-
Buwaitht kala itu. Ta wafat pada tahun 232 H. Lihat Ibn al-Subki, Tabagat al-
Syafi‘iyyah, JId. 1..., him. 383-386

1%Nama lengkapnya adalah Abai ‘Abd Allah Harmalah ibn Yahya
ibn‘Abd Allah. Ia merupakan salah satu murid al-Syafi‘t di Mesir yang
meriwayatkan gaw! jadid. la dikenal ahli dalam bidang fikih dan hadis.
Harmalah wafat pada tahun 243 H. Lihat Hasan Hita, al-/jtihad wa Tabagat...,
him. 91-93
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A‘la (w. 264 H).!0 Lantas bagaimanakah mazhab Syafi‘T tersebar
ke berbagai daerah dan apa saja yang terjadi dalam penyebaran
tersebut. Uraian singkat berikut ini akan mengetengahkan cara
penyebaran dan dinamikanya.

1. Penyebaran Mazhab

Sebelum mazhab Syafi‘t tersebar ke berbagai daerah, para
murid al-Syafi‘i, terutama yang meriwatkan fikih periode Mesir
(gawl Jadid) sangat aktif dalam mengajarkan isi mazhab kepada
setiap penuntut ilmu. Hal ini dipermudah oleh adanya kitab yang
ditinggalkan oleh al-Syafi‘t. Berbeda halnya dengan murid yang
meriwayatkan fikih periode Irak (gawl qadim), karena fikih periode
Irak meskipun pernah ditulis oleh al-Syafi‘T dalam kitab al-Hujjah
dan al-Risalah al-Qadimah, namun Kitab itu tidak pernah dicetak
dan manuskripnya juga hilang dalam peredaran, sehingga muatan
isinya hanya bisa didapatkan secara berserakan melalui penukilan-
penukilan yang dilakukan oleh penulis kitab yang lain.*'! Selain
itu, pendapat-pendapat yang pernah difatwakan al-Syafi‘l
sebelumnya di Irak telah diralat ketika menetap di Mesir, sehingga
fikih mazhab Syafi‘t yang berkembang di Irak pada era selanjutnya
adalah fikih periode Mesir atau versi jadid, sementara fikih versi
gadim tidak lagi dikembangkan.!'? Berdasarkan hal itu, penyebaran
mazhab yang penulis maksudkan di dalam uraian ini adalah
mazhab periode Mesir atau gaw! jadid. Selain itu, perlu diketahui
juga, ulama yang berkontribusi menyebarkan mazhab ini terbilang
cukup banyak. Tetapi dalam pembahasan ini penulis akan
membatasi pada ulama-ulama yang dipandang paling berjasa
menyebarkannya pada daerah tertentu, dan di tangannyalah mazhab

10Nama lengkapnya adalah Abii Miisa Yiinus ibn ‘Abd al-A‘la ibn
Miisa. la salah satu murid al al-Syafi‘T di Mesir yang meriwayatkan gaw! jadid di
Mesir. la juga pernah menjadi tumpuan dalam majlis ilmu di Mesir setelah
wafatnya al-Syafi‘1. la wafat pada tahun 264 H. Lihat Lihat Hasan ita, al-Ijtihad
wa Tabagat..., hlm. 105-106

MSulaiman al-Asyqar, al-Madkhal ila Dirasah..., him. 54

112Mahmud Dib, al-Madhhab al al-Syafi 7..., him. 147
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Syafi‘1 di daerah tersebut berkembang pesat serta eksis. Para ulama
itulah yang akan disebutkan namanya secara khusus, dengan tidak
bertujuan mengabaikan jasa para ulama lainnya.

Murid-murid al-Syafi‘t di Mesir, terutama al-Muzani, Rabi*
al-Muradi, al-Buwaithi, Harmalah ibn Yahya, dan Ytnus ibn ‘Abd
al-A‘la selalu bersungguh-bersungguh mengajarkan fikih yang
diwariskannya dari Syafi‘c kepada para murid-muridnya yang
berdatangan ke Mesir dari berbagai kawasan dan daerah. Setelah
belajar di Mesir, para murid dari murid-murid al-Syafi‘l pulang ke
daerah asalnya atau berangkat ke daerah lainnya, lantas fikih yang
disebarkan adalah fikih yang dipelajarinya dari murid-murid al-
Syafi‘cT yang berdomisili di Mesir. Kawasan pertama yang
mengalami penyebaran mazhab Syafi‘T adalah Mesir sendiri. Hal
ini sangat wajar karena al-Syafi‘T menetap di Mesir sampai akhir
hayatnya. Disusul selanjutnya oleh Irak,**® karena Irak merupakan
kawasan pertama kali diperkenalkannya mazhab Syafi‘T meskipun
dalam versi lama. Selanjutnya baru menyebar ke kawasan lainnya
akibat kegigihan para murid yang belajar langsung pada muridnya
al-Syafi‘i.

Salah seorang murid al-Muzani dan Rabi‘ al-Muradi adalah
‘Uthman ibn Sa‘id al-Anmati (w. 288 H). la merupakan orang yang
pertama kali menyebarkan fikih mazhab Syafi‘t versi Mesir di Irak,
di mana sebelumnya di Irak juga telah diperkenalkan mazhab
Syafi‘t dalam versi gadim. Oleh karenanya, al-Anmati dipandang
sebagai orang pertama yang membawa ilmu al-Muzani ke Irak.''*
Salah seorang murid al-Anmati, yaitu Aba al-‘Abbas Ibn Suraij (w.
306 H) kemudian melanjutkan pengembangan itu secara lebih
meluas. Hal ini sedikit-banyaknya dipengaruhi oleh posisi Ibn
Suraij yang menjabat sebagai gadhi di Syiraz, sehingga Ibn Suraij

3Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah; fi al-
Siyasah wa al-‘Aqa’id wa Tarikh al-Madhahib al-Fighiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr
al-‘Arabi, tt), hlm. 449

4bn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, J1d. 1..., him. 494
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digelar dengan sebutan syaikh al-madhhab dan pembawa bendera
mazhab.!®® Pada gilirannya, murid-murid lon Suraij pun sangat
aktif menyebarkan mazhab itu ke daerah asal mereka atau daerah
lain yang mereka datangi, menyusul generasi awal yang telah
mendahului  mereka. Oleh karena itu, sebagian penulis
menyebutkan bahwa penyebaran mazhab Syafi‘T ke sebagian besar
daerah yang dihuni oleh umat Islam terjadi di tangan lbn Suraij.**®

Murid lainnya dari Rabi‘ al-Muradi adalah Abu Zar‘ah
Muhammad ibn ‘Uthman (w. 302 H). Abii Zar‘ah merupakan orang
yang pertama kali membawa masuk mazhab Syafi‘T ke Syam.
Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai gadhi di Mesir selama
delapan tahun, mulai dari tahun 284 H, di mana dalam
pertimbangan dan putusannya ia mengacu kepada mazhab Syafi‘i
serta membelanya. Setelah pindah ke Syam, ia juga diberi jabatan
gadhi di sana, sehingga akhirnya mazhab Syafi‘1 begitu dikenal di
Syam, di mana sebelumnya masyarakat Syam mengikuti mazhab
al-Awza‘lt (w. 157 H). Setelah Abt Zar‘ah wafat, jabatan qadhi
dipegang oleh putranya yaitu al-Husain ibn Muhammad (w. 327
H). la melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya dalam
menjadikan mazhab Syafi‘T sebagai referensi pertimbangan dan
putusan hukum.'’ Dengan sebab itu, mazhab Syafi‘1 tersebar luas
di Syam sehingga hampir tidak ada yang menjabat sebagai gadhi di
sana selain ulama Sydfi iyyah.118

Demikian juga penyebaran ke daerah-daerah yang lain,
semuanya di bawa oleh orang-orang yang belajar fikih Syafi‘1 versi
Mesir pada murid Syafi‘T baik secara langsung maupun tidak.
Mazhab Syafi‘T disebarkan ke Marw dan Khurasan'!® pertama kali

151bn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, JId. 11..., hlm. 16

16 Akram Yisuf, al-Madkhal ila Madhhab..., him. 327-328

Wibn Kathir, Tabagdat al-Sydfi‘iyyah..., hlm. 224-225. Lihat juga
Akram Yusuf, al-Madkhal ila Madhhab..., hlm. 328-329

181bn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, JId. I..., him. 228

118K hurasan raya adalah istilah modern untuk wilayah timur Persia kuno
sejak abad ke-3. Khurasan raya meliputi wilayah yang kini merupakan bagian
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oleh ‘Abdan ibn Muhammad ibn ‘Isa al-Marwazi (w. 293 H),*?°
salah satu murid al-Muzani dan Rabi‘ al-Muradi. Ia disebut sebagai
orang yang pertama membawa pulang kitab Mukhtasar al-Muzant
ke Marw.'?! Menurut Mahmiid al-Khawarizmi yang dikutip oleh
Ibn al-Subki bahwa yang pertama membawa mazhab Syafi‘T ke
Balkh Afganistan adalah Abii Bakar al-Farist Ahmad ibn al-Husain
ibn Sahal (w. 305 H), juga salah satu murid al-Muzani.'??> Adapun
yang pertama membawa ke daerah Ma Wara’ al-Nahar'?® dan
menyebarnya adalah al-Qaffal al-Kabir al-Syasyl Muhammad ibn
‘AlT (w. 365 H)!* yang merupakan ulama generasi yang tidak
belajar langsung pada murid Syafi‘i. Sedangkan yang pertama
membawa ke Asfarain Persia adalah Abt ‘Awanah Ya‘qub ibn
Ishaq al-Naisaburt (w. 316 H) yang juga murid langsung dari al-
Muzani dan Rabi* al-Muradi.*?®

Selain itu, yang pertama menyebarkan ke Yaman adalah al-
Hafiz Miisa ibn ‘Imran al-Ma‘afiri (w. 307 H).'?® Demikianlah
seterusnya, para penerus ulama di setiap daerah terus menyebarkan
mazhab Syafi‘T dari generasi ke generasi lainnya hingga sampailah

dari Iran, Afganistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Khurasan raya
meliputi Nishapur-yang dalam bahasa Arab dieja Naisabur-, Tus (kini di Iran),
Herat, Balkh, Kabul, dan Ghazni (kini di Afganistan), Merv-yang dalam bahasa
Arab dieja Marw- (Kini di Turkmenistan), Samargand, Bukhara, dan Khiva (kini
di  Uzbekistan), Khujand dan Panjakent (kini di Tajikistan). Lihat
https://id.m.wikipedia.org>wiki, diakses pada 30 Oktober 2019. Ibn al-Subki
menjelaskan bahwa negeri Khurasan terdiri dari empat kota besar, yaitu Marw,
Naisabur, Balkh dan Herat. Dari empat kota besar itu, Marw merupakan ibu kota
bagi Khurasan. Lihat. Ibn al-Subki, Tabagat al-Syafi iyyah, J1d, I..., hlm. 227

120Ny’ man Jaghim, Madkhal ila Madhhab al-Syafi T; Rijaluh wa Usiiluh
wa Kutubuh wa lstilahatuh, Cet. 1, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011), hlm. 69

2 pn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, J1d, 1..., him. 491

121pn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, J1d, 1..., him. 399-400

125Ma Wara’ al-Nahar daerah yang berada di seberang sungai Jihun,
sekarang daerah tersebut menjadi propinsi bagi negeri Uzbekistan, Tajikistan dan
Kirgistan. Lihat Akram Yasuf, al-Madkhal ila Madhhab..., him. 331

124Nu’man Jaghim, Madkhal ila Madhhab..., hlm. 69. Lihat Juga lbn al-
Subki, Tabaqat al-Syafi iyyah, JId, 11..., hlm.152-155.

1251pn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, J1d, 11..., hlm. 344

126Muhammad Tarig, al-Madhhab al-Syafi ..., him. 148
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mazhab Syafi‘T ke wilayah Afrika, Asia timur dan daerah lainnya.
Akibat dari penyebaran ini, setiap negeri yang pernah
disebarkannya mazhab Syafi‘T di sana melahirkan ulama-ulama
yang senantiasa melanjutkan pengembangan mazhab pada masanya
masing-masing.

Selain  menyebarkan mazhab melalui pengajaran fikih
kepada para penuntut ilmu, para murid dan penerus al-Syafi‘T juga
sangat produktif dalam menulis. Karya-karya yang mereka hasilkan
pada umumnya berisi hukum fikih dan metode penemuan hukum,
di samping juga terdapat tafsir, hadis dan lain-lain. Karya mereka
bidang fikih dan metode penemuannya merupakan penguatan dan
pengembangan terhadap apa yang telah dirintis oleh al-Syafi‘i
sendiri. Di antara karya yang ditulis oleh murid al-al-Syafi‘1 adalah
Mukhtasar al-Muzani Karya al-Muzani, Mukhtasar al-Buwaiti
karya al-al-Buwaiti, al-Jami ‘ al-Kabir karya Ishaq ibn Rahawiyyah
(w. 238 H), Kitab al-Syuruir dan Kitab al-Sunan karya Harmalah,
dan lain-lain.

Adapun karya generasi berikutnya antara lain adalah al-
Qasamah karya Muhammad ibn Nasr al-Marwazi (w. 294 H), al-
Awsat fi al-Sunan wa al-ljma‘ wa al-Ikhtilaf karya ibn al-Mundhir
(w. 318 H), al-Rad ‘ala Ibn Dawud fi al-Qiyas dan wa al-Tagrib
Bayna al-Syafi 7T wa al-Muzani karya lbn Suraij, al-Fara’id al-
Kabir karya al-Astakhar (w. 328 H), Syarh Mukhtasar al-Muzant
dan al-Fusal fi Ma ‘rifah al-Usil karya Abu Ishaq al-Marwazi (w.
340 H) dan lain-lain. Kitab-kitab yang lahir dari satu generasi ke
generasi lainnya terbilang cukup banyak. Jika menelaah profil
setiap ulama Syafi iyyah mulai generasi pertama, yakni yang hidup
pada abad Il Hijriyah sampai seterusnya, seperti dalam Tabagat
Ibn al-Subki, dapat ditemukan kebanyakan mereka meninggalkan
karya berupa kitab, baik dalam bidang fikih maupun lainnya.
Hanya saja kitab-kitab tersebut kadang sampai sekarang masih
dalam bentuk manuskrip, bahkan ada di antaranya yang hilang
dalam peredaran. Dengan adanya penulisan kitab, maka isi mazhab
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makin menguat dan berkembang serta terlestarikan kepada generasi
berikutnya.

Perlu diketahui, penyebaran mazhab Syafi‘T yang dilakukan
oleh murid dan penerusnya terkadang tidak berjalan dengan mulus,
disebabkan pada daerah yang menjadi target penyebaran telah
terdahulu dihuni oleh mazhab lain seperti Maliki dan Hanafi.
Dalam kondisi ini para penyebar mazhab Syafi‘t tentu harus
mencari jalan agar dapat mengajarkan isi mazhab di tengah-tengah
komunitas yang belum tentu bisa menerima mereka. Namun berkat
kegigihan dan keikhlasan mereka dalam menyebarkan ilmu,
mereka bisa mendapatkan tempat, yang tentu saja dengan
menghormati dan menghargai komunitas mazhab lain. Dari sini
pula sikap toleransi antar penganut mazhab fikih yang sudah
terbangun sejak awal diperkuat kembali. Contohnya di Irak, karena
sebelumnya sudah berakar mazhab Hanafi, tentu saja kedatangan
mazhab Syafi‘T sedikit menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat
Irak. Namun dengan sikap saling menghargai, hambatan dan
rintangan tersebut dapat diatasi hingga akhirnya mazhab Syafi‘i
memperoleh pengakuan di sana yang bukan hanya di kalangan
masyarakat biasa namun sampai pemimpin Negara. Buktinya al-
Mutawakkil Ja‘far ibn al-Mu‘tasim (w. 247 H)!?" salah seorang
Khalifah Dinasti Bani Abbasiah menjadi Khalifah pertama yang
mengikuti mazhab Syafi‘1,*?®® kemudian disusul oleh Khalifah al-
Qadir Ahmad ibn Ishaq (w. 422 H),'?® dan Khalifah al-Mustarsyid
al-Fadl ibn Ahmad (w. 529 H).**°

Di samping itu, ada juga daerah yang telah dikuasai oleh
rezim yang tidak ramah terhadap mazhab aliran Sunni. Sebagai
contoh, Mesir yang merupakan kota induk penyebaran mazhab

2"Muhammad Tarig, al-Madhhab al-Syafi 7..., him. 142

18Al-Suyiitt, Jalal al-Din, Tarikh al-Khulafa, (Beirut : Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyabh, tt), hlm. 281-282

1291bn al-Subki, Tabagqat al-Syafi iyyah, J1d, 11..., him. 346

1301bn al-Subki, Tabagqat al-Syafi iyyah, JId, IV..., him. 165-167
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Syafi‘1, pada awalnya para penyebar mazhab Syafi‘T harus bersaing
dengan penganut mazhab Maliki dan Hanafi, hingga akhirnya
mazhab Syafi‘T berhasil mendominasi dua mazhab yang lebih dulu
hadir di sana. Setelah itu, dominasinya digoyang oleh rezim daulah
Fathimiyyah yang beraliran Syi’ah, sampai akhirnya muncul Sultan
Salah al-Din al-Ayyubi1 (w. 589 H ) yang mengambil alih mesir dari
rezim Fathimiyyah. Sejak saat itu, al-Ayytbi kembali menerapkan
pemahaman Sunni sebagai ideologi negara serta memberikan hak
mengurusi fikih kepada mazhab Syafi‘T karena al-Ayyiibi sendiri
menganut mazhab Syafi‘t.'3!

Tidak cukup di situ, sebagai bentuk kecintaannya terhadap
mazhab Syafi‘1, pada tahun 566 H al-Ayytbi mendirikan madrasah
al-Nasiriyyah dan pada 575 mendirikan madrasah al-Salahiyyah, di
mana kewenangan mengajar di dua madrasah tersebut diberikan
kepada ulama mazhab Syafi‘t. Di samping itu, ia memberikan
jabatan gadhi untuk selalu diisi oleh ulama dari mazhab Syafi‘T,
bahkan dinasti Bani Ayyub semuanya bermazhab Syafi‘t kecuali
hanya al-Mu‘azzam ‘Isa ibn al-‘Adil (w. 624 H) saja yang
bermazhab Hanafi. Al-Mu‘zam sendiri merupakan Raja di Syam.'*2
Demikianlah perkembangan dan peranan mazhab Syafi‘t pada
masa al-Ayytbi sampai akhirnya kekuasaan dipegang Raja al-Zahir
Baibarsi (w. 676 H), di mana ia mengangkat dari masing-masing
mazhab fikih seorang gadhi tersendiri. Artinya, pada saat itu qadhi
terdiri dari empat orang yang masing-masing menangani hukum
sesuai mazhabnya. Meskipun demikian, ia tetap memberikan
kewenangan yang lebih besar kepada ulama mazhab Syafi‘T seperti
kewenangan mengurus harta wakaf, harta anak yatim, sampai
mengatur penggantian gadhi daerah-daerah terpencil 13

Dukungan dari penguasa juga dialami oleh para penyebar

181Aba Zahrah, al-Syafi T; Haydatuh..., hlm. 333

1%2Ahmad Timiir Basya, Nagrat Tarikhiyyah fi Hudiith al-Madhahib al-
Fighiyyah al-Arba ‘ah, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Qari, 1990), hlm. 72

133Nu’man Jaghim, Madkhal ilad Madhhab. .., him. 68
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mazhab Syafi‘1 di daerah Khurasan dan Ma Wara’ al-Nahar. Hal ini
dibuktikan dengan dedikasi seorang perdana menteri Kkerajaan
Seljuq, yaitu Nizam al-Mulk (w. 485 H) yang bermazhab Syafi‘l
dan pernah menjabat selama tiga puluh tahun. la mendirikan
beberapa madrasah sebagai tempat pengkaderan ulama saat itu. Di
antara madrasah yang dibangunnya, terdapat dua madrasah besar
yaitu madrasah Nizamiyyah Baghdad yang dikepalai oleh Abu
Ishaq al-Syirazi (w. 476 H), dan madrasah Nizamiyyah Naisabur
yang dikepalai oleh Imam al-Haramain (w. 478 H). Selain Nizam
al-Mulk, di daerah Ma Wara’ al-Nahar juga terdapat Sultan Syams
al-Mulk (w. 492 H), seorang raja yang tunduk di bawah Daulah
‘Abbasiyah. Karena mazhab fikih yang dianutnya adalah Syafi‘
maka ulama dari kalangan Syafi ‘iyyah mendapat peluang yang
sangat besar mengembangkan mazhab di sana. Di Samping itu,
kepada mereka juga diberikan kewenangan yang besar dalam
perkara keagamaan terutama mengisi posisi gadhi.***

Demikian juga di Damaskus, selain menempatkan ulama
mazhab Syafi‘cT mengisi jabatan dalam urusan keagamaan,
penguasanya yang bermazhab Syafi‘i juga mendirikan madrasah
seperti madrasah al-Aminiyyah yang dibangun oleh Amin al-
Daulah Atabik (w. 540 H), salah seorang penguasa dari Dinasti al-
Zanki di Suriah. Madrasah ini merupakan madrasah pertama yang
dibangun di Damaskus khusus untuk pelajar mazhab Syafi‘1.!%®
Setelah itu, para penerus Dinasti al-Zanki juga membangun
nmadrasah-madrasah  lainnya untuk  pengkaderan  ulama
Syafi ‘iyyvah, seperti madrasah al-Atabikiyyah yang dibangun oleh

134 Muhammad Tariq, al-Madhhab al-Syafi ..., hlm. 143-144. Lihat juga
Nu’man Jaghim, Madkhal ila Madhhab..., hlm. 55-56. Lihat juga Muhammad
‘Umar al-Kaf, Marhalah Istigrar al-Madhhab wa Thabatuh wa Zuhir Tarigatay
al- ‘Iraqiyyin wa al-Khurasaniyyin, dalam al-Madkhal ila Madhhab al-Syafi T,
Tajmi‘ li Musyarakat A‘da’ Multaga al-Madhhab al-Syafi'T fi Multaga al-
Madhahib al-Fighiyyah ‘ala al-Syabkat al- ‘Ankabiitiyyah, (Ttp: Tp, tt), him.
165

135¢Abd al-Qadir ibn Muhammad al-Nu‘aimi, al-Daris fi Tarikh al-
Madaris, JId. 1, Cet. |, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1990), hlm. 96
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Hantit binti Mas‘dd ibn Atabik (w. 640 H), yang merupakan
saudara perempuan Raja Nir al-Din Arsalan Syah ibn Mas‘id ibn
Atabik (w. 609 H)'® dengan dukungan penuh dari raja, dan lain-
lain. Demikianlah cara tersebarnya mazhab Syafi‘l dari masa ke
masa.

Berdasarkan uraian di atas, mazhab Syafi‘T tersebar pada
awalnya melalui dua cara, yaitu pengajaran dan penulisan kitab
yang dilakukan oleh murid Syafi‘T dan penerusnya. Mereka dengan
gigih menyampaikan isi mazhab serta membelanya melalui diskusi-
diskusi yang dengan itu makin memperkokoh sendi-sendi mazhab
yang sudah dibangun imamnya. Selanjutnya penyebaran mazhab
ini mendapatkan dukungan dari penguasa, seperti di Mesir,
Khurasan, Suriah dan sedikit di Irak. Dengan adanya dukungan
dari penguasa, eksistensi mazhab Syafi‘cT semakin menguat.
Dukungan dari penguasa sebenarnya bukan saja dialami oleh
mazhab Syafi‘’. Sebelumnya, mazhab Hanafi juga mendapat
dukungan yang luar biasa dari penguasa, sampai dijadikan sebagali
mazhab negara di Irak. Terlepas dari semua itu, pengaruh kekuasan
tetap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mazhab fikih itu
eksis, namun ia bukan faktor utama.'®" Adapun faktor utamanya
adalah penyebaran melalui forum pengajaran dan penulisan kitab.

2. Dinamika Perkembangan Mazhab

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya sebagai sebuah
aliran pemikiran hukum, dinamika internal merupakan sebuah
keniscayaan, di mana dengan dinamika itulah sebuah aliran
pemikiran akan diuji. Jika ujian berhasil dilewati maka konsep
pemikiran itu akan semakin kuat dan matang. Mazhab Syafi‘i

16 Al-Nu‘aimi, al-Daris fi Tarikh..., him. 132-133

18’Hamid ‘Abd Allah al-Mahlawi al-Tamimi, Mugaddimah, dalam lbn
al-Mundhir, Muhammad ibn Ibrahim al-Naysaburi, al-Awsa¢ fi al-Sunan wa al-
Ijima*“ wa al-Ikhtilaf, JId. 1, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012),
him. 27
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dalam perjalanannya tidak terlepas dari berbagai dinamika, yang
dengan itu ia semakin menguat. Berikut ini penulis
mengetengahkan sedikit di antara dinamika tersebut yang menjurus
kepada semakin kayanya mazhab dengan sebab lahirnya berbagai
pendapat dan pola pikir, munculnya kecenderungan mengikuti
pendapat pribadi yang menyalahi pendapat Imam, polarisasi
pemikiran, sampai munculnya pemikiran baru sebagai moderasi
dari polarisasi tersebut.

a. Pengayaan Pendapat mazhab

Fatwa-fatwa al-Syafi‘T yang termaktub dalam kitab
warisannya relatif terbatas, sementara kasus-kasus baru yang lahir
setelah masa al-Syafi‘T semakin banyak. Kenyataan yang dihadapi
sedemikian oleh murid al-Syafi‘T dan penerusnya membuat mereka
terdorong untuk terus melakukan ijtihad, apalagi patokan dalam
berijtihnad telah dirintis al-Syafi‘T dalam kitab al-Risalah-nya.
Dorongan itu semakin menguat karena al-Syafi‘T berpesan kepada
muridnya yang mempunyai kemampuan ijtihad agar produktif
berijtihad dan jangan suka mengikuti pendapat orang lain, termasuk
pendapat al-Syafi‘T sendiri.**® Di samping itu, murid al-Syafi‘T dan
penerusnya yang disebut ashab al-wujih, yakni yang hidup dalam
rentang abad Il sampai V Hijriah merupakan orang-orang yang
memiliki kemampuan ijtihad meskipun dalam bentuk madhhabr.
Bahkan di antara mereka ada yang disebut dengan mujtahid mutlaq

138pesan ini seperti yang disampaikan oleh al-Muzani pada permulaan
kitab Mukhtasarnya sebagai berikut:
o5 5 4 adlel pr o3l n e 3V W sre pmy ) Ay L sl o e Gl e DS s ot
i) g blagy anl) b b o A,
Artinya: Saya meringkas kitab ini dari ilmunya Muhammad ibn Idris dan dari
makna ucapannya agar saya mendekatkan hal tersebut kepada orang yang
menginginkannya, serta peringatannya tentang larangan mengikutinya dan
mengikuti orang lain agar seseorang dapat memperhatikan perkara agamanya
dan berhati-hati untuk dirinya sendiri. Lihat al-Muzani, Abti Ibrahim Isma‘il ibn
Yahya, Mukhtasar al-Muzant, dalam al-Umm, JId. V, Cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr,
2009), him. 5
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muntasib.™®® Berangkat dari fenomena itulah mereka sangat aktif
dalam melakukan kajian dan sangat produktif melahirkan berbagai
pendapat hukum yang dibutuhkan saat itu. Pendapat-pendapat yang
mereka lahirkan tentu saja menjadi perbendaharaan yang membuat
mazhab al-Syafi‘T menjadi kaya dengan berbagai pendapat dan
konsep hukum.

1%9Dalam ranah ilmu fikih dan ushul fikih terdapat beberapa tingkatan
ulama. Pertama, mujtahid muslag mustagil, yaitu orang yang mampu berijtihad
langsung kepada dalil dan punya metode ijtihad tersendiri, seperti imam mazhab
empat. Kedua, mujtahid mugaq muntasib, yaitu orang mampu berijtihad
langsung kepada dalil namun terikat pada metode ijtihad mujtahid mutlaq
lainnya, karena tidak mampu merumuskan metode tersendiri, seperti al-Muzani,
al-Buwayti dan yang setingkat dengan keduanya dalam mazhab Syafi‘t. Ulama
yang berada pada level ini dinisbatkan kepada mazhab imam tertentu karena
mereka mengikuti imam tersebut pada metode (manhaj), meskipun tidak jarang
berbeda pandangan terkait hukum hasil ijtihadnya. Ketiga, mujtahid madhhab,
yaitu orang yang secara umum mempunyai kemampuan untuk menggali hukum
pada permasalahan yang tidak disebutkan oleh imam mazhabnya melalui cara
pengembangan pendapat imamnya yang ada pada sebuah permasalahan kepada
permasalahan lainnya. Mereka juga disebut ashab al-wujih, meskipun
penggunaan kata ashab al-wujih tidak terbatas pada mereka saja, tetapi juga
dipakai untuk menyebut ulama level kedua di atas, sebab ulama level kedua dari
satu sisi juga merupakan orang-orang yang memproduksi pendapat yang disebut
awjuh. Dalam berijtihad, ulama level ketiga ini juga kadang berbeda pandangan
dari imam mazhabnya, namun tidak sesering yang terjadi pada ulama level
kedua. Keempat, mujtahid tarjthimujtahid fatwa, yaitu orang yang mempunyai
kemampuan menyeleksi dan menetapkan yang terkuat di antara pendapat-
pendapat yang saling bertentangan, baik pendapat imam mazhab maupun
penerusnya, seperti al-Rafi‘T dan al-Nawaw1 dalam mazhab Syafi‘t. Ulama level
ini juga terkadang berbeda pendapat dengan imam mazhabnya, namun lebih
jarang dibandingkan ulama level sebelumnya. Kelima, nuzzar fi tarjih, yaitu
orang mempunyai kemampuan meneliti mana yang lebih kuat di antara pendapat
yang telah di- tarjih oleh mujtahid tarjih seandainya para mujtahid tarjih berbeda
pandangan dalam melakukan zarjzh. Contohnya seperti al-Asnawi dalam mazhab
Syafi‘l. Keenam, samalah figh, yaitu orang yang memahami kebanyakan hukum
dalam mazhab yang diikutinya, namun kemampuannya dalam penalaran hukum
berada di bawah ulama level sebelumnya. Lihat. ‘Abd al-Fattah ibn Salih al-
Yafi‘i, al-Tamadhhub; Dirasah Ta’siliyyah Mugqaranah i al-Masa’il al-
Muta ‘alligah bi al-Tamadhhub, Cet. IV, (Kairo: Dar al-Sabah, 2017), him.63-64.
Lihat juga. al-Tamimi, Mugaddimah..., hlm. 22-23. Lihat juga. al-Saqaf,
Fawa’id al-Makkiyyah..., hlm. 46. Lihat juga Arafat, Tabsirah al-Muhtaj...,
him. 331-332
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Adapun pola yang mereka tempuh dalam melahirkan
pendapat baru pada dasarnya adalah takhrij,**° yaitu upaya
menggali hukum fikih dengan mengacu kepada kaidah dan prinsip
istinbat imam mazhab, atau pendapatnya yang telah ada pada
sebuah kasus hukum tertentu.*! Secara lebih teknis, langkah yang
ditempuh pada takhrij di atas paling tidak ada enam macam.
Pertama, menerapkan kaidah dan prinsip istinbat imam mazhab
pada kasus baru yang ingin digali hukumnya. Dengan kata lain,
memasukkan kasus baru ke dalam cakupan kaidah dan prinsip
istinbar imam mazhab. Kedua, memasukkan kasus baru ke dalam
cakupan pendapat yang tegas dari imam mazhab yang telah ada
pada kasus lain. Ketiga, membandingkan kasus baru kepada kasus
yang telah ada ketetapan hukumnya dalam pendapat imam mazhab
dengan melihat kesamaaan alasan hukum, lantas menetapkan
hukumnya. Alasan hukum tersebut bisa saja telah ada dalam
pendapat imam mazhab atau harus digali ulang dari pendapatnya.

Keempat, mengembangkan sebuah pendapat imam mazhab
terkait hukum pada suatu masalah kepada masalah lain yang mirip
dengannya tetapi memiliki ketetapan hukum yang berbeda, dengan
pola dua arah, sehingga akhirnya pada masing-masing masalah

140Dalam ilmu fikih dan ushul fikih, penggunaan kata zakhrij dengan
makna di atas merupakan penggunaan yang lebih sering dan dominan dalam
pembicaraan fugaha’ dan usaliyyin, terutama dalam bab ijtihad, taglid dan dalam
kitab yang membahas mengenai fatwa serta ketentuannya. Selain makna di atas,
takhryj dalam istilah fugaha’ dan usaliyyin kadang-kadang juga dimaknai dengan
tiga maksud lain secara bergantian. Pertama, penelusuran terhadap dalil dan
kaidah yang dijadikan sandaran hukum oleh mujtahid tertentu. Kedua,
mengembalikan permasalahan khilafiah dalam fikih kepada kaidah-kaidah
istinbar hukum. Artinya melakukan penelusuran tentang sebab-sebab terjadinya
khilafiah tersebut. Ketiga, berupaya menggali alasan hukum pada permasalahan
yang telah ditetapkan hukumnya oleh mujtahid tetentu. Lihat Ya‘qab ibn ‘Abd
al-Wahhab al-Bahusain, al-Takhrij ‘inda al-Fugaha’ wa al-Usaliyyin, Dirdsat
Nazariyyah Tagbigiyyah Ta’siliyyah, (Riyadh: Maktabah al-Rasyid, tt), hlm. 11-
13

1411bn Qasim al-‘Abbadi, Ahmad, al-Aydt al-Bayyinat ‘ala Syarh Jam*
al-Jawami‘, Jid. IV, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), hlm.
343. Lihat juga Al-‘Aysawi, al-Agwal al-Mukharrajah..., him. 33
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terdapat dua pendapat yang berbeda. Cara ini disebut juga dengan
takhrij pola khusus, di mana dua pendapat pada masing-masing
masalah distilahkan dengan al-gawlani bi al-naql wa al-takhrij.1*?
Kelima, melakukan istinbat hukum langsung kepada dalil tetapi
dengan mengacu kepada metode ijtihad yang dirumuskan oleh
imam mazhab, baik metode ijtihad ini didapatkan secara eksplisit
dari imam mazhab maupun secara implisit. Cara ini lebih sering
dilakukan oleh mereka yang tergolong ke dalam mujtahid mutlag
muntasib, baik mereka yang lebih terikat dengan metode ijtihad
imam  mazhab maupun lainnya.}*®* Keenam, melakukan
pencabangan masalah baru dari masalah yang telah ada, yang
biasanya dilakukan pada masalah yang ada perbedaan pendapat
padanya. Cara ini disebut bina’ al-masa’il dalam bentuk bina’ al-
wajhayn ‘ala al-gawlayn dan bina’ al-wajhayn ‘ala al-wajhayn.**

Secara umum, pendapat-pendapat hasil ijtihad ashab al-
wujith disebut al-wujuh dan al-awjuh'* yang merupakan bentuk
jamak dari kata al-wajh, kecuali pendapat yang dihasilkan melalui
cara takhrij khusus, maka disebut gawl mukharraj. Dengan
gencarnya ashab al-wujiuh melakukan rakhrij maka tak pelak lagi
pendapat-pendapat yang lahir dari hari ke hari semakin banyak,
yang tentu saja semakin memperkaya khazanah mazhab Syafi‘T saat
itu. Sebagai ulama yang telah memiliki kapasitas ijtihad walaupun
dalam koridor terbatas membuat ashab al-wujiih tidak kaku dalam
melakukan takhrij. Meskipun secara umum mereka mengacu pada
kaidah dan prinsip istinbat al-Syafi‘l atau pendapatnya, tetapi

2Mahran Kutl ibn ‘Abd al-Rahman al-Malibari, Risalalat al-Tanbih,
Cet. I, (Kuwait : Dar al-Diya, 2014), hlm. 63

143A1-Subki, Taqt al-Din ‘Alf ibn ‘Abd al-Kafi , Qada’ al-Arb fi As’ilat
al-Halb, (Mekah: Maktabat al-Tijariyyah, 2002), hlm. 411-412. Lihat juga
Ahmad ibn Abi Bakr ibn Sumait al-Hadrami, al-Ibtihaj fi Bayan Istilah al-
Minhaj, (Ttp :Tp, tt), him. 85

“Muhammad Yasin ibn ‘Isa al-Fadani, al-Fawa 'id al-Janiyyah, (Ttp :
Dar al-Rasyid, tt), hlm. 100-101

145¢Abd al-Basir ibn Sulayman al-Malibari, Dirdasat al-Mawsii‘ah li
Istilahat al-Syafi ‘iyyah, Cet. I, (Amman: Dar al-Nir al-Mubin, 2016), hlm. 65
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mereka tidak jarang melangkahi pendapat al-Syafi‘i jika melihat
ada pertimbangan lain yang dinilai lebih kuat dan cocok. Lebih dari
itu, bahkan ada di antara mereka yang dalam penalaran hukumnya
lebih sering berada di luar mazhab dibandingkan berada di
dalamnya, seperti empat orang yang bernama Muhammad (al-
Muhammadiin al-Arba ‘ah) yaitu Muhammad ibn Nasr al-Marwazi
(w. 294 H), Muhammad ibn Jarir al-Tabarri (w. 310 H),
Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah (w. 311 H), dan Muhammad
ibn al-Mundhir (w. 318 H).4¢

Seandainya pendapat al-Syafi‘i dalam pandangan mereka
terlihat lemah, dan pendapat imam lainnya yang lebih kuat maka
mereka tidak segan mengakuinya, meskipun kadang mereka tetap
tidak melangkahi al-Syafi‘t. Begitulah atmosfir kebebasan
berijtihad yang terjadi dalam rentang abad Il sampai V Hijriah
yang dirasakan oleh para penerus al-Syafi‘i. Akibat kebebasan
tersebut yang didukung oleh kemampuan yang dimiliki, pendapat-
pendapat hukum yang dilahirkan oleh mereka pada masa itu tidak
jarang berbeda antara mereka dan al-Syafi‘T atau antara sesama
mereka. Sebagai contoh, al-Muzani sebagai salah satu murid yang
paling berjasa mengembangkan mazhab al-Syafi‘i, meskipun ia
mengatakan di awal Kkitab mukhtasar-nya bahwa apa yang
disampaikan dalam kitab tersebut merupakan ilmunya al-Syafi‘T,
namun dalam permasalahan tertentu di dalamnya, ia berbeda
pandangan dengan al-Syafi‘l, seperti batalnya wudhu’ dengan
sebab tidur dalam keadaan duduk, di mana al-Syafi‘Tt membedakan
antara duduk secara tetap dan tidak tetap, sementara al-Muzani
berpandangan bahwa tidur sambil duduk membatalkan wudhu
meskipun dalam keadaan tetap.}*” Demikian juga halnya para
ulama setelah al-Muzani. Jika ditelusuri dalam kitab-kitab karya
ulama Syafi ‘iyyah, terdapat banyak sekali pendapat-pendapat yang

181pn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, JId, 1..., hlm. 331. Lihat Juga
Ibn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, JId, 11..., hlm. 78, 97
47 Al-Muzani, Mukhtasar. .., him. 8
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dilahirkan berbeda dengan apa yang telah difatwakan oleh al-
Syafi‘1 atau perbedaan sesama mereka.

Salah satu bentuk perbedaan pendapat yang ikut
menyumbang pengayaan pendapat mazhab adalah ikhtiyar, yaitu
upaya ijtihad yang mendalam dari seorang ahli fikih pada
permasalahan khilafiah setelah melewati tahapan tarjiz, dengan
cara memilih sebuah pendapat yang dipandang lebih kuat dari segi
dalil, argumentasi, atau lebih sesuai dengan maqashid al-syari’ah,
di mana pendapat pilihan tersebut berbeda dengan apa yang telah
ditetapkan dalam mazhab yang ia ikuti.**® Upaya ikhtiyar ditempuh
tidak lain karena memenuhi kebutuhan jawaban hukum, sementara
pendapat yang telah ada dipandang kurang tepat dalam
memberikan jawaban akibat adanya pertimbangan tertentu. Setelah
melakukan ikhtiyar, pendapat tersebut dikenal sebagai pendapat
pilihan orang yang memilihnya, yang dengan sendirinya akan
bertambah khazanah pendapat mazhab yang diikutinya, meskipun
kadang pada dasarnya pendapat itu berasal dari luar mazhab yang
diikuti.

Berkaitan dengan kedudukannya, hasil istinbat ashab al-
wujith tidak boleh disebut sebagai pendapat imam Syafi‘T menurut
pendapat kuat,*® karena berpijak pada sebuah undang-undang
bahwa “tidak boleh menyandarkan sebuah pendapat kepada orang
yang tidak mengeluarkannya”. Namun demikian, hasil istinbat
ashab al-wujith tersebut dipandang sah sebagai mazhab Syafi‘T jika
diketahui bahwa penalarannya berdasarkan kaidah dan prinsip
ijtihad al-Syafi‘1 atau berdasarkan fatwa hukumnya yang telah ada
pada permasalahan lain sebelumnya. Pendapat yang mempunyai
kriteria seperti itu biasanya mempunyai beberapa ciri untuk
dikenali. Antara lain: Pertama, nampak secara nyata kesesuaiannya
dengan metode dan prinsip ijtihad yang ditetapkan oleh al-Syafi‘.
Kedua, disertai penegasan dari orang yang melahirkannya bahwa

148\ ahmad al-Najiri, al-Tkhtivar al-Fight..., him. 20, 36
14 Al-Nawawi, al-Majmi‘. .., him. 99
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“pendapat ini lebih sesuai dengan mazhab al-Syafi‘1”, seperti yang
sering disebut oleh al-Muzani jika ia tidak berbeda pendapat
dengan al-Syafi‘t.'® Ketiga, disandarkan kepada mazhab Syafi‘T
olen orang yang melahirkannya, meskipun pendapat itu secara
nyata Dbertentangan dengan pendapat al-Syafi‘T sebelumnya.
Keempat, dilahirkan oleh ulama yang lebih terikat dengan kaidah
dan prinsip mazhab Syafi‘1, seperti Abi Hamid al-Asfirayayni (w.
406 H) dan al-Qaffal al-Marwazi (w. 417 H).**!

Sebaliknya, jika hasil istinbat ashab al-wujih berbeda dari
pendapat al-Syafi‘T sebelumnya dan diketahui tidak mengacu pada
kaidah dan prinsip ijtihad al-Syafi‘T maka tidak dipandang sebagai
bagian dari mazhab Syafi‘l, namun merupakan pendapat pribadi
orang yang melahirkannya. Ciri-ciri pendapat tersebut antara lain:
Pertama, nampak jelas cara penalarannya menyimpang dari metode
dan prinsip ijtihad yang ditetapkan oleh al-Syafi‘i. Kedua, disertai
penegasan dari orang yang melahirkannya bahwa ia menolak
pendapat al-Syafi‘i, seperti ungkapan al-Muzani “saya tidak
menganggap tepat pendapat itu sedikitpun” ketika ia berbeda
pandangan dengan al-Syafi‘i. Ketiga, dilahirkan oleh ulama yang
lebih sering melepaskan diri dari kaidah dan prinsip mazhab
Syafi‘l, seperti Muhammad ibn Nasr al-Marwazi (w. 294 H),
Muhammad ibn Jarir al-Tabarri (w. 310 H), Muhammad ibn Ishaq
ibn Khuzaimah (w. 311 H), dan Muhammad ibn al-Mundhir (w.
318 H).

Perlu diingat, khusus untuk pendapat hasil istinbar al-
Muzani secara dominan merupakan pendapat mazhab yang sah,
karena al-Muzani dalam upaya takhrij-nya secara umum lebih
sering mengikuti metode dan prinsip ijtihad yang ditetapkan oleh
al-Syafi‘i, apalagi jika pendapat itu disebutkannya dalam kitab

10Imam al-Haramain, ‘Abd al-Malik ibn ‘Abd Allah al-Juwayni,
Nihayat al-Matlab fi Dirayat al-Madhhab, Jid. XIII, Cet. II, (Beirut: Dar al-
Minhaj, 2009), him. 480

11bn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, J1d, I..., him. 331
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Mukhtasar. Namun demikian, jika sesekali al-Muzani memilih
berbeda pada hasil istinbar dan metodenya dengan al-Syafi‘T maka
saat itulah pendapat itu disebut pendapat pribadi al-Muzani, bukan
pendapat mazhab Syafi‘1, apalagi jika perbedaan itu dikemukakan
dalam kitab selain Mukhtasar seperti Nihdyat al-Ikhtisar.t>
Berdasarkan uraian tersebut, pendapat-pendapat hasil istinbat dan
takhrij ashab al-wujih bukanlah semuanya dipandang sebagai
pendapat mazhab Syafi‘l. Adapun untuk memilih dan memilah
mana yang diakui sebagai pendapat mazhab dan mana yang tidak
diakui, diperlukan sebuah proses yang disebut seleksi pendapat
mazhab (tangih al-madhhab).

Pada sisi yang lain, para ulama Syafi‘iyyah
mengelompokkan pendapat-pendapat yang difatwakan oleh mereka
ke dalam dua kategori dengan memakai istilah khusus vyaitu
madhhab al-Sydfi 7, dan madhhab al-Sydfi ‘iyyah.*>® Madhhab al-

1%2Imam al-Haramain, Nihdyat al-Maglab, Jld. XIII..., him. 480. Lihat
juga Imam al-Haramain, Nihayat al-Maglab, Jid. I..., hlm. 122. Lihat juga Ibn al-
Subki, Tabaqgat al-Sydafi ‘iyyah, J1d, 1..., hlm. 330-331

158Dalam membuat istilah ini, para ulama dan peneliti mazhab Syafi‘T
berbeda pandangan terkait pendapat-pendapat dalam koridor mazhab Syafi‘i
serta pengelompokannya. Salah satu pandangan dalam hal ini adalah seperti yang
penulis sebutkan dalam body teks di atas. Sejauh penelusuran penulis, setidaknya
terdapat dua cara pandang lain dalam mengelompokkan hal tersebut. Cara
pandang pertama membaginya menjadi tiga bagian yaitu gawl al-SyafiT,
madhhab al-Imam al-Syafi‘t dan madhhab al-Syafi iyyah. Ketiga istilah itu
diartikan secara berbeda dalam cara pandang ini. Lihat Muhammad ibn ‘Umar
al-Kaf, al-Mu ‘tamad ‘inda al-Syafi ‘iyyah; Dirdasat Nazariyyah Tatbigiyyah, (Ttp:
Tp, tt), him. 103-106. Sedangkan cara pandang kedua membaginya juga tiga
bagian yaitu madhhab al-fmam al-Syafi ‘i, madhhab al-Syafi ‘T dan madhhab al-
Syafi ‘iyyah, namun mengartikan istilah madhhab al-Syafi‘T dan madhhab al-
Syafi iyyah dengan arti yang sama. Lihat Akram Yasuf, al-Madkhal ila
Madhhab..., hlm. 302. Dari semua cara pandang terkait istilah tersebut dapat
dipahami bahwa istilah madhhab al-Syafi iyyah pada hakikatnya merupakan
madhhab al-Syafi T bagi orang yang bertaklid kepadanya karena madhhab al-
Syafi iyyah digali dari madhhab al-Syafi T dan berdasarkan prinsip ijtihad yang
ditetapkan oleh Imam al-Syafi‘T sendiri, lantas dikembangkan oleh penerusnya.
Namun satu hal yang disepakati bahwa tidak boleh menyandarkan pendapat
ulama Syafi iyyah kepada Imam al-Syafi‘T seperti mengatakan bahwa “ini adalah
pendapat Imam al-Syafi‘T”. Berdasarkan temuan tersebut, tidaklah relevan
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Syafi ‘T adalah pendapat tegas yang asli berasal dari al-Syafi‘1, baik
menyangkut hukum maupun metode istinbat. Sedangkan madhhab
al-Syafi ‘iyyah adalah pendapat hasil istinbar ulama pengikut al-
Syafi‘i, terutama ashab al-wujith berdasarkan kaidah dan prinsip
ijtihad al-Syafi‘T atau berdasarkan fatwa hukumnya yang telah ada
pada permasalahan lain sebelumnya.’> Pendapat-pendapat yang
termasuk ke dalam dua kategori inilah yang disebut pendapat resmi
mazhab Syafi‘1, karena meskipun bukan pendapat Imam al-Syafi‘t
sendiri, namun dihasilkan melalui metode warisannya.
Sebagaimana yang dimaklumi, bermazhab tidak saja pada hukum
yang telah dihasilkan, tetapi juga bisa pada metode penemuan
hukum. Jika seorang ulama menghasilkan sebuah hukum dengan
mengacu kepada metode imam mazhab tertentu maka hukum hasil
ijtihadnya dianggap bagian dari mazhab imam tersebut meskipun
tidak boleh dikatakan sebagai pendapat imam mazhab.

Adapun jika hasil istinbar ulama pengikut Imam al-Syafi‘i
berbeda dari pendapat al-Syafi‘T sebelumnya dan diketahui tidak
mengacu pada kaidah dan prinsip ijtihad al-Syafi‘T maka tidak
dinamakan sebagai madhhab al-Syafi ‘iyyah meskipun dilahirkan
oleh para ulama yang bernaung di bawah koridor mazhab Syafi‘i.
Namun demikian, dalam penelitian ini penulis menamakan
pendapat-pendapat tersebut dengan istilah agwal Fugqaha® al-
Syafi iyyah. Pemilihan kata agwal, bukan kata madhhab untuk
menunjukkan bahwa pendapat itu merupakan pendapat pribadi
ulama yang bersangkutan, bukan pendapat yang berada di atas jalur
metode yang ditetapkan oleh al-Syafi‘t. Demikianlah kronologi
pengayaan pendapat mazhab dan kedudukannya. Adapun
kedudukan pendapat Ikhtiyarat secara khusus akan penulis uraikan

upaya-upaya yang terkesan membentur-benturkan antara madhhab al-Syafi T dan
madhhab al-Syafi iyyah, alasannya karena keduanya merupakan istilah yang
dipakai, namun hakikatnya tidak dapat dipisahkan.

1%4Al-Subki, Qada’ al-Arb..., hlm. 413-414. Lihat juga lbn Hajar al-
Haytami, al-Fatawa al-Kubra, JId. IV..., hlm. 300
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dalam pembahasan khusus mengenai pendapat ZkAtiyarat nantinya.

b. Terbentuknya Aliran Irak dan Khurasan

Telah disinggung sebelumnya bahwa penyebaran mazhab
Syafi‘t dilakukan oleh murid dan penerusnya melalui kegiatan
mengajar dan penulisan kitab. Akibat dari penyebaran yang
semakin meluas, mazhab Syafi‘T menjadi kuat di setiap negeri dan
daerah yang disebarkannya, sehingga melahirkan ulama-ulama
yang senantiasa melanjutkan pengembangan mazhab pada masanya
masing-masing. Meskipun secara substansi, para ulama di berbagai
daerah mengembangkan mazhab Syafi‘1 dengan mengikuti asas dan
prinsip ijtihad yang sama, yakni yang diwariskan oleh al-Syafi‘7,
namun ketika mengimplementasikan asas dan prinsip tersebut
dalam penalaran hukum dan penulisan kitab mereka mempunyai
pola dan metode masing-masing yang terkadang berbeda satu sama
lainnya. Perbedaan metode itu kadang-kadang bermuara kepada
kesimpulan hukum yang sama, hamun sering juga perbedaannya
menjurus kepada perbedaan kesimpulan hukum yang dilahirkan.
Pada awalnya perbedaan itu terlihat hanya sebagai metode
penalaran masing-masing ulama yang dipandang sangat lumrah,
namun ketika metode tersebut diikuti oleh orang banyak dan
dikembangkan maka akan terlihat ciri khasnya masing-masing,
yang kadang-kadang tidak dapat disatukan.

Dalam sejarah perkembangannya, akibat terjadi perbedaan
dalam pola penalaran hukum dan penulisan kitab, pada akhir abad
IV H sampai awal abad V H lahirlah dua aliran besar dalam
mazhab Syafi‘1, yakni aliran Irak dan aliran Khurasan. Dua aliran
ini sama-sama mengembangkan mazhab Syafi‘l, namun keduanya
berbeda dalam metode yang terkadang menjurus kepada perbedaan
hukum fikih yang dilahirkan sehingga perjalanan mazhab Syafi‘1l
saat itu semakin dinamis. Aliran Irak berpusat di Baghdad yang
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dikepalai oleh Abii Hamid al-Isfirayayni (w. 406 H).*™ Sedangkan
aliran Khurasan berpusat di Marw Khurasan yang dikepalai oleh al-
Qaffal al-Marwazi (w. 410 H).'®® Penamaan aliran ini dilatar-
belakangi oleh tempat domisili para guru yang melahirkan metode
dan tempat pengembangannya. Seseorang ulama disebut beraliran
Irak meskipun ia berasal dari Khurasan jika ia berguru pada ulama

SNama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad. la
dilahirkan pada tahun 344 H di Isfirayain, satu daerah di Propinsi Naisabur
Khurasan yang berada pada pertengahan jalan menuju ke daerah Jarjan. Setelah
tumbuh di Khurasan, pada masa mudanya ia berangkat ke lIrak untuk belajar
pada beberapa ulama terkemuka Irak saat itu, seperti Abu al-Hasan ibn al-
Marzaban (w. 366 H) dan Abt Qasim al-Daraki (w. 375 H). Setelah matang
dalam keilmuan, ia mengajarkan fikih mazhab Syafi‘T di Baghdad. Majelis
pengajiannya menjadi forum paling banyak diikuti saat itu, sampai pernah diikuti
oleh tujuh ratus pelajar. la mengajarkan metode khusus bagi muridnya dalam
perkara penulisan kitab untuk Syarh Mukhtsar al-Muzani. la menjadi tokoh
utama mazhab Syafi‘T saat itu di Irak, sehingga digelar dengan Syaikh rarigat al-
‘Iraqiyyin. Abt Hamid al-Isfirayayni wafat di Baghdad pada tahun 406 H. Lihat.
Ibn al-Subki, Tabagat al-Syafi‘iyyah, Jid, 1I..., hlm. 382-285. Lihat juga
Mahmiid Dib, al-Madhhab al al-Sydafi 7..., hlm. 132-134

1%Nama lengkapnya adalah Abt Bakr ‘Abd Allah ibn Ahmad. la
digelar dengan al-Qaffal karena sebelum mendalami ilmu fikih ia berprofesi
sebagai pembuat gembok. la belajar fikih pada beberapa ulama di Khurasan
seperti Abi Zayd al-al-Marwazi dan al-Khalil ibn Ahmad al-Qadhi. Setelah
matang dalam keilmuan, al-Qaffal mengajar fikih mazhab Syafi‘T kepada ratusan
muridnya yang datang dari berbagai daerah. Al-Qaffal mempunyai metode
tersendiri dalam penalaran hukum dan sistematika penulisan kitab. la menjadi
tokoh utama mazhab Syafi‘T saat itu, sehingga digelar dengan Syaikh farigar al-
Khurasaniyyin. Perlu diketahui, dalam kalangan askab al-wujiih mazhab Syafi‘l
terdapat dua ulama yang lebih dikenal dengan nama al-Qaffal. Pertama, Abu
Bakr Muhammad ibn ‘Alf (w. 365 H). Ia merupakan orang yang pertama kali
membawa serta menyebarkan mazhab Syafi‘T ke daerah Ma Wara’ al-Nahar. la
lebih dikenal dengan al-Qaffal al-Kabir al-Syasyi. Namanya lebih sering disebut
dalam kitab usul fikih, dan tafsir. Jika namanya disebut dalam kitab-Kkitab fikih
mazhab Syafi‘T biasanya disertai dengan penyebutan kata al-Kabir atau al-
Syasyl. Kedua, Abi Bakr ‘Abd Allah ibn Ahmad. Dialah al-Qaffal yang
merupakan pemimpin aliran Khurasan yang sedang penulis bahas di atas. la
lebih dikenal dengan sebutan al-Qaffal al-Marwazi atau al-Qaffal al-Saghir. Jika
dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi‘T disebutkan kata al-Qaffal secara global
tanpa disertai pembatasan dengan kata tertentu maka al-Qaffal inilah yang
dimaksudkan. Lihat Ibn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, J1d, 111..., hlm. 88-90.
Lihat juga Hitt, al-/jtihad wa Tabagat..., hlm. 197
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yang berdomisili di Irak. Demikian juga sebaliknya. Abti Hamid al-
Isfirayayni yang lahir dan tumbuh di Khurasan malah menjadi
pemimpin aliran Irak karena berguru kepada ulama Irak dan
selanjutnya mengembangkan mazhab Syafi'T di Irak. Aliran
Khurasan sering juga disebut aliran Murawazah. Alasannya karena
mayoritas ulama aliran Khurasan berasal dari kota Marw. Orang-
orang yang dinisbatkan kepada kota Marw disebut Marwazi, yang
merupakan bentuk kata tunggal (mufrad) dari kata Murawazah.*>

Adapun letak perbedaan antara dua aliran tersebut
hakikatnya bukanlah pada substansi kaidah dan prinsip pokok
ijtihad warisan al-Syafi‘i, tetapi awalnya perbedaan itu terletak
pada metode penalaran hukum dengan mengacu pada kaidah ijtihad
al-Syafi‘t dan pada periwayatan pendapat mazhab, baik pendapat
al-Syafi‘T sendiri maupun pendapat ulama penerusnya.'®® Meskipun
demikian, kadang-kadang dua aliran ini juga berbeda pada prinsip
ijtihad yang bersifat turunan, bukan prinsip pokok.*>® Secara lebih
konkrit, metode penalaran hukum yang menjadi ciri khas aliran
Irak adalah kecenderungan menelusuri secara komprehensif
terhadap pendapat al-Syafi‘i, kaidah ijtihadnya dan pendapat ashab
al-wujah terdahulu, sehingga setiap kasus yang ingin diberikan
jawaban hukumnya lebih ditekankan periwayatan yang akurat dari
al-Syafi‘T dan penerusnya. Lebih dari itu, cara mereka dalam men-
tarjih terhadap perbedaan pendapat juga didasarkan atas keakuratan
riwayat. Oleh karenanya, keunggulan aliran Irak terletak pada
periwayatan pendapat mazhab dan kaidah ijtihadnya, sehingga
dalam perkara periwayatan, aliran Irak dinilai lebih kuat
dibandingkan aliran Khurasan. Dengan demikian, ciri khas yang
menjadi keunggulan aliran Irak terletak pada sisi riwayah.

15"Mahmiid Dib, al-Madhhab al al-Syafi 7..., him. 134. Lihat juga Al
Jum‘ah, al-Madkhal ila Dirasah al-Madhahib. .., hlm. 47

8Muhammad  ibn  ‘Umar  al-Mu ‘tamad..., hlm. 43. Lihat juga
Muhammad Tariq, al-Madhhab al-Syafi ..., him. 150

19¢Al1 Jum‘ah, al-Imam al-Syafi ‘T wa Madrasatuh. .., hlm. 59
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Sedangkan ciri khas aliran Khurasan adalah kecenderungan
penalaran hukum dengan mengedepankan pola pengembangan dan
pencabangan pendapat yang telah ada sebelumnya kepada kasus
baru (takhrij dan tafri‘), dengan meneliti kesesuaian alasan hukum
antara kasus baru dengan kasus lama dan meneliti cakupan hukum
atau kaidah yang telah ada kepada kasus yang baru. Setiap kasus
yang perlu ditemukan jawaban hukumnya, aliran Khurasan sangat
menekankan penelitian mengenai cakupan kaidah dan pendapat
yang telah ada kepada kasus baru, atau pendalaman pada alasan
hukum kasus lama. Bahkan dalam melakukan tarjih terhadap
perbedaan pendapat juga didasarkan atas pola takhrij dan tafiz‘ ini.
Oleh karenanya, keunggulan aliran Khurasan terletak pada metode
pengembangan hukum yang sistematis, sehingga aliran Khurasan
dinilai lebih bagus dari aliran Irak dalam perkara pengembangan
hukum yang sistematis. Dengan demikian, keunggulan aliran
Khurasan terletak pada sisi dirayah.*®°

Perbedaan metode penalaran hukum yang terjadi pada dua
aliran tersebut juga mempengaruhi perbedaan dalam sistematika
penulisan kitab. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama aliran Irak,
dalam memberikan jawaban hukum terhadap kasus baru lebih
didominasi oleh upaya menekankan kesesuaiannya dengan
pendapat al-Syafi‘i dan ashab al-wwjih. Sedangkan kitab-kitab
karya ulama aliran Khurasan lebih didominasi oleh pola takhrij dan
tafii* 1% Di antara kitab karya ulama aliran Irak adalah Ta ‘ligah
dan al-Darig karya Abt Hamid al-Isfirayayni (w. 406 H), al-
Dhakhirah dan Ta ‘ligah karya al-Bandanijt (w. 425 H), al-Awsat,
al-Mugni’, al-Lubab dan al-Tajrid Karya al-Mahamili (w. 405 H),
Ta ligah karya al-Qadi Abi al-Thayyib (w. 450 H), al-Hawr al-
Kabir, dan al-Igna‘ karya al-Mawardi (w. 450 H), al-Tagrib dan

10AI-Nawawi, al-Majmi‘..., hlm. 145. Lihat juga ‘Abd al-Bastr,
Dirasat al-Mawsii ‘ah..., hlm. 83-84
161Muhammad Tarig, al-Madhhab al-Syafi 1..., him. 156
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al-Mujarrad karya Salim al-Razi (w. 447 H) dan lain-lain.®?

Adapun kitab-kitab karya ulama aliran Khurasan antara lain adalah
Syarh al-Talkhis, Syarh al-Furi® dan al-Fatawa karya al-Qaffal al-
Marwazi (w. 410 H), Ta‘ligah dan al-Fatawa karya al-Qadi al-
Husain (w. 462 H), al-Silsilah karya ‘Abd Allah al-Juwayni (w.
438 H), al-Ibanah karya al-Furani (w. 461 H), Nihayat al-Matlab
karya Imam al-Haramain (w. 478 H), al-Tatimmah karya al-
Mutawalli (w. 478 H) dan lain-lain.*63

Perbedaan dua aliran itu bukan berarti masing-masing aliran
seolah menutup mata dan tidak memakai metode yang dipakai oleh
aliran lainnya. Namun sebagaimana penulis sampaikan di atas
bahwa perbedaan ini terletak pada kecenderungan masing-masing.
Aliran Irak juga melakukan pola takhrij dan tafri* namun pola ini
bukan pilihan utama mereka sehingga takhrij dan tafri* mereka
tidak sebagus kepunyaan aliran Khurasan. Demikian juga aliran
Khurasan mengikuti periwayatan, namun karena mereka lebih
banyak mengerahkan kemampuan kepada pola takhrij dan tafii
secara sistematis maka aspek periwayatan mereka lebih rendah
akurasinya daripada periwayatan aliran Irak. Intinya, akibat lebih
mengedepankan pola yang menjadi kecenderungannya maka
masing-masing dua aliran itu terbawa kepada sikap yang agak
sedikit mengabaikan pola lainnya.

Berkaitan dengan penyebab yang membentuk perbedaan
aliran tersebut, para peneliti sejarah mazhab Syafi‘T mempunyai
pandangan yang berbeda. Muhammad Abu Zahrah, lebih
cenderung bahwa perbedaan itu terjadi akibat perbedaan
lingkungan antara Irak dan Khurasan. Irak merupakan kawasan
pertama kali diperkenalkannya mazhab Syafi‘l, meskipun dalam

162A]-Subki, Taqi al-Din ‘Al ibn ‘Abd al-Kafi, Takmilah al-Majmi
Syarh al-Muhadhdhab, Takgig: Muhammad Najib al-Muti‘i, Jld. X, Cet. I,
(Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-‘Arabi, 2001), hlm. 7-8

163Fahd ‘Abd Allah al-Habisyi, al-Madkhal ila Madhhab al-Imam al-
Syafi T, (Ttp: Tp, tt), him. 25. Lihat juga al-Subki, Takmilah al-Majmii ‘..., him. 8
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versi gadim. Selanjutnya mazhab Syafi‘T versi Jadid juga
berkembang pesat di Irak atas kontribusi al-Anmati (w. 288 H) dan
muridnya Yyaitu Ibn Suraij (w. 306 H) lebih dulu daripada
perkembangannnya di Khurasan. Hal ini memberikan kemudahan
untuk mendapatkan pendapat al-Syafi‘1, kaidah ijtihadnya, maupun
pendapat ashab al-wujizh di wilayah lIrak, sehingga berpegang pada
periwayatan lebih didukung oleh lingkungan dan situasi. Berbeda
dengan kondisi Khurasan, di mana kawasan ini jauh dari tempat
lahirnya mazhab Syafi‘l, ditambah lagi perbedaan kultur
masyarakatnya yang berbeda dari kultur masyarakat Irak. Fatwa al-
Syafi‘t  sebelumnya kadang-kadang tidak terlepas dari
pertimbangan aspek kultur masyarakat. Ketika fatwa ini dibawa
kepada masyarakat yang mempunyai kultur lain yang berbeda tentu
saja sulit menyesuaikannya. Di tambah lagi oleh cara mendapatkan
pendapat al-Syafi‘T di Khurasan yang tidak semudah
mendapatkannya di Irak. Situasi ini mendorong ulama di Khurasan
untuk lebih banyak melakukan takhrij dan tafii‘.%*

Peneliti lainnya seperti ‘Abd al-‘Azim Mahmud Dib,
Muhammad Tariq Hisyam Maghribiyyah, dan Muhammad ibn
‘Umar al-Kaf berpandangan bahwa perbedaan itu awalnya muncul
akibat perbedaan metode yang dipakai oleh para guru saat
menyampaikan ilmu secara tatap muka kepada murid-muridnya,
selanjutnya para murid mengembangkan metode tersebut secara
turun-temurun sampai metode itu menjadi ciri khas masing-masing.
Ketika mazhab Syafi‘t mulai tersebar ke berbagai daerah melalui
murid al-Syafi‘T dan penerusnya dari beberapa generasi,
keberadaan dan domisili para ulama yang menyebarkannya saling
berjauhan dan tidak pernah melakukan internalisasi dalam masa
yang relatif lama yaitu satu abad setengah. Dalam masa satu abad
setengah tentu saja banyak perkembangan yang dilakukan oleh
masing-masing mereka di daerah yang berbeda tanpa melakukan

184Abll Zahrah, Tarikh al-Madhahib..., him. 448. Lihat juga Abi
Zahrah, al-Syafi ‘i; Hayatuh..., hlm. 325
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komunikasi yang rutin antara mereka di satu daerah dengan daerah
lainnya. Akhirnya pada penghujung abad IV H nampaklah secara
nyata bahwa apa yang disampaikan oleh ulama aliran Khurasan
baik dalam majelis ilmu maupun dalam kitab mereka mengenai
pendapat mazhab, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh
ulama aliran Irak.

Sejak saat itu barulah diketahui bahwa dalam masa satu
abad setengah ternyata produktifitas dan dinamisasi pemikiran
fikih ulama mazhab Syafi‘T sedemikian tinggi sampai membentuk
dua aliran. Tegasnya, perbedaan itu muncul bukan didasari pada
perbedaan lingkungan Irak dan Khurasan.®® Pendapat ini didukung
olen kenyataan bahwa pendapat-pendapat al-Syafi‘T tidak
terkumpul semuanya dalam satu kitab saja, tetapi terdapat dalam
beberapa Kkitab yang berbeda. Pendapat mengenai sebuah
permasalahan tertentu, yang ada dalam satu kitab belum tentu sama
dengan yang ada dalam kitab lainnya. Apalagi sebagian pendapat
al-Syafi‘l pernah disampaikan sebelum penyusunan kitab-kitab
periode jadid. Selanjutnya sebuah pendapat al-Syafi‘T bisa saja
disampaikan oleh sebagian murid dan penerusnya dengan tanpa
verifikasi kepada kitab-kitab yang mutakhir. Kemudian pendapat
itu diyakini sebagai pendapat mazhab, yang dalam kenyataannya
berbeda dengan pendapat lain yang juga diklaim sebagai pendapat
mazhab. Akhirnya terbentuklah dua poros dalam menyampaikan
pendapat yang sama-sama mengklaim sebagai pendapat mazhab.
Dua poros ini kemudian berkembang dan membesar hingga
membentuk seperti sebuah aliran pemikiran.

Menurut pandangan yang kedua ini, situasi Irak yang lebih
dahulu mengalami penyebaran mazhab Syafi‘ct serta kultur
masyarakatnya yang berbeda daripada Khurasan, dalam hal ini
tidak memberikan pengaruh pada kelahiran dua aliran ini.

1Mahmud Dib, al-Madhhab al al-Syafii..., hlm. 148. Lihat juga
Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad..., him. 43-44. Lihat juga Muhammad
Tariqg, al-Madhhab al-Syafi ..., him. 155-156
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Berbicara mengenai periwayatan pendapat al-Syafi‘i, Irak dan
Khurasan sama-sama memperoleh pendapat al-Syafi‘T dari sumber
utamanya yaitu kitab Mukhtasar al-Muzani. Kitab ini dibawa ke
Irak oleh al-Anmati (w. 288 H), sementara ke Khurasan dibawa
oleh Abdan ibn Muhammad ibn ‘Isa al-Marwazi (w. 293 H).1
Adapun keberadaan murid langsung dari al-Syafi‘i, di Khurasan
pun terdapat beberapa ulama yang merupakan orang yang belajar
langsung pada al-Syafi‘1. Di antaranya adalah Ishaq ibn Rahawayh
al-Hanzali (w. 238 H), Hamid ibn Yahya al-Balkhi (w. 202 H),
Abi Sa‘ld al-Hasan ibn Muhammad al-Asfahani (w. ?), dan Abi
al-Husain ‘Ali ibn Salmah al-Naysabtri (w. 252 H).!®’ Pada
periode berikutnya, murid-murid mereka mengambil alih
penyebaran mazhab Syafi‘T di Khurasan, demikian juga seterusnya
sampai berkembang pesat. Dengan demikian, menurut pendapat ini
pengaruh perbedaan lingkungan tidak memberikan andil bagi
kelahiran aliran Irak dan aliran Khurasan.

Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai penyebab
lahirnya dua aliran di atas, yang pasti kelahiran keduanya telah
memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan fikih mazhab
Syafi‘l, yaitu mewarnai metode penalaran hukum dengan
menampakkan ciri khas masing-masing. Sisi keunggulan masing-
masing keduanya menjadi sumbangan paling berharga bagi
perkembangan pada periode berikutnya. Tidak dapat dipungkiri
bahwa di samping mempunyai keunggulan, masing-masing aliran
juga mempunyai sisi kelemahan. Aliran Irak lemah dari sisi takhrij
dan tafri* dibandingkan aliran Khurasan, sementara aliran
Khurasan lemah dari sisi akurasi periwayatan pendapat
dibandingkan aliran Irak. Keunggulan dan kelemahan ini
merupakan salah satu perkara yang menjadi perhatian khusus para
ulama yang muncul pada periode setelah adanya dua aliran

186Nu’man Jaghim, Madkhal ila Madhhab..., hlm. 69. Lihat Juga lbn al-
Subki, Tabagat al-Syafi iyyah, J1d, 11..., him. 491
187 Al Jum‘ah, al-Imam al-Syafi T wa Madrasatuh..., hlm. 62
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tersebut. Oleh sebab itu, tidak berapa lama keberadaan dua aliran
ini, mulailah muncul wacana baru yaitu menyatukan keduanya
dengan mengambil jalan tengah sebagai bentuk moderasi yang
mengadopsi keunggulan masing-masing untuk menjadi sebuah
metode baru yang lebih sempurna vyaitu akurasi dari sisi
periwayatan pendapat dan juga lebih sistematis dari sisi
pengembangan hukum atau takhrij dan tafii* 1%

Orang pertama yang berinisiatif menyatukan dua aliran itu
adalah Abu ‘Al al-SinjT (w. 430 H). Ia merupakan seorang ulama
yang berasal dari Marw Khurasan, namun berguru langsung kepada
Abi Hamid al-Isfirayayni (w. 406 H) yang merupakan pimpinan
aliran Irak dan al-Qaffal al-Marwazi (w. 410 H) yang merupakan
pimpinan aliran Khurasan.'®® Disebabkan berguru pada dua ulama
yang mempunyai keunggulan masing-masing dengan metode yang
berbeda, Abu ‘Ali al-SinjT berhasil menyerap kedua metode itu
secara sempurna sehingga mampu membentuk pola baru yang lebih
bagus dengan mengambil keunggulan masin-masing dan
membuang kekurangannya. Lantas ia menulis kitab yang mulai
memakai metode baru, di antaranya Syarh Mukhtasar al-Muzanti,
Syarh Talkhis Ibn al-Qas dan Syarh Furti® Ibn al-Haddad. Jika
dilihat dari tahun wafatnya pimpinan aliran Irak dan Khurasan serta
tahun wafatnya Abu ‘Al al-Sinji dapat dipahami bahwa eksistensi
metode kedua aliran itu secara terpisah-pisah tidaklah bertahan
lama.

Ketika Abu ‘Alr al-Sinj1 mulai menerapkan metode baru,
bukan berarti saat itu tidak ada lagi sama sekali ulama yang
mengajar atau menulis kitab dengan mengacu kepada satu aliran
saja, namun mulai saat itu, yakni abad V H, metode pengajaran,
penalaran dan penulisan fikih mazhab Syafi‘l sudah diwarnai oleh
pola yang ketiga yaitu moderasi antara dua pola sebelumnya yang
dipraktekkan secara terpisah. Meskipun pola lama saat itu masih

68 Ahd al-Basir, Dirasat al-Mawsii ‘ah. .., him. 84
1891bn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, JId, 111..., hlm. 23
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tetap diterapkan, tetapi sejak Abii ‘Ali al-SinjTi memperkenalkan
pola baru, para ulama dari dua aliran sebelumnya, mulai beralih
sedikit demi sedikit kepada pola baru, sementara pola lama mulai
menyusut secara berangsur. Buktinya kitab-kitab besar yang ditulis
setelah masanya Abu ‘Alf al-Sinj1 terutama pada pertengahan abad
V H dan seterusnya mulai mengikuti pola yang dirintis oleh Abi
‘Alf al-SinjT.

Para penulis kitab, meskipun secara geografis termasuk ke
dalam salah satu aliran di atas, namun pola penulisan yang
disajikan dari hari ke hari makin memperkokoh metode moderasi
tadi. Dari ulama aliran Irak, kitab-kitab yang menganut metode
moderasi antara lain al-Muhadhdhab dan al-Tanbih karya Abiu
Ishaq al-Syirazi (w. 476 H), Bahr al-Madhhab karya al-Rayant (w.
502 H) dan lain-lain. Sedangkan dari ulama aliran Khurasan antara
lain al-Ibanah karya al-Furani (w. 461 H), Nihayat al-Matlab karya
Imam al-Haramain (w. 478 H) dan lain-lain. Adapun penjelasan
sebelumnya yang menyatakan al-Ibanah dan Nihayat al-Matlab
termasuk kitab aliran Khurasan maka peninjauannya adalah kepada
geografis penulis keduanya, sedangkan jika ditinjau dari segi warna
fikin yang termuat di dalamnya maka kedua kitab tersebut
merupakan jenis ketiga yaitu pola moderasi antara aliran Irak dan
Khurasan.17

Setelah itu, pola moderasi semakin menguat dan makin
diupayakan untuk lebih sempurna sampai akhirnya muncullah al-
Rafi‘t (w. 623 H), dan disusul oleh al-Nawawi (w. 676 H).
Keduanya sama-sama melakukan penyempurnaan, namun
penyempurnaan yang dilakukan oleh al-Nawawi dinilai lebih
komprehensif dan utuh, sehingga kitab-kitab karya al-Nawawi
dipandang lebih representatif mengusung mazhab Syafi‘1. Setelah
al-Nawaw1 tidak ada lagi sekat-sekat antara pola Irak dan Khurasan
karena al-Nawawi berhasil secara sempurna menyatukan

1"%Mahmud Dib, al-Madhhab al al-Syafi 7..., him. 149. Lihat juga Abd
al-Basir, Dirasat al-Mawsii ‘ah. .., hlm. 88-89
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keduannya.'’* Oleh karena itu, mempelajari atau mengajarkan kitab
fikih karya al-Nawawi pada hakikatnya sama seperti mempelajari
atau mengajarkan semua corak dan warna fikih mazhab Syafi‘l
yang diramu dalam bentuk yang terintegrasi. Dengan demikian,
fikih mazhab Syafi‘T yang dipelajari dewasa ini di berbagai daerah
dan Negara, di mana kebanyakannya lebih mengutamakan Kkitab-
kitab karya al-Nawawi dapat dikatakan sebagai fikih mazhab
Syafi‘1 yang bercorak moderat.

Uraian di atas, baik mengenai pengayaaan pendapat mazhab
maupun terbentuknya aliran Irak dan Khurasan serta penyatuan
keduanya memberikan gambaran betapa dinamisnya mazhab
Syafi‘T dalam pengembangannya. Akibat dari kedinamisan adalah
banyaknya pendapat yang lahir sehingga membutuhkan upaya
seleksi mana di antaranya yang sah sebagai pendapat mazhab.

c. Otentifikasi dan Pengokohan Mazhab

Sejak wafatnya al-Syafi‘c pada tahun 204 H sampai
disatukannya aliran Irak dan Khuraan pada pertengahan abad V H,
mazhab al-Syafi‘T mengalami perkembangan yang luar biasa
sehingga melahirkan begitu banyak pendapat mengenai hukum dan
pola pikir penemuannya. Pada satu sisi, banyaknya pendapat dan
pemikiran dalam sebuah mazhab fikih memberikan sumbangan
yang sangat berharga bagi penganutnya dalam bermazhab, karena
mazhab tersebut memiliki khazanah pemikiran hukum yang kaya
sehingga melahirkan kemudahan pengamalannya dengan memilih
pendapat yang lebih cocok untuk diamalkan. Pada sisi yang lain,
ketika pendapat yang banyak itu saling bertentangan justeru
memberikan kesulitan dalam pengamalan hukum karena ada di
antara pendapat tersebut yang diragukan berasal dari imam pendiri
mazhab atau malah dipandang tidak sah digolongkan sebagai
pendapat mazhab. Permasalahan ini muncul karena ada sebagian

AT Jum‘ah, al-Madkhal ila Dirdsah al-Madhdhib..., hlm. 45
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pendapat yang beredar dalam ranah mazhab tidak sesuai dengan
kaidah dan prinsip ijtihad yang dibangun oleh imam mazhab atau
bertentangan dengan pendapat lainnya yang juga bersumber dari
sang imam. Apalagi jika imam mazhab secara tegas telah mencabut
pendapat tersebut atau mengisyaratkan kelemahannya.

Sementara itu, para penganut mazhab  dituntut
mengamalkan apa yang sah sebagai pendapat mazhab atau
pendapat yang dipandang kuat dalam mazhab.'> Di samping itu,
menyandarkan sebuah perkataan kepada seseorang padahal orang
tersebut  tidak mengatakannya juga merupakan sebuah
kezaliman,'”® karena pendapat-pendapat tersebut menyangkut
ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Allah, yakni tentang
halal-haramnya sesuatu, wajib-tidak wajibnya sesuatu, dan
ketentuan lainnya. Menyandarkan sebuah hukum haram
umpamanya kepada seseorang yang tidak mengatakannya berarti
telah mendustakan dia. Perkara seperti ini tidak dibolehkan dalam
agama. Situasi ini menimbulkan sebuah kegelisahan akademis, di
mana orang-orang yang mempunyai ilmu saat itu merasa sangat
terpanggil untuk memberikan kontribusi demi menyelesaikan
permasalahan yang ada sebagai bentuk tanggung-jawab dalam
menunaikan amanah ilmu pengetahuan.*™

Menyahuti kegelisahan di atas, dalam mazhab Syafi‘1
muncullah sebagaian ulama yang lebih memfokuskan perhatiannya
untuk melakukan otentifikasi dengan cara menyeleksi pendapat-
pendapat dalam mazhab, sehingga diketahui mana di antaranya
yang sah dan tidak sah, atau yang kuat dan lemah sebagai pendapat
mazhab. Upaya otentifikasi ini dalam istilah disebut dengan tangih
al-madhhab, tahrir al-madhhab dan tarjih bayna al-agwal wa al-
wujuh. Sebelum memasuki abad V H, kegiatan ini tidak terlalu
penting dilakukan karena para ulama yang hidup saat itu masih

12 Al-Nawawi, al-Majmii‘. .., him.104 dan 143
13Sulaiman al-Asyqar, al-Madkhal il Dirasah..., him. 48
1%Mahmiid Dib, al-Madhhab al al-Syafi 7..., hlm. 153
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didominasi oleh mereka yang berada pada level mujtahid madhhab.
Jika terdapat pendapat yang beragam dalam sebuah permasalahan
hukum, mereka tidak menemukan kendala dalam memilah mana di
antaranya yang merupakan pendapat lemah atau pendapat di luar
mazhab. Memasuki abad V H, kemampuan fikih yang dimiliki oleh
para ahli fikih sendiri relatif menurun daripada abad sebelumnya,
sehingga mereka lebih merasakan kendala tadi, lebih-lebih lagi
masyarakat awam. Oleh karena itu, sebagian ulama melihat bahwa
proses otentifikasi sangat urgen dilakukan saat itu, yang dengannya
mazhab juga akan semakin kokoh.™

Menurut Ibn al-Subki (w. 771 H) yang merupakan salah
seorang penulis sejarah ulama Syafi‘yyah bahwa ulama yang
pertama kali memulai upaya otentifikasi ini dalam mazhab Syafi‘l
adalah Abu Qasim ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Fiirant (w.
461 H). la seorang ulama besar di Marw yang merupakan murid
langsung dari al-Qaffal al-Marwazi (w. 410 H) yang tidak lain
adalah pimpinan aliran Khurasan. la mulai merintis proses
otentifikasi pendapat mazhab dalam kitabnya yang bernama al-
Ibanah, di mana di dalamnya ia menjelaskan mana yang kuat di
antara pendapat-pendapat yang saling bertentangan, baik pendapat
al-Syafi‘Tt maupun ashab-nya.l’® Kemudian kegiatan ini dilanjutkan
secara lebih bagus lagi daripada sebelumnya oleh ‘Abd al-Malik
ibn ‘Abd Allah ibn Yusuf al-Juwayni, yang lebih dikenal dengan
sebutan Imam al-Haramain (w. 478 H).1” Pada bagian awal kitab
Nihayat al-Matlab, yang disebut oleh Ibn al-Subki sebagai kitab
yang belum pernah disusun sebagus itu sebelumnya,’’® ia
menegaskan bahwa dalam kitabnya ini akan memperjelas mana
pendapat yang layak dan tidak layak disebut pendapat mazhab."

175¢ Arafat, Tabsirah al-Muhtaj ..., him. 55

181bn al-Subki, Tabagqat al-Syafi iyyah, Jd, 111..., hlm. 125
""Mahmiid Dib, al-Madhhab al al-Syafi 7..., hlm. 155
1781bn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, JId, 111...., him. 163
1%Imam al-Haramain, Nihayat al-Maylab, J1d. I..., hlm. 4
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Pada masa yang sama dengan Imam al-Haramain, upaya
otentifikasi juga dilakukan Abu Ishaq Ibrahim ibn ‘Al1 al-Fayriiz
al-Syirazi (w. 476 H). Salah satu karya Abiu Ishaq al-Syirazi adalah
kitab al-Muhadhdhab. Penamaan dengan kata al-Muhadhdhab
barangkali mengisyaratkan kepada isi kitabnya merupakan hasil
seleksi dari pendapat-pendapat yang beredar dalam mazhab Syafi‘t.
Pada bagian awal kitab, ia menyebutkan bahwa isi kitabnya
merupakan pokok-pokok mazhab Syafi‘t serta dalilnya dan perkara
lain yang bercabang darinya.'®® Selain Imam al-Haramain dan Abi
Ishaq al-Syirazi, dalam abad V H juga terdapat beberapa ulama
lainnya meskipun kontribusi mereka tidak sebesar Imam al-
Haramain dan Abu Ishaq al-Syirazi dalam perkara ini, seperti Aba
Nasr ibn al-Sibagh (w. 476 H), al-Mutawallt (w. 478 H) dan lain-
lain.

Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya seperti
‘Abd al-Wahid ibn Isma‘il al-Riiyani (w. 502 H).!8! Kitab terakhir
yang ia susun adalah Bahr al-Madhhab fi Furi‘ al-Madhhab al-
Syafi ‘T. Pada bagian awalnya, ia menegaskan bahwa isi kitabnya ini
akan selalu berpijak pada pendapat kuat dalam mazhab.®?
Kemudian kegiatan ini makin diupayakan untuk relatif sempurna
oleh Abii Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, atau
Imam al-Ghazali (w. 505 H).!8 Salah satu karya al-Ghazali adalah
al-Wajiz. Pada bagian awal kitab ini, al-Ghazali menegaskan bahwa
di dalamnya ia memberikan tanda khusus untuk pendapat-pendapat
yang lemah dalam mazhab Syafi‘c dan untuk pendapat di luar

180Abi Ishaq al-Syirazi, Ibrahim ibn ‘Al al-Fayriiz, al-Muhadhdhab fi
Figh al-Imam al-Syafi 7, J1d. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), him. 3

BIMuhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad.. ., him. 93

182Al-Rilyani, Abii al-Mahasin ‘Abd al-Wahid ibn Isma‘il, Bahr al-
Madhhab fi Furi  al-Madhhab al-Syafi 7, Jd. 1, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2009), hlm. 19

183Nu’man Jaghim, Madkhal ilad Madhhab. .., hlm. 55-57
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mazhab Syafi‘1.'®

Setelah dilakukan proses otentifikasi terhadap pendapat-
pendapat yang ada saat itu dalam berbagai kitab, ditetapkanlah
pendapat-pendapat yang sah dinisbatkan kepada al-Syafi‘l secara
khusus dan kepada mazhabnya secara umum berdasarkan kriteria-
kriteria yang ditetapkan saat itu. Dari satu sisi, otentifikasi ini
berakibat kepada berkurangnya pendapat yang sah dinisbatkan
kepada mazhab karena terdapat sebagaian pendapat yang direduksi
darinya disebabkan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan,
namun di sisi yang lain, hasil otentifikasi justeru membuat mazhab
Syafi‘T menjadi semakin kokoh karena sebagian pendapat yang
dulunya diduga bagian dari mazhab Syafi‘T tetapi ia menyimpang
dari prinsip istinbat al-Syafi‘1 atau malah disebut sebagai pendapat
aneh yang keluar dari koridor mazhab. Dengan ini, yang sah
disebut mazhab Syafi‘T hanya pendapat-pendapat yang mempunyai
kualitas dari segi metode istinbaz-nya dan tidak terbilang aneh.

2.1.3. Fase kematangan

Fase kematangan dimulai pada tahun 505 H ketika wafatnya
al-Ghazali (w. 505 H) sampai wafatnya al-Nawawi (w. 676 H).
Dalam fase ini, mazhab Syafi‘T makin berkembang dan menuju
kepada kematangan. Hal ini ditandai dengan dirumuskannya
berbagai metode dalam melakukan otentifikasi mazhab dan
munculnya dinamika baru dalam bermazhab, yakni upaya
pembaharuan pola pikir dalam sistem mengikuti pendapat imam
mazhab. Berkaitan dengan proses otentifikasi, setelah wafatnya al-
Ghazali pada awal abad VI H, muncullah ulama lainnya yang
menggeluti bidang ini seperti al-Baghawi (w. 516 H), Aba ‘Ali al-
Fariqi (w. 528 H), Muhammad ibn Yahya al-NaisabiirT (w. 548 H),
Ibn AbT ‘Agamah (w. 550 H), Abu Tayyib al-‘Imrani (w. 578 H),

184Al-Ghazali, Abii Hamid Muhammad ibn Muhammad, al-Wajiz, Jid. 1,
Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 4-5
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Ibn AbT “Asriin (585 H),'% dan lain-lain.

Selanjutnya kegiatan otentifikasi semakin berkembang dan
disempurnakan saat memasuki abad VII H. Di samping
menyempurnakan metode otentifikasi yang telah dirintis
sebelumnya, para ulama yang hidup pada abad VII H juga
melahirkan metode-metode baru yang belum dikenal sebelumnya.
Jika sebelumnya, metode yang dipakai dalam proses otentifikasi
lebih bersifat global, tidak komprensif dan belum memperhatikan
urutan kekuatan khilaf dengan penggunaan istilah khusus, tetapi
pada abad VII H para ulama telah mulai merumuskan metode yang
lebih terukur, rinci, sistematis dan komprehensif dari sebelumnya,
sampal menyentuh urutan kkilaf dari segi kuat-lemahnya melalui
penggunaan istilah khusus, sehingga proses otentifikasi mazhab
saat itu menjadi salah satu kegiatan yang cukup menarik minat
sebagian ulama.

Penyempurnaan metode itu dilatar-belakangi setidaknya
oleh tiga faktor yang saling berkaitan. Pertama, menguatnya tradisi
taklid dalam mengamalkan fikih. Kedua, banyaknya pendapat
saling bertentangan yang termuat dalam kitab-kitab mazhab Syafi‘i,
sehingga tidak diketahui mana pendapat al-Syafi‘T yang asli, mana
pendapat ulama penerusnya, dan mana yang terkuat di antara
pendapat-pendapat yang saling bertentangan tersebut. Ketiga,
penganut mazhab Syafi‘t dituntut mengamalkan pendapat yang
diduga secara kuat bahwa itulah pendapat al-Syafi‘i atau pendapat
kuat dalam mazhabnya agar jangan sampai menyandarkan sebuah
pendapat kepada seseorang padahal orang tersebut tidak
mengatakannya atau pendapat itu tidak sesuai dengan prinsipnya. &
Tiga perkara inilah yang membuat para ulama yang hidup pada

185\Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 92-93

18Al-Nawawi, al-Majmi‘..., hlm. 25, 104 dan 143. Lihat juga al-
Nawawi, Abu Zakariyya MuhyT al-Din Yahya ibn Syarf, Raudat al-Talibin wa
‘Umdat al-Muftiyyin, JId. |, (Beirut : Dar al-Fikr, 2010), him. 47. Lihat juga
Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 195
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abad VII H merasakan kegelisahan akademis yang lebih kuat dari
masa sebelumnya dan memandang bahwa penyempurnaan metode
otentifikasi mazhab sebagai sebuah upaya yang sangat urgen
dilakukan saat itu. Berangkat dari kegelisahan itu, muncullah
sebagian ulama yang memfokuskan diri untuk lebih banyak
mengurus permasalahan otentifikasi ini dibandingkan perkara
lainnya.

Ulama yang menggandrungi kegiatan ini pada abad VII H
terbilang banyak. Namun yang dipandang paling kuat mengerahkan
kemampuannya untuk urusan otentifikasi mazhab serta berusaha
merumuskan metode yang lebih akurat dan bagus dari sebelumnya
dalam perkara otentifikasi adalah al-Rafi‘*®’ (w. 623 H) dan al-
Nawaw1 (w. 676 H).!® Kedua ulama ini mencurahkan segenap
sumber daya manusia yang dimilikinya untuk menelusuri semua
kitab-kitab yang ditulis sejak abad Il H sampai abad VI H, terutama
kitab mazhab Syafi‘t. Keduanya melakukan penelitian yang
mendalam terkait pendapat-pendapat al-Syafi‘i, pendapat-pendapat
ashab al-Syafi‘l, mencari pendapat-pendapat hasil ijtihad dan
pilihan ulama Syafi ‘iyyah yang berbeda dengan pendapat al-Syafi‘,
meneliti dalil dan metode istinbar pada masing-masing pendapat,
lantas diukur kesesuaiannya dengan metode ijtihad dan prinsip

18"Nama lengkapnya adalah Abi al-Qasim ‘Abd al-Karim ibn
Muhammad ibn ‘Abd al-Karim al-Quzwayn al-Rafi‘1. Ia dilahirkan pada tahun
555 H. Dalam menuntut ilmu, selain berguru pada ayahnya sendiri yaitu Aba al-
Fadl Muhammad (w. 580 H), al-RafiT juga berguru pada beberapa ulama
terkemuka saat itu seperti Ahmad ibn Isma‘il al-Talgani (w. 590 H), As‘ad ibn
Ahmad al-Zakani (w. 578 H) dan lain-lain. Dalam mazhab Syafi‘i, al-Rafi‘i
menempati posisi sebagai salah satu mujtahid tarjih terkemuka. Hasil tarjih al-
Rafi71 selalu diutamakan selama tidak bertentangan dengan al-Nawaw1. Di antara
karya al-Rafi‘T yang dipandang monumental adalah al-Muiarrar dan al-‘Aziz
Syarh al-Wajiz yang sering disebut Syark al-Kabir. Al-Rafi‘T wafat pada tahun
623 H dan dimakamkan di Quzwayn. Lihat al-Salami, Taqi al-Din Muhammad
ibn Rafi, Tarjamah al-Imam Abi al-Qasim al-Rafi 7, Cet. I, (Amman: Dar al-
Fath, 2011), him. 27-29. Lihat juga Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad...,
him. 197-205

18Akram Yisuf, al-Madkhal ila Madhhab..., him. 376-380



86

istinbat yang telah digagas oleh al-Syafi‘i, kemudian barulah
ditetapkan mana di antaranya yang sah disebut pendapat al-Syafi‘i,
mana yang sah sebagai mazhab Syafi‘T meskipun bukan pendapat
al-Syafi‘i, dan mana yang terkuat di antara yang saling
bertentangan.18®

Kontribusi keduanya dalam menyeleksi pendapat-pendapat
mazhab dipandang sebagai sumbangan yang luar biasa untuk
otentifikasi mazhab Syafi‘t, sehingga hasil kerja keduanya dapat
mengubah peta pemikiran fikih mazhab ini setelah abad VII H.
Buktinya, karya keduanya dalam pandangan ulama
Muta’akhkhirin®®®  Syafi ‘iyyah menempati urutan kedua setelah
karya al-Syafi‘T sendiri. Artinya, untuk mengetahui bagaimana
pendapat mazhab Syafi‘1 tentang sebuah permasalahan maka pintu
awal yang perlu ditelusuri adalah karya keduanya. Otoritas al-
Rafi‘t dan al-Nawawi dalam perkara otentifikasi mazhab
menyebabkan hampir semua kitab karya keduanya mendapat
apresiasi dari para ulama sesudahnya. Seandainya al-Rafi‘t dan al-

18Mahmiid Dib, al-Madhhab al al-Sydfi 7..., hlm. 154

1%Dalam peristilahan fikih Syafi ‘iyyah terdapat tiga versi dalam
mengartikan kata Muta akhkhirin. Dalam kitab-kitab yang ditulis setelah abad
VIl H, kata Muta’akhkhirin diartikan dengan generasi ulama Syafi iyyah yang
hidup sejak abad VIII H dan seterusnya. Adapun dalam kitab-kitab yang ditulis
pada abad VII H dan sebelumnya, istilah tersebut artikan dengan ulama yang
hidup setelah abad 1V H. Sedangkan dalam kitab yang ditulis setelah abad X H,
Muta’akhkhirin diartikan dengan para ulama yang mempunyai kapasitas menulis
kitab-kitab yang berbentuk catatan pinggir (kasyiyah). Lihat Muhammad ibn
‘Umar, al-Mu ‘tamad..., hlm. 100. Lihat juga Abd al-Basir, Dirdasat al-
Mawsii‘ah..., hlm. 291-293. Dalam penulisan karya ilmiah ini, yang penulis
maksudkan dengan kata Muta’akhkhirin adalah arti yang pertama di atas, yaitu
para ulama Sydafi ‘iyyah yang hidup sejak abad VIII H dan seterusnya. Arti yang
penulis maksudkan di sini didukung oleh penegasan ulama Sydafi iyyah yang
hidup di abad Ke-20 Masehi, yang mengatakan bahwa maksud dengan
Muta’akhkhirin pada saat ini dan sebelumnya adalah para ulama yang hidup
setelah masa al-Rafi‘T dan al-Nawawi. Lihat Muhammad Ahmad Sahal ibn
Mahfuz, Ta‘ligat ‘ala al-Thamarat al-Hajiniyyah fi al-lstilahat al-Fighiyyah,
Cet. I, (Pati: Mabadi Sejahtera, 2012), him. 18. Masa setelah al-Rafi‘1 dan al-
Nawawi adalah mulai abad VIII H. Sejauh ini, penulis belum menemukan batas
terakhir periode Muta akhkhirin.



87

Nawaw1 berbeda pandangan dalam perkara seleksi pendapat maka
al-Nawaw1 dipandang lebih unggul. Keunggulan ini didasarkan
pada metode yang dipakai oleh masing-masing keduanya.

Berkaitan dengan metode yang dipakai, sejauh penelusuran
penulis, al-Rafi‘T tidak menjelaskannya secara tertulis yang rinci
dalam satu bagian khusus dari kitab-kitabnya. Tetapi metode yang
dipakai al-Rafi‘t dapat ditemukan dalam kitabnya pada setiap
permasalahan hukum yang mengalami perbedaan pendapat
padanya dan dari penuturan ulama lainnya. Dalam menyeleksi
pendapat mazhab dan melakukan rarjih, al-Rafi‘T sangat berhati-
hati dalam menukil sebuah pendapat. la tidak akan mengutipnya
jika tidak ditemukan secara tertulis di dalam kitab ulama yang
bersangkutan. Seandainya ia tidak menemukan di dalam kitab
ulama yang bersangkutan, maka ia akan menyandarkan kepada
orang yang menceritakan pendapat tersebut.

Hal ini menggambarkan Kketelitiannya dalam urusan
penukilan pendapat. al-Rafi‘1 juga sangat teliti dalam menetapkan
urutan rarjih.'®*  Akibat kehati-hatiannya, ia kadang tidak
memastikan sebuah pendapat kuat dengan nama khusus, namun
lebih memilih kata yang menunjukkan bahwa itu adalah pendapat
yang kuat dalam mazhab, tanpa memberi label khusus yang
mengisyaratkan tingkat kelemahan lawan pendapat itu, seperti kata
s, 11" cadli sl of umpamanya.t®? Dalam men-tarjih pendapat yang

bertentangan, al-Rafi‘t selalu berpegang pada apa yang telah di-
tarjth oleh mayoritas ashab, baik pendapat yang bertentangan itu
merupakan khilaf sesama pendapat al-Syafi‘T maupun sesama
ashab.'®

191AbT Bakr ibn Hidayat Allah al-Husayni, Tabaqdt al-Syafi ‘ivyah, Cet.
III, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1982), him. 219

192Al-Rafi‘l, Abi Qasim ‘Abd al-Karim ibn Muhammad, al- ‘Aziz Syarh
al-Wajiz, J1d. 1, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 13

198 Al-Rafi‘l, Abl Qasim ‘Abd al-Karim ibn Muhammad, al-Muharrar fi
Figh al-Imam al-Syafi i, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), hlm. 7
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Adapun metode yang dipakai al-Nawawl mempunyai
bentuk yang lebih jelas dan lugas dibandingkan metode yang
dipakai al-Rafi‘1. Hal ini disebabkan oleh inisiatif al-Nawaw1 yang
menulis secara khusus dan rinci pada setiap bagian awal kitabnya
mengenai metode yang dipakai dalam melakukan otentifikasi
mazhab, seperti yang terdapat pada awal kitab Minhaj al-Talibin,
Rawdat al-Talibin, Tahqiq, dan al-Majmii © Syarh al-Muhadhdhab.
Lebih dari itu, al-Nawaw1 juga mencetuskan istilah-istilah khusus
untuk pendapat-pendapat yang saling bertentangan, membuat
Klasifikasi urutan khilaf dari segi kuat-lemahnya, memberikan
tanda khusus untuk penambahan dari kitab sebelumnya, dan lain-
lain yang membuat metode al-Nawawi mempunyai ciri dan
distingsi tersendiri yang belum pernah didapatkan sebelumnya.
Atas dasar itulah, para ulama Muta akhkhirin Syafi‘iyyah
memandang bahwa al-Nawawi lebih selektif dalam perkara
otentifikasi mazhab karena mempunyai metode yang lebih kuat,
ilmiah, sistematis, integratif, dan lebih sesuai dengan kaidah-kaidah
mazhab Syafi‘T dibandingkan metode al-Rafi‘i. Oleh karena itu,
jika berbeda antara farjih al-Nawawi dan al-Rafi‘t maka tarjih al-
Nawawi dipandang lebih unggul.’®* Mengenai metode al-Nawawi
secara rinci akan penulis ketengahkan pada bagian khusus yang
membahas tentang kedudukan al-Nawaw1 dalam mazhab Syafi‘i.

Selain perumusan metode otentifikasi mazhab, pada abad
VIl H juga muncul dinamika baru dalam tradisi bermazhab, yakni
wacana pembaharuan pemikiran dalam bermazhab. Tidak dapat
dipungkiri, memang tradisi mengikuti pendapat imam mazhab
ketika telah mengakar sampai mencapai puncak kematangannya
telah menumbulkan sikap fanatisme pada sebagian orang. Hal ini
menyebabkan lahirnya pandangan-pandangan yang berupa
pembelaan terhadap pendapat imam mazhab dengan mengabaikan
objektifitas. Sebagian orang akan berupaya mencari-cari

194 Abd al-Nasir, Awrag al-Dhahab. .., him. 10
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pembenaran terhadap pendapat tersebut meskipun dengan cara
yang tidak lagi ilmiah, apalagi pada orang yang tingkat
fanatismenya mencapai stadium kronis. Kenyataan ini mendorong
sebagian ulama Syafi ‘iyyah yang hidup pada abad VII H untuk
lebih fokus mengajak umat melepaskan diri dari sikap fanatisme
yang tidak baik. Ulama ini pada hakikatnya bukan mengajak
meninggalkan mazhab fikih, tetapi lebih kepada memperbaharui
cara berfikih dengan tetap mengikuti mazhab.

Dalam sejarah ulama Syafi iyyah paling tidak tercatat dua
ulama besar yang menginisiasi perkara tersebut, yakni ‘Izz al-Din
ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H) dan Abti Syamah al-Maqdisi (w. 665
H). Dalam tulisannya, kedua ulama ini mengkritisi sikap sebagian
orang yang telah mengetahui pendapat imamnya pada kasus
tertentu lemah tapi masih membelanya. Ibn ‘Abd al-Salam
umpamanya, selain menggulirkan ide-ide briliannya mengenai
konsep maslahat dan mafsadat, pada bagian akhir kitabnya yang
berjudul Qawa ‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam ia menulis sebuah
ungkapan yang berupa kritikannya terhadap orang yang masih
membela pendapat yang lemah dari imam mazhab. Berikut ini
teksnya.
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Artinya: Di antara hal yang sangat mengherankan adalah sikap ahli
fikih yang bertaklid, ada yang mengetahui kelemahan
pijakan imamnya yang tidak ada celah untuk dibela.
Namun ia tetap bertaklid kepadanya dan meninggalkan
al-Qur’an, al-Sunnah dan Qiyas yang sahih karena kaku
bertaklid kepada imamnya. Bahkan ia mencoba
menganalisis dan menakwilkan zahir al-Qur’an dan al-
Sunnah jauh bergeser dari maknanya, hanya karena
membela imam yang diikutinya. Kami pernah melihat
mereka berkumpul di majlis-majlis. Apabila disampaikan
kepada mereka masalah khilafiah apapun, maka
kekaguman kepada imam mereka pun bertambah
memuncak tanpa melihat kepada dalil, bahkan semakin
nyaman bertaklid kepada imamnya, sehingga membatasi
kebenaran hanya pada imamnya lebih utama daripada
kekaguman kepada imam lainnya...

Demikian juga Abu Syamah al-Maqdisi, ia menulis
sebagian kritikan dalam kitabnya yang berjudul Mukhtasar al-
Ma’ammal fi al-Rad ila al-Amr al-Awwal. Di antara kritikannya
adalah mengenai fanatisme bermazhab yang terkesan telah

mengabaikan Sunnah Nabi. Berikut ini teksnya.

Laid) 0Ll B3y 15 ssbezall CaSU1 (3 o) oy slg V1 ] Lol
o) oy ) R Al Yl G 8w gl QL B wgdlly
S e el ST opmg Bl G5 o8l et Ol ST g

196 gfle S ga sl C2g,all 5o Lo

1951bn “Abd al-Salam, Sultan al-‘Ulama’ Izz al-Din ibn ‘Abd al-‘Aziz
al-Salami, Qawa ‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Jid. 11, Cet. |, (Beirut : Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 104

1% Abii Syamah al-Maqdisi, ‘Abd al-Rahman ibn Isma‘il, Mukhtasar al-
Ma’ammal fi al-Rad ila al-Amr al-Awwal, (Kuwait: Maktabah al-Sahwah al-
Islamiyyah, tt), hlm. 55
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Artinya: Sekiranya bukan karena lemahnya semangat ulama
Muta’akhkhirin dan bukan pula karena nihilnya ulama
yang berkompeten, maka melakukan ijtihad zaman
sekarang akan lebih mudah bagi mereka yang diberikan
kemampuan untuk menghafal, memahami dan
menguasai bahasa Arab karena hadis-hadis Nabi telah
dibukukan. Di antara sebab fanatisme mereka yang
paling parah adalah keterikatan dan keterbelengguan
mereka dalam suatu kondisi yang sudah lumrah diketahui
(taklid) yang sesungguhnya itu merupakan kemungkaran
yang sudah dianggap perkara biasa.

Apa yang diutarakan oleh dua ulama di atas ditujukan
kepada sebagian orang yang mempunyai potensi mampu berijtihad
namun tetap bertaklid dalam fikih. Hal itu barangkali merupakan
kenyataan yang ditemukan oleh keduanya pada masanya masing-
masing. Namun demikian, perlu diketahui bahwa apa yang
ditemukan oleh keduanya tidak dapat digeneralisir. Buktinya,
terdapat para ulama yang sangat dinamis dalam cara mereka
berfikih pada masa itu juga. Di antaranya adalah al-Nawawi, di
mana ia juga hidup pada abad VII H, namun ia tidak segan-segan
untuk melakukan terobosan-terobosan dalam fikih mazhab Syafi‘i
walaupun harus berbeda pandangan dengan al-Syafi‘T sendiri.
Contohnya ia men-tarjih Sebagian gawl gadim yang telah diralat
oleh al-Syafi‘i, dan juga melahirkan pendapat Ikhtiyarat yang
berbeda dari pendapat al-Syafi‘i. Kenyataan ini menunjukkan
bahwa meskipun al-Nawawi merupakan pengikut setia al-Syafi‘T,
namun ia tidak kaku dalam mengikutinya. Demikian juga ulama
lainnya, bahkan sampai generasi Muta’ akhkhirin-pun ada yang
berbeda pendapat dengan al-Syafi‘l atau mengkritisinya sebagai
bentuk kebebasan berpendapat secara objektif ilmiah.

Dengan semakin gencarnya upaya otentifikasi mazhab
melalui perumusan dan penyempurnaan metodenya serta muncul
dinamika lain dalam bermazhab, tak pelak lagi membuat mazhab
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Syafi‘l pada abad VII H menjadi semakin matang, karena telah
semakin jelas bahwa pendapat yang sah dinisbatkan kepada
mazhab Syafi‘T atau yang lebih kuat adalah pendapat yang sesuai
dengan metode ijtihad dan prinsip istinbat al-Syafi‘l. Dengan itu,
pendapat dalam mazhab Syafi‘T mempunyai ciri tersendiri. Di
samping itu, munculnya ide pembaharuan pola pikir dalam
bermazhab sebagaimana disuarakan oleh lbn ‘Abd al-Salam dan
Abli Syamah al-Maqdis1 dapat menjadi sebagai langkah
penyegaran mazhab, sehingga pola pikir mazhab itu tidak
ketinggalan zaman. Oleh karenanya, mazhab juga makin kokoh dan
matang.

2.1.4. Prinsip-prinsip Pokok Mazhab Syafi‘i

Prinsip berarti asas, dasar, dan kebenaran yang menjadi
pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.'®” Prinsip
merupakan penunjuk arah layaknya kompas karena prinsip dapat
memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam melakukan sesuatu.
Fikih yang merupakan manifestasi dari hukum Islam mempunyai
prinsip-prinsip  sebagai acuan dalam pembangunan dan
pengembangannya. Pada dasarnya, fikih mempunyai prinsip yang
umum dan prinsip yang khusus. Sebagai hal yang diyakini bahwa
tujuan strategis dari agama Islam adalah menjadi rahmat bagi alam
semesta. Agar tujuan ini terealisai, maka ajaran Islam selalu
berorientasi membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi
manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain sebagaimana
disebutkan oleh al-SyatibT bahwa syari‘at Islam diturunkan untuk
mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di
akhirat.1%

Kemaslahatan hamba tidak akan tercapai jika tidak
memenuhi dua unsur pokok yaitu mendatangkan manfaat dan

97https://kbbi.web.id/prinsip. Diakses 18 Desember 2021
18A|-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Misa, al-Muwafaqat fi Usil al-
Syari‘ah, Ed. 11, Cet. 11, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), hlm. 220
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menghilangkan kemudharatan.'®® Dari penjelasan ini dapat
dipahami bahwa kemaslahatan yang dimaksudkan dalam Islam
bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat, dan kemaslahatan
akhirat dipandang lebih utama daripada kemaslahatan dunia. Di
samping itu, kemaslahatan yang dimaksudkan juga merupakan
kemaslahatan umum, bukan individu maupun kelompok. Menurut
pemahaman penulis, kemaslahatan umum inilah yang menjadi
prinsip umum dan utama dalam pembebanan hukum Islam. Fikih
sebagai salah satu bagian dari syari‘at Islam tentu saja dibangun di
atas dasar prinsip tersebut. Dengan demikian, prinsip umum dan
utama dari fikih adalah melangsungkan kemaslahatan manusia
dengan cara mengatur berbagai hukum serta aturan yang bertujuan
membawa kesejahteraan dan kebaikan manusia, baik di dunia
maupun di akhirat.

Adapun secara rinci, prinsip ini dapat dibagi menjadi tiga
macam; pertama, prinsip penghambaan dan pengabdian kepada
Allah SWT. Kedua, prinsip menegakkan keadilan. Ketiga, prinsip
menghormati martabat manusia. Selanjutnya, berpijak pada prinsip
umum dan khusus di atas, maka terbentuklah asas-asas dalam
pembebanan hukum Islam, yang terdari dari asas menghilangkan
kesukaran (raf’u al-harj), mengurangi pembebanan (taglil al-
takalif), membuat tahapan dalam tasyri‘ (al-tadarruj fi al-
tasyri’),® dan akomodatif terhadap kemaslahatan manusia
(musayarah masalih al-nas).?®* Asas-asas inilah yang menjadi
prinsip turunan dari prinsip umum dan khusus dalam pembebanan
hukum yang kemudian dirumuskan menjadi kaidah fighiyah,
terutama yang bersifat asasiyah. Uraian tersebut melahirkan
pemahaman bahwa prinsip dasar fikih adalah mendatangkan

191bn ‘Abd al-Salam, Qawa ‘id al-Ahkam, Jid. 1..., him. 11

200Muhammad al-Khudari Bik, Tarikh al-Tasyri* ..., hlm. 17

2Muhammad Salam Madkir, al-Madkhal li al-Figh al-Islami;
Tartkhuh wa Masadiruh wa Nazariyyatuh al- ‘Ammah. Cet. 1, (Kairo: Dar al-
Nahdah, 1960), him. 13-19
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kemaslahatan manusia dengan cara mengatur hukum terhadap
mereka. Selanjutnya, dalam mengatur hukum tersebut haruslah
berpijak pada prinsip khusus yang berupa penghambaan kepada
Allah SWT, menegakkan keadilan dan menghormati martabat
manusia. Selain itu, juga harus mengacu kepada asas-asas yang
merupakan prinsip turunan dari prinsip umum dan khusus yakni
menghilangkan kesukaran, mengurangi pembebabanan dan
membuat tahapan di dalamnya.

Prinsip di atas merupakan prinsip yang dipakai oleh semua
ulama Islam tanpa pengecualian dalam kegiatan ijtihad dari
sumber-sumber yang digunakan karena prinsip tersebut merupakan
pilar dan asas dalam pensyari‘atan hukum. Hanya saja para ulama
kadang berbeda pendapat terkait teknis dalam penerapannya. Dari
segi fungsi, prinsip di atas merupakan kerangka yang memagari
ijtihad para ulama. Artinya, setiap ulama tidak akan mengabaikan
prinsip tersebut dalam setiap kegiatan ijtihad dan istinbat-nya.
Adapun prinsip ijtihad dari segi sumber hukum dan metode yang
digunakan, masing-masing ulama mempunyai prinsip tersendiri
yang kadang-kadang sama dengan ulama lain, dan kadang-berbeda.
Oleh karenya, setiap mazhab fikih memiliki prinsip ijtihad
tersendiri terkait dalil dan metode yang dipakai.

Telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa ciri yang menjadi
karakteristik fikih yang dibangun oleh Syafi‘i adalah moderasi
antara fikih ahl al-hadith dan ahl al-ra’yi. Artinya, secara
konseptual fikih al-Syafi‘T merupakan fikih yang mempunyai corak
tekstualis-modernis, bukan tekstualis-tradisionalis sebagaimana
corak fikih ahl al-hadith dan bukan pula rasionalis sebagaimana
corak fikih ahl al-ra’yr. Karakteristik ini terlahir dari metode dan
pola pikir yang dirumuskan oleh al-Syafi‘t dalam membangun
mazhabnya. Metode dan pola pikir tersebutlah yang kemudian
disebut sebagai prinsip-prinsip mazhab Syafi‘1. Secara lebih rinci
dan utuh, prinsip-prinsip tersebut telah dituangkan oleh al-Syafi‘t
dalam kitab al-Risalah dan juga al-Umm. Mengingat isi dua kitab
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tersebut terlalu panjang dan luas untuk diuraikan di sini, maka
penulis hanya akan menjelaskan beberapa teks saja yang penulis
anggap sebagai prinsip utama mazhab Syafi‘T dan dapat
merepresentasikan prinsip lainnya yang merupakan prinsip turunan
darinya.

Al-Syafi‘T menetapkan prinsip pokok dalam memahami
hukum syar‘i dengan penetapan urutan dalil hukum. Menurutnya,
tidak boleh seseorang berbicara mengenai halal dan haram kecuali
berdasarkan ilmu. Sedangkan cara memperoleh ilmu mengenai
hukum tidak lain kecuali dari al-Qur’an, Sunnah, ijma‘ dan giyas.
Empat macam itulah yang merupakan prinsip paling mendasar bagi
al-Syafi‘t dalam memandang cara menemukan hukum serta urutan
dalilnya. Dalam al-Risalah, antara lain ia menegaskan:

202 L) ol gLyl ol aedl of OLSI (3 pdl el 2gg

Artinya: Jalan mendapatkan ilmu adalah pernyataan dalam al-
Qur’an, Sunnah, ijma ‘ dan giyas.
Dalam al-Umm, antara lain al-Syafi‘t menjelaskan sebagai
berikut:
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Artinya: Ilmu itu ada beberapa tingkatan, Pertama al-Qur’an dan

202A]-Syafi‘l, Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn 1dris, al-Risalah, (Kairo
: Dar Ihya’ al-Kutub al- Arabiyyah, tt), hlm. 39

28A]-Syafi‘T, Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn Idris, Al-Umm, Jid. VII,
(Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), him. 280
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Sunnah apabila Sunnah itu sahih. Kedua ZIjma‘ pada
masalah yang tidak ditegaskan dalam al-Qur’an dan
Sunnah. Ketiga perkataan sebahagian sahabat Nabi yang
tidak dibantah oleh sahabat lainnya. Keempat pendapat
sahabat yang diperselisihkan. Kelima giyas kepada salah
satu tingkatan di atas. Akan tetapi selama ada al-Qur’an
dan Sunnah, dalil lainnya tidak digunakan, sebab ilmu
harus diambil dari sumber yang paling tinggi.

Pada bagian lain dalam al-Risalah, al-Syafi‘T mengatakan
sebagai berikut:

W\MJ}u@J%\Ygﬂ\w@é\wbg&bvﬁé
goit VLAY b ey B ady (S bU sl 3 AL
Sy ot B Se 6 Y el (3 gL LS Jais Lgle W)
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Artinya: Hukum ditetapkan dengan al-Qur’an dan Sunnah yang
telah disepakati tanpa khilaf. Dalam hal ini Kita
mengatakan kami menetapkan hukum dengan benar pada
lahir dan batin. Hukum juga bisa ditetapkan berdasarkan
Sunnah yang diriwayatkan melalui perorangan yang tidak
ada kesepakatan atasnya. Untuk hal ini kami mengatakan,
kami menetapkan hukum dengan sebenarnya pada lahir
saja, karena mungkin saja terjadi kesalahan pada orang
yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya kami menetapkan
hukum dengan ijma‘, kemudian dengan giyas, tetapi
keberadaan hukum di sini lebih lemah dari hukum di atas

204A|-Syafi‘t, al-Risalah..., hlm. 599
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disebabkan penerapan giyas hanya boleh dilakukan dalam
keadaan darurat, karena giyas tidak dibolehkan selama
masih didapatkan khabar (al-Qur’an dan Sunnah),
sebagaimana halnya bersuci dengan cara tayammum
dalam melakukan perjalanan, hanya dilakukan bila tidak
mendapatkan air. Demikian juga dalil sesudah Sunnah,
bisa menjadi landasan hukum bila tidak didapatkan
Sunnah.

Tiga teks di atas dapat merepresentasikan secara konkrit
mengenai prinsip pokok mazhab Syafi‘l. Teks-teks di atas
memberikan penegasan bahwa otoritas wahyu sebagai sumber
hukum sangat diutamakan oleh al-Syafi‘i. Selama al-Qur’an dan
Sunnah masih mempunyai potensi memberikan petunjuk kepada
sebuah hukum maka tidak ada peluang sama sekali untuk berpaling
darinya. Jika dalam dua sumber tersebut tidak diperoleh petunjuk,
barulah dibolehkan mencari dalil lain berupa ijma‘. Seandainya
ijma  tidak diperoleh barulah diizinkan menggunakan giyas. Teks-
teks di atas, di samping menjelaskan urutan dalil hukum, juga
mengisyaratkan kekuatan hukum yang dihasilkan dari setiap
dalilnya. Adapun jalan memahami wahyu, al-Syafi‘T menyebutnya
dengan  istilah  al-bayan.  Sedangkan langkah-langkah
memahaminya secara teknis, al-Syafi‘T menjelaskan Klasifikasi
kata-kata. Menurutnya, al-Qur’an mempunyai berbagai gaya
bahasa dan sarat nilai sastra. Oleh karena itu, orang yang
berwenang memahaminya hanya orang-orang yang memiliki
penguasaan bahasa Arab serta kaidah-kaidah kebahasaannya secara
memadai. Seseorang yang tidak mempunyai ilmu secara memadai
dilarang berbicara di luar pengetahuannya. Hal ini ditetapkannya
dengan tujuan menjaga kemurnian syariah dan bahasa al-Qur’an
dengan cara meminimalkan segala bentuk distorsi dalam proses
interpretasi.?® Selain itu, al-Qur’an harus dipahami menurut makna

2°A\|-Syafi‘, al-Risalah..., hlm. 39-53
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I3

tekstualnya selama tidak terdapat petunjuk dari Sunnah atau ijma
yang mengarahkan maknanya kepada selain arti tekstual.?%
Berkaitan dengan Sunnah, al-Syafi‘T menegaskan bahwa
Sunnah mutawatir yang diistilahkannya dengan akhbar al- ‘ammah
mutlak diterima sebagai dalil karena dapat dipastikan
kebenarannya.?®’ Adapun Sunnah ahad atau hadis ahad*®® yang
diistilahkan oleh al-Syafi‘T dengan khabar al-khdssah, prinsip yang
ditanamkan olehnya di sini bahwa Sunnah ahad dapat diterima
sebagai dalil jika memenuhi persyaratan yang ditetapkannya, yaitu
sanadnya harus bersambung sampai kepada Rasulullah, perawinya
terpercaya dalam agama, jujur dalam periwayatan dan pintar serta
kuat ingatan dalam menerima hadis. Menurutnya, perawi yang
meriwayatkan suatu hadis harus tahu persis lafaznya seperti yang
didengarnya, dan harus tahu pula kesudahan hadis tersebut sampai
pada sahabat atau Rasulullah.?®® al-Syafi‘l juga menerima hadis
yang berstatus mursal?!® jika ada persyaratan tertentu, seperti
makna hadis tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan secara
bersambung sanad kepada Rasulullah SAW oleh para penghafal
hadis yang terpercaya, makna hadits tersebut sesuai dengan
perkataan Sahabat Nabi, makna hadis tersebut sesuai dengan fatwa
kebanyakan ulama, ada sanad lain yang meriwayatkan hadis yang
sama dengan cara mursal, kebiasaan perawi tidak meriwayatkan

26AI1-Syafi‘T, al-Risalah..., him. 580

27Al-Syafi‘, al-Risalah. .., hlm. 359

28Hadis ghad adalah hadis yang diriwayatkan melalui jalur periwayatan
(sanad) yang tidak sampai pada tingkat mutawatir. Sebaliknya hadis mutawatir,
yaitu hadis yang diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan yang
jumlahnya secara adat tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Menurut
pendapat kuat, minimal jumlah jalur periwayatannya sepuluh jalur. Lihat Abdul
Majid Khon, Ulumul Hadis, Ed. I, Cet. Il, (Jakarta: Amzah, 2009), him. 131, 138

29AI-Syafi‘y, al-Risalah..., him. 370-371

20Hadis mursal adalah hadis yang disandarkan oleh Tabi‘in langsung
kepada Nabi tanpa menyebutkan penghubung, yaitu Sahabat Nabi. Lihat Abdul
Majid Khon, Ulumul Hadis..., him. 170
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hadis dari sumber yang tidak dikenal,?'! dan/atau disandarkan
kepada Nabi oleh Sa‘id ibn al-Musayyib.?!2 Mengenai pemahaman
makna, hadis juga harus diartikan secara tekstual selama tidak ada
indikasi yang memalingkannya kepada arti lain.?*3

Iima ‘ yang dimaksudkan oleh al-Syafi‘T adalah kesepakatan
para ulama tentang sesuatu hukum dalam suatu kurun waktu
tertentu. Kesepakatan di sini haruslah merupakan kesatuan
pendapat dari seluruh fugaha’ yang hidup pada suatu masa, tanpa
membedakan lingkungan, kelompok, dan generasi. Sejalan dengan
sikapnya ini, al-Syafi‘t menolak ijma ‘ penduduk Madinah sebagai
hujjah, karena kesepakatan yang terjadi di Madinah belum tentu di
setujui oleh penduduk daerah lain.?** Penolakan ini didasari pada
penemuan fakta bahwa sebagian besar permasalahan yang
disepakati oleh penduduk Madinah, ternyata masih diperselisihkan
di kalangan ulama daerah yang lain. Selain itu, dari segi
pembagiannya, /jma‘ yang dijadikan dalil oleh al-Syafi‘T adalah
ijma‘ al-sarih,® dan ia menolak ijma‘ sukiiti.?*® Mengenai
kekuatan penunjukannya (dilalah) kepada hukum, ijma‘ al-sarih
mempunyai dilalah yang pasti (gat ‘i), sedangkan ijma‘ sukutr
mempunyai dilalah yang bersifat dugaan (zanni).?*’

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan giyas antara lain
bahwa giyas itu harus disandarkan kepada dalil-dalil.?*® Oleh
karena itu hukum yang ditetapkan melalui giyas sangat ditentukan

2Al-Syafi‘T, al-Risalah..., hlm. 462-463

212Al-Syafi‘, al-Risalah. .., hlm. 539

2BAl-Syafi‘y, al-Risalah..., hlm. 539

214 Al-Syafi‘q, Al-Umm..., him. 282

25ima“ al-sarih adalah kesepakatan yang tegas dari semua mujtahid
terhadap suatu masalah yang telah diambil keputusannya. Adapun ijma‘ sukiitt
merupakan kesepakatan sebagian mujtahid, sedangkan sebagian lainnya tidak
menyatakan persetujuannya, juga tidak membantahnya. Lihat Wahab Khalaf,
‘Ilm Usal..., hlm. 51

218 A-Syafi‘1, Al-Umm, J1d. VIIIL..., hlm. 620

271bn al-Subki, Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ali, Jam‘ al-Jawami*
Jid. 11, (Semarang: Toha Putra, tt), him. 195-196

218A|-Syafi‘1, al-Risalah..., hlm.507.
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oleh nilai dalil dan ‘illat-nya. Jika dalil dan ‘l/lat hukum ashl itu
qath T, Ketentuan hukum yang di-giyas-kan juga bersifat gath T,
tetapi jika dalil dan illat hukum ashl itu zanni, maka hukum yang
dihasilkan giyas adalah zannt pula.?*® Jadi, sebenarnya giyas tidak
berdiri sendiri, tetapi keberadaannya bersandar kepada dalil-dalil,
baik al-Qur’an maupun Sunnah. Qiyas merupakan satu-satunya
metode penalaran hukum terhadap permasalahan yang tidak
ditemukan kejelasannya dalam al-Qur’an maupun Sunnah.??° Di
samping itu, giyas hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang
mempunyai kemampuan ijtihad secara sempurna saja.??!

Ruang lingkup berlaku giyas adalah semua permasalahan
yang dapat ditemukan ‘llat-nya, termasuk permasalahan yang
ditentukan hukumnya melalui rukhsah asalkan dapat ditemukan
sebuah  ‘illat yang dapat memperlebar makna teks pada
permasalahan tempat datangnya rukhsah.???> Adapun pernyataan al-
Syafi‘T bahwa permasalahan yang ditetapkan hukumnya melalui
rukhsah tidak boleh di-giyas-kan permasalahan lain kepadanya,??
diarahkan maksudnya oleh para Syafi ‘iyyah kepada kondisi tidak
ditemukannya pada permasalahan tersebut sebuah i/lat yang dapat
membuat nash (teks ayat dan hadis) menjadi umum. Menurut al-
Syafi‘i, sebuah hukum yang telah ditetapkan dan tidak diketahui
‘illat dan hikmahnya (hukum ta ‘abbudi) maka tidak boleh di-giyas-
kan permasalahan lain kepadanya.??* Mengenai porsi penggunaan
qivas, mazhab Syafi‘c menempuh jalan tengah antara mazhab
Hanafi dan Maliki. Artinya, penggunaan giyas yang menjadi
distingsi mazhab Syafi‘T tidak selonggar mazhab Hanaft dan tidak

2Al-Zarkasyl, Tansyif al-Masami* bi Jam* al-Jawami‘, Jld. 11, Cet. I,
(Beirut: Dar Kutub al-Tlmiyyah, 2000), him. 44

20A-Syafi‘, al-Risalah. .., hlm. 477

221A|-Syafi‘T, al-Risalah..., hlm. 509-511

22A]-Qulytibi, Syihab al-Din, Hasyiyah al-Qulyiibt ‘ald Syarh Minhaj,
JId. 1, Cet. I, (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1922), him. 43

2BAl-Syafi‘y, al-Risalah..., hlm. 545

24 p-Syafi‘y, al-Risalah..., hlm. 555-558
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sesempit mazhab Malik1.??°

Selain empat dalil di atas, mazhab Syafi‘T juga
menggunakan istishab, yaitu memandang tetap berlaku hukum
suatu peristiwa sebelum ada dalil lain yang merubah ketentuan
hukumnya.??® Meskipun al-Syafi‘ tidak menegaskan sendiri secara
langsung mengenai hal ini, namun dalam cara istinbat-nya, al-
Syafi‘l banyak menjadikan istishab sebagai sumber. Contohnya
seseorang yang melihat mani pada pakaiannya namun ia tidak
merasakan pernah keluar mani, maka tidak wajib melakukan mandi
junub kecuali ia benar-benar yakin bahwa mani itu berasal dari
dirinya sendiri dengan adanya tanda-tanda tertentu.??” Selanjutnya
al-Muzani yang merupakan salah seorang murid seniornya
menegaskan bahwa istishab merupakan hujjah sebagaimana dikutip
oleh al-Razi. Ketentuan ini merupakan pendapat kuat dalam
mazhab Syafi‘i.??®¢ Kemudian, salah satu prinsip turunan dari
istishab adalah mengambil yang paling sedikit dari beberapa
pendapat yang dikemukakan (al-akhdh bi aqal ma gila) jika yang
sedikit itu merupakan bagian dari yang banyak. Penggunaan prinsip
ini adalah ketika tidak ditemukan dalil yang lain.??® Menurut Abii
Ishaq al-Syirazi, prinsip ini didasarkan pada istishab al-hal dalam
bentuk terbebasnya tanggungan seseorang mukallaf (bara’at al-
dhimmah).?°

Prinsip lainnya yang dipegang dalam mazhab Syafi‘1 adalah
lebih menekankan sikap kehati-hatian (iktiyar)®** dalam penerapan

225Ahmad Amin, Duha al-Islam..., him. 170

226Wahab Khalaf, ‘7//m Usil..., hlm. 91

22 A\|-Syafi‘T, Al-Umm, J1d. I..., hlm. 49

28A|-Razi, al-Mahsal, JId. IV..., him. 1435

229¢ Al Jum‘ah Muhammad, Tarikh Usil al-Figh, Cet. I, (Kairo: Dar al-
Magtam, 2015), him. 168

20Abii Ishaq al-Sytrazi, Ibrahim ibn ‘Alf al-Fayriiz, al-Luma * fi Usil al-
Figh, (Semarang: Toha Putera, tt), him. 67

2L ptiyar secara bahasa berarti memagari dan melindungi sesuatu.
Dalam penggunaannya di kalangan ahli bahasa, makna dari kata isziyar selalu
berputar pada aspek perlindungan, pencegahan dan melakukan sesuatu dengan
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kaidah-kaidah istinbat. Pada dasarnya, ihtiyar merupakan konsep
yang disepakati penggunaannya dalam semua mazhab fikih.?%2
Tetapi mazhab Syafi‘T menerapkannya secara lebih ketat
dibandingkan mazhab fikih lainnya. Hal inilah yang membedakan
mazhab Syafi‘T dan mazhab lainnya dari segi penerapan konsep
ihtiyat. Al-Suytti menjelaskan bahwa salah satu perbedaan mazhab
Syafi‘T dan mazhab lainnya adalah banyak penerapan konsep
ihtiyat dalam mazhab Syafi‘T dan tidak begitu banyak
penerapannya dalam mazhab yang lain.?®®> Di antara bentuk
penggunaan konsep iktiyat adalah ketika terdapat dua dalil yang
nampak bertentangan. Salah satu dalil menunjukkan kepada hukum
haram, sementara dalil lainnya menunjukkan kepada hukum
mubah. Dalam kondisi seperti ini, dalil yang menunjukkan kepada
haram lebih diunggulkan karena lebih dekat kepada sikap ihtiyar.?%
Di antara contoh kasus penggunaan iktiyat oleh al-Syafi‘T adalah
apabila seseorang yang meragukan keluar air maninya dalam masa
hilang akalnya. Al-Syafi‘T menegaskan sunat terhadap orang
tersebut untuk mandi janabah karena ihtiyat.?®

Demikianlah sekilas prinsip-prinsip pokok mazhab Syafi‘i

cara yang lebih meyakinkan. Dalam istilah, para ulama mendifinisikan iaziyat
dengan redaksi yang berbeda-beda. Dari semua arti yang disampaikan ulama
dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ikziyar adalah upaya menghindari
daripada terjatuh ke dalam sesuatu yang dilarang agama atau terseret kepada
meninggalkan apa saja yang diperintahkan agama ketika terjadinya sebuah
kesamar-samaran tertentu. Lihat. Munib ibn Mahmad Syakir, al-‘Amal bi al-
lhtiyat fi al-Figh al-Islami, Cet. 1, (Riyadh: Dar al-Nafa’is, 1998), hlm. 41-48.
Dari arti istilah dapat dipahami bahwa iktiyar adalah menerapkan sikap dan
langkah yang lebih aman ketika terjadinya sesuatu yang meragukan atau
menimbulkan dilema. Secara sederhana dapat dikatakan, i%#iyar merupakan sikap
kehati-hatian.

22Muhammad ‘Umar Sima‘i, Nazariyyat al-lhtiyat al-Fighi; Dirdsat
Ta’stliyyah Tat’ bigiyyah, (Ttp: University of Jordan, 2006), him. 171

2BAl-Suyiiti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn al-Kamal, Ikhtilaf al-
Madhahib, (Ttp: Dar al-I‘tisam, tt), hlm. 50

234pl-Zarkasyl, Badr al-Din Muhammad, al-Bair al-Muhit fi Usil al-
Figh, Jid. VI, Cet. Il, (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 2014), him. 178

ZBAI-Syafi‘q, Al-Umm, Jid. I..., him. 50
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dalam melakukan ijtihad dan istzinbat. Dalam uraian tersebut jelas
sekali terlihat bahwa mazhab Syafi‘T sangat menekankan
keterkaitan setiap hukum dengan teks al-Qur’an dan hadis, namun
tidak mengesampingkan aspek rasionalitas, sehingga moderasi
mazhab ini di antara mazhab Hanafl dan Maliki sangat kelihatan.
Selain itu, dari sejumlah dalil yang diperselisihkan oleh para ulama,
mazhab Syafi‘T hanya menggunakan istishab as! saja, sementara
dalil lainnya tidak disebutkan secara eksplisit tentang
penggunaannya.

2.2. Pendapat Ikhtiyarat dan Permasalahannya
2.2.1. Pengertian Ikhtiyarat
Secara bahasa, kata Ikhtiyarat (-\==) merupakan bentuk

plural (jama ) dari kata Ikhtiyar (,.=') yang merupakan ism masdar
dari kata ikhtara (J==). Arti asli kata Ikhtiyar adalah upaya

mencari yang terbaik di antara dua perkara atau lebih. Dengan kata
lain, Ikhtiyar merupakan upaya memilih yang terbaik di antara
yang ada.*® Dengan demikian, Ikhtiya» menurut bahasa merupakan
suatu usaha untuk mencari dan memilih yang terbaik di antara yang
ada. Dalam Usul Fikih, istilah lkhtiyar diartikan dengan memilih
melakukan sesuatu daripada meninggalkannya, atau memilih
meninggalkan sesuatu daripada mengerjakannya. lIkhtiyar dalam
usul fikih merupakan salah satu bentuk kecakapan (ahliyyah)
seseorang dalam menerima pembebanan hukum, di mana kata ini
dipakai sebagai lawan dari kata ikrah (keterpaksaan) dalam konteks
pembebanan hukum.?” Demikian juga penggunaan kata Ikhtiyar
dalam fikih, yaitu sama dengan arti yang digunakan dalam usul
fikih jika penggunaannya berada konteks pembebanan hukum.

261pn Manzir, Lisan al-‘Arab, J1d. 111, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003),
hlm. 263. Lihat juga Tim Penulis, al-Mu jam al-Wasit, JId. 1, Cet. 1V, (Kairo:
Maktabah Syuriiq Dawliyyah, 2004), him. 264

Z8"\Wahbah al-Zuhayli, Usil al-Figh al-Islamz, Jid. 1, Ed. X1V, Cet. 1Il,
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), him. 185
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Secara istilah dalam konteks pendapat-pendapat fikih, kata
Ikhtiyar umumnya diartikan dengan ijtihad seorang ahli fikih untuk
memahami hukum syar 7 yang kuat dalam permasalahan khilafiah,
dan memilih satu pendapat dari beberapa pendapat para imam
mazhab padanya.?®® Selain arti tersebut, kata Ikhtiyar juga kadang-
kadang diartikan sama dengan tarjih, yakni upaya mengunggulkan
atau menguatkan salah satu dari beberapa pendapat yang berbeda
pada sebuah permasalahan tertentu,?® meskipun penggunaan yang
kedua ini jarang dilakukan. Dengan uraian ini, Ikhtiyar Fighz dapat
dipahami sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang ahli
fikin  untuk memilih sebuah pendapat dalam permasalahan
khilafiyah setelah menempuh upaya tarjik terlebih dahulu, karena
tidak mungkin seorang ahli fikihn merasa cocok dengan suatu
pendapat yang dipandangnya lebih kuat, jika belum melakukan
tarjh. Jadi, Ikhtiyar itu memilih suatu pendapat dari yang saling
bertentangan setelah menemukan sisi kekuatan dan keunggulannya,
baik pemilihan itu untuk pengamalan maupun fatwa. Dengan
demikian, Ikhtiyar merupakan sebuah usaha, bukan pendapat
pilihan yang dihasilkan dari sebuah usaha.

Adapun dalam peristilahan fikih Syafi Gyyah khususnya,
Ikhtiyar didefinisikan dengan tiga arti. Pertama, pendapat pilihan
hasil istinbat seseorang ulama penganut mazhab tertentu dari dalil-
dalil ushulr tanpa mengutip dari imam mazhab, di mana pendapat
tersebut berbeda dari pendapat yang dikenal dalam mazhab yang
bersangkutan. Inilah arti yang masyhur penggunaannya dalam fikih

28Definisi di atas disimpulkan antara lain oleh Mahmid al-Najiri
setelah mengurai proses terjadinya ikhtiyar pendapat dalam fikih. Teks aslinya
sebagai berikut:
A il Olady L Gl LI 3 ronall o)l (S a3 4kl slgr) tal JLasd baalsr Wjed §5ais

el Cloesl 21 JIg3l e 58

Lihat Mahmid al-Najiri, al-Zkhtiyar al-Fighi..., hlm. 21

Z%Muhammad Muhaysin Muhammad al-Halalat, Ikhtiyarat Ibn al-
Qayyim fi Masa’il al-Mu‘awadah al-Maliyyah, (Ttp: Maktabah al-Jami‘ah al-
Urdiiniyyah, 2004), him. 34
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Syafi ‘iyyah. Kedua, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi‘1. Arti
ini sangat jarang dipakai ulama Syafi iyyah dalam karya mereka
secara umum, kecuali al-Nawawi dalam kitab Rawdat al-Talibin.
Ketiga, istilah khusus al-Nawawi dalam kitab al-Tahgigq.?*® Dari
tiga arti tersebut, yang penulis maksudkan dalam pembahasan ini
adalah arti pertama yang merupakan arti yang masyhur, kecuali
pada pembahasan mengenai kedudukan pendapat Zlkhtiyarat al-
Nawaw1 dalam fikih mazhab Syafi‘l, maka tidak mutlak arti yang
pertama, namun akan ada pembatasan dan penjelasan mengenai arti
mana yang penulis maksudkan.

Mengingat kata Ikhtiyar merupakan kata kunci dalam karya
ilmiah ini, penulis merasa penting mengemukakan teks asli tentang
definisinya yang masyhur dalam ranah peristilahan mazhab Syafi‘T,
dengan mengutip dari beberapa literatur yang membahas istilah-
istilah yang dipakai di dalamnya. Berikut ini teks asli definisinya.

1. Tadhkirat al-Tkhwan fi Mustalah Tuhfat Ibn Hajar aw fi al-
Istilahat al-Fighiyyah ‘inda al-Syafi iyyah:
g YU adesN @AYl o Ll dagml U g JLas Yl tlses JU

Ml Colo oo & B 28 e oYl 58 L 6L L5 e )

Artinya: Menurut guru kami, al-lkhtiya» adalah pendapat hasil
istinbat seseorang yang memilihnya (seseorang yang
disebut al-Mukhtar) dari dalil-dalil ushalr melalui proses
ijtihad dengan tanpa mengutip dari imam mazhab. Hal ini
berdasarkan pendapat kuat bahwa kemampuan ijtihad itu
boleh saja terletak pada sebagian masalah saja.

2. Tabsirat al-Muhtaj bima Khafiya min Mustalah al-Minhaj:

290Mahran Kuti, Risalalat al-Tanbih. .., him. 68-72

21Muhammad ibn Ibrahim al-‘Aliji al-Qalhani, Tadhkirat al-Tkhwan fi
Musralah Tukfat 1bn Hajar aw fi al-\stilahat al-Fighiyyah ‘inda al-Syafi ‘iyyah,
Tahqgig: Mustafa al-Qalyubi, (Ttp: Dar al-lhsan, tt), hlm. 47
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26 o sl el LI A e BB o)l Lo g L) Jodl) Cay e
22 Coadl) Jaie N ol iy 2 usT e d B

Artinya: Definisi pendapat al-Mukhtar adalah pendapat yang
dipilih oleh seseorang dari segi dalilnya. Penamaannya
dengan kata al-Mukhtar dengan tanpa mengutipnya dari
salah seorang imam memberikan makna bahwa pendapat
itu berbeda daripada pendapat yang dinukil dalam
mazhab.

3. Dirasat al-Mawsi ‘ah li Istilahat al-Syafi iyyah:
260, L) dgom pe Al oyl U Ll jendl Jlamt) oais g2l

Artinya: Di sisi mereka (ulama Syafi‘iyyah) telah masyhur
penggunaan redaksi bahasa dengan kata al-Mukhtar
untuk menyatakan pendapat yang dipilih oleh seseorang
dari segi dalilnya.

4. Al-Madhhab al-Syafi 7: Dirasah ‘an Aham Mustalahatih wa
Asyhar Musannafatih wa Maratib al-Tarjih fih:
alds e Bbladl p cnls cndll clide o g3 Lo gay LYl
244’('_1&_);&
Artinya: Al-lkhtiyar adalah pendapat dari luar mazhab Syafi‘T yang
difatwakan oleh ulama Syafi ‘iyyah karena kuatnya dalil

menurut mereka.
Beberapa definisi di atas meskipun secara redaksi berbeda-

beda, namun pada hakikatnya bersifat saling melengkapi. Dari
definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa kata Ikhtiyar
(bentuk jama‘-nya dibaca Ikhtiyarar) dalam istilah pendapat-
pendapat fikih Syafi ‘iyyah diartikan dengan pendapat pilihan hasil

242 Arafat, Tabsirat al-Muhtaj ..., hlm. 257
243< Abd al-Bastr, Dirasat al-Mawsii ‘ah..., hlm. 79
24%Muhammad Tarig, al-Madhhab al-Syafi 1..., him. 187
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istinbat ulama Syafi ‘iyyah yang berbeda dari pendapat yang dikenal
dalam mazhab Syafi‘T karena pertimbangan dalil yang lebih kuat
dalam pandangan mereka. Asal-usul pendapat pilihan itu bisa saja
pendapat lemah yang ada dalam mazhab Syafi‘T sendiri atau
pendapat dari luar mazhab Syafi‘T ataupun pendapat baru yang
dihasilkan melalui ijtihad. Adapun kata yang umum dipakai untuk
menunjukkan kepada pendapat lkhtiyar adalah kata al-Mukhar
(), Ikhtara (\==1), dan Ukhtira ().

Jika dibandingkan dengan arti umum yang telah penulis
sampaikan sebelumnya, maka istilah Ikhtiyar dalam koridor fikih
Syafi ‘iyyah tidak lagi dipahami sebagai usaha seorang ahli fikih,
melainkan sebuah pendapat yang dihasilkan dari usaha tersebut.
Dengan demikian, penggunaan kata lkhtiyar dalam peristilahan
pendapat fikih Syafi‘iyyah telah bergeser sedikit dari arti yang
dipakai secara umum. Namun demikian, fikih Syafi ‘iyyah sepakat
juga menyatakan bahwa permasalahan Ikhtiyar Fighi merupakan
permasalahan ijzihadiyyah. Jadi, fikih Syafi ‘iyyah mengakui bahwa
pada dasarnya Ikhtiyar Fighi merupakan upaya mengerahkan
kemampuan oleh seseorang ahli fikih dalam memilih pendapat
yang lebih sesuai dengan dalil yang kuat dalam pandangannya, di
mana pendapat itu berbeda dengan pendapat yang umum dikenal
dalam mazhab yang ia ikuti. Dalam perkembangan selanjutnya,
fikih Syafi‘iyyah tidak lagi mengartikan Ikhtiyar Fighs dengan
usaha memilih pendapat di atas, tetapi diartikan dengan pendapat
yang dipilih dari hasil usaha tadi. Pada perkembangan berikutnya,
arti terakhir inilah yang dimaksudkan dengan Ikhtiyar dalam semua
literatur yang membahas peristilahan  fikih  Syafi ‘iyyah.
Demikianlah pengertian dasar khtiyarat serta pergeseran maksud
darinya dalam konteks pendapat-pendapat ulama fikinh.

2.2.2. Perbedaan Ikhtiyar Fight dan Tarjih
Pada satu sisi, Ikhtiyar Fighz dan tarjih memiliki kesamaan,
yaitu: 1) Keduanya bersandar pada dalil yang diakui. 2) keduanya
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berada dalam lingkup persoalan khilafiah. 3) keduanya merupakan
upaya mengutamakan salah satu dari beberapa pendapat yang
berbeda pada kasus hukum tertentu.?*® Namun demikian, dalam
konteks pemilihan pendapat fikih tertentu, Ikhtiyar Fighz dan zarjih
diartikan secara berbeda. Penggunaan dua kata ini dengan makna
yang berbeda lebih dominan dalam kancah peristilahan fikih
mazhab, terutama fikih Syafi‘iyyah, sehingga pada saat kata
Ikhtiyar Fighi atau Ikhtiyarat disebutkan, para ulama akan
memahaminya dengan makna khusus, yang berbeda dari makna
tarjih kecuali terdapat indikasi yang menunjukkan kesamaan
keduanya dalam penyebutan tersebut. Perbedaan ini juga
ditegaskan oleh para ulama. Ibn Hajar al-Haytami cukup tegas
mengatakan bahwa Ikhtiyar Fighi tidak sama dengan tarjii,bahkan
ketika mengkritik pendapat al-Zahrani yang terkesan menyamakan
dua istilah ini pada sebuah kasus hukum yang berkaitan dengan
perceraian, Ibn Hajar al-Haytami mengklaim orang yang
menyamakan dua istilah ini tidak memahami persolan.?*® Sebelum
Ibn Hajar al-Haytami, Ibn Qayyim al-Jauziyyah juga
mengisyaratkan perbedaan antara Ikhtiyar Fighi dan tarjzh.24

25Ruqayyah Dibagh, Tajdid al-Ikhtivar wa al-Tarjih al-Fighiyain fi
Dau’i al-Taghyirat al-Mu ‘asirah; Dirasat Ta’siliyyah Tatbigiyyah, (Adrar-
Aljazair: Universitas Ahmad Dirayah, 2021), hlm. 39

26Dalam mengkritisi pendapat al-Zahrani, Ibn Hajar al-Haytami
mengatakan sebagai berikut:
A3 el Y gl M Sy ) O By S ey ok ade U el 658y sl sty W

Al e G s

Artinya: Kata-kata “telah memilih oleh al-Nawawi jatuh talak yang berbentuk
ucapan langsung (bukan ta‘lik)” patut dipertanyakan, karena sebenarnya al-
Nawawi pada persoalan tersebut tidak melakukan ikhtiyar pendapat, tetapi hanya
men-tarjth-nya, sama halnya dengan al-Rafi‘1. Zkhtiyarat dan tarjih itu berbeda,
hanya saja al-Zahrani tidak memahaminya, lantas menggunakan diksi
sebagaimana yang terlintas pada lisannya. Lihat Ibn Hajar al-Haytami, al-
Fatawa al-Kubra, JIid. IV..., him. 187

247Ketika mengutip pendapat lbn Taymiyyah tentang kewajiban
terhadap seorang suami menggauli isterinya, karena hal itu dipandang sebagai
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Secara umum, bentuk perbedaan dua istilah tersebut bahwa
tarjih merupakan bentuk ijtihad melalui upaya mengunggulkan
salah satu dari pendapat-pendapat yang nampak bertentangan
dengan melihat kepada kekuatan dalil dan argumentasi yang
digunakan, selanjutnya pendapat yang unggul akan dipakai, dan
yang lemah akan dibuang. Sedangkan Ikhtiyar Fighi adalah upaya
ijtihad yang lebih mendalam setelah melewati tahapan tarjiz dari
seorang ahli fikih pada permasalahan khilafiyyah dengan memilih
sebuah pendapat yang dipandang lebih kuat dari segi dalil,
argumentasi, atau lebih sesuai dengan magashid al-syari’ah, di
mana pendapat pilihan tersebut berbeda dengan apa yang telah
ditetapkan dalam mazhab yang ia ikuti. Dalam hal ini, tarjik
dipandang sebagai langkah awal menuju Ikhtiyar.?*® Setiap ulama
yang mampu melakukan Ikhtiyar Fighi sudah pasti mampu
melakukan tarjik, tetapi setiap ulama yang mampu melakukan
tarjzh belum tentu melakukan Ikhtiyar Fighi. Dengan ini dapat
dipahami juga bahwa orang yang berkompetensi dalam melakukan
Ikhtiyar Fighz paling tidak harus menduduki peringkat sebagai
mujtahid tarjih.

Adapun secara lebih rinci, perbedaan dua istilah ini dapat
diuraikan sebagai berikut:

a. Tarjth adalah upaya mengunggulkan salah satu pendapat
yang saling bertentangan. Sedangkan Ikhtiyar Fight
adalah upaya ijtihad yang lebih mendalam setelah
melewati tahapan tarjzh.

b. Tarjih merupakan bagian dari proses menuju kepada
Ikhtiyar Fighi. Sedangkan Ikhtiyar Fight merupakan

salah satu bentuk memperlakukan isteri secara ma‘ruf yang diperintahkan dalam
al-Qur’an, Ibn Qayyim mengatakan sebagai berikut:
s Joill s oy Lt OIS
Artinya: Pendapat tersebut telah di-tarj7h dan juga dipilih oleh guru kami. Lihat
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Raudat al-Mukibbin wa Nazhat al-Musytagin, (Ttp:
Dar ‘Alam al-Fawa’id, tt), hlm. 315
28Mahmud al-Najiri, al-Ikhtiyar al-Fighi. .., hlm. 35-36
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ketetapan pada pilihan tertentu dalam persoalan fikih
setelah diawali oleh tarjzh.

C. Tarjth biasanya memiliki konsekwensi mengambil
pendapat yang dipandang kuat (al-Ra@jik) dan
meninggalkan pendapat yang dipandang lemah (al-
marjih).  Sedangkan  lkhtiyar  Fight  merupakan
kecenderungan mengambil pendapat yang dipilih dengan
tidak membuang pendapat yang lebih umum dikenal
dalam mazhab.

d. Tarjih biasanya terjadi pada perbedaan pendapat dalam
bentuk frontal (ikhtilaf' al-Tadad). Sementara Ikhtiyar
Fight biasanya terjadi pada perbedaan dalam bentuk
keragaman pendapat (ikhtilaf al-Tanawwu ).

e. Tarjth sudah pasti terjadi pada pertentangan pendapat
yang telah ada sebelumnya. Sedangkan Ikhtiyar Fight bisa
saja terjadi dalam upaya istinbat untuk menemukan
hukum baru atau pada proses pengembangan pendapat
lama (takhrij).?*

Uraian di atas cukup jelas memberikan gambaran bahwa
Ikhtiyar Fight berbeda dari tarjih, baik pada substansi maupun
objek keberadaanya secara lebih mendetail. Letak perbedaan yang
paling kontras antara keduanya bahwa lkhtiyar Fighi merupakan
kecenderungan memilih suatu pendapat fikih yang berbeda dari
komunitas mazhab setelah melewati tahapan tarjik, dengan tetap
mengakui pendapat masyhur dalam mazhab. Adapun tarjih
merupakan bagian dari proses dan sarana menuju kepada lIkhtiyar
Fight, di mana setelah menetapkan pendapat kuat belum tentu
menjadikannya sebagai pendapat pilihan. Demikianlah perbedaan
antara Ikhtiyar Fight berbeda dari tarjih.

29 Amir Fawzi, Turuq al-Ikhtiyar al-Fighi; Dirasat Ta’siliyyah, dalam
EL-HAKIKA; Journal for Social and Human sciences, Vol. XIX, No, IlI,
(Aljazair: Universitas Ahmad ibn Balah Wahran, 2020), hlm. 184-185. Lihat
juga Rugayyah, Tajdid al-Ikhtiyar wa al-Tarjth. .., hlm. 39-40
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2.2.3. Pendapat lkhtiyarat dalam Tinjauan Historis

Dari pemaparan sebelumnya dapat dipahami bahwa sebelum
diserap dalam mazhab Syafi‘T sebagai nama sebuah pendapat
pilihan ulama tertentu, substansi Ikhtiyar Fighi pada dasarnya
adalah merasa cocok dan suka dengan sebuah pendapat disebabkan
kekuatan dalil menurut ijtihad ahli fikih yang memilihnya,
meskipun pendapat itu tidak difatwakan oleh kebanyakan ulama
yang berada dalam komunitasnya atau pada masanya. Secara
historis, upaya memilih pendapat semacam ini telah dilakukan
sejak masa Sahabat Nabi, meskipun masa itu belum lahir istilah
Ikhtiyar Fighz untuk upaya semacam ini, sebagaimana pada masa
itu juga belum muncul istilah-istilah lain yang berkaitan dengan
ilmu pengetahuan, baik ilmu fikih, usul fikih, maupun ilmu-ilmu
yang lain, karena masa Sahabat merupakan pengokohan pondasi
setiap ilmu yang kemudian berevolusi menjadi sebuah ilmu
pengetahuan yang sudah dapat diuji kebenarannya.

Dalam sejarah fikih diketahui bahwa para Sahabat sering
berbeda pendapat dalam perkara hukum. Salah satu bentuk
perbedaan di kalangan Sahabat adalah perbedaan seorang Sahabat
tertentu dengan mayoritas Sahabat atau dengan semua Sahabat lain.
Sebagai contoh, Ummul Mukminin ‘Aisyah mempunyai beberapa
pendapat yang berbeda dari mayoritas Sahabat, bahkan kadang-
kadang berbeda dengan semua Sahabat, seperti kebolehan menjual
kain penutup Ka‘bah jika tidak dipakai lagi, selanjutnya
mempergunakan harganya kepada kemaslahatan Ka‘bah. Pendapat
ini tidak pernah difatwakan sebelumnya oleh satu orangpun
Sahabat Nabi. Para Sahabat yang lain memilih menguburkan kain
tersebut ketika tidak dipakai lagi agar tidak berpotensi jatuh kepada
tempat yang dapat membuatnya dipandang hina.>>® Contoh lain,
‘Aisyah membolehkan bagi laki-laki yang sedang ihram memakai

20¢AlT Jum*‘ah Muhammad, Wa Qala al-Imam, Cet. |, (Kairo: al-Wabil
al-Sayyib, 2010), him. 115
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celana pendek, apakah dalam kondisi darurat maupun normal.
‘Aisyah pernah memerintahkan budak laki-lakinya untuk memakai
celana tersebut ketika ihram bersamanya.?®! Pada masa Sahabat,
bentuk perbedaan pendapat seperti perbedaan ‘Aisyah dengan
sahabat lainnya di atas tidak disebut dengan satu nama khusus.
Namun setelah muncul istilah-istilah khusus dalam fikih barulah
bentuk perbedaan seperti itu memiliki nama yaitu Ikhtiyar Fighz,2>
karena penekanan Ikhtiyar Fighz lebih kepada perbedaan pendapat
antara seorang ulama dengan mayoritas atau dengan semua ulama
yang lain dalam komunitasnya atau pada masanya.

Setelah periode Sahabat berakhir dan kewenangan dalam
memberi fatwa hukum berada di tangan para Tabi‘in, ruang
perbedaan pendapat semakin meluas. Para Tabi‘in memang tidak
melangkahi apa yang telah disepakati oleh Sahabat sebelumnya.
Tetapi pada masa Tabi‘in muncullah masalah-masalah baru yang
relatif banyak dan tidak pernah ada sebelumnya. Kenyataan ini
tentu saja mendorong para Tabi‘in untuk terus berijtihad guna
memberikan jawaban hukum terhadap permasalahan baru yang
mereka hadapi. Dalam ijtihad ini, selain merujuk kepada al-Qur’an,
Sunnah, kesepakatan Sahabat, pendapat pribadi Sahabat, dan giyas,
para Tabi‘in juga menggunakan pendekatan-pendakatan baru hasil
temuan mereka. Dari kegiatan ijtihad mereka lahirlah berbagai
hukum yang terkadang sama, dan terkadang berbeda satu sama
lainnya. Bentuk perbedaan merekapun demikian banyak, salah
satunya adalah perbedaan dalam bentuk melahirkan pendapat yang
berbeda dari mayoritas atau dari semua ulama lain saat itu, yang
penyebabnya kadang-kadang akibat memilih pendapat seorang
Sahabat yang tidak dipilih oleh mayoritas atau semua ulama
Tabi‘in lainnya.?>® Bentuk perbedaan inilah pada masa berikutnya

“218a‘id Fayiz al-Dakhil, Mawsii ‘ah Figh ‘disyah Umm al-Mu 'minin;
Hayatuha wa Fighuha, (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1989), him. 534

22Mahmiid al-Najiri, al-Ikhtiyar al-Fighi..., him. 18-19

23Mahmiid al-Najiri, al-Ikhtiyar al-Fighi..., hlm. 19-20
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dikenal dengan sebutan Ikhtiyar Fight.

Demikian juga pada periode Tabi® Tabi‘in sampai
berdirinya mazhab-mazhab fikih, produktifitas ijtihad ulama
semakin berkembang pesat, yang tentu saja makin banyak
melahirkan pendapat-pendapat yang saling bertentangan akibat
lapangan ijtihad yang semakin luas karena lahirnya permasalahan
yang relatif baru dari masa sebelumnya, ditambah lagi oleh
kebebasan dan kemampuan ulama saat itu dalam melakukan
ijtihad. Pada awal abad Il H sampai pertengahan abad IV H, yang
disebut oleh sejarawan sebagai masa keemasan fikih, mazhab-
mazhab fikih sudah terbentuk dan telah menemukan formulasi
terkait prinsip ijtihadnya masing-masing. Para ulama saat itu bukan
hanya mengerahkan kemampuan mereka dalam mencari jawaban
hukum, tetapi juga merumuskan berbagai metode baru dalam upaya
penalaran hukum. Seiring dengan itu, para ulama juga membuat
berbagai istilah yang berkenaan dengan hukum dan metode
penalarannya, seperti istilah rukun, syarat dan lain-lain.>

Selain istilah untuk perkara-perkara pokok dalam ijtihad,
para ulama juga membuat istilah-istilah untuk kegiatan
pengambilan pendapat dari para ulama sebelumnya. Salah satu
istilah yang dilahirkan adalah kata Ikhtiyar. Kata ini awalnya
dipakai untuk menunjukkan upaya ijtihad dalam memilih sebuah
pendapat dari beberapa pendapat yang berbeda dari ulama
sebelumnya. Hal ini seperti disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn
Hanbal mengenai prinsip ijtthadnya yang kemudian dikutip oleh
Ibn Qayyim al-Jawziyyah, bahwa jika Sahabat Nabi berbeda
pendapat pada suatu permasalahan maka akan dipilih salah satunya
(di-ikhtiyar-kan). Dalam uraiannya, Ibn Qayyim menjelaskan
bahwa pendapat Sahabat yang dipilih adalah pendapat yang paling
dekat kepada makna al-Qur’an dan Sunnah.>®® Penjelasan Ibn

Z4Muhammad al-Khudari, Tarikh Tasyri‘..., hlm. 226-228
25Teksnya adalah:
Soikes) 13) tleall (Sals pa a1z L o ol e S LYY (Lad)
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Qayyim mengisyaratkan bahwa pemilihan pendapat Sahabat itu
dilakukan melalui ijtihad karena tidak mungkin mengetahui yang
paling dekat dan cocok dengan al-Qur’an dan Sunnah kecuali
melalui ijtihad.

Perlu juga diketahui, setelah lahirnya mazhab fikih ada juga
ulama yang berijtihad memilih salah satu pendapat yang berbeda
dari ulama sebelumnya namun tidak menggunakan kata Ikhtiyar.
Contohnya seperti Imam al-Syafi‘i. Ia lebih memilih kata yang
menunjukkan kepada “mengikuti” dibandingkan kata Ikhtiyar.?%®
Kalau dilihat dari muatan isi ucapan al-Syafi‘i, jelas sekali
mempunyai arti yang sama dengan ucapan Ahmad Ibn Hanbal,
yakni memilih pendapat Sahabat melalui ijtihad untuk diikuti
dalam beramal dan fatwa. Dalam ranah ijtihad, cara pandang
tentang kekuatan dalil sebuah pendapat yang ingin dipilih sangat
relatif. Sebuah dalil yang dipandang kuat oleh seorang ulama, bisa
saja dalil itu lemah menurut pandangan ulama yang lain. Hal ini
dapat berakibat kepada perbedaan dalam memilih sebuah pendapat.
Lebih dari itu, pendapat yang telah dianut dan difatwakan oleh
kebanyakan ulama bisa saja dipandang lemah atau tidak relevan
lagi oleh ulama lainnya, karena itu ia lebih memilih pendapat lain
meskipun berbeda dengan orang banyak.

Selanjutnya, ketika mazhab fikih semakin berkembang dan
eksis, perbedaan pendapat tidak lagi terbatas antara sesama imam
mazhab, tetapi telah melebar kepada ulama yang bernaung dalam
satu mazhab tertentu, baik antara imam mazhab dengan
pengikutnya maupun sesama pengikut mazhab. Salah satu bentuk

Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I ‘lam al-Muwaqqi ‘in, JId. 1..., hlm. 25

Z63alah satu contoh ungkapan Al-Syafi‘T tentang hal ini adalah
jawabannya mengenai pendapat Sahabat Nabi yang diikutinya di kala para
Sahabat berbeda pendapat. Al-Syafi‘Ti mengatakan:

A 3 ol O ST el o a o ST by L ] e e

Artinya: Kami mengikuti (dari perbedaaan pendapat Sahabat Nabi) apa yang
lebih sesuai dengan al-Qur’an, Sunnah, /jma* atau lebih sahih Qiyasnya. Lihat
Al-Syafi‘1, al-Risalah..., hlm. 597
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perbedaannya adalah upaya memilih pendapat yang dipandang
lebih kuat dari segi dalil meskipun pendapat itu berbeda dari imam
mazhabnya sendiri atau dari komunitas internal mazhabnya. Pada
saat itulah, kata Ikhtiyar dipopulerkan sebagai istilah untuk upaya
memilih pendapat yang berbeda dari apa yang dikenal secara
umum dalam mazhabnya karena pertimbangan dalil yang lebih kuat
atau cara pandang yang lebih tepat menurut ulama yang
memilihnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan istilah
Ikhtiyar mengalami perkembangan dan cenderung bergeser. Ada
yang mengartikannya sesuai dengan maknanya yang lama dan ada
yang memberikan makna baru terhadapnya. Sesuai dengan
kedimanisan fikih, perkembangan itu terus terjadi. Dampak dari
perkembangan ini, akhirnya masing-masing mazhab fikih
mempunyai maksud tersendiri dalam mengartikan istilah Ikhtiyar.
Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, mazhab Syafi‘i
memaknai kata Ikhtiyar dengan pendapat pilihan hasil istinbat
ulama Syafi iyyah yang berbeda dari pendapat yang dikenal dalam
mazhab Syafi‘T karena pertimbangan dalil yang lebih kuat dalam
pandangan mereka. Sedangkan mazhab yang lain mengartikannya
dengan maksud yang berbeda.?®’ Intinya, Ikhtiyar Fighz merupakan

Z"Dalam mazhab fikih lainnya, kata Ikhtiyar ada yang diartikan secara
berbeda dari mazhab Syafi‘l. Mazhab Hanafi mengartikan Ikhtiyar sebagai salah
satu tanda bahwa pendapat itulah yang dipilih untuk difatwakan. Pemilihan itu
tidak selalu didasari oleh kekuatan dalilnya, namun bisa juga karena keadaan
darurat, ‘wumiam al-balwd, perubahan masa, dan perubahan kondisi. Kata yang
dipakai pun juga tidak secara lepas, tetapi bentuknya adalah “pendapat yang
mukhtar untuk masa sekarang (wl; & ,wsl)”. Lihat Ahmad Sa‘ld Hawwa, al-

Madkhal il& Madhhab al-Imam Abt Hanifah al-Nu ‘man, Cet. 1, (Jeddah: Dar al-
Andalus al-Khadra’, 2002), hlm. 449-450. Lihat juga Maryam Muhammad
Salih al-Zafiri, Muszalahat al-Madhahib al-Fighiyyah, Cet. 1, (Beirut: Dar Ibn
Hazm, 2002), hlm. 117. Selanjutnya dalam mazhab Maliki, kata Ikhtiyar
diartikan dengan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama karena kekuatan
dalilnya di sisi ulama tersebut, meskipun pendapat itu merupakan pendapat
lemah. Ketentuan ini berlaku jika pendapat Ikhtiyar disebutkan dalam selain
kitab Mukhtasar Khalil karya Imam Khalil ibn Ishaq (w. 776 H). Adapun jika
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salah satu bentuk ijtihad yang dilakukan oleh ulama mazhab, di
mana substansi ijtihad ini telah ada sejak masa Sahabat Nabi, hanya
saja bentuk ijtihad ini kemudian berkembang dan memiliki istilah
khusus untuk penamaannya. Demikianlah tinjauan historis terhadap
pendapat Ikhtiyarat.

2.2.4.Penyebab Kelahiran Zkhtiyarat dalam Mazhab Syafi‘l

Dalam definisi pendapat Zkhtiyarat dapat dipahami secara
eksplisit bahwa pendapat itu dipilih oleh sebagian ulama karena
pertimbangan dalil yang lebih kuat dalam pandangannya
dibandingkan pendapat yang dikenal secara umum dalam mazhab
yang ia ikuti. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam ranah ijtihad,
cara pandang kekuatan sebuah dalil bukanlah perkara yang bersifat
mutlak, tetapi kekuatannya bersifat relatif. Oleh karenanya,
permasalahan hukum vyang tergolong khilafiah begitu banyak.
Dalam konteks bermazhab, para ulama pengikut mazhab yang telah
mempunyai kapasitas ijtihad tidak jarang melahirkan pendapat
yang bertentangan dengan imam mazhab yang mereka ikuti.
Kenyataan ini tidak terlepas dari perbedaan cara pandang mereka
dalam menyikapi sebuah permasalahan. Dalam berijtihad,
terkadang mereka menilai bahwa ketetapan yang telah dianggap
kuat dalam mazhab justeru lemah disebabkan ketetapan itu sulit
diamalkan, munculnya dorongan hajat untuk melakukan hal yang
sebaliknya, ketetapan itu kurang respon terhadap kemaslahatan

terdapat dalam kitab Mukhtasar Khalil maka arti Ikhtiyar adalah pendapat yang
dipilih oleh Imam ‘Ali ibn Muhammad al-Lakhmi (w. 478 H). Seandainya
bentuk kata yang dipakai al-Lakhmi adalah al-Mukhtar (,w=b) atau al-Zkhtiyar
(Lw=Y) maka dimaksudkan bahwa pendapat itu merupakan pendapat ulama
sebelumnya. Namun bila kata yang dipakai al-Lakhmi adalah Ikhtari (1s,=) atau
Ukhtira (=) maka maksudnya pendapat itu hasil penelarannya sendiri. Lihat I1bn
Farhtin, Tbrahim ibn ‘Ali, Kasf al-Nigab al-Hajib min Mustalah 1bn al- Hajib,
Cet. I, (Beirut: Dar al-‘Arabi al-Islami, 1990), hlm. 123-124. Lihat juga Maryam

Muhammad, Muszalahat al-Madhahib..., hlm. 173 dan 214. Adapun dalam
mazhab Hanbali, sejauh ini penulis belum menemukan istilah kata al-Zkhtiyar.
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umum, dan adanya perintah penguasa untuk menjalankan ketentuan
yang sebaliknya.

Menurut sebagian peneliti tentang kemunculan pendapat
Ikhtiyarat, setidaknya empat faktor itulah yang menyebabkan
pendapat Ikhtiyarat itu lahir dalam mazhab Syafi‘1.2*® Berikut ini
penjelasannya secara singkat.

1. Kesulitan Mengamalkan Pendapat Mazhab

Para mujtahid menetapkan hukum sesuai dengan kehendak
dalil dan alasan yang ditemukan berdasarkan prinsip-prinsip ijtihad
yang dipakai. Tetapi dalam penerapan hasil ijtihad itu bisa saja
menemui kendala berat sehingga para ulama penerusnya
memandang sulit menerapkan dan mengamalkannya. Oleh
karenanya, ulama penerus mazhab lebih memilih pendapat lain
yang dipandang lebih mulus dan mudah untuk diamalkan oleh
pengikut mazhab yang bersangkutan secara umum. Adapun bentuk
pengamalan yang sulit akan diarahkan kepada mereka yang mampu
melakukannya.?®® Alasan pemilihan ini adalah karena agama ini
tidak membebani umat dengan perkara-perkara yang cukup sulit
untuk dilakukan. Contohnya dalam mazhab Syafi‘ct adalah
pemilihan pendapat yang membolehkan mugaranah ‘urufiyyah
pada takbiratul ihram shalat, padahal pendapat kuat mewajibkan
muqaranah  haqiqiyyah.®®  Alasannya  karena  muqdaranah

Z8Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 426-427

2%Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Subki yang dikutip oleh al-
SamhiidT dengan ungkapan berikut ini:

) GBI ity IS, e A pges IS Y

Artinya: Hukum yang dinilai memberatkan yang mampu diamalkan oleh ahli
fikih yang berkompeten tidak boleh dibebankan kepada masyarakat awam. Lihat
Al-Samhudi, Nar al-Din ‘Alf ibn ‘Abd Allah, al-‘lqd al-Farid fi Ahkam al-
Taqlid, Cet. 11, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2011), hlm. 99

®OMugaranah haqigiyyah adalah menyertakan niat shalat secara
bersamaan dengan takbiratul ihram pada saat memulai sampai mengakhirinya.
Sedangkan mugaranah ‘urufiyyah adalah terdapatnya niat shalat di dalam
takbiratul ihram meskipun tidak terjadi persis secara bersamaan pada saat



118

hagigiyyah sulit dikerjakan oleh kebanyakan umat, jika
mewajibkannya akan berakibat kepada tidak sahnya shalat
kebanyakan umat ini. Jadi, pemilihan pendapat yang lemah di sini
karena kesulitan mengamalkan pendapat kuat dalam mazhab.?5!
Pemilihan ini dipandang lebih tepat dan kuat karena bertujuan
menghilangkan kesulitan yang merupakan salah satu prinsip pokok
dalam agama Islam.

2. Munculnya Hajat Mengamalkan Pendapat Lain

Agama tidak menutup diri dalam merespon kebutuhan atau
hajat manusia selama kebutuhannya tidak bertentangan dengan
ketentuan yang telah baku dalam agama. Berdasarkan hal tersebut,
ulama dalam ijtihadnya sangat mempertimbangkan aspek hajat
sehingga kadang-kadang hajat itu ditempatkan pada posisi darurat
yang dapat merubah status sebuah hukum. Dalam pengamalan
pendapat mazhab, ulama penerus mazhab juga kadang-kadang
memilih pendapat yang berbeda dari ketentuan yang telah ada
dalam mazhabnya disebabkan tuntutan hajat. Contohnya dalam
mazhab Syafi‘T seperti memindahkan zakat ke luar daerah tempat
berada harta. Pendapat kuat mengatakan bahwa zakat harus
dibagikan kepada penerima yang berada di tempat keberadaan
harta.?®? Pendapat lemah membolehkan zakat dibawa ke luar
daerah.?®® Pendapat lemah ini dipilih oleh sebagian ulama karena
dipandang hajat.?®* Dalam kenyataan, pemilik harta kadang-kadang
ingin memberikan zakat kepada kerabatnya yang bertempat tinggal
di luar daerah. Di samping membantu Kkerabat, juga dapat
terjalinnya silaturrahmi yang makin kuat. Jika saja tidak boleh

memulai dan mengakhiri. Lihat al-Syarqawi, ‘Abd Allah ibn Hijazi, Hasyiyah al-
Syargawr ‘ala al-Tahrir, JId. 1, (Singapura-Jeddah: al-Haramain, tt), him. 183

%1Imam al-Haramain, Nihayat al-Maglab, J1d. II..., him. 117. Lihat juga
al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi..., hlm. 184

262A\|-Syafi‘t, Al-Umm, JId. II..., hlm. 78

2B AI-Qulytbi, Hasyiyah al-Qulyibr, J1d. 111.. ., hlm. 203

264Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 407-408
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secara mutlak memindahkan zakat, maka keakraban seseorang
dengan kerabatnya di luar daerah bisa saja sedikit merenggang.
Oleh karenanya, kebolehan memindahkan zakat ke luar daerah
dipandang sebagai salah satu keputusan yang didasari oleh hajat.
Memenuhi hajat manusia dengan ketentuannya merupakan salah
satu perkara yang dipandang penting dalam agama, maka memilih
pendapat lemah dengan dasar hajat dipandang juga sebagai hajat.

3. Pendapat Lain Lebih Responsif Terhadap kemaslahatan
Umum

Yang dimaksudkan dengan lebih merespon kemaslahatan
umum di sini adalah lebih sesuai dengan magqasid al-syari‘ah.
Mempertimbangkan aspek magasid al-syari‘ah dalam ijtihad
merupakan sebuah kewajiban yang disepakati ulama. Dalam ranah
ijtihad, sebuah hukum yang sudah diputuskan oleh imam mazhab
atau mayoritas ulamanya sudah pasti terdapat nilai magasid al-
syari‘ah. Namun dalam perjalanan mazhab tersebut, sebagian
ulama yang bernaung dalam mazhab yang bersangkutan
memandang bahwa hukum seperti yang telah ada pada kasus
tertentu kurang merespon magqasid al-syari‘ah. la lebih melihat
eksistensi magqasid al-syart ‘ah justeru terletak pada pendapat lemah
yang bertentangan dengan pendapat yang umum dikenal dalam
mazhabnya. Berdasarkan hal itu, ia memilih pendapat lemah karena
menilai lebih merespon aspek kemaslahatan umum yang
merupakan manifestasi dari magasid al-syari ‘ah. Contohnya dalam
mazhab Syafi‘T adalah imam shalat yang berbeda mazhab dengan
makmum melakukakan perkara yang membatalkan shalat menurut
keyakinan makmum. Pendapat kuat mengatakan shalat makmum
tidak sah.?®®> Sedangkan pendapat lemah mengatakan sah.?®

25A1-Mahalli, Kanz al-Raghibin, Jld. I..., hlm. 229

26Al-Qaffal, Abi Bakr ‘Abd Allah ibn Ahmad, Fatawa al-Qaffal,
Tahqig: Mustafa Mahmiid al-Azhari, Cet. I, (Kairo: Dar Ibn ‘Affan, 2010), him.
55-58
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Pendapat lemah ini dipilih oleh sebagian ulama,?®’ karena

dipandang lebih mementingkan kemaslahatan umum, yakni
terwujudnya keharmonisan dalam ranah khilafiah.2%8

4. Perintah Penguasa Untuk Menjalankan Pendapat Lain

Dalam keadaan tertentu, kebijakan pemimpin Negara
terkadang berbeda dari ketentuan pendapat kuat dalam fikih yang
dianut oleh rakyatnya. Tetapi pemimpin telah memerintahkan
untuk diterapkan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, dibolehkan bagi
ulama untuk memfatwakan hukum sebagaimana perintah pemimpin
dengan syarat bahwa hukum tersebut dipilih dari salah satu mazhab
yang muktabar, meskipun berbeda dari mazhab yang dianut oleh
rakyat di Negara itu. Alasannya agar tidak menimbulkan
instabilitas Negara.?®® Jika pendapat dari luar mazhab saja boleh
difatwakan selama dalam lingkup muktabar, maka memfatwakan
pendapat lemah yang masih berada dalam mazhab lebih-lebih lagi
dibolehkan. Contohnya adalah suami yang sedang sakit
menceraikan isterinya dengan tujuan agar isteri tidak mendapatkan
warisan jika suami meninggal dunia dalam sakit tersebut. Setelah
diceraikan ternyata suami benar-benar meninggal dunia. Pendapat
kuat mazhab Syafi‘cT mengemukakan bahwa isteri tidak
mendapatkan warisan. Sedangkan pendapat lemah mengatakan si
isteri berhak mendapatkan warisan. Di daerah Hadramaut Yaman,
para Qadhi memilih pendapat lemah dalam memutuskan hukum di
atas karena sudah merupakan perintah Undang-Undang.?’°
Demikianlah secara umum penyebab lahirnya rkhtiyarat dalam
mazhab Syafi‘l, yang proses kelahirannya sangat menunjukkan
kepada kedinamisan fikih yang ada dalam mazhab tersebut.

%71bn Hajar al-Haytami, Tukfat al-Mujtaj, J1d. 11..., him. 282
28\Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 426

291bn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra, JId. IV..., him. 331
2'OMuhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 428
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2.2.5.Kedudukan Ikhtiyarat dalam Mazhab Syafi‘l

Bentuk pendapat Ikhtiyarat ulama Syafi‘iyyah jika dilihat
dari asalnya terdiri dari tiga macam. Pertama, pendapat lemah yang
ada dalam koridor mazhab Syafi‘l. Kedua, pendapat dari luar
mazhab Syafi‘t. Ketiga, pendapat baru yang dihasilkan melalui
ijtihad. Berkaitan dengan kedudukannya apakah dipandang sah
sebagai bagian dari mazhab Syafi‘T ataupun tidak, hal ini sangat
tergantung kepada bentuk pendapat tersebut dan cara penalarannya.
Para ulama Syafi iyyah terlihat sekilas berbeda pandangan dalam
menilai kedudukan pendapat khtiyarat. Sebagiannya mengatakan
bahwa pendapat tersebut bukan bagian dari mazhab Syafi‘1.?’
Sebagian lainnya mengatakan bahwa pada hakikatnya pendapat itu
merupakan bagian dari mazhab Syafi‘t.?’? Bila ditelusuri secara
mendalam, perbedaan pandangan di atas dapat disatukan karena
masing-masing dari dua kubu menilai pendapat Zkhtiyarat dalam
bentuk yang tidak utuh atau dari sudut pandang tertentu saja.

Jika melihat kepada kriteria pendapat yang sah dinisbatkan
kepada mazhab Syafi‘l atau tidak, sebagaimana telah penulis
kemukakan pada uraian mengenai pengayaan pendapat mazhab
maka kedudukan pendapat Ikhtiyarar akan jelas dengan
menggunakan ukuran tersebut. Artinya, jika pendapat /khtiyarat itu
dihasilkan dengan berpijak pada kaidah dan prinsip ijtihad al-
Syafi‘T maka pendapat itu dipandang bagian dari mazhab Syafi‘i.
Menurut al-Subki, kebanyakan pendapat Ikhtiyarat yang dilahirkan
atau dipilih oleh ashab al-wujith masuk ke dalam kategori ini.?"
Adapun jika penalaran pendapat itu tidak mengacu kepada kaidah
dan prinsip ijtihad al-Syafi‘T maka pendapat itu tidak dipandang
bagian dari mazhab al-Syafi‘i. Ibn al-Subki memberikan contoh

MAl-Kurdi, al-Fawa’id al-Madaniyyah..., hlm. 82-84. Lihat juga al-
‘Aliji, Tadhkirat al-fkhwan..., hlm. 47. Lihat juga al-Saqaf, Fawaid al-
Makkiyyah..., hlm. 50

212Al-Saqaf, Fawdaid al-Makkiyyah..., hlm. 70

2B3Al-Subki, Qada’ al-Arb..., him. 310
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untuk kriteria ini seperti pendapat yang dilahirkan oleh ulama yang
lebih sering melepaskan diri dari kaidah dan prinsip mazhab
Syafi‘l, umpamanya Muhammad ibn Nasr al-Marwazi (w. 294 H),
Muhammad ibn Jarir al-TabarrT (w. 310 H), Muhammad ibn Ishaq
ibn Khuzaimah (w. 311 H), dan Muhammad ibn al-Mundhir (w.
318 H).?’* Tbn Hajar al-Haytami menambah lagi seperti sebagian
pendapat al-Muzani (w. 264 H) dan Aba Thir (w. 240 H).?"® Jadi,
Ikhtiyarat bagian yang kedua ini lebih tepat disebut dengan istilah
Agwal Fugaha’ al-Sydfi‘iyyah, bukan Madhab al-Syafi 7 atau
Madhab al-Syafi ‘iyyah. Sedangkan bagian pertama di atas, itulah
yang diistilahkan dengan Madhab al-Syafi‘'t atau Madhab al-
Syafi ‘iyyah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa
kedudukan pendapat Zkhtiyarat sebagai bagian dari mazhab Syafi‘l
tidak bersifat mutlak, namun tergantung pada bagaimana pendapat
itu dilahirkan. Adapun cara mengetahui bahwa pendapat Zkhtiyarat
itu sesuai atau tidak dengan kaidah dan prinsip ijtihad al-Syafi‘1,
hal ini untuk masa sekarang bukanlah perkara sulit karena semua
pendapat Ikhtiyarat telah dilakukan proses seleksi terhadapnya oleh
para ulama yang tergolong dalam mujtahid tarjih. Jadi tinggal saja
membuka literatur karya mereka untuk memeriksa apakah pendapat
itu diakui sebagai mazhab Syafi‘l atau tidak. Perlu diingat juga,
meskipun ada di antara pendapat khtiyarat yang diakui sebagai
mazhab Syafi‘l, tetapi pendapat itu tetap dipandang sebagai
pendapat lemah karena berbeda dengan pendapat yang umum
dikenal dalam mazhab tersebut.?’® Namun demikian pendapat itu
tetap boleh diikuti dan diamalkan untuk pribadi selama memenuhi
persyaratan yang telah diatur.?’’

Perlu diketahui bahwa ketentuan berkaitan kedudukan

21bn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, J1d, I..., him. 331

251bn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra, Jid. 111..., hlm. 14
278 Abd al-Basir, Dirasat al-Mawsii ‘ah. .., him. 81-82

211 Al-Saqaf, Fawdaid al-Makkiyyah..., hlm. 59
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Ikhtiyarat di atas hanya berlaku untuk pendapat Ikhtiyarat yang
bukan kepunyaan al-Nawawi. Adapun mengenai [khtiyarat al-
NawawT1, para ulama muata’akhkhirin Syafi ‘iyyah mengartikannya
secara berbeda dari pengertian di atas.?’® Hal ini didasarkan pada
pernyataan al-Nawawi sendiri yang memberikan makna terhadap
pendapat Ikhtiyarat dengan arti yang sedikit berbeda dari arti yang
biasa dikenal.?’® Bahkan dalam sebagian kitabnya seperti Rawdat
al-Talibin, al-Nawawi tidak menjelaskan sama sekali maksud dari
pendapat lkhtiyarat. Berdasarkan hal itu, para ulama
muata’akhkhirin Syafi ‘iyyah menilai bahwa Ikhtiyarat al-Nawawi
mempunyai kedudukan tersendiri yang tidak bisa disamakan
dengan Ikhtiyarat ulama lain sebagaimana di atas. Berdasarkan hal
tersebut, berkaitan kedudukan Zkhtiyarat al-Nawawi perlu dibahas
secara khusus pada bagian tersendiri nantinya. Demikianlah
penjelasan secara singkat mengenai kedudukan pendapat Zkhtiyarat
dalam mazhab Syafi‘1.

2.3.Biografi al-Nawaw1
Nama lengkap al-Nawawi adalah Aba Zakariyya MuhyT al-
Din Yahya ibn Syarf ibn Muri ibn Hasan ibn al-Husain ibn
Muhammad ibn Jum‘ah ibn Hizam al-Nawawi al-Damsyiqi. la

278< Abd Allah ibn Husain ibn Abd Allah Balfaqih, Marlab al-Igaz fi al-
Kalam ‘ala Syay’ min Ghurar al-Alfaz, Tahqiq: Mustafé ibn Hamid ibn Sumait,
(Kuwait: Dar al-Diya’, tt), hlm. 39-40

2%Hal ini sebagaimana terdapat dalam kitab al-Tahgig, al-Nawawi
menulis sebagai berikut:
ol ab s sl OGS Jldl) @l oy el el WA 0I5 S 2l w5 5 lr 30

s Coadll 3 a1 s ofy Al asl 4 2B, s

Artinya: kapan saja terdapat pendapat yang di-zarjih oleh kelompok kecil ulama
dan didukung oleh dalil yang kuat serta tegas maka saya mengatakan untuk
pendapat itu “al-Mukhtar seperti ini”. Berdasarkan makna tersebut maka kata al-
Mukhtar menunjukkan kepada kekuatan dalilnya dan dikemukakan oleh
kelompok kecil ulama, sedangkan pendapat kebanyakan ulama dan yang
masyhur dalam mazhab adalah sebaliknya. Lihat al-Nawawi, AblG Zakariyya
MuhyT al-Din Yahya ibn Syarf, Kitab al-Tahqig, Cet. |, (Beirut: Dar al-Jiyal,
1992), him. 32
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lahir pada bulan Muharram Tahun 631 H di Nawa, sebuah desa di
daerah Hauran, Negara Suriah. Ayah al-Nawawi bernama Syarf ibn
Muri (w. 685 H) adalah seorang pedagang yang terkenal saleh dan
taat. Dalam rumah tangga yang taat dan saleh itulah al-Nawaw1
dibesarkan. Pada masa kecilnya, al-NawawT selalu menyendiri dari
teman-temannya yang suka menghabiskan waktu hanya untuk
bermain-main. Dalam kondisi yang demikian, al-Nawaw1 yang dari
kecilnya mendapat perhatian besar dari orang tuanya itu, banyak
menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari al-
Qur’an dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Meskipun pada usia
sepuluh tahun, al-Nawawi ditugaskan oleh ayahnya menjaga toko,
namun hal itu tidak membuat al-Nawawi lalai dari memepelajari al-
Qur’an. %%°

Pada usia sembilan belas tahun, al-Nawawi diantar oleh
ayahnya ke Damaskus untuk melanjutkan pendidikan.?®! Begitu
sampai di Damaskus al-Nawawi langsung berhubungan dengan dua
ulama terkenal Damaskus saat itu, yaitu *Abd Kaft ibn *Abd Malik
al-Rabi* (w. 698 H), dan ’Abd al-Rahman ibn Ibrahim ibn al-
Farkah (w. 690 H). Dua ulama besar inilah yang merupakan guru
pertama al-Nawawi di Damaskus. Beberapa waktu kemudian ia
dikirim oleh gurunya itu ke sebuah lembaga pendidikan yang
terkenal di damaskus yaitu madrasah al-Rawahiyyah. Di madrasah
ini, al-Nawaw1 juga belajar pada al-Kamal Ishaq al-Maghribi (w.
650 H). Selama berada di madrasah al-Rawahiyyah, al-Nawawi
benar-benar menggunakan waktu sepenuhnya untuk belajar.
Selama enam tahun, ia menghabiskan waktu siang dan malam
hanya untuk membaca, menghafal, meneliti, dan mengulang

280 Abd al-Ghant al-Daqqar, al-Imam al-Nawawi; Syaikh Islam wa al-
Muslimin wa ‘Umdat al-Fuqahda’ wa al-Muhaddithin, Cet. 1V, (Damaskus: Dar
al-Qalam, 1994), him. 19-22

BLAl-Suyiiti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman, al-Manhaj al-Sawi fi
Tarjamah al-Imam al-Nawawt, Tahqiq: Ahmad Syafiq Damaj, Cet. I, (Beirut:
Dar Ibn Hazm, 1988), him. 31
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pelajaran yang ia dapatkan.?®?

Selain berguru pada beberapa ulama di atas, al-Nawawi
juga berguru pada sejumlah ulama lain saat itu. Semua bidang ilmu
ia pelajari secara tekun, mulai dari ilmu tentang bahasa Arab, hadis
serta perawinya, usul fikih, fikih dan lain-lain. Setelah mantap
dalam berbagai bidang ilmu, al-Nawawi memfokuskan diri untuk
memperdalam bidang fikih. la mulai menelusuri pendapat-pendapat
ulama sejak Sahabat Nabi serta Tabi‘in, metode penalarannya,
permasalahan yang disepakati ulama sebelumnya dan yang
diperselisihkan, pendapat-pendapat yang masyhur dan yang langka.
Dalam mempelajari fikih ini, al-Nawawi menempuh metode yang
dipakai oleh para ulama sebelumnya, terutama ulama Salaf. Setelah
mendalami fikih secara umum, al-Nawawi memfokuskan diri lagi
untuk mendalami fikih mazhab Syafi‘l secara khusus, kaidah-
kaidah serta prinsip ijtihadnya, dan cara berpikir para ulama
Syafi iyyah sebelumnya. Berkat kegigihannya, akhirnya al-Nawaw1
menemukan sebuah formulasi untuk menetapkan pendapat yang
kuat dan lemah dalam mazhab Syafi‘t. Bahkan sesekali ia
melahirkan pendapat yang berbeda dari para ulama sebelumnya.??

Sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya bahwa dalam
mazhab Syafi‘T terdapat aliran Irak dan Khurasan. Al-Nawawt
merupakan salah seorang yang mempelajari metode dari dua aliran
itu secara utuh, karena para gurunya ada yang menganut aliran Irak
dan ada juga yang menganut aliran Khurasan. Dalam silsilah
keilmuannya, al-Nawawi menyebutkan secara detil bahwa fikih
aliran Irak diperoleh melalui sanad yang sampai secara akurat
kepada Abt Sa‘id ‘Abd Allah ibn Muhammad ibn Hibbat Allah ibn
Abt ‘Asrun al-Mdsili. Sedangkan fikih aliran Khurasan melalui

282 Abd al-Ghant al-Daqaar, al-Imam al-Nawawi..., hlm. 25-30

23|pn al-*Attar, ‘Ala’ al-Din ‘Alf ibn Ibrahim ibn Dawud, Tukfat al-
Talibin fi Tarjamah al-Imam al-Nawawi Muhyt al-Din, dalam al-fjaz fi Syarh
Sunan Abt Dawud al-Sajistant, Cet. I, (Amman : Dar al-Athariyyah, 2007), him.
53-66
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sanad yang sampai kepada Abi Qasim ibn al-Bazari al-Jazri.?®* Dari
penjelasan tersebut, jelaslah bahwa al-Nawawi menguasai betul
metode-metode yang berkembang dalam mazhab Syafi‘l. Bahkan
al-NawawT disebut sebagai ulama yang berhasil memadukan secara
relatif sempurna dua metode tersebut.?®® Dengan demikian, al-
Nawawi merupakan sosok ulama yang merepresentasikan fikih
mazhab Syafi‘1 secara utuh karena pengusaannya terhadap berbagai
metode yang berkembang di dalamnya. Buktinya, setelah masa al-
Nawawi tidak ada lagi sekat-sekat yang membelah mazhab Syafi‘i
kepada aliran Irak dan Khurasan. Hal ini tidak terlepas dari
kontribusi al-Nawawi yang berhasil memadukan kedua aliran
tersebut menjadi sebuah kesatuan yang kuat dan komplit.

Setelah matang dalam mengenyam pendidikan, al-Nawaw1
mulai menulis kitab dalam berbagai bidang ilmu yang dikuasainya.
Al-Nawawi menjadi salah seorang ulama yang sangat produktif
dalam menulis. Betapa tidak, dalam masa yang terhitung singkat, ia
mampu mewariskan berbagai tulisan yang didokumentasikan dalam
berbagai kitab dari lintas ilmu pengetahuan, lebih-lebih lagi bidang
fikih. Perlu diketahui, kitab-kitab hasil karya al-Nawawi tidak
semuanya berhasil ditulis secara sempurna karena usia al-Nawawi
yang terbilang singkat. Meskipun demikian, kitab-kitab yang telah
disempurnakan penulisannya atau mendekati sempurna dan telah
dicetak terbilang relatif banyak dari beberapa bidang ilmu. Dalam
bidang fikih di antaranya al-Majmii‘ Syarh al-Muhadhdhab, al-
Tahgiq, Rawdat al-Talibin, Minhaj al-Talibin, Tashih al-Tanbih,
al-Tangih Syarh al-Wasit, al-Idah fi Mandsik al-Haj wa al- ‘Umrah,
al-Fatawa, al-Usul wa al-Dawabit dan lain-lain.

Dalam bidang kosakata Arab ia menulis kitab al-Isyarat
Lima Wagqa ‘a fi al-Rawdah min Asma’ al-Mubhamat dan al-Tahrir

Z4A1-Nawawi, Abil Zakariyya Muhyt al-Din Yahya ibn Syarf, Tahdhib
al-Asma’ wa al-Lughat, Ta'‘lig: Mustafa ‘Abd al-Qadir ‘Ata, Jid. I, Cet. I,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), hlm. 25-26

285 A1 Jum‘ah, al-Madkhal ila Dirasah al-Madhahib. .., him. 45
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fi Alfaz al-Tanbih. Bidang biografi Perawi hadis terdapat kitab al-
Isyarat ila Asma’ al-Mubhamat, al-Mubham ‘ala Huraf al-Mu ‘jam,
dan Mukhtasar Asad al-Ghabah fi Asma’ al-Sahabah. Bidang hadis
dan Mustalah al-Hadith terdapat kitab al-Minhaj Syarh Sahih
Muslim, al-fjaz fi Syarh Sunan Abt Dawud, Rivad al-Salihin, al-
Arba‘tin al-Nawawiyyah, Khulasat al-Ahkam min Muhimmat al-
Sunan wa Qawa ‘id al-Islam, Irsyad Tulab al-Haqa'’iq ila Ma ‘rifat
Sunan Khayr al-Khala’iq, al-Taqrib wa al-Taysir fi Ma ‘rifat sunan
al-Basyir al-Nadhir dan lain-lain. Bidang zikir dan fadhilah
terdapat kitab Bustan al-‘Arifin, al-Tibyan fi Adab Hamalat al-
Qur’an, al-Adhkar, Tuhfat Tulab al-Fada’il wa Ru’iis al-Masa'il
dan lain-lain. Bidang biografi ulama terdapat kitab Tahdhib al-
Asma’ wa al-Lughat, Tabaqat al-Fuqahd’ al-Syafi ‘iyyah, Mird’ at
al-Zaman fi Tarikh al-A ‘yan dan lain-lain.?®

Setelah menjadi seorang ulama besar dalam mazhab Syafi‘,
al-Nawaw1 dikenal dengan kemampuannya yang mumpuni dalam
bidang men-tarjih pendapat-pendapat yang saling bertentangan
dalam mazhab al-Syafi‘i. Metode farji/ yang telah digagas oleh
para ulama sebelumnya lantas dikoreksi kembali dan
disempurnakannya secara lebih komprehensif. la menelusuri semua
pendapat dan cara pandang dalam istinbat-nya. Selain itu ia juga
menyusun kerangka baru dalam bidang tarjih, mengatur urutan
pendapat yang saling bertentangan sesuai dengan kekuatan dalil
dan alasan hukumnya, dan menggagas istilah khusus untuk
penamaan pendapat-pendapat tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam
beberapa kitab yang ditulisnya seperti al-Majmii‘ Syarh al-
Muhadhdhab, al-Takgiq, Rawdat al-Talibin, dan Minhaj al-
Talibin. Atas dasar itulah, para ulama Syafi‘iyyah yang hidup pada
masa berikutnya memandang al-Nawawi sebagai sosok ulama yang
paling selektif dalam melakukan tarjih dan otentifikasi mazhab
Syafi‘t. Setelah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam

2\Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 221-227



128

mazhab Syafi‘1, akhirnya al-Nawawi wafat di desa kelahirannya
yaitu Nawa pada 24 Rajab Tahun 676 H.?®” Demikianlah biografi
singkat al-Nawaw.

2.4.Posisi al-Nawaw1 dalam Mazhab Syafi‘t

Dalam mazhab Syafi‘i, al-Nawawi menempati kedudukan
yang tinggi. Al-Nawawi merupakan salah seorang yang tergolong
ke dalam mujtahid tarjih mazhab Syafi‘l. Dari semua tarjih yang
ada, yang paling diutamakan adalah tarjih-nya al-Nawawi. Para
ulama Muta akhkhirin Syafi iyyah telah sepakat membuat sebuah
ketetapan terkait pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab
Syafi‘l. Ketetapan tersebut adalah bahwa “setiap kasus hukum yang
terjadi perbedaan pendapat padanya maka yang kuat dan menjadi
pegangan adalah apa yang disepakati oleh al-Rafi‘T dan al-Nawawi.
Jika keduanya berbeda pandangan maka yang kuat dan menjadi
pegangan adalah apa yang dikemukakan atau di-farjih oleh al-
Nawawi”.?88 Ketetapan tersebut cukup tegas menempatkan al-
Nawawl sebagai rujukan utama dalam perkara pen-tarjih-an
pendapat-pendapat yang saling bertentangan.

Bila diteliti lebih jauh, ketetapan tersebut memang tidak
berlaku secara mutlak. Buktinya para ulama Muta akhkhirin
Syafi ‘iyyah juga membuat pengecualian dari ketetapan di atas,
yakni pernyataan al-Rafi‘Tt dan al-NawawT diutamakan selama tidak
divonis oleh para ulama peneliti sesudah keduanya bahwa pendapat
keduanya merupakan sebuah kelupaan/kekeliruan. Artinya, jika
pendapat al-Rafi‘T atau al-Nawawi dipandang sebagai sebuah
kelupaan maka statusnya tidak langsung menjadi pendapat kuat,
namun pendapat itu perlu dikaji kembali. Meskipun demikian,
sebagian ulama lain berpendapat bahwa sebenarnya hal tersebut
bukanlah kelupaan al-Rafi‘T atau al-Nawawi, namun keterbatasan

27Al-Suyitt, al-Manhaj al-Sawt..., him. 79
281bn Hajar al-Haytam1, Tukfat al-Mukzaj, J1d. 1..., hlm. 39. Lihat juga
Al-Kurdi, al-Fawa 'id al-Madaniyyah..., hlm. 37-38
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informasi bagi ulama peneliti setelah keduanya mengenai asal-usul
pendapat tersebut atau dasar hukumnya. Lantas para peneliti yang
datang kemudian menduga hal tersebut sebuah kelupaan.
Kesalahan dugaan seperti ini telah dibuktikan melalui penelusuran
kembali oleh peneliti lain, dan ditemukan informasi yang utuh,
sehingga tidak divonis lagi pendapat al-Rafi‘T atau al-Nawawi
sebagai sebuah kelupaan.?® Jadi, apa yang telah diklaim sebagai
kekeliruan dua ulama tersebut perlu ditinjau kembali, atau paling
tidak masalah tersebut menjadi masalah yang berbeda pandangan
antara al-Rafi‘t atau al-Nawaw1 dengan ulama sesudah keduanya.
Adapun alasan dijadikannya al-Nawawi oleh wulama
Muta’akhkhirin Syafi ‘iyyah sebagai rujukan utama dalam perkara
tarjih adalah karena ia dipandang lebih selektif dalam perkara
tarjth pendapat mazhab. Hal ini didasari setidaknya atas dua faktor.
Faktor pertama adalah penelusuran al-Nawawi terhadap semua
pendapat yang ada dalam mazhab Syafi‘ct dipandang lebih
komprehensif. Dalam pendahuluan kitab al-Majmi‘ Syarh al-
Muhadhdhab ia mengatakan bahwa tidak membiarkan satupun
pendapat yang ada dalam mazhab Syafi‘T kecuali dicantumkannya,
meskipun pendapat itu sangat lemah adanya. Selanjutnya ia akan
menetapkan mana di antaranya yang kuat dan yang lemah. Lebih
dari itu, ia juga mengemukakan sisi kekuatan dan kelemahan
masing-masing pendapat, bahkan ia tidak segan-segan mengkritisi
sebuah pendapat walaupun bersumber dari seorang ulama besar.
Hal itu dilakukannya agar orang-orang tidak terkecoh dengan nama
besar seorang ulama, karena pijakan dalam mengikuti sebuah
pendapat adalah kekuatan dalil, ‘l/lar dan kelurusan metode
istinbat-nya. Di samping itu, kerja keras itu dilakukan agar jelas
mana pendapat yang boleh diikuti dan ditinggalkan. Oleh karena
itu, ia membongkar semua literatur yang ia dapatkan agar dapat

BIAl-Kurdi, al-Fawa ’id al-Madaniyyah..., hlm. 84-92
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menemukan pendapat-pendapat itu secara lengkap dan utuh.?%

Faktor kedua adalah berdasarkan metode yang dipakai al-
Nawawi yang dinilai lebih kuat, ilmiah, sistematis, integratif, dan
lebih sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab Syafi‘i dibandingkan
metode ulama sebelumnya termasuk al-Rafi‘t.?®! Sebagai bukti,
pada awal setiap kitab fikihnya, al-Nawawi selalu menulis secara
khusus dan rinci mengenai metode yang dipakai dalam melakukan
tarjih pendapat dalam mazhab, seperti yang terdapat pada awal
Kitab Minhaj al-Talibin, Rawdat al-Talibin, al-Tahgiq, dan al-
Majmii* Syarh al-Muhadhdhab. Lebih dari itu, al-Nawawi juga
mencetuskan istilah-istilah khusus untuk pendapat-pendapat yang
saling bertentangan, membuat Klasifikasi urutan khilaf dari segi
kuat-lemahnya, memberikan tanda khusus untuk penambahan dari
kitab sebelumnya, dan lain-lain yang membuat metode al-Nawaw1
mempunyai ciri dan distingsi tersendiri yang belum pernah
didapatkan sebelumnya.?%

Adapun secara lebih konkrit, metode yang dipakai al-
Nawawi secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu metode farjih
dari segi riwayah, dan tarjih dari segi dirayah.?®® Dari segi

20A|-Nawawi, al-Majmi‘. .., him. 27-28

291Abd al-Nasir, Awrdq al-Dhahab..., him. 9. Lihat juga Muhammad
ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 228

22Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma ‘rifat
Alfaz al-Minhaj, J1d. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), him. 11

23Metode tarjih dari segi riwayah adalah metode menggunggulkan
sebuah pendapat dengan menitik-beratkan kepada keadaan orang yang
menukilnya. Artinya, pendapat imam mazhab atau ulama penerusnya yang
dinukil dalam keadaan kontradiktif akan diteliti oleh mujtahid tarjth, mana di
antaranya yang lebih akurat dan terpercaya dengan melihat kepada sifat-sifat
orang yang menukilnya. Umpamanya, melihat mana di antaranya yang lebih
‘adil, lebih mendalam ilmunya, lebih kuat hafalannya, ada pernyataan
keakuratannya oleh imam mazhab yang bersangkutan, dan sifat-sifat lain yang
mengindikasikan kekuatan penukilannya. Sedangkan metode farjih dari segi
dirayah adalah menguatkan salah satu pendapat yang bertentangan dalam suatu
kasus tertentu dengan menitik-beratkan kepada dalil, metode istinbatr yang
digunakan dan indikasi-indikasi lainnya. Artinya, para mujtahid tarjth akan
mengkaji secara mendalam terhadap dalil, metode istinbat yang menjadi dasar



131

riwayah, al-Nawawi menetapkan metode sebagai berikut:

a. Jika murid-murid al-Syafi‘T berbeda pandangan dalam
menyampaikan pendapat al-Syafi‘i, maka yang paling
diutamakan adalah periwayatan al-Buwayti, selanjutnya al-
Rabi‘ al-Muradi, kemudian al-Muzani, disusul al-Rabi‘ al-
Jayzi, dan terakhir periwayatan Harmalah. Al-Nawawil
membatasi perbedaan penukilan para murid al-Syafi’T dan
langkah tarjih-nya hanya pada lima murid al-Syafi‘i yang
telah disebutkan, padahal murid al-Syafi‘t jauh lebih banyak
daripada itu. Hal ini barangkali didasari pada pertimbangan
bahwa tidak mungkin adanya pendapat al-Syafi‘1 yang luput
dari penukilan lima murid tersebut, karena kelimanya
merupakan murid senior yang senantiasa mendampingi al-
al-Syafi‘T dalam setiap kegiatan ilmiahnya. Jadi, apa saja
pendapat al-Syafi‘t yang dinukil oleh selain lima murid
tersebut, juga dinukil oleh salah satu dari lima mereka.
Dengan demikian, langkah tarjih-nya tetap saja berkisar di
antara kelimanya.

b. Pendapat yang dinukil oleh mayoritas ulama lebih
diutamakan daripada pendapat yang dinukil oleh sebagian
kecil mereka.

c. Pendapat yang diriwayatkan oleh ulama yang lebih dalam
ilmunya lebih diutamakan daripada periwayatan ulama yang
tidak begitu dalam ilmunya, meskipun ulama yang kedua
lebih banyak memiliki sifat kesederhanaan hidup (wara ).

d. Pendapat yang diriwayatkan oleh ulama yang lebih wara
lebih diutamakan daripada periwayatan ulama yang tidak
begitu tinggi dalam sifat wara 2%

dari masing-masing pendapat, serta faktor-faktor lain yang dapat menguatkan
salah satu dari pendapat-pendapat tersebut. Selanjutnya akan dipilih mana yang
lebih dekat kepada kaidah-kaidah istinbat yang ditetapkan oleh imam mazhab
yang bersangkutan, atau yang lebih cocok dengan dalil-dalil umum. Lihat
Muhammad al-Khudari, Tarikh Tasyri‘..., hlm. 332-334

2% Al-Nawawi, al-Majmii‘..., him. 143-144



€.

132

Pendapat yang diriwayatkan oleh ulama aliran Irak lebih
diutamakan daripada periwayatan ulama aliran Khurasan.?%
Sedangkan metode tarjih dari segi dirayah, al-Nawawi

menetapkan sebagai berikut:

a.

Setiap pendapat yang didukung oleh dalil yang kuat tanpa
ada penantangnya, seperti didukung oleh hadis sakih maka
itulah pendapat yang diunggulkan.?%®

Jika salah satu dari pendapat-pendapat yang kontradiktif
diketahui mana yang lebih dulu dan yang terkemudian
datangnya dari imam mazhab, maka pendapat yang
terkemudian datangnya (pendapat baru) di-tarjih-kan atas
pendapat yang lebih dulu datangnya (pendapat lama). Di
antara penerapan langkah ini adalah pen-tarjih-an gawl
jadid atas gawl gadim, karena gawl jadid berfungsi sama
seperti nasikh bagi gawl qadim. Metode ini juga berlaku
terhadap pendapat ulama penerus al-Syafi‘1 jika bersumber
dari seorang ulama tertentu.

Jika tidak diketahui mana pendapat lama dan pendapat baru,
maka akan dilihat kepada ungkapan dan sikap al-Syafi‘l
yang mengisyaratkan kepada tarjih salah satunya.
Selanjutnya pendapat tersebut lebih diutamakan atas
pendapat yang tidak diisyaratkan oleh al-Syafi‘T untuk men-
tarjih-nya.®®” Contoh isyarat al-Syafi‘l untuk men-tarjih
salah satunya seperti katanya “pendapat ini lebih dekat
kepada kebenaran”.2%

Pendapat yang ditegaskan oleh al-Syafi‘T sendiri lebih
diutamakan daripada pendapat yang dikembangkan oleh

al-Figh,
511-512

25 Al-NawawT, al-Majmai‘. .., him. 145
2%6Al-NawawT, al-Majmii‘. .., him. 142
27Al-Nawawi, al-Majmi‘..., him. 143
2%8Abii Ishaq al-Syirazi, Ibrahim ibn ‘Ali al-Fayriiz, al-Tabsirah fi Usil
Takqiq: Muhammad Hasan Hito, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), him.
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ulama penerusnya dari pernyataan al-Syafi‘i pada masalah

lain.

e. Salah satu pendapat al-Syafi‘1 lebih sesuai dengan pendapat
para imam mazhab yang lain, maka pendapat ini di-zarjih-
kan di atas pendapat yang menyalahinya.

f. Salah satu pendapat al-Syafi‘l disebutkan dalam babnya
secara khusus, sedangkan pendapat yang menyalahinya
disebutkan di dalam bab lain disebabkan terdapat
korelasinya, maka pendapat pertama lebih diutamakan di
atas pendapat yang kedua.?®®

g. Jika langkah-langkah di atas tidak berhasil diterapkan maka
akan diteliti mana di antara pendapat kontradiktif tersebut
yang mempunyai dalil lebih kuat atau penalarannya lebih
sejalan dan sesuai dengan kaidah ijtihad al-Syafi‘1.3®
Pendapat yang mempunyai dalil lebih kuat atau
penalarannya lebih sesuai kaidah ijtihad al-Syafi‘i akan
lebih diutamakan.

Di samping menetapkan metode tarjih seperti di atas, al-
Nawawi juga membuat istilah-istilah khusus untuk pendapat-
pendapat yang bertentangan satu sama lain. Pada dasarnya,
pendapat-pendapat yang kontradiktif dalam mazhab Syafi‘i
mempunyai bentuk yang beragam. Untuk membedakan antara
pendapat-pendapat al-SyafT dengan pendapat para pengikutnya, al-
Nawawi mengistilahkan pendapat-pendapat al-Syafi‘c dengan
sebutan al-agwal (JY), dan pendapat-pendapat pengikutnya

disebut al-awjuh («+5¥). Al-Nawawl menjelaskan bentuk dasar

pendapat-pendapat al-Syaf1 yang kontradiktif dengan ungkapan
sebagai berikut:

29 Al-Nawawi, al-Majmii‘..., him. 144-145
SOAI-Nawawi, al-Majmi‘..., him. 143
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Artinya: Kemudian sesekali kedua gawl itu merupakan gawl

qgadim, atau keduanya gawl! jadid, atau salah satunya

gawl gadim dan yang lainnya gaw! jadid. Sesekali al-

Syaf1 mengucapkan keduanya dalam waktu yang sama,

sesekali ia mengucapkan keduanya dalam dua waktu

yang berbeda. Kadang-kadang al-Syaf‘i men-zarjih-kan

salah satu keduanya, dan kadang-kadang ia tidak men-
tarjih-kKannya.

Dari ungkapan al-Nawawi di atas tergambarkan bahwa
bentuk dasar pendapat-pendapat al-Syaf*1 yang kontradiktif hanya
tiga macam saja, yaitu gawl gadim dengan gawl gadim, qawl jadid
dengan gaw! jadid, dan gawl gadim dengan gawl jadid. Gambaran
ini memberi pemahaman bahwa pendapat al-Syafi yang
kontradiktif bukan hanya terjadi antara pendapat periode Irak
dengan periode Mesir saja, tetapi juga antara sesama pendapat
periode Irak, dan sesama pendapat periode Mesir. Demikian juga
pendapat-pendapat ulama penerus al-Syafi yang dikenal dengan
sebutan al-awjuh. Pendapat-pendapat ini juga tidak berada dalam
satu tingkatan, namun mempunyai klasifikasi tersendiri. Selain itu,
al-Nawaw1 juga membuat istilah untuk pendapat-pendapat yang
bentuk  perbedaannya diakibatkan oleh perbedaan cara
meriwayatkannya oleh ashab al-wujih. Berikut ini istilah-istilah
yang dipakai dalam menjelaskan pendapat-pendapat tersebut
sebagaimana yang terdapat dalam kitab Minhaj al-Talibin.

a. Al-azhar (&%)

Kata al-azhar digunakan al-Nawawi sebagai istilah untuk
menyebutkan pendapat paling kuat dari dua atau beberapa pendapat

S1AI-Nawawi, al-Majmi‘. .., hlm. 139
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al-Syaf'1 yang kontradiktif. Lawan (mugabil) pendapat al-azhar
merupakan pendapat yang bersandar kepada dalil dan ‘//at yang
kuat juga, namun dalil serta ‘llat yang digunakan pendapat al-
azhar ternyata lebih kuat dari mugabil-nya. Pada dasarnya dalil
yang digunakan oleh kedua pendapat ini sama-sama jelas dan kuat,
tetapi dalil al-azhar lebih kuat karena ada faktor tertentu yang
mendukungnya.>®> Bila dihubungkan kepada bentuk dasar
kontradiksi pendapat-pendapat al-Syaf'i, maka al-azhar dan
mugqabil-nya merupakan sesama pendapat periode gadim atau
sesama pendapat periode jadid.*®® Namun sebagian ulama
menyatakan bahwa kata al-azhar hanya digunakan untuk pendapat
periode jadid.*** Dalam Minhaj al-Talibin, al-Nawawi menyebut
pendapat al-azhar ini tersebar pada 395 tempat.3°°

b. Al-Masyhiir (,s¢:V)

Kata al-masyhar digunakan al-Nawawi sebagai istilah
untuk menyebutkan pendapat paling kuat dari dua atau beberapa
pendapat al-Syaf1 yang kontradiktif, tetapi mugabil pendapat ini
menggunakan dalil dan ‘illat yang lemah.>°® Artinya, dalil dan ‘i//at
yang digunakan oleh mugabil ini berada di bawah kekuatan dalil
dan ‘illat yang digunakan oleh mugqabil al-azhar. Dari segi bentuk
dasar, pendapat al-masyhiir dan mugabil-nya sama dengan al-azhar
dan mugabil-nya, yakni sama-sama pendapat periode gadim atau
sama-sama pendapat periode jadid. Namun sebagian ulama
menyatakan bahwa kata al-masyhur tidak digunakan kecuali untuk
pendapat periode jadid. Dalam Minhaj al-Talibin, al-Nawawi
menyebut pendapat al-masyhir ini tersebar pada 23 tempat.3%’

302|pn Hajar al-Haytami, Tuhfat al-Mukzaj, J1d. 1..., hlm. 50

303< A]7 Jum‘ah, al-Madkhal ila Dirasat al-Madhahib..., him. 82
304Mahran Kuti, Risalalat al-Tanbih. .., hlm. 109-110

05Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ila Madhhab..., him. 49

3%81pn Hajar al-Haytami, Tuhfat al-Mutaj, J1d. I..., hlm. 50
07Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ila Madhhab..., him. 49



136

c. Al-gadim («2y)

Kata al-gadim atau gawl qgadim digunakan al-Nawawi
sebagai istilah untuk menyebutkan pendapat atau fatwa yang
dikemukakan al-Syaf‘1 ketika berdomisili di Irak atau sebelum
berpindah ke Mesir. Perawinya yang masyhur adalah Ahmad ibn
Hanbal (w. 241 H), al-Za‘farani (w. 260 H), al-Karabisi (w. 245
H), dan Aba Thar (w. 240 H). Fatwa-fatwa pada periode ini
tertuang dalam kitab al-Hujjah dan al-Risalah al-Qadimah. Setiap
pendapat yang ditandai dengan al-gadim atau gawl gadim, maka
mugabil pendapat tersebut adalah al-jadid atau gawl jadid°®
Dalam Minhaj al-Talibin, al-Nawawi menyebut pendapat al-gadim
tersebar pada 28 tempat.3°

d. Al-jadid (1s41)

Kata al-jadid atau gawl jadid digunakan al-Nawawi sebagai
istilah untuk menyebutkan pendapat atau fatwa yang dikemukakan
al-Syaf1 ketika menetap di Mesir. Perawinya yang masyhur adalah
al-Buwayti (w. 231 H), al-Muzani (w. 264 H), al-Rabi‘ al-Muradi
(w. 270 H), al-Rabi‘ al-Jayzi (w. 256 H), Harmalah (w. 243 H),
Yunus ibn ‘Abd al-A‘la (w. 264 H), dan Muhammad ibn ‘Abd
Allah al-Hakkam (w. 268 H). Fatwa-fatwa pada fase ini terhimpun
dalam kitab al-Umm, al-Risalah al-Jadidah, al-Imla’ dan lain-lain.
Setiap pendapat yang ditandai dengan al-jadid atau gawl jadid,
maka mugabil pendapat tersebut adalah al-gadim atau qawl
qadim .31 Perlu diketahui di sini bahwa tidak semua pendapat al-
Syaf‘1 pada periode Irak direvisinya saat menetap di Mesir. Bila
pendapat periode Irak masih berlaku pada periode Mesir, dan tidak
berubah sampai al-Syaf'1 wafat, maka pendapat ini tidak
diistilahkan dengan gaw! gadim. Jikapun diistilahkan dengan gawl

38AI-Saqaf, Fawa'id al-Makkiyyah. .., him. 55
309Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ila Madhhab..., him. 52
$10AI-Saqaf, Fawdaid al-Makkiyyah..., him. 55
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gadim, maka akan dibatasi secara harfiah dengan ungkapan <.
&, &l (pendapat gadim yang masih berlaku).3!

Oleh karena itu, pendapat periode Irak baru disebut gawl
gadim jika ia bertentangan dengan pendapat periode Mesir. Jika
tidak maka tidak disebut gaw!/ gadim, atau disebut tetapi dengan
ada batasan secara harfiah. Di samping itu, pernyataan ulama
Syafi’iyyah bahwa “gqawl gadim merupakan pendapat yang telah
diralat oleh al-Syaf'1”, dapat diartikan bila gaw/ qadim itu
bertentangan dengan gaw! jadid. Berdasarkan uraian tersebut, bila
kata al-gadim atau al-jadid didapatkan dalam Minhaj al-Talibin, ini
berarti bahwa pada masalah tersebut terdapat pertentangan antara
pendapat al-Syaf'1 pada periode Irak dengan pendapat periode
Mesir. Pendapat yang paling kuat di antara keduanya adalah
pendapat periode Mesir yang ditandai dengan al-jadid. Pendapat
al-jadid dalam Minhaj al-Talibm disebutkan oleh al-Nawawi
tersebar pada 75 tempat.3?

e. Al-Asah (%)

Kata al-4sah digunakan oleh al-Nawawi sebagai istilah
untuk pendapat kuat dari dua atau beberapa pendapat ashab al-
wujuh yang kontradiktif. Mugabil pendapat al-4sah merupakan
pendapat yang bersandar kepada dalil dan ‘illat yang kuat juga,
namun dalil serta ‘illat yang digunakan pendapat al-4sa/ ternyata
lebih kuat dari mugabil-nya.3t® Jika dilihat perbandingannya
kepada perbedaan pendapat al-Syafi‘i, maka istilah al-4sak untuk
pendapat kuat ashab al-wujiih sama dengan istilah al-azhar untuk
pendapat kuat al-Syafi‘1, yakni sama-sama pendapat yang memiliki
mugqabil yang diperhitungkan. Dalam Minhaj al-Talibin, kata al-

SLLAI-Qulytibi, Hasyiah al-Qulyibs. .., him. 14

312Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ilad Madhhab..., him. 51-52

$13A1-Nawawi, Abii Zakariyya Muhyi al-Din Yahya ibn Syarf, Minhaj
al-Talibm wa ‘Umdat al-Mufiyyin, JId. 1, Cet. I, (Kairo: Dar Thya’ al-Kutub al-
‘Rabiyyah, 1922), him. 13
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Asah disebutkan oleh al-Nawawi sebanyak 1038 pada beberapa
tempat yang berbeda.3!*

f. Al-Sahth (=)

Kata al-Sahih digunakan oleh al-Nawawi sebagai istilah
untuk pendapat kuat dari dua atau beberapa pendapat ashab al-
wujuh yang kontradiktif, tetapi mugabil pendapat ini menggunakan
dalil dan ‘illat yang lemah.’® Artinya, dalil dan ‘illar yang
digunakan oleh mugabil ini berada di bawah kekuatan dalil dan
‘illar yang digunakan oleh mugabil al-Asah. Jika dilihat
perbandingannya kepada perbedaan pendapat al-Syafi‘i, maka
istilah al-Sahih untuk pendapat kuat ashab al-wujith sama dengan
istilah al-masyhir untuk pendapat kuat al-Syafi‘i, yakni sama-sama
pendapat yang memiliki mugabil yang tidak diperhitungkan. Dalam
Minhaj al-Talibin, kata al-Sahih disebutkan oleh al-Nawawi
tersebar pada 176 tempat.3

g. Al-Madhhab (c».v)

Kata al-Madhhab digunakan oleh al-Nawawi sebagai istilah
untuk pendapat kuat dari perbedaan pendapat kelompok ashab al-
wujith dalam menyampaikan pendapat kuat dalam mazhab Syafi‘1.
Pada dasarnya, satu kelompok ashab al-wujih menyampaikan
bahwa pada sebuah permasalahan tertentu terdapat dua pendapat
dari al-Syafi‘tT atau dari ashab al-wujih terdahulu, sementara
kelompok lainnya menyampaikan bahwa pada permasalahan
tersebut hanya terdapat satu pendapat, baik dari al-Syafi‘1 atau dari
ashab al-wujih terdahulu3'’ Setelah diteliti dalil, ‘i//at dan
kredibilitas para ulama yang tergabung dalam kelompok yang
berseberangan di atas, lantas ditemukan bahwa pendapat kuat

34Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ila Madihab. .., him. 50
SSAl-Nawawi, Minhdj al-Talibin..., hlm. 13
315Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ila Madihab. .., him. 51
SUAl-Nawawi, Minhdj al-Talibin..., hlm. 13
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merupakan pendapat yang berada dalam kelompok yang
menyatakan khilaf atau yang menyatakan tidak ada khilaf. Pendapat
kuat inilah yang ditandai oleh al-Nawawi dengan istilah al-
Madhhab. Jadi, kata al-Madhhab di sini merupakan istilah khusus
al-Nawaw1, bukan bermakna fatwa atau cara berpikir yang digagas
oleh al-Syafi‘l, sebagaimana yang telah maklum dikenal. Adapun
kelompok yang berseberangan di atas diistilahkan dengan al-farig
dan al-furiig. Kelompok yang menyatakan khilaf diistilah dengan
tariq al-khilaf, dan yang menyatakan tidak ada k#ilaf diistilahkan
dengan  tarig al-gat'®'® Dalam Minhaj al-Talibin, kata al-
Madhhab disebutkan oleh al-Nawawi tersebar pada 187 tempat.3°

h. Al-Nas (=)

Kata al-Nas digunakan al-Nawawi untuk pendapat tunggal
al-Syafi‘l. Pendapat ini tidak mempunyai mugabil dari al-Syafi‘i
sendiri, namun mugqabil-nya merupakan pendapat lemah (ciss <)
hasil istinbat ashab al-wujuh, atau hasil pengembangan (takhrij)
mereka dari al-Nas al-Syafi‘T pada kasus lain yang memiliki
kemiripan.®®® Mugabil dalam bentuk hasil takhrij diistilahkan
dengan qawl mukharraj (-= Js). Berkaitan dengan kedudukannya,

pendapat al-Nas lah yang merupakan pendapat kuat. Dalam Minhaj
al-Talibin, kata al-Nas disebutkan oleh al-Nawawi tersebar pada
16 tempat.32

I. Wa fi Qawl (J$ 3s)
Kapan saja al-Nawawl menyebut satu pendapat dengan
istilah wa fi gawl dalam Minhaj al-Talibin, maka hal itu untuk

318 Abd al-Basir Sulayman al-Malibari, Taswir al-Maglab fi al-Ta ‘bir bi
al-Madhhab, (Kerala: IPG Calicut, 2007), hlm. 12-16. Lihat juga Arafat,
Tabsirat al-Muhtaj ..., him. 81

319Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ild Madhhab. .., him. 56

S0Al-Nawawi, Minhdj al-Talibin..., hlm. 13

%21Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ilé Madhhab..., him. 63



140

menunjukkan bahwa pendapat gawl tersebut adalah pendapat
lemah, sedangkan pendapat kuat adalah sebaliknya. Al-Nawawi
menyebutkan pendapat dengan istilah wa fi gawl dalam Minhaj al-
Talibin sebanyak 102 kali secara tersebar di beberapa tempat yang
berbeda.??

J. Wa Qila (Js5)

Kapan saja al-Nawawi menyebut satu pendapat dengan
istilah wa gila dalam Minhaj al-Talibin, maka hal itu untuk
menunjukkan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat lemah
yang bersumber dari ashab al-wujih, sedangkan pendapat kuat
adalah mugabil-nya, baik yang diistilahkan dengan al-4sa# atau al-
Sahih.®? Jumlah pendapat yang diistilahkan oleh al-Nawawi
dengan kata wa gila sebanyak 439 pendapat yang tersebar di
beberapa tempat.®?* Perlu diketahui, istilah-istilah yang telah
penulis jelaskan di atas merupakan istilah yang dipakai al-Nawaw1
dalam kitab Minhaj al-Talibin. Dalam kitabnya yang lain seperti al-
Tahqiq dan Rawdat al-Talibin, al-NawawT juga mempunyai istilah
tersendiri. Namun karena istilah dalam kitab Minhaj al-Talibin
dianggap telah merepresentasikan istilah-istilah al-Nawawi secara
umum maka penulis mempadai saja dengan istilah-istilah kitab
Minhaj al-Talibin.

Sebagian peneliti menyebutkan bahwa posisi tinggi yang
diperoleh al-Nawawi tidak terlepas juga dari faktor sosial-politik.
Sebagaimana dimaklumi, al-Nawawi tumbuh dan berkembang
dalam naungan Dinasti Ayytbiyyah di Suriah. Pemerintahan ini
memberikan perhatian yang sangat besar bagi pengembangan
mazhab Syafi‘l. Selain mendirikan madrasah yang mempelajari
mazhab Syafi‘i, jabatan qadhi pun diberikan kewenangan lebih
banyak kepada ulama yang bermazhab Syafi‘t. Situasi ini
memberikan kesempatan yang luas bagi Al-Nawawi dalam

322Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal il@ Madhhab..., him. 57
SBAl-Nawawi, Minhdj al-Talibin..., hlm. 14
324Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal il@ Madhhab..., him. 57
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melakukan pengembangan keilmuan sehingga ia begitu produktif
dalam menulis berbagai karyanya.®?® Tetapi temuan sebagian
peneliti tersebut dibantah oleh sebagaian ulama Muta akhkhirin
Syafi‘iyyah seperti al-Syams al-Ramli (w. 1004 H) vyang
mengatakan bahwa posisi tinggi yang diraih al-NawawT tidak lain
kecuali niat baiknya dalam mengembangkan ilmu.3?

Terlepas dari silang pendapat terkait hal ini, meskipun
terdapat pengaruh sosial-politik terkait posisi al-Nawawi, tetapi
faktor tersebut bukanlah faktor utama karena jika seseorang tidak
mempunyai kapasitas dan keahlian dalam bidangnya, walaupun
didukung oleh kekuasaan tidak akan mampu menjadikannya
sebagai orang yang diakui keilmuannya oleh ulama yang berada
dalam satu generasi dengannya dan ulama lain setelahnya. Jadi,
faktor utama yang menempatkan al-Nawawi pada posisi yang
tinggi adalah kapasitas keilmuan yang dimilikinya. Adapun faktor
sosial-politik merupakan faktor pendukung dalam hal ini. Para
sejarawan yang meneliti profil para ulama Syafi ‘iyyah lebih melihat
pada al-Nawaw1 mengenai keahliannya dalam mengelaborasi fikih,
hanya saja situasi sosial-politik pada masa itu membuat jalan al-
Nawaw1 dalam melahirkan inovasinya menjadi lebih mulus. Hal ini
tidak mengurangi kapasitas keilmuannya. Demikianlah uraian
tentang kedudukan al-Nawawi dalam mazhab Syafi‘T dan
kiprahnya dalam pengembangan mazhab.

$25Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 251
$26Al-Ramli, Fatawd al- Ramli..., hlm. 262-263



BAB 111
PENYEBAB KELAHIRAN PENDAPAT IKHTIYARAT AL -
NAWAWI DAN PENGARUHNYA

3.1. Kelahiran Ikhtiyarat al-Nawawi

Telah disebutkan sebelumnya bahwa kedudukan al-Nawaw1
dalam mazhab Syafi‘T adalah sebagai mujtahid tarjth yang paling
diutamakan pen-tarjih-annya. Dalam kenyataanya, kontribusi al-
Nawawi tidak terbatas pada upaya men-tarjih-kan pendapat-
pendapat yang nampak kontradiksi saja. Lebih dari itu, al-Nawaw1
juga sering mengeluarkan dan memilih pandangannya sendiri
terkait berbagai persoalan hukum, di mana pandangan itu berbeda
dari pandangan al-Syafi‘1 sendiri atau mayoritas Syafi iyyah. Telah
jelas juga sebelumnya bahwa jika pendapat yang dikeluarkan dan
dipilih oleh seorang ulama pengikut mazhab tertentu karena
pertimbangan dalil yang lebih kuat, berbeda dari apa yang dikenal
secara umum dalam mazhab yang bersangkutan maka pendapat
pilihan tadi disebut Ikhtiyarat. Dalam kaitan ini, al-Nawaw1 juga
sering memilih pendapat yang kemudian dikenal dengan Ikhtiyarat.

3.1.1. Contoh-contoh Kasus dan Metode Iszinbat-nya
Secara kuantitas, jumlah pendapat lkhtiyarat al-Nawawi
terbilang relatif banyak dan tersebar merata hampir dalam semua
bab fikih. Namun dalam penelitian ini, penulis membatasi pada
beberapa contoh kasus yang dipandang dapat merepresentasikan
kasus lainnya dalam upaya menemukan faktor penyebab lahirnya
pendapat-pendapat tersebut.

a. Cara Menyucikan Najis Babi

Dalam mazhab Syafi‘t, suatu benda yang bersentuhan
dengan babi, baik melalui jilatan, terkena kotoran, terkena keringat
atau badannya dihukumi najis. Cara menyucikannya adalah dengan
membasuh sebanyak tujuh kali dan wajib salah satunya dengan air
yang dicampur tanah. Dalil yang dipakai oleh al-Syafi‘i sendiri
terhadap ketentuan ini adalah qiyas, yakni menyamakan najis babi
dengan najis anjing. Berkaitan dengan najis anjing, al-Syafi‘i
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mendasarkan keputusannya pada beberapa hadis sahih®*’ yang
bersumber dari Abi Hurairah,*?® yaitu:

g 13 ey ads &1 o 8 Jsery JB 106 ws B o) Bua of oo
(L olg)) e s abeuis (ST ) 3 LIS

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Hurairah RA, berkata ia: telah
bersabda Rasulullah SAW, jika anjing menjilat bejana
salah seorang di antara kamu maka basuhlah bejana itu
sebanyak tujuh kali. (H.R. al- Syafi‘1).

Hadis lainnya adalah:

2U) (8 IS oy 13) g ade i Lo 1 Jgwy JB iJB 38 f e

(e olg)) Sl moms aloils (ST
Artinya: Diriwayatkan dari Abi Hurairah, berkata ia: telah bersabda
Rasulullah SAW, jika anjing meminum dalam bejana
siapa saja di antara kamu maka basuhlah bejana itu
sebanyak tujuh kali. (H.R. al- Syafi‘1).
Hadis lainnya adalah:

b 3 AU Wy 15) Whas ade &l Lo A Jgwy JB 1B 5pm ol e

(el oly) iz ol o Yl e e il (50

%2THadis-hadis tersebut dihukum sahih karena pada masa setelah
penulisan kitab-kitab yang khusus memuat hadis sakik, ada di antara hadis di
atas atau yang semakna dengannya yang tercantum di dalam kitab-kitab tersebut
seperti kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan lain-lain. Lihat al-Nawawi, Abi
Zakariyya MuhyT al-Din Yahya ibn Syarf, Syark Sakith Muslim, Jid. Il, Cet. IV,
(Kairo: Dar al-Hadith, 2001), hlm. 185-186. Lihat juga Ibn Ruslan, Muhammad
ibn Husain, Syarhs Sunan Abt Daud, Jid. |, Cet. |, (al-Fayyam, Dar al-Falah,
2016), him. 532

38Al-Syafi‘t, Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn Idris, Al-Umm, Jid. I,
Cet. I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), hIm. 17. Lihat juga Al-Syafi‘l, Abi ‘Abd
Allah Muhammad ibn Idris, Musnad al-Imam Al-Syafi 7, (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 7-8
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Artinya: Diriwayatkan dari Abi Hurairah, berkata ia: telah bersabda
Rasulullah SAW, jika anjing menjilat bejana siapa saja di
antara kamu maka basuhlah bejana itu sebanyak tujuh Kkali,
pada awalnya atau akhirnya disertai tanah. (H.R. al-
Syafi‘).

Menurut al-Syafi‘1, seandainya babi tidak dipandang lebih
jelek daripada anjing, tetap saja babi tidak lebih baik daripada
anjing.®®® Oleh karena itu, hukum terhadap najis babi dapat di-
giyas-kan kepada hukum najis anjing. Dengan demikian, cara
menyucikan sesuatu yang terkena najis babi adalah membasuh
sebanyak tujuh kali, di mana salah satunya dengan air yang
dicampur tanah. Pendapat inilah yang menjadi pendapat resmi
mazhab Syafi‘T karena pendapat ini merupakan gawl jadid.>*
Uraian al-Syafi‘1 di atas memberikan pemahaman bahwa dalil yang
digunakannya dalam menetapkan hukum tentang cara menyucikan
najis babi adalah giyas yang keberadaan ‘illat pada asl dan far %
dipandang setingkat, yang diistilahkan dalam usul fikih dengan
givas al-musawi. Bahkan dalam ungkapannya, al-Syafi‘i
mengisyaratkan tidak tertutup kemungkinan bahwa giyas yang
berlaku pada permasalahan ini adalah giyas yang keberadaan ‘illat
pada far‘ lebih kuat daripada keberadaanya pada asZ.>*? Dalam usul
fikih giyas ini dikenal dengan giyas al-Awlawr.>®

Hal ini dipertegas oleh salah satu murid seniornya yaitu al-
Muzani (w. 264 H) bahwa menurut al-Syafi‘t, babi itu lebih jelek
daripada anjing. Karenanya, al-Syafi‘i meng-giyas-kannya kepada

38 Al-Syafi‘, Al-Umm..., him. 17

30Al-Riiyant, Basr al-Madhhab.. ., him. 248

31Dalam usul fikih, asl adalah kasus yang telah ada ketetapan
hukumnya, baik bersumber dari al-Qur’an maupun hadis. Asl merupakan
sinonim dari magqis ‘alaih. Sedangkan far‘ adalah kasus yang belum ada
ketetapan hukumnya, dan mungkin saja diberlakukan hukum asl padanya jika
memenuhi persyaratan giyas. Far’ merupakan sinonim dari magis. Lihat Totok
Jumantoro Kamus llimu..., him. 25, 61

32Al-Syafi‘q, Al-Umm..., him. 17

333Wahbah al-Zuhayli, Usil al-Figh al-Islami. .., him. 666-667
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anjing.3* Selain al-Muzani, ulama Syafi‘iyyah pada abad

berikutnya seperti al-Mawardi (w. 545 H) dan Imam al-Haramain
(w. 578 H) juga mempertegas secara lebih tajam lagi bahwa babi
lebih jelek daripada anjing dengan dua alasan. Pertama, kenajisan
babi disebutkan langsung dalam al-Qur'an seperti yang terdapat
dalam surat al-4n‘am ayat ke 145,%° sedangkan kenajisan anjing
tidak demikian, tetapi dihasilkan melalui proses ijtihad. Kedua,
anjing boleh dimanfaatkan dalam keadaan tertentu, berbeda halnya
dengan babi yang tidak boleh dimanfaatkan dalam keadaaan
apapun.*® Karena itu, hukum tentang cara menyucikan najis anjing
lebih layak lagi untuk diterapkan pada cara menyucikan najis babi.
Dengan merujuk pada penegasan al-Muzani, al-Mawardi dan Imam
al-Haramain jelaslah giyas yang dipakai oleh al-Syafi‘ terkait tata
cara menyucikan najis babi adalah giyas al-Awlawi.

Dalam penjelasan lain ulama Syafi ‘iyyah, terdapat satu lagi
pendapat al-Syafi‘1 terkait tata cara menyucikan najis babi, yaitu
dengan membasuh hanya satu kali tanpa harus disertai air
campuran tanah. Pendapat ini pada dasarnya merupakan gawl
gadim yang diriwayatkan dari al-Syafi‘i oleh muridnya yang
bernama Abt Thar al-Kalbt (w. 240 H). Sebagian ulama
Syafi ‘iyyah memandang pada hakikatnya kemunculan pendapat
yang kedua ini terjadi akibat penafsiran yang keliru dari Abu al-
‘Abbas ibn al-Qas (w. 335 H) terhadap riwayat Abii Thir dari
ucapan al-SyafiT yang bersifat umum. Menurut mereka,

334 Al-Muzant, Mukhtasar..., him. 13
3%5Ayatnya adalah:

(145 :pls¥1) ooy 6B s o gl g sl a0 OF Y] sy el e Loz U ol Led 221N 8
Artinya: katakanlah, “tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku
sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali
bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, kerena semua itu kotor...(Q.S.
al-An‘am: 145)

3%Al-Mawardi, Abi al-Hasan ‘Alr ibn Muhammad, al-Hawt al-Kabir fi

Figh Madhhab al-Imam al-Syafi‘t, Jid. 1, Cet. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2009), hlm. 316. Lihat juga Imam al-Haramain, Nikayat al-Maglab,
Jid. ..., hlm. 242
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sebenarnya al-Syafi‘T mengatakan bahwa sesuatu yang terkena
dengan babi wajib dibasuh. Maksud al-Syafi‘1 adalah wajib dibasuh
sama dengan membasuh sesuatu yang terkena najis anjing, namun
al-Syafi‘lT tidak menyampaikannya secara lengkap karena telah
dijelaskannya pada bagian lain dari kitabnya. Lantas Abi al-°Abbas
ibn al-Qas memahaminya dengan wajib dibasuh satu kali saja.
Selanjutnya pendapat itu tersebar dan dipandang sebagai pendapat
lainnya dari al-Syafi‘l. Terlepas dari apakah benar maksud al-
Syafi‘t seperti demikian ataupun tidak, yang jelas para ulama
Syafi ‘iyyah akhirnya menetapkan bahwa pada permasalahan ini
telah terjadi perbedaan pendapat dari al-Syafi‘T sendiri.>®’

Adapun dalil pegangan gawl gadim di sini adalah giyas
juga, yakni menyamakan najis babi dengan najis-najis lain yang
bukan anjing. Sebagaimana ketentuan menyucikan najis-najis
tersebut dengan satu kali basuh tanpa menggunakan tanah,
demikian juga ketentuan menyucikan najis babi. Qawl gadim ini
memandang tidak tepat meng-giyas-kan najis babi kepada najis
anjing, karena ‘illat hukum yang terdapat pada permasalahan
menyucikan najis anjing tidak terdapat pada permasalahan
menyucikan najis babi.®*® Dengan kata lain, 4llat hukum di sini
merupakan ‘llat yang diistilahkan dalam usul fikih dengan ‘llat
gasirah, bukan‘illat muta ‘addiyyah.>®*®  Menurut qawl qadim,
anjing merupakan hewan yang relatif jinak dan dekat dengan

%7Al-Ruyani, Basr al-Madhhab..., him. 248. Lihat juga al-Mawardi,
al-Hawr al-Kabir. .., hlm. 316

3%8Imam al-Haramain, Nihayat al-Maglab, Jid. 1..., him. 242

3%Dalam usul fikih, ‘illat muta’addiyyah adalah sebuah sifat yang
dijadikan sebagai alasan hukum, di mana sifat tersebut tidak hanya berada pada
asl, namun juga dapat dikembangkan kepada far’. Sedangkan ‘i/lat gasirah
adalah sifat yang menjadi alasan hukum yang keberadaannya terbatas hanya pada
asl. Dalam permasalahan giyas, ulama sepakat bahwa ‘llat yang dapat menjadi
tambatan hukum mestilah muta’addiyyah. Sedangkan ‘illat gasirah tidak boleh
dijadikan tambatan hukum dalam giyas. Meskipun demikian, ‘illat gasirah tetap
boleh dijadikan alasan hukum dalam konteks menampakkan kemaslahatan dalam
pembebanan hukum saja, bukan dalam rangka pengembangan hukum kepada
permasalahan lain. Lihat Wahbah al-Zuhayli, Usi/ a/-Figh al-Islami. .., hlm. 625
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manusia, yang kadang-kadang kedekatan ini menjurus kepada
penggunaan benda-benda bekas jilatannya untuk makan dan lain-
lain, padahal anjing itu najis dan manusia perlu menjaga jarak
darinya. Lantas diperintankan membasuh tujuh kali dan disertai air
campuran tanah untuk memberikan teguran keras kepada orang-
orang yang sering berinteraksi dengan anjing, sekaligus untuk
menunjukkan sisi beratnya najis anjing. Tujuannya supaya mereka
menjauhkan diri dari anjing karena anjing itu hewan bernajis.34°

Selanjutnya agar manusia benar-benar menjauhkan diri dari
anjing maka dipakailah kata yang memberikan makna penekanan
yang lebih berat, yang dalam hal ini adalah membasuh sebanyak
tujuh kali dan satu kali disertai campuran tanah. Artinya, pada tata
cara menyucikan najis anjing terdapat tujuan lain di luar
menghilangkan najasah semata-mata, yaitu memutuskan kedekatan
orang-orang tersebut dari anjing maka diperintahkan membasuh
tujuh kali, agar memberikan kesan bahwa najis anjing benar-benar
perlu dihindari.3** Alasan hukum seperti itu tidak didapatkan pada
babi, di mana babi bukanlah hewan yang jinak dengan manusia.
Oleh karenanya, illat hukum yang ada pada permasalahan
menyucikan najis anjing tidak didapatkan pada najis babi, lantas
cara menyucikan najis babi dipandang lebih tepat di-giyas-kan
kepada cara menyucikan najis hewan lain yang bukan anjing.
Demikianlah keberadaan masalah tersebut dan asal-usulnya dalam
mazhab Syafi‘1.

Pada abad VII H, muncullah al-Nawawi yang menempati
posisi utama di dalam bidang farjih terhadap permasalahan
khilafiah mazhab Syafi‘l. Setelah meneliti aspek dalil dan llat
hukum, al-Nawaw1 men-zarjih-kan pendapat yang kedua atau gawl

340Al-Baghawi, Ab1 Muhammad al-Husain ibn Mas‘ud, al-Tahdhib fi
Figh al-Imam al-Syafi 7, J1d. 1, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997),
him. 191

$1Imam al-Haramain, Nihayat al-Ma¢lab, JId. I..., him. 242. Lihat juga
Al-Baghawi, al-Tahdhib..., him. 191
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gadim di atas. Selanjutnya ia menjadikan pendapat tersebut sebagai
salah satu pendapat pilihannya dengan mengatakan “pendapat ini
menjadi pendapat pilihan”. Dalam al-Majmi‘ Syarh al-
Muhadhdhab ia mengatakan sebagai berikut:

Ji a9 cg.')\j? S S.k;-b s u.agi & J.A.U\ S o0 C>-\J.S\ QT V.Lr—\j
ade LoVl 0¥ sl ga ey ) Auley 19I5 ) cldel ST
M2 ) o aad) Al ok (3 Lo Y g8 0 > gl

Artinya: Ketahuilah bahwa pendapat kuat dari segi dalil adalah
cukup membasuh satu kali saja tanpa disertai tanah,
pendapat ini telah dikemukakan oleh mayoritas ulama
yang mengatakan bahwa babi itu najis. Pendapat ini
merupakan pendapat pilihan karena pada dasarnya tidak
wajib (membasuh tujuh kali disertai tanah) sehingga
diperdapatkan dalil dari syara‘, terutama pada masalah
ini yang dibangun di atas dasar ta ‘abbud.>*

Selain dalam al-Majmi‘®  Syarh  al-Muhadhdhab
Pernyataan serupa juga dikemukakan al-Nawawi dalam al-Tanqih
Syarh al-Wasit. Teksnya sebagai berikut:

] sag BUEYI Oleol die oY (OV5 4 iyl BUH () 4
Sleb WU atie b ddely der sy W 3 oedl sl
34, b ¥ IS e Y Tl @] DBy cLagLy 5 0ally Csllly YIS

Artinya: Al-Ghazali mengatakan, “berkaitan dengan menyamakan
hukum najis babi dengan najis anjing terdapat dua
pendapat”. Yang menjadi pendapat kuat menurut ashab
adalah menyamakan kedua hewan tersebut pada

32Al-NawawT, al-Majma‘, JId 11.. ., hlm. 417

343Tq ‘abbud dalam istilah fugaha’ adalah kategori hukum yang tidak
nampak sisi mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemudharatan dari
pensyari‘atannya. Lihat Ibn ‘Abd al-Salam, Qawa ‘id al-Ahkam, J1d. 1..., hlm. 19

344Al-Nawawi, Abii Zakariyya Muhyi al-Din Yahya ibn Syarf, al-
Tangrh Syarh al-Wasit, JId. 1, Cet. |, (Kairo : Dar al-Salam, 1997), him. 205
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kenajisannya, dan ini merupakan gaw! jadid. Adapun
pendapat yang menjadi pilihan dan kuat dari segi dalil
adalah bahwa cukup membasuh satu kali saja pada najis
babi, bahkan berdasarkan pemahaman dari dalil
menunjukkan kepada babi itu suci sama seperti singa,
srigala, tikus dan lain-lain. Mengenai pernyataan “babi
lebih jelek keadaannya daripada anjing” maka tidak dapat
diterima.

Hal serupa juga disebutkan al-Nawawi di dalam Syarh
Muslim sebagai berikut:

sladall ST Cady liade M calSThs (3 IS (S a5l Uy
G oGP smy WL B sy e ale Q) Ea Y b of )

345'&J_U‘

Artinya: Adapun terkait babi maka hukumnya sepenuhnya sama
dengan hukum terkait anjing, dan inilah pendapat mazhab
kita (mazhab Syafi‘T). Sedangkan pendapat mayoritas
ulama bahwa najis babi tidak perlu dibasuh tujuh kali.
Pendapat ini juga sebuah pendapat bagi Syafi‘l, dan
pendapat inilah yang kuat dari segi dalil.

Pernyataan al-Nawawi di dalam tiga kitab di atas nampaknya
cukup tegas menunjukkan pendiriannya untuk memilih pendapat
yang menyatakan bahwa najis babi cukup dibasuh satu kali saja
tanpa perlu disertai tanah, yang tidak lain adalah gaw! gadim. Di
samping itu, al-Nawawi menyatakan pendapat pilihannya itu
merupakan pendapat yang kuat dari segi dalil. Secara lebih
mendalam, cara pandang al-Nawawi dalam istinbar-nya untuk
menguatkan dan memilih pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:

1) Memandang tidak ada dalil khusus yang menunjukkan
kepada kewajiban membasuh tujuh kali yang disertai air

35Al-Nawawi, Syark Sahth Muslim. .., him. 189
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campuran tanah untuk menyucikan najis babi. Berdasarkan
hal tersebut maka terlepaslah tanggung-jawab mukallaf dari
kewajiban membasuh tujuh kali yang disertai air campuran
tanah. Cara pandang seperti ini dikenal dalam usul fikih
dengan istilah bara’at al-dhimmah, di mana pola istinbat
seperti ini pada hakikatnya adalah menjadikan istishab asl!
sebagai dalil, dalam arti ber-istidlal dengan tidak adanya
dalil kepada tidak adanya hukum.34¢ Dalam mazhab Syafi‘i,
istishab asl dipandang sebagai salah satu dalil di luar empat
dalil yang disepakati ulama.®*" Al-Subki menyatakan bahwa
sebenarnya mayoritas ulama memakai istishab asl sebagai
dalil.®*® Adapun perbedaan ulama padanya hanya terletak
pada saat penerapannya dalam melahirkan sebuah hukum
tertentu. Terkait permasalahan ini, nampaknya al-Nawawi
menjadikan istishab asl sebagai dalil untuk menafikan
hukum membasuh tujuh kali yang disertai air campuran
tanah untuk menyucikan najis babi.

2) Setelah menafikan hal di atas, lantas al-Nawawi mencari
dalil lain dalam menetapkan hukum tersebut. Dalil yang
dipandang tepat adalah meng-giyas-kan hukum tentang tata
cara menyucikan najis babi kepada tata cara menyucikan
najis lain yang bukan anjing. Dalam al-Tangih ia
menegaskan bahwa berdasarkan dalil, babi itu suci sama
dengan singa, srigala, tikus dan lainnya yang bukan anjing.
Adapun keharaman mengkonsumsi daging babi tidak secara
serta-merta menunjukkan kepada kenajisannya dapat

346Al-Zanjani, Abi al-Manaqib Syihab al-Din Mahmid ibn Ahmad,
Takhrij al-Furii‘ ‘ala al-Usil, Cet. V, (Mu’assasah al-Risalah, 1987), him. 172

34"Muhammad Yasin al-Fadani, Baghyat al-Musytag Syarh al-Luma“ li
Abt Ishaq, Tahqgig: Ahmad Darwisy, Cet. II, (Damaskus: Dar Ibn Kathir, 2011),
him. 352-353

38AI-Subki, Taqi al-Din ‘Al ibn ‘Abd al-Kafi, al-Ibhaj Syarh al-
Minhaj ‘ala Minhaj al-Wusil ila ‘Ilm al-Usil, Tahgig: Sya‘ban Muhammad
Isma‘il, Jid. 11, Cet. Il, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), him. 1711
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disamakan dengan anjing, dengan alasan bahwa dalam al-
Qur’an Allah mengharamkan juga mengkonsumsi bangkai
dan arak, tetapi tidak diperintahkan menyucikan keduanya
dengan cara membasuh tujuh kali yang disertai salah
satunya dengan air campuran tanah.®*® Ketentuan yang telah
ada tentang tata-cara menyucikan najis selain anjing adalah
membasuh satu kali setelah menghilangkan zat atau ‘ain
najis itu sendiri,>*° maka atas dasar giyas tersebut, ketentuan
itulah yang berlaku pada tata-cara menyucikan najis babi.

3) Adapun giyas yang dijadikan dasar oleh gawl jadid ditolak
oleh al-Nawawi dengan alasan bahwa permasalahan
menyucikan najis anjing tujuh kali yang disertai air
campuran tanah merupakan permasalahan ta ‘abbud. Dalam
usul fikih, salah satu syarat magqgis ‘alaih adalah tidak
menyalahi dari ketentuan giyas. Jika hukum yang ada pada
magqis ‘alaih terdapat unsur ta’abbud-nya, maka hal ini
dipandang sebagai salah bentuk menyalahi dari ketentuan
giyas karena ‘illar hukumnya tidak mempunyai daya
rentang dan tidak rasional, sehingga tidak dapat di-giyas-
kan permasalahan lain kepadanya.>!

4) Pada permasalahan di atas telah terjadi pertentangan antar
giyas. Dalam hal ini al-Nawawi memilih untuk meng-¢iyas-
kan hukum tentang tata-cara menyucikan najis babi kepada
kepada tata-cara menyucikan najis lain yang bukan anjing
karena giyas ini dipandang masih berada dalam jalur
ketentuan  giyas karena hukum pada magqis ‘alaih-nya
rasional dan bukan ta’abbud. Dalam usul fikih, jika terjadi

349Al-Sya‘rani, ‘Abd al-Wahhab ibn Ahmad, al-Mizan al-Kubra, Jld. 1,
(Jakarta: Dar al-Hikmah, tt), him. 115

3%0Sulaiman al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala Syarh Manhaj al-
Tullab, J1d. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), him. 105

B1Al-Syafi‘1, al-Risalah..., hm. 555-558. Lihat juga Al-Ghazali, Abi
Hamid Muhammad ibn Muhammad, al-Mustasfa min ‘Iim al-Usal, Jld. 11,
(Beirut: Dar Thya’ al-Turath al-‘Arabi, tt), him. 326-329.
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pertentangan antar giyas maka giyas yang magqgis ‘alaih
yang berada di atas ketentuan giyas lebih diutamakan
daripada giyas yang telah mengalami penyimpangan.®®2
5) Di samping mengemukakan dalil dan cara pandangnya, al-
Nawaw1 juga menyiratkan alasan pemilihannya terhadap
pendapat gadim di atas karena pendapat itu merupakan
pendapat mayoritas ulama, meskipun pada hakikatnya
pendapat itu ada juga di dalam mazhab Syafi‘l. Secara
tersirat nampaknya al-Nawawi ingin menyatakan bahwa
pemilihannya terhadap pendapat gadim ini bukanlah sesuatu
yang aneh disebabkan pendapat ini juga merupakan
pendapat kebanyakan ulama lain di luar mazhab Syafi‘1.
Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa pijakan al-
Nawaw1 dalam memilih pendapat bahwa najis babi cukup dibasuh
satu kali tanpa menyertai tanah adalah istishab asl. Pada sisi yang
lain, dalam al-Qur’an telah dinyatakan bahwa babi haram
dikonsumsi dan merupakan sesuatu yang kotor. Terkait hal ini, para
ulama telah menyatakan bahwa babi itu najis, bahkan lbn al-
Mundhir (w. 318 H) sebagaimana dikutip oleh al-Dumairi (w. 808
H) menyatakan bahwa kenajisan babi merupakan sesuatu yang
disepakati ulama, meskipun pendapat ini tidak luput juga dari
kritikan.®>>® Berdasarkan pendapat mengenai kenajisan babi,
diperlukan dalil lain untuk menunjukkan kepada tata-cara
menyucikannya. Lantas al-Nawawl memandang bahwa meng-
givas-kan tata-cara menyucikan najis babi kepada tata-cara
menyucikan najis hewan lain yang bukan anjing lebih tepat karena
berada di dalam jalur ketentuan giyas yang telah ditentukan, yaitu
tidak menjadikan permasalahan yang terdapat unsur fta ‘abbud-nya
sebagai magis ‘alaih. Hal ini menunjukkan kepada konsistensi al-

352¢ Al Jum‘ah Muhammad, Ta ‘arud al-Aqyisah ‘inda al-Usiliyyin, Cet.
I, (Kairo: Dar al-Risalah, 2004), hlm. 54

38 Al-Dumairi, Kamal al-Din Muhammad ibn Miisa, al-Najm al-Wahhdj
fi Syarh al-Minhdaj, J1d. 1, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2004), hlm. 404
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Nawaw1 dalam menerapkan kaidah usul fikih di saat melakukan
penalaran hukum. Dengan demikian, metode yang dipakai al-
Nawaw1 dalam menentukan hukum dan pilihannya pada kasus ini
adalah metode lughawiyyah dan ta ‘liliyyah dengan berpijak pada
cara pandang istishabr.

b. Jamak Shalat Ketika Sakit

Jamak shalat adalah menggabungkan dua shalat yang
mempunyai waktu yang berbeda ke dalam waktu salah satu dari
keduanya. Shalat yang bisa dijamak adalah zuhur dan asar atau
maghrib dan isya. Jika shalat waktu yang kedua dibawa ke dalam
waktu yang pertama maka disebut jamak takdim, dan jika
sebaliknya maka disebut jamak ta’khir. Dalam mazhab Syafi‘i,
kondisi yang membolehkan jamak adalah perjalanan dan hujan,
dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan pada keduanya.
Selain pada dua kondisi tersebut tidak dibolehkan melakukan
jamak. Di antara kondisi yang tidak membolehkan jamak adalah
sakit ketika berada di tempat atau daerah domisili sehari-hari (.24).

Pendapat inilah yang merupakan pendapat resmi mazhab
Syafi‘mT sebagaimana dipahami dari pernyataan al-Syafi‘T sendiri
yang sesuai pendapatnya dengan Imam Malik pada kasus ini untuk
membatasi makna hadis tentang jamak yang dilakukan oleh Nabi
SAW di Madinah hanya pada kondisi hujan.®>* Dari pembatasan

34Hadis tersebut kemudian diriwatkan oleh Muslim dan Abi Dawud.
Teks hadisnya adalah:

) e Yy S b G e slially lly Lo sanly glal) Loy adde ) o @1 Jsery o 1B e ) 0

e 3 el o) Ll Ji (gt
Artinya: Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwasanya Rasulullah SAW menjamak
shalat zuhur dan asar, demikian juga shalat maghrib dan isya padahal bukan
dalam kondisi takut (perang) dan perjalanan. (H.R. al-Syafi‘7). Al-Syafi‘i
mengatakan bahwa menurut Imam Malik, jamak yang dilakukan oleh Rasulullah
adalah disebabkan hujan. Lihat al-Syafi‘t, AlI-Umm, JId. IV..., hlm. 224-225.
Lihat juga al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, JId. 1I1..., hlm. 232. Lihat juga Ibn
Ruslan, Syarh Sunan Abi Daud, Jld. VI..., him. 148
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tersebut dapat dipahami bahwa jika seseorang bukan berada di
dalam perjalanan maka tidak melakukan jamak selain dalam
kondisi hujan. Setelah al-Syafi‘l, para ulama Syafi‘iyyah dari
generasi ashab al-wujih umumnya juga menegaskan apa yang
dipahami dari ucapan al-Syafi‘1 di atas. Hal ini dapat ditelusuri di
dalam karya-karya mereka, seperti karya al-Mawardi, al-Rayani,
al-‘Imrani (w. 558 H) dan lain-lain.®>®® Bahkan al-Nawawi yang
dalam hal ini mempunyai pandangan Yyang berbeda, juga
mengatakan bahwa pendapat tentang tidak boleh melakukan jamak
di saat sakit merupakan pendapat masyhur dalam mazhab yang
diketahui dari penegasan al-Syafi‘T serta merupakan periwayatan
beberapa kelompok ashab al-wujith.>*® Dengan demikian, pendapat
yang mewakili mazhab Syafi‘T adalah tidak boleh melakukan jamak
shalat ketika sakit.

Adapun dalil yang digunakan adalah hadis Ibn ‘Abbas yang
kemudian diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahik-nya. Hadis
tersebut sebenarnya mempunyai dua redaksi yang berbeda dari
jalur periwayatan yang berbeda pula. Redaksi pertama telah penulis
sebutkan sebelumnya pada pernyataan al-Syafi‘ di atas. Sedangkan
redaksi yang kedua adalah:

adlly bl nphoy ade B o B sy pp 1B e ) e

7 o Ny G b (3 s oLy il

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwasanya Rasulullah
SAW menjamak shalat zuhur dan asar, demikian juga
shalat maghrib dan isya di Madinah padahal bukan
dalam kondisi takut (perang) dan hujan. (H.R. Muslim).

35Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, J1d. 11..., hlm. 399. Lihat juga Al-
Rayani, Bair al-Madhhab. .., him. 349-350. Lihat juga al-‘Imrani, Abi al-Husain
Yahya ibn Salim, al-Bayan fi Madhhab al-Imam al-Syafi‘T, Jid. 1l, Cet. Il,
(Jeddah: Dar al-Minhaj, 2006), him. 493

BAI-Nawawi, al-Majma‘, JId 1V..., him. 185

357Al-Nawawi, Syark Sahih Muslim, Jid. I11..., him. 233-234
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Berkaitan dengan cara pandang terhadap dua hadis yang
nampak berbeda secara redaksi tersebut di atas adalah sebagai
berikut: Pertama, maksud dari kata “bukan dalam kondisi takut dan
perjalanan” pada hadis pertama adalah kondisi hujan. Kedua, hadis
kedua yang redaksinya mengatakan “bukan dalam kondisi takut
dan hujan” mempunyai dua kemungkinan makna, yaitu; 1) bahwa
hujan telah reda pada saat melaksanakan shalat yang kedua, maka
disebutkanlah kata “bukan pada kondisi hujan”, padahal Rasulullah
melakukan jamak ketika itu karena awalnya turun hujan. 2) Jamak
yang dimaksudkan dalam hadis kedua bukanlah jamak secara
hakiki, tetapi melakukan shalat pertama di akhir waktunya dan
shalat kedua di awal waktunya, lantas pelaksanaan dua shalat
tersebut serupa dengan jamak karena bersambung saat
dikerjakan.®*® Intinya, dua hadis di atas tidak memberikan
pemahaman tentang bolehnya jamak ketika sakit. Selain hadis di
atas, pendapat tersebut juga beragumentasi bahwa dalam hidupnya
Rasulullah pernah mengalami sakit beberapa kali tetapi tidak ada
satu riwayatpun yang mengatakan Rasulullah melakukan jamak
ketika sakitnya. Di samping itu, bila berbicara tentang kesukaran
bagi orang sakit, orang yang jauh rumahnya dari mesjid pasti
mengalami kesukaran juga untuk datang ke mesjid, tetapi tidak
dibolehkan bagi mereka melakukan jamak, demikian juga halnya
kondisi sakit.>°

Selain pendapat yang masyhur di atas, terdapat juga
pendapat dari sebagian kecil ulama Syafi ‘iyyah yang membolehkan
jamak shalat ketika sakit. Di antaranya adalah Ibn al-Mundhir (w.
318 H), Aba Sulaiman al-Khatabi (w. 388 H), al-Qadi al-Husain
(w. 462 H) dan lain-lain. Sedangkan di luar mazhab Syafi‘l
pendapat ini dikemukan oleh Imam Malik ibn Anas, Ahmad ibn

38Al-‘Imrani, al-Bayan..., hlm. 494
39Al-Mawardi, al-Hawt al-Kabir, J1d. 11..., hlm. 399. Lihat juga al-
Nawawi, al-Majmai‘, JId. 1V..., him. 185
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Hanbal, ‘Ata’ ibn Abi Rabah dan lain-lain.*®°® Meskipun pendapat
yang kedua ini tidak mewakili mazhab Syafi‘T secara resmi, namun
tidaklah salah bila mengatakan bahwa mengenai jamak shalat
ketika sakit telah terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi‘i.
Hal ini diperkuat oleh temuan al-Asnawi (w. 772 H), salah seorang
ulama Syafi ‘iyyah generasi Muta’akhkhirt bahwa pendapat yang
kedua ini diriwayatkan oleh al-Muzani dalam kitabnya Nihayat al-
Ikhtisar dari al-Syafi‘i.%®* Menurut al-Adhra‘ (w. 783 H) yang
dikutip oleh al-Tarmasi (w. 1338 H), bahwa sudah menjadi
kebiasaan al-Muzani jika berbeda pendapat dengan al-Syafi‘i, ia
selalu menegaskan perbedaannya. Tetapi dalam perkara kebolehan
jamak shalat ketika sakit, al-Muzani tidak menunjukkan
perbedaannya dengan al-Syafi‘l. Hal ini menunjukkan kepada
pendapat kedua ini merupakan pendapat al-Syafi‘1.%6? Berdasarkan
penjelasan ini maka sah dikatakan bahwa pada permasalahan jamak
shalat ketika sakit terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab
Syafi‘t. Pendapat pertama yang merupakan pendapat kuat tidak
membolehkannya, sementara pendapat kedua membolehkannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, al-Nawawi sebagai
penganut mazhab Syafi‘T ternyata lebih mengunggulkan pendapat
yang membolehkan jamak shalat ketika sakit dan ia menjadikan
pendapat itu sebagai salah satu pendapat pilihannya. Dalam
beberapa karyanya, al-Nawawi secara gamblang menyatakan
pilihannya pada pendapat ini. Dalam Raudat al-Talibin, setelah
menjelaskan perbedaan pendapat pada permasalahan tersebut lantas
ia menyatakan:

3601pn al-Mundhir, Abi Bakr Muhammad ibn Ibrahim, al-Awsay fi al-
Sunan wa al-ljma“ wa al-Ikhtilaf, Jd. 1, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2012), hlm. 606-607. Lihat juga al-Rafi‘i, al- ‘Aziz Syarh al-Wajtiz,
Jid. 1I..., hlm. 247

36LAl-Asnawi, Jamal al-Din ‘Abd al-Rahim, al-Muhimmat fi Syarh al-
Raudat wa al-Rafi 7, JId. 111, Cet. 1, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009), him. 366

32Al-Tarmasi, Muhammad Mahfiz ibn ‘Abd Allah, Hasyiyah al-
Tarmasi; al-Manhal al- ‘Amim bi Hasyiyah al-Manhaj al-Qawim, Jid. 1V, Cet. I,
(Jeddah: Dar al-Minhaj, 2011), him. 168
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Artinya: Saya menyatakan bahwa pendapat yang membolehkan
jamak shalat ketika sakit merupakan pendapat yang jelas
dalilnya dan menjadi pendapat pilihan, karena di dalam
Sahth Muslim telah ditegaskan bahwa Nabi SAW
melakukan jamak di Madinah pada kondisi tidak ada
ketakutan (perang) dan hujan.

Sedangkan dalam al-Majma‘ ia menyebutkan pendapat
pilihannya tersebut sangat kuat dari segi dalil.*** Sementara dalam
Syarh Sahith Muslim ia juga menyatakan pendapat tersebut
mempunyai dalil yang kuat.>®® Dalam menguatkan dan memilih
pendapat kedua ini, al-Nawawi lebih memilih hadis riwayat Ibn
‘Abbas tentang jamak yang dilakukan Nabi SAW di Madinah dari
jalur Habib ibn Abi Thabit, yakni hadis yang kedua di atas yang
menyebutkan “bukan dalam kondisi takut dan hujan”. Adapun cara
pandang al-Nawawi dalam menjadikan hadis tersebut sebagai dalil
adalah sebagai berikut:

1) Dari segi periwayatan, hadis tersebut diriwayatkan dari jalur
Habib ibn Ab1 Thabit (w. 119 H). Menurut al-Nawawr,
Habib ibn Ab1 Thabit merupakan seorang imam hadis yang
disepakati ulama mengenai kredibilitasnya.

2) Dari segi kandungan hadis, al-Nawawi menjelaskan wajh
al-dilalah-nya bahwa jamak yang dilakukan Rasulullah bisa
saja karena sakit atau perkara lain yang mempunyai tingkat
kesukaran (al-masyaggah) yang sama dengan sakit atau
lebih rendah darinya. Artinya, jamak yang disebutkan di
dalam hadis itu didasari pada sebuah kebutuhan atau hajat.
Jika hujan dipandang sebagai sebuah hajat untuk jamak,

363Al-Nawaw1, Raudat al-Talibin..., hlm. 394
$4AI1-Nawawi, al-Majma‘, JId. IV..., him. 185
35Al-Nawawi, Syark Sahth Muslim, Jid. I11.. ., hlm. 231 dan 236
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maka kondisi sakit lebih memerlukan kepada jamak karena
al-masyaqgah yang terdapat pada sakit lebih berat daripada
al-masyaqgah pada hujan.®®® Al-Nawawi nampaknya
menggali sebuah ‘llat yang bersifat umum dari hadis itu,
yaitu kebutuhan yang merupakan salah satu bentuk al-
masyaqgah. Kemudian menjadikan kondisi sakit sebagai
sebuah kebutuhan yang lebih berat dibandingkan kondisi
hujan. Cara pandang seperti ini disebut dalam usul fikih
dengan istilah “menggali sebuah ‘/lat dari nash al-Qur’an
atau hadis yang dapat membuat makna nash itu sendiri
menjadi umum”. Metode ini disepakati ulama tentang
kebolehannya,®®’ hanya saja ulama berbeda pandangan
apakan metode ini termasuk pola istinbat lughawiyyah atau
ta’liliyyah. Menurut pendapat kuat dalam usul fikih, pola ini
termasuk pola lughawiyyah bagian pemahaman sebuah
makna secara tersirat (mafhiimiyyah).3®

3) Dari segi unsur eksternal, cara pandang al-Nawawi bahwa
jamak yang disebutkan dalam hadis didasari pada al-
masyaqgah dan ‘udhr memiliki kesesuaian dengan
perbuatan yang dilakukan oleh Ibn ‘Abbas yang tidak lain
adalah Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dari
Nabi.®* Ibn ‘Abbas pernah melakukan jamak, padahal saat

366 Al-Nawaw1, al-Majmi‘, JId. IV..., hlm. 185. Lihat juga al-NawawT,
Syarh Sahih Muslim, J1d. II1.. ., hlm. 236

367Ibn Qasim al-‘Abbadi, al-Ayat al-Bayyindt. .., hlm. 71-74

3687 akariyya al-Ansart, Ghayah al-Wusil. .., him. 38
369Teks hadisnya adalah:
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Artinya: Diriwayatkan dari ‘Abd Allah ibn Syaqiq, ia mengatakan suatu hari Ibn
‘Abbas berkhutbah di hadapan kami setelah asar sampai terbenam matahari dan
mulai nampaklah bintang-bintang, lantas orang-orang yang hadir mengingatkan
tentang masuknya waktu shalat dengan mengulang-ngulangnya, selanjutnya
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itu tidak ada perang, perjalanan maupun hujan. Apa yang
dilakukan oleh Ibn ‘Abbas mendapat dukungan juga dari
Ab1 Hurairah. Menurut al-Nawawi, jamak yang dilakukan
oleh Ibn ‘Abbas tersebut didorong oleh sebuah hajat yang
mengandung al-masyaqgah setingkat kondisi sakit.3"
Dalam tata-cara istibat hukum, jika makna sebuah hadis
ditafsirkan oleh perbuatan perawinya maka hadis itu lebih
diutamakan daripada hadis yang tidak ditafsirkan oleh
perbuatan perawinya.®”* Dengan demikian, cara pandang al-
Nawaw1 pada sisi ini lebih sesuai dengan kaidah usul fikih.
4) Al-Nawawi menolak cara pandang pendapat pertama yang
hanya berhujjah dengan hadis yang menyebutkan kata
“bukan pada kondisi takut dan perjalanan” serta
mengalihkan makna hadis yang menyebutkan “bukan pada
kondisi takut dan hujan”. Alasan penolakan ini adalah:
pertama, hadis tentang permasalahan ini punya beberapa
redaksi yang berbeda. Berhujjah dengan hadis yang
menyebutkan “bukan pada kondisi takut dan perjalanan”
saja  berakibat kepada mengabaikan hadis yang
menyebutkan “bukan pada kondisi takut dan hujan”. Lebih

seorang dari suku Bani Tamim mendatangi Ibn ‘Abbas untuk mengingatkannya
secara berulang-ulang juga tentang masuk waktu shalat, di mana orang tersebut
tidak merasa bosan mengingatkan Ibn ‘Abbas dan tidak beranjak dari
hadapannya. Kemudian Ibn ‘Abbas berkata padanya, apakah anda mau
mengajarkan sunnah Nabi pada saya?, Ibn ‘Abbas lantas sedikit mengecam
orang tersebut dengan mengatakan “anda tidak punya seorang ibu”. Selanjutnya
Ibn ‘Abbas mengatakan, saya pernah melihat langsung Rasulullah menjamak
shalat zuhur dan asar, juga shalat maghrib dan isya. ‘Abd Allah ibn Syaqiq
mengatakan, saat Ibn ‘Abbas menjawab demikian, terbesitlah sesuatu dalam hati
saya, lantas saya datang pada Abi Hurairah dan menanyakan hal tersebut, maka
Abl Hurairah membenarkan perkataan Ibn ‘Abbas. Lihat al-Nawawi, Syarh
Sahih Muslim, J1d. I1I.. ., hlm. 234-235

S0Al-Nawawi, Syark Sahih Muslim, Jid. I11.. ., him. 236

STLAl-Asnawi, Jamal al-Din ‘Abd al-Rahim, Nihdyat al-Siil Syarh
Minhaj al-Wusial, J1d. 111, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), him.
388
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jauh lagi, jika hadis yang menyebutkan “bukan pada kondisi
takut dan perjalanan” dimaksudkan kepada kondisi hujan
maka akan bertentangan dengan hadis yang menyebutkan
“bukan pada kondisi takut dan hujan”.3?  Kedua,
mengalihkan makna hadis yang menyebutkan “bukan pada
kondisi takut dan hujan” kepada maksud sebagaimana
diutarakan oleh pendapat pertama di atas menyalahi dengan
kenyataan perbuatan Ibn ‘Abbas, di mana Ibn ‘Abbas
melakukan jamak tidak seperti yang disebutkan oleh
pendapat pertama.®”® Oleh sebab itu, pada hadis-hadis yang
nampak bertentangan tersebut perlu digali sebuah makna
lain yang dapat mengakomodir semuanya. Makna itu tidak
lain adalah bahwa jamak yang dilakukan oleh Rasulullah
didasari oleh satu kebutuhan yang tergolong al-masyaqqah,
yang dapat berupa hujan dan lainnya, termasuk kondisi
sakit. Dengan demikian, kondisi sakit merupakan salah satu
penyebab yang membolehkan jamak meskipun bukan dalam
situasi takut dan perjalanan.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa al-Nawawi
memilih pendapat kedua karena menilai dalilnya lebih kuat,
melalui cara pandang yang lebih sesuai dengan metode istinbat
dalam wusul fikih, yang dalam kasus ini al-Nawawi lebih
mengedepankan metode lughawiyyah atau bayani dengan pola
pemahaman makna secara tersirat (mafhamiyyah). Di sisi yang lain,
ketika al-Nawawi menjadikan al-masyaqgah sebagai tempat
bergantungnya hukum (manat al-hukm) pada kasus ini, secara
prinsip, al-NawawT juga mempertimbangkan konsep mendatangkan
kemudahan (al-tasir) yang tidak lain merupakan sebuah konsep
turunan dari konsep maslahat karena upaya menolak al-masyaqqgah

$2Al-Nawawi, al-Majmai, Jid. 1V. .., hlm. 182
SBAl-Nawawi, Syark Sahih Muslim, Jid. I11.. ., him. 236
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merupakan salah satu bentuk implementasi maslahat3™* Dengan
demikian, metode yang dipakai al-Nawawi dalam melahirkan
pendapat /khtiyarat-nya pada kasus kebolehan jamak shalat ketika
sakit adalah metode lughawiyyah dengan pola pemahaman
mafhiamiyyah yang berpijak pada konsep al-fasir yang merupakan
turunan dari konsep maslahat.

Perlu diingat, meskipun al-Nawawi memandang cara
istinbat-nya dalam memahami hadis-hadis di atas lebih tepat,
namun terdapat sebuah langkah istinbat yang dinilai menyalahi
mayoritas ulama dalam memilih hadis yang menyebutkan “bukan
pada kondisi takut dan hujan”. Sebelumnya telah penulis jelaskan
bahwa Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibn ‘Abbas.
Pada peringkat berikutnya terdapat Sa‘id ibn Jubair (w. 95 H). Dari
Sa‘ld ibn Jubair bercabanglah periwayatan hadis tersebut kepada
dua jalur periwayatan, yakni jalur Abi Zubair al-Makki (w. 126 H)
yang meriwayatkan dengan redaksi “bukan dalam kondisi takut dan
perjalanan”, dan jalur Habib ibn Abi Thabit (w. 119 H) yang
meriwayatkan dengan redaksi “bukan pada kondisi takut dan
hujan” 37

Ab1 Zubair al-Makki dan Habib ibn Abt Thabit merupakan
dua Imam yang disepakati ulama mengenai kredibilitasnya dalam
periwayatan hadis. Artinya, keduanya merupakan perawi yang
dipercaya. Dengan demikian, dalam hal periwayatan hadis di atas
telah terjadi perbedaan antara dua perawi yang dipercaya. Namun

374Secara bahasa, maslakat adalah sesuatu yang mengandung manfaat.
Adapun secara istilah, maslakat adalah manfaat yang,diinginkan oleh Allah
selaku pembuat syariat untuk kembali kepada hamba-Nya, baik dalam bentuk
mendatangkan kenikmatan maupun menolak kemudharatan. Maslakat
merupakan nilai tertinggi dalam syariat Islam, sehingga menurut Ibn ‘Abd al-
Salam, semua ketentuan dalam syariat Islam berorientasi kepada maslajsat. Lihat
Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahat fi al-Syari‘at al-
Islamiyyah, Cet. X, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hIm. 37. Lihat juga Ibn ‘Abd
al-Salam, Qawa ‘id al-Ahkam, J1d. 1..., him. 11

$75bn ‘Abd al-Bar, Ab1 ‘Umar Yisuf ibn ‘Abd Allah, al-Istidhkar, Jld.
VI, Cet. I, (Kairo: Dar al-Wa‘y1, 1993), him. 23-24
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dalam perjalanan riwayat tersebut, ternyata perawi terpercaya yang
meriwayatkan redaksi yang sama dengan redaksi Abi Zubair al-
Makki lebih banyak, seperti ‘Amr ibn Dinar (w. 126 H) dan Sufyan
al-ThaurT (w. 161 H). Sementara yang meriwayatkan redaksi yang
sama dengan riwayat Habib ibn Abi Thabit hanya Salih Maula al-
Taumah (w. 125 H) yang divonis ulama sebagai perawi yang tidak
dapat dipercaya.®’® Artinya, redaksi Habib ibn Abi Thabit tidak
didukung oleh riwayat yang lain. Kondisi ini menjadikan
pertentangan yang terjadi antara dua riwayat di atas adalah
pertentangan antara seorang perawi terpercaya dan jamaah perawi
terpercaya.

Dalam ilmu hadis, pertentangan seperti ini menjadikan
hadis riwayat jamaah terpercaya disebut al-Mahfiiz, sementara
riwayat seorang yang terpercaya disebut al-Syadh. Hadis al-Syadh
merupakan salah satu hadis da 7 karena sifat syudhiidh yang
dikandungnya membuatnya terdegradasi dari Syarat-syarat
penerimaan sebuah hadis.®”” Dengan ini, hadis riwayat Habib ibn
Abi Thabit merupakan hadis yang lemah karena tergolong al-
Syadh. Dalam tata-cara istinbat hukum, hadis riwayat jamaah yang
terpercaya lebih diunggulkan di atas hadis riwayat seorang yang
terpercaya jika keduanya bertentangan.®’® Jadi, dari kaidah yang
terdapat dalam ilmu hadis dan usul fikih dapat disimpulkan bahwa
hadis Habib ibn Abt Thabit yang redaksinya menyebutkan “bukan
pada kondisi takut dan hujan” merupakan hadis yang tidak boleh

376 Al-Bayhaqi, Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain, Ma 7ifat al-Sunan wa
al-Athar, JId. 1V, Cet. I, (Damaskus: Dar Qutaibah, 1991), him. 301-302. Lihat
juga Ibn ‘Abd al-Bar, al-Istidhkar..., hlm. 24-28

$771bn al-Salah, AbT ‘Amr ‘Uthman ibn ‘Abd al-Rahman, Mugaddimah
Ibn al-Salah fi ‘Ulim al-Hadith, Cet. 11, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
2006), him. 119. Lihat juga ‘Atiyyah al-Ajhari, Hasyiyyah ‘ala Syarh Manzimah
al-Bayquniyyah, (Semarang: Toha Putera, tt), him. 62-64

S78Al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad, al-Bair al-Muhit fi Usil al-
Figh, Ta’lig: Muhammad Tamir, JId. IV, Cet. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2007), hlm. 442. Lihat juga al-Asnawi, Nihayat al-Sil..., hlm. 379
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dijadikan sandaran hukum. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan
mengapa al-Nawawi malah lebih memilih ber-istidlal dengannya.

Sejauh ini penulis belum memperoleh jawaban yang pasti
terhadap pertanyaan tersebut. Namun barangkali al-Nawawi ber-
istidlal dengannya karena melihat kedua hadis tersebut dapat
dikompromikan dengan cara menggali makna yang lebih umum
dari apa yang tersebut di dalam teks hadis. Dalam ilmu hadis, jika
hadis riwayat seorang yang terpercaya dapat dikompromikan
dengan hadis yang bertentangan dengannya dari riwayat jamaah
yang terpercaya maka riwayat seorang yang terpercaya tidak
disebut lagi al-Syadh.3"® Pada sisi yang lain, secara umum hadis
riwayat seorang yang terpercaya tetap dipandang mempunyai
masalah. Barangkali kondisi inilah yang mendorong mayoritas
ulama memilih berpijak pada riwayat Abi Zubair al-Makki yang
menyebutkan redaksi “bukan pada kondisi takut dan perjalanan”,
meskipun dengan upaya pengalihan maknanya (za 'wil) kepada
maksud yang mereka pahami, di mana pen-ta 'wil-an itu menurut
al-NawawT tidak sesuai lagi dengan tekstual hadis.

c. Transaksi Jual-Beli Tanpa ljab-Kabul

Legalitas jual-beli menurut fikih tergantung kecukupan
syarat dan rukunnya. Salah satu rukun agar sahnya jual-beli adalah
ijab-kabul. ljab merupakan ucapan si penjual yang mengandung
makna kerelaan hati memindahkan benda miliknya kepada si
pembeli dengan harga yang disepakati. Sedangkan kabul adalah
ucapan si pembeli yang menunjukkan kerelaan hatinya
memindahkan uang miliknya kepada si penjual sebagai harga
benda yang disepakati pembeliannya. Seandainya transaksi jual-
beli yang dilakukan tidak terdapat ijab-kabul padanya, maka
transaksi ini disebut bai‘ al-mu ‘atah.’®® Dalam mazhab Syafi‘,

3719¢ Atiyyah al-Ajhuri, Hasyiyyah ‘ald Syarh..., hlm. 62
30Mustafa al-Khin dkk, al-Figh al-Manhaji ‘ala Madhhab al-Imam al-
Syafi T, J1d. VI, Cet. 11, (Damaskus: Dar al-Qalm, 1992), him. 13-14
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pendapat kuat yang resmi sebagai pendapat mazhab mengatakan
bahwa jual-beli tanpa ijab-kabul yang populer dengan sebutan bai
al-mu ‘atah tidak sah dan tidak dianggap sebagai jaul-beli dalam
pandangan syara’, baik objek jual-belinya benda yang mempunyai
nilai harga mahal ataupun tidak,%! baik dibeli dalam jumlah besar
maupun Kkecil.®®? Pendapat ini merupakan hasil pendalaman para
ashab al-wujiih ternadap pernyataan al-Syafi‘i bahwa Allah SWT
menghalalkan praktek jual-beli asalkan dilakukan oleh orang yang
dibolehkan menggunakan harta dengan didasari kerelaan dari dua
belah pihak, dan dilakukan pada objek yang dibenarkan oleh
agama. Pada bagian lainnya, al-Syafi‘T menegaskan bahwa “akad”
jual-beli tidak dibolehkan pada objek yang dilarang agama.38?

Dalil yang dijadikan sandaran untuk pernyataan di atas
adalah al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 29 dan surat al-Bagarah ayat
275.%84 Selain itu terdapat juga hadis Abi Sa‘id al-Khudri,*® yang
kemudian diriwayatkan oleh Ibn Majah.3® Para dshab al-wujiih

$81Menurut satu pendapat, ukuran sebuah benda dipandang tidak punya
nilai harga adalah jika harganya berada di bawah nisab pada kasus pencurian,
dengan kata lain harganya di bawah seperempat dinar. Adapun menurut pendapat
kuat, ukuran itu tergantung penilaian adat dan ‘urf. Lihat al-Rafi‘1, al- ‘Aziz Syarh
al-Wajiz, J1d. IV ..., him. 10.
38|pn al-Ruf‘ah, Abt al-‘Abbas Najm al-Din Ahmad ibn Muhammad,
Kifayat al-Tanbih Syarh al-Tanbih, J1d. VIII, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2009), hlm. 375. Lihat juga Imam al-Haramain, Nikayat al-Maylab,
Jid. V..., him. 432.
$8A|-Syafi‘1, Al-Umm, Jid. IIL..., hlm. 3
384Ayat 29 surat al-Nisa’ adalah:
(29 eld).. oS (213 e 514 0SS OF Y] UL S oSl 15ISTE Y 10T 0l Ll
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar kerelaan di antara kamu. (Q.S. al-Nisa’: 29).
Sedangkan ayat 275 surat al-Bagarah adalah:
(275 5,ad).. b oy a0 s
Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Q.S. al-
Bagarah: 275
351bn al-Mulaqqin, ‘Umar ibn Abi al-Hasan, ‘Umdat al-Muhtdj ila
Syarh al-Minhaj, J1d. VI, Cet. I, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2018), him. 183
36Teks hadisnya:
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berpandangan bahwa “sifat rela” yang menjadi penekanan al-syafi‘l
di atas merupakan sebuah perasaan yang berada dalam hati,
sehingga tidak mudah mengetahui kerelaan seseorang jika tidak
diterjemahkan. Satu-satunya penerjemah yang paling tepat di sini
adalah ucapan orang yang mengalami rasa tersebut karena
ucapannya dapat menunjukkan kepada apa yang ada di dalam
hatinya. Lebih jauh lagi, kerelaan hati bukanlah hal tampak nyata,
maka tidak sah digantungkan hukum padanya. Oleh sebab itu
diperlukan sesuatu yang jelas dan nyata sebagai tempat bergantung
hukum, yang tidak lain adalah ucapan. Berdasarkan cara pandang
ini, maka ijab-kabul dalam jual-beli wajib dilakukan karena dapat
berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur kerelaan para pihak
yang melakukan transaksi.3®’

Di samping menekankan “sifat rela”, al-Syafi‘T juga
menggunakan kata “akad”. Kata ini juga dipakai oleh al-Muzani
yang merupakan murid seniornya.®® Secara umum kata “akad”
dipahami sebagai ucapan yang berisi ijab-kabul. Selain cara
pandang di atas yang lebih menitik-beratkan pada metode
lughawiyyah, para ashab al-wujith juga meng-giyas-kan akad jual-
beli kepada akad nikah dari segi sama-sama akad yang menukarkan
sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana pada akad nikah
disyaratkan adanya ijab-kabul, demikian juga halnya akad jual-
beli.®® Atas dasar ini, menurut mayoritas d@shab al-wujih, hukum
transaksi bai‘ al-mu‘atah tidak sah. Sejauh ini, metode yang
dipakai oleh mereka dalam menetapkan hukum di atas adalah

(sl ol oly)) (25 8 ) Wl ooy aile 1 o 1 ey I 15 (9 im0

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Sa‘ld al-Khudri, ia mengatakan bahwa
Rasulullah bersabda bahwa “Jual-beli hanya sah jika didasari oleh sikap saling
rela. (H. R. Ibn M3jah). Lihat Muhammad al-Amin ibn ‘Abd Allah al-Urmi,
Mursyid Dhawi al-Hija wa al-Hajat ila Sunan Ibn Majah, Jd. XII, Cet. I,
(Jeddah: Dar al-Minhaj, 2018), him. 480

®7AI-Rafi4T, al-‘Aziz Syarh al-Wajiz, J1d. 1V..., hlm. 10. Lihat juga
Lihat juga Ibn al-Ruf*ah, Kifayat al-Tanbih..., hlm. 375

388A|-Muzani, Mukhtasar. .., him. 84

39 Al-‘Imrani, al-Bayan, J1d. V..., hlm. 15
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metode lughawiyyah dengan dukungan dari metode ta 'liliyyah.

Dalam perkembangan berikutnya, salah seorang ashab al-
wujith, yaitu Abu al-‘Abbas Ibn Suraij (w. 306 H) melahirkan
pendapat yang berbeda dari mayoritas ashab. Menurut Ibn Suraij
yang dikutip oleh al-Rafi‘t dan al-‘Imrani, bai‘ al-mu‘atah sah
dilakukan pada benda yang tidak punya nilai harga atau dalam
jumlah kecil seperti seikat sayur atau sepotong roti.>® Pendapat ini
sesuai dengan pendapat Abii Hanifah. Sedangkan yang dikutip oleh
Ibn Ruf*ah bahwa Ibn Suraij tidak membatasi sah bai‘ al-mu ‘atah
pada benda yang tidak punya nilai harga atau dalam jumlah kecil
saja, tetapi juga sah pada benda yang punya nilai harga atau jumlah
besar selama berlaku adat untuk menganggap transaksi secara al-
mu ‘atah pada objek tersebut sebagai akad jual-beli.3®* Terlepas dari
perbedaan pandangan pada menentukan letak pendapat Ibn Suraij,
yang jelas dalam mazhab Syafi‘T telah ada pendapat yang kedua
mengenai legalitas bai ‘ al-mu ‘atah.

Pendapat Ibn Suraij ini merupakan hasil pengembangannya
dari pendapat al-Syafi‘c pada beberapa permasalahan lain yang
mempunyai sisi kemiripan pada alasan hukum (zakhrij). Menurut
al-Nawawi, yang juga didukung oleh al-Asnawi bahwa sumber
pen-takhrij-an pendapat Ibn Suraij adalah permasalahan seseorang
yang memberi tanda tertentu pada hewan yang ingin disembelih
sebagai hadiah®®? pada hari idul adha dan tiga hari tasyrig di tanah

30AI-Rafi‘1, al- ‘Aziz Syarh al-Wajiz, JId. IV..., hlm. 10. Lihat juga al-
‘Imrani, al-Bayan, JId. V..., him. 13

311bn al-Ruf*ah, Kifayat al-Tanbih. .., hlm. 376

392Hadiah dalam istilah fikih yang berhubungan dengan sembelihan
pada pelaksanaan haji dan umrah adalah hewan yang disembelih untuk ibadat
khusus di tanah Haram Mekah. Hadiah pada pelaksaan haji mestilah disembelih
pada hari raya idul adha dan tiga hari fasyrig. Sedangkan hadiah pada
pelaksanaan umrah disembelih setelah selesai umrah. Perbedaan antara hadiah
dan kurban adalah bahwa kurban tidak mesti disembelih di tanah Haram Mekah.
Lihat ‘Abd al-Fattah Husain Rawah al-Makki, al-Ifsah ‘ald Masa’il al-Idah, Cet.
V, (Mekah: al-Maktabah al-Imdadiyyah, 2003), hlm. 323
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Haram Mekah.3®® Apabila diberikan tanda tertentu pada hewan
tersebut, ada pendapat mengatakan otomatis wajib disembelih
karena sudah menjadi nazar, meskipun tidak ada ucapan yang
menunjukkan kepada nazar dari pemiliknya. Hal ini didasari pada
tanda yang diberikan pemiliknya, karena tanda itu dapat mewakili
ucapan. Sedangkan pendapat kuat menyatakan harus ada ucapan
agar hewan tersebut menjadi nazar.3** Selanjutnya pendapat yangt
mengatakan bahwa tanda dapat mewakili ucapan dibawa oleh Ibn
Suraij kepada permasalahan bai * al-mu ‘atah sehingga menurut Ibn
Suralj bai‘ al-mu‘atah sah hukumnya karena kerelaan seseorang
dapat diketahui melalui tanda-tanda tertentu, dan tanda itu dapat
menjadi pengganti ucapan.3® Uraian di atas memberikan gambaran
nampaknya Ibn Suraij menyetujui dalil yang dipakai oleh pendapat
pertama, hanya saja Ibn Suraij memiliki cara pandang yang berbeda
dalam memahami “kerelaan” saja. Artinya, kerelaan tidak mesti
diwakili oleh ucapan, namun cukup melalui tanda-tanda yang lain.

Pada abad berikutnya, sekelompok lain dari ashab
melahirkan pendapat yang ketiga mengenai bai ‘ al-mu ‘atah dengan
mengatakan legalitas bai * al-mu ‘atah tergantung adat yang berlaku.
Jika berlaku adat untuk transaksi sebuah benda secara al-mu ‘atah
dan adat memandang al-mu‘atah di situ sebagai akad jual-beli
maka hukumnya sah, jika sebaliknya maka tidak sah. Pendapat ini
dasarnya adalah pendapat Imam Malik, kemudian dipilih oleh
sebagian ashab Syafi ‘iyyah seperti Ibn al-Sibagh (w. 477 H), al-
Mutawalli (w. 478 H) al-Riyani (w. 502 H) dan al-Baghwi (w. 510
H) sebagaimana disampaikan oleh al-Nawawi. Dengan lahirnya
pendapat ini maka dalam kasus bai ‘ al-mu ‘atah secara keseluruhan
terdapat tiga pendapat dalam mazhab Syafi‘1.

3BAl-Nawawi, Raudat al-Talibin, Jid. III..., him. 56. Lihat juga al-
Asnawi, al-Muhimmat, JId. V..., hlm. 8

3% Al-Nawawi, Abii Zakariyya Muhyt al-Din Yahya ibn Syarf, Kitab al-
al-Idah fi Manasik al-Haj wa al- ‘Umrah, Cet. V, (Mekah: al-Maktabah al-
Imdadiyyah, 2003), him. 324

35 AI-Rafi‘, al- ‘Aziz Syarh al-Wajiz, J1d. IV..., him. 10
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Perlu diketahui, salah seorang ulama yang memilih
pendapat yang ketiga ini adalah al-Mutawalli. Namun secara
hakikat nampaknya al-Mutawalli tidak memisahkan pendapat ini
dari pendapat yang kedua di atas. Buktinya, dalam menguraikan
pendapat yang ketiga ini, al-Mutawallt menggiring pendapat yang
kedua untuk masuk ke dalam pendapat yang ketiga dengan
mengutip narasi Ibn Suraij sama persis seperti narasi pendapat yang
ketiga.>®® Meskipun demikian, kebanyakan Syafi‘iyyah yang
mengklaim tiga pendapat pada permasalahan bai * al-mu ‘atah lebih
melihat kepada bentuk dasar lahirnya masing-masing pendapat
tersebut sebelum ada intervensi penafsiran dari ulama lain terhadap
maksud yang dikandungnya.

Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat ketiga adalah
istishab asl dan ‘urf. Jual-beli merupakan sebuah praktek yang
telah dilakukan sebelum datangnya Islam. Ketika Islam datang,
tidak pernah ada riwayat, baik dari Rasulullah maupun Sahabat
yang menggunakan lafaz khusus untuk transaksi jual-beli. Tidak
ada dalil dalam hal ini menunjukkan kepada tidak ada hukum
mengenai penggunaan lafaz khusus. Selanjutnya, berkaitan dengan
cara transaksinya dikembalikan kepada ‘urf. Jika ‘urf menilai
sebuah transaksi sebagai jual-beli maka menurut agama juga
dipandang sebagai jual-beli meskipun tidak menggunakan lafaz
tertentu.3%7

Pada perkembangan selanjutnya, ketika al-Nawaw1 muncul
dan melakukan seleksi beragam pendapat, al-Nawawi lebih
mengunggulkan pendapat yang ketiga dan menjadikannya sebagai
salah satu pendapat pilihannya. Dalam beberapa karyanya, al-
Nawawi cukup tegas menyatakan pilihannya pada pendapat ini.
Dalam Raudat al-Talibin, setelah menjelaskan perbedaan pendapat
pada permasalahan tersebut lantas ia menyatakan:

3BAI-Nawawi, al-Majma‘, JId. IX..., hlm. 116
397Al-‘Imrani, al-Bayan, J1d. V..., him. 13
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Artinya: Saya menyatakan bahwa pendapat yang dianggap bagus
oleh Ibn al-Sibagh adalah pendapat yang kuat dari segi
dalil dan menjadi pendapat pilihan karena tidak terdapat
riwayat sahih dalam agama tentang mensyaratkan lafaz,
oleh karenanya hal ini wajib dikembalikan kepada ‘urf
sebagaimana lafaz-lafaz untuk transaksi lainnya.

Di dalam Tashih al-Tanbih, al-Nawawi menyatakan hal serupa

melalui redaksi yang langsung menuju kepada pilihannya terhadap
pendapat tersebut. Teksnya adalah:

9 lag Ay Logh 3blally all B luscl)

Arinya: Menurut pendapat yang terpilinh bahwa bai * al-mu ‘atah itu
sah pada sesuatu yang dianggap al-mu ‘atah sebagai cara
bertransaksi padanya.

Di dalam al-Majmii‘, al-Nawawi juga menyebutkan pilihannya

pada pendapat tersebut setelah menguraikan asal-usulnya.*®°

Pernyataan al-Nawawi di atas kiranya dapat menjelaskan
pendiriannya terkait legalitas bai‘ al-mu ‘atah. Menurut al-Nawawr,
pendapat yang ketiga di atas lebih kuat dalilnya dibandingkan dua
pendapat sebelumnya. Atas dasar itulah al-Nawawi menjadikan
pendapat itu sebagai pilihannya dalam kasus ini. Adapun dalil dan
cara pandang al-Nawawi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1) Tidak terdapat dalil khusus yang menetapkan kewajiban
ijab-kabul pada jual-beli. Dalam al-Qur’an, Allah memang
telah menegaskan kehalalan jual-beli. Selanjutnya hadis-
hadis yang berbicara tentang jual-beli (bai®) juga terbilang

3%8Al-Nawawi, Raudat al-Talibin, J1d. I11.. ., him. 57

3%Al-Nawawi, Abli Zakariyya Muhy1 al-Din Yahya ibn Syarf, Tashih
al-Tanbih, J1d. 1, Cet. I, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1996), him. 283

40A|-Nawawi, al-Majmii‘, JId. IX..., hlm. 116.
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banyak, baik berbentuk ucapan atau perbuatan Nabi sendiri
maupun para Sahabatnya pada masa Nabi masih hidup atau
setelah Nabi wafat. Sedemikian banyak hadis yang berisi
tentang jual-beli tetapi tidak ada satupun darinya yang
mensyaratkan ijab-kabul. Dengan demikian, tidak ada dasar
dalam agama untuk mensyaratkan ijab-kabul pada jual-beli,
Uraian di atas menunjukkan bahwa al-Nawawi dalam hal
ini menjadikan istishab as! sebagai dalil. Sebagaimana telah
penulis jelaskan sebelumnya bahwa dalam mazhab Syafi‘,
istishab asl dipandang sebagai salah satu dalil di luar empat
dalil yang disepakati ulama.*®® Menurut al-Razi, sebuah
kasus yang pernah berlaku sebelumnya, akan dilanjutkan
hukum lamanya jika tidak didapatkan dalil baru yang
merubahnya, baik dalil itu al-Qur’an, hadis, ijma‘ maupun
givas. Inilah hakikat berdalil dengan istishab asl.*?

2) Menjadikan ‘urf sebagai sandaran hukum. Jual-beli
merupakan sebuah praktek yang telah dilakukan sebelum
datangnya Islam. Ketika Islam datang tidak merubah
hakikatnya, bahkan Islam menggantungkan beberapa
hukum lain padanya. Karena itu, terkait tata-cara transaksi
padanya dikembalikan kepada ‘urf:** Jika ‘urf menilai
sebuah transaksi sebagai jual-beli maka menurut agama
juga dipandang sebagai jual-beli meskipun tidak
menggunakan lafaz tertentu. Menurut al-Zarkasyi (w. 794
H), bai‘ al-mu ‘atah merupakan praktek yang telah dinilai
oleh ‘urfsebagai akad jual-beli.*** Sebelum al-Zarkasyi, Ibn
‘Abd al-Salam (w. 660 H) telah mengatakan bahwa praktek
jual-beli merupakan sebuah akad yang telah didominasi

40LA\|-Fadani, Baughyat al-Musytag..., him. 352-353

402A|-RazT, al-Mahsil. .., him. 1478

403Al-Nawawi, al-Majmii‘, JId. IX..., him. 116-117

404Al-Zarkasy1, Badr al-Din Muhammad, al-Manthir fi al-Qawa ‘id, Jld.
I, Cet. Il, (Kuwait : Syirkah Dar al-Kuwait, 1985), him. 357
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oleh cara al-mu ‘atah, lebih-lebih lagi pada objek yang tidak
bernilai harga. Hal ini terjadi karena dorongan hajat yang
diakui oleh adat manusia.*®® Dari penjelasan dua ulama
tersebut dapat dipahami bahwa bai‘ al-mu‘atah sah
dilakukan karena telah dinilai oleh ‘urf sebagai akad jual-
beli. Dalam mazhab Syafi‘T, penggunaan ‘urf sebagai dalil
memang tidak seluas penggunaannya di dalam mazhab-
mazhab yang lain seperti Hanafi dan Maliki*®®. Namun
demikian, secara umum ‘urf tetap dipakai dalam upaya
istibat hukum, bahkan dapat dijadikan sumber hukum pada
kasus yang tidak dijelaskan kriterianya oleh otoritas
kebahasaan dan syara’.*”’” Menurut al-Nawawi, cara
melakukan akad jual-beli tidak diatur oleh syara’. Oleh
karenanya, diperlukan peran urf dalam menjelaskan tata-
caranya. Terkait bai‘ al-mu ‘atah, urf telah memandangnya
sebagai sebuah praktek jual-beli, maka dalam hal ini
pengakuan ‘urf menjadi landasan bagi legalitasnya, apa lagi

4%51hn “Abd al-Salam, Qawa ‘id al-Ahkam, J1d. 11..., hlm. 61, 90
406Dalam mazhab Hanafi, ‘urf lebih didahulukan daripada qiyas khafi
dan ‘wrf juga berfungsi sebagai pembatas (mukhassis) bagi keumuman nas al-
Qur'an dan hadis. Intinya, ‘wurf menempati posisi sebagai dalil. Oleh karena
posisi ‘urf begitu penting, maka dalam mazhab Hanafi terdapat sebuah
ungkapan yang populer yaitu,
406.JL:U‘ w S5 Juled)

Artinya: Qiyas dapat ditinggalkan jika bertentangan dengan kebiasaan
masyarakat banyak. Lihat Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin, Rad al-Mukhtar ‘ald
Dur al-Mukhtar, J1d. V1, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, tt), 557. Lihat juga ‘Al
Jum‘ah Muhammad, Tarikh Usal al-Figh, (Kairo: Dar al-Mugtham, 2015), him.
217. Lihat juga Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jid. I, Cet. V, Ed. I, (Jakarta:
Kencana Prenada Media, 2009), him. 399. Sedangkan dalam mazhab Maliki, ‘urf
penduduk Madinah lebih diutamakan daripada hadis yang diriwayatkan secara
ahad. Dengan ini, ‘urf dalam mazhab Maliki juga menempati posisi dalil. Lihat
All Jum‘ah, Tarikh Usal al-Figh..., hlm. 266. Lihat juga Amir Syarifuddin,
Ushul Figh..., hlm. 399. Intinya, dalam mazhab Hanafi dan Maliki, porsi yang
diberikan kepada ‘urf’lebih besar daripada mazhab Syafi‘i.

407 Al-Suyiiti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, al-Asybah wa
al-Naza'ir fi al-Furi, Cet. Il, (Singapura-Jeddah: al-Haramain, 1960), him. 69
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tidak terdapat dalil syara’ yang menolak prakteknya.

3) Meng-qiyas-kan praktek akad jual-beli kepada praktek akad
lain yang dikembalikan tata-cara atau kriterianya kepada
‘urf seperti menghidupkan tanah mati, tata-cara serah terima
benda yang ditransaksikan, kriteria tempat pemeliharaan
benda pada permasalahan pencurian dan lain-lain.*%® Sisi
kesamaan antara jual-beli dan beberapa persoalan tersebut
adalah tidak ditentukannya secara khusus tata-cara
pelaksanaannya atau kriterianya dalam syariat. Karena itu,
tata-cara pelaksanaannya diserahkan kepada ‘urf.

4) Secara tersirat, al-Nawawi menolak giyas yang dilakukan
oleh pendapat pertama, yakni menyamakan akad jual beli
dengan akad nikah. Alasan penolakan ini karena ‘i/lat yang
ada pada akad nikah tidak tepat dibawa kepada akad jual-
beli. Meskipun al-Nawawi tidak menyebutkan penolakan
ini secara eksplisit, namun ketika ia menyebutkan giyas
tersebut sebagai salah satu dalil pendapat pertama, lantas ia
mengabaikannya, hal  ini  menunjukkan  kepada
penolakannya. Ulama lain seperti Ibn ‘Abd al-Salam (w.
660 H) secara tegas membedakan antara dua kasus tersebut
dengan mengatakan bahwa tingkat kehati-hatian (al-iktiyar)
pada permasalahan nikah lebih tinggi karena mengacu pada
sebuah kaidah yang populer bahwa al-iktiyar pada
permasalahan yang menyangkut dengan hubungan biologis
lebih tinggi daripada permasalahan lainnya.*®® Sedangkan
al-ihtiyar pada jual-beli tidak seperti itu. Karena itu, jual-
beli tidak boleh disamakan dengan nikah.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa al-Nawaw1 lebih
memilih pendapat yang membolehkan praktek bai‘ al-mu ‘atah jika
telah berlaku ‘urf karena menurutnya dalil pendapat ini lebih kuat
disebabkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam metode

408A|-Nawawi, al-Majmii‘, JId. IX..., him. 116-117
491bn *Abd al-Salam, Qawa ‘id al-Ahkam, J1d. 11...., hlm., 61



173

istinbat hukum. Sejauh ini, metode istinbat yang digunakan al-
Nawawi dalam memilih pendapat tersebut adalah metode
lughawiyyah dan didukung oleh metode ta ‘/iliyyah dengan berpijak
pada cara pandang istishabt dan mempertimbangkan urf yang
berlaku.

d. Legalitas Mukhabarah

Dalam pandangan fikih, hubungan kerja secara bagi hasil
pada bidang pertanian antara pemilik lahan dan pekerja terdiri atas
tiga bentuk, yaitu musagah, muzara‘ah dan mukhabarah.**
Berkaitan dengan hukum masing-masing menurut mazhab Syafi‘l
adalah: 1) Akad musaqah dibolehkan karena didasarkan pada hadis
sahih yang bersumber dari Ibn ‘Umar,**! dan giyas kepada akad
bagi hasil (girad). Adapun akad muzara‘ah tidak dibolehkan
kecuali menggabungkannya kepada akad musagah jika terdapat
ruang kosong di antara pohon kurma atau anggur. Dalilnya adalah

MOMusagah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan pekerja pada
kebun kurma atau anggur dengan ketentuan bagi hasil yang jumlahnya disepakati
bersama. Kurma dan anggur telah ditanam sebelumnya oleh pemilik lahan,
sementara tugas pekerja hanya mengurusi pohon kurma dan anggur agar
membuahkan hasil yang baik. Muzara ‘ah adalah kerjasama antara pemilik lahan
dan pekerja pada tanaman muda dengan ketentuan bagi hasil dan benih tanaman
berasal dari pemilik lahan. Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan
dan pekerja pada tanaman muda dengan ketentuan bagi hasil dan benih tanaman
berasal dari pekerja. Lihat Mustafa al-Khin dkk, al-Figh al-Manhaji, J1d. VII...,
him. 25-33

4llHadis tersebut menjadi pegangan al-Syafi‘i, selanjutnya hadis ini
diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Teksnya adalah:

(s @) ely)) s sf E o L L ot s ol ols oy ale ) Lo 1 sy OF s ol o8

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar bahwa Rasulullah SAW pernah
melakukan muamalah dengan penduduk Khaibar melalui cara bagi hasil yang
berupa buah-buahan dan tanaman muda...(H.R. al-Bukhari dan Muslim). Lihat
Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad ibn ‘Ali, Fath al-Barri bi Syarh Sahih al-
Bukhart, J1d. VI, Cet. I, (Kairo: Dar ‘Alimiyyah, 2013), hlm. 110. Lihat juga al-
Nawawi, Syars Sahih Muslim, JId. V..., him. 474, Lihat juga al-Syafi‘i, Al-
Umm, Jid. I1I..., him. 11
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hadis sahth dari Thabit ibn al-Dahak.*? Sedangkan mukhabarah
tidak sah meskipun digabungkan kepada akad musdagah.*'® Dalilnya
adalah hadis sahih yang bersumber dari Jabir ibn ‘Abd Allah.*'
Dalil lainnya mengenai tidak sahnya muzara‘ah dan mukhabarah
adalah hadis sahih dari Rafi‘ ibn Khudaij.*®® Hadis Rafi‘ ibn
Khudaij mempunyai beberapa redaksi yang berbeda sebagaimana
disebutkan oleh Muslim.46

Berdasarkan dalil dari hadis-hadis itulah, al-Syafi‘t dan
muridnya yakni al-Muzani menectapkan bahwa hubungan kerja
secara bagi hasil pada bidang pertanian antara pemilik lahan dan

412Teks hadisnya adalah:
(e ols). 38 o F olag e i Lo ) Jgm) OF Aol oy b 0
Artinya: Diriwayatkan dari Thabit ibn al-Dahak bahwa Rasulullah SAW
melarang akad muzara‘ah...(H.R. Muslim). Lihat al-Nawawi, Syarh Sahih
Muslim, Jid. V..., him. 472
43A|-Syarbini, Muhammad al-Khatib, Mughni al-Muhtdj ila Ma ‘rifat
Ma ‘ant Alfaz al-Minhdaj, J1d. 11, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), him. 323-324
414Teks hadisnya adalah:
(s @l olyy ).l e ooy e &) o () (B 0 s o il 0
Artinya: Diriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abd Allah bahwa Nabi SAW melarang
akad mukhabarah...(H.R. al-Bukhari dan Muslim). Lihat Ibn Hajar al-°Asqalani,
Fath al-Barri..., him. 167. Lihat juga al-Nawawi, Syark Sahih Muslim, Jid. V...,
hlm. 456-457
45Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, J1d. VII..., hlm. 452. Lihat juga al-
Ruyani, Bahr al-Madhhab, Jid. VII..., hlm. 253
4183alah satunya adalah:
comrbl plabally ol Sl eSS ooy e B Ao B e e o Y B LSS s o ) o
W il gyl elsbg (b W O ol o by ade il Lo dl Jgmn) B8 JWB gasas 0 o pir 13 Lslond
(e ols)). . ool plalally o Jlg ) e L S 2,00 L2 OF Lk
Artinya: Dirwayatkan dari Rafi‘ ibn Khudaij, ia mengatakan bahwa kami pada
masa Rasulullah SAW menyewakan lahan dalam bentuk bagi hasil sepertiga,
seperempat dan dengan makanan yang ditentukan, lantas pada satu hari
datanglah pada kami seorang laki-laki dari yang merupakan saudara dari garis
paman saya, laki-laki itu mengatakan bahwa Rasulullah melarang hal tersebut
padahal apa yang telah kami lakukan bermanfaat bagi kami. Dalam hal ini
mengikuti aturan Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat. Aturan tersebut adalah
bahwa Rasulullah melarang kami menyewakan lahan dalam bentuk bagi hasil
sepertiga, seperempat dan dengan makanan yang ditentukan...(H.R. Muslim).
Lihat al-Nawawi, Syars Sakih Muslim, Jid. V..., him. 469
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pekerja yang dibolehkan hanya musagah, sedangkan muzara ‘ah
dibolehkan dengan syarat di atas. Adapun mukhabarah tidak
dibolehkan dengan cara apapun.**’ Inilah pendapat resmi yang
mewakili mazhab Syafi‘T sebagaimana disampaikan oleh al-
Mawardi, Imam al-Haramain dan al-‘Imrani.*'® Di luar mazhab
Syafi‘l, pendapat yang tidak membolehkan mukhabarah ini
merupakan pendapat beberapa Sahabat Nabi yaitu Ibn ‘Umar, Ibn
‘Abbas dan Abi Hurairah. Sementara di kalangan mazhab empat,
pendapat ini dikemukan oleh Imam Malik ibn Anas (w. 179 H) dan
Abii Hanifah (w. 150 H).*'® Perlu diketahui, dari tiga permasalahan
tersebut, penulis hanya akan membahas mukhabarah karena tidak
ada ruang terhadap legalitasnya dalam pendapat yang disebut resmi
mazhab Syafi‘l, lagi pula praktek mukhabarah lebih banyak
dilakukan di Indonesia khususnya Aceh. Jadi sangat relevan
mengangkat kasus ini sebagai salah satu pendapat lkhtiyarat al-
Nawawi. Dengan demikian, pembahasan berikut ini tidak akan
menyentuh lagi permasalahan musagah, muzara ‘ah.

Selain dalil hadis, pendapat di atas juga meng-giyas-kan
mukhabarah kepada akad kerjasama secara bagi hasil pada
permasalahan hewan antara pemilik hewan dan pekerja. Adapun
‘illat yang digunakan pendapat ini adalah mencari keuntungan pada
manfaat lahan mungkin dilakukan dengan cara menyewakannya,
maka tidak boleh melakukan melalui cara bagi hasil.*?® Pada sisi
yang lain, salah satu prinsip muamalah yang telah diatur adalah
tidak boleh adanya ketidak-jelasan terkait hasil dan upah yang

47Al-Syaficl, Al-Umm, Jid. III..., hlm. 11-13. Lihat juga Al-Muzani,
Mukhtasar-..., hlm. 134, 140-143

48Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, JId. VII..., hlm. 451. Lihat juga
Imam al-Haramain, Nihayat al-Maglab, JId. VIIL..., hlm. 217. Lihat juga al-
‘Imrani, al-Bayan, JId VII..., hlm. 278

A9A|-‘Imrani, al-Bayan, J1d. VII..., hlm. 278

4201pn al-Ruf*ah, Kifayat al-Tanbih, JId. X1..., hlm. 119
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diperoleh,*?! kecuali pada permasalahan yang diberikan keringanan
hukum berdasarkan hajat seperti girad dan musagah. Praktek
mukhabarah mengandung unsur ketidak-jelasan mengenai jumlah
konkrit upah yang diperoleh pekerja dan hasil yang diperoleh
pemilik lahan. Pada kenyataannya praktek mukhabarah bukannya
diberikan keringan hukum tetapi malah dilarang secara tegas.
Alasannya seperti disebutkan atas, yakni memungkinkan pemilik
lahan mencari keuntungan melalui cara yang lain. Karenanya,
mukhabarah tidak dipandang sebagai sebuah hajat yang dapat
menggeser ketentuan hukum yang telah baku.

Selain pendapat di atas, dalam mazhab Syafi‘T juga ada
pendapat yang membolehkan mukhabarah. Pendapat yang kedua
ini dikemukakan oleh tiga orang ashab wujih, yaitu lbn
Khuzaimah (w. 311 H), Ibn al-Mundhir (w. 318 H) dan al-Khatabt
(w. 388 H).*?? Sedangkan di luar mazhab Syafi‘i, pendapat ini
merupakan pendapat beberapa Sahabat Nabi yaitu ‘Alr ibn Abi
Talib, Ibn Masiid, ‘Ammar ibn Yasir, Sa‘ad ibn Abt Waqas dan
Mu‘adh ibn Jabal. Selain itu, pendapat ini juga dikemukakan oleh
dua tokoh utama mazhab Hanafi, yakni Abu Yusuf (w. 182 H) dan
Muhammad ibn Hasan al-Syaibani (w. 189 H).**® Adapun dalil
yang yang dipakai pendapat ini adalah hadis-hadis yang sahih juga.
Di antaranya adalah hadis Ibn ‘Umar yang telah penulis sebutkan
sebelumnya mengenai muamalah Rasulullah dengan penduduk
Khaibar melalui cara bagi hasil yang berupa buah-buahan dan
tanaman muda.*?*

Cara pandang pendapat yang kedua pada hadis itu berbeda
dengan cara pandang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua
meng-istinbat dari hadis itu secara tekstual pada kata “tanaman

2A|-Syafi‘r, Al-Umm, Jid. III..., hlm. 12. Lihat juga Al-Muzani,
Mukhtasar-..., hlm. 140

4221pn al-Mulaqgin, ‘Umdat al-Muhtaj, JId. VIIL..., hlm. 385

423A\l-‘Imrani, al-Bayan, J1d. VII..., hlm. 278

424p|-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, J1d. VII..., hlm. 451. Lihat juga al-
Rayani, Basr al-Madhhab, Jid. VII..., hlm. 254
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muda”. Artinya, muamalah dengan cara bagi hasil yang dilakukan
olen Rasulullah dengan penduduk Khaibar tidak terbatas pada
kurma dan anggur saja tetapi juga pada tanaman muda. Muamalah
dengan cara bagi hasil pada tanaman muda tidak lain adalah
mukhabarah dan muzara‘ah. Dengan demikian, hadis itu jelas
menunjukkan kepada kebolehan mukhabarah dan muzara‘ah.
Sedangkan pendapat pertama memahami kata “tanaman muda” di
situ untuk kebolehan muzara ‘ah yang digabungkan ke dalam akad
musaqah.**® Alasan pengalihan makna di situ karena hadis yang
diriwayatkan mengenai tiga permasalahan di atas terbilang banyak
dan nampak saling bertentangan. Jadi, karena terdapat hadis yang
melarang mukhabarah dan muzara ‘ah secara tegas maka pendapat
pertama mengalihkan makna hadis tentang muamalah Nabi dengan
penduduk Khaibar kepada makna lain, yaitu muzara‘ah yang
digabungkan ke dalam akad musdqah. Metode yang ditempuh
adalah jam* wa tawfiq bayna al-nusis (mengkompromikan dalil-
dalil yang nampak saling bertentangan). Hal ini mengacu pada
kaidah dalam usul fikih bahwa mengamalkan secara bersamaan dua
dalil atau lebih yang nampak saling bertentangan lebih baik
daripada menggugurkan sebagiannya.*?

Selain hadis itu, terdapat juga beberapa hadis sahih lainnya
yang menunjukkan kepada sahnya mukhabarah,**’ di antaranya
adalah hadis ‘Amri ibn Dinar yang kemudian diriwayatkan oleh al-
Bukhari dan Muslim.*® Hadis ini secara tekstual menyatakan

425|pn al-Mulaqqin, ‘Umdat al-Muhtaj, J1d. VIIL..., him. 386

428Al-Asnawi, Nihayat al-Siil.. ., hlm. 375-376

427TAl-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, J1d. VII..., hlm. 451. Lihat juga al-
Rayani, Basr al-Madhhab, Jid. VII..., hlm. 254

428Teks hadisnya adalah:

V‘«"’J&T sl pyoe ol Je we S V.L‘dj ade & \;.J\S,J‘ of Ogasy (,.5\3 Salll S5 ) ealle) bt gae JU
(s )l o)) Loshan Lt dsl OF o & g ol (S0l i OF JU S0y wie 4 § 31 0T il o) s 2
Artinya: Amrl mengatakan, saya bertanya pada Tawis mengapa tidak kau
tinggalkan saja mukhabarah, karena mereka mengatakan bahwa Nabi SAW

melarangnya, lantas Tawis menjawab wahai Amri, telah memberi informasi
kepada saya oleh orang yang lebih alim dari mereka yaitu Ibn ‘Abbas bahwa
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bahwa Nabi tidak pernah melarang mukhabarah, hanya saja Nabi
menyampaikan lebih baik pemberian cuma-cuma daripada akad
bagi hasil. Jadi, hadis tersebut mengandung makna bahwa lebih
baik tidak melakukan mukhabarah, bukan berarti melarang
mukhabarah secara total.*?® Dalil lainnya adalah qiyas kepada
musaqah. Kesamaan keduanya adalah dari segi muamalah pada
pokok sesuatu dengan membagi hasil apa yang tumbuh darinya.**°

Adapun pendapat pertama tetap menolak sahnya
mukhabarah  meskipun terdapat hadis-hadis yang nampak
membolehkannya. Selain alasan mengkompromikan antara hadis
yang nampak saling bertentangan, pendapat pertama juga didukung
oleh hadis Jabir ibn ‘Abd Allah yang mengecam pelaku
mukhabarah™! yang kemudian diriwayatkan oleh Abii Dawud.*3?
Dalam usul fikih jika bertentangan antar matn hadis, yang satunya
menjelaskan hukum disertai ancaman dan satu lagi tidak disertai
ancaman maka matn yang disertai ancaman lebih diutamakan.*®
Demikianlah penjelasan mengenai mukhabarah dan diskusi dalil
serta cara pandang masing-masing dua pendapat.

Nabi tidak pernah melarang mukhabarah, tetapi Nabi mengatakan bahwa
“pemberian cuma-cuma dari kalian lebih baik daripada mengambil biaya sewa
yang dimaklumi”. Lihat Ibn Hajar al-°Asqalani, Fatz al-Barri..., him. 114-116.
Lihat juga al-Nawawi, Syars Sahih Muslim, J1d. V..., hlm. 472-473

42%|bn Hajar al-‘Asqalani, Fat/ al-Barri..., him. 116

40A|-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, J1d. VII..., hlm. 451. Lihat juga al-
Ruyani, Basr al-Madhhab, Jid. VII..., hlm. 255

#LAl-Jamal, Sulaiman ibn ‘Amri, Hasyiyah al-Jamal ‘alad Syarh al-
Manhaj, JId. V, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1996), him. 499
432Teksnya adalah:
(513 5l ols)) gyl o o 03U BN 0 {on 15k oy il ) o 1 gy con ) sl
Artinya: Diriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abd Allah, ia mengatakan, saya pernah
mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa “siapa saja yang tidak meninggalkan
mukhabarah maka dia berhak mendapatkan peperangan dari Allah dan Rasul-
Nya. (H.R. Abt Dawud). Lihat Ibn Ruslan, Syarh Sunan Abi Daud, Jld. XIV...,
him. 231

43A|-Razi, al-Mahsil..., hlm. 1340-1341. Lihat juga. al-Zarkasyi, al-
Bakr al-Muhiz.. ., hlm. 462
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Dalam perkembangan berikutnya, al-Nawawi melakukan
kajian ulang terhadap dalil-dalil yang dipakai oleh kedua pendapat
di atas. Setelah meneliti dalil dan cara pandang masing-masing, al-
Nawawl memandang bahwa dalil pendapat yang kedua lebih kuat,
dan pendapat itu dijadikan sebagai salah satu pendapat pilihannya.
Dalam Raudat al-Talibin ia mengatakan sebagai berikut:

&) Lo ‘Lj‘:" 151 Le J‘-" C"/-lJb-&)“ J@Ej SJ.;L}‘L\) ?\:—)\J;L\ e )w‘j
34 Lblay) Conddi (3 29,2l (g1 51y dinn dnks

Artinya: Pendapat yang dipilihkan dalam permasalahan ini adalah
boleh melakukan akad muzara ‘ah dan mukhabarah serta
men-ta 'wil-kan hadis-hadis yang membicarakan keduanya
kepada kondisi di mana salah seorang dari kedua orang
tersebut mensyaratkan untuknya tanaman pada bidang
tertentu dari lahan, sementara seorang lagi pada bidang
lainnya. Sedangkan pendapat yang dikenal dalam mazhab
membatalkan kedua akad tersebut.

Selain dalam Raudat al-Talibin, pilihan al-Nawawi ini juga
dikemukakannya di dalam Tashih al-Tanbih dan Syarh Sahih
Muslim.*3°
Adapun alasan al-Nawawi menguatkan dan memilih
pendapat yang membolehkan mukhabarah adalah sebagai berikut:
1) Hadis-hadis yang melarang dan yang membolehkan
mukhabarah semuanya hadis sahith dan nampak saling
bertentangan. Dalam hal ini masih mungkin menempuh
jalan mengkompromikan semuanya dengan mengarahkan
masing-masing kepada makna  tertentu. Cara
mengkompromikannya yang paling tepat adalah
mengarahkan atau mengalihkan makna hadis-hadis yang
berisi larangan kepada kondisi di mana salah seorang dari

434A|-Nawawi, Raudat al-Talibin, J1d. IV..., hlm. 339
4SAl-Nawawi, Tashih al-Tanbih..., hlm. 376. Lihat juga al-Nawawi,
Syarh Sahih Muslim, Jid. V..., hlm. 467-468 dan 477
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kedua orang tersebut mensyaratkan untuknya tanaman pada
bidang tertentu dari lahan, sementara seorang lagi pada
bidang lainnya.*®®  Persyaratan  seperti itu akan
menimbulkan kemudharatan bagi salah satu dari pihak yang
melakukan akad karena bisa saja pada bagian tertentu tidak
membuahkan hasil tanaman. Pengalihan makna ini
didukung oleh salah satu riwayat yang tidak membolehkan
mukhdabarah, yaitu riwayat Rafi‘ ibn Khudaij, di mana
dalam riwayat tersebut secara tegas disebutkan bahwa latar-
belakang larangan mukhabarah dari Rasulullah adalah
karena persyaratan itu.**” Adapun mensyaratkan pembagian
hasil dengan tanpa menentukan bidang lahan tertentu maka
tidak dilarang.**® Dari sisi usul fikih, makna sebuah hadis
yang ditafsirkan oleh perawinya sendiri ketika terjadi
pertentangan antar hadis lebih diutamakan karena perawi
sebuah hadis lebih memahami makna kandungan hadis
yang diriwayatkannya. Berdasarkan ketentuan ini, maka
mengarahkan makna hadis larangan mukhabarah kepada
kondisi terdapatnya persyaratan yang dapat menimbulkan
kemudharatan pihak-pihak yang melakukan akad menjadi
lebih tepat karena didukung oleh perawinya sendiri.

2) Hadis-hadis yang melarang mukhabarah memang sahih dari
segi sanad, namun dari segi matn terjadi perbedaan yang

46 A|-Nawawi, Raudat al-Talibin, J1d. IV..., hlm. 339

47Teks hadisnya anatara lain:
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Artinya: Diriwayatkan dari Hanzalah al-Zuraqi, ia pernah mendengar Rafi¢ ibn
Khudaij yang mengatakan bahwa kami merupakan kelompok Ansar yang paling
sering menyewakan lahan. Kami menyewakannya dengan persyaratan bahwa
hasil pada bidang ini untuk kami dan pada bidang lain untuk mereka. Kemudian
Rasulullah melarang kami melakukannya. (H.R. Muslim). Lihat al-Nawawi,
Syarh Sahih Muslim, Jid. V..., him. 471

48A|-Nawawi, Syars Sahih Muslim, JId. V..., hlm. 467-468, 471 dan
477.



181

sulit dikompromikan (ittirab),* lebih-lebih lagi hadis Rafi*
ibn Khudaij, di mana dalam satu riwayat menyebutkan laki-
laki dari garis pamannya, sementara dalam riwayat yang
lain tidak menyebutkannya.*?° Hadis seperti ini dinamakan
muttarib, yang dalam ilmu hadis digolongkan ke dalam
salah satu penyebab lemahnya hadis.*** Namun dalam
permasalahan mukhabarah tidak divonis hadis itu lemah
karena didukung oleh riwayat lain yang mempunyai makna
yang sama. Namun demikian, ketika hadis-hadis yang
terindikasi adanya ittirab bertentangan dengan hadis yang
bersih dari iffirab maka hadis yang bersih tersebut lebih
didahulukan. Lantas yang ittirab diarahkan kepada makna
lain jika sanadnya sahih.

3) Hadis Jabir ibn ‘Abd ‘Allah yang mengecam pelaku
mukhabarah diklaim oleh sebagian peneliti sebagai hadis
yang lemah.**? Penyebab lemahnya barangkali karena salah
seorang perawinya yaitu Abll Zubair tidak menegaskan cara
meriwatkannya dari Jabir.**® Adapun kecaman yang
tersebut di dalam hadis, menurut al-Tirmidhi perlu
diarahkan juga kepada orang yang melakukan mukhabarah
dengan persyaratan yang dapat merusak akadnya.**

4) ‘Urf yang berlaku. Menurut al-Nawawi yang dikutip oleh
al-Dumairi bahwa di seluruh daerah manusia melakukan

49A|-Nawawi, Raudat al-Talibin, J1d. IV..., hlm. 339

440A|-Khatabl, Abl Sulaiman Ahmad ibn Muhammad, Ma ‘alim al-
Sunan, Jld. 111, Cet. I, (Aleppo: Matba‘ah al-‘Ilmiyyah, 1933), hlm. 95. Lihat
juga al-Nawawi, Syark Sahih Muslim, J1d. V..., hlm. 469-470

HIA|-Nawawi, Irsyad Tullab al-Haga’ig..., him. 103-104

42¢AlT Muhammad Mu‘awwad dan ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjid,
Tahgiq al-Hawr al-Kabir, J1d. VII, Cet. 111, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
2009), him. 452

43Syu‘aib al-Arniit dan Muhammad Kamil, Tahqgiq Sunan Abi Dawud,
J1d. V, (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alimiyyah, 2009), hlm. 285

4“44A]-Tirmidhi, Aba ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa, al- 7lal al-Kabir, Cet. |,
(Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1989), him. 195-196



182

akad mukhabarah.**® Al-Nawawi tidak memandang ‘urf di

sini sebagai ‘urf yang bertentangan dengan syara‘ karena

larangan syara‘ telah diarahkan kepada maksud lain yang
tidak bertentangan lagi dengan praktek mukhabarah yang
dilakukan oleh manusia di berbagai daerah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa al-Nawawi dalam
memilih  pendapat yang membolehkan mukhabarah lebih
menempuh metode lughawiyyah melalui pola jam ‘ wa taufiq, yang
menitik-beratkan pada pemahaman terhadap hadis-hadis yang
berbicara tentang mukhabarah yang nampak saling bertentangan,
lantas dilakukan sebuah upaya ijtihad untuk mengkompromikannya
sehingga melahirkan sebuah maksud yang dapat menyelaraskan
semuanya dan relatif meyakinkan. Dalam penelitiannya, al-Nawawi
menilai hadis-hadis yang membolehkan mukhabarah lebih kuat,
meskipun ia mengakui secara terbuka bahwa pendapat yang dikenal
dalam mazhab tetap tidak membolehkan mukhabarah. Adapun ‘urf
ditempatkannya sebagai dalil pendukung, yang dalam istinbat di
atas nampaknya tidak terlalu memiliki peranan. Demikianlah
permasalahan pilihan al-Nawawi tentang kebolehan mukhabarah.

e. Hukuman Cambuk Terhadap Peminum Arak Sebagai
Obat

Di dalam hukum fikih, salah satu perbuatan yang dikenakan
hukuman cambuk (kad) adalah mengkonsumsi minuman Kkeras,
baik arak maupun jenis lainnya. Menurut mazhab Syafi‘i, jumlah
had yang dikenakan adalah empat puluh kali cambuk terhadap
orang merdeka dan dua puluh kali terhadap hamba sahaya.
Hukuman tersebut diterapkan ketika memenuhi persyaratan-
persyaratan yang telah diatur sedemikian rupa. Salah satu
persyaratannya adalah meminum bukan di dalam kondisi darurat.
Seandainya didasari kondisi darurat seperti tersedak makanan yang

4“5Al-Dumairi, al-Najm al-Wahhaj, JId. V..., him. 295
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dapat mengancam nyawa dan tidak diperoleh selain minuman keras
untuk mengalirkannya maka kondisi ini dapat menggugurkan
hukuman.**®  Dari  ketetapan tersebut muncullah  sebuah
permasalahan lain yaitu meminumnya sebagai obat, apakah dalam
kondisi ini dikenakan hukuman ataupun tidak. Sejauh ini, penulis
belum menemukan ungkapan tegas mengenai permasalahan ini di
dalam karya al-Syafi‘i dan muridnya.

Barangkali karena inilah para ashab al-wujiuh berbeda
pendapat terkait permasalahan ini. Pendapat pertama mengatakan
bahwa mengkonsumsi minuman keras sebagai obat tetap dikenakan
had. Pendapat ini awalnya disebutkan oleh Imam al-Haramain yang
mengutip dari kebanyakan ashab.**” Menurut analisa sebagian
ulama Muta akhkhirin, inilah pendapat kuat dalam mazhab
Syafi‘i.*® Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak
dikenakan had.**® Pendapat yang kedua ini awalnya adalah
pendapat al-Qadi al-Husain sebagaimana disampaikan oleh al-
Ghazali.**° Perbedaan pendapat pada kasus ini merupakan cabang
dari perbedaan pendapat mengenai kebolehan berobat dengan arak.
Satu pendapat membolehkannya, sementara pendapat lain
mengharamkannya, pendapat inilah yang kuat dalam hal ini. Jika
berpijak pada pendapat yang membolehkannya maka sudah pasti
tidak dikenakan had karena dipandang tidak melakukan perbuatan
yang dilarang agama. Adapun jika berpijak pada pendapat kuat
yang mengharamkan berobat dengan arak maka lahirlah dua

4“6 |-Mawardi, al-HawT al-Kabir, JId. XI11.. ., hlm. 408

47Imam al-Haramain, Nihayat al-Maglab, Jid. XIII..., hlm. 326

4487 akariyya al-Ansari, Abll Yahya Zain al-Din, 4sna al-Matalib Syarh
Raudat al-7alib, JId. VIIL, Cet. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyyah, 2013),
hlm. 402. Lihat juga Zakariyya al-Ansari, Abii Yahya Zain al-Din, al-Ghurar al-
Bahiyyah fi Syarh Manzimah al-Bahjat al-Wardiyyah, Jid. VII, Cet. I, (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1997), him. 275. Lihat juga Ibn Hajar al-Haytamf,
Tuhkfat al-Mufktaj, J1d. 1X..., hlm. 170

AI-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, JId. X111.. ., hlm. 408

450A|-Ghazali, Abt Hamid Muhammad ibn Muhammad, al-Wasit fi al-
Madhhab, JId. 1V, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 152
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pendapat terkait hukuman cambuk terhadap orang yang
mengkonsumsinya sebagai obat.**! Inilah kasus yang menjadi fokus
pembahasan di sini.

Adapun cara pandang pendapat pertama adalah, ayat dan
hadis yang melarang konsumsi minuman keras dan ancaman had
terhadap pelakunya bersifat umum sehingga mencakup konsumsi
sebagai obat.**> Di samping itu, telah ditegaskan oleh Rasulullah
bahwa Allah tidak menciptakan obat pada minuman keras.**® Jadi,
mengkonsumsi minuman keras dengan tujuan berobat hanya sia-sia
karena telah dijamin tidak akan sembuh dengannya, dan orang yang
melakukannya dipandang tidak serius dalam berobat. Selain itu,
minuman keras mengandung unsur yang membuat orang ketagihan
dengannya. Mengkonsumsinya ketika sakit akan membuka peluang
ketagihan pada saat sehat. Mengkonsumsinya dalam jumlah kecil
dapat menjadi pintu masuk untuk jumlah yang besar. Demi
menutup peluang terjadinya mafsadat maka dilarang konsumsi saat
sakit dan pelakunya dikenakan had.***

Adapun pendapat yang kedua tetap mengakui keharaman
berobat dengan arak, namun terkait zad, pendapat ini memiliki cara
pandang yang berbeda. Menurutnya, orang yang mengkonsumsi
minuman keras dengan tujuan berobat tidak dikenakan had karena

SIAl-Nawawi, Raudat al-Talibin, J1d. VIII..., him. 484-485. Lihat juga
Al-Rafi‘1, al- ‘Aziz Syarh al-Wajiz, J1d. X1..., hlm. 278-279

452A|-Nawawi, Raudat al-Talibin, J1d. VIIL..., hlm. 484

453Hadisnya antara lain:
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Artinya: Bahwa Tariq ibn Suwaid al-Ju‘fi menanyakan perihal konsumsi arak
pada Nabi, lantas Nabi melarangnya atau membenci pengolahannya. Selanjutnya
Tariq mengatakan ingin mengolahnya sebagai obat, maka Nabi bersabda, “arak
itu bukan obat tetapi penyakit”. (H.R. Muslim). Lihat al-Nawaw1, Syarh Sahih
Muslim, Jid. VII..., hlm. 167-168

44Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, J1d. XV..., hlm. 170. Lihat juga al-
Rafi, al- ‘Aziz Syarh al-Wajiz, JId. X1..., hlm. 278
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terdapat unsur syubhat.**® Menurut al-Rafi‘i, syubhat yang terjadi
sehingga tidak dikenakan fhad pada permasalahan ini adalah
syubhat al-khilaf,*®® atau disebut juga syubhat al-tarig. Hal serupa
juga disampaikan oleh ulama sesudahnya seperti al-Zarkasyil dan
al-Suyiitt.®®” Artinya, kesamar-samaran hukum akibat terdapat sisi
kehalalan dan keharamannya secara bersamaan didasari pada
perbedaan pendapat ulama. Sebagaimana dimaklumi di atas bahwa
berobat dengan arak terjadi perbedaan pendapat ulama. Pendapat
resmi mazhab Syafi‘T tidak membolehkannya, sementara pendapat
yang lemah membolehkannya. Di luar mazhab Syafi‘1, pendapat
yang membolehkan berobat dengan arak juga merupakan pendapat
Abii Hanifah dan Sufyan al-Thauri.

Menurut kutipan al-Rafi‘i, dalil yang digunakan oleh Aba
Hanifah dan ulama lain yang membolehkan berobat dengan arak
adalah giyas kepada hukum meminumnya pada saat terpaksa dan

455Secara bahasa, syubhat berarti serupa dan kesamar-samaran. Adapun
dalam istilah fikih, para ulama mendefinisikannya melalui ungkapan-ungkapan
yang berbeda. Al-Mawardi mendefinisikan dengan sesuatu yang samar-samar
hukumnya disebabkan perbedaan pendapat ulama padanya. Qasim Al-QunawT
mndefinisikannya dengan sesuatu yang tidak diyakini kehalalan dan
keharamannya. Sementara al-Jarhazi mendefiniskannya dengan sesuatu yang
tidak diketahui secara meyakinkan tentang kehalalan dan keharamannya secara
hakikat. Dari tiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syubhat merupakan
sebuah kondisi yang menimbulkan kesamar-samaran hukum pada sesuatu
sehingga kehalalan dan keharamannya tidak dapat dipastikan secara hakikat
karena terdapat sisi kehalalan dan keharamannya secara bersamaan. Syubhat bisa
terjadi pada subjek hukum (al-fa‘i/), objek hukum (mafkal) dan cara
menghasilkan hukum (al-farig). Syubhat bentuk yang ketiga disebut juga
syubhat al-khilaf. Lihat Muhammad Idris al-Marbawi, Qamiis Idris al-Marbawr,
JId. 1, Cet. V, (Ttp: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah Indunisiyya, tt), him. 313.
Lihat juga al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, JId. XIII..., hlm. 219. Lihat juga
Qasim al-Qunawi, Anis al-Fuqaha’ fi Ta'rifat al-Alfaz al-Mutadawilat bayn al-
Fuqgaha’, Cet. 1, (Jeddah: Dar al-Wafa’, 1986), 281. Lihat juga al-Jarhazi, ‘Abd
Allah ibn Sulayman, al-Mawahib al-Saniyyah Syarh al-Fara’id al-Bahiyyah,
Cet. Il, (Singapura-Jeddah: al-Haramain, 1960), him. 188

4%al-Rafi‘1, al- ‘Aziz Syarh al-Wajiz, J1d. X1..., him. 279

4TAl-Zarkasy1, al-Manthar, Jld. 11, him... 225. Lihat juga al-Suyiti, al-
Asybah..., hlm. 84
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meminum untuk mengalirkan makanan yang menyangkut di
tenggorokan yang dapat mengancam nyawa. ‘lllat hukumnya
adalah untuk menghilangkan kemudharatan. Selain itu, berobat
dengan arak juga termasuk salah satu bentuk berobat dengan benda
najis, di mana hal ini dibolehkan pada kondisi darurat.**® Akibat
terjadinya syubhat al-khilaf pada permasalahan berobat dengan
arak maka terhadap pelakunya tidak dikenakan /Zad meskipun
berpijak pada pendapat yang mengharamkannya. Ketentuan ini
berpijak pada sebuah kaidah fikih yang cukup populer bahwa
“hukuman had, yang bentuk jamaknya adalah Audiid digugurkan
ketika terdapat syubhat padanya”.*®® Kaidah ini disepakati ulama
untuk diterapkan dalam bidang penegakan hukuman Audiid.*®°

Dalam perkembangan dinamika mazhab Syafi‘T pada masa
berikutnya, al-Nawawi ternyata lebih memilih pendapat yang
menggugurkan /ad terhadap orang yang mengkonsumsi minuman
keras sebagai obat. Sejauh penelusuran penulis, al-Nawawi
menyebutkan pilihannya ini di dalam Tashih al-Tanbih. Teksnya
adalah:
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Artinya: Menurut pendapat yang terpilih bahwa tidak dikenakan
hukuman fhad terhadap orang yang mengkonsumsi
minuman keras dengan tujuan berobat.

Pernyataan al-Nawawi di atas cukup tegas menunjukkan

kecenderungannya untuk menjadikan pendapat itu sebagai salah

483|-Rafi‘1, al- ‘Aziz Syarh al-Wajiz, J1d. XI..., hlm. 278. Lihat juga al-
Mawardi, al-Hawr al-Kabir, J1d. XV..., him. 170.

459Redaksi asli kaidah ini adalah:

Olgealy bius seud

Artinya: Hukuman hudid tidak diterapkan jika terdapat unsur syubhat. Lihat
‘Abd Allah ibn Sa‘id al-Lahji, /dah al-Oawa ‘id al-Fighiyyah, Cet. Ill, (Kuwait:
Dar al-Diya’, 2018), hlm. 119

460 Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tasyri‘ al-Jana’t al-Islamt, JId. |, (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Arabi, tt), hlm. 208

46LA|-Nawawi, Tashih al-Tanbih, JId. 11..., him. 248
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satu pendapat pilihannya. Berbeda dengan kasus-kasus lain di atas,
pada kasus ini al-Nawawi tidak merincikan alasan dan cara
pandangnya. Namun, para ulama yang muncul pada masa
berikutnya, seperti al-Adhra‘t (w. 873 H), Zakariyya al-Ansari (w.
926 H), Khatib al-Syarbini (w. 977 H), Ibn Hajar al-Haytami (w.
974 H) dan lain-lain, di samping mendukung pendapat pilihan al-
Nawaw1 tersebut, secara implisit juga menjelaskan alasan dan cara
pandang al-Nawawi terhadap pilihannya ini.*®? Secara umum
menurut mereka, al-Nawawi menilai cara pandang dan alasan yang
telah dikemukan oleh ulama pendahulunya yang menolak hukuman
had disebabkan terdapat unsur syubhat lebih kuat.

Sisi kekuatan cara pandang ulama yang menolak fad jika
terdapat unsur syubhat dapat dilihat dari dua sudut pandang.
Pertama, kemaslahatan yang paling besar pada aspek penerapan
hukum adalah membawa mukallaf tunduk di bawah aturan hukum,
bukan menghilangkan nyawa mereka. Sementara hukuman hudiid
adalah sebuah hukuman yang berpotensi menghilangkan nyawa.
Oleh karena itu, hukuman hudid baru bisa ditegakkan jika terdapat
mafsadat semata-mata secara sempurna.*%® Seandainya ada syubhat
meskipun sedikit maka hukuman itu tidak dapat dijalankan, karena
bukan lagi semata-mata mafsadat yang ada padanya. Kedua,
kesesuaian dengan salah satu prinsip pokok dalam Islam vyaitu
melindungi nyawa, lebih-lebih lagi nyawa muslim. Hal ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1) Islam sangat mempersempit jalur halalnya nyawa dan darah
umat Islam. Jika terdapat jalur yang sah di mana nyawa
seorang muslim berpotensi menjadi halal maka jalurnya
amat terbatas sekali. Sebagai bukti, seandainya seseorang

4627 akariyya al-Ansari, Abii Yahya Zain al-Din, Fath al-Wahhab Syarh
Manhaj al-Tullab, J1d. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), him. 233-234. Lihat juga Al-
Syarbini, Mughni al-Muhtaj, JId. 1IV..., him. 189. lihat juga Ibn Hajar al-
Haytami, Tuhfat al-Mufkzaj, J1d. IX..., hlm. 170

4831hn ¢Abd al-Salam, Qawa ‘id al-Ahkam, JId. 11..., hlm. 105-106
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melakukan tindak pidana yang hukumannya berupa hudiid
dan tidak diketahui seorangpun maka wajib ia
menyembunyikan perbuatannya dari pengetahuan orang
lain, karena jika orang lain tau maka urusannya menjadi
panjang dan bisa-bisa berakhir di pengadilan dengan vonis
hukuman hudid. Bukti lainnya, pelaku pidana yang
mengakui perbuatannya secara sadar di depan penyidik,
maka dianjurkan kepada penyidik agar menyindir dan
menggiring mereka untuk mengalihkan pengakuannya
kepada kondisi tertentu yang berpotensi menggugurkan
hukuman.*®* Selain itu, empat orang saksi pada kasus
perzinaan mesti menceritakan secara detail apa yang
mereka lihat agar dapat meyakinkan bahwa apa yang
dilakukan oleh pelaku benar-benar sebuah perzinaan,
karena kesaksian mereka dapat mengancam nyawa orang
lain. Hal ini ditetapkan dalam Islam tidak lain guna
melindungi nyawa manusia. Jangan sampai penegakan
hukuman yang bertujuan kemaslahatan dan keadilan dapat
mencederai kemaslahatan dan keadilan itu sendiri.

2) Para penegak hukum mesti menerapkan kehati-hatian yang
tinggi di dalam penegakan hukum fhudid. Jika terdapat
sesuatu yang menimbulkan keragu-raguan apakah kasus
yang sedang ditangani boleh dikenakan Audiid ataupun
tidak, maka penegak hukum perlu melakukan kajian ulang
yang lebih matang. Jika saja mengenai kasus yang sedang
ditangani terjadi perbedaan pendapat ulama umpamanya
mengenai kebolehannya, maka hukuman hudiid tidak boleh
diterapkan padanya karena adanya syubhat al-khilaf. Hal ini
ditetapkan dalam agama juga tidak lain adalah karena
melindungi nyawa manusia itu lebih penting. Jika pun

4%4Muhammad Najib al-Muti‘i, Takmilat al-Majmii* Syarh al-
Muhadhdhab, Jld. XXII, Cet. I, (Beirut: Dar lhya’ al-Turath al’Arabi, 2001),
him. 194-195
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hukuman dijalankan maka harus benar-benar tidak
melanggar aspek perlindungan nyawa.

3) Kesalahan atau kekeliruan para penegak hukum dalam
menggugurkan hudid lebih baik dari kekeliruan dalam
menegakkan hudud. Ketetapan tersebut merupakan bagian
dari hadis Nabi yang memerintahkan untuk menolak hudiid
jika terdapat unsur syubhat padanya.*®® Hadis tersebut
memang menjadi perbincangan para ulama peneliti hadis
terkait ke-sahih-annya, namun tetap dapat dijadikan dalil
karena terdapat riwayat sahih lainnya yang mendukung
makna yang dikandungnya.*®® Lagi pula para Sahabat Nabi

465Teks hadisnya antara lain:

lsbsd 2 ) OIS 0B caanbazad Lo el e 3gud fegysl tidny e bl Lo dl Jomy JB Lgse A1 o) A2Sle o
(2 3l oy afly (S oly)) Bpgiall 3 pat OF o st siall 3 1t OF gLl O calr
Artinya: Diriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah bersabda “tolaklah Audiid
dari umat Islam semampu kalian, jika terdapat jalan keluar maka bebaskanlah dia
(tinggalkan hudiid), karena kesalahan seorang pemimpin dalam memaafkan lebih
baik daripada kesalahan dalam memberikan hukuman. (H.R. al-Hakim, al-
Tirmidhi dan Ibn Abi Syaibah). Lihat al-Hakim, al-Hafiz Abi ‘Abd Allah
Muhammad ibn ‘Abd Allah, al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain, J1d. 1V, Cet. 11, (Dar
al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 2002), him. 426. Lihat juga Muhammad Anwarsyah ibn
Mu‘zzamsyah, al-‘Urf al-Syadhi bi Syarh Sunan al-Tirmidhi, Jld. 111, Cet. I,
(Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 2004), hlm. 121. Lihat juga Ibn Ab1
Syaibah, al-Hafiz Abi Bakr ‘Abd Allah ibn Muhammad, al-Musannaf, Jid. 1X,
Cet. I, (Kairo: al-Fartiq al-Haditsah, 2008), hlm. 304. Dalam riwayat yang lain

disebutkan:
(3 3f ooy oly)) leetdl (3 Lol OF n ) ol el spudd ool d ioladd oy jee e
Artinya: ‘Umar ibn al-Khatab mengatakan bahwa menggugurkan hudiid jika
terdapat syubhat lebih saya sukai daripada menegakkannya dalam kondisi
syubhat. (H.R. Ibn Abi Syaibah). Lihat Ibn Abi Syaibah, al-Musannaf..., him.

304

466Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani, hadis ‘Aisyah yang menyandarkan
kepada Nabi (meriwayat secara marfii ‘) di atas merupakan hadis lemah (da %)
karena dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Yazid ibn Ziyad
al-Damsyiqi (w. 140 H) yang divonis oleh al-Bukhari sebagai perawi matritk
(perawi yang tidak dapat diterima periwatannya jika ia saja yang meriwayatkan
seperti itu), dan disebutkan oleh al-Tirmidhi sebagai perawi munkar (perawi
yang tingkat kredibilitasnya tidak dapat diterima periwayatannya secara berbeda
dari perawi yang lain). Namun demikian, terdapat riwayat lain yang



190

setelah Nabi wafat mengamalkan kandungan hadis tersebut,

sehingga para ulama sepakat menerimanya dan

menjadikannya sebagai sebuah prinsip dalam penegakan
hukuman Zudiid karena apa yang dikandungnya merupakan
manifestasi dari tujuan syari‘at juga.*’

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa prinsip menolak
hudiud jika terdapat syubhat menunjukkan bahwa tujuan
pemberlakuan  hudiid pada dasarnya bukanlah  untuk
menghilangkan nyawa manusia, namun untuk menghardik manusia
agar tidak melakukan pidana yang diancam dengan hukuman
hudnud. Buktinya agama sangat tidak berambisi untuk melakukan
hudud, sehingga dibuat berbagai persyaratan yang menjurus kepada
mempersempit terjadinya hukuman Audid. Hal ini tidak lain adalah
karena agama sangat melindungi nyawa manusia. Dengan
demikian, cara pandang pendapat yang menolak hukuman hudiid
terhadap peminum arak dan benda lain yang memabukkan jika
bertujuan untuk berobat dipandang lebih sesuai dengan aspek
perlindungan jiwa yang merupakan salah satu unsur penting dalam
tujuan syari‘at. Uraian ini menunjukkan bahwa metode yang
dipakai al-Nawawi pada kasus ini adalah lughawiyyah dengan
berpijak pada konsep magqasid al-syari ‘ah.

meriwayatkan matn yang mempunyai makna yang sama. Riwayat yang paling
sahth menurut al-Bukhari tentang hal ini adalah riwayat Abi Wa’il dari Ibn
Mas‘ud dalam bentuk mawgif (hanya menyandarkan kepada Sahabat Nabi,
yakni Ibn Mas‘ud), bukan marfii ‘. Teksnya adalah:

Spnlazal Lo Croedd e il Tgabsl (lgrtJl 9ud) leg)s)
Artinya: Tolaklah hudiid jika terdapat syubhat, hindarilah pembunuhan terhadap
umat Islam semampu kalian. Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad ibn ‘Alf,
Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadith al-Rafi‘t al-Kabir, Jd. 1V, Cet. I, (Ttp:
Mu’assasah Qurtubah, 1995), him. 104-105. Oleh karena terdapat makna yang
sama dari beberapa riwayat lain yang sakih meskipun dalam bentuk mawgif
maka hadis ‘Aisyah di atas dapat menjadi kuat. Lihat juga al-Fadani, al-Fawa'id
al-Janiyyah Jid. II..., hlm. 137

467 Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tasyri‘ al-Jana’t..., hlm. 207-208
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3.1.2. Penyebab Utama Lahirnya Ikhtiyarat al-Nawawi

Sebagai pengikut al-Syafi‘i, al-Nawawi dalam istinbat-nya
secara umum selalu mengikuti metode dan prinsip ijtihad yang
telah ditetapkan oleh al-Syafi‘l. Sejauh ini, penulis belum
menemukan pernyataan eksplisit dari al-Nawawi yang khusus
membahas metode dan prinsip ijtihad yang dipakai dalam
penalaran hukum, baik hukum pada kasus baru maupun hukum
pada kasus lama yang dipilih menjadi pendapat lkAtiyarat-nya.
Spesialisasi al-Nawawt lebih dikenal sebagai mujtahid tarjih. Oleh
karena itu, hampir semua kitab fikih karya al-Nawawi selalu
diawali dengan pernyataannya sendiri mengenai metode yang
dipakai dalam men-zarjih persoalan khilafiah dan istilah-istilah
yang dipakai padanya. Adapun berkaitan dengan metode penemuan
hukum dan prinsip yang dipakai padanya, al-Nawawi tidak pernah
menyebutkannya secara gamblang, tetapi metode dan prinsip
tersebut hanya dapat ditangkap melalui analisis terhadap
penjelasan-penjelasan yang dikemukakan pada kasus-kasus hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya penemuan
hukum, al-Nawaw1 pada umumnya setia mengikuti ketentuan yang
telah ada dalam mazhab Syafi‘l. Namun demikian, sebagai ulama
yang memiliki kemampuan ijtihad walaupun dalam Kkoridor
terbatas, al-Nawawi bisa saja berbeda pandangan dari al-Syafi‘l
dan mayoritas ulama Syafi ‘yyah pada persoalan tertentu sehingga
muncullah pendapatnya yang disebut Ikhtiyarat. Kemunculan
Ikhtiyarat al-Nawaw1 tentu saja menimbulkan sebuah pertanyaan
besar yaitu, jika memang al-Nawawi setia pada metode yang telah
ditetapkan oleh al-Syafi‘T lantas mengapa al-Nawawi bisa berbeda
pada hukum vyang dihasilkan. Perlu diketahui bahwa akar
perbedaan pendapat antara seorang ulama dan ulama lainnya tidak
mesti karena perbedaan dalil atau metode yang dipakai. Tetapi bisa
saja akarnya terletak pada penerapan metode itu sendiri walaupun
dalil dan metodenya sama. Selain itu, akar perbedaan juga bisa
terletak pada cara menilai kekuatan sebuah dalil atau cara pandang
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(wajh dilalah) dalil kepada hukum. Lebih jauh dari itu, perbedaan
juga bisa diakibatkan oleh adanya sebuah kecenderungan yang sulit
dijelaskan secara ilmiah dan argumentatif. Berdasarkan hal
tersebut, untuk dapat mengetahui penyebab utama lahirnya
Ikhtiyarat al-Nawaw1 diperlukan analisis kasus per kasus sehingga
dapat ditemukan faktor yang mendominasi perbedaan itu sendiri.

Setelah melihat beberapa contoh kasus Ikhtiyarat al-
Nawawi di atas, pada bagian ini perlu dikemukakan penyebab
Ikhtiyarat itu lahir. Dari uraian tentang diskusi antara pendapat kuat
dalam mazhab Syafi‘T dan pendapat kedua yang disebut sebagai
pendapat lemah dalam mazhab, serta analisis terhadap penyebab
al-Nawawi menguatkan dan memilih pendapat yang lemah
sehingga menjadi pendapat /khtiyarat-nya pada setiap contoh kasus
yang telah dikemukakan, jelas sekali terlihat bahwa kajian atau
diskusi yang disajikan selalu berkisar pada materi dalil, alasan, dan
wajh istidlal atau cara pandang terhadap dalil sebagai sarana untuk
sampai kepada kesimpulan hukum yang dimaksudkan. Berdasarkan
pada uraian-uraian itu, dapat dikatakan bahwa secara umum, alasan
utama al-Nawawi memilih pendapat yang tidak mewakili mazhab
Syafi‘T di atas adalah karena dalam pandangan al-Nawawi pendapat
itu mempunyai dalil dan cara pandang yang lebih kuat. Ukuran
kuatnya sebuah dalil dan cara pandang dalam memahaminya
terletak pada kesesuaiannya dengan metode istinbat yang telah
diatur dalam usul fikih. Dalam mengukur kesesuaian ini pula bisa
saja terjadi perbedaan pandangan lagi.

Secara konkrit, kekuatan dalil dan cara pandangnya (wajh
al-dilalah) menurut al-Nawawi pada setiap kasus yang telah
dibahas di atas dapat rincikan sebagai berikut:

1) Pada kasus cara menyucikan najis akibat bersentuhan
dengan babi, dalil pendapat mazhab adalah meng-giyas-kan
najis babi kepada najis anjing, dengan menilai bahwa ‘i/lat
hukum yang terdapat pada babi lebih terlihat dan lebih
utama dibandingkan dengan anjing, maka dipakailah
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metode giyas awlawr atau dari sisi yang lain disebut giyas
jalr. Adapun dalil pegangan pendapat yang kedua di sini
juga giyas, yakni menyamakan najis babi dengan najis-najis
lain yang bukan anjing dengan memandang bahwa ‘/lat
hukum pada magis dan magis ‘alaih berada pada tingkat
yang sama, di mana giyas Ssemacam ini disebut giyas
musawi. Al-Nawawl menilai bahwa dalil dan cara pandang
pendapat yang kedua lebih kuat daripada dalil dan cara
pandang pendapat pertama dari dua sisi. Pertama, meng-
qivas-kan permasalahan najis babi kepada najis anjing
tidaklah tepat karena permasalahan cara menyucikan najis
anjing merupakan permasalahan yang tidak dapat dijangkau
hikmahnya oleh nalar manusia (ta ‘abbudi). Dalam usul
fikih ditetapkan bahwa kasus yang hukumnya ditetapkan
dengan didasari pada unsur ta ‘abbudi tidak dapat dijadikan
sebagai dasar untuk meng-giyas-kan permasalahan lain
kepadanya, karena giyas semacam ini dipandang telah
keluar dari jalur metode giyas. Kedua, tidak terdapat dalil
khusus berupa al-Qur’an dan hadis yang menyatakan
tentang cara menyucikan najis babi. Sebagaimana diatur
dalam usul fikih bahwa jika tidak terdapat dalil khusus pada
sebuah permasalahan maka permasalahan tersebut tidak
dapat ditetapkan hukumnya. Cara pandang al-Nawaw1 ini
disebut sebagai penggunaan istishab asl, yang diakui
legalitasnya di dalam mazhab Syafi‘l. Berdasarkan dua
alasan tersebut, al-Nawawi menilai dalil dan cara pandang
pendapat yang kedua lebih tepat dalam hal ini. Karena itu,
ia mengatakan bahwa pendapat yang kedua ini lebih kuat
dari segi dalil dan menjadikannya sebagai pendapat pilihan.
Dengan demikian, penyebab lahirnya Ikhtiyarat al-Nawawi
tentang membasuh najis babi cukup satu kali tanpa disertai
tanah adalah karena menggunakan cara pandang istishabr
sebagai pijakan dalam penerapan metode lughawiyyah dan
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ta ‘liliyyah secara konsisten dan taat asas.

Pada kasus jamak shalat karena sakit, dalil pendapat
pertama adalah hadis Ibn ‘Abbas dari jalur Sa‘id ibn Jubair,
sedangkan dalil pendapat kedua juga hadis Ibn ‘Abbas
namun dari jalur Habib ibn Abi Thabit. Redaksi hadis dari
dua jalur periwayatan tersebut nampak saling bertentangan.
Pendapat pertama memahami hadis riwayat Sa‘id ibn Jubair
bahwa Rasulullah melakukan jamak selain dalam perjalanan
dan peperangan hanya ketika terjadinya hujan, serta
mengalihkan makna hadis riwayat Habib ibn Abi Thabit
kepada maksud lain. Sedangkan pendapat yang kedua
memahami hadis riwayat Habib ibn Abi Thabit bahwa
jamak yang dilakukan oleh Rasulullah karena terdapat
sebab yang tingkat kesulitannya lebih besar dari kondisi
hujan, termasuk kondisi sakit. Al-Nawawi menilai dalil dan
cara pandang pendapat yang kedua dalam hal ini lebih kuat.
Alasannya adalah: Pertama, dua hadis tersebut nampak
bertentangan namun masih mungkin disatukan melalui
metode jam ‘u wa taufiq. Cara menyatukan keduanya adalah
dengan menggali sebuah makna lain yang mencakup apa
yang tersebut di dalam dua hadis di atas, yaitu bahwa
Rasulullah melakukan jamak karena didasari pada sebuah
kondisi masyaqgah, di mana masyaqgah ini mencakup
kondisi hujan dan kondisi sakit. Dengan penyatuan ini maka
dua hadis tersebut tidak lagi dianggap bertentangan. Dalam
metode menyelesaikan pertentangan antar hadis yang
disebutkan dalam usul fikih Sydafi‘iyyah bahwa langkah
pertama yang perlu ditempuh adalah berupaya menyatukan
antar hadis tersebut. Jika metode ini masih memungkinkan
tidak boleh beralih dulu kepada langkah berikutnya. Al-
Nawaw1 dalam hal ini menilai bahwa dua hadis di atas
masih mungkin disatukan, maka menurutnya tidak perlu
mengalihkan makna hadis riwayat Habib ibn Abi Thabit
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kepada maksud yang tidak didukung oleh redaksi
tekstualnya sendiri. Kedua, pemahaman pendapat yang
kedua didukung oleh perbuatan perawi pada tingkat Sahabat
Nabi sendiri, yakni dalam hal ini Ibn ‘Abbas. Dalam Usul
fikih, jika nampak bertentangan antara satu hadis dan hadis
lainnya, salah satunya didukung oleh penafsiran perawinya
sendiri maka hadis itu lebih diutamakan. Kendatipun hadis
pegangan pendapat yang kedua dinilai syadh, namun al-
Nawawi memandang bahwa syadh di sini tidak memberi
pengaruh karena masih mungkin dilakukan metode jam ‘u
wa taufig. Dari itulah maka al-Nawawl memilih pendapat
yang kedua ini sebagai salah satu lkhtiyarat-nya. Dengan
demikian, penyebab lahirnya Ikhtiyarat al-Nawawi tentang
kebolehan jamak shalat ketika sakit adalah karena
menggunakan pola pemahaman makna secara tersirat
(mafhamiyyah), di mana pola ini termasuk ke dalam metode
istinbat lughawiyyah atau bayani dengan berpijak pada
konsep taisir dan maslahat.

Pada kasus bai‘ al-mu‘atah, pendapat pertama yang
merupakan pendapat yang mewakili mazhab Syafi‘l
berpegang pada ayat ke-29 surat al-Nisa’, ayat ke-275 surat
al-Bagarah dan hadis Abi Sa‘id al-Khudri. Metode istinbat
yang dipakai adalah metode lughawiyyah dengan
menekankan pemahaman pada kata _-'; (kerelaan masing-

masing) serta mengelaborasinya. Oleh karena kerelaan
merupakan perkara yang ada dalam hati maka diperlukan
ucapan untuk menterjemahkan apa yang ada di dalam hati.
Berdasarkan hal tersebut maka disyaratkanlah ijab-kabul
pada saat melakukan transaksi. Di samping dalil tersebut,
pendapat ini juga menggunakan giyas. Pendapat kedua
menyetujui dalil yang digunakan oleh pendapat pertama,
namun pendapat kedua memiliki cara pandang yang
berbeda terkait kerelaan. Menurutnya, kerelaan itu tidak
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mesti dipahami melalui ucapan semata-mata, namun juga
bisa berdasarkan tanda-tanda yang lain. Intinya, jual-beli
tetap sah tanpa ijab-kabul jika terdapat indikasi saling
merelakan antara kedua belah pihak. Sedangkan pendapat
ketiga menjadikan ‘urf sebagai sandaran tentang tata-cara
jual-beli karena tidak terdapat dalil khusus dari Rasulullah
maupun Sahabat yang menggunakan lafaz khusus untuk
transaksi jual-beli. Dari tiga pendapat di atas, al-Nawawi
memandang bahwa dalil yang dipakai oleh pendapat yang
ketiga lebih kuat. Alasan yang dikemukakan adalah:
Pertama, hadis-hadis yang berbicara tentang jual-beli (bai )
terbilang banyak, baik berbentuk ucapan atau perbuatan
Nabi sendiri maupun para Sahabatnya pada masa Nabi
masih hidup atau setelah Nabi wafat. Sedemikian banyak
hadis yang berisi tentang jual-beli tetapi tidak ada satupun
darinya yang mensyaratkan ijab-kabul. Dengan demikian,
tidak ada dasar dalam agama untuk mensyaratkan ijab-
kabul pada jual-beli. Uraian ini menunjukkan bahwa al-
Nawawi dalam hal ini menjadikan istishab asl sebagai dalil.
Kedua, cara melakukan akad jual-beli tidak diatur oleh
syara’. Oleh karenanya diperlukan peran urf dalam
menjelaskan tata-caranya. Terkait bai ‘ al-mu ‘atah, urf telah
memandangnya sebagai sebuah praktek jual-beli, maka
dalam hal ini pengakuan ‘urf menjadi landasan bagi
legalitasnya, karena tidak terdapat dalil syara’ yang
menolak prakteknya. Ketiga, meng-giyas-kan praktek akad
jual-beli kepada praktek akad lain yang dikembalikan tata-
caranya kepada ‘urf lebih tepat karena sama-sama tidak
diatur dalam agama terkait tata-cara pelaksanaanya.
Berdasarkan tiga alasan tersebut, al-Nawawi menjadikan
pendapat yang ketiga di atas sebagai salah satu pendapat
pilihannya. Dengan demikian, penyebab lahirnya Ikhtiyarat
al-Nawawi tentang sahnya bai‘ al-mu ‘atah adalah karena
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menggunakan cara pandang istishabi sebagai pijakan dalam
penerapan metode lughawiyyah yang didukung oleh metode
ta ‘ltliyyah dengan mempertimbangkan ‘urf'yang berlaku.

Pada kasus mukhabarah, pendapat yang mewakili mazhab
Syafi‘T menyandarkan hukum tidak bolehnya mukhabarah
kepada hadis sahih yang bersumber dari Jabir ibn ‘Abd
Allah dan Rafi‘ ibn Khudaij. Selain hadis, pendapat ini juga
menggunakan dalil giyas serta mengacu pada salah satu
prinsip muamalah Islam vyaitu tidak boleh adanya unsur
ketidak-jelasan pada saat melakukan sebuah akad.
Sedangkan pendapat yang kedua menyandarkan kebolehan
mukhabarah kepada hadis Ibn ‘Umar dan beberapa hadis
lain seperti hadis ‘Amrii ibn Dinar. Selain itu, pendapat
yang kedua juga menggunakan giyas sebagai dalil. Adapun
alasan al-Nawawi memandang dalil yang digunakan oleh
pendapat yang kedua lebih kuat adalah: Pertama, cara yang
ditempuh  oleh  pendapat yang kedua dalam
mengkompromikan hadis-hadis yang nampak bertentangan
terkait praktek mukhabarah lebih tepat dibandingkan cara
yang ditempuh oleh pendapat yang pertama. Alasannya
adalah karena metode yang dipakai oleh pendapat yang
kedua didukung oleh salah satu riwayat yang tidak
membolehkan mukhabarah, yaitu riwayat Rafi® ibn
Khudaij, di mana dalam riwayat tersebut secara tegas
disebutkan bahwa latar-belakang larangan mukhabarah dari
Rasulullah adalah karena persyaratan yang dapat
memudharatkan salah satu pihak yang melakukan akad.
Dari sisi usul fikih, makna sebuah hadis yang ditafsirkan
oleh perawinya sendiri ketika terjadi pertentangan antar
hadis lebih diutamakan karena perawi sebuah hadis lebih
memahami makna kandungan hadis yang diriwayatkannya.
Kedua, Hadis-hadis yang melarang mukhabarah memang
sahth dari segi sanad, namun dari segi matn terjadi
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perbedaan yang sulit dikompromikan (ittirab), lebih-lebih
lagi hadis Rafi‘ ibn Khudaij. Hadis seperti ini dinamakan
muttarib, yang dalam ilmu hadis digolongkan ke dalam
salah satu penyebab lemahnya hadis. Meskipun dalam
permasalahan di atas tidak divonis hadis tersebut sebagai
hadis da ‘7f, namun ketika terjadi pertentangan dengan hadis
yang tidak mempunyai sifat ittirab maka yang iftirab akan
ditinggalkan. Ketiga, ‘urfyang berlaku. Artinya, di seluruh
daerah manusia melakukan akad mukhabarah. Al-Nawawi
tidak memandang ‘wrf di sini sebagai ‘urf yang
bertentangan dengan syara‘ karena larangan syara‘ telah
diarahkan kepada maksud lain. Berdasarkan tiga alasan
tersebut, al-Nawawi menjadikan pendapat yang kedua
sebagai salah satu pendapat pilihannya. Dengan demikian,
penyebab lahirnya [Ikhtiyarat al-Nawawi tentang sahnya
mukhabarah adalah karena menggunakan cara pandang
Jjam‘ wa taufiq, yang merupakan salah satu metode istinbat
lughawiyyah dengan mempertimbangkan ‘urfyang berlaku.
Pada kasus hukuman cambuk terhadap orang yang
mengkonsumsi minuman keras dengan tujuan berobat,
pendapat yang mewakili mazhab Syafi‘T berpegang pada
dalil ayat dan hadis yang melarang konsumsi minuman
keras dan ancaman had terhadap pelakunya. Ayat dan hadis
itu bersifat umum sehingga mencakup konsumsi minuman
keras sebagai obat. Selain itu, berobat dengan minuman
keras merupakan perbuatan yang sia-sia disebabkan telah
ada penegasan dari Nabi bahwa Allah tidak menciptakan
obat pada minuman keras. Cara pandang lainnya adalah
untuk menutup terjadinya peluang maksiat yang dikenal
dalam usul fikih dengan istilah sad al-dhari‘ah. Adapun
pendapat yang kedua tetap mengakui keharaman berobat
dengan minuman keras, namun pelakunya tidak dikenakan
had karena terdapat unsur syubhat padanya, yakni syubhat
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khilaf. Selanjutnya al-Nawawi menguatkan pendapat yang
kedua serta memilihnya dengan alasan: Pertama,
kemaslahatan yang paling besar pada aspek penerapan
hukum adalah membawa mukallaf tunduk di bawah aturan
hukum, bukan menghilangkan nyawa mereka. Sementara
hukuman hudid adalah sebuah hukuman yang berpotensi
menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, hukuman hudid
baru bisa ditegakkan jika terdapat mafsadat semata-mata
secara sempurna. Seandainya ada syubhat meskipun sedikit
maka hukuman itu tidak dapat dijalankan, karena bukan lagi
semata-mata mafsadat yang ada padanya. Kedua,
kesesuaian pendapat yang kedua dengan salah satu prinsip
pokok dalam Islam yaitu melindungi nyawa, lebih-lebih lagi
nyawa muslim. Sebagai bukti, Islam sangat mempersempit
jalur halalnya nyawa dan darah umat Islam. Jika terdapat
jalur yang sah di mana nyawa seorang muslim berpotensi
menjadi halal maka jalurnya amat terbatas sekali. Bukti
lainnya adalah jika terjadi kesalahan atau kekeliruan para
penegak hukum dalam menggugurkan fAudid, maka
kesalahan atau kekeliruan ini lebih baik dari kekeliruan
dalam menegakkan fudud. Ketetapan tersebut merupakan
bagian dari hadis Nabi yang memerintahkan untuk menolak
hudid jika terdapat unsur syubhat padanya. Dengan
demikian, al-Nawawi memilih pendapat yang kedua di atas
karena dinilai lebih sesuai dengan prinsip yang ada dalam
tujuan syariat. Dengan demikian, penyebab lahirnya
Ikhtiyarat al-Nawawi tentang gugurnya hukuman cambuk
terhadap orang yang mengkonsumsi minuman keras dengan
tujuan berobat adalah karena berpijak pada konsep magasid
al-syari‘ah sebagai kerangka dalam penerapan metode
lughawiyyah.
Uraian di atas cukup jelas menunjukkan bahwa diskusi yang
terjadi antara pendapat yang mewakili mazhab syafi‘t dan pendapat
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yang dinilai lemah dari segi mazhab selalu berkisar pada dalil dan
cara pandang dalam memahaminya (wajh istidlal). Selanjutnya
ketika al-Nawawl menguatkan dan memilih pendapat yang tidak
mewakili mazhab Syafi‘T juga selalu melihat kepada dalil dan wajh
istidlal yang dipakai. Dalil yang dipakai oleh al-Nawawi umumnya
al-Qur’an dan hadis. Kedua dalil itu selalu ditempatkan sebagai
dalil utama, sehingga jika kedua dalil itu tidak diperdapatkan dalam
penetapan sebuah hukum maka al-Nawawi akan menggunakan
istishab asl sebagai dalil untuk menafikan hukum, selanjutnya akan
dicari dalil lain seperti giyas untuk penetapannya. Dalam
memahami al-Qur’an dan hadis, al-Nawawi selalu berpijak pada
pemahaman zahir atau tekstual sesuai kaidah-kaidah usul fikih,
sehingga jarang melakukan ta 'wil kecuali dalam keadaan terpaksa.
Seandainya hadis-hadis yang menjadi dalil nampak saling
bertentangan, langkah pertama yang ditempuh oleh al-Nawawi
adalah mengkompromikan antar hadis dengan mengarahkan makna
masing-masing daripadanya kepada maksud yang berbeda (jam ‘u
wa tawfig). Hal ini menunjukkan keterikatan al-Nawawi pada teks
hadis sangatlah kuat. Sedangkan giyas lebih diposisikan sebagali
dalil pendukung kecuali ketika tidak diperdapatkan nas al-Qur’an
dan hadis. Selanjutnya, jika tidak terdapat dalil khusus untuk
menetapkan sebuah hukum, al-Nawawi juga bersandar kepada urf
seperti pada kasus bai‘ al-mu‘atah dan mukhabarah. Artinya,
kedudukan ‘urf sebagai dalil dalam langkah istinbat al-Nawawi
menempati posisi dalil alternatif di saat dalil lain--termasuk giyas--
tidak diperdapatkan.

Terkait dengan metode yang dipakai dalam memahami
dalil, al-NawawT lebih dominan memakai metode lughawiyyah atau
bayani. Hal ini terlihat jelas dari cara al-Nawawi yang selalu
menempatkan makna zahir dari nas sebagai pemahaman utama
dalam setiap elaborasi terhadap kandungan dalil, juga caranya
dalam menyikapi pertentangan antar dalil. Jikapun ia memakai
metode di luar bayant seperti ta ‘I7lr, maka itu diposisikan pada taraf
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sekunder sebagai pendukung metode bayani. Dalam penerapan
metode lughawiyyah, al-Nawawi tidak terlihat kaku dalam
memperlakukan  teks-teks  dalil, tetapi nampaknya ia
mempertimbangkan konsep mendatangkan kemudahan (al-
taisir),*%® konsep maslahat dan ‘urf sebagai kerangka pemahaman
dan penerapannya. Artinya, ketika nas-nas dalil didiskusikan
melalui penerapan metode lughawiyyah, al-Nawawi menjadikan
tiga konsep di atas sebagai kerangka dan pertimbangan dalam
melakukan penalaran hukum dari dalil, sehingga hukum yang lahir
terlihat diwarnai oleh ciri-ciri konsep tersebut. Kerangka al-zaisir
dan maslahat jelas sekali terlihat pada persoalan kebolehan jamak
shalat ketika sakit.

Pada selain kasus hukum jamak shalat ketika sakit,
meskipun tidak tampak dengan begitu jelas penggunaan konsep al-
taisir dan maslahat sebagai kerangka penerapan metode
lughawiyyah, tetapi hasil istinbat al-Nawawi padanya telah
melahirkan tata-cara pengamalan hukum vyang lebih mudah

468Selain pada contoh kasus yang telah disebutkan di atas, pada kasus
lain yang dijadikan sebagai Ikhtiyarat-nya, terdapat juga konsep al-taisir yang
menjadi kerangka istinbat al-Nawawi. Contohnya pendapat [lkhtiyarat al-
Nawawi mengenai sahnya penyertaan niat dengan takbiratul ihram dalam bentuk
muqaranah ‘urufiyyah pada saat memulai shalat, padahal pendapat kuat mazhab
Syafi‘T mewajibkan mugaranah haqigiyyah. Mugaranah hagqigiyyah adalah
menyertakan niat shalat secara bersamaan dengan takbiratul ihram pada saat
memulai sampai mengakhirinya. Sedangkan mugaranah ‘urufiyyah adalah
terdapatnya niat shalat di dalam takbiratul ihram meskipun tidak terjadi persis
secara bersamaan pada saat memulai dan mengakhirinya. Para ulama
Mutakhkhirin Syafi Tyyah menjelaskan bahwa mugaranah haqiqiyyah merupakan
tata cara yang sulit dan tidak mampu dilakukan oleh kebanyakan orang. Tata
cara semacam ini dapat mengakibatkan tidak sahnya shalat sebagian besar dari
umat ini. Jadi, meskipun mugaranah haqigiyyah merupakan pendapat kuat dalam
mazhab, namun mugaranah ‘urufiyyah lebih layak dengan keindahan syariat
Islam. Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu bentuk keindahan syariat Islam
adalah mendatangkan kemudahan hukum bagi penganutnya. Dari uraian di atas
terlinat jelas bahwa kerangka istinbar pendapat lIkhtiyarar al-Nawawi terkait
sahnya mugaranah ‘urufiyyah adalah mendatangkan kemudahan hukum (al-
taisir). Lihat al-Nawawi, al-Majma‘, Jid. 1ll..., hlm. 169. Lihat juga al-
Syarqawi, Hasyiyah al-Syargawt ‘ala al-Tahrir, JId. 1..., hlm. 184
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dibandingkan daripada pendapat yang masyhur dalam mazhab
Syafi’i. Dengan demikian, kerangka istinbat al-Nawawi pada
pendapat |khtiyarat-nya tidak bisa dilepaskan dari konsep al-taisir
dan maslahat meskipun al-Nawawi tidak menyebutkannya secara
eksplisit. Adapun pertimbangan al-Nawawi terhadap konsep ‘urf,
hal ini secara khusus terlihat pada kasus hukum sahnya jual-beli
tanpa ijab-kabul dan legalitas mukhabarah. Bahkan pada sisi yang
lain, ‘urf dijadikan sebagai dalil alternatif pada dua kasus tersebut,
meskipun sifatnya bukan sebagai dalil normatif, tetapi sebagai dalil
metodologis.

Dalam keadaan tertentu, secara implisit al-Nawawi juga
memagari istibat-nya dalam kerangka maslahat dan magqasid al-
syar‘iyyah seperti pada kasus berobat dengan minuman yang
memabukkan. Penggunaan konsep maslahat dan magqasid al-
syar ‘iyyah sebagai kerangka istinbat pada kasus ini tidak
menafikan konsep al-taisir karena al-faisir merupakan konsep
turunan dari konsep maslahat dan magqasid al-syar ‘iyyah. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip yang diusung al-Nawawi
dalam melahirkan Ikhtiyarat-nya adalah prinsip mengutamakan
makna zahir nas dalam kerangka konsep maslahat dan al-taisir.
Uraian ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Salah satu prinsip
yang menjadi ciri khas mazhab Syafi‘l adalah menerapkan sikap
ihtiyat, sementara al-Nawaw1 terkesan meninggalkan ihtivat ketika
menggunakan konsep al-taisir dan memperlakukan ikhtilaf ulama,
di mana al-Nawawi tidak memakai ihtiyar untuk keluar dari
perbedaan pendapat (khurigj min al-khilaf).

Perlu diketahui, Penggunaan konsep al-taisir tidak
bertentangan dengan konsep iktiyat, tetapi konsep iktiyar dapat
dijalankan secara bersamaan dengan konsep al-taisir. Hal ini
dikarenakan konsep iktiyar baru dapat diterapkan jika memenuhi
persyaratan tertentu. Di antaranya: 1) iktiyar harus bersandar
kepada dalil. 2) Mengamalkan iktiyar tidak bertentangan dengan
dalil yang ada. 3) Terdapat syubhat yang kuat untuk membawa
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kepada iktiyar. 4) Tidak membawa kepada kesulitan yang tidak
mampu dihadapi. 5). Tidak bertentangan dengan konsep rukhsah.
6) Tidak mengakibatkan munculnya sifat was-was. 7) Tidak
menggiring kepada sesuatu yang dilarang agama. 7) Jelas tujuan
dari ihtiyat. 9) dan lain-lain. Sebagaimana dimaklumi, konsep al-
taisir merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Sebuah
hukum yang digali atas dasar prinsip al-zaisir maka bentuk iatiyat
padanya adalah dengan mengikuti kemudahan yang diberikan
agama secara proporsianal, bukan meninggalkan secara total
kemudahan yang diberikan. Adapun perkara yang dipandang
bertentangan dengan iAtiyat adalah upaya mencari-cari kemudahan
dalam mengamalkan agama, bukan mengamalkan kemudahan yang
telah diberikan.*®°

Dari kriteria penerapan konsep iktiyar di atas dapat
dipahami bahwa al-Nawaw1 dalam melahirkan pendapat ikhtiyarat,
pada hakikatnya bukan mengabaikan konsep iktiyar ketika berpijak
pada konsep al-zaisir, karena bentuk pengamalan iktiyat pada kasus
yang berada dalam kerangka al-zaisir adalah mengamalkan
kemudahan secara proporsianal. Pada sisi yang lain, penerapan
konsep ihtiyar juga harus bersandar kepada dalil berupa nas,
sementara pada dua contoh kasus ikhtiyarat al-Nawawi yaitu cara
menyucikan najis babi dan jual-beli tanpa ijab-kabul tidak
diperdapatkan dalil nas yang mendukung pendapat yang mewakili
mazhab. Oleh karenanya, penerapan konsep ikhtiyat pada dua kasus
tersebut dipandang tidak memenuhi kriteria. Selain itu, al-Nawawi
juga tidak memakai konsep iktiyat dalam upaya keluar dari
perbedaan pendapat ulama (kariaj min al-khilaf) karena ketentuan
ihtiyat padanya disyaratkan bahwa dalil yang dipakai oleh pendapat

49Muhammad Ibrahim ibn ‘Abd Allah al-Syami, al-Akhdhu bi al-
lhtiyat ‘inda al-Usiliyyin, (Riyadh: Universitas Muhammad ibn Sa‘ad, 2015),
him. 169-183. Lihat juga Muhammad ‘Umar Sima‘i, Nazariyyat al-lAsiyar al-
Fight..., hlm. 215-234. Lihat juga Munib ibn Mahmad Syakir, al- ‘Amal bi al-
Ihtiyat fi al-Figh..., hlm. 254, 267-288
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yang berbeda haruslah dalil yang kuat melalui wajh dilalah yang
tepat.*’® Sementara al-Nawawi menilai dalil dan wajh dilalah yang
dipakai oleh pendapat yang berbeda memiliki kelemahan
kelemahan. Intinya, al-Nawawi bukan keluar dari mazhab Syafi‘l
terkait mengabaikan iktiyar pada istinbat yang melahirkan
ikhtiyarat-nya, tetapi ia memandang bahwa penerapan ihtiyat
padanya tidak didukung oleh syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan kajian ulang berdasarkan dalil, metode,
prinsip dan kerangka yang telah disebutkan, al-Nawawi menilai
bahwa pendapat yang tidak mewakili mazhab Syafi‘t pada
beberapa contoh kasus di atas mempunyai dalil yang lebih kuat
atau cara pandang yang lebih tepat, lantas ia mengunggulkannya
dan menjadikannya sebagai pendapat pilihan. Sebagaimana
dimaklumi sebelumnya bahwa al-Nawawi merupakan pengikut al-
Syafi‘i. Hal ini menunjukkan secara implisit bahwa metode yang
dipakai al-Nawawi dalam menilai kekuatan dalil dan cara pandang
pendapat yang menjadi lkhtiyarat-nya adalah metode yang telah
ditetapkan oleh al-Syafi‘i. Artinya, dengan metode yang telah baku
dalam mazhab, al-Nawaw1 justeru memandang lemah dalil dan cara
pandang pendapat yang mewakili mazhab, padahal sebelumnya
metode tersebut telah melahirkan kesimpulan sebaliknya.

Fakta ini melahirkan sebuah pemahaman bahwa pada
hakikatnya akar perbedaan pendapat al-Nawawt dengan Syafi‘T dan
mayoritas Syafi vyah terkait l|khtiyarat bukanlah terletak pada
metode ijtihad, apalagi al-Nawawi tidak merumuskan sebuah
metode ijtihad yang baru, tetapi akar perbedaan itu terletak pada
aspek penerapan metode yang telah baku sebelumnya dalam
mazhab, di mana al-Nawawi memandang penerapan yang
dilakukannya lebih tepat dan taat asas. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa penyebab utama kelahiran Zkhtiyarat al-Nawawi
adalah konsistensi al-Nawawi dalam menerapkan kaidah-kaidah

40lpn al-Subki, Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Al1, al-Asybah wa al-
Naza'ir, J1d. 1, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1991), him. 112



205

ijtihad yang diwariskan oleh Syafi‘t sehingga ia menemukan
kelemahan sebagian pendapat yang disebut sebagai pendapat resmi
mazhab Syafi‘i. Adapun prinsip istinbat yang dijadikan pijakan
oleh al-Nawawi adalah mengutamakan makna zahir nas dalam
kerangka maslahat dan al-taisir.

3.1.3. Kedudukan Ikhtiyarat al-Nawawi dalam mazhab Syafi‘l
Telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa secara umum,
kedudukan pendapat Ikhtiyarat ulama Syafi iyyah sebagai bagian
dari mazhab Syafi‘T tidak bersifat mutlak, namun tergantung pada
bagaimana pendapat itu dilahirkan. Artinya, jika pendapat
Ikhtiyarat itu dihasilkan dengan berpijak pada kaidah dan prinsip
ijtihad al-Syafi‘T maka pendapat itu dipandang sabagai bagian dari
mazhab Syafi‘1. Menurut al-Subki, kebanyakan pendapat lkhtiyarat
yang dilahirkan atau dipilih oleh ashab al-wujith masuk ke dalam
kategori ini.*"* Adapun jika penalaran pendapat itu tidak mengacu
kepada kaidah dan prinsip ijtihad al-Syafi‘T maka pendapat itu tidak
dipandang bagian dari mazhab al-Syafi‘i, tetapi merupakan
pendapat pribadi ulama yang melahirkannya. Ibn al-Subki
memberikan contoh untuk bagian yang kedua ini seperti pendapat
yang dilahirkan oleh ulama yang lebih sering melepaskan diri dari
kaidah dan prinsip mazhab Syafi‘i, umpamanya Muhammad ibn
Nasr al-Marwazi (w. 294 H), Muhammad ibn Jarir al-Tabarr1 (w.
310 H), Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah (w. 311 H), dan
Muhammad ibn al-Mundhir (w. 318 H).*’? Ibn Hajar al-Haytami
menambah lagi seperti sebagian pendapat al-Muzani (w. 264 H)
dan Abi Thir (w. 240 H).*"® Jadi, Ikhtiyarat bagian yang kedua ini
lebih tepat disebut dengan istilah Agwal Fugaha’ al-Syafi ‘iyyah,
bukan Madhab al-Syafi ‘T atau Madhab al-Syafi iyyah. Sedangkan
bagian pertama di atas, itulah yang diistilahkan dengan Madhab al-

ATLAl-Subki, Qada’ al-Arb..., hlm. 310
42|pn al-Subki, Tabagadt al-Syafi iyyah, J1d, 1..., hlm. 331
4831bn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra, JId. 111..., him. 14
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Syafi ‘T atau Madhab al-Syafi ‘iyyah.

Perlu diingat, meskipun Ikhtiyarat bentuk pertama diakui
sebagai bagian dari mazhab Syafi‘l, tetapi pendapat itu tetap
dipandang sebagai pendapat lemah dari segi mazhab.*’* Artinya,
pendapat [Ikhtiyarat ulama Sydafi‘iyyah tidak mewakili mazhab
Syafi‘t. Dengan kata lain pendapat lkhtiyarat ulama Syafi ‘iyyah
bukanlah pendapat resmi mazhab Syafi‘i. Berdasarkan ketetapan
tersebut, pendapat Zkhtiyarat secara umum tidak boleh dijadikan
pegangan bagi pengikut mazhab Syafi‘T dalam berfatwa dan pada
vonis hukum di pengadilan (al-gadha’) dengan mengatas-namakan
mazhab Syafi‘1,*” karena dipandang sebagai pendapat yang lemah
dari segi mazhab meskipun kuat dari segi dalil menurut pandangan
ulama yang melahirkannya. Adapun alasan yang mendasari
lemahnya pendapat tersebut dalam mazhab, padahal proses
kelahirannya secara umum ditempuh mengikuti jalur metode ijtihad
dan prinsip istinbat yang telah digagas oleh al-Syafi‘i, karena
dalam penalaran yang menghasilkan pendapat itu dianggap tidak
sepenuhnya berpijak pada kaidah-kaidah mazhab Syafi‘i. Hal ini
diakibatkan oleh perbedaan dalam menilai kekuatan sebuah dalil,
perbedaan cara pandang (wajh al-dilalah) dalam memahami dalil,
perbedaan pada perkara yang bersifat teknis dalam istinbat,
perbedaan pada penerapan kaidah, atau pun akibat mengikuti
kecenderungan yang sulit dijelaskan secara konkrit.

Meskipun tidak boleh dijadikan pegangan dalam berfatwa,
namun pendapat Ikhtiyarat tetap boleh dijadikan sandaran dalam
pengamalan hukum secara pribadi (al-‘amal [i nafsih) dengan
mengikuti aturan yang telah dirumuskan dalam permasalahan

474« Abd al-Basir, Dirdsat al-Mawsii ‘ah..., him. 81-82

45Al-Samhiidi, Nir al-Din ‘Alf ibn ‘Abd Allah, al-‘Igd al-Farid fi
Ahkam al-Taqlid, Cet. 11, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2011), hlm. 97. Lihat juga Ibn
al-Jamal, Jamal al-Din ‘Ali ibn Abi Bakr, Fath al-Majid fi Ahkam al-Taqlid, Cet.
I, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2013), him. 74
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mengikuti sebuah pendapat (taqlid).*’® Demikian juga boleh
menyampaikan pendapat [Ikhtiyarat kepada orang lain dalam
bentuk penjelasan yang utuh, dengan menjelaskan siapa ulama
yang melahirkannya serta kedudukannya dalam kerangka
mazhab.*’” Penyampaian seperti ini tidak disebut berfatwa
melainkan lebih dikenal dengan istilah mengajarkan (irsyad).*’®
Demikianlah kedudukan pendapat ZkAtiyarat secara umum.

Adapun pendapat Zkhtiyarat al-Nawawi secara khusus, para
ulama muta’akhkhirin ~ Syafi ‘iyvah  memberikan pengecualian
terhadapnya dari Ikhtiyarat-ikhtiyarat lain yang ada dalam mazhab
Syafi‘l. Artinya, [lkhtiyarat al-Nawawi tidak langsung divonis
sebagai pendapat lemah dalam mazhab, namun dipilah menjadi dua
kategori. Pertama, Ilkhtiyarat yang disebutkan oleh al-Nawawi
dalam kitabnya selain Raudat al-Talibin. Kedua, Ikhtiyarat yang
disebutkan oleh al-Nawawi dalam kitabnya Raudat al-Talibin.
Ikhtiyarat yang disebutkan dalam kitab selain Raudat al-Talibin
dipandang sama dengan Ikhtiyarat ulama Sydafi ‘iyyah lainnya, yaitu
berkedudukan sebagai pendapat yang lemah dari segi mazhab,
bahkan bisa saja tidak diakui sebagai pendapat mazhab jika
penalarannya tidak mengacu kepada metode ijtihad dan prinsip

48Al-Sayyid ‘Alwi ibn al-Sayyid Ahmad al-Saqaf, Tarsyih al-
Mustafidin bi Tausyth Fath al-Mu ‘Tn, (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah,
tt), him. 3-4

4Dalam etika fatwa, jika pemberi fatwa (mufti) itu seorang ulama
pengikut mazhab tertentu, pendapat yang ia sampaikan mestilah pendapat yang
kuat dalam mazhabnya karena pendapat itulah yang dikenal dengan pendapat
resmi mazhab. Jika ia ingin menyampaikan pendapat yang lemah dalam
mazhabnya maka ia harus menjelaskan seluk-beluk pendapat itu secara utuh
serta kedudukannya dalam ranah mazhab agar orang yang menerima fatwa
(mustafti) tidak berasumsi bahwa apa disampaikan mufti itulah pendapat resmi
mazhab. Seandainya mufti tidak memberi penjelasan tersebut maka ia dianggap
melakukan pembohongan yang dilarang dalam kerangka berfatwa. Lihat Al-
Kurdi, al-Fawaid al-Madaniyyah..., him. 322

48Al-Saqaf, Fawaid al-Makkiyyah..., him. 61. Lihat juga Al-Syarwani,
‘Abd al-Hamid al-Daghistani, Hasyiyat ‘ala Tuhfat al-Muhzaj, Jid. 1V, (Beirut:
Dar al-Fikr, tt), him. 110
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istinbat yang telah digagas oleh al-Syafi‘i, meskipun pendapat itu
kuat dari segi dalil dalam pandangan al-Nawawi. Intinya, pendapat
ini dianggap tidak mewakili mazhab Syafi‘1, tetapi lebih kepada
pendapat pribadi al-Nawaw1.*’® Menurut al-Wali al-Din al-‘Iraqt
(w. 826 H) yang dikutip oleh Ibn Hajar al-Haytam1 (w. 974 H))
bahwa pilihan al-Nawawi terhadap pendapat tersebut tidak akan
menjadikannya sebagai pendapat kuat dalam mazhab Syafi‘1 karena
penganut mazhab Syafi‘T diharuskan mengikuti pendapat yang
metode penalarannya berada dalam koridor kaidah dan prinsip
ijtihad yang digagas oleh al-Syafi‘1.4°

Sedangkan [lkhtiyarat al-Nawawi yang terdapat dalam
Raudat al-Talibin, para ulama muta akhkhirin Syafi iyyah berbeda
pandangan dalam menilainya. Sebagian dari mereka berpandangan
bahwa Ikhtiyarat al-Nawawi dalam Raudat al-Talibin merupakan
pendapat yang kuat dari segi mazhab, bukan hanya kuat dari segi
dalil. Artinya pendapat tersebut sah sebagai pendapat resmi mazhab
Syafi‘1. Penegasan seperti ini dikemukakan oleh salah satu tokoh
terkemuka muta 'akhkhirin Syafi ‘iyyah, yaitu al-Asnawi (w. 772 H).
Dalam salah satu karyanya, yaitu al-Muhimmat fi Syarh al-Raudat
wa al-Rafi ‘i, al-Asnawi mengatakan sebagai berikut,
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Artinya: Pendapat yang ditandai dengan kata “al-Mukhtar” di
dalam kitab Raudat bukanlah pendapat yang menjadi
kebalikan dari mayoritas ulama, tetapi bermakna
pendapat al-Sahih dan al-Rgjih dan seumpamanya dari
pendapat-pendapat yang kuat.

Pada bagian yang lain, al-Asnawi juga mengatakan hal

47°Ba al-Faqih, Matlab al-Igaz..., him. 40. Lihat juga ‘Abd al-Basr,
Dirasat al-Mawsii ‘ah. .., hlm. 80

40|pn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra, JId. IV..., hlm. 88-89

BIA|-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. VI..., him. 235
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serupa melalui redaksi yang sedikit berbeda. la menegaskan
sebagai berikut,
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Artinya: Kata “al-Mukhtar” di dalam kitab Raudat bukanlah
pendapat yang kuat dari segi dalil saja, namun Kkata
tersebut merupakan istilah yang dipakai al-Nawaw1 di
dalam Kkitab al-Tahqgig dan Kkitab Tashih al-Tanbih,
buktinya kata “al-Sawab” dipakai al-Nawawi di dalam
Tashih al-Tanbih untuk meluruskan permasalahan yang
disepakati kekeliruannya, sementara itu kebanyakan
permasalahan yang ditandai dengan “al-Mukhtar” di
dalam Raudat juga disertakan dengan penyebutan kata
“al-Sawab”.

Dua pernyataan al-Asnawi di atas menunjukkan bahwa
menurutnya jika pendapat 7khtiyarat al-Nawawi didapatkan di
dalam Raudat al-Talibin maka maksudnya pendapat itu merupakan
pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi‘t. Pernyataan al-Asnaw1
tersebut kemudian didukung oleh tokoh muta’akhkhirin Syafi iyyah
lainnya yang muncul pada abad setelah masanya al-Asnawi seperti
Ibn Hajar al-Haytami (w. 974 H),*8® dan Sulayman al-Kurdi (w.
1194 H), di mana kedua tokoh ulama ini juga mengatakan hal yang
sama dengan pernyataan al-Asnawi. Adapun alasan ditetapkannya
Ikhtiyarat al-Nawaw1 di dalam Raudat al-Talibin sebagai pendapat
yang kuat dalam mazhab Syafi‘T karena didasari pada dua
pertimbangan. Pertama, al-NawawT di dalam pengantar Raudat al-
Talibin tidak menyinggung sama sekali tujuan penggunaan kata
“al-mukhtar” dan tidak menyiratkan sedikit pun mengenai
perbedaannya dengan pendapat kuat di dalam mazhab Syafi‘1. Hal

4B2A|-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. 111...,hIm. 406
483|bn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra, JId IV..., hlm. 91
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ini berbeda dari kebiasaan al-Nawawi yang selalu menjelaskan
maksud dari sebuah istilah yang dipakai dalam kitab tertentu.
Diamnya al-Nawawi terhadap penggunaan kata “al-mukhtar”
tersebut dipahami oleh sebagian ulama muta akhkhirin Syafi ‘iyyah
bahwa pendapat yang ditandai dengan kata “al-mukhtar” bukanlah
sesuatu yang berbeda dengan pendapat kuat dalam mazhab, malah
“al-mukhtar” itulah pendapat kuat dalam mazhab.*®*

Kedua, berdasarkan penelitian mereka, apa yang disebut al-
Nawawi dengan kata “al-mukhtar” di dalam Raudat al-Talibin
ternyata ditandai dengan kata al-Sakik di dalam kitabnya yang lain
seperti  al-Majmii* Syarh al-Muhadhdhab.*®® Istilah al-Sahih
merupakan salah satu istilah al-Nawawi untuk menunjukkan
pendapat kuat di dalam mazhab Syafi‘t. Pandangan al-Asnawi
terkait hal ini kemudian diikuti oleh kebanyakan ulama
muta’akhkhirin Syafi ‘iyyah lainnya terutama dari generasi setelah
abad X hijriyah. Buktinya, hampir semua literatur yang membahas
istilah-istilah yang dipakai mengenai khilafiah dalam mazhab
Syafi‘T memberi penilaian yang sama terhadap [khtiyarat al-
Nawawi di dalam Raudar al-Talibin, sehingga kedudukannya
berbeda dari Ikhtiyarar dalam Kkitabnya yang lain dan yang
bersumber dari ulama yang lain.*®

Penetapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama
muta’akhkhirin terhadap pendapat Ikhtiyarat al-Nawawi di dalam
Raudat al-Talibin sebagai pendapat kuat dalam mazhab juga tidak
terlepas dari konsistensi al-Nawawi dalam mengikuti kaidah-kaidah
ijtihad gagasan al-Syafi‘T dalam setiap penalarannya. Konklusi ini
didasarkan pada sejumlah temuan terhadap penyebab utama
kelahiran [Ikhtiyaratr al-Nawawi yang telah penulis jelaskan

B4A|-Kurdi, al-Fawa ’id al-Madaniyyah. .., him. 83

BSAl-Kurdi, al-Fawa 'id al-Madaniyyah. .., him. 84

486Ba al-Faqih, Matlab al-Igaz..., hlm. 40. Lihat juga ‘Abd al-Basr,
Dirasat al-Mawsii‘ah..., hlm. 80. Lihat juga Mahran Kuti, Risalalat al-
Tanbih..., hlm. 68. Lihat juga al-°Aliji al-Qalhani, Tadhkirat al-Zkhwan..., hlm.
24. Lihat juga ‘Arafat, Tabsirah al-Muftaj..., him. 260
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sebelumnya, di mana konsistensi al-Nawawi terlihat jelas sampai
pada perkara-perkara yang berkaitan dengan teknis istinbat. Secara
nyata al-Nawawi memang berbeda pendapat dengan al-Syafi‘T dan
mayoritas ulama Syafi iyyah terkait Ikhtiyarat. Tetapi perbedaan itu
pada hakikatnya terjadi justeru karena al-Nawawi konsisten dalam
mengikuti kaidah ijtihad mazhab Syafi‘1. Dari sisi ini, ikhtiyarat al-
Nawawi dipandang sebagai Ssesuatu yang lahir dari keteguhan al-
Nawawi dalam melestarikan kaidah mazhab Syafi‘l. Atas dasar
itulah Ikhtiyarat al-Nawawi di dalam Raudat al-Talibin sebagai
pendapat kuat dalam mazhab. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa Ikhtiyarat al-Nawawi di dalam Raudat al-Talibin sebagali
Ikhtiyarat yang tidak berbeda secara hakikat dari pendapat al-
Syafi‘T dan mayoritas ulama Syafi ‘iyyah, meskipun terlihat nyata
perbedaannya.

Perlu diketahui juga, meskipun mayoritas muta’akhkhirin
Syafi ‘iyvah menetapkan pendapat Zkhtiyarat al-Nawawi di dalam
Raudat al-Talibin sebagai pendapat kuat dari segi mazhab, namun
sebagian ulama yang mendukung penetapan ini membuat
pengecualian darinya terhadap sebuah kasus hukum yaitu mengenai
tidak makruh memakai air yang dipanaskan oleh matahari untuk
berwudhu’. Pendapat tersebut merupakan salah satu lkhtiyarat al-
Nawawi dalam Raudat al-Talibin, namun dipandang sebagai
pendapat yang lemah dari segi mazhab.*®” Pengecualian ini
nampaknya tidak berpengaruh untuk merubah status Ikhtiyarat al-
Nawawi dalam Raudat al-Talibin karena hanya satu kasus hukum
yang dipandang sebagai pendapat lemah, sementara al-Nawawi
menyebutkan pendapat Zlkhtiyarat-nya dalam Raudat al-Talibin
pada delapan puluh satu kasus hukum yang tersebar dalam berbagai
bab fikih.*®® Jadi, dari delapan puluh satu kasus hukum yang

7 Abd al-Qadir ibn Abd al-Mutallib al-Mandili al-Indtinist, al-
Khaza’in al-Saniyyah min Masyahir al-Kutub al-Fighiyyah li A’immatind al-
Fuqaha’ al-Sydfi ‘iyyah, Cet. 1, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2004), hlm. 171

488Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ila Madhhab..., him. 36
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menjadi Ikhtiyarat al-Nawawi dalam Raudat al-Talibin, hanya satu
saja yang dipandang sebagai pendapat lemah. Hal ini tentu saja
tidak membawa pengaruh terkait status [lkhtiyarat-nya secara
keseluruhan, karena satu yang berbeda status dari jumlah delapan
puluh satu dianggap sebagai perkara yang langka, sedangkan
sesuatu yang langka terjadi tidak dapat dijadikan sebagai ukuran.

Sebagian ulama lain nampaknya tidak langsung setuju
bahwa pendapat lkhtiyarat al-Nawawi di dalam Raudat al-Talibin
sebagai pendapat yang kuat dalam mazhab. Dari kalangan ulama
kontemporer yang bermazhab Syafi‘t terdapat ‘All Jum‘ah
Muhammad yang mengkritik apa yang telah diputuskan oleh
kebanyakan ulama muta’akhkhirin Syafi‘iyyah di atas. Menurut
‘AlT Jum‘ah, diamnya al-Nawawi dalam pengantar kitab Raudat al-
Talibin tentang maksud kata “al-mukhtar” tidak menunjukkan
bahwa al-Nawawi bermaksud dengan kata “al-mukhtar” adalah
pendapat kuat dalam mazhab. Malah sikap diam tersebut dapat
diartikan bahwa maksud al-Nawawi dengan kata “al-mukhtar” di
situ adalah pendapat yang kuat dari segi dalil yang kadang-kadang
berbeda dari pendapat kuat yang ada dalam mazhab. Menurutnya,
istilah “@al-mukhtar” di dalam Raudat al-Talibin dipakai oleh al-
NawawT pada arti yang sama dengan istilah al-Rajik dan al-Sawab,
yang bisa jadi sesekali sebagai pendapat yang lemah dalam mazhab
meskipun kuat dari segi dalil.*®® Berdasarkan pandangan ‘Ali
Jum‘ah, pendapat Ikhtiyarat al-Nawawi di dalam Raudat al-Talibin
belum tentu merupakan pendapat kuat dalam mazhab, tetapi perlu
ditelusuri terlebih dulu tentang metode penalarannya, yang bisa
saja sebagai pendapat kuat dan bisa juga sebaliknya.

Bila berpijak pada pendapat mayoritas ulama
muta’akhkhirin Syafi iyyah yang dimotori oleh al-Asnawi di atas
dapatlah disimpulkan bahwa pendapat Zkhtiyarat al-Nawawi dalam
Raudat al-Talibin merupakan pendapat kuat dalam mazhab Syafi‘,

AT Jum‘ah, al-Madkhal ila Dirasah al-Madhahib. .., him. 73-74
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sedangkan yang berada dalam kitabnya yang lain bukanlah
pendapat kuat. Pada contoh kasus /khtiyarat al-Nawawi yang telah
penulis jelaskan sebelumnya terdapat lima contoh, yaitu: (1)
Menyucikan najis babi cukup membasuh satu kali tanpa perlu
disertai air campuran tanah. (2) Boleh melakukan jama‘ shalat
ketika sakit. (3) Sah jual-beli tanpa ijab-kabul. (4) Sah akad
mukhabarah. (5). Tidak dikenakan hukuman cambuk terhadap
peminum minuman keras dengan tujuan berobat.

Contoh kasus pertama merupakan [Ikhtiyarat al-Nawawi
yang disebutkan di dalam al-Majmii‘, Tangth dan Syarh Muslim.
Contoh kasus ini tidak di-ikhtiyar-kan di dalam Raudat al-Talibin.
Contoh kasus yang kedua, ketiga dan keempat semuanya di-
ikhtiyar-kan dalam Raudat al-Talibin, di samping di-ikhtiyar-kan
juga di dalam kitabnya yang lain. Sementara contoh kasus yang
kelima hanya di-ikhtiyar-kan di dalam Tashih al-Tanbih dan tidak
di-ikhtiyar-kan di dalam Raudat al-Talibin. Bila merujuk kepada
pandangan mayoritas ulama muta akhkhirin Syafi iyyah terkait
kedudukan Zkhtiyarat al-Nawawi dapat dipahami bahwa contoh
kasus yang pertama dan yang kelima merupakan pendapat lemah
dalam mazhab Syafi‘T karena kedua contoh kasus tersebut bukan
Ikhtiyarat al-Nawawi di dalam Raudat al-Talibin. Sedangkan
contoh kasus yang kedua, ketiga dan keempat merupakan pendapat
yang kuat dalam mazhab Syafi‘l karena ketiganya merupakan
Ikhtiyarat al-Nawawi di dalam Raudat al-Talibin. Dengan
demikian jelaslah kedudukan Ikhtiyarat al-Nawawi dalam koridor
mazhab Syafi‘1.

Uraian di atas melahirkan konklusi berupa kriteria pendapat
lkhtiyarat yang diakui sebagai mazhab Syafi‘l dan yang tidak
diakui. Pada bagian yang diakui, terdapat Ikhtiyarat yang
dipandang sebagai pendapat yang kuat sehingga mewakili mazhab
dan terdapat pula Ikhtiyarat yang lemah sehingga tidak mewakili
mazhab. Secara lebih konkrit, berikut ini kriterianya:

a. [Ikhtiyarat sebagai pendapat yang kuat dalam mazhab
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Syafi‘l. Kriterianya adalah setiap Ikhtiyarat al-Nawawi

yang disebutkan di dalam kitab Raudat al-Talibin.

b. [Ikhtiyarat sebagai pendapat yang lemah dalam mazhab
Syafi‘l. Kriterianya adalah setiap Ikhtiyarat al-Nawawi
yang disebutkan di dalam kitab selain Raudat al-Talibin dan
Ikhtiyarat para ulama Syafi ‘iyyah lainnya yang dihasilkan
dengan berpijak pada kaidah-kaidah ijtihad al-Syafi‘i
seperti kebanyakan Ikhtiyarat yang dilahirkan atau dipilih
oleh ashab al-wujiih.

c. [Ikhtiyarat sebagai pendapat yang berada di luar mazhab
Syafi‘1. Kriterianya adalah setiap /khtiyarat yang dihasilkan
dengan tidak berpijak pada kaidah-kaidah ijtihad al-Syafi‘i.
Biasanya [lkhtiyarat bagian ini dilahirkan oleh ulama
Syafi ‘iyyah yang lebih sering melepaskan diri dari metode
ijtihad al-Syafi‘i, seperti Muhammad ibn Nasr al-Marwazi
(w. 294 H), Muhammad ibn Jarir al-Tabarr1 (w. 310 H),
Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah (w. 311 H), dan
Muhammad ibn al-Mundhir (w. 318 H).*%

Dari tiga kategori Ikhtiyarat di atas, bila dikaitkan dengan
penisbatan pendapat dalam istilah mazhab Syafi‘T maka kategori
yang pertama dan kedua diistilahkan dengan sebutan madhhab al-
Syafi‘t dan madhhab al-Syafi iyyah. Sedangkan kategori yang
ketiga disebut agwal fugaha’ al-Syafi‘iyvah. Demikianlah
kedudukan Ikhtiyarat al-Nawawi serta kategorinya.

3.2. Pengaruh Ikhtiyarat al-Nawaw1

Secara umum, posisi al-Nawawi sebagai mujtahid tarjih
yang paling diutamakan dalam mazhab Syafi‘t telah memberikan
pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan mazhab itu sendiri.
Hal ini terbukti dengan dijadikan al-Nawawi oleh ulama
Muta’akhkhirin Syafi ‘iyyah sebagai rujukan dan tumpuan utama

401bn al-Subki, Tabagadt al-Syafi iyyah, J1d, 1..., hlm. 331
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dalam menetapkan pendapat yang kuat dari segi mazhab. Di
samping itu, kelahiran pendapat [lkhtiyarat al-Nawawi juga
membawa pengaruh tersendiri dalam dinamika pemikiran fikih
bagi para ulama pada masa berikutnya, terutama terkait alur
pengambilan pendapat kuat untuk difatwakan yang telah
mengalami sedikit pergeseran dari sebelumnya. Uraian mengenai
hal tersebut akan penulis jelaskan pada bagian berikut ini.

3.2.1. Perubahan Peta Pemikiran Mazhab Syafi‘i
Kelahiran pendapat Ikhtiyarat al-Nawawi telah berhasil

merubah peta pemikiran mazhab Syafi‘T mulai abad VIII hijriah
sampai abad-abad selanjutnya, di mana pada masa itu para ulama
Muta’akhkhirin  Syafi ‘iyyah  mengambil peran penting terkait
pengembangan mazhab. Menurut para peneliti tentang dinamika
pemikiran ulama Sydafi iyyah, setelah al-Nawawi wafat, perhatian
para ulama Syafi‘iyyah saat itu menjadi lebih beragam dari
sebelumnya. Sebagian di antaranya memilih untuk meneliti
kembali apa yang telah di-zarjih-kan oleh al-Rafi‘t dan al-Nawawi.
Sebagian yang lain berupaya memberikan kontribusi terhadap isi
kitab-kitab yang telah ditulis oleh al-Rafi‘T dan al-Nawawi,
terutama karya al-Nawawi, baik dalam bentuk meringkas (ikhtisar),
penjelasan terhadap isi (syarh), penjelasan berupa catatan pinggir
(hasyiyah), maupun mengomentari (ta ‘lig dan tagrir). Sebagian
yang lain berupaya merumuskan kriteria pendapat yang boleh
difatwakan dalam mazhab Syafi‘l. Sebagian lainnya berupaya
mencairkan kembali suasana kebekuan ijtihad yang telah
berlangsung lama. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari beberapa
aktifitas keilmuan yang dilakoni oleh ulama Muta akhkhirin
Syafi‘iyyah pasca al-Nawawi, ternyata perhatian mereka lebih
banyak tertuju kepada gagasan dan terobosan yang dilahirkan oleh
al-Nawawi. Intinya, terobosan al-Nawaw1 dalam mazhab berhasil
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mendominasi perhatian para ulama yang hidup pada abad
berikutnya.**!

Hal di atas dapat dibuktikan setidaknya melalui empat
faktor. Pertama maraknya penelitian terhadap pendapat-pendapat
yang telah di-tarjih oleh al-Nawawi serta metode tarjih yang
dipakai. Kedua, banyaknya penulisan kitab-kitab yang merupakan
turunan dari karya al-Nawawi seperti turunan kitab Raudat al-
Talibin, dan lebih-lebih lagi turunan kitab Minhaj al-Talibin,
sehingga masa tersebut dikenal dengan masa keemasannya kitab
Minhdj al-Talibin**® Ketiga, Penetapan tarjih al- al-Nawawi
sebagai tarjih yang paling diutamakan, sehingga ulama
Muta’akhkhirin Syafi iyyah tidak akan melangkahinya kecuali
disepakati oleh mereka bahwa hal tersebut merupakan sebuah
kekeliruan,**® meskipun kekeliruan itu sulit dibuktikan secara
ilmiah.*%* Keempat, ketentuan hukum yang terdapat di dalam kitab-
kitab yang ditulis sebelum masa al-Nawawi dan al-Rafi‘T tidak
boleh langsung dijadikan pegangan kecuali jika kedua ulama ini
menyampaikan ketentuan hukum tersebut di dalam kitab keduanya,
terutama Kitab al-Nawaw1.4%

4'Mahmud Dib, al-Madhhab al al-Syafi 7..., hlm. 156-158. Lihat juga
Akram Ydasuf, al-Madkhal ila Madhhab..., hlm. 423-430. Lihat juga Fahd ‘Abd
Allah, al-Madkhal ila Madhhab..., him. 32

492 Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 270-271

4%|bn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra, JId. IV ..., him. 325

4%4Contoh kasus yang dipandang sebagai kekeliruan al-Nawaw1 adalah
pernyataannya dalam kitab Syark Sahih Muslim yang dikutip oleh Al-Kurdi
bahwa antara dua orang kafir karbi tidak saling mewarisi jika keduanya berada
dalam dua Negara yang berbeda dan sedang berperang. Mayoritas ulama
Muta’akhkhirin Syafi iyyah menegaskan pendapat tersebut bukan bagian dari
mazhab Syafi‘T. Namun sebagian ulama Muta akhkhirin Sydfi‘iyyah lainnya
membenarkan apa yang disampaikan al-NawawT dengan alasan bahwa salah satu
prinsip dalam persoalan warisan adalah saling membantu. Adapun rakyat yang
berada dalam dua Negara yang sedang berperang mustahil saling membantu
kerana masing-masing sedang mempertahankan Negaranya. Lihat al-Kurdi, al-
Fawa’id al-Madaniyyah..., hlm. 84-92

4SAl-Kurdi, al-Fawa 'id al-Madaniyyah. .., him. 39-43
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Fenomena tersebut merupakan sebuah pergeseran besar
dalam peta mazhab Syafi‘t. Sebelum munculnya al-Nawawr,
khususnya pada abad VI H, kitab mazhab Syafi‘i yang paling
populer dipakai dalam fatwa dan paling digemari untuk dipelajari
adalah kitab al-Muhadhdhab karya Abt Ishaq al-Syirazi (w. 472 H)
dan kitab al-Wasit karya al-Ghazali (w. 505 H). Setelah al-Nawaw1
muncul dengan berbagai terobosan barunya, ia menjadi titik balik
bagi berubahnya peta mazhab Syafi‘l. Pengaruh al-Nawawi
tersebut tidak terlepas dari kerja kerasnya dalam menguliti semua
pendapat yang telah ada dalam mazhab Syafi‘i, menyeleksinya
untuk kemudian ditetapkan sebagai pendapat kuat, dan cara
berpikirnya yang berhasil memadukan antara aliran Irak dan
Khurasan. Akibat dari pengaruh keilmuan dan kontribusinya yang
luar biasa, al-Nawawi dipandang sebagai pintu untuk masuk ke
dalam mazhab Syafi‘T yang sesungguhnya dan pemikirannya
merupakan reprensentatif dari berbagai pemikiran ulama
Syafi‘iyvah  lainnya. Demikianlah pengaruh al-Nawawi secara
umum dalam pergeseran peta pemikiran mazhab Syafi‘T bagi
generasi selanjutnya.

Adapun pengaruh al-Nawawi akibat lahir pendapat
Ikhtiyarat-nya yang nampak melawan arus ulama Syafi ‘iyyah masa
sebelumnya, perkara ini juga telah berhasil menggeser peta mazhab
Syafi‘l terkait pendapat yang kuat atau pendapat yang sah
dinisbatkan kepada mazhab. Dalam hal ini, ulama Muta akhkhirin
Syafi‘iyyah  pun  memandang bahwa Ikhtiyarat al-Nawawi
mempunyai perbedaan dari Ikhtiyarat ulama lainnya dalam mazhab
Syafi‘1. Pada dasarnya, lkhtiyarat secara umum dipandang sebagai
pendapat lemah, namun khusus Ikhtiyarat al-Nawawi terdapat di
antaranya yang dipandang sebagai pendapat yang kuat dari segi
mazhab, yaitu yang dimuat di dalam kitab Raudat al-Talibin.
Pengkhususan tersebut telah berhasil merubah alur pengambilan
pendapat kuat terkait fatwa hukum di kalangan ulama
Muta’akhkhirin Syafi iyyah.
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Sebelum ada pengecualian terhadap Ikhtiyarat al-Nawawi
yang dimuat di dalam kitab Raudar al-Talibin, semua pendapat
hasil Zkhtiyarat dianggap mempunyai kedudukan yang sama yaitu
pendapat lemah. Tetapi setelah adanya pengecualian tersebut,
persepsi ini telah bergeser dari cara pandang sebelumnya. Artinya,
dengan adanya Ikhtiyarat al-Nawawi dalam Raudat al-Talibin
maka perbendaharaan pendapat kuat dalam mazhab Syafi‘1 telah
mengalami penambahan dari sebelumnya. Akibat pergeseran itu,
pendapat-pendapat yang boleh difatwakan dan dijadikan dasar
dalam vonis hukum di pengadilan telah diperkaya lagi oleh
Ikhtiyarat al-Nawawi dalam Raudat al-Talibin. Pengaruh nyata
yang tidak dapat dipungkiri dari pengayaan pendapat tersebut
adalah memberikan pilihan yang lebih banyak lagi bagi penganut
mazhab Syafi‘t dalam hal menjadikan pendapat mazhab sebagai
sandaran pengamalan hukum. Terbukanya ruang pilihan itu tentu
saja memberikan dampak berupa kemudahan dalam pengamalan
hukum karena pendapat yang diakui sebagai pendapat kuat tidak
lagi sempit seperti sebelumnya.

Selain itu, lahirnya [Ikhtiyarar al-Nawawi semakin
memperkuat sisi kedinamisan fikih mazhab Syafi‘l. Idealnya,
seorang ulama pengikut mazhab tertentu tidak menyalahi ketentuan
yang telah ditetapkan oleh imam ikutannya atau mayoritas ulama
dalam mazhabnya. Al-Nawawi sebagai pengikut sejati mazhab
Syafi‘T kenyataannya tidak merasa segan mengeluarkan pandangan
yang berbeda dari mayoritas ulama mazhabnya jika ia punya
pertimbangan lain yang menurutnya lebih kuat. Pada satu sisi, al-
Nawaw1 tetap menghormati pendapat mayoritas ulama mazhabnya,
namun pada sisi yang lain, sebagai bentuk menjalankan amanah
keilmuan, al-Nawaw1 merasa perlu menyampaikan hasil analisanya
meskipun berbeda dari mayoritas ulama lain. Hal ini dilakukan
bukanlah sebagai sebuah bentuk pembangkangan terhadap prinsip-
prinsip bermazhab, tetapi lebih kepada melestarikan pesan-pesan
imam mazhab karena Imam al-Syafi‘T sendiri tidak menyukai
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seseorang bertaklid kepadanya jika orang tersebut mempunyai
kapasitas ijtihad.

Al-Nawawi merupakan salah seorang ulama yang
mempunyai kapasitas ijtihad meskipun dalam bentuk yang terbatas.
Dalam usul fikih dijelaskan bahwa potensi berijtihad itu bisa
dimiliki oleh seseorang ulama walaupun pada sebagian masalah
saja (tajazzu’ al-ijtihad).**® Ketika potensi itu dimiliki maka
diwajibkan kepadanya agar berijtihad pada masalah yang ia mampu
melakukannya. Hasil ijtihad yang diperoleh tentu saja bisa berbeda
dari ulama lain. Hal ini bukanlah sesuatu yang tercela asalkan
ulama yang bersangkutan bersikap jujur dan fair dalam
melakukannya. Al-Nawawi dalam melahirkan pendapat Ikhtiyarat
selalu bersikap jujur dan fair. Buktinya, setiap menyampaikan
pendapat Ikhtiyarat-nya, ia selalu menyebutkan pendapat kuat dari
segi mazhab pada permasalahan itu dengan sebutan “pendapat yang
masyhur dalam mazhab” atau “pendapat yang ma‘ruf dalam
mazhab”.

Hal ini sebagaimana terdapat dalam berbagai kitabnya yang
memuat Ikhtiyarat-nya seperti Raudat al-Talibin, al-Majmii‘ dan
lain-lain.**" Al-Nawaw1 tidak pernah menggiring para penganut
mazhab Syafi‘T yang membaca kitabnya untuk memahami pendapat
Ikhtiyarat-nya sebagai pendapat yang kuat dari segi mazhab. la
hanya ingin menyampaikan bahwa pendapat pilihannya berbeda
dari apa yang dipegangi oleh mayoritas ulama mazhabnya karena
pertimbangan dalil yang lebih kuat dan wajh dilalah yang lebih
tepat dalam pandangannya. Mengenai apakah pendapat pilihannya
dapat diikuti oleh orang lain, al-Nawawi menyerahkan hal tersebut
kepada peneliti selanjutnya untuk menilai secara objektif dan
ilmiah. Secara tersirat, apa yang dilakukan al-Nawawi dengan
menyampaikan pendapat Ikhtiyarat-nya dapat memberikan

4%1bn al-Subki, Jam ‘ al-Jawami*, J1d. 11..., hlm. 387
4TAl-Nawawi, Raudat al-Talibin, JId. IV..., hlm. 339. Lihat juga al-
Nawawi, al-Majmau‘, Jid. IX..., him. 116
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pengaruh untuk menanamkan persepsi bahwa fikih mazhab Syafi‘t
merupakan fikih yang dinamis. Buktinya, ia tidak terikat dengan
ketentuan pendapat mazhab ketika dalam pertimbangannya ada
dalil yang lebih kuat untuk mendukung pendapat yang dipandang
lemah dari segi mazhab. Hal ini akan melahirkan sebuah persepsi
bahwa melahirkan perbedaan dari apa yang telah menjadi
pemahaman mayoritas tidaklah dilarang asalkan orang yang
melakukannya memiliki kapasitas dalam bidangnya. Demikianlah
perubahan peta mazhab Syafi‘l sebagai pengaruh dari lahirnya
pendapat Ikhtiyarat al-Nawawi.

3.2.2. Pengayaan Khazanah Keilmuan Mazhab Syafi‘i

Setelah al-Nawawi wafat, warisan keilmuannya baik berupa
hasil tarjih maupun pendapat Zkhtiyarat berhasil menyita perhatian
para ulama yang hidup pada masa itu. Salah satu bentuk aktifitas
keilmuan yang muncul akibat warisan keilmuan tersebut adalah
gerakan peninjauan dan penyeleksian kembali pendapat-pendapat
untuk dapat disahkan sebagai pendapat yang kuat di dalam mazhab
Syafi‘l. Gerakan ini berlangsung sejak awal abad VIII H sampai
akhir abad X H.%® Awal dari gerakan ini adalah upaya penelitian
terhadap pendapat-pendapat yang telah di-zarjih oleh al-Rafi‘T dan
al-Nawawi, lebih khusus lagi pendapat yang di-tarjih oleh al-
Nawawi, baik di-tarjih dengan tanpa menjadikannya sebagai
Ikhtiyarat maupun disertai dengan menjadikannya sebagai
Ikhtiyarat. Gerakan ini baru berakhir setelah ulama Muta akhkhirin
Syafi iyyah yang hidup pada pertengahan abad X H sampai akhir
abad tersebut sepakat menetapkan bahwa secara umum pendapat
yang paling kuat sebagai mazhab Syafi‘1 di saat terjadinya ikhtilaf
adalah apa yang telah disepakati oleh al-Rafi‘T dan al-Nawawi,
lebih khusus lagi penetapan yang dilakukan al-Nawawi di saat ia
berbeda pendapat dengan al-Rafi‘i. Ketetapan itu tidak terjadi

4%Mahmud Dib, al-Madhhab al al-Syafi ..., him. 156
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begitu saja, namun lahir setelah melewati penelitian dan uji ilmiah
yang begitu argumentatif dalam rentang waktu tiga abad lamanya.

Sebagaimana dimaklumi di atas bahwa setelah berakhirnya
era al-Nawawi, perhatian para ulama yang hidup saat itu lebih
didominasi oleh pengaruh keilmuan dan kiprah al-Nawaw1 yang
berhasil melakukan seleksi pendapat mazhab secara lebih sempurna
dari sebelumnya dan melahirkan terobosan-terobosan baru.
Akibatnya, para ulama merasa telah disuguhkan sesuatu yang
tergolong baru dari sebelumnya. Hal ini, selain melahirkan
kekaguman terhadap kreasi al-Nawawi juga memunculkan
keinginan untuk mendalaminya secara lebih komprehensif, apalagi
para ulama pada awal periode ini tidak sepakat menerima secara
mutlak penyeleksian pendapat yang telah dilakukan al-Nawaw1.*%®
Mayoritas ulama saat itu memang dapat menerimanya, tetapi
sebagian yang lain justeru menolaknya.>®® Penolakan tersebut
bukan tanpa alasan, akan tetapi muncul karena apa yang telah
dihasilkan al-Nawaw1 dipandang perlu diuji terlebih dahulu. Selain
itu, hasil kerja keras al-Nawawi dianggap tidak terlepas juga dari
berbagai persoalan yang memerlukan pemecahan. Oleh karena itu,
pada awal periode tersebut digagaslah gerakan peninjauan ulang
apa yang telah ditetapkan oleh al-Nawawi.

Adapun secara lebih spesifik, persoalan yang melatar-
belakangi dan mendorong para ulama saat itu untuk menyeleksi
kembali pendapat-pendapat mazhab adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya perbedaan tarjih al-Nawawi antara satu kitab
dengan kitabnya yang lain pada kasus hukum tertentu.
Demikian juga halnya kitab al-Rafi‘1.

2. Terdapat permasalahan yang disampaikan oleh al-Nawawi
dalam bentuk khilafiah, tetapi ia tidak men-tarjih salah satu

499<Abd Allah ibn As‘ad al-Yafi‘i, Mird at al-Jinan wa ‘Ibrat al-YaQzan
fi Ma ‘rifat ma Yu ‘tabar min Hawadith al-Zaman, Jld. 1V, Cet. |, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 139

S00Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 259-260
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darinya.

3. Terdapat permasalahan khilafiah dalam kitab ulama
Mutagaddimin,®®* sementara al-Rafi‘T dan al-Nawaw tidak
men-zarjih salah satu pendapat di dalam kitabnya.

4. Munculnya permasalahan baru yang tidak disinggung al-
Rafi‘T  dan al-Nawawl dalam kitabnya, sementara
permasalahan itu memerlukan jawaban hukum dalam
tinjauan mazhab Syafi‘1.

5. Al-Nawawl merupakan seorang manusia, yang bisa saja
benar dan keliru dalam melakukan pen-tarjih-an dan
pemilihan pendapat. 5
Penelitan ulang tersebut, di samping menitik-beratkan pada

upaya mencari jawaban dan pemecahan terhadap persoalan di atas,
juga tidak mengabaikan aspek pengujian kembali kekuatan
pendapat-pendapat yang telah ditetapkan oleh al-Rafi‘i dan al-
Nawawi1 sebagai pendapat yang kuat dalam mazhab maupun
pendapat yang diperselisinkan oleh keduanya. Selain itu, mereka
juga membuat komparasi antara pendapat al-Rafi‘t dan al-Nawawi
dengan melihat kepada kekuatan dalil dan argumentasi masing-
masing, mencari tau dalil pada permasalahan yang tidak disebutkan
dalil dan membuat pencabangan kepada permasalahan yang lain
(tafii).5% Dalam kajian ulang itu, di samping menghasilkan

1 Mutagaddimin dalam istilah ulama Syafi ‘iyyah memiliki tiga arti.
Dalam kitab-kitab yang ditulis sebelum abad VIII H, kata Mutaqaddimin
diartikan dengan generasi ulama Syafi iyyah yang hidup sebelum abad IV H dan
umumnya mereka adalah ashab al-wujith. Adapun dalam Kitab-kitab yang ditulis
pada abad VIII sampai X H, istilah tersebut artikan dengan ulama yang hidup
sebelum abad VII H. Sedangkan dalam kitab yang ditulis setelah abad X H,
Mutagaddimin diartikan dengan para ulama yang hidup sebelum abad X H. Lihat
Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad..., him. 100. Lihat juga Abd al-Basir,
Dirasat al-Mawsii ‘ah..., hlm. 291-293. Adapun yang penulis maksudkan dengan
kata Mutagaddimin dalam karya ilmiah ini adalah arti yang kedua, yaitu generasi
Syafi ‘iyyah yang hidup sebelum abad VIl H, karena arti inilah yang lebih dikenal
di kalangan ulama Muta akhkhirin.

S02Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ila Madhhab..., him. 32

S03Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 96
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keputusan yang secara umum menyetujui kesepakatan al-Rafi‘t dan
al-Nawawi, atau pendapat al-NawawT secara khusus, mereka juga
tidak jarang berbeda pandangan dari keduanya, dan secara khusus
dengan al-Nawawi.>%

Para ulama yang mengambil bagian untuk memfokuskan
perhatian pada aspek ini dikenal dengan sebutan al-Nuzzar fi tarjih
ma ikhtalafa fih al-Syaikhani (para peneliti pendapat yang
diperselisihkan oleh al-Syaikhani; al-Rafi‘T dan al-Nawawi). Pada
abad VIII H, Di antara tokoh yang memotori kegiatan ini adalah
Ibn Ruf*at (w. 710 H),>® al-Qamiili (w. 727 H),>% al-Subki (w. 756
H),>%7 al-Asnaw1 (w. 772 H),>® al-Adhra‘T (w. 783 H),*® dan al-

S04Mahmiid Dib, al-Madhhab al al-Sydfi 7..., hlm. 156

%Nama lengkapnya adalah Najm al-Din Abii al-‘Abbas Ahmad ibn
Muhammad ibn ‘Alf ibn Murtafi‘ ibn Sarim ibn al-Ruf*at. Ia belajar fikih dan
hadis dari beberapa ulama besar pada masanya sehingga menguasai betul fikih
mazhab Syafi'T sampai digelar dengan al-fagih menjadi pemimpin bagi
pengembangan fikih Sydafi ‘yyah pada masa itu di Mesir. Di antara muridnya yang
terkenal adalah al-Subki. Warisan intelektual yang ditinggalkannya antara lain
adalah Kifayat al-Tanbth Syarh al-Tanbih dan al-Maglab al- ‘Ali Syarh al-Wasit
al-Ghazalr. Ton Ruf‘at wafat di Mesir pada tahun 710 H. Lihat Ibn al-Subki,
Tabagat al-Syafi ‘iyyah, JId. V..., hlm. 13-15

%6Nama lengkapnya adalah Najm al-Din Abi al-‘Abbas Ahmad ibn
Muhammad ibn Abi al-Hazm Makki ibn Yasin al-Qamili. Setelah belajar dari
beberapa ulama besar masanya, ia menjadi seorang ulama besar yang menguasai
beberapa cabang ilmu. Selain mengajarkan ilmu, ia juga menjabat sebagai hakim
daerah Qamul. Di antara warisan intelektualnya adalah al-Baar al-Mufit fi Syarh
al-Wasit dan Jawahir al-Bahrain. al-Qamuli wafat di Mesir pada tahun 727 H.
Lihat Ibn al-Subki, Tabagat al-Sydafi ‘iyyah, JId. V..., hlm. 16-17

S0"Nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Aba al-Hasan “Alf ibn ‘Abd al-
Kafi ibn ‘Ali ibn Tamam ibn Yusuf al-Subki. Setelah berguru pada beberapa
ulama besar seperti Ibn Ibn Ruf‘at, al-Subki menjadi seorang ulama yang
menguasi berbagai cabang ilmu. Dalam bidang fikih, ia digelar sebagai guru
umat Islam pada zamannya. Selain mengajar dan produktif menulis, al-Subki
juga pernah menjabat sebagai hakim tinggi di Syam. Di antara warisan
intelektualnya adalah al-Ibtihaj fi Syarh al-Minhaj, Takmilah al-Majmii‘ Syarh
al-Muhadhdhab, dan al-Fatawa al-Kubra. Al-Subki wafat di Mesir pada tahun
756 H. Lihat Ibn al-Subki, Tabagat al-Syafi‘iyyah, JId. V..., hlm. 305-408.
Lihat juga Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu tamad. .., him. 258

%%8Nama lengkapnya adalah Abi ‘Abd Allah Jamal al-Din ‘Abd al-
Rahim ibn al-Hasan ibn ‘Al ibn ‘Umar al-Asnawi. Ia berguru dalam bidang fikih
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ZarkasyT (w. 794 H).5% Dalam melakukan kajian ulang, terkadang
mereka tidak segan melakukan kritik secara terbuka terhadap al-
Rafi‘T dan al-Nawawi, dan secara khusus terhadap al-Nawawi,
namun secara umum krikan itu tetap dilakukan secara objektif dan
ilmiah.

Dari enam tokoh ulama yang penulis sebutkan di atas, al-
Subki dan al-Asnawil merupakan dua tokoh ulama yang paling
banyak berbeda pendapat dengan al-Rafi‘T dan al-Nawawi, dan
secara khusus dengan al-Nawawi. Taj al-Din al-Subki yang lebih
dikenal dengan sebutan Ibn al-Subki dan merupakan anak kandung
dari al-Subki sendiri mencatat dan menginventarisir pendapat-
pendapat al-Subki yang berbeda dari al-Rafi‘T dan al-Nawaw1, dan

pada beberapa ulama besar seperti al-Subki. Selain menguasai fikih secara
mendalam, al-AsnawT juga menguasai berbagai cabang ilmu lain, sehingga karya
tulisnya tidak terbatas dalam bidang fikih saja. Adapun dalam bidang fikih dan
usul fikih, warisan intelektualnya antara lain adalah al-Muhimmat fi Syarh al-
Raudat wa al-Rafi T, al-Tamhid fi Tanzil al-Furii* ‘ald@ al-Usiul, Nihayat al-Sul fi
‘Ilm al-Usil, dan Jawahir al-Bahrain fi Tandaqud al-Habrain. Al-Asnawi wafat
di Mesir pada tahun 772 H. Lihat al-Husaini, Tabagat al-Sydfi ‘iyyah..., hlm.
236-237. Lihat juga Nasr al-Din Farid Muhammad Wasil, Takqig Kitab Matali ‘
al-Daqa’iq fi Tahrir al-Jawami‘ wa al-Fawarig li al-Asnawt, Cet. 1, (Kairo: Dar
al-Syurtiq, 2007), hlm. 121-179

59Nama lengkapnya adalah Abii al-Walid Syihab al-Din Ahmad ibn
‘Abd Allah al-Adhra‘1. Setelah berguru pada beberapa ulama besar seperti al-
Subki, al-Dhahabi dan lain-lain, al-Adhra‘T menjadi mufti di beberapa daerah
seperti Aleppo dan Damaskus. Selain itu, ia juga mengajar di beberapa madrasah
terkenal seperti Dar al-Hadith al-Baha’iyyah, al-Madrasah al-Zahiriyyah dan
lain-lain. Di antara warisan intelektualnya yang terkenal dalam bidang fikih
adalah al-Tawassus Bayna al-Raudat wa al-Syarh, Qit al-Muhtaj Syarh al-
Minhaj dan Ghuniyat al- Muhtdj Syarh al-Minhdj. Al-Adhra‘T wafat di Aleppo
Suriah pada tahun 783 H. Lihat al-Husaini, Tabagat al-Syafi ‘iyyah..., him. 237-
238. Lihat juga Ahmad Ibrahim al-Muhammad, Tahqiq wa Dirasat Fatawa al-
Adhra i, Cet. 1, (Kuwait: Dar al-Diya’, 2011), hlm. 61-99

510Nama lengkapnya adalah Abi al-Hasan Badr al-Din Muhammad ibn
Bahadur ibn ‘Abd Allah al-Zarkasyl. Setelah mengenyam pendidikan pada
beberapa ulama besar zamannya, al-Zarkasyt menguasai ilmu fikih dan usul fikih
secara mendalam, sehingga ia digelar al-Subki untuk masanya. Di antara warisan
intelektualnya adalah al-Dibaj bi Syarh al-Minhaj. Al-Zarkasyl wafat di Mesir
pada tahun 794 H. Lihat al-Husaini, Tabaqgat al-Syafi ‘iyyah..., him. 241-242
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secara khusus dengan al-Nawaw1 tidak kurang dari seratus empat
puluh (140) kasus hukum yang tersebar di dalam berbagai bab
fikih, seperti batalnya wudhu’ dengan sebab keluar mani, orang
berjunub dan menstruasi tidak wajib menjawab azan, shalat
berjamaah fardhu kifayah, baik terhadap orang yang sedang berada
di tempat domisilinya (mugim) maupun terhadap orang yang
sedang melakukan perjalanan jauh (musafir), dan lain-lain.>!*

Lain halnya lagi al-Asnawi, di samping kerap berbeda
pandangan dengan al-Rafi‘l dan al-Nawawi, dan secara khusus
dengan al-Nawawi, al-Asnawi juga sering melontarkan kritik tajam
terhadap kedua imam pendahulunya tersebut, dan lebih tajam lagi
kepada al-Nawawi. Menurutnya, di dalam kitab Syarh al-Kabir (al-
‘Aziz) karya al-Rafi‘T dan kitab Raudat al-Talibin karya al-Nawawi
banyak terdapat kontradiksi dan kekeliruan. Bukan hanya
mengkritisi, al-Asnawi juga sering menolak secara terbuka apa
yang disampaikan oleh al-Rafi‘i, lebih-lebih lagi apa yang
disampaikan oleh al-Nawawi. Bahkan al-Asnawi menulis dua kitab
khusus yang dimotivasi oleh penolakannya terhadap pemikiran al-
Rafi‘T dan al-Nawawi, yaitu Jawahir al-Bahrain fi Tandaqud al-
Habrain dan al-Muhimmat fi Syarh al-Raudat wa al-Rafi 7.5*?

Dalam mukaddimah al-Muhimmat umpamanya, setelah
memberi pujian terhadap al-Rafi‘1 dan al-Nawawi dan menjelaskan
kedudukan Syarh al-Kabir dan Raudat al-Talibin sebagai dua kitab
yang telah dijadikan sebagai pegangan oleh para ulama saat itu,
lantas al-Asnawi mengomentari perkara-perkara yang dipandang
rancu terkait pemikiran serta temuan al-Rafi‘1 dalam Syarh al-
Kabir dan pemikiran serta temuan al-Nawawi dalam Raudat al-
Talibin. Dalam narasinya, al-Asnawi terkadang menyatakan secara
tegas bahwa hasil temuan al-Rafi‘T dan al-Nawawi adalah sesuatu

Sbn al-Subki, Tabagat al-Syafi ‘iyyah, JId. V..., him. 356-371

512Al1 ibn Abi Bakr al-Azraq, Mukhtasar Kitab Jawahir al-Bahrain fi
Tanaqud al-Habrain, Cet. 1, (Qatar: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’dn al-
Islamiyyah, 2008), hlm. 145-146
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yang keliru dan ilusi yang mengherankan, lebih-lebih lagi temuan
al-Nawaw1.°"® Secara umum, kekeliruan al-Rafi‘t dan al-Nawawi
itu muncul menurut al-Asnawi didasari pada beberapa faktor.
Pertama, al-Rafi‘1 tidak memperoleh pernyataan al-Syafi‘l secara
lengkap dari sumber asli, tetapi lebih banyak mengutipnya dari
pernyataan para ashab.”* Kedua, al-Rafi‘T dan al-Nawaw1 tidak
menelaah sebagian kitab ulama Mutagaddimin Sydafi ‘iyyah.®®®
Ketiga, tidak meneliti secara lebih mendalam kitab ashab al-wujiih
yang dijadikan pegangan.’® Keempat, kekeliruan tulisan pada
salinan manuskrip yang dijadikan sebagai referensi. Kelima,
kelalaian saat berpindah dari satu alinea ke alinea yang lain.
Keenam, terburu-buru dalam melakukan pengutipan.>!’

Sebagai contoh, al-Nawawi mengatakan bahwa air yang
dipanaskan oleh matahari, menurut pendapat kuat makruh dipakai
untuk berwudhu’ di daerah yang beriklim panas jika air itu
ditampung dalam wadah yang ditempah dari logam kecuali wadah
yang terbuat dari emas atau perak. Al-Asnawi mengomentari
bahwa pemahaman al-Nawawi yang menjadikan wadah emas dan
perak sebagai bagian dari objek perbedaan pendapat merupakan
sebuah kekeliruan yang murni karena al-Rafi‘t tidak memaksudkan
wadah emas dan perak sebagai bagian dari objek perbedaan
pendapat.®® Contoh lainnya, al-Nawawi mengatakan bahwa jika
seseorang mewakafkan hartanya dengan ucapan “saya jadikan ini
untuk mesjid”, maka ucapan itu merupakan ucapan yang tegas
(sarth) untuk perpindahan milik, bukan untuk wakaf. Dalam hal ini,
al-Asnaw1 mengkritik al-Nawawi dengan narasi bahwa apa yang
dikemukakan al-Nawawi dalam Kkitab Raudat al-Talibin-nya terkait
hal ini merupakan sebuah kerancuan yang disebabkan oleh kurang

SI3AI-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. 1..., him. 101
S14Al-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. 1..., him. 102-103
SI5Al-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. 1..., him. 131
S16Al-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. 1..., hlm. 99-100
517 Al-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. 1..., him. 102
S18Al-Asnawi, al-Muhimmat, JId. 11..., him. 23
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tepatnya metode yang dipakai dalam mempersingkat bahasa. Di
samping itu, al-Nawawi tidak menyandarkan perkataannya kepada
al-Qaffal padahal ia mengutip pendapat itu dari al-Qaffal.>*

Perlu diketahui, kritik yang ditujukan oleh al-Asnawi
terhadap al-Rafi‘T dan al-Nawawi sepertinya diwarnai oleh
subjektifitas akibat penggunaan narasi yang menjurus kepada kritik
yang tidak sehat, tetapi pada hakikatnya al-Asnawi tetap
memposisikan Syarh al-Kabir karya al-Rafi‘t dan Raudat al-
Talibin karya al-Nawaw1 sebagai kitab rujukan yang lebih penting
daripada kitabnya sendiri al-Muhimmat, sehingga ia mengatakan
bahwa kitab al-Muhimmat berada pada posisi pelengkap bagi Syarh
al-Kabir dan Raudat al-Talibin. Selain itu, al-Asnawi juga
mengajak para pembaca untuk mencari celah pembelaan bagi al-
Rafi‘T dan al-Nawawi serta tidak merendahkan dua imam ini
disebabkan oleh kritikannya tersebut, karena kritikan itu bertujuan
hanya menampakkan temuan baru yang merupakan hasil
penelitiannya. Prinsip yang dipegang al-Asnawi dalam mengkritik
Rafi‘T dan al-Nawaw1 adalah mengukur kebenaran melalui kaedah
kebenaran itu sendiri, bukan karena siapa pelakunya.®?°

Di samping itu, al-Asnawi juga menjadikan Raudat al-
Talibin sebagai referensi dalam memberikan fatwa, meskipun
pendapat yang dikutip dari Raudat al-Talibin tersebut dikritiknya
di dalam al-Muhimmat. Hal ini dilakukan al-Asnawi karena ia
memandang bahwa isi Raudat al-Talibin-lah yang mewakili
mazhab Syafi‘l, sedangkan pandangannya di dalam al-Muhimmat
merupakan pendapat pribadi. Dalam etika fatwa, seseorang mufti
yang berkapasitas muqallid mestilah berfatwa dengan pendapat
yang kuat di dalam mazhab yang dianutnya.®* Hal inilah yang
dilakukan oleh al-Asnaw1 dalam memperlakukan Raudat al-Talibin
dibandingkan kitabnya sendiri. Selain berfatwa dengan merujuk

SIOAI-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. VI..., him. 233-234
520A1-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. 1..., him. 133
S2LAl-Kurdi, al-Fawa’id al-Madaniyyah.. ., hlm. 53
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kepada Raudat al-Talibin, al-Asnawi juga merupakan ulama
pertama yang memberikan afirmasi secara terang-terangan tentang
kedudukan pendapat lkhtiyarat al-Nawawi di dalam Raudat al-
Talibin sebagai pendapat yang kuat dari segi mazhab.>?2

Sikap al-Asnawi yang seperti itu menunjukkan bahwa
kritikan yang ditujukan kepada al-Nawawi bukanlah bertujuan
untuk merendahkan, tetapi lebih kepada diskusi ilmiah dan upaya
eksplorasi pengetahuan. Meskipun demikian, Kkritikan al-Asnawi
tentu saja dapat mempengaruhi opini terkait kedudukan kitab Syarh
al-Kabir dan Raudat al-Talibin serta kualitas penulisnya, apalagi
kata-kata dan narasi yang dipakai dalam melakukan kritik dapat
memunculkan dugaan subjektifitas dan dinilai kurang pantas
dilakukan oleh seorang ulama kepada ulama besar pendahulunya.
Situasi ini langsung memunculkan minat yang tinggi dari ulama
lainnya untuk meneliti serta menguji validitas kritikan dan temuan
al-Asnawi. Itulah sebabnya banyak ulama kemudian yang menulis
kitab khusus untuk menguji validitas temuan al-Asnawi. Hasil dari
pengujian tersebut lahirlah beberapa kitab yang berisi penolakan
terhadap kritikan al-Asnaw1 seraya menunjukkan sisi kelemahan
temuannya.®?,

Di antara ulama yang mengambil bagian dalam pengujian
yang menghasilkan penolakan terhadap kritikan al-Asnawi ada
yang hidup dalam abad yang sama dengan al-Asnawi seperti al-
Adhra‘T (w. 783 H)®?* dan ‘Isa ibn ‘Uthman al-Ghazi (w. 799 H),%?°

52Al-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. VI..., him. 235. Lihat juga al-Asnawi,
al-Muhimmat, Jid. 111...,hlm. 406

SBAl-Azraq, Mukhtasar Kitab Jawahir..., hlm. 147-148. Lihat juga
Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 267

524Kitab karya al-Adhra‘1 yang memuat kritikan dan penolakan terhadap
al-Asnawi adalah al-Tanbihat ‘ala Auham al-Muhimmat.

5Nama lengkapnya adalah Abi al-Riih Syarf al-Din ‘Isa ibn ‘Uthman
ibn ‘Isa al-Ghazi. la merupakan murid dari lbn al-Subki, di samping juga pernah
berguru pada ulama lainnya seperti Syams al-Din ibn Qadi Syuhbah. Setelah
mengenyam pendidikan, di samping aktif mengajar dan menulis, ia juga pernah
menjabat sebagai kepala madrasah Dar al-Hadith Damaskus. Di antara karya
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ada pula ulama yang hidup pada abad berikutnya seperti al-Bulqini
(w. 805 H),>% 1bn al-‘Imad (w. 808 H),%?’ dan lain-lain. Penolakan
itu umumnya dilakukan secara ilmiah dan argumentatif, meskipun
ada juga di antara ulama tersebut yang menggunakan narasi dan
kata-kata yang sama seperti yang digunakan oleh al-Asnawi saat
mengkritik al-Nawawi. Pada satu sisi memang telah terjadi
pergulatan pemikiran di antara sesama ulama yang bernaung dalam
satu mazhab terkait penilaian terhadap al-Nawawi secara khusus,

tulisnya adalah Syari Minhaj al-Kabir dan Mukhtasar al-Raudat. Adapun
karyanya yang khusus memuat kritikan dan penolakan terhadap al-Asnawi
adalah Madinat al-‘Ilm fi al-Rad ‘ala al-Muhimmat. ‘Isa ibn ‘Uthman al-Ghazi
wafat di Damaskus pada tahun 799 H. Lihat Ibn Qadi Syuhbah, Tabagat al-
Syafi ‘iyyah, JId. 111.. ., hlm. 216-218

5%6Nama lengkapnya adalah Abti Hafs Siraj al-Din ‘Umar ibn Ruslan
ibn Salih ibn Syihab al-Bulqini. la pernah belajar fikih pada al-Subki, al-Aswani,
Ibn ‘Adlan dan ulama besar lainnya pada akhir abad VII H. Setelah relatif mapan
dalam mengenyam pendidikan, al-Bulqini sangat aktif dalam mengajar dan
menulis. Di samping itu ia juga menjabat sebagai hakim. Al-Bulqini merupakan
ulama yang pertama kali membuat urutan pembahasan dan sistematika
penyusunan kitab al-Umm karya al-Syafi‘T dengan mengikuti pola pembagian
materi fikih menjadi empat bidang, di mana pola dan sistematika seperti ini
pertama kali digagas dalam mazhab Syafi‘T oleh al-Muzani dalam kitab
Mukhtasar-nya. Di antara karya tulis al-Bulgini dalam bidang fikih adalah al-
Tadrib fi al-Figh, al-Ajwibah al-Mardiyyah ‘an al-As’ilat al-Makiyyah, dan
Tashth al-Minhaj. Adapun kitab khusus yang berisi kritik dan penolakannya
terhadap al-Asnawi adalah al-Malamat bi Rad al-Muhimmat. Al-Bulqini wafat
pada tahun 805 H. Lihat Ibn Qadi Syuhbah, Tabagat al-Syafi iyyah, Jd. V...,
him. 42-53. Lihat juga Mustata Mahmud al-Azhari, Takhqiq Fatawa al-Bulgini,
JId. 1, Cet. I, (Kairo: Dar Ibn ‘Affan, 2013), hlm. 9-26. Lihat juga Muhammad
ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 123

2’Nama lengkapnya adalah Syihab al-Din Ahmad ibn ‘Imad ibn
Muhammad al-Aqfasi. la merupakan murid langsung dari al-Asnawi, di samping
juga pernah berguru pada ulama lainnya seperti al-BulginT dan al-‘Iraqi. Setelah
menguasi ilmu fikih secara meluas dan mendalam, ia menjadi ulama pilihan pada
masanya. Di antara warisan intelektualnya adalah Tashil al-Magasid li Zawar al-
Masjid, dan al-Tibyan fi ma Yahillu wa Yahrumu min al-Hayawan. Adapun
karyanya yang khusus berisi pengujian dan penolakan kritikan al-Asnawi adalah
al-Ta‘aqqubat ‘ala al-Muhimmat atau Ta‘liq ‘ala al-Muhimmat. 1bn al-‘Imad
wafat pada tahun 808 H. Lihat Ibn Qadi Syuhbah, Tabagqat al-Syafi ‘iyyah, JId.
IV..., hlm. 15-16. Lihat juga Al-Azraq, Mukhtasar Kitab Jawdahir..., hlm. 147.
Lihat juga Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu tamad. .., him. 267
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tetapi pada sisi yang lain hal itu telah memberikan dampak posistif
bagi pengayaan khazanah keilmuan berupa eksplorasi pengetahuan
dalam mazhab Syafi‘l, karena diskusi yang disajikan selalu
beranjak dari data-data yang sebelumnya kadang belum pernah
diungkap.

Seandainya saja semua ulama yang hidup sejak abad VIII H
sampai seterusnya dapat menerima langsung terobosan al-Nawawi
secara mutlak, maka akan banyak sekali khazanah keilmuan yang
tidak sempat terangkat ke permukaan. Contohnya kritikan al-
AsnawT terhadap al-Nawawi bahwa al-Nawawi sering mengabaikan
pendapat al-Syafi‘i, padahal pada prinsipnya jika pada scbuah
kasus hukum telah ada ketetapan dari al-Syafi‘l, maka tidak ada
pilihan bagi al-NawawT selain mengikutinya disebabkan al-Nawawi
merupakan pengikut al-Syafi‘i. Setelah kritikan al-Asnawi diuji
kembali oleh wulama lain, ternyata ditemukan bahwa apa
disampaikan oleh al-Nawawi merupakan pendapat lain dari al-
Syafi‘l yang malah dalilnya lebih kuat?® Dari kasus tersebut
terungkap bahwa ternyata penelaahan al-Nawawi jauh lebih luas
daripada al-Asnawi, di mana al-Asnawi hanya menemukan satu
saja pendapat al-Syafi‘T pada kasus tersebut, sementara al-Nawawi
menemukannya lebih dari itu. Hal seperti ini barangkali tidak akan
terungkap jika saja tidak terjadi perdebatan di antara mereka. Di
samping memperkaya khazanah keilmuan, perdebatan ilmiah di
antara mereka, yang kadang justeru terjadi antara seorang murid
dengan gurunya seperti yang terjadi antara Ibn al-‘Imad dan al-
Asnawl dalam menilai temuan al-Nawawi dapat memberikan
pemahaman betapa hidupnya dinamika internal mazhab itu sendiri.
Satu hal yang pasti bahwa dampak positif tersebut terlahir akibat
pengaruh al-Nawawi dan Kkontribusinya, termasuk kelahiran
pendapat Ikhtiyarat-nya.

528Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 315
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3.2.3. Pengesahan Pendapat Pegangan Mazhab Syafi‘1
Setelah terjadinya penulisan Kkitab-kitab yang berisi

penolakan terhadap kritikan keras al-Asnawi kepada al-Nawawi
secara khusus, situasi pergulatan pemikiran ulama Syafi ‘iyyah
terkait hasil temuan al-Nawawl mulai mereda. Dampak dari situasi
ini adalah makin diterimanya hasil temuan al-Nawawi, sehingga
pada abad IX sampai awal abad X H pengaruh al-Nawawi semakin
kuat dan membumi. Jika pada abad VIII H masih terdapat
penolakan terhadap pendapat al-Nawawi dari sebagian kecil ulama,
meskipun mayoritas mereka dapat menerimanya, tetapi memasuki
abad 1X H, hampir tidak ditemukan lagi ulama yang menolak
pendapat dan temuan al-Nawawi, terutama untuk dijadikan sebagai
fatwa.>?° Kenyataan tersebut dibuktikan oleh sikap para ulama saat
itu yang tidak akan melangkahi tarjih al-Nawawi dalam
berfatwa.>® Bila dilihat tokoh-tokoh ulama yang berkiprah dalam
bidang pengembangan ilmu khususnya fikih, masa itu bukanlah
masa yang mengalami kekurangan ulama besar, tetapi malah
sebaliknya, bahkan ada di antara ulama yang mengaku punya
kapasitas untuk melakukan tarjih, juga mengaku punya
kemampuan ijtihad mut/ag, namun mereka tetap tidak melangkahi
al-Nawaw1.

Hal ini seperti yang terjadi dengan al-Suyiitt (w. 911 H).>%!
Dalam permasalahan ijtihad, al-Suyuti mengaku mampu berijtihad

529Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 246

530Al-Sakhawi, Syams al-Din Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman, al-Dau’
al-Lami ‘ li Ahl al-Qarn al-Tasi, JId. VII, (Beirut: Dar al-Jail, tt), hIm. 94

8INama lengkapnya adalah Abii al-Fadl Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman
ibn al-Kamal Abi Bakr Muhammad ibn Sabiq al-Din al-Khadiri al-Asyuti. la
menempuh pendidikan sampai pada tingkat yang tinggi pada beberapa ulama
terkemuka masa itu seperti Kamal al-Din al-Hamam, ‘Alam al-Din al-Bulqinf,
putera dari Sirdj al-Din al-Bulqini, Syarf al-Din al-Manawi, ‘Izz al-Din al-
Hanbali dan lain-lain. Setelah menguasi berbagai cabang ilmu secara mumpuni,
ia menjadi ulama terkemuka sampai menjadi pemimpin madrasah ilmu
pengetahuan dan juga menjadi hakim. Dalam hal menulis, la sangat terkenal
sebagai salah seorang ulama yang produktif menulis kitab dari lintas ilmu
pengetahuan. Karya tulisnya tidak kurang dari 561 kitab, sebagian di antaranya
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secara muthlag. Demikian juga terkait tarjih pendapat yang terjadi
ikhtilaf ulama padanya, al-Suyiti mengaku mampu melakukan
tarjth. Namun dalam berfatwa, meskipun al-Suyiti punya
pandangan tersendiri yang berbeda dari al-Nawawi, tetapi ia
enggan melangkahi farjih al-Nawawi. Terkait hal ini, al-SuyGti
pernah mengemukakan komitmennya sebagaimana dikutip oleh
muridnya sendiri yaitu ‘Abd al-Qadir al-Syadhili.>*? Selain
mengaku punya kemampuan ijtihad dan tarjih, al-Suytti juga
dikenal vokal dalam mengkritik para ulama lain yang
dipandangnya tidak giat dalam berijtinad serta merasa cukup
dengan bertaklid. Hal ini sebagaimana diutarakannya dalam sebuah
tulisan yang berisi ajakan kepada para ulama lain saat itu untuk
kembali berijtihad secara mut/ag dan menyampaikan kemudahan
berijtihad pada masa itu dibandingkan masa sebelumnya.®

Perlu diingat di sini, ajakan ijtihad mut/aq yang digaungkan
oleh al-Suyuiti bukanlah ijtihad mut/laq dalam arti membentuk
mazhab baru yang disertai dengan perumusan kaidah-kaidah yang

masih dalam bentuk manuskrip. Di antara karyanya yang terkenal adalah al-
Asybah wa al-Naza i fi al-Furi, al-Itgan fi ‘Ulim al-Qur’an, al-Fatawa, al-Rad
‘ala Man Akhlada ila al-Ard, al-Jami‘ al-Saghir, dan lain-lain. Al-Suyuti wafat
di Mesir pada tahun 911 H. Lihat al-Syadhili, ‘Abd al-Qadir ibn Muhammad,
Bahjat al- ‘Abidin bi Tarjamat al-Hafiz al- ‘Asr Jalal al-Din al-al-Suyitt, Tahgigq:
‘Abd al-Ilah Nabhan, (Damaskus: Tp, 1998), hlm. 64-65 dan 175-255. Lihat juga
Syafiq Damaj, Tarjamat al-Imam al-Suyut, dalam al-Manhaj al-Sawi fi
Tarjamat al-Imam al-Nawawi, Cet. 1, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1988), him. 19

532Teksnya adalah:
SHal sle V1 s s Uy (35 e el 070y Gogpd) s o8 oY) G AT d ) s il U

s i py WL Gl e (Y 3 @5?\;

Artinya: Ketika saya telah sampai pada tingkat yang mampu melakukan tarjih,
saya tidak pernah melangkahi rarjih al-Nawawi dalam berfatwa, sekalipun pada
permasalahan itu saya punya pandangan lain yang lebih kuat. Ketika saya telah
sampai pada tingkat yang mampu melakukan ijtihad independen, saya tidak
pernah melangkahi pendapat mazhab Syafi‘l. Lihat al-Syadhili, Bahjat al-
‘Abidin. .., him. 87

SBAl-Suyiiti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn al-Kamal, al-Rad ‘ald
man Akhlada ila al-Ard wa Jahila Anna al-Jjtihad fi Kuli ‘Asr Fard, (Kairo: al-
Thagqafiyyah al-Diniyyah, tt), hlm. 30-31 dan 64-69
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baru pula. Hal ini diakui oleh al-Suyiiti sebagai sesuatu yang sudah
lama tidak didapatkan lagi dan sangat kecil kemungkinan terjadi
pada masa kini (masanya al-Suyti). Seandainya ada ulama
sekarang (pada masanya al-SuytitT) yang mempeloporinya maka hal
ini tidak dibolehkan karena kaidah-kaidah ijtihad yang telah
dirumuskan oleh ulama terdahulu dipandang sudah lengkap. Tetapi
ijtihad mutlaq yang diajak oleh al-Suyiti adalah ijtihad mur/aq
dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah ijtihad yang telah
dirumuskan oleh ulama terdahulu, di mana pelaku ijtihad ini
disebut mujtahid mutlag muntasib, bukan mujtahid mutlaq
mustagil.>** Kembali kepada kedudukan al-Nawawi, meskipun
kapasitas al-Suytti menurut pengakuannya sendiri mampu
melakukan zarjih, bahkan lebih dari itu, tetapi terkait fatwa hukum,
al-Suyuti tidak melangkahi apa yang telah di-farjih oleh al-
Nawawi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan al-Nawaw1 semakin
diterima oleh para ulama periode muta’akhkhirin.

Perlu diketahui, sampai awal abad X H, meskipun hampir
semua ulama menerima pendapat dan tarjih al-NawawT serta tidak
melangkahinya dalam berfatwa, namun belum didapati pernyataan
tegas mengenai kesepakatan mereka untuk menetapkan pendapat
dan tarjih al-Nawawi sebagai pegangan di dalam mazhab Syafi‘i.
Memasuki pertengahan abad X H, muncullah sebuah istilah baru
untuk menunjukkan pendapat yang dijadikan pegangan ulama saat
itu dalam berfatwa. Istilah tersebut adalah al-mu ‘tamad (pendapat
yang dijadikan pegangan). Setelah istilah al-mu tamad diluncurkan,
lantas disusul kemudian dengan pernyataan tegas mengenai
kesepakatan menjadikan pendapat dan tarjih al-Nawawi sebagai
pegangan atau al-mu ‘tamad. Menurut sebagian peneliti, Zakariyya
al-Ansari (w. 926 H)**® merupakan ulama yang pertama Kali
meluncurkan istilah al-mu ‘tamad. 5

S4AI-Suyitt, al-Rad ‘ald man Akhlada. .., hlm. 39-42
5%Nama lengkapnya adalah Abii Yahya Zain al-Din Zakariyya ibn
Muhammad ibn Zakariyya al-Ansari al-Sunaiki. Ia belajar fikih pada beberapa
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Di dalam beberapa kitabnya, Zakariyya al-Ansari mulai
menggunakan istilah al-mu ‘tamad secara bergantian dengan istilah
al-Rajih dan al-Sahih (pendapat kuat). Bahkan dalam salah satu
karyanya yaitu Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Tullab, ia tidak
menggunakan lagi istilah al-Rajih dan al-Sahih, tetapi
digantikannya dengan istilah  al-mu tamad.>*’ Menurutnya,
pendapat yang disebut dengan al-mu ‘tamad adalah apa yang
disepakati oleh al-Rafi‘T dan al-Nawaw1. Seandainya al-Rafi‘T dan
al-Nawaw1 berbeda pendapat maka yang menjadi al-mu ‘tamad
adalah pendapat al-Nawawi.>*® Dengan demikian, pendapat yang
menjadi al-mu tamad sesungguhnya menurut Zakariyya al-Ansari
adalah pendapat al-Nawawi.

Pada era berikutnya, istilah al-mu ‘tamad makin populer
penggunaannya di kalangan ulama Muta akhkhirin Syafi ‘iyyah, di
mana kebanyakan tokohnya merupakan murid Zakariyya al-Ansari
atau murid dari muridnya. Mereka adalah al-Syihab al-Ramli (w.
957 H),%® al-Khatib al-Syarbini (w. 977 H),>*° Ibn Hajar al-

ulama besar masanya seperti Ibn Hajar al-‘Asqalani, ‘Alam al-Din al-Bulqini,
Muhammad al-Hijazi dan lain-lain. Selain menguasai ilmu fikih secara
mendalam sampai ia digelar dengan Syaikh al-Is/am, ia juga menguasai cabang
ilmu yang lain, sehingga karya tulisnya tidak terbatas pada bidang fikih saja.
Selain aktif mengajar dan menulis, Zakariyya al-Ansari juga menduduki
beberapa jabatan tinggi di Mesir, salah satunya adalah sebagai hakim tinggi. Di
antara warisan intelektualnya dalam bidang fikih adalah Fatk al-Wahhab Syarh
Manhaj al-Tullab, Asna al-Matalib Syarh Raud al-Talib, al-Ghurar al-Bahiyyah
Syar/ al-Bahjat al-Wardiyyah, Tukfat al-Tullab Syarh Tahrir Tangih al-Lubab,
dan lain-lain. Zakariyya al-Ansari wafat di Mesir pada tahun 926 H. Lihat al-
Ghazi, Najm al-Din ibn Muhammad, al-Kawakib al-Sa’irah bi A ‘yan al-Mi’at
al- ‘Asyirah, J1d. 1, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 198-
207

536Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad..., him. 16 dan 277

5377 akariyya al-Ansari, Fath al-Wahhab, J1d. 1..., hlm. 16

5%Tariq Yasuf Hasan Jabir, Syaikh al-Islam Zakariyya al-Ansari wa
Athruh fi al-Figh al-Syafi 7, (Amman: al-Jami‘ah al-Urduniyyah, 2004), him.
151-152

5%%Nama lengkapnya adalah Abii al-‘Abbas Syihab al-Din Ahmad ibn
Ahmad ibn Hamzah al-Ramli. Ia merupakan salah seorang murid keunggulan
Zakariyya al-AnsarT sehingga dipercaya untuk merevisi kitab-kitabnya. la juga
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Haytami (w. 974 H)**! dan al-Syams al-Ramli (w. 1004 H).>#

menjadi tumpuan pelajar mazhab Syafi‘T di Mesir setelah wafatnya Zakariyya al-
Ansari, sehingga hampir tidak ada kader ulama Syafi iyyah saat itu yang tidak
punya hubungan keimuan dengan al-Syihab al-Ramli. Di antara karyanya adalah
Fath al-Raaman Syarh Safwat al-Zubad, al-Fatawa dan lain-lain. al-Syihab al-
Ramli wafat di Mesir pada tahun 957 H. lihat al-Ghazi, al-Kawakib al-Sa’irah,
JId. 11..., him. 102

50Nama lengkapnya adalah Syams al-Dm Muhammad ibn Muhammad
al-Khatib al-Syarbini. Ia belajar fikih pada Zakariyya al-Ansari, al-Syihab al-
Ramli dan para ulama besar lainnya sampai menjadi seorang ulama besar
Sydafi ‘iyyah saat itu. Di antara karya tulisnya yang terkenal adalah Mughni al-
Muhtaj Syarh al-Minhaj. al-Khatib al-Syarbini wafar pada tahun 977 H. lihat
lihat al-Ghazi, al-Kawakib al-Sa’irah, JId. 111..., hlm. 72-73. Lihat juga Tariq
Yusuf, Syaikh al-Islam Zakariyya al-Ansart wa Athruh. .., hlm. 29

%INama lengkapnya adalah Nama lengkapnya adalah Abii al-‘Abbas
Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Al1 ibn Hajar al-Haytam1 al-Makki.
Selain pada Zakariyya al-Ansari, ia juga pernah berguru pada ulama besar
lainnya seperti Zaini ‘Abd al-Haq al-Sunbati, Nasir al-Tablawi, Syams al-Din al-
‘Abbadi dan lain-lain. Di antara beberapa tokoh ulama Muta’akhkhirin
Sydfi‘iyyah, 1bn Hajar al-Haytami merupakan salah seorang yang dijadikan
pegangan oleh para ulama periode berikutnya karena keluasan ilmunya tentang
pendapat-pendapat hukum dalam mazhab Syafi‘i, kedalaman penelitiannya dan
kapasitasnya dalam men-zarjih pendapat yang berbeda antara al-Rafi‘T dan al-
Nawawi. Karena itu juga, ia digelar dengan sebutan Syaikh al-Isiam. la juga
merupakan salah seorang ulama yang sangat produktif menulis. Karya tulisnya
mencapai 101 kitab yang kebanyakannya masih berbentuk manuskrip. Di antara
warisan intelektualnya yang kemudian menjadi pegangan para ulama generasi
berikutnya adalah Tukfat al-Muktaj bi Syark al-Minhaj, Fath al-Jawad Syar/ al-
Irsyad, al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyyah, al-I‘ab Syarh al-‘Ubab dan lain-lain.
Ibn Hajar al-Haytami wafat di Mekkah pada tahun 974 H. Lihat al-Qadi Aba
Bakr ibn Muhammad Ba ‘Umar, Nafa’is al-Durar fi Tarjamat Ibn Hajar al-
Haytamt al-Makkt al-Syafi 7, Tahqiq: Amjad Rasyid, Cet. I, (Amman: Dar al-
Fath, 2016), hIm. 30-50 dan 74. Lihat juga Amjad Rasyid, al-/mam Ibn Hajar al-
Haytami wa Athruh fi al-Figh al-Syafi‘t, (Amman: Library of Universiy of
Jordan, 2000), him. 261-262. Lihat juga al-Ghazi, al-Kawakib al-Sa’irah, Jld.
III..., him. 101-102

542Nama Lengkapnya adalah Abii ‘Abd Allah Syams al-Din Muhammad
ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Hamzah al-Ramli. Ia merupakan putera dari al-
Syihab al-Ramli, sehingga ayahnya merupakan guru pertamanya dalam berbagai
bidang ilmu. Selanjutnya ia berguru ilmu fikih pada beberapa ulama lain seperti
Zakariyya al-Ansari, Ibn Ab1 Syarif, Sa‘d al-Din Muhammad al-Misri dan lain-
lain. Setelah mapan dalam pendidikan, al-Syams al-RamlT menjadi ulama besar
yang kemudian disandingkan dengan Ibn Hajar al-Haytami sebagai dua tokoh
ulama pegangan dan ikutan ulama Muta’ akhkhirin Sydfi‘iyyah abad Xl dan
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Menurut para peneliti, lima ulama inilah yang paling berperan
dalam pengembangan mazhab Syafi‘T pada abad X H sampai istilah
al-mu ‘tamad menjadi sesuatu yang baku untuk menunjukkan
pendapat yang boleh difatwakan, dengan menempatkan pendapat
al-NawawT pada urutan teratas.>*3

Sampai Zakariyya al-AnsarT wafat, pada hakikatnya secara
diam-diam para ulama sudah sepakat menjadikan pendapat al-
Nawaw1 sebagai pegangan dalam mazhab Syafi‘Tl untuk kegiatan
fatwa, namun belum diperoleh pernyataan resmi dari mereka terkait
kesepakatan tersebut. Pada saat itu muncullah Ibn Hajar al-
Haytami, salah seorang murid Zakariyya al-Ansart yang dikenal
paling gigih dan berperan dalam upaya penetapan istilah al-
mu ‘tamad dengan menempatkan pendapat al-Nawawi pada urutan
pertama.>* Berkat kapasitas keilmuannya yang tergolong lebih
tinggi dari ulama seperguruannya pada masa itu telah menjadikan
Ibn Hajar al-Haytami sebagai ikutan dan pegangan para ulama
Muta’akhkhirin Syafi iyyah abad XI| dan seterusnya. Berbekal
pengetahuan dan penelitiannya yang cukup mendalam terkait fikih
mazhab Syafi‘T serta perbedaan pendapat di dalamnya, Ibn Hajar
al-Haytami secara tegas menetapkan bahwa kedudukan pendapat
al-Nawaw1 sebagai pegangan dalam mazhab Syafi‘T merupakan
sebuah kesepakatan para ulama Muta 'akhkhirin Syafi ‘iyyah.

Dalam Tuhfat al-Muhtaj, setelah menjelaskan kedudukan
kitab-kitab yang ditulis sebelum era al-Rafi‘T dan al-Nawawi, lantas
ia membuat pernyataan sebagai berikut.

seterusnya. Di antara warisan intelektualnya adalah Nihayat al-Muhtaj Syarh al-
Minhaj, Ghayat al-Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan, ‘Umdat al-Rabih fi Syarh al-
Tarig al-Wadih dan lain-lain. al-Syams al-Ramli wafat di Mesir pada tahun 1004
H. Lihat al-Muhibbi, Khuldsat al-Athar fi A ‘van al-Qarn al-Hadr ‘Asyar, Jld. 111,
(Ttp: Tp, tt), hl;m. 342-343. Lihat juga Faisal ‘Abd Allah al-Khatib, Syaikh al-
Islam Muhammad al-Ramli; Hayatuh wa Atharuh, (Ttp: Tp, Tt), him. 52-57 dan
121-131

3Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad..., hlm. 305. Lihat juga
Mahmiid Dib, al-Madhhab al al-Syafi 7..., hlm. 156

S4Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 313
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Artinya: Perkara yang disepakati oleh para ulama Muhaqqiqin®*®
dari  kalangan  Muta’akhkhirin, yang  senantiasa
diwasiatkan oleh para guru kami yang juga merupakan
wasiat dari guru mereka sebelumnya dan begitulah
seterusnya bahwa pendapat yang menjadi pegangan adalah
pendapat yang disepakati oleh keduanya (al-Rafi‘t dan al-
Nawaw1) selama tidak disepakati oleh para ulama peneliti
berikutnya bahwa kesepakatan keduanya pada suatu kasus
hukum merupakan sebuah kelupaan, meskipun pada
hakikatnya kelupaan itu sulit dibuktikan... Seandainya al-
Rafi‘T dan al-Nawawi berbeda pendapat maka yang
menjadi pegangan adalah pendapat al-Nawaw1.

Hal serupa juga dikemukakannya di dalam al-7‘a@b Syarh al-
‘Ubab sebagaimana dikutip oleh Amjad Rasyid berikut ini.

47 2953 oS5 Lo 4 5all OF o 0giast) aal 23y

51bn Hajar al-Haytam1, Tukfat al-Mu#hzaj, Jid. I..., him. 39

S®Muhagqigin merupakan sebuah kata sifat yang berbentuk jamak dari
kata mukaqqiq dan hasil derivasi dari kata al-takgig yang secara bahasa berarti
memastikan. Dengan demikian, secara bahasa kata mukaqqiq berarti orang yang
memastikan. Dalam istilah fikih, secara umum kata al-tasqig diartikan dengan
penetapan sebuah permasalahan dengan disertai dalil. Oleh karena itu, secara
umum, mukaqgiq berarti orang yang mampu menetapkan sebuah permasalahan
hukum dengan disertai dalil. Adapun dalam peristilahan fikih Syafi ‘yyah secara
khusus, kata mukaqqiq diartikan dengan orang yang haus akan ilmu pengetahuan
sehingga mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki untuk melakukan
penelitian terhadap suatu permasalahan secara mendalam dan menyeluruh dan
tidak akan mengambil sebuah kesimpulan sebelum sampai pada tahapan
penelitian yang dipandang sempurna. Lihat ‘Arafat, Tabsirah al-Muhtaj..., him.
355-359. Lihat juga Ahmad Warson, al-Munawwir; Kamus..., him. 282

%47 Amjad Rasyid, al-Imam Ibn Hajar al-Haytamf..., hlm. 230



238

Artinya: Para ulama Muhaqqiqin telah membuat konsensus bahwa
pendapat yang boleh difatwakan adalah apa yang telah
dikemukakan oleh al-Rafi‘T dan al-Nawawi. Jika keduanya
berbeda pendapat maka yang menjadi pegangan adalah
pendapat al-Nawaw1.

Pernyataan Ibn Hajar al-Haytami di dalam dua kitabnya di atas

cukup tegas menunjukkan bahwa di kalangan ulama

Muta’akhkhirin ~ Syafi iyyah, kedudukan pendapat al-Nawawi

sebagai pegangan dalam berfatwa bukan lagi wacana pribadi ulama

tertentu, tetapi merupakan sebuah kesepakatan yang dihasilkan
setelah melalui penelitian yang mendalam, buktinya ulama yang
membuat kesepakatan tersebut adalah para Muhaqqiqin.

Pernyataan Ibn Hajar al-Haytami di atas mendapat
persetujuan dari para ulama besar lainnya. Sejak saat itu,
kedudukan pendapat al-Nawawi sebagai pegangan dalam bidang
fatwa menjadi sesuatu yang bersifat final dan dijadikan sebagai
undang-undang serta sebuah prinsip dalam berfatwa oleh para
ulama Muta akhkhirin ~ Syafi‘iyvah yang hidup pada masa
berikutnya.>*® Dari uraian di atas jelaslah bahwa salah satu
pengaruh al-Nawawi termasuk kelahiran Ikhtiyarat-nya adalah
lahirnya kesepakatan ulama Muta akhkhirin Syafi ‘iyyah abad X H
untuk menetapkan pendapatnya sebagai pegangan dalam mazhab
Syafi‘1.

3.2.4. Perumusan Ketentuan Baru

Setelah terbentuknya kesepakatan menjadikan pendapat al-
Nawaw1 sebagai pegangan dalam kegiatan fatwa, pengaruh al-
Nawaw1 belumlah berhenti. Seiring dengan itu, muncullah upaya
lain yang masih berkaitan erat dengan pendapat al-Nawawi. Upaya
tersebut adalah berupa perumusan beberapa ketentuan penting
sebagai pelengkap bagi kedudukan pendapat al-Nawaw1 yang telah
menjadi pegangan dalam mazhab. Kegiatan perumusan ini

S8Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 287
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dimotivasi oleh sebuah fakta bahwa di antara kitab karya al-
NawawT terdapat banyak perkara yang nampak saling bertentangan.
Di samping itu pula, diperlukan sebuah kriteria sebagai acuan
dalam upaya penalaran hukum yang muncul setelah masa al-
Nawaw1 dan tidak terdapat pengandaian hukumnya dalam kitab-
kitab al-Nawawi. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam waktu
yang relatif singkat, al-Nawawi telah berhasil menulis beberapa
kitab dalam berbagai bidang ilmu. Khusus bidang fikih, sebagian di
antaranya ditulis secara tuntas sampai tamat. Tetapi sebagian
lainnya tidak sempat dituntaskan karena al-Nawawi wafat pada usia
yang masih sangat produktif yaitu empat puluh lima tahun.

Adapun dalam bidang fikih khususnya, kitab yang ditulis al-
Nawaw1 secara tuntas adalah Raudat al-Talibin, Minhaj al-Talibin,
al-Manasik al-Kubra, al-Manasik al-Sughra, al-Tibyan fi Adab
Hamalat al-Qur’an, Daqa’iq al-Minhaj, Syarh Muslim, al-Adhkar,
Tahdhib al-Asma’ wa al-Lughat, Tabaqgat al-Fuqahd’, Tashih al-
Tanbth, Nukat ‘ala al-Tanbih, al-Fatawa, al-Muntakhab
Mukhtasar al-Tadhnib, Lughat al-Tanbih, Ru'’iis al-Masa’il dan
Qismat al-Ghana’im. Sedangkan Kkitab yang tidak sempat
dituntaskan penulisannya adalah al-Majmii * Syarh al-Muhadhdhab,
al-Tahqgiq, Nukat ‘ala al-Wasit, Tuhfat al-Talib al-Nabih, al-
Tangih Syarh al-Wasit, Muhimmat al-Ahkam, al-Usul wa al-
Dawabit dan al-Isyarat ila ma waqa‘a fi Raudat min al-Asma’ wa
al-Ma ‘ant wa al-Lughat. Dari semua karya al-Nawawi tersebut,
kitab yang pertama kali ditulisnya adalah Nukat ‘ala al-Tanbih,
sementara yang terakhir kali ditulisnya, para ulama berbeda
pendapat, sebagian mereka mengatakan al-Tahgig, dan sebagian
lainnya mengatakan al-Tangih Syarh al-Wasit.>*

Bentuk perkara yang nampak bertentangan antara kitab-kitab
al-NawawT adalah sebagai berikut:

1. Pertentangan pada hukum dasar sebuah kasus tertentu.

S9Al-Asnawi, al-Muhimmar, Jid. 1..., him. 96-98. Lihat juga
Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 230
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2. Pertentangan pada bentuk perbedaan pendapat (khilay).
Dalam satu kitab disebutkan k#Zilaf~-nya merupakan sesama
pendapat al-Syafi‘t (qaulain), sementara dalam Kkitab
lainnya disebutkan khilaf~-nya terjadi antara ashab al-wujiith
(wajhain).

3. Pertentangan pada jawaban hukum; al-Nawawi memberikan
tiga jawaban hukum yang berbeda antara satu kitab dan
kitab lainnya.

4. Pertentangan pada tarjih khilafiah; al-Nawawi men-tarjih
sebuah permasalahan khilafiah, yang berbeda antara satu
kitab dengan kitab lainnya.

5. Pertentangan antara ada dan tidak adanya k#ilaf; dalam satu
kitab al-Nawawi menyebutkan pada permasalahan tertentu
telah terjadinya khilaf, sementara dalam kitab yang lain ia
menafikan khilaf tersebut.>>°

Selain nampak pertentangan di atas, al-Nawawi juga kadang-
kadang menyebutkan jawaban hukum yang berbeda pada sebuah
kasus tertentu dengan tanpa men-tarjih salah satunya, baik jawaban
tersebut hasil analisis al-Nawawi sendiri maupun berupa
pengutipan dari para ulama sebelumnya.®®! Adapun penyebab
terjadinya pertentangan tersebut setidaknya didasari pada dua
faktor. Pertama, al-Nawawi menulis beberapa kitabnya dalam
waktu yang bersamaan. Artinya, belum selesai ia menulis sebuah
kitab lantas ia mulai menulis kitab lainnya. Akibatnya adalah sulit
memastikan mana kitab al-Nawawi yang terakhir kali ditulisnya.
Oleh karena itu, terkait kitab terakhirnya para ulama tidak menemui
kata sepakat. Seandainya dapat dipastikan kitab terakhirnya maka
akan memudahkan untuk mengetahui mana pendapat yang kuat di
sisinya disebabkan pada kebiasaannya pendapat yang dipandang
kuat oleh seseorang ulama adalah pendapat yang dimuat dalam
kitabnya yang terakhir kali ditulis. Kedua, kebanyakan kitab-kitab

50Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ild Madhhab. .., him. 32
S5IAl-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. 1..., him. 99
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itu ditulis oleh al-Nawaw1 dalam masa sedang memperdalam ilmu
pengetahuan dan baru saja memperoleh kematangan di dalamnya,
sedangkan usia al-Nawawi yang relatif singkat menyebabkan ia
tidak sempat merevisi sebagian kitabnya yang berisi pendapat yang
telah di-zarjih terlebih dahulu, padahal dalam kitab barunya
pendapat tersebut dianggap lemah.>?

Fenomena pertentangan Kkitab-kitab al-Nawawi di atas
kemudian menjadi motivasi utama para ulama Muta’ akhkhirin
Syafi ‘iyyah abad X H untuk meneliti dan mencari tau mana kitab
al-Nawaw1 yang ditulis terlebih dahulu dan yang ditulis kemudian,
selanjutnya isi kitab-kitab itu diteliti dan dibedah guna mengukur
kesesuaiannya dengan metode istinbar dan prinsip ijtihad mazhab
Syafi‘T serta menguji kesesuaiannya dengan kaidah rarjih al-
Nawaw1 sendiri. Selain itu, para ulama tersebut juga meneliti
penyebab al-Nawawi terkadang membiarkan pendapat-pendapat
yang khilaf dengan tanpa men-tarjih salah satunya. Setelah
melewati rangkaian penelitian yang panjang dan rumit, para ulama
akhirnya merumuskan beberapa ketentuan baru yang berupa
kriteria yang dijadikan sebagai acuan di dalam kegiatan fatwa dan
pengamalan hukum, di mana kriteria itu sendiri dibangun di atas
keputusan sebelumnya bahwa pendapat al-Nawawi merupakan
pegangan utama dalam mazhab Syafi‘1.

Adapun Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pertentangan sesama kitab al-Nawawi, ulama
Muta’akhkhirin ~ Syafi ‘iyyah  membedakan  ketetapan
terhadap ulama yang sangat mendalam pengetahuannya (al-
mutabahhir) dan ulama yang pengetahuannya tidak terlalu
mendalam (ghair  al-mutabahhir). Terhadap ulama
kelompok pertama dibolehkan memilih apa saja kitab al-
Nawaw1 sebagai sandaran dalam berfatwa. Adapun
terhadap ulama kelompok yang kedua, dalam berfatwa

%2Al-Asnawi, al-Muhimmat, Jid. 1..., hlm. 99-100. Lihat juga
Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 322
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diharuskan untuk mengutamakan secara berjenjang Kkitab
yang terakhir ditulis al-Nawawi yang berisi penelitiannya
terhadap pernyataan ashab al-wujih secara lengkap dan
utuh. Ketentuan ini pula bersifat umum. Artinya, pada
hakikatnya, dalam keadaan tertentu para ulama kelompok
yang kedua harus mengikuti apa yang telah di-tarjih-kan
dan dipegangi oleh kalangan Muta akhkhirin.>> Namun
secara kebiasaan, pegangan Muta akhkhirin pada Kitab-
kitab al-Nawaw1 secara lebih spesifik adalah sebagaimana
urutan berikut ini:

a) Al-Tahgig;

b) Al-Majmii* Syarh al-Muhadhdhab;

c) Al-Tangih Syarh al-Wasit;

d) Raudat al-Talibin,

e) Minhaj al-Talibin;

f) al-Fatawa;

g) Syarh Muslim;

h) Tashih al-Tanbih;,

i) Nukat ‘ala al-Tanbih.>®* Perlu diketahui juga, menurut
sebagian peneliti bahwa ketentuan terkait urutan kitab al-
Nawaw1 sebagai dasar dalam berfatwa hanya berlaku
terhadap ulama meskipun ulama yang tergolong dalam
kategori ghair al-mutabahhir selama kapasitas mereka
berada pada taraf penulis kitab jenis Syarh dan Hasyiyah.
Adapun pada masa sekarang ini, di mana sudah jarang
ditemukan ulama yang mempunyai kapasitas menulis
Syarh dan Hasyiyah, maka kitab al-Nawawi yang harus
diutamakan olen mereka adalah Minhaj al-Talibin

5%81bn Hajar al-Haytami, Syihab al-Din Ahmad, Hasyivah ‘ald Syarh al-
Idah fi Mandsik al-Haj, Cet. 1I, (Mekkah: Maktabat Nizar Mustafa al-Baz,
2005), him. 14. Lihat juga lbn Hajar al-Haytami, Tukfat al-Mu/zaj, Jid. I..., him.
39

541bn Hajar al-Haytami, Tu/fat al-Mu#taj, J1d. I..., hlm. 39
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kecuali pada permasalahan yang divonis sebagai sebuah
kelemahan oleh kalangan Muta akhkhirin.>>® Dengan
demikian dapat dipahami bahwa jenjang kitab al-
Nawaw1 terbagi kepada tiga kelompok ulama. Pertama,
terhadap al-mutabahhir diberikan pilihan memilih kitab
apa saja. Kedua, terhadap ghair al-mutabahhir dengan
kapasitas menulis Syarh dan Hasyiyah diharuskan
mengikuti urutan di atas secara umum. Ketiga, ulama
saat ini diharuskan mengutamakan Minhaj al-Talibin.
Perlu diingat bahwa ketentuan ini berlaku sebagai acuan
dalam berfatwa, bukan mengamalkan hukum secara
pribadi.

J) Jika pertentangan terjadi di antara beberapa kitabnya
secara seimbang, seperti disebutkan sebuah kasus hukum
atau tarjih khilafiah di dalam dua kitab secara sama,
sementara keterangan tersebut berbeda dengan dua kitab
yang lain, maka secara kebiasaan, isi Kitab yang
didukung oleh mayoritas ulama harus lebih diutamakan.

k) Jika pertentangan terjadi pada isi sebuah kitab tertentu, di
mana pernyataan yang terdapat pada satu bagian berbeda
dengan bagian lainnya, maka secara kebiasaan,
pernyataan yang disebutkan di dalam babnya harus lebih
diutamakan daripada pernyataan yang disebutkan diluar
babnya.>>®

I) Jika terjadi pertentangan antara Kkitab yang disusun
khusus dengan sistematika penjelasan hukum per bab
secara sistematis (al-musannaf) dan kitab yang berisi
kumpulan fatwa hukum fikih (al-fatawa), maka secara
kebiasaan harus diutamakan kitab yang berbentuk al-
musannaf Karena al-musannaf ditulis dengan tanpa
dilatar-belakangi oleh pertanyaan dari seseorang,

555Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ild Madhhab. .., him. 36
61bn Hajar al-Haytami, Hasyiyah ‘ala Syarh al-Idah..., him. 14
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sedangkan al-fatawa biasanya berisi jawaban hukum
bagi penanya, di mana kadang-kadang jawaban itu tidak
berlaku secara umum, namun bersifat kondisional. >’

m)Jika pertentangan terjadi pada isi sebuah kitab tertentu di
dalam bab yang sama, di mana sebuah pernyataan yang
disebutkan pada tempat yang semestinya (al-mazannah)
berbeda dengan pernyataan yang disebutkan pada tempat
yang tidak semestinya karena terdapat korelasi dengan
permasalahan yang sedang dibahas (istitrad) maka yang
harus diutamakan adalah pernyataan yang disebutkan
pada tempat yang semestinya.>®

2. Dalam hal tidak terdapat tarjih al-Nawawi, ulama

Muta’akhkhirin Syafi iyyah menetapkan bahwa terhadap
ulama yang mempunyai kemampuan tarjih diharuskan
menempuh upaya tarjih terlebih dahulu. Adapun langkah
yang ditempuh terkait hal ini adalah menelusuri pendapat-
pendapat kuat yang dijadikan pegangan dalam mazhab, baik
pendapat al-Syafi‘T sendiri maupun pendapat ashab al-
wujith yang pola penalarannya tidak keluar dari prinsip
ijtihad dan istinbat mazhab Syafi‘l. Seandainya jawaban
hukum ditemukan di dalam kitab-kitab yang ditulis sebelum
masa al-Rafi‘T dan al-Nawawi, maka perlu diteliti terlebih
dahulu aspek kesesuaiannya dengan prinsip ijtihad dan
istinbat mazhab Syafi‘T sehingga melahirkan pengetahuan
yang kuat bahwa pendapat tersebut sah dinisbatkan kepada
mazhab Syafi‘1.5% Jika tidak ditemukan jawaban hukumnya
di dalam kitab-kitab pra al-Rafi‘c dan al-Nawawi, atau
ditemukan namun masih dalam bentuk khilafiah, maka

557<Abd al-Qadir ibn Muhammad al-Fanmali al-Malibari, Takgig al-

Maytlab bi Ta'rif Mustalah al-Madhhab, Cet. 1, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
2019), him. 138-140. Lihat juga Al-Kurdi, al-Fawa’id al-Madaniyyah..., hlm.

54

538 Abd al-Qadir, Tahqig al-Maglab..., hllm. 138
SSAl-Kurdi, al-Fawa ’id al-Madaniyyah.. ., hlm. 57
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para ulama perlu mengupayakan tarjih dengan mengikuti
kaidah-kaidah tarjih yang telah ditetapkan.®®°
3. Kasus baru yang tidak ada pada masa al-Nawawi. Dalam
hal ini, ulama Muta akhkhirin Syafi iyyah menetapkan
bahwa para ulama diharuskan mencari tau jawaban hukum
permasalahan baru dengan melakukan penelitian tersendiri.
Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini
setidaknya ada dua macam. Pertama, mencari titik
kesamaan alasan hukum antara kasus baru dengan kasus
lama yang telah dibukukan dalam karya al-Syafi‘i, ashab
al-wujith dan ulama lainnya.”®! Kedua, menerapkan kaidah
atau kriteria umum (dabit) yang telah disepakati dalam
mazhab terhadap kasus baru. Kedua metode ini dikenal
nama ilhaq al-hawdadith ghair al-masthirah bi al-
masthiirah fi kutub al-madhhab®®?, atau ilhdq al-masa’il bi
naza’iriha.>®® Metode tersebut dibahas secara panjang lebar
dan sistematis dalam teori takhrij menurut perspektif ulama
usul fikih dan ulama fikih.>** Dalam melakukan penelitian,
para ulama tentu saja mempunyai cara pandang tersendiri.
Oleh karena itu, hasil penelitian mereka juga bisa berbeda.
Perbedaan tersebut melahirkan permasalahan lain, yaitu
pendapat siapa yang paling diutamakan dari kalangan ulama
Muta’akhkhirin Syafi ‘iyyah. Pembahasan terkait hal ini
akan penulis ketengahkan pada sub judul berikutnya karena
masih mempunyai kaitan erat dengan pembahasan pokok.
Demikianlah penjelasan mengenai perumusan ketentuan baru
yang digagas oleh ulama Muta akhkhirin Syafi‘iyyah sebagai
respon terhadap pengaruh al-Nawawi dan Ikhtiyarat-nya.

%60puhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 329

%61Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 329-230

562Ahmad ibn ‘Abd al-Latif al-Khatib, al-Nufahat ‘ala Syarh al-
Waragat, (Singapura-Jeddah: al-Haramain, tt), him. 160

63Al-Jarhazi, al-Mawahib al-Saniyyah. .., hlm. 35

S4Al-Bahusain, al-Takhrij ‘inda al-Fugaha’..., hlm. 247-294
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3.3. Dinamika Pemikiran Muta’akhkhirin Syafi‘iyyah Pasca
Penetapan Pegangan Mazhab
Setelah terjadinya kesepakatan dalam menetapkan pendapat

al-Nawaw1 sebagai pegangan dalam mazhab Syafi‘T tidak lantas
membuat para ulama saat itu menjadi kaku dan tersandera dalam
kebekuan pemikiran fikih. Meskipun secara umum saat itu telah
diketahui mana pendapat yang kuat untuk dijadikan sebagai
pegangan dalam kegiatan fatwa, namun mereka tetap melakukan
penelitian yang berkesinambungan dan memberikan kontribusi
pengetahuan yang berdampak posistif bagi pengembangan mazhab.
Fokus para ulama saat itu lebih dominan kepada penelitian untuk
menemukan jawaban hukum terhadap permasalahan yang tidak ada
ketetapan hukum atau prediksi hukumnya dari para ulama generasi
sebelumnya, terutama dari al-Nawawi. Sebelumnya telah penulis
jelaskan bahwa pada abad X H, dari semua ulama yang berkiprah
dalam pengembangan mazhab, terdapat lima ulama yang dipandang
sebagai tokoh utama yaitu Zakariyya al-Ansari (w. 926 H) serta
empat orang muridnya yakni al-Syihab al-Ramli (w. 957 H), al-
Khatib al-Syarbini (w. 977 H), Ibn Hajar al-Haytami (w. 974 H),
dan al-Syams al-Ramli (w. 1004 H).

Secara umum, lima tokoh ulama di atas lebih banyak
memiliki kesamaan di dalam metode penalaran hukum terhadap
kasus-kasus baru yang tidak ditemukan sebelumnya. Hal ini wajar
terjadi karena kelimanya mempunyai hubungan guru dan murid
atau teman seperguruan. Tetapi pada sisi yang lain, mereka juga
tidak jarang berbeda pandangan, baik dalam metode penalaran
hukum maupun hukum yang dihasilkan. Perbedaan itu bukan hanya
terjadi antara ulama yang seperguruan, tetapi juga antara murid dan
gurunya, seperti perbedaan antara Ibn Hajar al-Haytami dan
Zakariyya al-Ansari. Perbedaan-perbedaan itu umumnya lahir
karena didasari pada cara pandang yang berbeda dalam menyikapi
permasalahan baru, meskipun mereka semua berpijak pada
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ketentuan yang sama terkait pendapat al-Nawawi yang telah
dijadikan sebagai pegangan dalam mazhab. Dari lima tokoh
tersebut, terdapat dua tokoh ulama yang pemikiran fikih dan
metodenya lebih mendominasi saat itu, yaitu Ibn Hajar al-Haytami
dan al-Syams al-Ramli. Bahkan sebagian peneliti menetapkan
keduanya sebagai penyeleksi pendapat-pendapat mazhab era
Muta’akhkhirin.5%® Namun sebagian peneliti lainnya hanya
menyebut dua tokoh ini sebagai rujukan ulama Muta akhkhirin
sejak akhir abad X dan seterusnya.’®® Terlepas dari perbedaan
pandangan para peneliti tersebut, satu hal yang pasti bahwa jika
keduanya sepakat dalam menetapkan sebuah hukum tertentu maka
itulah yang menjadi pegangan ulama Muta akhkhirin era
berikutnya.>®’

Peran keduanya dalam pengembangan mazhab Syafi‘1 telah
menambah khazanah keilmuan yang luar biasa serta melahirkan
kembali ketentuan baru dalam perkara legalitas pendapat yang
dijadikan pegangan dalam berfatwa oleh ulama abad berikutnya.
Hal itu tidak terlepas dari kegigihan keduanya dalam upaya
menyeleksi pendapat-pendapat mazhab yang telah tersebar dalam
berbagai kitab ulama Syafi ‘iyyah dan melahirkan berbagai jawaban
hukum terhadap permasalahan yang tidak terdapat di dalam kitab-
kitab sebelumnya. Perlu diketahui bahwa penyeleksian pendapat-
pendapat mazhab yang dilakukan oleh Ibn Hajar al-Haytami dan al-
Syams al-Ramlt berbeda dari apa yang dilakukan sebelumnya oleh
al-Rafi‘1 dan al-Nawawi. Jika al-Rafi‘T dan al-Nawawi melakukan
penyeleksian pendapat-pendapat mazhab dengan menelusuri
berbagai kitab yang ditulis pada era Mutagaddimin, lain halnya
dengan penyeleksian yang dilakukan oleh Ibn Hajar al-Haytami
dan al-Syams al-Ramli, di mana dua tokoh Muta akhkhirin ini
melakukan penyeleksian dengan lebih memusatkan penelitian pada

565 Akram Yasuf, al-Madkhal ila Madhhab. .., hlm. 410-415
566Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 306
67 Al-Kurdi, al-Fawa ’id al-Madaniyyah.. ., hlm. 66
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apa yang telah ditetapkan oleh al-Rafi‘T dan al-Nawawi, dan
terutama kitab al-Nawaw1. Demikian juga halnya dalam menjawab
persoalan hukum terhadap kasus-kasus yang tergolong baru, di
mana Ibn Hajar al-Haytami dan al-Syams al-Ramli lebih dominan
membangun penalaran hukum di atas apa yang telah ditetapkan al-
Rafi‘T dan al-Nawawi, dan terutama al-Nawawi .>®®

Dalam melakukan penalaran hukum, Ibn Hajar al-Haytami
dan al-Syams al-Ramli memiliki cara pandang dan metode
tersendiri, sehingga meskipun keduanya pernah berguru pada
Zakariyya al-AnsarT serta sama-sama berpijak pada pendapat yang
telah disahkan oleh al-Nawawi, namun keduanya sangat sering
berbeda pandangan. Menurut sebagian peneliti, Jumlah kasus
hukum yang terjadi perbedaan pendapat antara Ibn Hajar al-
Haytami dan al-Syams al-Ramli tidak kurang dari lima ratus
kasus.’®® Perbedaan pandangan keduanya sangat mewarnai
perkembangan fikih Syafi‘iyyah era Muta’akhkhirin dan menjadi
daya tarik tersendiri bagi peneliti dinamika fikih Muta akhkhirin
Syafi iyyah. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai karya tulis
yang memfokuskan untuk mengkaji perbedaan pendapat keduanya
serta faktor yang melatar-belakanginya. Di antaranya adalah al-
Manhal al-Nadah fi Ikhtilaf al-Asyyakh karya ‘Umar ibn
Qarahdaghi, Busyra al-Karim fi Masd’i al-Ta ‘lim karya Sa‘id ibn
Muhammad Ba‘asyin, Ithmad al-‘Ainain fi Ikhtiaf a-Syaikhain
karya ‘Alt ibn Ahmad ibn Sa‘id Abd Sabrin, dan Fath al-‘Alr bi
Jam * al-Khilaf Baina Ibn Hajar wa Ibn al-Ramli karya ‘Umar ibn
al-Habib Hamid Ba‘alawT.

Akibat banyaknya kasus hukum yang terjadi perbedaan
pendapat antara dua tokoh Muta akhkhirin tersebut muncullah
upaya dan penelitian dari para ulama yang hidup pada abad XI H

%8Akram Yisuf, al-Madkhal ila Madhhab..., him. 415-418

69‘Umar ibn al-Habib Hamid Ba‘alawi, Fath al- ‘Ali bi Jam* al-Khilaf
Baina Ibn Hajar wa Ibn al-Ramlii, Tahqig: Syifa> Muhammad Hasan Hita, Cet.
111, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2018), hlm. 36
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untuk menilai mana yang lebih diunggulkan dari pandangan
keduanya. Setelah melakukan penelitian yang relatif panjang, para
ulama Muta akhkhirin yang hidup pada abad XI H tidak menemui
kata sepakat terkait pendapat siapa yang paling diunggulkan antara
Ibn Hajar al-Haytami dan al-Syams al-Ramli. Para ulama dari
wilayah Mekah, Madinah, Suriah, Kurdi, Dagestan, Hadhramut
serta mayoritas ulama Yaman dan beberapa wilayah yang lain
selain Mesir lebih mengunggulkan pendapat Ibn Hajar al-Haytami,
terutama yang tercantum di dalam Tuhfat al-Muhtaj. Sedangkan
mayoritas ulama dari Mesir lebih mengunggulkan pendapat al-
Syams al-Ramli, terutama yang dicantumkan di dalam Nihayat al-
Muhtaj.>"® Keberpihakan para ulama dari wilayah-wilayah yang
berbeda tersebut, baik kepada Ibn Hajar al-Haytami maupun al-
Syams al-Ramli adalah berlaku secara umum, tetapi bukan bersifat
mutlak. Artinya ada juga sebagian ulama dari Mekah dan Madinah
yang cenderung kepada pendapat al-Syams al-Ramli dan ada juga
sebagian ulama dari Mesir yang cenderung kepada pendapat Ibn
Hajar al-Haytami.%"!

Masing-masing kelompok ulama, baik yang cenderung
kepada Ibn Hajar al-Haytami maupun al-Syams al-Ramli memiliki
alasan tersendiri dalam keberpihakannya. Ulama Mesir lebih
mengunggulkan al-Syams al-Ramli setidaknya didasari pada dua
pertimbangan. Pertama, pada saat peluncuran kitab Nihayat al-
Muhtaj, ulama yang hadir menyaksikan, mengkritisi dan
memberikan masukan tidak kurang dari empat ratus orang. Oleh
karena itu, keotentikan isi kitab tersebut dipandang mencapai
tingkat yang relatif akurat.°’> Kedua, kitab Nihayat al-Muhtaj
ditulis oleh al-Syams al-Ramli dalam waktu yang relatif lama,

S0Al-Kurdi, al-Fawa’id al-Madaniyyah..., hlm. 59-63. Lihat juga Al-
Saqaf, Fawdaid al-Makkiyyah..., hlm. 43. Lihat juga Fahd ‘Abd Allah, al-
Madkhal ila Madhhab..., hlm. 37-38

SFahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ila Madhhab..., him. 38. Lihat juga
Al-Kurdi, al-Fawa ’id al-Madaniyyah..., him. 64

S"2Faisal ‘Abd Allah, Syaikh al-Isiam Muhammad al-Ramli..., hlm. 122
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yakni sepuluh tahun, yang dimulai pada bulan Zulga‘dah tahun 963
H dan selesai pada malam jumat tanggal 19 bulan jumadil akhir
tahun 973 H.°"® Waktu sepuluh tahun tentu saja memberikan
kesempatan yang banyak bagi al-Syams al-Ramli untuk mendalami
serta mengkritisi tulisannya sendiri sehingga hasil karyanya
dipandang benar-benar telah teruji secara teliti.>’*

Adapun ulama yang cenderung kepada Ibn Hajar al-
Haytami memiliki setidaknya tiga pertimbangan. Pertama, pada
saat peluncuran kitab Tuhfat al-Muhtaj, ulama yang hadir
menyaksikan, mengkritisi dan memberikan masukan sangat banyak
sehingga sulit untuk dihitung. Oleh karena itu, keotentikan isi kitab
tersebut dipandang mencapai tingkat yang relatif lebih akurat.
Kedua, isi kitab Tuhfat al-Muhtaj memuat pendapat-pendapat al-
Syafi‘T secara lebih banyak. Hal ini menunjukkan luasnya
pengetahuan Ibn Hajar al-Haytami. Ketiga, kedalaman penelitian
Ibn Hajar al-Haytami. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya diskusi
yang disajikan, baik diskusi terhadap pendapat ulama
Mutagaddimin maupun Muta akhkhirin periode sebelumnya.’”
Dari segi waktu, penulisan Tuhfat al-Muhtaj memang terbilang
sangat singkat yaitu dalam jangka sepuluh bulan, yang dimulai
pada tanggal 12 Muharram tahun 958 H dan selesai pada tanggal
27 Zulga‘dah tahun yang sama.’’® Waktu yang singkat tetapi
menghasikan sebuah karya yang begitu mendalam menunjukkan
kepada keluasan dan kedalaman pengetahuan penulisnya.

Terbelahnya dua kubu ulama dalam menilai keunggulan
pendapat Ibn Hajar al-Haytami dan al-Syams al-Ramli terus
berlanjut kepada era Muta akhkhirin Syafi ‘iyyah abad berikutnya.
Dalam kitab-kitab yang ditulis pada abad XII H, para ulama tetap

SBAl-Mandilt, al-Khaza ’in al-Saniyyah..., hlm. 173

S"4Fahd ‘Abd Allah, al-Madkhal ila Madhhab. .., him. 42

SSAl-Saqaf, Fawaid al-Makkiyyah..., him. 43. Lihat juga Al-Kurdi, al-
Fawa’id al-Madaniyyah..., hlm. 60-61

S8 Al-Mandili, al-Khaza 'in al-Saniyyah..., hlm. 172
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tidak mengunggulkan salah satu dari dua tokoh tersebut secara
mutlak. Sikap dinamis para ulama ini kemudian menjadi pegangan
ulama periode berikutnya. Berdasarkan sikap dinamis tersebut, para
ulama kemudian membuat sebuah ketentuan bahwa bagi seseorang
mufti yang memiliki kemampuan tarjih maka harus mengikuti
mana yang kuat dari hasil zarjih-nya terhadap pendapat Ibn Hajar
al-Haytami dan al-Syams al-Ramli. Adapun mufti yang tidak
mempunyai kemampuan tarjth maka boleh memilih pendapat siapa
saja dari keduanya.®’” Perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai
mendahulukan pendapat Ibn Hajar al-Haytami atau al-Syams al-
Ramli hanya berlaku dalam ranah fatwa. Adapun dalam
pengamalan hukum secara pribadi atau menyampaikan kepada
orang lain dalam ranah irsyad maka diberikan kebebasan memilih
pendapat siapa saja dari keduanya, bahkan boleh juga memilih
pendapat ulama Muta akhkhirin Syafi‘iyyah lainnya, apakah
generasi yang hidup pada abad X H maupun sesudahnya.>"

Uraian di atas melahirkan pemahaman bahwa para ulama
Syafi ‘iyyah yang hidup pada masa yang sudah melembaganya
mazhab fikih tetap saja dalam situasi yang dinamis. Memang bagi
mereka telah jelas pegangan dalam berfatwa, namun hal tersebut
tidak menyandera mereka untuk berkreasi. Pada satu sisi para
ulama begitu setia dengan mazhab yang mereka ikuti. Tetapi pada
sisi yang lain ternyata mereka juga mempunyai pemikiran yang
kritis terhadap apa saja yang menjadi ranah penelitian mereka,
hanya saja mereka tetap mengikuti mazhab agar dalam melakukan
penalaran hukum terdapat panduan yang jelas dan terukur supaya
hukum yang lahir dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

SAl-Kurdi, al-Fawa ’id al-Madaniyyah. .., hlm. 66
S8AIl-Saqaf, Fawaid al-Makkiyyah..., him. 61. Lihat juga Al-Kurdi, al-
Fawa’id al-Madaniyyah..., him. 58 dan 321-322



BAB IV
RELEVANSI KELAHIRAN PENDAPAT IKHTIYARAT AL-
NAWAWI DENGAN PENGEMBANGAN FIKIH
4.1. Wacana Pengembangan Fikih

Pengembangan fikih yang penulis maksudkan di sini adalah
menjadikan fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu
untuk mampu mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan-
permasalahan kekinian. Dengan kata lain, menjadikan fikih lama
yang dirumuskan dalam ruang dan waktu tertentu untuk relevan
dipakai dalam menjawab hukum pada kasus-kasus baru yang
muncul pada masa kini. Pengembangan ini bukanlah berangkat dari
ruang yang kosong, tetapi beranjak dari konsep fikih yang telah
ada, selanjutnya konsep itu diaktualisasikan dalam konteks
kekinian. Jadi, pengembangan fikih di sini dapat dipahami sebagai
upaya mengelola konsep masa lalu secara kreatif agar menjadi
sesuatu yang relevan dengan masa kini. Sebagaimana dimaklumi,
fikih lama telah dimuat sedemikian rupa di dalam berbagai Kkitab
turath dari berbagai mazhab, tetapi harus diakui bahwa muatan
kitab rurath tidak sepenuhnya menjangkau permasalahan baru
sekarang ini. Hal ini wajar saja karena muatan kitab rurath
barangkali disesuaikan dengan kasus aktual pada masanya. Oleh
karena itu, muatan kitab rurath perlu dikontekstualisasikan dengan
masa sekarang ini.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, fikih merupakan ilmu
pengetahuan tentang hukum-hukum syari mengenai perbuatan
manusia yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Dengan kata lain,
fikih merupakan hasil pemikiran para mujtahid yang dilakukan
dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan ijtihad atau pada
tingkat yang lebih teknis disebut istinbat al-ahkam. Berpijak pada
pengertian ini, maka fikih dan syari‘ah merupakan dua hal yang
berbeda, karena syari‘ah diartikan secara lebih umum yang
mencakup bidang akidah dan akhlak, sementara fikih terbatas pada
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hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia.>’® Dari
pengertian ini juga, dapat dipahami bahwa fikih sebagai sebuah
disiplin ilmu mempunyai dua dimensi, yakni ilahiyyah dan
insaniyyah. Dimensi ilahiyyah melekat pada fikih karena sumber
hukum dalam fikih merupakan wahyu Tuhan. Sedangkan dimensi
insaniyyah melekat padanya karena upaya memahami hukum dari
wahyu tersebut dilakukan oleh manusia meskipun dengan tingkat
kompetensi tertentu. Dengan melihat kepada dimensi insaniyyah
inilah maka fikih disebut sebagai hasil pemikiran manusia, yang
secara teknis diistilahkan dengan mujtahid.

Dalam sejarahnya, fikih tidaklah muncul dengan sendirinya
secara sekaligus, tapi benih-benihnya sudah ada sejak masa
Rasulullah SAW dan masa Sahabat, kemudian fikih berkembang
secara bertahap dan periodik sampai menjadi satu disiplin ilmu
yang eksklusif dalam permasalahan hukum. Perkembangan fikih
secara pesat terjadi pada periode Tabi‘in hingga lahirnya mazhab
fikih. Hal ini ditandai dengan banyak lahirnya para mujtahid
muthlaq serta pembukuan berbagai literatur fikih, ushul fikih, dan
lainnya. Adalah karakteristik fikih, bahwa ia muncul tidak sekedar
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya, tetapi
telah juga menyiapkan suatu warisan berharga untuk pembangunan
hukum masa depan, karena fikih merupakan argumen teoritis dari
ilmuan dalam suatu jangkauan masa yang panjang.>®° Sebagai hasil
pemikiran manusia, fikih tidaklah bersifat statis karena kebutuhan
manusia adalah sesuatu yang tidak terbatas, sementara fikih harus
terus berkembang guna memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini bisa
dilihat melalui perkembangan istilah fikih itu sendiri yang pada
masa awal Islam dipakai sebagai istilah yang mencakup semua

S®H.A. Djazuli, Ilmu Fikih; Penggalian, Perkembangan, dan
Penerapan Hukum Islam, Cet. VI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2006), him. 1-6

%0Mun’im A. Sirry, Sejarah Figih Islam: Sebuah Pengantar, Cet. I,
(Surabaya: Risalah Gusti, 1995), him. 19
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aspek permasalahan agama, akhirnya menjadi satu disiplin ilmu
yang khusus membahas tentang hukum-hukum ‘amali.>®! Jadi,
secara historis, fikih yang kemudian dibukukan dalam berbagali
mazhab merupakan sesuatu yang telah mengalami perkembangan
secara luar biasa dari sebelumnya.

Setelah fikih berada di dalam koridor mazhab, ia dipandang
tidak lagi sedinamis masa sebelumnya. Oleh sebab itu wacana
pengembangan fikih kembali digaungkan secara masif oleh para
pemikir Islam. Pada hakikatnya, fikih bukanlah sesuatu yang anti
terhadap pengembangan, hanya saja sebagian muslim kadang-
kadang lebih bersikap hati-hati dalam menyikapi istilah
pengembangan karena kenyataan yang terjadi dalam upaya
pengembangan itu sendiri terkadang terlihat begitu liar sehingga
telah menyeret fikih itu keluar dari khittah-nya. Berdasarkan hal
tersebut, pada prinsipnya fikih itu dinamis dan terus berkembang,
tidak terkecuali saat fikih telah dibukukan dalam mazhab. Hal itu
terlihat jelas dari berbagai perbedaan pandangan yang muncul di
dalamnya seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya terkait
pendapat lkhtiyarat al-Nawawi dan para ulama Sydafi iyyah
sesudahnya. Namun dalam kaitan ini perlu dipertimbangkan secara
tepat landasan pemikiran dan prinsip-prinsip utama dalam
pengembangan fikih. Perkara ini penting agar dimensi ilahiyyah
dan insaniyyah yang melekat pada fikih dapat berjalan secara
proporsional.

4.1.1. Landasan Pemikiran
Islam adalah agama yang berlaku bagi seluruh umat
manusia, maka aturan-aturan yang ada di dalamnya haruslah
bersifat universal agar dapat menjamin terciptanya kemaslahatan di
setiap masa dan tempat. Akan tetapi, sudah menjadi sunnah Allah,

8lAhmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Terjm: Agah Garnadi,
Judul Asli: The Early Development of Islamic Jurisprudence, Cet Il, (Bandung:
Penerbit Pustaka, 1994), hal 3-4
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manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan dalam
berbagai bidang, baik ilmu, budaya dan lainnya. Pada abad modern
sekarang ini, kehidupan sosial masyarakat berbeda jauh dengan
kehidupan sosial pada masa mazhab fikih dibentuk dan masa
penyusunan kitab-kitab turunan di dalamnya, apalagi kalau diukur
dengan masa Rasulullah SAW. Perubahan sosial dalam berbagai
aspeknya selalu melahirkan tuntatan agar perangkat hukum yang
menata masyarakat itu haruslah ikut berkembang bersamanya.
Lebih dari itu, perubahan sosial dengan berbagai faktor dan
akibatnya memberikan pengaruh kepada perubahan hukum; dalam
arti, menuntut adanya perubahan hukum dalam rangka menyikapi
problema yang dimaksud.®®? Tujuannya adalah agar hukum selalu
mampu merespon setiap dinamika masyarakat yang terus
berkembang dan dinamis. Selain itu, keyakinan bahwa syari‘at
Islam selalu relevan kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi
apa saja menuntut akan fleksibelitas syari‘at itu sendiri serta
perkembangan sistem hukum di dalamnya.>®

Pada era modern sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa
perubahan kehidupan masyarakat terjadi begitu cepat dan pesat,
baik yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, gaya hidup, cara
berinteraksi dan dalam sistem bernegara. Kenyataan ini senantiasa
menuntut respon fikih untuk menetapkan berbagai ketentuan dan
hukum terkait permasalahan-permasalahan yang tergolong baru.
Fikih tidak boleh menjadi stagnan, sementara objek kajiannya
semakin dinamis. Fikih sebagai hukum Islam dan menjadi pranata
sosial memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai kontrol sosial (social
control); dan kedua sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial
(social change). Jika yang pertama fikih ditempatkan sebagai blue-
print atau cetak biru dari Tuhan, yang selain sebagai kontrol juga

582 ahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab
Syafi ‘i, Cet. |, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), him. 254

83Khalil Mahmid Na‘rini, Athr al-Zurif fi Taghyyur al-Ahkam al-
Syart‘ah, Cet. 1, (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2006), hlm. 56
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sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas
masyarakat. Sementara yang kedua, fikih merupakan produk
sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai
justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik.
Oleh karena itu, dalam konteks ini, fikih dituntut untuk akomodatif
terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.
Jika tidak demikian, besar kemungkinan fikih akan mengalami
kemandulan fungsi bagi kepentingan umat.>*

Apabila ahli fikih tidak memiliki kesanggupan atau
keberanian untuk mengantisipasi setiap persoalan yang muncul
dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya maka fikih
akan kehilangan aktualitasnya. Apabila fikih kehilangan
aktualitasnya dalam  memberikan  jawaban-jawaban  yang
memuaskan terhadap permasalahan yang timbul di tengah-tengah
masyarakat maka dikhawatirkan suatu ketika masyarakat akan
menjadi munafik terhadap hukum agamanya sendiri. Artinya, pada
satu sisi masyarakat mengakui fikih itu sebagai aturan yang
mengikat perilaku mereka, tetapi pada sisi yang lain mereka
mengabaikan aturan tersebut dalam kehidupan mereka yang
semakin dinamis. Kecenderungan seperti itu bukan suatu hal yang
mustahil terjadi. Bila hal itu terjadi tentu saja akan merugikan umat
Islam sendiri, di mana mereka akan terasingkan dari sistem hukum
yang menjadi keyakinan mereka sendiri.

Di lain pihak, formulasi fikih yang sudah dibangun oleh
para ulama terdahulu dan terkodifikasi sedemikian rupa, tidak
mungkin memuat semua kasus hukum, apalagi jika kasus itu
merupakan kasus baru yang tidak terjadi pada masa literatur fikih
itu disusun. Meskipun sebagian kasus yang akan muncul pada masa
yang akan datang telah dibuat prediksi hukumnya di dalam fikih
lama, tetapi hal itu tidak mungkin menjangkau semua kasus yang

84 mam Syaukani, Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia
dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional, Ed. I, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006), him. 22-23



257

akan terjadi di kemudian hari, disebabkan tingkat perubahan
perilaku manusia dan bentuknya yang akan terjadi pada masa yang
akan datang kadang-kadang sulit diprediksi. Pada sisi yang lain,
sebagian hukum yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu juga
telah kehilangan kemampuan transformasinya pada masa modern
ini. Bila formulasi hukum dalam bentuk yang kedua ini dipaksakan
penerapannya pada masa sekarang ini dikhawatirkan menimbulkan
pertentangan-pertentangan pula dari lapisan masyarakat, sehingga
pada akhirnya akan memunculkan konflik-konflik internal, bahkan
eksternal yang tidak perlu terjadi.>®

Selain itu, dalam fikih lama, terdapat sebagian hukum yang
dalam proses ijtihadnya melibatkan unsur adat/ ‘urf dan kondisi
sosial masyarakat yang ada pada masanya atau diijtihadkan
berdasarkan pertimbangan sebuah kemaslahatan yang ada pada
masa itu. Secara umum, sebagai produk sosial budaya semasa dan
setempat, ilmu selalu terkait dengan kondisi masyarakat; ilmu
hukum juga tidak terkecuali. Hukum mengatur perilaku
masyarakat, tetapi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat juga
turut menjadi pertimbangan hukum itu sendiri. Dalam ranah fikih,
ketentuan hukum yang terkait dengan kebiasaan masyarakat ( ‘urf)
tidaklah sedikit jumlahnya.®® Memang pada satu sisi, fikih
merupakan penjabaran dari nas-nas al-Qur’an dan Sunnah. Jadi,
sepanjang makna dari nas-nas itu tidak berubah, tentu fikihnya pun
akan tetap sama. Tetapi di sisi yang lain, fikih merupakan hasil
ijtihad ulama yang senantiasa berinteraksi pada masanya dengan
masyarakat dan lingkungannya. Karena itu, faktor masa dan
lingkungan sedikit-banyaknya menjadi pertimbangan seorang
ulama dalam merumuskan hukum fikih yang telah disusun
sedemikian rupa.

Atas dasar berbagai pertimbangan inilah, sebuah hukum
fikih bisa saja berubah akibat perbedaan kemaslahatan, lingkungan,

585]mam Syaukani, Rekontruksi Epostemologi..., him. 23-24
586< Al Hasb Allah, Usal Tasyri‘..., him. 312
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waktu, dan kondisi sosial masyarakat karena fikih merupakan suatu
argumentasi teoritis yang digagas para ulama sebagai upaya
memenuhi kebutuhan jawaban hukum untuk jangkauan waktu yang
panjang. Akibat perbedaan kemaslahatan, masa dan tempat, bisa
saja sebuah hukum yang dipandang paling tepat diterapkan pada
situasi, masa atau tempat tertentu, lantas hukum itu dipandang
kurang tepat diterapkan pada situasi, masa atau tempat lainnya.
Perubahan seperti ini dipandang lumrah dalam fikih, karena
tuntutan sebuah perubahan kadang tidak bisa dielakkan. Secara
historis, hal ini sudah terjadi sejak masa Sahabat Nabi, masa
pembangunan mazhab fikih, abad pertengahan, sampai abad di
mana ulama Muta akhkhirin berkiprah di dalamnya. Pada masa
Sahabat Nabi, Abiibakar al-Siddiq menyalurkan harta rampasan
perang kepada yang berhak dengan jumlah yang sama secara
sekaligus, tanpa mempertimbangkan besar-kecilnya kebutuhan
seseorang penerima. Kemudian pada masa ‘Umar ibn al-Khattab,
jumlah pembagiannya diubah dengan mempertimbangkan besar-
kecilnya kebutuhan orang yang berhak menerimanya. Menanggapi
perubahan itu, al-Subki menjelaskan bahwa pada hakikatnya dua
Sahabat senior tersebut tidak berbeda pendapat, tetapi masing-
masing dari keduanya menetapkan kebijakan sesuai dengan
kemaslahatan yang ada pada masanya masing-masing.>®’

Perkara perubahan ini bukan sesuatu yang tabu di kalangan
ulama, buktinya ulama terdahulu sampai pada taraf merumuskan
konsep terkait perubahan itu sendiri, hanya saja isu perubahan
hukum itu ditempatkan dan disampaikan oleh para ulama terdahulu
secara hati-hati dan bijak agar jangan sampai isu ini menjadi
permainan bagi orang-orang yang tidak punya kapasitas dalam
penalaran hukum. Oleh karenanya, al-Subki menyampaikan sebuah
narasi yang dikutip oleh al-Saqaf bahwa “perubahan hukum karena

S87Al-Subki, Taqi al-Din ‘Ali ibn ‘Abd al-Kafi, Fatawa al-Subki fi
Furi al-Figh al-Syafi7, JId. 11, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
2004), him. 232
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perubahan masa tidak boleh di artikan secara bebas dan
sembarangan”.°® Artinya, perubahan hukum itu ada dan
merupakan sebuah keniscayaan, hanya saja konsep ini perlu
dipahami dalam arti dan konteks terbatas, yakni hukum-hukum
yang bersifat itihadiyyah yang dibangun atas pertimbangan
kemaslahatan tertentu atau kondisi sosial tertentu, bukan hukum
yang bersifat gat 7 atau yang dipandang sebagai hukum baku.%%°
Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab I, Imam Malik
ibn Anas (w. 179 H) pernah menyampaikan sebuah ungkapan yang

kemudian dikutip oleh Ibn Hajar al-Haytami (w. 974 H):
590.)}2;55\ % ‘}"'.’\9—? Lo i (_55\.23 JLU ol

Artinya: Fatwa-fatwa tentang hukum bisa diperbaharui dan diubah,
menurut perubahan perilaku dan moral manusia.
Selanjutnya Ibn Hajar sendiri ketika ditanya tentang status hukum
terhadap sikap para wanita pada masanya, yang keluar rumah untuk
menghadiri majlis pengajian dan beribadat ke mesjid dengan
penampilan yang menarik perhatian kaum laki-laki, di mana hal ini
dibolehkan pada masa Rasulullah. Ibn Hajar menjawab bahwa
untuk masa sekarang (abad X H) hal ini tidak dibolehkan lagi. la

mengemukakan alasannya sebagai berikut:

9L ol Jol piz i oY1 Y

Artinya: Hukum-hukum itu dapat berubah karena perubahan
perilaku manusia yang hidup pada sebuah masa.

Pada bagian lainnya, Ibn Hajar menjelaskan bahwa pada masa

sebelumnya, melakukan ibadat sepanjang malam secara terus-

menerus merupakan sebuah kegiatan yang dianjurkan, karena

S8Al-Saqaf, Fawdid al-Makkiyyah..., hlm. 80

S9Mustafa Qalytibi a-Syafi‘t, al-Irtivad fi al-Takhrij al-Fighi;Tatbiq
‘Amalr, Cet. 1, (Kairo: Dar al-lhsan, 2017), hlm. 135. Lihat juga ‘Ali Ahmad al-
Nadhawi, al-Qawa ‘id al-Fighiyyah..., him. 158

01bn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra, JId. 1..., him. 200

%11bn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra, JId. 1..., him. 203
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moral masyarakat pada masa itu jauh lebih bagus, sehingga kondisi
sosial masa itu mendukung untuk beribadat sepanjang malam.
Tetapi pada abad X H, kondisi sosial telah berubah sehingga tidak
mendukung lagi kegiatan ibadat sepanjang malam. Berdasarkan
perubahan ini, menurut Ibn Hajar, beribadat sepanjang malam pada
masa abad X H, hukumnya makruh secara mutlak, karena tidak
didukung oleh kondisi sosial masyarakat.>®> Pernyataan lbn Hajar
tersebut menyiratkan bahwa sebuah hukum bisa berubah akibat
pengaruh kondisi sosial masyarakat.

Ibn ‘Abidin (w. 1252 H), salah seorang tokoh ulama
mutaakhkhirin kalangan Hanafiyyah menjelaskan bahwa salah
satu syarat ijtihad adalah penguasaan seseorang mujtahid terhadap
tradisi dan kebiasaan manusia disebabkan kebanyakan hukum
dapat berubah akibat perubahan masa tergantung kebiasan manusia,
munculnya kondisi yang mendesak, atau perubahan perilaku
manusia yang menjurus kepada kejelekan. Seandainya hukum lama
dipertahankan dalam situasi yang telah berubah maka akan
menimbulkan kesulitan dan kemudharatan pada manusia serta
menyimpang dari prinsip syari‘at, di mana syari‘at itu di bangun di
atas prinsip mendatangkan kemudahan, keringanan serta menolak
kemudharatan dan kesulitan. Tujuan perubahan itu adalah agar
tegak dan teraturnya Kketertiban dalam kehidupan sosial.
Menurutnya, hal itulah yang melatar-belakangi para ulama besar
dalam mazhab Hanafi berbeda pandangan dari apa yang telah
ditetapkan oleh pendahulu mereka dalam berbagai kasus hukum.
Seandainya pendahulu mereka hidup pada masa mereka, pastilah
pendahulu tersebut akan sepaham dengan mereka. Hal ini tidak lain
karena terjadinya perubahan masa.’®

Apa yang telah disampaikan oleh Ibn ‘Abidin di atas selaras
dengan sebuah ungkapan yang sering diungkapkan oleh sebagian

92|bn Hajar al-Haytami, Tukfat al-Mujtaj, Jid. I1..., hlm. 245
%3Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin Afandi, Nasyr al-‘Urf, dalam
Majmii ‘at Rasa’il Ibn ‘Abidin, JId. 11, (Ttp: ‘Alam al-Kutub, tt), him 125
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ulama Muta’akhkhirin Syafi ‘iyyah ketika menjelaskan perubahan
tata-cara pengamalan hukum dari pendapat kuat dalam mazhab
kepada pendapat lemah akibat kesulitan mengamalkan pendapat
kuat. Ungkapan tersebut adalah:

e 3Y L el OIS g

Artinya: Sekiranya Imam al-Syafi‘T masih hidup pasti ia
memfatwakan pendapat ini.

Sebuah hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama
mutagaddimin, jika sulit diamalkan pada masa ulama
Muta’akhkhirin maka ulama Muta’akhkhirin Senantiasa mencari
solusi tentang cara mengamalkannya. Salah satu solusinya adalah
mencari pendapat ulama yang melegitimasi pengamalan sebalik
dari apa yang telah diketahui bersama sebelumnya dalam mazhab,
meskipun pendapat itu dikenal lemah dari sisi mazhab. Selanjutnya
umat diarahkan berpegang pada pendapat lemah tersebut. Menurut
mereka, pendapat lemah itulah yang relevan diamalkan pada masa
mereka, berbeda halnya dengan masa ulama mutaqaddimin. Demi
menguatkan apa yang dilakukan tersebut, lantas mereka
mengatakan “sekiranya Imam al-Syafi‘T masih hidup pasti ia
memfatwakan pendapat ini” (pendapat yang relevan dengan masa
Muta’akhkhirin). Ungkapan ulama Muta’akhkhirin di  atas
mengisyaratkan sebuah hukum bisa saja berubah bentuk
pengamalannya akibat perubahan masa dan tempat.

Ungkapan lain yang senada dengan ungkapan di atas adalah
apa yang disampaikan oleh Syihab al-Din Ahmad ‘Umairah dengan
mengutip dari Abii Muhammad dan al-Riyani dalam menawarkan
pendapat lemah sebagai pilihan alternatif pada masanya. Kasus
hukumnya adalah jika seorang perempuan mendakwakan telah
melewati masa iddahnya dalam waktu yang singkat tetapi

%%4Al-Sayyid al-Bakri ibn al-Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati,
I'anat al-Talibin ‘ald Hil Alfaz Fath al-Mu ‘in, JId. 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005),
him. 222. Lihat juga Al-Syarwani, Hasyiyat ‘ala Tuhfat, JId. III..., hlm. 319
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memungkinkan untuk terjadi, maka menurut pendapat Kuat,
perempuan tersebut dapat dibenarkan setelah disumpah. Sedangkan
pendapat lemah mengatakan perempuan tersebut tidak dapat
dibenarkan karena ia dicurigai (tuhmah) berdusta. Selanjutnya
Syihab al-Din Ahmad ‘Umairah mengomentari pendapat lemah
tersebut dengan ungkapan:

595 Olal da (3 eI 4] 3bals dest o i) Ju

Artinya: Syekh Abii Muhammad dan al-Riiyani mengatakan bahwa
pendapat lemah tersebut dapat menjadi pilihan pada masa
sekarang.

Hal yang menarik dari ungkapan di atas adalah pemilihan
pendapat lemah karena dipandang lebih cocok diterapkan pada
masa tersebut. Apabila melihat kepada alasan hukum yang
sebutkan oleh pendapat lemah di atas, bahwa perempuan yang
menjadi subjek hukum pada kasus yang bicarakan dicurigai
berdusta, maka alasan itu menunjukkan bahwa pemilihan pendapat
lemah untuk masa tersebut disebabkan oleh perubahan moral
masyarakat. Pada masa sebelumnya, pendapat kuat lebih cocok
diterapkan karena moral masyarakat masih dipandang bagus
sehingga jarang berdusta. Tetapi pada masanya Abii Muhammad
dan al-Riyani, kondisi moral masyarakat telah berubah dan mulai
terdegradasi. Seandainya pendapat kuat masih dipertahankan pada
kondisi perubahan moral tadi akan mengakibatkan kepada
banyaknya pihak yang dirugikan karena putusan hukum yang
dilahirkan terbangun di atas keterangan yang tidak dapat dipercaya.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya pendapat kuat ditinggalkan dan
memilih pendapat lemah demi keadilan hukum.

Pada masa modern ini, salah satu faktor yang dapat menjadi
pertimbangan dalam pengembangan fikih, bahkan kemungkinan
terjadinya perubahan sebagian hukum adalah kemajuan teknologi.

%5Syihab al-Din Ahmad ‘Umairah, Hasyiyat ‘Umairah ‘ala Syarh al-
Minhdj, JId. 1V, Cet. 1, (Kairo: Dar Thya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1922), hlm. 6
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Setiap saat, masyarakat modern dewasa ini selalu disajikan dengan
berbagai perkembangan kemajuan alat dan sarana yang diciptakan
manusia yang semakin menguasai berbagai ilmu pengetahuan
mutakhir.>® Setiap kali temuan baru diperkenalkan, akan selalu
timbul permasalahan yang tidak mungkin lepas dari jangkauan
hukum. Oleh karena itu, hukum akan senantiasa dituntut agar
tanggap dan siap merespon segala permasalahan akibat
perkembangan masyarakat yang dinamis itu.>®” Dalam menyikapi
berbagai perkembangan modern yang semakin dinamis tersebut,
ahli fikih sekarang ini juga dituntut menggunakan metode dan cara
pandang yang digunakan masyarakat modern, yang sangat
dipengaruhi oleh ilmu dan teknologi, yang pada umumnya
berorientasi ke masa depan. Hal ini sangat penting demi
menghasilkan fikih yang sesuai dengan masa kini dan masa
depan.>®

Pada bagian ini, jika saja ahli fikih masa kini masih ngotot
mempertahankan cara pandang lama sepenuhnya dalam menyikapi
kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dikhawatirkan sulit
menemukan rumusan fikih yang relevan dengan perkembangan
masa kini dan masa depan. Hubungan antara globalisasi sebagali
bagian dari produk kemanusiaan dan agama sebagai nilai-nilai
spiritual harus berjalan secara harmonis dan kompatibel dalam
realita kehidupan umat manusia. Harmonis dalam arti kehadiran
globalisasi tidak boleh mengerus dan melenyapkan nilai-nilai
keagamaan dalam komunitas masyarakat. Sedangkan kompatibel
berarti agama harus mampu merespon sekaligus mengantisipasi
dinamika globalisasi. Oleh karenanya, pengembangan fikih sangat

5%Isma‘ll Kokasal, Taghayyur al-dhkam fi al-Syari‘h al-Islamiyyah,
Cet. I, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2000), hlm. 100-101

597_ahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam..., hlm. 260

%Al Yasa‘ Abubakar, Metode Istislahiah; Pemanfaatan IImu
Pengetahuan Dalam Ushul Figh, Cet. I, Ed. I, (Jakarta: Prenada Media, 2016),
him. 290
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urgen dilakukan agar dapat menghadirkan Islam yang sesuai
dengan perkembangan ruang dan waktu.

Berbicara tentang pengembangan fikih bukan berarti
meninggalkan fikih yang telah ada dan termaktub di dalam
berbagai kitab-kitab turath dari lintas mazhab. Fikih yang telah
dirumuskan oleh ulama terdahulu merupakan warisan yang luar
biasa berharga bagi umat Islam. Di dalamnya secara umum termuat
berbagai persoalan hukum yang masih relevan diterapkan dalam
situasi masyarakat modern ini. Selain itu, fikih mazhab itu juga
telah menyediakan berbagai konsep dan teori umum, di mana
konsep dan teori ini dapat dipakai kapan dan di mana saja. Menurut
Imam al-Haramain (w. 478 H), fikih yang telah dirumuskan di
dalam berbagai mazhab, dalam setiap kitab dan babnya telah
menyiapkan berbagai kaedah, patokan umum, dan teori yang dapat
dipergunakan dalam melakukan kajian hukum terhadap
permasalahan yang sedang terjadi dan permasalahan yang akan
terjadi.>®® Artinya, secara umum fikih mazhab yang telah ada tetap
menjadi acuan dasar dalam menyelesaikan persoalan kekinian.
Namun demikian, perkembangan persoalan modern sekarang ini
ada yang tidak dibahas secara langsung dalam fikih lama atau
kadang sulit ditampung oleh teori dan konsep yang telah ada.
Dalam kondisi seperti inilah teori dan konsep fikih mazhab perlu
dikembangkan, atau bahkan dimodifikasi sesuai dengan jenis dan
sifat dari persoalan modern itu sendiri dengan mengadopsi hal-hal
baru yang dipandang lebih sesuai.

Dalam hal pengembangan fikih, khazanah turath yang
begitu melimpah juga sangat penting dijadikan pijakan guna
komparasi, tarjth dan pemilihan pendapat. Inilah sebenarnya
aktifitas ahli fikih. Dalam melakukan pengembangan bukan berarti
melupakan fikih mazhab dan mengambil sepenuhnya hal yang

%Imam al-Haramain, ‘Abd al-Malik ibn ‘Abd Allah al-Juwayni, Giyath
al-Umam fi al-Tiyath al-Zulam, Cet. IV, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2014), hlm. 152
dan 492
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baru. Namun harus mengambil konsep dalam fikih lama demi
membangun fikih yang relatif baru karena satu generasi dengan
generasi lainnya harus saling menyempurnakan sehingga umat
Islam saling berkesinambungan.®® Intinya, dalam upaya upaya
pengembangan fikih perlu dilandasi pada prinsip “mengikuti
perkara lama yang masih relevan dan mengambil perkara baru
yang lebih relevan”. Artinya, dalam upaya pengembangan fikih,
bagi ulama yang menganut mazhab fikih tertentu tidak perlu keluar
dari mazhabnya dulu. Tetapi dengan tetap mengikuti mazhab yang
dianutnya pun upaya pengembangan itu tidak akan terhalang,
disebabkan fikih mazhab yang telah ada juga merupakan sesuatu
yang telah mengalami perkembangan dari bentuk sebelumnya.

Para ulama masa kini dituntut menemukan konsep dan
jawaban untuk memecahkan berbagai permasalahan yang
bermunculan, meskipun dalam koridor mengikuti metode istinbat
mazhab yang telah ada jika memang mereka tidak mampu
menemukan jawaban hukum melalui ijtihad independen. Jika
konsep umum telah disediakan oleh kitab-kitab turath, para ulama
dituntut mengaktualisasikan konsep itu dalam memberikan solusi
hukum kekinian dengan tidak mengabaikan nilai dan prinsip yang
telah digariskan. Namun jika berhadapan dengan kasus yang tidak
ditemukan konsepnya di dalam kitab-kitab turath, maka para ulama
perlu melakukan penalaran ulang demi menemukan konsep baru
yang dipandang relevan dan tidak menghilangkan ruh fikih itu
sendiri. Intinya, para ulama yang menganut mazhab tertentu, dalam
melakukan pengembangan fikih tetap masih dipandang bermazhab
jika masih mengikuti pola pengembangan itu pada teori yang telah
digagas oleh ulama pendahulunya. Namun bermazhab di sini bukan
lagi mengikuti hukum yang telah dirumuskan sebelumnya, tetapi
mengikut metode penemuan hukum yang telah digariskan. Jadi,

600y {isuf al-Qaradhawi, Faktor-Faktor Pengubah Fatwa..., hlm. 35-36



266

cara pandang dalam bermazhab pun harus mengalami perubahan
dari bermazhab secara gauli kepada bermazhab secara manhajt.

Berdasarkan landasan pemikiran di atas, maka upaya
pengembangan fikih dewasa ini mutlak diperlukan agar fikih yang
berfungsi sebagai control social dan social change tidak
mengalami disfungsi dalam menyikapi perkembangan masyarakat
modern. Dengan adanya pengembangan, perilaku masyarakat
diharapkan selalu berada di bawah naungan hukum, di mana tujuan
ini merupakan salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam
ranah tujuan syari‘at.

4.1.2. Prinsip Dalam Pengembangan Fikih

Pada pembahasan sebelumnya telah penulis jelaskan
prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pegangan dan kerangka
dalam fikih. Pada bagian ini, penulis akan membahas prinsip-
prinsip yang perlu dipegang oleh para ahli fikih dalam melakukan
melakukan pengembangannya. Dalam upaya mengkontekstualisasi
fikih pada masa sekarang, di samping mengacu kepada prinsip-
prinsip sebelumnya, baik prinsip dasar maupun prinsip turunan,
para ahli fikih juga tidak boleh mengabaikan prinsip lain yang
dipandang perlu dalam melakukan pengembangan. Dalam konteks
kekinian, setidaknya ada empat prinsip yang perlu dijadikan acuan
oleh para ahli fikih. Pertama, prinsip al-kajat (sebuah kebutuhan).
Kedua, prinsip al-faisir (mendatangkan kemudahan). Ketiga,
prinsip al-taghayyurat (potensi perubahan hukum). Keempat,
prinsip al-nazr fi al-ma’alat (memprediksi akibat yang muncul).
Berikut ini penjelasan terhadap empat prinsip tersebut.

a. Prisip al-hajat

Al-hajat yang penulis maksudkan di sini adalah kebutuhan
kepada pengembangan fikih. Artinya, kebutuhan tersebut harus
dijadikan sebagai sebuah prinsip oleh para ahli fikih masa Kini
dalam upaya mengembangkan fikih agar upaya yang dilakukan
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menjadi serius demi menutupi kebutuhan yang sedang dihadapi.
Prinsip kebutuhan ini merupakan salah satu bentuk merealisasikan
salah satu asas pokok fikih yang telah penulis jelaskan sebelumnya,
yakni menghilangkan kesulitan (raf* al-harj).?®* Kebutuhan untuk
pengembangan fikih pada masa kini bersifat urgen dan
berkesinambungan. Hal ini secara umum dasari oleh berbagai
perubahan kondisi sosial kemasyarakatan yang melahirkan
beragam persoalan baru secara terus-menerus.®®? Secara historis,
sebelum Rasulullah SAW wafat, pondasi syariat telah ditegakkan
melalui ayat al-Qur’an, hadis dan prinsip-prinsip umum yang
berkenaan dengan keduanya. Selain itu, Rasulullah juga telah
mewariskan metode-metode yang bersifat umum, guna untuk
memahami ayat dan hadis, berupa cara men-tagyid-kan nas yang
mutlag, menjelaskan rnas yang mujmal, men-takhsis-kan nas yang
‘am dan me-nasakh-kan nas yang dirasa perlu.®®

Setelah Rasulullah wafat, ijtihad yang dilakukan oleh para
Sahabat bukanlah berupa pensyariatan hukum (zasyri‘), tetapi
dasarnya adalah berupa percabangan (zafri‘) dan penerapan (tatbiq)
dari apa yang telah ada ketetapannya pada masa Rasulullah. Perlu
diingat, Rasulullah tidak mewariskan fikih yang telah terkodifikasi
kepada Sahabat, namun hanya mewariskan kaidah-kaidah dan
prinsip-prinsip umum serta sebagian hukum yang tercantum di
dalam al-Qur’an dan hadis. Para Sahabat merasa hampir cukup
dengan warisan tersebut untuk menjawab berbagai persoalan jika
saja ekspansi Islam tidak meluas sampai keluar dari jazirah Arab.
Tetapi ketika wilayah kekuasaan Islam telah meluas akibat banyak
daerah yang berhasil ditaklukkan, para Sahabat menemukan
berbagai persoalan baru dan tradisi yang tidak dikenal sebelumnya

80\Wahbah al-Zuhaili, Tajdid al-Figh al-Islami, Cet. I, (Damaskus: Dar
al-Fikr, 2000), him. 127-128

892y isuf al-Qaradhawi, al-Ijtihad al-Mu ‘asir Baina al-Indibat wa al-
Infirat, (Kairo: Dar al-Tauzi‘ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), hlm. 8

63Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Figh al-Islami fi Thaubih a-Jadid, Jld. 1,
(Damaskus: Universitas Damaskus, 1961), him. 119
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di wilayah Hijaz. Pada saat itu, para Sahabat merasa perlu
mengatur hukum terhadap persoalan baru tersebut, menetapkan
kaidahnya dan menempatkannya dalam koridor yang selaras
dengan magasid al-syari‘ah. Di berbagai wilayah yang baru saja
berhasil ditaklukkan dan banyak masyarakatnya telah memeluk
Islam, para Sahabat melihat sebuah kebutuhan besar untuk
mengajarkan Islam kepada mereka dan menetapkan berbagai
hukum terkait amaliah, muamalah, hak kepemilikan dan sistem
politik agar perilaku mereka sesuai dengan syariat Islam.

Mengingat tradisi masyarakat tersebut berbeda dengan
tradisi Hijaz, para Sahabat mulai melakukan ijtihad agar ketetapan
yang dibuat dapat mengakomodir tradisi mereka dan sesuai dengan
ajaran Islam. Pada saat itu mulailah hidupnya gerakan keilmuan
dengan membuka ruang berpikir dan penalaran yang tetap menjaga
ruh syariat. Seiring dengan itu, aktifitas tentang fikih yang
sebelumnya diperankan oleh Sahabat berupa tafri‘ dan tatbig saja
mulai mengalami pengembangan kepada penalaran-penalaran
dengan tetap mengembalikannya kepada dasar-dasar dan prinsip-
prinsip yang telah diwariskan dari Rasulullah. ltulah masa dan
periode pertama fikih mengalami pengembangan. Faktor utama
yang memotivasi pengembangan fikih saat itu adalah kebutuhan
yang mendesak (al-kajat al-darariyyat). Demikian juga
pengembangan fikih pada periode berikutnya tidak terlepas dari
kebutuhan yang melatar-belakanginya.®%

Sebagaimana dimaklumi, perbedaan dan perubahan kondisi
masyarakat pada masa dilakukan pengembangan fikih oleh Sahabat
dan generasi berikutnya tidaklah terlalu kontras, tetapi masih
berada dalam tataran perbedaan tradisi dan cara hidup saja. Adapun
perbedaan dan perubahan masyarakat sekarang ini terjadi dengan
begitu kontras akibat kemajuan masa yang tidak mungkin untuk
dibendung. Jika pada masa terdahulu saja fikih telah mengalami

804Al-Zarqa, al-Figh al-Isiami..., him. 119-121
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pengembangan karena adanya kebutuhan maka pada sekarang
pengembangan itu lebih mendesak lagi untuk dilakukan mengingat
sistem kehidupan manusia sekarang yang telah menempatkan alam
semesta yang begitu besar seolah-olah menjadi sebuah daerah yang
kecil 8% Seandainya kebutuhan ini tidak ditanggapi serius oleh para
ahli fikih maka dikhawatirkan hukum Islam yang sifatnya relevan
sepanjang masa akan kehilangan perannya dalam mengatur
perilaku masyarakat. Jika hal itu terjadi, tujuan syariat untuk
membawa manusia berada di bawah kontrol hukum mungkin saja
tidak akan tercapai.

Secara lebih rinci, kebutuhan kepada pengembangan fikih
pada masa kini setidaknya didasari atas empat faktor. Pertama,
untuk mengisi kekosongan hukum pada persoalan baru karena
norma-norma yang terdapat dalam Kitab-kitab fikih klasik tidak
mengaturnya secara langsung, sedangkan kebutuhan masyarakat
kepada hukum pada persoalan tersebut sangat mendesak untuk
diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi, ilmu
pengetahuan dan teknologi sehingga perlu ada hukum yang
mengaturnya, terutama permasalahan-permasalahan yang belum
ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai
bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk
bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh
pemikiran baru yang disampaikan para ahli terkait hukum Islam itu
sendiri akibat dari kemajuan zaman 6%

Salah satu contoh kecil dari persoalan fikih yang telah
mendapat pengembangan pada masa kini adalah pemahaman
terhadap makna kata “al-naqd”®®’ (mata uang emas dan perak)

85y isuf al-Qaradhawi, al-fjtihdad al-Mu ‘asir. .., him. 8

86 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan Dari
Aspek Metodologis, legalisasi, dan Yurisprudensi, Ed. I, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2007), him. 153

807Secara bahasa, kata al-naqd diartikan dengan mata uang logam dan
pembayaran secara tunai. Dalam istilah fikih muamalah, al-naqd diartikan
dengan mata uang emas dan perak yang disahkan oleh pemerintah. Lihat al-
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yang disyaratkan sebagai modal dalam akad bagi hasil (girad).
Dalam fikih mazhab Syafi‘t khususnya, salah satu persyaratan harta
yang dijadikan sebagai modal usaha pada akad bagi hasil adalah
harus berupa mata uang emas dan perak. Literatur-literatur fikih
mazhab Syafi‘l, baik yang ditulis pada periode mutagaddimin,
periode pertengahan maupun periode muta’akhkhirin semuanya
menegaskan tidak sah akad bagi hasil jika modal usahanya bukan
berupa mata uang emas (dinar) dan perak (dirham).®® Dari
ketentuan tersebut muncul pertanyaan bagaimanakah status hukum
akad bagi hasil pada masa sekarang ini di mana alat tukar yang
dipakai dalam transaksi keuangan bukan lagi dinar dan dirham,
tetapi umumnya menggunakan uang kertas bahkan uang digital?.
Untuk menjawab pertanyaan di atas, rasanya perlu melihat
kepada sisi historis kapan berakhirnya penggunaan dirham dan
dinar sebagai alat transaksi di dunia Islam. Sejauh ini penulis
belum menemukan secara konkrit tahun berapa berakhirnya
penggunaan dirham dan dinar. Tetapi satu hal yang pasti bahwa
setelah perang dunia | tepatnya tahun 1914 M banyak negara telah
menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi.®® Seiring dengan
itu, penggunaan dirham dan dinar dalam dunia Islam pun mulai
dihentikan. Jikapun nama mata uang tersebut masih dipakai nama
yang lama tetapi bentuknya tetap kertas juga seperti dinar kuwait.
Setelah uang kertas disahkan oleh berbagai negara sebagai alat
tukar resmi, para ulama dari berbagai belahan dunia melakukan
kajian-kajian untuk mencari tau status hukum uang kertas dan
kedudukannya dalam muamalah. Hasil kajian tersebut sejauh

Marbawi, Qamiis Idris al-Marbawrt, JId. 11..., hlm. 339. Lihat juga Sulaiman al-
Bujairim1, Hasyiyah al-Bujairimi, J1d. 111..., hlm. 146

808Al-Riiyant, Bakr al-Madhhab, Jld. VII..., him. 75. Lihat juga al-
Rafi‘i, al-Mujarrar..., him. 222. Lihat juga al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj, Jid.
V..., hlm. 220-221

8%Ahmad ibn Salih ibn ‘Ali Bafadal, al-Awraq al-Nagdiyyah;
Hagiqatuha wa Hukmuha fi al-Figh al-Islami, Cet. 1, (San‘a’: Markaz ‘Ibadi,
2007), him. 53
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penelusuran penulis, mayoritas ulama menempatkan uang kertas
sebagai alat transaksi yang sah dengan alasan bahwa uang kertas
mempunyai posisi yang sejajar dengan uang dinar dan dirham
karena sama-sama sebagai alat tukar yang telah ditetapkan oleh
pemerintah masing-masing negara.%

Uang kertas memang mempunyai nilai intrinsik yang
rendah dibandingkan uang dinar dan perak. Artinya, jika
pemerintah membatalkan pemberlakuan suatu uang kertas dengan
cara menariknya dari pasaran maka uang itu tidak punya nilai sama
sekali. Hal ini berbeda dengan uang dinar dan perak, meskipun
dibatalkan pemberlakuannya, ia tetap memiliki nilai dari segi
intrinsik karena keduanya adalah emas dan perak. Tetapi nilai yang
dipandang pada uang kertas sehingga ditempatkan pada posisi emas
dan perak adalah nilai nominalnya. Nilai inilah yang dijadikan
pegangan oleh para pelaku pasar. Apalagi sebagian ulama
mengatakan bahwa kandungan nilai yang ada pada uang kertas
adalah nilai emas dan perak.5* Adapun metode yang dipakai para
ulama sehingga menghasilkan kesimpulan tersebut adalah
tawassu ‘, yaitu memperluas makna kata al-naqd yang sebelumnya
hanya berarti mata uang emas dan perak menjadi alat tukar resmi
yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mencakup uang dalam
bentuk lainnya. Pola penalaran hukum seperti ini jika terjadi pada
nas al-Qur‘an dan hadis disebut dengan istilah menggali sebuah
makna (“illat) pada sebuah nas yang dapat membuat nas itu sendiri
bersifat umum.

Adapun latar-belakang terjadinya perluasan makna kata al-
nagd pada kasus ini  tidak lain  adalah  untuk
mengkontekstualisasikan teks fikih yang disusun pada masa

610 Abd Allah ibn ‘Umar Bajummah al-‘Amidi, Kasyf al-Ghita ' Tamwih
al-Jawab al-Musarrah fih bi Hukm al-Naw bi Ghair al-Sawab, Cet. I, (Beirut:
Dar al-Minhaj, 2005), hlm. 108 dan 126. Lihat juga Muhammad ibn Ahmad al-
Syatiri, Syarh al-Yaqiit al-Nafis, J1d. 11, Cet. I, (Ttp: Dar al-Hawi, 1997), hlm. 30

BLAl-Tarmasi, Hasyiyah al-Tarmasi, J1d. V..., him. 209-210. Lihat juga
Bajummah al-‘Amudi, Kasyf al-Ghiza ..., him. 185
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lampau kepada masa kini dengan didasari oleh kebutuhan hukum
untuk masyarakat masa kini yang kondisinya berbeda dari kondisi
masyarakat pada saat teks fikih itu disusun. Dengan adanya
kesimpulan hukum tersebut maka lahirlah istilah baru terkait kata
al-naqd seperti istilah al-awragq al-nagdiyyah (kertas yang
dipandang sebagai al-naqgd). Selain melahirkan istilah baru, hukum
fikih yang Dberkaitan dengan al-nagd juga mengalami
perkembangan. Jika kitab fikih era sebelumnya, berkaitan dengan
modal usaha pada akad bagi hasil hanya membatasi arti al-naqd
pada mata uang dinar dan dirham saja, maka kitab yang ditulis oleh
ulama pada era kekinian telah menambah perkara lain sebagai
bagian dari arti al-naqd. Hal ini terlihat jelas dalam literatur fikih
mazhab Syafi‘T yang ditulis pada era kontemporer seperti kitab al-
Figh al-Manhaji ‘ala Madhhab al-Imam al-Syafi ©°*? dan al-Yagiit
al-Nafis fi Madhhab lbn Idris.5*3

Dengan adanya penegasan dalam dua literatur di atas
terjawab sudah pertanyaan mengenai legalitas akad bagi hasil pada
masa sekarang yang tidak lagi menggunakan mata uang dinar dan
dirham sebagai alat tukar. Kunci jawabannya adalah
pengembangan makna kata al-naqd melalui metode tawassu*
sehingga mencakup uang kertas yang umum dipakai sekarang ini.
Seandainya saja para ulama kontemporer tidak memandang penting
pengembangan makna di situ maka kebutuhan akan jawaban

12Dalam al-Figh al-Manhaji disebutkan:
cesd) Bl Oeally oal ST 35ad) e 00SG OF T tad briys (JUI 230 o3
Artinya: Bab akad girad, pembahasan yang ke-3 tentang modal usaha. Syarat
pertama, bahwa adalah modal usaha berupa nugiid seperti dirham dan mata uang
yang umum dipakai hari ini...Lihat Mustafa al-Khin dkk, al-Figh al-Manhajt. ..,
JId. VIL..., hlm. 75
813Dalam al-Yagqiit al-Nafis disebutkan:
Lt ol b ol sl of s 056 OF LAl b by s
Artinya: Syarat harta (modal usaha) akad girad bahwa ada ia berupa naqd,
artinya mata uang dirham, dinar atau lain dari keduanya...Lihat Ahmad ibn
‘Umar al-Syatiri, al-Yagqiit al-Nafis fi Madhhab Ibn Idris, JId. 11, Cet. I, (Ttp: Dar
al-Hawi, 1997), hlm. 162
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hukum terkait kasus tersebut akan mengalami stagnan. Situasi
tersebut kontra-produktif dengan apa yang terjadi pada fikih sejak
abad awal-awal Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa di era
sekarang ini, pengembangan fikih merupakan suatu kebutuhan
yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh para ahlinya dengan
tetap mengikuti aruran-aturan yang telah diwariskan oleh para
ulama terdahulu.

b. Prinsip al-taisir

Prinsip al-taisir sebenarnya merupakan manifestasi dari
prinsip menghilangkan kesukaran yang merupakan salah satu
prinsip dasar fikih. Namun dalam pengembangan fikih, prinsip ini
perlu dipertegas kembali guna memberikan solusi hukum kepada
sebagian masyarakat. Kenyataan dewasa ini ada sebagian hukum
fikih yang tidak lagi diamalkan atau sulit diamalkan oleh umat
Islam akibat dari pengaruh globalisasi budaya dan pengaruh situasi.
Pada satu sisi, umat Islam dituntut mengamalkan ajaran Islam,
tetapi pada sisi yang lain, umat Islam juga berinteraksi dengan
komunitas lain di luar Islam yang perilakunya jauh dari nilai-nilai
Islam, atau tidak berinteraksi seperti demikian, namun bentuk
kehidupan umat Islam sekarang jauh berbeda dari masa-masa
sebelumnya. Kenyataan tersebut kadang menggiring umat Islam
meninggalkan ketentuan hukum yang ada di dalam fikih, atau
paling tidak tetap mengamalkan hukum tersebut tetapi dalam
bentuk yang tidak lagi sempurna. Dalam kondisi seperti ini, para
ahli fikih harus mencarikan solusi hukum bagi umat Islam agar
umat Islam tetap berada dalam koridor hukum.

Selain mengupayakan konsep yang dapat mengakomodir
perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan ruh syari‘at,
ahli fikih juga diharuskan mencari pendapat alternatif dalam fikih
lama yang bisa mengakomodir legalitas amalan umat Islam agar
amalan umat ini diakui secara agama. Para ulama terdahulu telah
memberikan contoh bagaimana upaya memberikan solusi hukum
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kepada masyarakat ketika masyarakat mengalami perubahan,
termasuk perubahan dalam bentuk rendahnya moralitas beragama.
Solusi tersebut diberikan untuk membantu masyarakat keluar dari
jeratan dosa akibat tidak mengamalkan hukum yang telah
dimaklumi bersama dalam agama. Secara umum, solusi yang
diberikan adalah berupa kemudahan dalam pengamalan hukum.

Contoh nyata dari hal ini adalah pernyataan al-Syarwani,
penulis Hasyiyat Tubfat al-Muhtaj (w. 1301 H) saat mengomentari
pendapat ulama terdahulu yang menyatakan sahnya akad jual-beli
tanpa ijab-kabul (al-mu‘atah). Sebagaimana penulis jelaskan
sebelumnya bahwa pendapat kuat dalam mazhab Syafi‘l
mengatakan tidak sahnya akad jual-beli tanpa ijab-kabul. Namun
ada juga pendapat sebagian Syafi ‘iyyah yang menyatakan akad itu
sah. Dalam kaitan ini, al-Syarwani mengatakan “sepatutnya (pada
zaman ini) umat mengikuti pendapat yang menyatakan sah jual-beli
secara al-mu ‘atah agar mereka terlepas dari dosa, karena akad jual-
beli tanpa ijab-kabul sudah menjadi sesuatu yang sulit dihindari
saat ini, bahkan jika ada orang yang melakukan jual-beli secara
ijab-kabul maka akan dijadikan bahan tertawaan”.%* Pernyataan al-
Syarwani di atas merupakan salah satu solusi yang ditawarkan
kepada umat agar umat tidak bergelimang dalam dosa akibat tidak
lagi mengikuti ketentuan hukum yang telah dimaklumi dalam
mazhab. Sikap al-Syarwani merupakan bentuk pemberian
kemudahan dalam pengamalan hukum fikih akibat rendahnya sikap
beragama yang dipengaruhi oleh perubahan masa. Dengan
mengikuti pendapat yang ditawarkan olehnya, maka perilaku
masyarakat terkait jual-beli tersebut masih berada dalam naungan
hukum.

Sebelum al-Syarwani, al-Bajtrt (w. 1277 H) juga memiliki
sikap yang sama. Hal ini dibuktikan dengan komentarnya terkait
hukum laki-laki memandang wajah atau telapak tangan perempuan

814Al-Syarwani, Hasyiyat ‘ala Tubfat, JId. V..., him. 217
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yang bukan mahramnya. Pendapat kuat dalam mazhab Syafi‘l
menyatakan haram terhadap laki-laki memandang wajah atau
telapak tangan perempuan tersebut. Tetapi ada pendapat lain dari
sebagian Syafi ‘iyyah yang menyatakan kehalalannya. Terkait hal
ini, al-Bajirt menyatakan “pada zaman ini tidak masalah mengikuti
pendapat yang menghalakan perkara di atas karena kaum

perempuan saat ini sudah sering keluar ke jalan dan pasar”.5!®

Pernyataan al-Bajuri tersebut juga merupakan bentuk pemberian
kemudahan dalam pengamalan hukum fikih akibat rendahnya sikap
beragama masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan masa.

Demikian halnya juga dalam memberikan fatwa hukum.
Salah satu adab dalam berfatwa adalah disarankan terhadap mufti
agar memperhatikan orang yang meminta fatwa (mustafii).
Seandainya mustafit merupakan orang yang mengamalkan agama
secara kuat, sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian maka fatwa
yang diberikan harus bersifat ketat dengan tidak memberikan
kelonggaran. Tetapi jika mustafti merupakan orang yang lemah dan
rendah dalam pengamalan agama maka fatwa yang diberikan
haruslah bersifat longgar, karena fatwa yang ketat akan menggiring
mustafit ini kepada pengabaian hukum dan jatuh ke dalam dosa.
Pemberian fatwa secara longgar kepadanya bertujuan memberikan
kemudahan dan salah satu bentuk kasih-sayang agar ia tidak jatuh
ke dalam kesulitan yang dapat membawanya kepada dosa, bukan
bentuk meremehkan ajaran agama selama fatwa itu dimotivasi oleh
niat yang benar.®® Ulama mengatakan bahwa tidak boleh
membebani hukum kepada orang awam dalam bentuk yang ketat
seperti membebani orang yang berilmu karena tingkat pengamalan
hukum kepada keduanya tidak sama.5’

Perlu  diketahui,  memberikan = kemudahan  yang

815Al-Bajiir1, Ibrahim ibn Muhammad al-Misri, Hasyiyat al-Bajirt ‘ala
Syarh Ibn Qasim al-Ghazi, JId. 11, (Singapura-Jeddah: al-Haramain, tt), him. 97

b18Al-Saqaf, Fawaid al-Makkiyyah..., him. 44

817 Al-Samhiidi, al- Iqd al-Farid..., him. 99
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dimaksudkan di sini adalah memberikan alternatif pengamalan
hukum dalam bentuk yang lebih mudah sehingga mampu
dilaksanakan dalam kondisi apa saja, termasuk oleh orang yang
lemah dalam pengamalan agama sekalipun. Artinya, bentuk
pengamalan dasar sudah dipahami bersama, namun terkadang
menyulitkan sebagian orang dalam mengamalkannya. Kebetulan
pendapat ulama pada kasus hukum tersebut tidak bersifat mutlak,
tetapi terdapat pilihan-pilihan, lantas para ahli fikih memberikan
jawaban padanya dengan memperhatikan tingkat pengamalan
agama dari orang yang ditujukan hukum kepadanya dengan tujuan
agar hukum itu mampu diamalkan, lalu dipilinlah pendapat yang
agak longgar. Jadi memberikan kemudahan di sini bukanlah upaya
mencari-cari kemudahan dari setiap mazhab sesuai keinginannya
dalam setiap kasus hukum, yang diistilahkan dengan tatabu "
rukhkhas. Hal ini dilarang dalam agama karena dapat membawa
seseorang kepada melepaskan diri dari ikatan taklif.**®

Dalam melakukan pengembangan fikih pada masa Kini,
prinsip mendatangkan kemudahan dengan tujuan agar umat selalu
berada dalam koridor hukum harus benar-benar dijadikan pijakan
oleh setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut.
Perubahan kondisi sosial pada masa Kini terjadi begitu kontras
dibandingkan masa-masa sebelumnya. Perubahan itu terkadang
mengakibatkan kesulitan mengamalkan sebagian hukum yang telah
dirumuskan oleh ulama terdahulu dalam berbagai kitab dari lintas
mazhab. Dalam kondisi ini, para ahli fikih masa kini harus arif
dalam menyikapi situasi. Seandainya pada kasus tertentu
umpamanya didapatkan pendapat yang tidak populer dari para
ulama, namun tidak dikategorikan sebagai pendapat aneh (syadh),
maka tidak salah jika difatwakan demi membawa umat tetap berada
dalam kontrol hukum karena hal ini sesuai dengan salah satu aspek
yang ditekankan dalam konsep magqasid al-syari‘ah. Namun yang

®18]bn Qayyim al-Jauziyyah, | ‘lam al-Muwaqgi ‘@, J1d. IV..., him. 519.
Lihat juga Ibn Hajar al-Haytami, Tukfat al-Muhzaj, Jid. X..., him. 112
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perlu diperhatikan, jangan sampai dalam memberikan kemudahan
tersebut justeru terjebak ke dalam meremehkan ajaran agama, atau
memberikan kemudahan dengan dimotivasi oleh niat yang tidak
sesuai dengan ajaran agama.

c. Prinsip taghayyurat

Pada bagian sebelumnya telah penulis jelaskan sedikit
mengenai konsep perubahan hukum fikih, namun pada bagian ini
penulis ingin menegaskan bahwa konsep itu harus dijadikan
sebagai sebuah prinsip tersendiri dalam upaya pengembangan fikih.
Sebelumnya telah jelas bahwa perubahan hukum fikih yang bersifat
ijtihadiyyah dan dibangun atas pertimbangan kemaslahatan atau
kondisi sosial tertentu merupakan sebuah keniscayaan karena pada
hakikatnya perkara yang berubah di situ bukanlah hukumnya,
namun kemaslahatan, ruang, atau waktunya saja. Perlu ditegaskan
kembali bahwa perubahan itu tidak menyentuh hukum-hukum yang
bersifat gar‘7 atau yang dipandang sebagai hukum baku.®*® Di
samping itu, perubahan hukum fikih juga harus dilakukan oleh para
ahlinya sendiri agar hukum yang mengalami perubahan itu tidak
keluar dari ruh syari‘at Islam serta nilai yang dikandungnya. Selain
itu, perubahan hukum juga harus mengacu kepada konsep dasar
yang telah dibangun oleh para ulama terdahulu. Menurut Yasuf al-
Qaradawi, generasi mendatang tidak akan bisa membangun kecuali
di atas pondasi yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya.
Intinya, dalam melakukan perubahan itu perlu berpijak pada
perkara lama demi membangun perkara baru.52°

Terkait wacana perubahan hukum itu sendiri, dalam ranah
pemikiran fikih terdapat tiga aliran dengan cara pandang yang
saling kontradiksi. Pertama, aliran yang berpandangan bahwa
perubahan hukum boleh dilakukan selebar-lebarnya pada bidang

81%Mustafa Qalyabi, al-Irtiyad fi al-Takhrij..., him. 135. Lihat juga ‘Al
Ahmad al-Nadhawi, al-Qawa ‘id al-Fighiyyah..., hlm. 158
620y {isuf al-Qaradhawi, Faktor-Faktor Pengubah Fatwa..., hlm. 35-36
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muamalat, tidak pada bidang ibadat. Aliran ini dikepalai oleh Najm
al-Din al-Taff (w. 716 H). Menurut aliran ini, hukum-hukum itu
diturunkan untuk menguraikan perkara-perkara yang kusut pada
saat turunnya al-Qur’an. Manakala kekusutan itu telah hilang maka
hukum juga ikut hilang bersamanya, termasuk hukum terkait
hudiid. Hukum pada bidang muamalat juga dibangun atas
kemaslahatan, di mana kemaslahatan tersebut dapat membatasi
(takhsis) atau membatalkan nas dan ijma ‘. Cara pandang aliran ini
lebih radikal daripada cara pandang aliran muktazilah yang
mempertentangkan antara nas dan maslahat.%?*

Kedua, aliran yang berpandangan bahwa hukum tidak bisa
mengalami perubahan sama sekali. Aliran ini tidak membedakan
antara ibadat dan muamalat serta tidak melihat kepada penalaran
makna pada keduanya. Menurutnya, nas-nas syari‘at tidak
dibangun di atas ‘i/lat tertentu, karenanya, ruang penggalian ‘illat
tertutup rapat sehingga tidak ada peluang terjadinya perubahan
hukum akibat perubahan ‘i//at-nya. Di antara ulama yang menjadi
tokoh aliran ini adalah Ibn Hazm (w. 456 H). Berdasarkan cara
pandangnya, menurut aliran ini, perubahan masa, tempat dan tradisi
tidak punya pengaruh sama sekali untuk perubahan hukum, sebab
hukum yang telah ada bersifat baku dan berlaku sampai kiamat di
mana saja, kapan saja dan dalam kondisi apa saja. Sebagian peneliti
menyebutkan bahwa aliran ini juga radikal pada sisi yang berbeda
daripada aliran yang pertama.

Ketiga, aliran yang berdiri di tengah-tengah dari dua aliran
sebelumnya. Aliran ketiga ini berpandangan bahwa maslahat dan
nas syar‘1 pada hakikatnya tidak bertentangan, tetapi kedua unsur
ini dapat dijalankan secara bersamaan karena aliran ini memahami
maslahat dengan makna yang tidak keluar dari nas. Oleh
karenanya, hukum itu bisa saja berubah asalkan hukum itu bukan
merupakan sebuah prinsip pokok dalam agama dan tidak dibangun

621sma‘1l Kokasal, Taghayyur al-4hkam..., him. 49-50
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di atas dasar dalil yang tegas dan gar 7. Artinya, jika hukum itu
didasarkan kepada maslahat atau kondisi sosial tertentu maka bisa
saja berubah di saat maslahat atau kondisi sosialnya telah berbeda.
Aliran ini merupakan aliran mayoritas ulama yang terdiri dari
imam mazhab empat dan para pengikutnya. Dari tiga aliran
mengenai perkara potensi perubahan hukum fikih, aliran yang
ketiga inilah yang menjadi aliran moderat karena mampu
memadukan antara maslahat dan nas syarl dengan tidak
mempertentangkan keduanya.?2

Dari aliran yang moderat inilah selanjutnya lahir berbagai
rumusan dan konsep yang komprehensif terkait perubahan hukum.
Dalam kaitan ini, al-Qarafi (w. 684 H) menjelaskan bahwa hukum-
hukum yang dibangun dengan mempertimbangkan tradisi tertentu
akan berubah seiring perubahan tradisi tersebut. Oleh karenanya,
memberlakukan hukum yang berdasarkan tradisi lama ketika telah
muncul tradisi baru dalam masyarakat tertentu dipandang sebagai
perbuatan yang melanggar ijma‘ dan berupa sikap ketidak-tahuan
dalam bidang agama. Menurutnya, melakukan perubahan hukum
bukanlah memperbaharui ijtihad yang membutuhkan persyaratan
yang ketat sedemikian rupa, tetapi perubahan itu merupakan sebuah
kaidah yang dibentuk dan disepakati oleh para ulama terdahulu,
sementara Kkita pada masa sekarang pada hakikatnya hanya
mengikuti apa yang telah digagas ulama, bukan melakukan ijtihad
ulang. Oleh karena itu, perubahan itu boleh dilakukan oleh ulama
yang merupakan penganut mazhab tertentu (mugalid) selama ia
memiliki kapasitas terhadapnya.?3

Selain itu, tradisi masyarakat yang berada pada sebuah
daerah bisa berbeda dengan tradisi masyarakat di daerah lainnya,
apalagi jika antar daerah saling berjauhan. Para mufti di setiap

622Isma‘1l Kokasal, Taghayyur al-4hkam..., him. 50-53

62 Al-Qarafi, Syihab al-Din Abii al-‘Abbas Ahmad ibn Idris al-Misri al-
Maliki, al-lhkam fi Tamyiz a-Fatawa ‘an al-Ahkam wa Tasarrufat al-Qadr wa
al-Imam, Cet. 11, (Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, 1995), him. 218-219
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masa yang jauh dari masa sebelumnya perlu meneliti apakah tradisi
lama masih berlangsung dalam masyarakatnya ataupun tidak. Jika
tradisi lama masih didapati maka mufti wajib memberikan fatwa
yang didasarkan pada tradisi lama. Seandainya tradisi lama tidak
didapati lagi atau tidak berlaku lagi, seorang mufti tidak boleh
memfatwakan hukum yang berdasarkan tradisi lama. Inilah
ketentuan dan kaidah yang berlaku pada semua hukum yang
dibangun dengan pertimbangan tradisi masyarakat tertentu.
Menurut al-Qarafi, kaidah ini kadang terabaikan begitu saja di
kalangan Fugaha’.

Dalam kenyataannya, sebagian Fugaha’ menemukan pada
kasus hukum tertentu telah ditetapkan ketentuan hukumnya oleh
ulama terdahulu. Ketentuan itu didasarkan pada tradisi yang ada
pada masa terdahulu. Selanjutnya muncul ulama muta’akhkhirin,
yang langsung memfatwakan hukum tersebut, padahal pada saat itu
tradisi yang menjadi pertimbangan ketika hukum itu dibentuk
sudah tidak didapati lagi. Apa vyang dilakukan ulama
muta ‘akhkhirin terkait hal ini adalah sebuah kekeliruan yang
melanggar ijma‘.%?* Dari uraian ini dapat dipahami bahwa jika
sebuah hukum dibangun dengan melihat kepada tradisi dan kondisi
sosial masyarakat pada masa atau daerah tertentu maka dapat
mengalami perubahan disebabkan perbedaan masa dan daerah.
Perubahan itu pada hakikatnya bukan membatalkan hukum lama,
tetapi lebih kepada melestarikan kaidah yang disepakati ulama.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, perubahan hukum fikih tidak
hanya disebabkan oleh perubahan ruang dan waktu saja, tetapi
hukum fikih juga dapat berubah karena perubahan pengetahuan
syar ‘7, perubahan pengetahuan non-syar‘, perubahan kebutuhan
manusia, perubahan kemampuan manusia, perubahan politik, dan
perubahan pemikiran.®?® Berkaitan dengan perubahan pengetahuan

624Al-Qarafi, Syihab al-Din Abii al-‘Abbas Ahmad ibn Idris al-Misri al-
Maliki, al-Furig, J1d. 111, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, tt), him. 162
625y {isuf al-Qaradhawi, Faktor-Faktor Pengubah Fatwa..., him. 12
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syar 7, al-Qaradhawi menjelaskan bahwa kadang-kadang seorang
ahli fikih membangun sebuah hukum atau fatwanya berdasarkan
dalil tertentu, seperti sebuah hadis. Namun kemudian ia
mendapatkan bahwa hadis tersebut daif, lantas akhirnya ia
mengubah fatwanya yang terdahulu, atau bisa juga terjadi
sebaliknya. Al-Qaradhawi mengemukakan contoh perubahan
hukum pada bagian ini dengan perubahan fatwa al-Syafi‘i dari
gawl qadim ke gawl jadid, di mana al-Syafi‘T ketika menetap di
Mesir menemukan hal-hal baru yang belum pernah ditemukan
sebelumnya di Irak dan di Hijaz, di antaranya adalah hadis-hadis
sahih yang dinukil dari murid-murid Imam al-Laits ibn Sa’ad (w.
175 H).%%6 Uraian ini memberikan pemahaman bahwa terdapat
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sebuah
hukum tertentu.

Pada era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan
sekarang ini, para ahli fikih tidak boleh mengabaikan kesepakatan
ulama di atas dalam memberikan fatwa hukum. Hukum-hukum
yang telah dibukukan dalam berbagai Kkitab rurath perlu diteliti
mana di antaranya yang dibangun dengan pertimbangan tradisi atau
kemaslahatan tertentu. Jika ditemukan bahwa tradisi atau
kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan itu tidak ada lagi
maka hukum itu bisa saja memiliki potensi untuk berubah. Hanya
saja perkara ini perlu dilakukan secara hati-hati dan penelitian yang
matang oleh ulama yang mempunyai kapasitas meskipun ia
mempunyai status mugallid. Lebih dari itu, dalam melakukan
pengembangan fikih dewasa ini, konsep perubahan hukum dengan
batasan-batasan yang ada di dalamnya harus dijadikan sebagai
sebuah prinsip. Jika tidak menjadikannya sebagai sebuah prinsip
maka akan menemukan kesulitan besar dalam mengembangkan
fikih.

626 Al-Qaradhawi, Faktor-Faktor Pengubah Fatwa..., hlm. 94-95
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d. Prinsip al-nazr fi al-ma’alat

Al-nazr fi al-ma’alat adalah mempertimbangkan akibat dan
efek yang muncul dari sebuah hasil penalaran hukum. Pada
dasarnya, dalam ranah ijtihad dan fatwa, seorang mujtahid dan
mufti, tugasnya bukan hanya berijtihad dan berfatwa, tetapi juga
harus mempunyai perkiraan dan pandangan ke depan atau memiliki
jangkauan tentang akibat yang muncul dari hasil ijtihad dan fatwa.
Seorang mujtahid dan mufti tidak boleh langsung menyampaikan
hasil ijtihad dan fatwanya sebelum memperkirakan akibat yang
muncul darinya. Sebuah hukum yang dipandang mengandung
maslahat atau menolak mafsadat, ketika disampaikan langsung
kepada umat bisa saja menimbulkan akibat seperti yang
diharapkan, yakni munculnya maslahat umat pada yang
mengandung maslahat dan dapat tertolaknya mafsadat pada yang
mengandung sisi menolak mafsadat. Tetapi bisa juga akibat yang
muncul dari itu adalah sebaliknya. Jika mujtahid dan mufti
memperkirakan akibat yang muncul di situ adalah kebalikan dari
yang diharapakan maka keduanya harus menahan diri dari
penyampaian hukum itu secara lepas (muthlag). Hal ini
dikarenakan hukum itu merupakan sarana yang bertujuan mencapai
maslahat dan menolak mafsadat.%?” Jika dalam penyampaian
hukum justeru menghilangkan tujuan hakikinya maka akan menjadi
hukum yang hampa dari tujuan.

Di samping itu, perlu diperhatikan juga agar hukum yang
dihasilkan dan difatwakan tidak menimbulkan kontroversi dan
kegaduhan di tengah-tengah umat. Jika dalam perkiraannya bahwa
penyampaian sebuah hukum dapat melahirkan kegaduhan dan
ketidak-stabilan umat, maka mujtahid dan mufti juga perlu
menahan diri dari penyampaiannya. Islam mengajarkan bahwa

627Ahmad al-Raisiini, Nazariyyat al-Magqdasid ‘Inda al-Imam al-Syatibi,
Cet. IV, (Herndon Virginia: Ma‘had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), him.
381-382. Lihat juga Khalll Mahmud, Athr al-Zurif fi Taghyyur al-Ahkam...,
him. 178-179
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dalam melakukan sesuatu yang dibenarkan perlu memperkirakan
akibat negatif yang muncul darinya. Dalam al-Qur’an, surat al-
An‘am ayat 108 melarang umat Islam mencaci maki Tuhan yang
disembah oleh orang Kafir.?® Menurut Ibn Kathir, ayat tersebut
melarang Nabi dan umat Islam mencaci maki Tuhan yang
disembah oleh orang musyrik, meskipun terdapat kemaslahatan
ketika mencaci makinya, tetapi perbuatan itu dapat menimbulkan
mafsadat yang lebih besar, yaitu orang musyrik akan mencaci maki
Allah SWT.5® Al-Qurtubi menjelaskan bahwa cacian orang
mukmin terhadap Tuhan orang kafir akan menyebabkan orang kafir
semakin menjauhi Islam.®%

Selain ayat, terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar
bagi permasalahan di atas. Di antaranya adalah hadis Jabir tentang
Rasulullah yang tidak mau menuruti saran para Sahabat untuk
membunuh orang munafik,%¥ dan hadis ‘Aisyah mengenai

628 Ayatnya adalah:
(108 :pls¥1). e ny oo  lsend 1 095 0 Osey ol 150 Y
Artinya: dan janganlah kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain
Allah, karena mereka akan mencaci maki Allah dalam keadaan memusuhi kamu
dengan tanpa ilmu... (Q.S. al-4n ‘am: 108)
629Tbn Kathir, Abt al-Fida’ Isma‘il ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, Jid. 1,
(Mekkah: Maktabah al-Tijariyyah, 1986), him. 164-165
830A[-Qurtubi, Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari, al-
Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Jid. VI, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964),
him. 60
®31Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa dalam peperangan Bani
Musraliq terjadi sedikit insiden di antara Sahabat kelompok Muhajirin dan Ansar
sampai akhirnya ‘Abd Allah ibn Ubay mengeluarkan pernyataan yang dipandang
mempengaruhi semangat sebagian para pejuang untuk melanjutkan peperangan.
Ketika itu ‘Umar ibn al-Khatab meminta persetujuan Rasulullah  untuk
memenggal kepala ‘Abd Allah ibn Ubay karena diketahui ia sebagai seorang
yang munafik. Lantas Rasulullah menjawab :
(s "LU)"""?L’WT ey s of A sy Y oaes
Artinya: Biarkan saja dia agar manusia tidak menuduh Muhammad telah
membunuh Sahabatnya...(H.R. al-Bukhari). Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath
al-Barri, JId. VIIL..., hlm. 648-650
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keengganan Rasulullah merubah pondasi ka‘bah.®®® Hadis Jabir
mengandung makna bahwa Rasulullah meninggalkan sebuah
perbuatan yang seharusnya dilakukan demi menjaga agar tidak
menimbukan akibat yang negatif dan tidak menimbulkan
kegaduhan di dalam internal umat. Adapun hadis ‘Aisyah
dikomentari oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani dengan mengutip
pernyataan Ibn al-Munir bahwasanya hadis tersebut mengandung
beberapa faedah, yaitu: 1) Meninggakan perbuatan yang sunat
karena perbuatan itu tidak mampu dipahami oleh manusia. 2)
Seorang  pemimpin  menghindari  perbuatan yang dapat
menimbulkan penolakan dari masyarakat atau perbuatan yang
dapat merugikan mereka, baik kerugian di dunia maupun akhirat.
3) Kewajiban terhadap seorang pemimpin meninggalkan perbuatan
yang tidak wajib dikerjakan demi merangkul dan menenangkan hati
masyarakat. 4) Memprioritaskan urusan yang lebih penting, baik itu
mendatangkan kemaslahatan maupun menolak kerusakan. 5) Lebih
mementingkan menolak kerusakan daripada mendatangkan
kemaslahatan jika keduanya saling bertentangan. 6) Jika mafsadat
telah hilang maka aspek maslahat dapat kembali dijalankan. 7)
Cara seseorang berkomunikasi dengan keluarganya terkait

82Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ‘Aisyah bertanya pada
Rasulullah apakah hijr Tsmail termasuk bagian dari ka‘bah ?, lantas Rasulullah
menjawab ya. ‘Aisyah menanyakan lagi, kalau begitu mengapa bangunan hijr
berada di luar bangunan ka‘bah?, Rasulullah menjawab bahwa masyarakat
Quraisy tidak punya biaya ketika itu. ‘Aisyah menanyakan lagi mengapa pintu
ka‘bah begitu tinggi dari lantai mesjid?, Rasulullah menjawab agar mereka
mudah dalam menyeleksi siapa yang patut diberikan izin memasukinya dan siapa
yang patut dilarang. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya dengan
mengatakan:
o) 2oVl wb gall Ofs g bt el Of sl S of Sl sl paigs ot O Y
(=l
Artinya: Seandainya masyarakatmu tidak dekat dengan masa Jahiliyah dan saya
tidak merasa khawatir perbuatan saya ditolak oleh hati mereka, maka saya akan
memasukkan hijr Ismail ke dalam banguna ka‘bah dan menurunkan pintu ka‘bah
sejajar dengan lantai mesjid (H.R. al-Bukhari). Lihat Ibn Hajar al-°Asqalani,
Fath al-Barrt, JId. 111..., him. 439
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permasalahan umat. 8) Bentuk ketaatan Sahabat kepada Nabi.®3

Ayat dan hadis di atas memberikan pemahaman bahwa
sesuatu yang baik untuk dikerjakan atau disampaikan kepada umat,
jika dalam melakukan atau menyampaikannya dapat menimbulkan
akibat yang tidak baik maka seharusnya tidak dikerjakan, bahkan
kadang wajib ditinggalkan. Hal ini terlihat cukup jelas dari analisis
Ibn al-Munir yang dikutip oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani terkait hadis
‘Aisyah di atas. Berdasarkan uraian tersebut, menyampaikan hasil
ijtihad dan fatwa, jika saja tidak memunculkan permasalahan yang
tidak baik maka hal itu wajib dilakukan. Tetapi jika menimbulkan
permasalahan yang tidak baik, menimbulkan penolakan dari umat
karena mereka tidak mampu memahaminya, atau melahirkan
kegaduhan di tengah-tengah umat maka sebaiknya penyampaian itu
ditunda dulu sampai umat bisa memahaminya, bahkan kadang
wajib menahan diri dari menyampaikannya.

Berkaitan dengan pengembangan fikih, dengan melihat
kepada realiatas masyarakat yang semakin dinamis dan
berkembang, sementara fikih yang telah dirumuskan ulama
terdahulu sulit menampung semua permasalahan kekinian, maka
sudah seharusnya fikih untuk masa sekarang dikembangkan agar
dapat mengakomodir berbagai permasalahan kekinian. Dalam
melakukan pengembangan fikih terkadang dapat melahirkan
perubahan-perubahan dari fikih sebelumnya jika objek kajiannya
merupakan permasalahan yang berpotensi mengalami perubahan.
Dalam hal ini, para ahli fikih masa sekarang harus
mempertimbangkan dan memperkirakan akibat yang muncul dari
setiap konsep dan persoalan yang dikembangkan. Para ahli fikih
harus jeli dan teliti dalam melahirkan persoalan baru. Seandainya
konsep baru atau hukum baru yang ditemukan dapat menimbulkan
kegaduhan dalam internal umat maka ahli fikih harus mampu
menahan diri sampai umat dapat memahaminya.

®331bn Hajar al-Asqalani, Fatk al-Barri, J1d. 111..., him. 448
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Jika temuan baru yang ingin disampaikan dapat melahirkan
kontroversi, sebaiknya jangan disampaikan dulu di dalam ruang
publik, tetapi penyampaiannya harus diakukan secara bertahap
dengan memilih audien yang bisa memahaminya, apalagi jika
perkara yang disampaikan merupakan sebuah perubahan besar dari
apa yang telah dipahami oleh umat. Tujuan dari hukum itu adalah
membawa masyarakat ke dalam Kkoridornya sehingga setiap
perilaku masyarakat selalu berada di dalam naungan hukum. Tetapi
jika menyampaikan sesuatu yang sulit dipahami oleh masyarakat
secara umum, dikhawatirkan hal yang akan terjadi adalah
penolakan masyarakat terhadap hukum. Lebih dari itu, ahli hukum
tertentu yang menyampaikan sesuatu yang dipandang kontroversi
tidak mustahil divonis sebagai orang yang telah menyimpang dari
pemahaman yang lurus. Oleh karena itu, sikap bijak,
mempertimbangkan kearifan lokal dan melihat kondisi umat
sangat diperlukan dalam perkara ini, sebagaimana yang telah
dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis di atas.

Menahan diri dari menyampaikan sebuah cara pandang
baru yang dikhawatirkan berdampak negatif bukan berarti
menyerah kepada sebuah situasi yang tidak patut dipertahankan.
Tetapi hal itu lebih menunjukkan kematangan dan kebijaksanaan
seseorang, apalagi orang yang dipandang profesional dalam
bidangnya. Perlu diketahui bahwa puncak dari kedalaman ilmu
seseorang adalah lahirnya sikap bijaksana. Di samping itu, dalam
menyampaikan sebuah hukum atau fatwa juga diikat dengan etika
tersendiri. Oleh karena itu, agar etika itu dapat mewarnai sikap dan
tindakan seseorang sebagaimana mestinya, seseorang ahli hukum
juga harus bijak. Selanjutnya sikap bijak harus menjadi sebuah
karakter supaya dapat diterapkan secara konsisten. Agar hal ini
dapat terwujud secara nyata, maka dalam pengembangan fikih
masa sekarang, memperkirakan akibat negatif dari sebuah temuan
baru atau perubahan harus dijadikan sebagai sebuah prinsip
tersendiri agar tujuan hukum dapat tercapai seperti diharapkan.
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4.2. Relevansi Ikhtiyarat al-Nawawi dengan Pengembangan Fikih

Kata “relevansi” berasal dari kata “relevan”. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, kata “relevan” artinya kait mengait,
bersangkut paut, atau berguna secara langsung.®3* Penggunaan kata
relevansi di sini dimaksudkan untuk mencari sangkut paut dan
berguna langsung antara munculnya pendapat ZkAtiyarat al-Nawawi
dengan wacana pengembangan fikih masa Kini. Sebagaimana
diketahui, kelahiran pendapat Ikhtiyarat al-Nawawi merupakan
sebuah fakta ilmiah yang menarik dikaji dan dianalisis dari
berbagai sudut pandang. Pada sisi keberadaanya sebagai bagian
dari dinamika fikih, pendapat /kAtiyarat al-Nawawi telah membawa
pengaruh besar dalam perubahan peta pemikiran mazhab Syafi‘T,
khususnya pada periode Muta akhkhirin Syafi ‘iyyah. Pada sisi yang
lain, munculnya Ikhtiyarat al-Nawaw1 juga dapat menjadi sebuah
peristiwa ilmiah yang memiliki relevansi yang begitu erat dengan
wacana pengembangan fikih masa kini. Hal ini dikarenakan
munculnya [lkhtiyarat al-Nawawi mengandung beberapa makna
yang dapat dihubungkan dengan pengembangan yang dimaksud, di
mana makna tersebut dapat dijadikan sebagai prinsip dalam
pengembangan fikih masa kini dan sebagai sebuah jembatan yang
menghubungkan antara fakta ilmiah pada masa lalu dengan wacana
ilmiah masa sekarang ini. Secara lebih konkrit, berikut ini
penjelasan mengenai sisi relevansi tersebut.

4.2.1. Membuka Ruang Bagi Pemahaman Baru Dalam Fikih
Sebagai ulama pengikut al-Syafi‘i, secara garis besar al-
Nawaw1 tetap berpijak pada metode yang telah dirumuskan oleh
al-Syafi‘t dalam setiap upaya penalaran hukum. Tetapi kondisi
tersebut tidak lantas membuat al-Nawawi menjadi kaku dan selalu
terkungkung dalam koridor fatwa yang telah disampaikan oleh al-

834Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), him. 830
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Syafi‘t. Hal ini dibuktikan dengan kelahiran sejumlah pendapat
Ikhtiyarat-nya yang berbeda dengan temuan al-Syafi‘t. Jika
menemukan dalil atau cara pandang yang dinilainya lebih kuat, al-
Nawaw1 tidak merasa segan melahirkan temuan barunya meskipun
harus berbeda dengan al-Syafi‘T atau mayoritas ulama Syafi ‘iyyah.
Sikap al-Nawaw1 dalam hal ini menunjukkan bahwa perspektif-
perspektif pemikiran fikih selalu terbuka bagi mereka yang
memiliki kapasitas ijtihad meskipun dalam koridor yang terbatas.
Sikap tersebut juga mengisyaratkan bahwa para ulama pengikut
mazhab tertentu pada hakikatnya tidak memiliki fanatisme dalam
bermazhab.

Fanatisme adalah paham atau perilaku yang menunjukkan
ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Seseorang yang
fanatik memiliki standar yang ketat dalam pola pikirnya dan
cenderung tidak mau mendengarkan opini maupun ide yang
dianggapnya bertentangan.5®® Dalam bahasa Arab, kata yang
dipakai untuk menunjukkan makna fanatisme adalah al-ta ‘assub
(w2x).9%¢ Dalam pembicaraan ulama, pada dasarnya kata al-

ta‘assub kadang-kadang dipakai pada arti yang positif yaitu
kecenderungan yang kuat dalam membela kebenaran, dan kadang-
kadang dipakai pada arti yang negatif yaitu kecenderungan yang
kuat dalam membela sebuah kekeliruan. Kecenderungan kuat
dalam membela kebenaran merupakan sesuatu yang terpuji dalam
agama, sementara kecenderungan yang kuat dalam membela
sebuah kekeliruan merupakan perkara yang tercela dalam agama.®’
Meskipun dipakai pada dua arti secara bergantian, namun kata al-
ta ‘assub tersebut lebih sering dipakai pada arti yang negatif.® Arti
inilah yang penulis maksudkan dengan fanatisme pada bagian ini.

835https://id.m.wikipedia.org. Diakses pada 31 Desember 2021

838 Ahmad Warson, al-Munawwir; Kamus. .., hlm. 935

837K halid Kabir ‘Allal, al-Ta ‘assub al-Madhhabi fi al-Tarikh al-Islami,
(Aljazair: Dar al-Muhtasib, 2008), him. 2

638 Abd al-Fattah, al-Tamadhhub..., him. 168-169
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Dengan demikian, fanatisme di sini adalah kecederungan yang kuat
dalam membela sesuatu yang keliru atau membela sesuatu dengan
tidak membedakan lagi sisi kebenaran dan kekeliruannya.
Bermazhab adalah mengikuti pendapat seseorang mujtahid,
baik pada fatwa hukum maupun pada metode penemuannya.
Pengertian tersebut melahirkan makna bahwa bermazhab bukan
hanya mengikuti seseorang mujtahid pada hukum yang telah
dihasilkan, tetapi mengikuti metode penemuan hukum yang
digagas olehnya juga disebut bermazhab. Dalam agama, kewajiban
terhadap orang yang tidak memiliki kapasitas ijtihad adalah
mengikuti ulama yang mampu melakukannya. Dengan demikian,
bermazhab pada hakikatnya adalah mengikuti perintah agama.
Uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa pada hakikatnya
bermazhab bukanlah merupakan bentuk fanatisme, namun
demikian, fanatisme itu bisa lahir dari sikap seseorang yang
bermazhab jika ia bermazhab secara tidak benar. Fanatisme
merupakan sesuatu yang dilarang agama. Menurut Ibn Hajar al-
Haytami, fanatisme mazhab adalah salah satu peluang besar bagi
setan untuk menggiring pengikut mazhab ke dalam jurang dosa.%%
Adapun kriteria lurus-tidaknya seseorang dalam cara
bermazhab adalah terletak pada bagaimana ia meyakini kebenaran
mazhab yang diikutinya serta bagaimana menilai kebenaran
mazhab lainnya. Terkait hal ini, para ulama memberikan
pernyataan dari sudut pandang masing-masing. Ibn ‘Abidin (w.
1252 H) mengutip pendapat Fakhr al-Islam yang mengatakan
bahwa “kecenderungan yang kuat dalam bermazhab merupakan
sebuah  kewajiban, sedangkan fanatisme itu dilarang.
Kecenderungan yang kuat adalah mengamalkan dengan mazhab
serta menilainya sebuah kebenaran, sementara fanatisme adalah
menyalahkan serta merendahkan mazhab yang lain. Fanatisme
tidak dibolehkan karena semua imam mazhab senantiasa mencari

831bn Hajar al-Haytami, Syihab al-Din Ahmad, al-Zawdjir ‘an Iqtiraf
al-Kaba'ir, JId. 1, Cet. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2013), him. 142
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kebenaran dan mereka berada di atasnya”.%4 Hal yang sama juga
diutarakan oleh Ibn Taimiyyah (w. 728 H) saat menjelaskan
larangan fanatisme mazhab dengan mengatakan bahwa ‘“dalam
permasalahan khilafiah, setiap imam mazhab mengakui pendapat
imam mazhab lainnya, karenanya pengikut al-Syafi‘i tidak boleh
menyangkal pengikut Malik, dan pengikut Ahmad tidak boleh
menyangkal pengikut al-Syafi‘1.54!

Sedangkan Ibn ‘Abd al-Salam menjelaskan bahwa “di
antara keheranan dari perkara yang mengherankan adalah para ahli
fikih yang bertaklid dan mengetahui kelemahan sumber pijakan
imamnya dengan ukuran tidak ada yang mendukungnya, tetapi
pada kasus tersebut mereka masih mengikuti imamnya dan
meninggalkan al-Qur’an, Sunnah, dan Qiyas yang kuat dalam
mazhabnya akibat kaku dalam bertaklid. Lebih dari itu, mereka
juga berupaya menolak makna tekstual al-Qur’an dan Sunnah serta
mengalihkan makna keduanya kepada makna yang jauh dari
kehendak teks dan makna yang rusak hanya karena
memperjuangkan pendapat imamnya. Kami melihat mereka
berkumpul dalam majlis-majlis. Apabila disampaikan kepada
mereka tentang khilaf apa saja yang mereka pahami, rasa
kekaguman yang luar biasa terhadap pendapat imamnya langsung
hinggap pada mereka, bukannya mereka melihat kepada dalil.
Ketika itu, seolah-olah kebenaran hanya terletak pada mazhab
imam mereka saja, di mana kekaguman mereka melebihi daripada
kekaguman pada mazhab lainnya” %42

Pernyataan tiga ulama di atas memberikan pemahaman
bahwa cara bermazhab yang tidak baik dan tergolong kepada

40lbn ‘Abidin, Muhammad Amin Afandi, al-‘Ugiid al-Durriyyah fi
Tangih al-Fatawa al-Hamidiyyah, JId. 11, (New York: Columbia University, tt),
hm. 333

®1lbn Taimiyyah, Syihab al-Din ‘Abd al-Halim ibn Majd al-Din al-
Harani, Majmi‘ Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad ibn Taimiyyah, Jid. XX,
(Madinah: Maktabah al-Malik Fahd, 2004), hIm. 292-293

542|bn “ Abd al-Salam, Qawad ‘id al-Ahkam, J1d. 11..., him. 104
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fanatisme adalah jika meyakini kebenaran hanya terletak pada
pandangan imam yang diikutinya, memandang salah pandangan
imam yang lain serta merendahkannya dan selalu berupaya
mencari-cari pembenaran terhadap pandangan imamnya yang
nampak lemah serta tetap mengikutinya. Inilah bentuk fanatisme
mazhab yang dilarang agama. Adapun jika mengikat diri pada
mazhab tertentu karena dipandangnya lebih kuat atau karena alasan
lainnya, tetapi dengan tetap menghormati mazhab yang lain, serta
memandang kebenaran imamnya bersifat relatif maka perkara ini
tidak dilarang. Bahkan perkara inilah yang wajib dilakukan jika
seseorang tidak mempunyai kapasitas ijtihad dengan berbagali
tingkatannya. Intinya, kesetiaan pada mazhab tidak dipandang
fanatisme mazhab jika kesetiaan itu diterapkan secara adil dan
proporsional, sebab fanatisme mazhab memiliki kriteria tersendiri.
Fakta sejarah menunjukkan bahwa memang pernah terjadi
fanatisme yang mewarnai perjalanan mazhab fikih, bahkan sampai
pada batas yang dapat mengoyak persatuan umat ketika itu, tetapi
hal itu merupakan kejadian langka yang tidak dapat digeneralisir
bahwasanya bermazhab itu identik dengan fanatisme.®*® Buktinya
para imam mazhab saling mengormati dalam perbedaan pendapat.
Selain itu, para ulama pengikut mazhab pun banyak sekali
melahirkan pandangan yang berbeda dari imamnya jika menilai
pandangan imam mengandung kelemahan-kelemahan tertentu.
Salah satu contohnya adalah para ulama yang mugallid tersebut
melahirkan pendapat pilihan yang dikenal dengan istilah /khtiyarat.
Pendapat 7khtiyarat bukan hanya berbeda dari pandangan imam
mazhabnya, kadang bahkan berbeda dari komunitas mazhabnya.
Fakta ini menunjukkan bahwa dalam bermazhab, para ulama yang
mugallid ini tidak mempunyai sikap fanatisme mazhab.%** Selain

643 Abd al-Fattah, al-Tamadhhub...., hlm. 170

64Rami ibn Muhammad Jabrin Salhab, Insdf al-Fugaha i al-
Mukhalifin, Fusil wa Mawagqif aw Ibtal al-Tahwilat fi Da ‘wa al-Ta ‘assub al-
Fighiyyat, Cet. I, (Beirut: Dar all-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013), hlm. 175
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melahirkan Ikhtiyarat, para ulama muqallid juga sering berfatwa
dengan mazhab lain,% dan tidak melarang umat Islam berpindah
mazhab.®*® Kenyataan itu menunjukkan bahwa pemikiran
mainstream yang dibangun oleh mereka adalah membuang sikap
fanatik dalam bermazhab.

Kembali pada Ikhtiyarat al-Nawawi. Sebagai salah seorang
ulama yang setia pada mazhab Syafi‘il, secara umum al-Nawaw1
selalu mengikuti apa yang telah diwariskan oleh al-Syafi‘i. Tetapi
dalam mengikutinya, al-Nawawi membuang jauh sikap fanatisme
mazhab dan berupaya membuka ruang bagi perspektif-perspektif
pemikiran fikih. Jika melihat sisi kelemahan pada sebuah
permasalahan yang telah fatwakan oleh al-Syafi‘i serta telah dianut
secara umum oleh pengikut mazhab, al-Nawaw1i tidak merasa segan
mengeluarkan pandangan yang berbeda dari mayoritas ulama
mazhabnya jika ia punya pertimbangan lain yang menurutnya lebih
kuat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam wilayah
permasalahan ijtihadiyyah merupakan sesuatu yang relatif (zanni).
Atas dasar itulah sikap fanatisme mazhab dapat terkikis dengan
mudah dan ruang perbedaan pendapat yang proporsional dapat
terbuka secara lebar dan terukur.

Pada satu sisi, al-Nawawi tetap fair dan menghormati
pendapat mayoritas ulama mazhabnya, buktinya, setiap
menyampaikan pendapat /khtiyarat-nya, ia selalu menyebutkan
pendapat kuat dari segi mazhab pada permasalahan itu dengan
sebutan “pendapat yang masyhur dalam mazhab” atau “pendapat
yang ma‘ruf dalam mazhab”. Namun pada sisi yang lain, sebagai
bentuk menjalankan amanah keilmuan, al-Nawawi merasa perlu
menyampaikan hasil analisanya meskipun berbeda dari mayoritas
ulama lain. Hal ini dilakukan bukanlah sebagai sebuah bentuk
pembangkangan terhadap prinsip-prinsip bermazhab, tetapi lebih
kepada melestarikan pesan-pesan imam mazhab karena Imam al-

645Rami ibn Muhammad, Insaf al-Fuqaha..., him. 254-256
®461pn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra, J1d. IV..., hlm. 305
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Syafi‘1 sendiri tidak menyukai seseorang bertaklid kepadanya jika
orang tersebut mempunyai kapasitas ijtihad.

Al-Nawawi merupakan salah seorang ulama yang
mempunyai kapasitas ijtihad meskipun dalam bentuk yang terbatas.
Dalam usul fikih dijelaskan bahwa potensi berijtihad itu bisa
dimiliki oleh seseorang ulama walaupun pada sebagian masalah
saja (tajazzu’ al-ijtihad).®*’ Ketika potensi itu dimiliki maka
diwajibkan kepadanya agar berijtihad pada masalah yang ia mampu
melakukannya. Hasil ijtihad yang diperoleh bisa saja sama seperti
ulama lain, dan bisa juga berbeda. Perbedaan itu bukanlah sesuatu
yang tercela asalkan ulama yang bersangkutan bersikap jujur dan
fair dalam melakukannya. Dari fakta tersebut, apa yang telah
dilakukan Al-Nawawi dalam melahirkan Zkhtiyarat-nya dapat
meneguhkan sikap penolakan terhadap fanatisme dalam
bermazhab.

Sikap al-Nawawi yang tidak punya fanatisme dalam
bermazhab juga diikuti oleh para ulama lain sesudahnya. Para
ulama Syafi ‘iyyah dari generasi Muta akhkhirin juga membuang
jauh sikap fanatisme mazhab walaupun fikih yang mereka
kembangkan tetap berada dalam koridor mazhab Syafi‘l. Para
ulama ini tidak segan-segan mengajukan kritik terhadap
pendahulunya, termasuk terhadap al-Syafi‘t sendiri jika
menemukan aspek kelemahan atau ketidak-lurusan metode dari apa
yang telah dihasilkan sebelumnya. Contohnya seperti Ibn Hajar al-
Haytami. Berkaitan dengan tata-cara pelaksanaan shalat dalam
peperangan, al-Syafi‘T hanya memilih empat macam bentuk
sebagaimana yang dimaklumi dari kitab-kitab fikih Syafi ‘iyyah.
Pada dasarnya, tata-cara tersebut berjumlah enam belas macam
bentuk, yang sebagiannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih.
Dalam kaitan ini, Ibn Hajar al-Haytami mengkritik al-Syafi‘,
dengan mengatakan bahwa “pilihan al-Syafi‘T di sini dengan

471bn al-Subki, Jam ‘ al-Jawami ‘, Jd. I1..., him. 387
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membatasi pada empat bentuk sulit dipahami karena tidak sesuali
dengan kaidah yang dibangunnya sendiri, yaitu apabila
bertentangan pendapatnya dengan hadis sakih maka ia meminta
agar pendapatnya ditinggalkan. Jika al-Syafi‘Tc punya maksud
bahwa setiap hadis sahih akan dipakai selama tidak ada
penghalangnya, maka dalam hal ini nampaknya tidak ada
penghalangnya. Oleh karena itu, seharusnya al-Syafi‘T tidak
meninggalkannya dan pembatasan ini layak untuk diteliti
kembali”.®*® Setelah itu, ulama lain mencoba untuk memberikan
jawaban terhadap kritikan Ibn Hajar al-Haytami, namun makna
yang dapat ditangkap di sini adalah bahwa Ibn Hajar al-Haytam1
meskipun sebagai pengikut setia al-Syafi‘i, tetapi ia tidak
mengikutinya dengan sikap fanatisme.

Berkaitan dengan pengembangan fikih dewasa ini, sikap
fanatisme mazhab sangat perlu untuk dikesampingkan bahkan
dibuang agar pengembangan itu dapat berjalan secara semestinya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa ahli fikih sekarang ini mayoritasnya
adalah ulama yang mengikat diri dengan salah satu mazhab yang
telah ada. Setia kepada mazhab tidaklah salah asalkan diterapkan
secara proporsional, yakni Kkesetiaan yang jauh dari sikap
fanatisme. Sebagai contoh kecil, jika terjadi sebuah kasus hukum,
di mana memfatwakannya dengan hukum yang ada sebelumnya
akan menimbukan kesulitan dalam pengamalannya. Padahal ulama
terdahulu telah menyampaikan pendapat lain yang dapat dijadikan
sandaran alternatif dalam pengamalan hukum tersebut. Dalam
kondisi seperti ini para ahli fikih harus arif menyikapinya. Pendapat
aternatif itu jika pun dipandang lemah dalam ranah mazhab yang
telah ada, tetapi bukan berarti pendapat itu dapat divonis langsung
sudah menyimpang dari ruh fikih. Tetapi perlu mengkajinya
terlebih dahulu secara objektif. Siapa tau pendapat alternatif
tersebut dapat diterapkan. Namun jika sikap fanatisme belum

648]pn Hajar al-Haytami, Tukfat al-Mujtaj, Jid. 111..., hlm. 3
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berhasil ditekan, kemungkinan besar akan sulit menerima sesuatu
yang dipandang bertentangan atau kurang populer itu.

Demikian juga halnya menyikapi perbedaan pendapat
ulama yang telah terjadi sejak masa dahulu pada kasus tertentu.
Misalnya pengamalan masyarakat Aceh tentang azan pada saat
menguburkan mayat. Pada kasus ini, sejak lama telah terjadinya
perbedaan di kalangan ulama.®*® Pada saat penguburan mayat,
jangan sampai terjadi penundaan penguburannya akibat diskusi
yang panjang terkait mana pendapat kuat dalam hal tersebut.
Masing-masing pihak harus membuang sikap fanatisme dalam
mengikuti pendapat tertentu karena mempertahankan sikap tersebut
pada perkara yang berada dalam ruang sunat dan tidak sunat
kadang malah menggiring mereka kepada sebuah dosa vyaitu
memperlambat penguburan mayat. Contoh lainnya, pada saat
memasuki bulan Ramadhan atau Syawal, di Aceh sering terjadi
perbedaan pendapat ulama, khususnya ulama dayah ketika
Pemerintah Pusat menetapkan satu Ramadhan atau satu Syawal
berdasarkan kesaksian melihat hilal yang terjadi di luar daerah
Aceh, sementara di Aceh tidak ada satu titik observasi pun yang
dapat melihat hilal.

Sebagian ulama Aceh berpendapat, masyarakat Aceh wajib
berpuasa atau berhari raya dengan mengikuti ketetapan Pemerintah.
Sebagian ulama lain berpendapat sebaliknya dengan alasan bahwa
berdasarkan kriteria dalam fikih, jarak antara pulau Jawa dan Aceh
sudah termasuk kategori perbedaan waktu (ikhtilaf al-matali®), di
mana jika hilal terlihat pada salah satunya tidak berpengaruh dari
segi hukum kepada daerah lainnya.®®® Adapun ulama yang
mewajibkan puasa atau berhari raya mempunyai alasan lain, yaitu
bahwa benar ikhtilaf al-matali ‘ tidak mempengaruhi hukum pada
daerah lain, tetapi konteksnya jika bukan berdasarkan penetapan

®491bn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra, J1d. 11.. ., hlm. 17-18
850Al-Ramli, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad, Nikayat al-Muhtaj
ila Syarh al-Minhaj, J1d. 111, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), him. 155-156
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dari Pemerintah. Seandainya Pemerintah menetapkannya maka
wajib diikuti oleh semua rakyatnya meskipun yang berdomisili di
kawasan jauh, yang memenuhi standar terjadinya ikhtilaf al-
matali*®! Alasannya, penetapan hukum dari Pemerintah dapat
menghilangkan perbedaan pendapat. Begitulah cara pandang
masing-masing ulama Aceh dalam menetapkan hukum di atas.
Pada dasarnya, literatur yang dijadikan rujukan masing-masing
ulama Aceh di atas adalah literatur yang sama. Hanya saja
perbedaan pendapat itu muncul akibat perbedaan metode
pemahaman  terhadap  teks-teks literatur atau  metode
menyingkronkannya. Dalam keadaan tertentu, perbedaan itu juga
terkadang diawali oleh sebuah kecenderungan memilih pendapat
dalam fikih. Kecenderungan ini sah-sah saja selama pendapat yang
diikuti atau metode pemahaman yang dipakai merupakan sesuatu
yang diakui dalam fikih.

Pada level pengikut masing-masing ulama Aceh di atas, ada
ahli ilmu dan ada juga masyarakat awam. Ahli ilmu terbagi kepada
ahli ilmu yang bijaksana dan yang tidak bijaksana. Masyarakat
awan terbagi kepada masyarakat awam yang tau diri dan yang tidak
tau diri. Kalangan ahli ilmu yang bijaksana menyikapi perbedaan
ulama di atas dengan sikap menghargai dan menghormati
perbedaan, mengajak orang lain untuk membangun sikap toleransi
serta senantiasa menjalin ukhuwah dengan pihak yang berbeda.
Sedangkan ahli ilmu yang tidak bijaksana menyikapi perbedaan itu
dengan sikap fanatisme yang tidak sehat. la memandang seolah-
olah kebenaran hanya didapati pada guru ikutannya saja. Adapun
masyarakat awam yang tau diri lebih memilih untuk tidak
mencampuri urusan hukum yang diperselisinkan oleh ulama, ia
akan ikut ulama yang ia yakini dan tidak menjelakkan ulama lain
yang berbeda dengan gurunya. Sedangkan masyarakat awam yang

851AI-Subki, Taqi al-Din ‘Alf ibn ‘Abd al-Kafi, al-Adillah fi Ithbat al-
Ahillah, Tahgig: Samirah Daud al-‘Ani, (Ttp: Dat al-Fath, tt), hlm. 124-125.
Lihat juga Ibn Hajar al-Haytami, Tukfat al-Muhzaj, Jid. I11..., hlm. 383
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tidak tau diri mencoba ikut campur dalam perbedaan ulama di atas
dengan komentar-komentar yang seolah-olah ia mengerti betul
seluk-beluk fikih, padaha tidak punya kompetensi sama sekali.

Ahli ilmu yang tidak bijaksana dan masyarakat awam yang
tidak tau diri, dalam kenyataannya sering berperilaku tidak baik
sehingga rentan menjadi penebar provokasi dan pemecah belah
umat di tengah-tengah perbedaan pendapat ulama. Hal ini
dibuktikan dengan berbagai komentar miring, hinaan, bahkan
hujatan kepada pengikut ulama yang berbeda dari gurunya. Seiring
dengan kemajuan teknologi informasi, komentar-komentar yang
mengandung ujaran kebencian di media sosial antara dua kubu
tersebut sangat tajam dan tidak mencerminkan pengikut ulama.
Anehnya, ulama ikutan mereka masing-masing sangat
menghormati dan menghargai perbedaan dengan ulama lainnya.
Karena itu, patut dipertanyakan sebenarnya siapa yang diikuti oleh
pengikut ulama di atas dalam hal membela pendapat gurunya,
padahal gurunya malah mengajarkan perkara yang baik dan positif
terkait menyikapi perbedaan pendapat. Dalam pengembangan fikih,
sikap fanatisme seperti di atas harus dibuang jauh dan tidak perlu
dipertahankan karena sikap itu bukan bagian dari tata-cara
beragama yang diwariskan ulama. Ulama terdahulu yang
merupakan teladan bagi umat ini telah memberikan contoh
bagaimana cara menilai pendapat lain yang berbeda dari apa yang
telah dimaklumi.

Dalam pengembangan fikih juga tidak dapat dielakkan dari
lahirnya pandangan baru yang berbeda dari sebelumnya. Terkait
hal ini, masing-masing ahli fikih harus melihat hal baru secara arif
dengan mengesampingkan sikap fanatisme. Ahli fikih yang
menyampaikannya perlu memprediksi akibat dari temuannya,
sementara ahli fikih yang lain harus melihatnya secara objektif
ilmiah. Selanjutnya permasalahan itu dapat dijadikan sebagai objek
penelitian yang pasti akan melahirkan pengayaan ilmu itu sendiri.
Tetapi jika sikap fanatisme masih tertanam kuat, akan sulit
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menerima perkara baru. Sikap ini kontra-produktif dalam
pengembangan fikih karena akan mengakibatkan fikih itu menjadi
tidak responsif terhadap permasalahan keummatan.

Perlu diketahui, membuang sikap fanatisme mazhab bukan
berarti menelan mentah-mentah perkara baru yang disampaikan
oleh siapa saja. Telah jelas sebelumnya bahwa kecenderungan yang
kuat dalam bermazhab dengan menilai kebenaran mazhabnya
secara relatif dan tidak merendahkan mazhab lain bukanlah bentuk
fanatisme. Jika permasalahan baru yang disampaikan oleh sebagian
orang dipandang menyimpang dari ketentuan yang telah baku yang
disepakati ulama, maka menolaknya bukanlah bentuk fanatisme
mazhab, tetapi lebih kepada menjaga kemurnian agama. Hal ini
diperintahkan agama karena merupakan bagian dari amar makruf-
nahi munkar. Tetapi fanatisme yang perlu dibuang adalah jika
menyikapi permasalahan baru yang bersifat ijtzihadiyyah dan sangat
relevan dengan perkembangan masa, berpijak pada metode yang
diakui bersama dan tidak menyimpang dari ruh serta nilai syari‘at.
Di sinilah diperlukan sikap objektif, di mana sikap itu merupakan
warisan ulama terdahulu seperti yang telah dijiwai oleh al-Nawaw1
dan sangat relevan dengan wacana pengembangan fikih kekinian.

4.2.2. Keterbukaan Terhadap Perkara Baru

Perkara baru yang penulis maksudkan di sini mencakup
dua unsur. Pertama, berupa pemikiran baru yang berhubungan
dengan konsep pengembangan fikih. Kedua, temuan baru dalam
ilmu pengetahuan modern. Dalam upaya pengembangan fikih, para
ahli yang memiliki kompetensi perlu membuka diri terhadap dua
perkara baru tersebut. Pemikiran yang terbilang baru tidak boleh
diabaikan begitu saja atau langsung ditolak, tetapi harus diuji
terlebih dahulu, karena bisa saja pemikiran tersebut mengandung
sebuah ide tertentu yang bermanfaat dalam upaya pengembangan
fikih. Jika saja ahli fikih menutup diri terhadap tawaran pemikiran
tertentu atau bahkan menolaknya maka harapan membawa fikih
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sebagai pranata hukum masyarakat modern bisa saja tidak akan
pernah terwujud. Demikian juga halnya perkara baru yang
merupakan temuan ilmu pengetahuan modern, para ahli fikih juga
perlu membuka diri terhadapnya. Dengan kata lain, para ahli fikih
harus berinteraksi dengan dunia luar karena temuan baru tersebut
terkadang dapat membantu ahli fikih dalam menyelesaikan
berbagai persoalan kekinian.

Keterbukaan terhadap perkara baru, baik berupa pemikiran
maupun temuan teknologi merupakan sikap yang diwariskan oleh
umat Islam sejak dahulu kala, tidak terkecuali para ulamanya.
Karenanya, ilmu-ilmu keislaman termasuk fikih pada masa itu
berkembang sedemikian rupa dan menghasilkan perbendaharaan
ilmu yang luar biasa. Sejarah mencatat, pada masa kajayaan Islam,
umat Islam tidak menolak kehadiran berbagai kemajuan tersebut,
tetapi menjadikannya sebagai instrumen dalam mengembangkan
ilmu-ilmu  keislaman. Sebagai ilustrasi, pada masa Rasulullah
sampai masa bani Umayyah, kertas merupakan barang yang relatif
mahal di lingkungan umat Islam sehingga penulisan kitab-kitab
tidak dapat dilakukan secara besar-besaran. Tetapi di awal Dinasti
Bani Abbas, umat Islam sudah dapat mengetahui dan menguasai
cara pembuatan Kkertas, belajar pada insinyur China yang
sebelumnya konon sangat merahasiakan teknologinya. Umat Islam
setelah menguasai teknologi ini, menyebarkannya secara cepat,
sehingga pembuatan kertas berkembang menjadi produksi yang
merata di seluruh dunia Islam. Setelah penyebarannya relatif
merata, dan harganya pun relatif murah maka penulisan berbagai
cabang ilmu, terutama pengkodifikasian hadis, mendapat akselerasi
yang boleh dikatakan sangat mencengangkan (hampir semua hadis
selesai dikumpulkan dalam waktu yang relatif tidak lebih dari satu
abad.%2

Contoh berikutnya adalah penerimaan mantiq. Umum

52A1 Yasa‘ Abubakar, Metode Istislahiah..., hlm. 268
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anggapan (dengan alasan yang belum jelas) bahwa ulama fikih
generasi al-Syafi‘T (pendiri mazhab) belum menggunakan mantiq
untuk menjelaskan fikih, walaupun mungkin mantiq sudah masuk
ke dunia Islam (sudah digunakan oleh sebagian ulama kalam,
misalnya Muktazilah). Tetapi ketika Ibn Hazm (w. 456 H) dan al-
Ghazali (w. 505 H) memperkenalkan mantiq untuk digunakan di
dalam penalaran fikih dan usul fikih, para ulama sezamannya boleh
dikatakan tidak memberikan penolakan yang berarti. Ibn Hazm
menulis buku pertama tentang mantiq dengan contoh-contoh fikih
sehingga ilmu ini dekat dengan ulama fikih. Setelah itu, al-Ghazali
menulis beberapa risalah tentang mantig untuk mendorong
penggunaannya dalam kajian keislaman. Dalam al-Mustasfa (salah
satu karyanya), al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu syarat
untuk boleh berijtihad adalah menguasai mantiq. Setelah itu, secara
perlahan-lahan mantig menyatu dengan usul fikih, sehingga tidak
lagi dianggap sebagai barang asing yang menyusup. Lebih dari itu,
mantig diterima sebagai ukuran utama untuk kelurusan berfikir dan
kejernihan pemaparan.®®®

Berkaitan dengan terobosan baru yang digagas oleh al-
Nawawi1, di mana salah satunya adalah pendapat Ilkhtiyarat, para
ulama Syafi ‘iyyah yang hidup pada akhir abad VII H sampai abad
berikutnya menyikapi hal tersebut dengan sikap terbuka. Ulama
kala itu tidak menutup diri dalam menyikapinya. Dalam sejarah
perjalanannya, terobosan al-Nawawi disikapi oleh para ulama saat
itu sebagai sebuah perkara yang memerlukan uji ilmiah. Artinya,
ulama pada masa itu tidak alergi dengan temuan baru al-Nawawi,
tetapi menjadikannya sebagai objek untuk diteliti lebih lanjut.
Awalnya gagasan al-Nawawi memang ditolak oleh sebagian ulama.
Namun setelah dilakukan kajian secara matang dan berkelanjutan
terhadapnya, mayoritas ulama dapat menerimanya,®** sampai

853A1 Yasa‘ Abubakar, Metode Istislahiah. .., hlm. 269-270
854Abd Allah ibn As‘ad, Mira’at al-Jinan ..., him. 139. Lihat juga
Muhammad ibn ‘Umar, al-Mu ‘tamad. .., him. 259-260
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akhirnya gagasan al-Nawawi begitu membumi dan mempengaruhi
alur  pemikiran  Muta akhkhirin ~ Syafi ‘iyyah.  Akibat  dari
keterbukaan sikap ulama tersebut lahirlah pengayaan ilmu yang
nampaknya sulit terjadi seandainya mereka menutup diri. Contoh
nyata adalah diskusi panjang antara al-Asnawi dan ulama lainnya
terkait temuan al-Nawawi. Demikian juga penetapan berbagai
ketentuan sebagai konklusi dari penelitian terhadap terobosan al-
Nawawi. Hal ini merupakan khazanah keilmuan yang sebelumnya
tidak ditemukan.

Sikap terbuka dari para ulama dalam menyikapi terobosan
al-Nawaw1 sangat relevan dikaitkan dengan pengembangan fikih
masa Kini, karena kedua permasalahan itu memiliki kesamaan dari
aspek peluncuran gagasan baru dalam pengembangan fikih.
Demikian juga halnya keterbukaan terhadap berbagai kemajuan
teknologi karena hal ini akan sangat membantu ahli fikih dalam
menjawab berbagai persoalan kekinian. Ahli fikih masa Kkini
dipandang perlu membekali dirinya dengan ilmu-ilmu lain yang
dapat memudahkannya melakukan kajian hukum. Kenyataan yang
terjadi sekarang ini, jika ahli fikih ingin membahas sebuah
permasalahan baru yang memerlukan teori dari luar ilmu fikih,
mereka kadang perlu menghadirkan ahli ilmu tersebut agar dapat
memahami betul konsep kasus yang ingin dikaji hukumnya.
Nampaknya akan lebih mudah lagi bagi para ahli fikih melakukan
kajian hukum jika ada di antara internal mereka sendiri yang
menguasai teori tersebut karena batasan-batasan pengetahuan
antara fikih dan teori itu akan dapat dihilangkan. Dengan itu, kajian
fikih kekinian akan lebih mudah dan melahirkan kesimpulan yang
lebih meyakinkan. Demikianlah relevansi kelahiran Zkhtiyarat al-
Nawawi dengan pengembangan fikih dari aspek keterbukaan
tersebut.

4.2.3. Lahirnya Kemudahan Dalam Pengamalan Hukum
Kelahiran Ikhtiyarat al-NawawT ikut memberikan andil bagi
kemudahan dalam pengamalan hukum dewasa ini. Dari beberapa



302

contoh Kkasus [Ikhtiyarat al-Nawawl yang penulis angkat
sebelumnya, terdapat dua kasus hukum yang dalam proses
penalarannya melibatkan pertimbangan mendatangkan kemudahan
(al-taisir). Pertama, kebolehan men-jamak shalat dalam keadaan
sakit. Kedua, sah akad jual-beli tanpa adanya ijab-kabul (bai‘ al-
mu ‘atah). Pada kasus jamak shalat ketika sakit, metode penalaran
yang dipakai memang sepenuhnya lughawiyyah atau bayani. Tetapi
di dalam penalarannya, al-Nawawi menggunakan prinsip
menghilangkan Kkesulitan (raf* al-harj) atau taisir, dengan
memandang bahwa jika kondisi hujan dibolehkan men-jamak
shalat, maka kondisi sakit lebih memerlukan kebolehan ini
dikarenakan kesulitan yang ada pada kondisi sakit melebihi
kesulitan pada kondisi hujan.

Pada kasus sah jual-beli secara al-mu ‘atah, al-Nawaw tidak
mengatakan kebolehannya didasari oleh prinsip menghilangkan
kesulitan. Al-Nawawi lebih menggunakan metode penalaran
bayant dengan dukungan ‘urf. Tetapi melibatkan ‘urf di sini berarti
melihat kepada kondisi sosial masyarakat. Meskipun tidak
mengatakan secara tegas bahwa pelibatan ‘urf di sini bertujuan
mendatangkan kemudahan, tetapi secara tersirat tetap menunjukkan
kepada aspek tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibn
‘Abd al-Salam bahwa menghukumi sahnya jual-beli secara al-
mu ‘atah pada benda yang bernilai rendah karena didasari oleh hajat
dan kebutuhan manusia. Hajat inilah yang menjadi motivasi untuk
menempatkan adat masyarakat dalam kasus ini pada posisi
ucapan/lafaz.%® Jika hajat manusia menjadi pertimbangan dalam
penalaran sebuah hukum, maka tujuannya tidak lain kecuali
menghilangkan kesulitan mereka. Dengan demikian dua contoh
kasus di atas merupakan perkara yang menggunakan prinsip
mendatangkan kemudahan.

Adapun relevansi dua contoh Zkhtiyarat al-Nawawi tersebut

6551hn Abd al-Salam, Qawa ‘id al-Ahkam, JId. 1., hlm. 90
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dengan pengembangan fikih adalah bahwa mendatangkan
kemudahan pengamalan hukum merupakan salah satu prinsip yang
perlu diterapkan dalam pengembangan fikih. Hal ini dikarenakan
terdapat sebagian hukum fikih lama yang tidak lagi diamalkan atau
sulit diamalkan oleh umat Islam akibat dari pengaruh globalisasi
budaya atau pengaruh situasi. Menghadapi perkara ini, umat Islam
kadang terjebak dalam sebuah dilema, di mana pada satu sisi
mereka ingin tetap mengamalkan hukum sebagaimana yang telah
digariskan dalam fikih, tetapi pada sisi yang lain mereka
menemukan kesulitan dalam pengamalannya akibat pengaruh
tersebut. Dalam keadaan ini, ahli fikih masa sekarang harus
menghadirkan solusi hukum kepada masyarakat untuk membantu
mereka keluar dari lingkaran dosa. Solusinya bisa saja melahirkan
konsep baru yang lebih relevan namun tetap menjunjung tinggi
nilai syari‘ah, atau mencarikan pendapat alternatif sebagai sandaran
pengamalan hukum bagi masyarakat, selama pendapat itu layak
difatwakan. Tujuannya tidak lain kecuali mendatangkan
kemudahan bagi umat sehingga umat tetap setia pada hukum
agamanya sendiri.

Contoh nyata sekarang ini, transaksi jual-beli hampir sulit
ditemukan yang memenuhi persyaratan ijab-kabul, apalagi dengan
hadirnya pusat perbelanjaan yang menerapkan model perdagangan
modern dengan sistem pelayan mandiri, seperti perdagangan di
mall, hypermarket, supermarket dan minimarket. Sistem jual-beli
pada beberapa tempat tersebut dilakukan dengan cara di mana
konsumen memilih sendiri barang yang dibutuhkan, selanjutnya
diserahkan kepada kasir untuk dihitung jumlah harganya, kemudian
konsumen melakukan pembayaran. Dalam prakteknya, tidak ada
proses tawar-menawar harga, apalagi ijab-kabul. Seandainya
seorang konsumen mengajak kasir untuk melakukan ijab-kabul
pada tempat tersebut, barangkali konsumen akan dianggap orang
aneh dan menjadi bahan tertawaan. Penerapan ijab-kabul pada
masa sekarang ini dapat dikatakan hampir tidak ada lagi, termasuk
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pada pasar-pasar tradisional.

Dalam menyikapi persoalan kesulitan seperti ini, ahli fikih
harus mencarikan solusi demi mendatangkan kemudahan bagi
umat. Ahli fikih, di samping menyampaikan pencerahan hukum
kepada umat, juga harus mampu menghadirkan solusi terhadap
kesulitan yang dihadapi umat. Berkaitan dengan kasus jual-beli
tersebut, salah satu solusinya adalah mengajarkan umat agar
berpijak pada pendapat Ikhtiyarat al-Nawawi yang membolehkan
jual-beli dengan tanpa ijab-kabul. Apalagi solusi ini ditawarkan
oleh salah seorang ulama Muta akhkhirin Syafi‘iyyah, yaitu al-
Syarwani dengan mengatakan “sepatutnya (pada zaman ini) umat
mengikuti pendapat yang menyatakan sah jual-beli secara al-
mu ‘atah agar mereka terlepas dari dosa, karena akad jual-beli tanpa
ijab-kabul sudah menjadi sesuatu yang sulit dihindari saat ini,
bahkan jika ada orang yang melakukan jual-beli secara ijab-kabul
maka akan dijadikan bahan tertawaan”.®®® Tawaran al-Syarwani
merupakan bentuk pemberian kemudahan dalam pengamalan
hukum fikih akibat rendahnya sikap beragama masyarakat yang
dipengaruhi oleh perubahan masa. Dengan mengikuti pendapat
yang ditawarkannya, maka perilaku masyarakat terkait ijab-kabul
pada persoalan jual-beli masih berada dalam naungan hukum.

Contoh lainnya, dewasa ini ada sebagian umat Islam yang
menetap di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim.
Dalam bidang muamalah yang terkait dengan transaksi keuangan,
negara non-muslim punya aturan dan sistem tersendiri yang kadang
sangat sulit dipertemukan dengan sistem transaksi dalam hukum
Islam. Salah satunya adalah transaksi yang mengandung riba. Umat
Islam yang menetap di negara tersebut akan mendapatkan berbagai
kesulitan menghadapi situasi ini. Sebagai muslim yang menjunjung
tinggi ajaran agamanya tentu ingin sekali menjauhi praktek riba
dikarenakan riba disepakati ulama tentang keharamannya dan

86 Al-Syarwani, Hasyiyat ‘ala Tubfat, JId. IV..., him. 217
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pelakunya mendapat dosa besar. Namun menghadapi realita hidup
di negara non-muslim, kadang umat Islam sulit sekali menghindari
riba di saat melakukan transaksi dengan warga negara tersebut
yang non-muslim, atau bertransaksi dengan perbankan, karena sulit
ditemukan bank yang tidak memakai sistem riba.

Dalam kondisi sulit seperti ini, ahli fikih masa sekarang
perlu mencarikan solusi hukum bagi umat Islam tadi. Tujuannya
tidak lain kecuali mendatangkan kemudahan dalam pengamalan
hukum agar perilaku muamalah umat Islam berada dalam koridor
hukum Islam yang diakui. Salah satu caranya adalah memberikan
kepada mereka cara mengindari perbuatan haram pada objek yang
diharamkan agama (kilah). Seandainya hilah pun tidak mungkin
dilakukan dengan berbagai alasan yang dapat diterima, maka ahli
fikih harus mencarikan solusi lainnya, seperti mencarikan pendapat
alternatif dari ulama terdahulu yang dapat dijadikan sandaran bagi
mereka dalam menghindari riba. Contohnya, dalam mazhab Hanaf1
dikenal sebuah pendapat yang menyebutkan bahwa transaksi yang
mengandung riba antara umat Islam dan non-muslim di Negara
non-muslim dibolehkan. Bukan hanya transaksi riba, semua
transaksi yang batal menurut fikih, juga sah dilakukan di negara
tersebut.®’

Kebolehan ini didasari pada beberapa pertimbangan.
Pertama, berdalil pada hadis mursal yang menyebutkan “tidak ada
riba antara umat Islam dan Kafir sarb di negeri harb.5® Menurut
al-Sarkhasi, hadis mursal itu dapat dijadikan dalil karena yang
menyandarkannya kepada Rasulullah adalah Makhl, ia merupakan
seorang ahli fikih yang terpercaya. Kedua, menurut mazhab HanafT,
bentuk negara di dunia terbagi dua macam, yaitu negara Islam dan
negara sebagai wilayah peperangan (dar al-harb). Negara Islam

8’Muhammad Salim al-‘Awwa, al-Figh al-Islami fi Tariq al-Tajdid,
Cet. VI, (Kairo: Dar al-Salam, 2017), him. 239
858 Teksnya adalah:
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adalah negara yang menerapkan hukum Islam di dalamnya.
Sedangkan dar al-harb adalah negara yang menerapkan selain
hukum Islam, meskipun penduduknya ada yang beragama Islam.®>°
Berdasarkan definisi ini, menurut mazhab Hanafi, semua negara
non-muslim dinamakan dengan dar al-harb, meskipun tidak ada
lagi peperangan.®®® Dengan demikian, kebolehan transaksi riba
dalam hadis di atas tidak lagi terbatas pada negara yang menjadi
wilayah peperangan saja, tetapi mencakup semua negara non-
muslim. Ketiga, harta non-muslim dibolehkan bagi umat Islam di
negara tersebut jika memperolehnya dengan tanpa pemaksaan atau
pengkhianatan. !

Pendapat mazhab Hanafi tersebut, meskipun kelihatan aneh
tetapi fakta perbedaan pendapat ulama pada kasus tersebut tidak
dapat terbantahkan. Setiap kasus hukum yang terdapat perbedaan
pendapat ulama padanya tidak boleh mengecam pelakunya selama
ia mengikuti pendapat ulama yang meligitimasinya. Hal ini
didasarkan pada sebuah kaidah fikih yang populer yaitu “tidak
boleh menolak permasalahan yang diperselisinkan oleh ulama
padanya”, asalkan perbedaan pendapat di situ diakui (khilafiyyah
mu ‘tabarah). Dalam kondisi yang normal barangkali mengikuti
pendapat mazhab lain yang lebih menerapkan sikap kehati-hatian
terkait kasus di atas dipandang lebih tepat. Tetapi dalam kondisi
kesulitan tadi, nampaknya umat Islam tidak punya pilihan selain
mengikuti pendapat mazhab Hanafl di sini. Selain pendapat itu
diakui dalam internal mazhab Hanafi, juga sesuai dengan kaidah
yang disepakati bersama oleh ulama yaitu “kesulitan dapat
mendatangkan kemudahan”.

859 AlT Jum‘ah Muhammad, Sana ‘at al-Ifta’, Cet. 11, (Giza: Dar Nahdat
al-‘Asr, 2014), hlm. 77-78

860¢ A1T Jum‘ah Muhammad, al-Kalim al-Tayyib; Fatawa ‘Asriyyah, Jld.
Il, Cet. I, (Kairo: Dar al-Salam, 2010), him. 206

861¢ Al Jum‘ah Muhammad, al-Kalim al-Tayyib..., him. 209
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Meskipun demikian, sesuai dengan prinsip menolak
kesulitan, melakukan sesuatu dalam koridor menolak kesulitan
perlu dibatasi sekedar keperluan saja.®®> Artinya, pada kasus
transaksi yang memungkinkan umat Islam tidak terseret ke dalam
praktek riba di negara non-muslim, tetap wajib menjauhi riba
sebisa mungkin. Tidak boleh memperlebar sisi kemudahan yang
diberikan agama kepada kasus-kasus lain yang tidak memiliki
motif kesulitan, supaya kemudahan yang diperoleh benar-benar
dipergunakan sesuai porsi yang diizinkan agama. Demikianlah
prinsip memberikan kemudahan dalam pengamalan hukum yang
perlu diterapkan oleh ahi fikih masa Kini, di mana prinsip itu
memiliki relevansi yang sangat kuat dengan Zkhtiyarat al-Nawawf.

4.2.4. Kepekaan Terhadap Kondisi Sosial

Kebolehan men-jamak shalat dalam kondisi sakit yang telah
penulis jelaskan sebagai salah satu Ikhtiyarat al-Nawawi, bila
dikaji lebih jauh lagi menunjukkan juga kepada kepekaan al-
Nawawi dalam merespon kondisi sosial masyarakat. Hal ini
dikarenakan pemberian kemudahan hukum tidak terlepas dari sikap
menyahuti kebutuhan manusia. Kepekaan terhadap kondisi sosial
yang penulis maksudkan di sini adalah merespon secara serius
terhadap realita kehidupan masyarakat masa kini. Salah satunya
menyangkut kebutuhan mereka. Dalam pengembangan fikih masa
Kini, kepekaan tersebut sangat diperlukan karena terdapat sebagian
kebutuhan masyarakat sekarang yang berbeda dengan kebutuhan
masyarakat masa dulu. Seiring dengan perubahan cara hidup,
terdapat banyak perkara yang sebelumnya tidak dipandang sebagai
kebutuhan hidup manusia, tetapi pada masa kini telah dipandang

862Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah fikih, yaitu:
R T A
Artinya: Sesuatu yang dibolehkan untuk mengantisipasi kondisi dhariirah perlu
dibatasi kebolehannya seukuran keperluan menghilangkan dhariirah-nya saja.
Lihat al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir..., hlm. 60
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sebagai kebutuhan hidup. Di antaranya ada yang menempati pada
taraf hajat dan sebagian lainnya menempati taraf dharurah.
Kepekaan dalam merespon kebutuhan hidup manusia merupakan
hal yang sangat dipentingkan dalam Islam karena syari‘at-nya
diturunkan untuk membawa kemaslahatan mereka di dunia dan
akhirat. Oleh karena itu, dalam teori ilmu fikih, kebutuhan manusia
sangat diperhatikan selama kebutuhan itu tidak bertentangan
dengan nilai-nilai yang telah diteguhkan di dalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam fikih dikenal sebuah kaidah
yang berorientasi pada kebutuhan manusia, yakni kaidah tentang
hajat, di mana hajat manusia ditempatkan pada posisi dharurah.®%
Atas dasar kaidah itu, terdapat beberapa hukum yang diubah dari
bentuk yang tidak dibolenkan menjadi boleh seperti kebolehan
akad pengalihan hutang-piutang (al-kiwalah), jual-beli secara
salam, sewa-menyewa dan lain-lain. Jika berpijak pada prinsip
muamalah Islam, akad-akad tersebut sebenarnya tidak dibolehkan
karena mengandung unsur ketidak-jelasan yang rentan dengan
penipuan, tetapi demi merespon hajat manusia maka lantas
dibolehkan.®®*  Akad-akad  tersebut  menyangkut  dengan
kemaslahatan berupa kebutuhan hidup manusia. Seandainya tidak
dibolehkan akan terbawa kepada tidak teraturnya sistem kehidupan
manusia, di mana manusia merupakan makhuk sosial yang saling
membutuhkan. Ketidak-teraturan sistem kehidupan manusia dapat
mengakibatkan kerusakan alam semesta.%®

Para ahli fikih masa kini dituntut untuk memiliki kepekaan
terhadap berbagai kebutuhan hidup manusia yang barangkali pada
masa terdahulu tidak menjadi kebutuhan hidup. Seandainya tidak
mempunyai kepekaan merespon perkara ini maka fikih akan
menjadi sebuah benda tumpul yang tidak bisa menjawab tantangan
zaman, hal ini tidak sesuai dengan watak fikih yang relevan dalam

$83AI-Lahit, 1dah al-Oawa ‘id. .., him. 82
864Al-Fadani, al-Fawa’id al-Janiyyah, JId. 1..., hlm. 285
%51bn Abd al-Salam, Qawa ‘id al-Ahkam, J1d. 11..., hlm. 46
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setiap masa, tempat dan kondisi. Harus diakui, sebagian kasus
hukum yang lahir akibat perkembangan masa kini memang tidak
disebutkan di dalam kitab-kitab trurath, hal ini barangkali karena
kasus itu belum muncul pada masa kitab-kitab rurath itu disusun.
Ibn Hajar Haytami menjelaskan bahwa alasan imam mazhab empat
tidak menyebutkan keharaman narkotika jenis ganja di dalam kitab-
kitab mereka karena ganja belum dikenal pada masa mereka.%®® Hal
ini memberikan pemahaman bahwa bisa saja sebuah kasus hukum
tertentu tidak disebutkan di dalam kitab urat karena kasus itu
belum muncul pada masa itu. Namun demikian, kitab-kitab rurath
telah menyiapkan teori dan konsep yang dapat digunakan untuk
merespon setiap permasalahan baru. Inilah yang perlu dipahami
secara arif oleh ahli fikih masa sekarang.

Salah satu contoh kebutuhan manusia masa kini yang perlu
mendapat kepekaan ahli fikih untuk merespon secara serius adalah
kebutuhan kepada listrik. Pada awal abad ke-19 masehi, setelah
listrik ditemukan, penggunaanya masih terbatas dalam bentuk
tertentu. Seiring perkembangan kemajuan teknologi dan perubahan
cara hidup manusia, penggunaan listrik semakin meluas. Perlahan-
lahan penggunaan listrik menjadi sebuah kebutuhan meskipun pada
skala yang relatif kecil. Pada abad ke-21 masehi sekarang ini,
penggunaan listrik hampir menjadi sebuah ketergantungan manusia
yang sulit untuk dipisahkan, kecuali pada masyarakat yang masih
tinggal di pedalaman jauh, yang belum terbiasa dengan keberadaan
listrik. Adapun pada masyarakat perkotaan dan perkampungan
yang bukan di pedalaman jauh, dapat dikatakan bahwa kebutuhan
kepada listrik setidaknya telah menempati taraf hajat.

Masyarakat modern yang hidup di kota-kota besar kadang
memilih tempat tinggal di apartemen yang tingginya puluhan
lantai. Sulit membayangkan jika apartemennya berada di lantai dua
puluh lima umpamanya, sementara listrik tidak berfungsi. Berapa

8%61bn Hajar al-Haytami, al-Zawdjir, J1d. 1..., him. 354-355
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besar kesulitan yang harus ditanggung saat mau pulang ke
rumahnya dengan menaiki tangga sampai lantai dua puluh lima
akibat lift tidak dapat difungsikan. Di negara-negara maju, berapa
banyak transportasi publik yang tidak dapat melayani masyarakat
jika tidak dapat beroperasi disebabkan gangguan listrik. Lain lagi
halnya kondisi pengoperasian berbagai fasilitas kesehatan di rumah
sakit, karena sebagiannya bergantung pada daya listrik. Pelayanan
publik di berbagai perkantoran juga akan terganggu jika listrik
tidak berfungsi. Pada kalangan masyarakat yang tinggal di negara
berkembang, kebutuhan kepada listrik juga semakin meningkat.
Begitu juga masyarakat yang tinggal di rumah-rumah yang relatif
sederhana, kebutuhan kepada listrik pun sudah begitu tinggi.
Mereka kadang menggunakan Air Conditioner (AC) di rumah-
rumah untuk mengantisipasi cuaca panas, apalagi di daerah yang
memiliki suhu udara yang panas. Seandainya AC tidak dapat
difungsikan akibat gangguan listrik maka kesulitan akan muncul
saat bertahan dalam cuaca yang panas.

Dalam aktifitas rumah tangga, mulai dari menanak nasi,
memanaskan air minum, menyiapkan berbagai lauk pauk, mandi,
mencuci pakaian serta menyeterikanya hampir semua dilakukan
dengan alat yang memerlukan daya listrik. Lebih dari itu, aktifitas
keagamaan dan kemasyarakatan pun sudah  memiliki
ketergantungun secara luar biasa kepada listrik. Seandainya listrik
tidak berfungsi, berapa banyak pengajian-pengajian, baik di
lembaga khusus seperti pesantren maupun tempat lainnya yang
terpaksa ditiadakan. Jika pun tetap dilaksanakan akan dirasakan
pelaksanaannya secara tidak maksimal. Pada fasilitas ibadat publik
pun demikian. Hampir semua mesjid dan tempat ibadat lainnya
menggunakan listrik sebagai sarana pengadaan air wudhuk dan
sanitasi. Fenomena di atas telah menempatkan masyarakat dalam
keadaan yang sulit (al-masyaqgah) jika listrik tidak ada pada masa
sekarang ini. Oleh karenanya, kebutuhan kepada listrik pada masa
sekarang setidaknya telah menjadi kebutuhan yang bersifat hajat,
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karena ketiadaanya akan menimbukan kesulitan.

Dalam fikih yang telah ada, bentuk kebutuhan yang
dipandang menempati taraf hajat bukanlah kebutuhan primer yang
jika tidak terpenuhi akan dapat mengancam kehidupan seseorang,
tetapi kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi hanya akan
menimbulkan kesulitan hidup. Contohnya, keinginan untuk makan
buah-buahan dalam kondisi yang lebih enak, diakomodir dalam
fikih sebagai kebutuhan yang dapat memberikan keringanan
hukum. Dalam permasalahan jual-beli, salah satu bentuk jual-beli
yang dilarang adalah penjualan kurma muda yang berada di atas
pohon, sementara harganya adalah kurma yang telah dikeringkan.
Larangan itu didasarkan pada dua alasan, yakni karena
mengandung praktek riba dan benda yang dijual tidak dapat dilihat
seutuhnya oleh pembeli.

Lain halnya jika kurma muda itu merupakan bagian yang
dipersiapkan sebagai makanan bagi diri dan keluarganya, yang
diistilahkan dengan ‘araya. Menjual ‘araya dengan kurma kering
dibolehkan jika memenuhi syarat yang ditentukan yaitu: jumlah
yang dijual tidak mencapai ukuran nisab zakatnya, dan ‘ara@ya yang
dijual tidak menyangkut padanya kewajiban zakat; dalam artian
sudah dilakukan penghitungan kadar zakat padanya serta zakatnya
dibayar dari bagian lain yang tersisa. Kebolehan penjualan ini
didasarkan pada hajat, yaitu keinginan sebagian orang
mengkonsumsi  kurma dalam kondisi yang masih muda.®®’
Keinginan tersebutlah yang dipandang sebagai hajat yang
membolehkan penjualannya, di mana penjualan itu sebelumnya
dilarang. Bila diperhatikan, bentuk hajat yang membolehkan
penjualan ‘araya bukanlah sebuah kebutuhan primer, tetapi
merupakan kebutuhan sekunder yang hanya menimbukan kesulitan
bila tidak terpenuhi. Lebih dari itu, kesulitan yang ditimbulkan pun
sifatnya relatif, karena bisa saja bagi sebagian orang tidak merasa

87Al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtdj, J1d. 11..., him. 93-94. Lihat
juga Ibn Hajar al-Haytam1, Tukfat al-Mukzaj, Jid. 1V..., him. 471-472
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kesulitan jika keinginan terhadap ‘araya itu tidak terpenuhi. Namun
karena sebagian orang lainnya merasa kesulitan jika keinginan itu
tidak terpenuhi maka ditempatkanlah keinginan itu sebagai hajat.

Berkaitan dengan listrik, pada masa sekarang tingkat
kebutuhan kepadanya melebihi daripada tingkat keinginan
memakan kurma ‘araya pada masa dulu, dikarenakan jika listrik
tidak berfungsi pada masa sekarang dapat menimbulkan kesulitan
dalam berbagai sektor kehidupan, sementara kebutuhan kepada
‘araya pada masa dulu tidak sebesar kebutuhan kepada listrik masa
sekarang karena jika ‘araya tidak terpenuhi, kesulitan yang muncul
lebih kecil dan tidak bersifat umum. Seandainya kebutuhan kepada
‘araya dipandang sebagai hajat maka kebutuhan kepada listrik
lebih lagi dipandang sebagai hajat. Jika menyetujui kebutuhan
kepada listrik sebagai hajat pada masa sekarang, konsekwensinya
adalah akan ada bentuk perubahan pada kasus-kasus hukum
sebelumnya yang ditetapkan dengan  mempertimbangkan
kebutuhan manusia.

Contohnya, seorang kepala keluarga diwajibkan membayar
zakat fitrah pada malam idul fitri. Kewajiban zakat fitrah
digantungkan pada kemampuan finansial seseorang. Di antaranya,
kemampuan itu harus berada di luar kebutuhan pokok dirinya dan
orang yang menjadi tanggungannya pada malam dan hari idul fitri.
Artinya, jika membayar fitrah menyebabkan seseorang tidak punya
lagi kebutuhan pokok untuk malam idul fitri dan siangnya maka
zakat fitrah tidak diwajibkan. Termasuk ke dalam kategori
kebutuhan pokok di sini adalah kebutuhan-kebutuhan yang
berhubungan dengan kebiasaan saat hari raya seperti pengadaan
kue dan lain-lain. Seseorang yang mempunyai biaya membayar
fitrah, sementara kue untuk hari raya belum ada di rumahnya maka
membeli kue lebih diutamakan daripada membayar fitrah.%

Jika diperhatikan, kebutuhan kepada kue pada hari raya

8%8Sulaiman al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimt, J1d. I1..., hlm. 46
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dipandang sebagai kebutuhan pokok, padahal ketiadaannya tidak
menyebabkan orang dalam kesulitan besar, tetapi hanya kesulitan
berupa ketidak-puasan dan kurang nyaman disebabkan tidak
lengkapnya jenis makanan yang sudah menjadi kebiasaan dalam
berhari raya, dan barangkali merasa minder dengan tamu yang
datang. Tetapi jika seseorang dan keluarganya sudah terbiasa
dengan keberadaan listrik, lantas harus hidup di malam hari raya
dalam keadaan gelap, panas, tidak ada air untuk mandi dan tidak
bisa memasak, yang semuanya diakibatkan oleh tidak adanya
listrik, pasti mereka akan merasakan kesulitan yang lebih besar
daripada ketiadaan kue hari raya. Oleh karena itu, kebutuhan
kepada listrik pada malam hari raya juga merupakan kebutuhan
yang tidak boleh dikesampingkan bagi orang yang sudah terbiasa
dengannya. Berdasarkan hal ini, sepatutnya kewajiban membayar
fitrah juga harus berada di luar kebutuhan kepada listrik. Artinya,
jika seseorang ingin membayar fitrah, sementara ia membutuhkan
token listriknya, maka membeli token listrik harus lebih
diutamakan, sehingga bila setelah itu ia tidak punya biaya lagi
untuk membayar fitrah, ia dipandang sebagai orang yang miskin,
dan tidak diwajibkan membayar fitrah.

Hal seperti inilah yang perlu direspon dengan kepekaan
yang tinggi oleh ahli fikih masa kini, karena merespon kondisi
sosial terkait kebutuhan manusia merupakan hal yang prinsipil
dalam Islam selama kebutuhan itu tidak bertentangan dengan nilai-
nilai yang sudah diteguhkan. Selain itu, merespon kondisi sosial
juga merupakan salah satu bentuk akomodatif fikih terhadap
kemaslahatan manusia, Buktinya para ulama terdahulu sangat
memperhatikan hal ini, salah satunya adalah al-Nawawi dalam
melahirkan Zkhtiyarat-nya terkait pemberian kemudahan hukum,
misalnya pada contoh kasus membolehkan jamak shalat bagi orang
sakit dan sahnya mugaranah ‘urufiyyah pada takbiratul ihram.
Dengan demikian, [Ikhtiyarat al-Nawawi memiliki relevansi
tersendiri dengan wacana pengembangan fikih dari aspek
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kepekaaan terhadap kondisi sosial yang berhubungan dengan
kebutuhan manusia.

4.2.5. Penguatan Toleransi Dalam Perbedaan Pendapat

Toleransi merupakan kata yang berasal dari kata “toleran”
yang artinya bersifat atau bersikap menenggang (menghargai,
membiarkan, dan membolehkan) suatu pendirian (pendapat,
pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yg berbeda
atau bertentangan dengan pendirian sendiri.®®® Dasar adanya
toleransi sendiri ialah adanya sebuah perbedaan. Lalu sikap
toleransi akan muncul ketika perbedaan itu dimaknai dengan sabar
dan dewasa. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa maksud
dari toleransi dalam perbedaan pendapat adalah menghormati dan
menghargai  perbedaan  pendapat pada permasalahan-
permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, dengan
membiarkan dan membolehkan orang lain memegang prinsip dan
melakukan amalan yang berbeda dari prinsip dan amalan yang
dilakukan sendiri. Pada hakikatnya, perbedaan pendapat dalam
permasalahan agama terjadi hampir dalam semua bidang, baik
bidang akidah, fikih, maupun tasawuf. Namun dalam pembahasan
ini, perbedaan pendapat yang penulis maksudkan adalah perbedaan
dalam bidang fikih saja.

Kelahiran pendapat 7khtiyarat al-Nawawi telah memberikan
warna baru dalam kancah pemikiran mazhab Syafi‘l. Sikap al-
Nawaw1 yang mengakui keberadaan pendapat yang dikenal umum
dalam mazhab Syafi‘T sebagai pendapat “masyhur” adalah sebuah
sikap menghormati perbedaan pendapat. Dalam menyampaikan
pendapat khtiyarat-nya, al-Nawawi tidak menyebut pendapat lain
sebagai pendapat yang pasti keliru, tetapi ia hanya menyebutkan
pendapatnya sebagai pendapat yang kuat, lantas dijadikan pendapat
pilihan. Setelah Zkhtiyarat al-Nawawi muncul ke permukaan, para

®69http://kbbi.web.id/toleran.html Diakses pada 19 Januari 2022
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ulama yang hidup pada masa itu dan sesudahnya, meskipun tidak
langsung menerima secara mentah-mentah, namun setelah
melakukan penelitian yang mendalam, pada akhirnya mereka
menerima gagasan al-Nawawi sebagai sebuah temuan baru yang
pantas diikuti. Sebagaimana diketahui, pendapat lkhtiyaratr al-
Nawawl merupakan pendapat yang melawan arus mazhab Syafi‘1.
Seandainya para ulama yang hidup pada masa al-Nawawi dan
sesudahnya tidak memberikan ruang perbedaan pendapat,
barangkali pendapat Ikhtiyarat al-Nawawi tidak akan mendapatkan
tempat dalam khazanah fikih Syafi‘iyyah, apalagi sebagiannya
menjadi pendapat yang dipandang mewakili mazhab. Namun
karena sikap toleransi telah tertanam sejak awal maka perbedaan
Ikhtiyarat al-Nawawi dari pendapat yang masyhur di dalam
mazhab dapat diterima, bahkan sebagiannya dipandang mewakili
mazhab.

Secara historis, toleransi merupakan sikap dan perilaku
yang diwariskan oleh generasi Islam terdahulu secara turun-
temurun. Dalam sejarah hidup para ulama salaf sejak masa Sahabat
Nabi sampai masa imam mazhab empat, sikap menghormati,
menghargai, dan toleransi terhadap pendapat orang lain selama ia
berada dalam ruang lingkup akidah yang benar dan metode istinbar
yang lurus merupakan sikap yang begitu membumi di kalangan ahli
fikih pada masing-masing periode tersebut. Perbedaan pendapat di
antara mereka tidak pernah merenggangkan ukhuwah Islamiyah
sesama mereka sebab mereka saling menghormati dan menghargai.
Pada masa sahabat, terdapat banyak sahabat yang saling berbeda
dalam mengijtihadkan hukum fikih. Salah satu contohnya adalah
‘Umar ibn al-Khatab dan Ibn Mas‘ad. Keduanya sering berbeda,
tetapi hubungan keduanya sangat harmonis. Pada suatu hari lbn
Mas‘ad mengunjungi ‘Umar, ketika itu ‘Umar sedang duduk. Pada
saat melihat Ibn Mas‘Gd datang, ‘Umar langsung berdiri dan
menyambutnya dengan sapaan “selamat datang wahai gudang fikih
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dan ilmu”.%° Dari kisah ini terlihat bahwa perbedaan antara
keduanya justeru menambah rasa persaudaraan.

Selanjutnya pada masa imam mazhab empat, perbedaan
pendapat semakin luas dan kian banyak. Tetapi masing-masing
imam mazhab saling menghormati dan menghargai terhadap
pendapat imam lain yang berbeda. Salah satu contohnya adalah
ketika Imam Malik ibn Anas (w. 179 H) diminta persetujuannya
oleh seorang khalifah Bani ‘Abbasiyyah yakni Abu Ja’far al-
Mansar (w. 158 H) untuk menjadikan kitab al-Muwatta’ sebagai
rujukan dalam konstitusi negara dan meresmikan mazhab Maliki
sebagai mazhab yang wajib diikuti oleh segenap umat Islam. Imam
Malik memberikan nasihat agar hal itu tidak dilakukan atas dasar
pertimbangan bahwa setiap daerah mempunyai ahli fikih tersendiri
untuk diikuti dan memiliki pendapat yang beraneka-ragam. Lagi
pula Imam Malik menyadari bahwa hadis-hadis Nabi yang
dimuatnya dalam al-Muwatta’ terbatas pada hadis yang didapatinya
di Hijaz, di mana ia mengajar dan mengembangkan mazhabnya.®"*

Contoh lainnya, Imam al-Syafi’T menetapkan hukum sunat
membaca qunut pada shalat subuh, sedangkan Abi Hanifah
berpendapat tidak disunatkan. Lantas ketika al-Syafi’t menziarahi
kubur Abut Hanifah yang kebetulan telah masuk waktu shalat
subuh, al-Syafi’t melaksanakan shalat subuh di sana dengan tanpa
membaca qunut. Selanjutnya al-Syafi’1 berkata “bagaimana bisa
saya membaca qunut di hadapan seorang imam yang berpendapat
tidak sunat membacanya”. Al-Syafi’t melakukan hal tersebut tidak
lain kecuali untuk menunjukkan etika dan penghormatannya
kepada imam mujtahid lainnya, karena meskipun berbeda, al-
Syafi’T menyadari betul bahwa pendapat yang dikemukakan oleh

670Taha Jabir Fayyad al-Alwani, Etika Berbeda Pendapat Dalam Islam,
(Terjm: lja Suntana), Judul Asli: Adab al-ikhtilaf fi al-1slam, Cet. I, (Bandung:
Pustaka Hidayah, 2001), him. 74

671 Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebelum Tertutup..., him. 21. Lihat juga
Al-Sya‘rani, al-Mizan al-Kubra, JId. I..., him. 41
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imam lainnya juga telah melalui proses ijtihad yang matang dari
dalil-dalil yang diakui dan melalui penalaran yang maksimal
menurut kemampuan masing-masing.®”? Dari dua contoh ini terlihat
jelas sikap toleransi, menghormati, dan etika yang dimiliki oleh dua
imam mazhab tersebut dalam memandang imam mazhab lainnya.

Selanjutnya pada masa di mana ijtihad indenpen tidak lagi
dilakukan dan para ulama sudah terikat dengan mazhab fikih
tertentu juga terlihat jelas sikap para ulama yang menunjukkan
toleransi dalam berbeda pendapat. Pada masa tersebut, sikap
toleransi dan menghargai tidak hanya terjadi sesama ulama yang
berada dalam ikatan mazhab tertentu, tetapi juga antara ulama
penganut satu mazhab dengan ulama penganut mazhab lainnya.
Dalam memandang kebenaran mazhab-mazhab fikih, para ulama
ini mempunyai satu landasan bahwa pada hakikatnya yang benar
dalam berijtihad terhadap suatu masalah hanya satu orang mujtahid
saja, sedangkan ijtihad mujtahid lainnya salah. Kepada mujtahid
yang benar ijtihadnya diberikan dua pahala, yakni pahala ijtihad
dan pahala kebenaran hasil ijtihad. Sedangkan mujtahid yang salah
hanya mendapatkan satu pahala atas kerja keras ijtihadnya.®”
Adapun yang mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah
pada hakikat, ini adalah hak perogratif Allah, sedangkan masing-
masing mujtahid tidak dapat meyakini dirinya yang paling benar
atau salah. Dalam hal ini, masing-masing mujtahid hanya menduga
dengan dugaan yang amat kuat bahwa dirinyalah yang benar dalam
berijtinad. Karena ini, seorang mujtahid tetap menghargai dan
menghormati mujtahid lainnya, sebab jika pun dalam dugaannya
ada kesalahan hasil ijtihad mujtahid lainnya, tetapi pahala ijtihad
tetap didapatkan oleh mujtahid yang salah, dan sekali lagi hanya
Allah yang tahu siapa sebenarnya yang benar dan yang salah pada
hakikatnya.

Berdasarkan landasan tersebut, masing-masing pengikut

672Al-Sya‘rani, al-Mizan al-Kubra, JId. ..., him. 61
673 Ahmad al-Khatib, al-Nufaiat..., hlm. 167
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mazhab fikih yang empat membuat satu pegangan dalam
memandang mazhab mereka sendiri dan mazhab lain. Pegangan
tersebut adalah seperti ungkapan al-Nasafi (w. 710 H) dari
kalangan Hanafiyyah yang dikutip oleh Ibn Hajar al-Haytami, yaitu
“mazhab kami adalah mazhab yang benar namun punya
kemungkinan salah, sedangkan mazhab selain kami salah tetapi
punya kemungkinan benar”.8’* Ungkapan tersebut menunjukkan
bahwa tidak dapat meyakini secara pasti bahwa mazhab yang
dianut itulah yang benar secara hakikat, dan mazhab yang lain
salah secara hakikat, sebagaimana halnya para mujtahid atau imam
mazhab sendiri memandang masalah ini. Oleh karena para pengikut
suatu mazhab mempunyai pandangan seperti demikian, maka
dalam dugaan meraka, mazhab merekalah yang merupakan mazhab
yang paling kuat, sedangkan mazhab selain mereka merupakan
mazhab yang lemah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ketika para ulama
sudah mengikat diri dengan mazhab tertentu, mereka tetap
menjunjung etika dan toleransi dalam bermazhab. Meskipun
mereka menduga mazhab mereka yang benar dan kuat tetapi
mereka tidak menutup kemungkinan kesalahannya, serta kebenaran
berada pada mazhab selain mereka. Oleh karena itu, mereka pun
memiliki pandangan bahwa hukum berpindah mazhab dibolehkan
selama mengikut aturan faql/id yang telah baku. Hal ini makin
mempertegas bentuk toleransi mazhab yang mereka terapkan,
sebab mereka tidak memonopoli kebenaran, yang pengetahuan
untuknya merupakan hak perogratif Allah SWT semata.

Para ulama terdahulu merupakan teladan bagi umat Islam
termasuk yang hidup pada abad modern ini. Oleh karena itu, sikap
toleransi dan etika dalam berbeda pendapat khususnya perbedaan
dalam ranah fikih merupakan sikap yang urgens untuk dikuatkan
pada saat ini. Dalam upaya pengembangan fikih masa kini, tentu

741bn Hajar al-Haytami, al-Fatawa al-Kubra, J1d. IV..., him. 313
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saja memunculkan pemikiran dan wacana baru dalam merespon
berbagai permasalahan yang terus bermunculan. Dalam menyikapi
hal-hal yang dipandang berbeda dari sebelumnya, para ahli fikih
masa kini harus mengedepankan sikap toleran dan menghargai
perbedaan. Mereka harus menerima perbedaan pandangan secara
lapang dada, selama pemikiran yang berbeda itu dibangun
berdasarkan metode yang dapat dipertanggung-jawabkan secara
ilmiah dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syari‘ah. Belajar dari
fenomena lahirnya Ikhtiyarat al-Nawawi yang disikapi oleh para
ulama lainnya secara adil dan toleran, jika munculnya gagasan baru
pada masa kini yang masih berada dalam koridor metode yang
diakui, maka perlu dinilai secara adil dan memberikan ruang
kepadanya, karena jika langsung ditanggapi dengan sikap tidak
menghormati perbedaan pendapat akan berakibat kepada matinya
kreasi ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi kontra-produktif dengan
keinginan mewujudkan fikih yang akomodatif terhadap
perkembangan zaman. Dengan uraian ini dapat diketahui bahwa
penguatan toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan sesuatu
yang relevan dari munculnya Ikhtiyarat al-Nawawi terhadap
pengembangan fikih masa kini.

4.3. Merawat Kedamaian Dalam Keberagaman Pemikiran Fikih
Sudah menjadi Sunnatullah, manusia diciptakan dengan
berbagai perbedaan. Dengan adanya perbedaan justeru manusia
akan dapat saling melengkapi dalam melaksanakan tugasnya
sebagai khalifah di muka bumi. Salah satu bentuk perbedaan
manusia adalah terletak pada pengetahuan, cara berpikir dan
tingkat kemampuan dalam menilai serta menganalisa sesuatu.
Akibat dari perbedaan itu, lahirlah kesimpulan yang berbeda pula
pada sebuah objek yang menjadi fokus perhatiannya, tidak
terkecuali ilmu fikih. Perbedaan pendapat dalam bidang fikih
merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan
bahwa tingkat pengetahuan dan cara pandang seorang ulama dalam
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melihat sebuah permasalan tidak mungkin dipaksakan untuk berada
pada level dan bentuk yang sama. Memaksakan persamaan ini
justeru bertolak-belakang dengan Sunnatullah yang memberikan
ilmu dan daya pikir kepada seseorang secara berbeda dari yang
lainnya.

Bila melihat kepada sejarah, perbedaan pendapat dalam
memahami fikih sudah terjadi pada masa Rasullullah SAW sendiri.
Disebutkan bahwa pada peperangan Bani Quraizah, Rasulullah
melarang para Sahabat melaksanakan shalat sebelum sampai di
perkampungan Bani Quraizah.®”® Dalam perjalanan sebelum tiba di
Bani Quraizah, matahari hampir terbenam. Pada saat itu, para
Sahabat berbeda pandangan dalam menyikapi larangan Rasulullah.
Sebagian di antaranya memahami larangan Rasulullah secara
tekstualnya sehingga tetap tidak melaksanakan shalat, sementara
sebagian lainnya berupaya menggali makna dari perkataan
Rasulullah, yaitu Rasulullah menginginkan Sahabat melakukan
perjalanan secara cepat ke Bani Quraizah sebelum waktu ashar
habis. Namun karena saat itu waktu ashar hampir habis maka
mereka melaksanakan shalat dalam perjalanan. Setelah semua
Sahabat berkumpul bersama Rasulullah di Bani Quraizah serta
menceritakan perbedaan mereka dalam perjalanan, lantas

675Teks hadisnya adalah:
sl s o @ V) padd) af e VoW g g ade i Lo 31 JB (B Lgie o) ee ) o0
A o g ells ST s sy | Lai b egan JB st 5 el Y gn JB (Gl & el g
(@l olg)) e Mly iy ol oy e
Artinya: Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar bahwa pada hari peperangan Ahzab, Nabi
bersabda “jangan ada seorang pun dari kalian yang melaksanakan shalat ashar
kecuali di perkampungan Bani Quraizah, lantas sebagian Sahabat berhadapan
dengan waktu ashar dalam perjalanan, sebagian Sahabat mengatakan kami tetap
tidak melaksanakan shalat sebelum kami menyusul mereka (Sahabat yang telah
sampai duluan ke Bani Quraizah), sebagian Sahabat yang lain mengatakan kami
akan shalat karena Nabi tidak bermaksud kita meninggakan shalat, pada saat
diceritakan kejadian tersebut pada Nabi, lantas Nabi tidak menyalahkan salah
satu kelompok tersebut (H.R. al-Bukhari). Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fatk al-
Barri, JId. VII..., him. 407-408
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Rasulullah tidak menegur atau menyalahkan satu kelompok pun
dari keduanya.®”® Kejadian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan
yang muncul di kalangan Sahabat kala itu didasari pada perbedaan
cara memahami larangan Rasulullah. Menariknya lagi, ketika
Rasulullah mengakui perbedaan itu maka menunjukkan bahwa
perbedaan pendapat yang terjadi di antara ahli fikih merupakan
perkara yang tidak dipermasalahkan dalam agama.

Keniscayaan perbedaan pendapat dalam bidang fikih
merupakan sebuah fakta sejarah, di mana perbedaan itulah yang
telah melahirkan kekayaan intelektual yang luar biasa dalam
pemikiran fikih. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya mazhab-
mazhab fikih serta dinamika yang terjadi padanya, baik secara
internal maupun eksternal. Bila ditelusuri, perbedaan pendapat itu
bisa saja terjadi antara seorang ulama dan ulama lain, antara teman
seangkatan, antara murid dan guru, bahkan antara seorang anak dan
ayahnya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa para ulama yang
mempunyai  kapasitas dalam penalaran hukum tidaklah
terkungkung secara kaku dalam sebuah cara pandang tertentu saja,
tetapi para ulama memiliki kebebasan dalam melahirkan kreasi dan
inovasi pemikirannya selama memiliki metode yang jelas dan
diakui. Contohnya adalah perbedaan pendapat antara Imam al-
Haramain dan ayahnya, Ibn al-Subki dan ayahnya, dan lain-lain.®”’

Dalam Islam, sejatinya perbedaan pendapat dalam bidang
fikih harus dijadikan sebagai sebuah rahmat.®”® Hal ini mengacu
kepada sebuah hadis yang meskipun diperselisihkan ulama
mengenai  keotentikannya, namun para ulama senantiasa
mengamalkannya, yakni “perbedaan pendapat umatku adalah
rahmat”.%”® Menurut ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz (w. 101 H) yang

5761bn Hajar al-Asqalani, Fatk al-Barrt, JId. VII..., him. 408-409

77Rami ibn Muhammad, Insaf al-Fuqahda..., him. 212-213

678Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman al-Damsyiqi,
Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-A immah, ((Beirut: Dar al-Fikr, 2000), him. 3

67%Hadis tersebut mempunyai beberapa redaksi yang berbeda, namun
memiliki substansi yang sama. Teks yang paling populer adalah:



322

dikutip oleh Ibn al-‘Ajlun, seandainya para Sahabat Nabi tidak
berbeda pendapat sungguh tidak akan diperoleh kemudahan dalam
pengamalan hukum. Yahya ibn Sa‘id (w. 143 H) yang juga dikutip
oleh Ibn al-‘Ajlin mengatakan bahwa para ulama merupakan
orang-orang yang memberikan kelonggaran kepada umat. Para
ulama yang memberi fatwa sering berbeda pendapat, bisa saja
seorang ulama memfatwakan kehalalan sesuatu, sementara ulama
yang lain memfatwakan keharamannya. Dalam kondisi seperti itu,
sesama mereka tidak saling menjelekkan. Memberikan ruang bagi
perbedaan pendapat juga dipraktekkan oleh Imam Malik saat
memberikan nasihat kepada Khalifah agar tidak menjadikan kitab
al-Muwatta’ sebagai rujukan dalam konstitusi negara serta tidak
meresmikan mazhab Maliki sebagai mazhab yang wajib diikuti
oleh segenap umat Islam. Pertimbangan Imam Malik adalah bahwa
setiap daerah mempunyai ahli fikih tersendiri untuk diikuti dan
memiliki pendapat yang beraneka-ragam.®e°

Perbedaan pendapat ulama sebagai rahmat juga dapat
dirasakan secara nyata dalam berbagai kasus hukum. Pada masa
sekarang ini, salah satu contohnya adalah dalam pelaksanaan tawaf
di sekeliling ka’bah dengan mengenakan pakaian ithram. Mazhab
Syafi‘T menetapkan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan
perempuan Yyang halal dinikahi dapat membatalkan wudhuk,
sementara mazhab Hanafi tidak menghukumi kebatalan

i~ $,,f s
Artinya: Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Dari beberapa periwayatan
yang dikutip oleh Ibn al-‘Ajlan dari berbagai sumber, tidak terdapat periwayatan
yang sahikz mengenai hadis ini. Meskipun dari segi sanad dipandang bermasalah,
tetapi makna yang menjadi kandungan hadis ini diterima dan amalkan oleh para
ulama. Artinya, maksud dari hadis ini dipandang benar. Di samping itu, makna
hadis ini diarahkan kepada perbedaan pendapat terkait hukum amaliah atau fikih.
Lihat Ibn al-‘Ajltin, Isma‘il ibn Muhammad al-Jarahi, Kasyf al-Khafa’ wa Muzil
al-flbas ‘Amma Isytahara min al-Ahadits ‘ala Alsinat al-Nas, Jd. 1, (Kairo:
Maktabah al-Qudsiyyah, 1932), him. 64-66

8801bn al-Ajlin, Kasyf al-Khafa’..., him. 64-66
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wudhuknya.%®! Dalam situasi yang sering berdesakan di sekitar
ka’bah selama ini sangat sulit menjaga untuk tidak bersentuhan
antara laki-laki dan perempuan. Jika wudhuk batal akibat
bersentuhan tersebut, bagi penganut mazhab Syafi‘T diwajibkan
untuk mengulangi wudhuknya. Setelah wudhuk diulangi belum
tentu akan terhindar dari bersentuhan, dan begitulah seterusnya.
Situasi ini melahirkan kesulitan tersendiri mengingat lokasi untuk
mengambil wudhuk kembali pun relatif jauh, berdesakan dan bisa
saja kehilangan rombongan yang dapat menyebabkan kehilangan
arah menuju kediaman. Dengan adanya pendapat dalam mazhab
Hanafi yang tidak menghukumi kebatalan wudhuk akibat
bersentuhan tadi, bagi penganut mazhab Syafi‘T dibolehkan
berpindah kepada mazhab Hanafl terkait perkara tersebut dengan
mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga kesulitan
yang telah digambarkan sebelumnya dapat dihilangkan. Jadi jelas
sekali perbedaan pendapat ulama di sini menjadi rahmat bagi umat.

Pada sisi yang lain, syari‘at Islam diturunkan untuk
membawa kemaslahatan bagi manusia. Dalam memahami
kemaslahatan itu tidaklah sama antara seorang ulama dan ulama
lainnya. Karena didasari pada pertimbangan kemaslahatan tertentu,
sangat tidak patut perbedaan ulama menjadi ruang bagi perpecahan
di kalangan pengikutnya selama perbedaan itu masih mengacu pada
sumber dan metode yang benar. Oleh karenanya, sikap yang
berlebihan dalam melihat perbedaan ulama merupakan perkara
yang kontra-produktif dengan nilai diturunkannya syari‘at Islam
yaitu membawa kemaslahatan umat. Dalam sejarah perjalanan fikih
memang pernah terjadi peristiwa yang merupakan akibat dari sikap
yang tidak toleran dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama,
tetapi para ulama yang berbeda pendapat sendiri tidak
menginginkan hal itu terjadi. Buktinya mereka saling menghargai

681‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ‘Awad al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-
Madhahib al-Arba ‘ah, JId. 1, Cet. |, (Al-Mansoura: Dar al-Ghad al-Jadid, 2005),
him. 51-52
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perbedaan pendapat. Hanya saja peristiwa yang tidak patut terjadi
itu dilakukan oleh oknum pengikut ulama dan kejadian itu
dipandang sebagai kejadian yang langka. Di samping itu, sikap
yang tidak baik itu bukanlah sikap yang dianjurkan untuk diikuti
oleh orang lain.58?

Dalam spirit pengembangan fikih pada masa kini, menebar
kedamaian dan merawatnya sangat penting dilakukan agar
pengembangan fikih dapat berjalan secara baik. Perbedaan
pendapat antara ulama pada masa kini harus disikapi secara bijak,
terutama oleh pengikut masing-masing ulama. Para ulama
mempunyai sandaran dan dasar pemikiran dalam menalar setiap
permasalahan. Bisa saja ulama yang berada dalam komunitas
keilmuan tertentu berbeda cara pandang terhadap permasalahan
yang dikaji. Meskipun mempunyai sumber dan prinsip yang sama
dalam penalaran hukum, namun kadang perbedaan cara pandang
tidak dapat dielakkan. Perbedaan tersebut akan mengakibatkan
perbedaan hasil yang ditemukan. Dalam hal ini, pengikut masing-
masing ulama harus bisa menghargai pendapat yang berbeda dari
ulama ikutannya. Perbedaan itu tidak sepatutnya merenggangkan
hubungan antara pengikut ulama dari sebuah komunitas dengan
komuntas yang lain. Pada kenyataannya, antara seorang ulama dan
ulama lainnya kadang berpijak pada sebuah literatur yang sama
dalam melakukan sebuah kajian, hanya saja perbedaan cara
pandang yang membuat mereka berbeda.

Di zaman yang begitu cepat tersebarnya informasi sekarang
ini melalui berbagai media, tidak sepantasnya muncul ejekan atau
celaan antara pengikut seorang ulama dengan pengikut ulama
lainnya yang memiliki perbedaan cara pandang tadi. Sikap
fanatisme buta sudah sepantasnya disingkirkan dan dibuang dalam
melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi. Hal ini sangat penting
demi terjaganya ukhuwah islamiyah sesama umat. Menjaga

682Rami ibn Muhammad, Insaf al-Fuqaha..., him. 16-20
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persaudaraan sesama muslim hukumnya wajib. Oleh karenanya,
potensi-potensi yang dapat merusak persaudaran itu perlu dihindari
semaksimal mungkin. Pada masa sekarang ini, permasalahan yang
dihadapi umat ini sedemikian banyak dan komplit. Jika saja umat
ini tidak bersatu akan sulit menyelesaikan berbagai persoalan yang
menerpa mereka. Oleh karenanya, membangun sikap saling
menghargai dan menghormati perbedaan selama perbedaan itu
berada dalam ruang toleransi yang diajarkan dan dilegitimasi
agama perlu diteguhkan sekuat mungkin.

Di samping itu, ketersumbatan informasi antara berbagai
pihak yang berseberangan dalam cara pandang fikih padahal
mereka mempunyai prinsip yang sama, perlu dicarikan penghubung
yang dapat menjembatani perbedaan antara mereka. Bisa saja
perbedaan itu muncul karena masing-masing pihak tersebut selalu
menutup diri dari interaksi dengan pihak lainnya. Jika kedua pihak
ini duduk bersama dan membuka diri untuk melihat persoalan
secara objektif terkadang perbedaan itu dapat dihilangkan, atau
paling tidak dapat diminimalisir. Dengan itu akan terjalinnya
persaudaraan yang akan menguatkan satu sama lainnya demi
terjalinnya harmonisasi hubungan antar sesama dalam ruang
perbedaan. Perbedaan bidang fikih merupakan rahmat. Sesuatu
yang idealnya menjadi rahmat bagi umat Islam sangat tidak pantas
menjadi ajang terjadinya perpecahan umat itu sendiri. Karenanya,
para ulama dalam menyampaikan sesuatu juga perlu memprediksi
akibat negatif yang muncul, karena memprediksi akibat juga
merupakan bagian penting dalam menjaga kestabilan pemahaman
umat. Selain itu, orang yang tidak punya kapasitas dalam bidang
fikin  juga harus menyadari keterbatasannya agar tidak
menimbulkan kebingungan di tengah umat. Jika hal itu semua
dilakukan maka diyakini akan lahirlah sebuah kedamaian dalam
keberagaman pemikiran fikih.



BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Setelah menelaah berbagai data tertulis yang berkaitan
dengan pendapat Ikhtiyarat al-Nawawi, penulis mengambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan al-Nawawi melahirkan pendapat Ikhtiyarat adalah
karena penemuan dalil yang lebih kuat dan cara pandang
yang lebih tepat dalam memahaminya. Sebagai pengikut al-
Syafi‘1, standar yang dipakai al-Nawawi dalam mengukur
kekuatan dalil dan ketepatan cara memahaminya adalah
kaidah-kaidah ijtihad hasil rumusan al-Syafi‘t. Lantas
perbedaan pendapat 7khtiyarat al-Nawawi dari pendapat al-
Syafi‘T dan mayoritas Syafi ‘iyvah berakar dari perbedaan
pada penerapan kaidah-kaidah ijtihad yang telah ditetapkan
dalam mazhab Syafi‘i, di mana al-Nawawi terlihat sangat
konsisten dan taat asas dalam menggunakannya. Dalil yang
dipakai oleh al-Nawawi umumnya al-Qur’an dan hadis.
Kedua dalil itu selalu ditempatkan sebagai dalil utama.
Sedangkan giyas lebih diposisikan sebagai dalil pendukung.
Selain giyas, al-Nawawi juga menggunakan istishab asl
sebagai dalil untuk menafikan hukum sesuatu. Selanjutnya,
jika tidak terdapat dalil khusus untuk menetapkan sebuah
hukum, al-Nawaw1 juga bersandar kepada ‘urf. Metode
istinbat al-Nawawi dalam melahirkan Zkhtiyaratr adalah
metode lughawiyyah dengan dukungan metode ta ‘/iliyyah
dan berpijak pada cara pandang istishabi serta ‘urfi.
Sedangkan prinsip yang mendasari istinbat-nya adalah
mengutamakan  makna  zahir dari nas  dengan
mempertimbangkan konsep al-taisir dan magqgasid al-
syari‘ah. Ukuran untuk menilai keberadaan konsep al-zaisir
dan magqgasid al-syari‘ah pada Ikhtiyarat al-Nawawi adalah
membandingkan [khtiyarat al-Nawawi dengan pendapat

yang masyhur dalam mazhab. Secara lebih konkrit dan
326
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rinci, metode yang dipakai al-Nawaw1 pada setiap contoh
kasus yang telah dibahas adalah sebagai berikut:

a.

Pada kasus menyucikan najis babi, metode yang dipakai
adalah lughawiyyah dan ta ‘liliyyah dengan berpijak pada
istishab asl serta konsisten pada penerapan kaidah yang
berkaitan dengan giyas.

Pada kasus jamak shalat ketika sakit, metode yang
dipakai adalah lughawiyyah pola mafhiimiyyah dengan
mempertimbangkan konsep al-zaisir.

Pada kasus transaksi jual-beli tanpa ijab-kabul, metode
yang dipakai adalah lughawiyyah dan ta ‘/iliyyah dengan
berpijak pada istishab as! dan mempertimbangkan ‘urf.

. Pada kasus legalitas Mukhabarah, metode yang dipakai

adalah lughawiyyah pola jam‘ wa taufig dengan
mempertimbangkan ‘urf.

Pada kasus hukuman cambuk terhadap peminum arak
sebagai obat, metode yang dipakai adalah lughawiyyah
pola takhsis al-‘amm dengan mempertimbangkan konsep
magqasid al-syar ‘iyyah.

Pengaruh lahirnya pendapat /khtiyarat al-Nawawi terhadap
perkembangan fikih Syafi iyyah periode berikutnya adalah
sebagai berikut:

a.

Perubahan peta pemikiran mazhab Syafi‘T dengan
memandang bahwa  Ilkhtiyarat  al-Nawawi yang
disebutkan dalam Kkitab Raudat al-Talibin sebagai
pendapat kuat dalam mazhab;

Pengayaan khazanah keilmuan mazhab Syafi‘t dengan
berlangsungnya berbagai kajian terkait inovasi al-
NawawrT,

. Pengesahan pendapat pegangan mazhab Syafi‘l dengan

menetapkan pendapat al-Nawaw1 sebagai rujukan utama
dalam perihal khilafiyah;
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d. Perumusan ketentuan baru berupa urutan Kkitab al-
Nawawi yang dijadikan sandaran dalam kegiatan fatwa
hukum.

3. Relevansi lahirnya pendapat Zkhtiyarat al-Nawawi dengan
pengembangan fikih masa kini adalah sebagai berikut:

a. Membuka ruang bagi pemahaman baru dalam fikih. Hal
ini tergambarkan dari sikap al-Nawawi yang siap
berbeda pendapat dengan melawan arus ulama
mazhabnya dalam melahirkan Zkhtiyarar karena
pertimbangan dalil yang lebih kuat atau metode yang
lebih tepat;

b. Keterbukaan terhadap perkara baru. Hal ini dibuktikan
dengan diterimanya gagasan al-Nawawi oleh ulama
periode berikutnya setelah melakukan kajian yang
mendalam;

c. Lahirnya kemudahan dalam pengamalan Hukum. Hal ini
dibuktikan dengan adanya sebagian Ikhtiyarat al-
Nawaw1 yang dalam penalarannya menggunakan prinsip
al-taisir;

d. Kepekaan terhadap kondisi sosial. Hal ini dibuktikan
dengan perhatian al-Nawaw1 dalam melahirkan sebagian
Ikhtiyarat kepada aspek kebutuhan manusia;

e. Penguatan toleransi dalam perbedaan pendapat. Hal ini
dibuktikan dengan sikap al-Nawawi yang menghormati
pendapat yang disebut masyhur dalam mazhab dan sikap
ulama sesudah al-Nawawi yang mengormati temuan al-
Nawawl.

5.2.  Saran-saran
Bertolak dari temuan penelitian ini, dapat dikemukakan
saran-saran sebagai berikut:
1. Kajian terkait pendapat pilihan atau /khtiyarat ulama dalam
mazhab Syafi‘T yang berbeda dari pendapat yang lebih umum
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dikenal dalam mazhab perlu ditingkatkan lagi di lembaga
pendidikan Islam agar dapat melahirkan khazanah keilmuan
yang dapat menjembatani antara pemikiran masa lalu dan
masa sekarang serta memberikan kontribusi bagi kemudahan
pengamalan hukum pada masa Kini, mengingat pendapat-
pendapat pilihan tersebut dapat menjadi alternatif dalam
merespon berbagai kasus kekinian, sementara pendapat yang
lebih umum dikenal dalam mazhab terkadang sudah sulit
diamalkan dengan berbagai pertimbangan.

. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum yang responsif
terhadap perkembangan zaman, ulama hendaknya bersikap
dinamis dalam memberikan fatwa dengan tetap menjunjung
tinggi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam fikih.
Pembahasan terkait persoalan yang bersifat kompleks
hendaknya ditangani secara terbuka dengan memperhatikan
pandangan dari berbagai aspek dan mengacu kepada etika
dalam mengeluarkan fatwa serta memberikan edukasi yang
bijak kepada masyarakat berkenaan dengan aspek perbedaan
pendapat ulama.

. Masyarakat hendaknya menyikapi persoalan khilafiyah antara
ulama secara arif dan bijaksana dengan menyerahkan
persoalan itu kepada ahlinya serta tidak mencampuri sesuatu
yang tidak dipahami. Perbedaan pendapat harus dijadikan
sebagai rahmat selama berada dalam koridor yang diakui
agama agar persaudaraan Islam dan kesatuan umat selalu
terjaga dari potensi-potensi yang kontra-produktif dari nilai
diturunkannya syari‘at Islam.
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LAMPIRAN CONTOH KASUS IKHTIYARAT AL-NAWAWI

Metode
Ikhtiyarat Metode
Pendapat Istinbat
No Kasus al- Istinbat al-
Mazhab i Pendapat ]
Nawawi Nawawi
Mazhab
Cara Membasuh | Membasuh | Lughawiyyah | Lughawiyyah
menyucikan | tujuh kali | satu kali dan giyas dan giyas
i najis babi yang tanpa awlawr musawi
' disertai perlu dengan
tanah disertali berpijak pada
tanah istishab asl
Jamak Tidak Boleh Lughawiyyah | Lughawiyyah
shalat boleh dengan_ ote pola
pengalihan
Ketika sakit makna nas mafhiamiyyah
2. dengan
pertimbangan
konsep al-
taisir
Transaksi Tidak sah | Sah Lughawiyyah | Lughawiyyah
jual-beli pola dengan
3 tanpa ijab- penggalian berpijak pada
" | kabul ‘illat hukum | istishab asl
dari nas dan
pertimbangan




urf

Legalitas Tidak sah | Sah Lughawiyyah | Lughawiyyah

mukhabarah pola pola Jam u
penekanan wa taufiq
pada zahir dengan
makna nas pertimbangan

‘urf

Hukum Dikenakan | Tidak Lughawiyyah | Lughawiyyah

cambuk hukuman | dikenakan | pola cakupan | pola takhsis

terhadap had hukuman | lafaz ‘amm al-‘amm

peminum had dengan dengan

arak sebagai

obat

pertimbangan
sad al-
dhari ‘ah

pertimbangan
maqasid al-
syari‘ah
aspek
perlindungan

jiwa




LAMPIRAN PERUBAHAN DALAM MAZHAB SYAFTI’I
DARI MASA AL-SYAFI‘I SAMPAI MASA AL-NAWAWI

No | Abad Bentuk Perubahan
. Akhir abad ke | Perpindahan dari gawl gadim ke gawl jadid dan
InH penetapan gawl jadid sebagai mazhab al-Syafi‘t
Abad Il H Muncul pemikiran fikih ashab al-wujih yang
i berbeda dari al-Syafi‘T berupa ikhtiyarat atau
bentuk lain
i Akhir abad IV | Terbentuk polarisasi pemikiran fikih mazhab al-
H Syafi‘t kepada aliran Irak dan Khurasan
;i Abad V H Penyatuan aliran aliran Irak dan Khurasan oleh
Abu ‘Al al-Sinji (w. 430 H)
Abad V H Lahirnya gagasan verifikasi pendapat-pendapat
5 yang sah disandarkan kepada mazhab al-Syafi‘i
(tangih al-madhhab)
Pertengahan Munculnya inisiasi tarjih pendapat-pendapat
6 |abadVH yang saling bertentangan oleh al-Farani (w. 461
H)
. Abad VI H Munculnya perumusan metode tarjih Secara
lebih jelas dari sebelumnya
8 | Abad VIH Menguatnya tradisi taklid
Abad VII H Perumusan metode rarjih secara lebih lengkap
° dari sebelumnya oleh al-Rafi‘t
10 | Abad VIIH Perumusan metode rarjih  secara  lebih

komprehensif dan komplit oleh al-Nawaw1




11

Abad VII H

Pen-tarjih-an sebagian gawl qadim oleh al-
Nawawi sehingga sah disandarkan kepada
mazhab al-Syafi‘1

12

Abad VII H

Kelahiran pendapat ikhtiyarat al-Nawawi yang
berhasil merubah kedudukan pendapat ikhAtiyarat
secara umum dari ketentuan sebelumnya

13

Abad VII H

Munculnya  wacana  pembaharuan  pola
bermazhab yang diinisiasi oleh ‘Izz al-Din ibn
‘Abd al-Salam (w. 660 H) dan Abii Syamah al-
Magqdist (w. 665 H)

14

Awal abad
VIIIH

Pemikiran al-Nawawi berhasil mempengaruhi

peta pemikiran mazhab syafi’i




